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Beragam Rukun Stnrlrah Inan yang Disepakati
Kebolehannya

Ada tiga rulun:

Ruhrn Pertama: Tempatrya (obiek tansaksi) !,aitu harta.

Rul$n Kedua: Mengetahui nilai keunfungan dari nilai harta

yang dimiliki bsama.

Rukun Ketiga: Mengetahui nilai pekerjaan dua orang lnng
melalnrkan syirkahdari nilai harta syirl<ah.

Rulon Pertama.

Rukun pertama adalah tempat syi*ah- Untuk tempat

syirlah ada lrang disepakati para ulama dan ada yang

diperselisihkan oleh mereka. Kaum mr.rslimin sepakat bahrrra

syirkah dibolehkan pada satu jenis benda llaitu dinar dan dirham,

meskipun pada hakikatrya dia menrpakan iual beli 1Bng tidak

teriadi percampuran hal yang sejenis di dalamnp.

Di antara syarat jual beli errrs dan dirham (perald adalah

komoditas tersebut seienis. Akan tetapi para ulama telah sepakat

bahwa artinya dikhususkan dalam syirl<ahim.

Para ulama iuga sepakat bahwa syir*ah diperbolehkan pada

dua komoditas dagang yang sifatrya sama. AlGn tetapi mereka

berselisih pendapat tentang syirkah dengan dua komoditas dagang

yang berbeda sifatrya dan dua mata r.rang yang berbeda. Misalnp
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pihak pertama menggunakan dinar sementara pihak kedua

menggunakan dirham, atau pihak pertama menggunakan

makanan ribawi bila keduanya dari satu jenis. Oleh karena ifu
dalam kajian ini ada tiga permasalahan,

Masalah Pertama: Apabila keduanya berserikat dalam dua
jenis komoditas dagang atau pihak pertama menggunakan
komoditas dagang sementara pihak kedua menggunakan dirham
atau dinar, maka menurut hnu Al Qasim Al Maliki hukumnya
diperbolehkan. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik e. Akan
tetapi menunrt hnu Ruryd, ada pendapat yang mengatakan bahwa

makruh. Penyebab kemakruhannya adalah
bergabungnya syirkah dan jual beli di dalamnln. Apabila dua
komoditas dagangannya ifu berteda, maka masing-masing dari
keduanya telah menjual komoditas dagangannya dengan bagian
parkrem5n yang lain. Sementara Malik & menganggap bahwa

komoditas dagang itu berlaku bta syAkabnya itu melihat pada

nilain5ra dan bukan pada harganya. Sedangkan menumt Asy-Syafi'i
#5, dia mengatakan, "Sy:tkah tidak sah kecuali pada harga barang

dagangan." Abu Hamid Al Isfirayini meriwayatkan, bahwa
pendapat AsySyafi'i yang kuat adalah pendapat Srang menyatakan

bahwa, syirl<ah itu seperti qiradh, tidak boleh dilakukan kecuali

dengan dirham dan dinar. Dia berkata, "Kepemilikan bersama ifu
kedudukannya seperti komoditas yang dicampur. "

Masalah Kedua: Apabila dua jenisnya tidak boleh dilakukan

dengan kredit, seperti syirl<ah dengan dinar oleh pihak pertama
sedangkan pihak kedua dengan dirham, atau dengan dua makanan
png berbeda, maka dalam hal ini pendapat Malik berbeda-beda.

Terkadang dia membolehkannya dan terkadang melarangnya. Hal
ini karena pihak pertama menggunakan dirham, sementara pihak
kedua menggunakan dinar dan tidak dilakukan dengan kontan.
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Begitu pula bila dua makanannya berbeda dan tidak dilakukan

secara kontan. hnu Al Qasim Al Maliki berkata, "Bagi yang tidak

menganggap alasan-alasan ini berarti dia membolehkanhya'"

Masalah Ketiga: Syirl<ah dengan makanan dari sahr jenis,

hnu Al Qasim membolehkannya karena dia mengqiyaskannya

dengan ijma'ulama yang membolehkannya dalam satu jenis

seperti emas atau perak. Akan tetapi menurut Malik dalam salah

sahr pendapatrya, bahwa hukumnya tidak diperbolehkan.

Pendapat inilah yang terkenal, karena hukumnya tidak berlaku.

Karena dia berpendapat bahwa hukum asalnya adalah tidak boleh

diqiyaskan dengan dispensasi menunrt iima'. Dikatakan bahwa

alasan makruhnya menunrt Malik adalah, karena dalam syirl<ah

nilainya ifu harus sarna, sementara dalam jual beli takarannya

hanrs sama. Jadi, dalam syfulah dua makanan harus sahr ienis

dengan nilai dan takaran yang sama. Dimana hal ini nyaris tidak

bisa ditemukan. Oleh karena itulah, Malik menganggapnya

malmrh.

Demikianlah perselisihan pendapat di kalangan ulama

tentang jenis tempat syirlah. Mereka iuga berselisih pendapat,

apalrah salah satu syarat harta syhl<ah ihr hanrs bercampur atau

tdak?. Mengnrt Malik, salah sahr dari syarat dua harta syirl<ah

adalah harus bercampur, baik ifu rasa maupun hukumnln,

misalnSn keduanya ada dalam sahr peti dan tangan keduanya

dibentangkan di atasnya. Sementara menuntt Aqf$afi'i #8,

syirl<ah tdak sah sampai kedua harta tersebut bercampur,

sehingga harta salah satunya tidak dapat lagi dipisahkan dari yang

lainnlB. Sedangkan menurut Abu Hanifah m, syirl<ah itu sah

meskipun harta masing-masing dari keduanya ada di tangannya.
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Jadi, Abu Hanifah berpendapat bahwa, syirkah sah cukup
dengan ucapan, sementara Malik mensyaratkan agar keduanya
sama-satna mengolah harta tersebut, sedangkan Asy-Syafi,i
mensyaratkan percampuran dua harta tersebut. Dalam fikih,
apabila dua harta tersebut dicampur, maka pekerjaan keduanya
lebih utama dan lebih sempuma, karena masing-masing bisa saling
menasehati. Demikianlah pembahasan tentang rukun ini dan
syarat-syaratrya.

Rukun Kedua

Rukun kedua adalah pembagian keunfungan. Para ulama
sepakat bahwa apabila mengikuti harta pokok, yaifu
bila dua harta syAl<al>nya sarna, maka ketrnfunganryn harus
mengikuti harta pokok, dalam artian bahwa apabila dua harta
pokok sarna, maka keunhrngann5n ifu dibagi dua.

Para ulama juga berselisih pendapat, apakah bila harta
pokoknya berbeda keunfungannya boleh dibagi sarna rata?.
Menurut Asy-Syafi'i dan Malik, tidak boleh. Sementara
menurut ulama Irak dan ulama fikih rasionalis, hukumnya boleh.

Sementara argumentasi yang dijadikan actnn oleh mereka
yang berpendapat tidak boleh adalah, bahwa keunfungan tersebut
menyerupai kerugian. sebagaimana tidak dibolehkan bila salah
safunya mensyaratkan kerugian, maka begifu pula bila salah
safunya mensyaratkan bagian dari keuntungan di luar hartanya.
Terkadang mereka juga menyerupakan keunfungan dengan
manfaat harta tak bergerak yang dimiliki dua oftmg yang
melakukan partner, maksudnya bahwa, manfaat di antara
keduanya ifu dibagi berdasarkan prosentase harta pokok syirl<ah.
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fugumentasi yang digrmakan ulama lrak adalah bahwa hal

tersebut menyerupakan syirlah dengan qindh. Mengnrt mereka,

apabila dalam qindh kannhngannya boleh untuk dibagi sestrai

kesepakatan keduan5n dan pekerianya ihr hanp mendapatkan

upah sesuai pekerjaannlp, maka tenhrnya dalam syirl<ah lebih

boleh ditetapkan bagian harta rxrfuk pekeriaan tersebut, lor€na

dalam syakah harta 5nng dimiliki mempakan harta milik masing

maslng dari keduanya dan ada unsur pekerjaannya, sehingga

bagian ketrntgngan mertrpakan kompensasi dari kelebihan

pekerjaan salah satu partrer atas parkrer lainnya, karena

pekerjaan masing-masing orang itu be6eda-beda, sebagairnana

mereka iuga berbeda dalam selain itu. Aslrsyafi'i berpendapat

bahwa pekerjaan parkrer menrpakan derma darin}n, karena jika

tidak demikian, maka pekerianya itu harus meminta upah standar

unh.rlmya, jadi pekerianya tdak mendapat bagian dalam

kannh,,rgan atau dalam bemgam pekerlaan syirl<ah lainnla.

Rul$n Ketiga

Rul$n ketiga adalah pekeriaan- Ia iuga mengihrti hart4

sebagaimarn ynng telah kami uraikan. Ini menrpakan pendapat

Malik. Jadi dia tidak dianggap irdependen. Sementara menunrt

Abu Hanifah, pekeriaannla itu dianggap baEan dari harta. Aku

sendiri beranggapan bahwa aihhngan ulama madzhab kami ada

ulama yang tdak mernbolehkan syidah kecuali bila harta

keduanp sama dan disesnikan dengan pekeriaan. Mereka

berpendapat bahwa, pekeriaan secar.r utnuln salna, sehingga bila

harta kedqanla tidak samE mal(a akan ada peniprnn terhadap

salah sahr pihak dalam peterraarurf. Oleh karena itu, hnu Al

Mundzir mengatakan, "Para ularna telah sepakat bahwa, syhlah
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itu diperbolehkan, dengan syarat bahwa masing-masing dari dua
orang yang melakukan syirkah itu mengeluarkan harta yang sama
dengan harta partnemya yang sejenis, yaifu dirham atau dinar, lalu
kedua pihak ifu mencampumla hingga menjadi satu harta yang
udak terpisahkan, kemudian harta tersebut digunakan unhrk
melalukan jual beli dalam berbagai jenis perdagangan, lalu bila ada
ketrnfungannya, maka harus dibagi dua di antara keduanya, dan
bila terjadi kerugian, maka berlaku pula demikian. Apabila masing-
masing dari kedua pihak menjual di hadapan parbnemya dengan
mensyaratkan syarat tersebut, maka hal tersebut menunjukkan
bahwa ada perbedaan di dalamnya. At<an tetapi pendapat jumhur
png terkenal adalah bahwa oftmg-orang yang melakukan syirkah
ifu tdak disyaratkan agar salah safunya menjual di hadapan
parhemya.

Syirkah Mufawadhah Menurut Para Ulama

Para ulama berselisih pendapat tentang syirtah
mufaondhah. Malik dan Abu Hanifah ss secara urnurn sepakat
bahun hukumnya dibolehkan, meskipun keduanya masih berselisih
pendapat tentang sebagian ryarahr1p. Sedangkan AsySyafi'i .g
berpendapat bahwa tidak boleh.

Artr syirl<ah mufawadhah adalah masing-masing dari dua
oreng png melakukan syhkah menyerahkan kepada partnemya
untuk mengelola hartiangn, baik ketka sedang tidak ada di tempat
maupun kefika sedang ada di tempat. Menurut mereka hukumnya
berlaku dalarn semua jenis kepemilikan.

Aqr$nfi'i berpendapat bahwa, syirkah hanp berlaku bila
harta yang dijadikan syirl<ah itu dicampur, karena ker-rntungan

merupakan cabang, sedang cabang itu tdak boleh dijadikan milik
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bersama kecuali bila pokoknla diiadikan milik bersama. Sementara

bila rnasing-masrng dari kedua pihak ifu mens5nratkan keunfungan

untuk parkremSra dalam mililil.rSn sendiri, maka ini termEuk

penipuan yang tdak dibolehkan. Dernikianlah sifat syitlah

mufawadhah (menurutnYa).

sementara rnenunrt Malik bahwa, masing-masing dari

kedua pihak telah menjtnl bagian dari hartanln dengan bagian dari

harta par@mya, lalu masingmasing meuakilkan k"pada

parbremya untgk mengelola bagian png tersisa di tangann5ra.

Menurut AqrSyafi'i, syilkah ini bLftanlah iml beli dan

bukan gta wnkalah.

Sedangkan menunrt Abu Hanifah, hulnmrya sesLtai

dengan asalnya, bahura dalam sy:nkah illan Udak ada l,ang

dianggap selain mata uang saja. Yang diperselisilrkan oleh Malik

dan Abu Hanifah tentang perqpratan syirl<ah ini adalah, bahwa

Abu Hanifah berpendapat, salah safu dari qBrat syirf@h

mufawadhah adalah adanya kesamaan dalam halta pokok,

sedangkan Malik berpendapat bahwa, qpratrln tidak demikian

karena dia menyertrpai syirlah lnan Abu'Hanifah berkata, "Salah

sah.r dari keduanya tidak memiliki apa-apa kecuali dia masuk dalam

syirlah." Argumentasi Snng diiadikan acLlan mereka adalah bahwa

narna mufavadhah sendiri menghendaki adanya dua hal tersebut,

yaitu kesamaan dalam dua harta dan menjadikan milik keduarSn

bereifat umutn.

Syirlrah Abdan Menunrt Para tJlarna

syirl<ah aflan secara umum diperbolehkan oleh Malik dan

Abu Hanifah, sementara menunrt AqfSyafi'i hukumnSra tidak
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boleh- Argumentasi 5ang dijadikan dasar Asys5afi'i adarah, bahwa
syideh hanya khusus pada harta, bukan pada pekerjaan. Sebab
dalarn pekeriaan tidak ada yang pasti (udat< ada yang sama persis),
maka menunrt para ulama, ini merupakan benfuk penipuan,
mengingat pekerjaan masing-masing dari keduanya itu tidak
diketahui dengan pasti.

Sedangkan menunrt ulama ma&hab Maliki, sti*ah ini
sama dengan perserikatan orang-orang dalam harta rampasan
petang, dimana mereka berhak mendapatkannya lantaran
pekerjaan lnng mereka lalarkan. Disamping ifu, ada riwayat bahwa
hnu Mas'ud dan Sa'd berserikat pada waktu perang Badar, lalu
Sa'd mendapatkan dua ekor luda, sementara hnu Mas'ud tidak
mendapad<an aplapa, akan taapi Nabi $ tidak mengingkari
keduanya. Disamping ifu, mrilharabh harrya sah unfuk hal 5nng
berbqrtuk pekerjaan, sehingga dia luga bisa sah untuk s5z?kah.

Sedangkan menunrt AsfS!,afi'i, bahwa syirl<ah
mukudlnh kehrar dari pokok akadnya, sehingga tidak boleh
dqiyaskan dengannSn. B%ifu pula hulum harta rampasan perang
yang keluar dari syirkah. Di antara sSraratrya menurut Malik
adalah, adanya dua peker;aan lnrrg sama dan tempat yang sama.
Sementara menurut Abu Hanifah dan Ahmad, hukumnya
diperbolehkan baik dr,ra pet<erfnnnya ifu berbeda atau sama atau
juga ternpatrgn berteda. sedanglon argumentasi yang digunakan
oleh Abu Hanifah adalah, boleh melakukan syirlah dalam
pekerjaan.

Stnrkah Wuiuh Merrunrt Para Ulama

S/r*ah wjuh menunrt Malik dan ArySyafi'i tdak sah,
sementara menunrt Abu Hanihh sah (dibolehkan).
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syirkah ini adalah syirkah dalam jaminan tanpa pekerjaan dan

tanpa harta. fugumentasi yang digunakan Malik dan fuy-Syafi'i

adalah, bahwa syirlah hanya berkaitan dengan harta atau

pekerjaan, sedang dalam syirl<ah wiuh kedua hal ini tidak ada,

disamping ihr juga ada unsr.u penipuan di dalamnya. Karena

masing-masing dari keduanga mengganti kerugian dengan usaha

yang tidak dibatasi dengan perhntan maupun pekeriaan khustrs-

Sedangkan argumentasi Abu Hanifah adalah, bahwa dia

melakukan pekeriaan sehingga syirl<ahini bisa menjadi sah.

Ibnu Ruqd menguraikan masalah ini dengan mengatakan:

Pendapat Ulama Tentang Beragam Hulum ryirlrah
Yang Sah

Syirteh termasuk akad yang diboletrkan akan tetapi tidak

lazim. Maksudnya adalah, bahwa salah satu dari dua orang lnng

melakukan syyl<ah boleh mengr.rndurkan diri dari syirkah kapan

saja dia mau. Akad ini tdak diwariskan. Sedangkan nafkah dan

pakaian keduanya dianrbil dari harta syirkah apabila keluarga

keduanla tidak beda iauh dan tidak kelgar dari nalkah standar.

Salah sahr dari dua orang lpng melakukan syirlah boleh

berbelania, melahlkan qidh dan menitipkan komoditasnya bila

diperlukan. AlGn tetapi, dia tdak boleh menghibahkan harta

syi*ah dan tdak boleh melalnrkan sestrahr kecuali yang

berhubungan dengan kepentingan koduangn.

Bagi orang png mengurangi sesuatu (dari harta syirl<altt

atau melampaui batas, maka dia hanrs bertanggungiawab atasnSla.

Misalnp dia menyerahkan komoditas dagang tanpa ada saksinya
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dan diingkari oleh orang yang semestinya menerima komoditas
tersebut, maka dia harus bertanggungjawab, karena dia melakukan
kekurangan bila tidak mendatangkan saksi. Dia juga boleh
menerima komoditas cacat saat pembelian. sedangkan bila salah
satu dari keduanya mengakui harta orang yang dituduh itu
berdusta, maka hukumnya tidak dibolehkan.

Diperbolehkan pembatalan dan pengangkatan wali yang
dilalrukan olehnya. Akan tetapi salah safu dari dua partrer tidak
perlu mengganti harta dagangan yang hilang, ini menunrt
kesepakatan ulama. Bagl orcng yang melakukan syirl<ah
mufawadhah tidak boleh melakukan qiradh kecuali dengan izin
parhemya. Masing-masing dari keduanya harus memposisikan
dirinya sebagai partner dalam segala hal yang merupakan hak dan
ka,vajiban dalam harta dagangan.

Dia menyatakan lebih lanjut, "sedangkan cabang-cabang
bab ini sangat banyak."

Permasalahan Seputar sttirkah

Apabila seseorang memberikan jala kepada pemburu ikan
untuk membum ikan dengan ketenfuan bahwa hasilnSn dibagi dua
di antam keduanya, maka menumt pendapat yang diqigaskan
dengan madzhab kami adalah, bahwa ikan tersebut semuanya
unfuk pemburu, apabila kami katakan bahwa alatrya 0alanSn)
diseruakan dengan upah yang diketahui. Jadi, pemilik jala
mendapatkan upah standamSn. Dengan demikian, maka pemilik
jala bukanlah parkrer dalam hasil buruan yang diperoleh.
sedangkan bila kami katalon bahua alatrya 0alanya) itu tidak
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disewakan dan terkadang panburunya tidak mendapatkan bgnran

dalam jala tersebut, maka dari manakah dia dapat menrbapr

ongkos sara iala tersebut dan dari nrana dapat dibalpr upahnya

bila sans pemilik jala memperoleh upah yang diketahui ielas?-

Kami katakan bahwa, pemihk iala berhak mendapatkan sehmh

hasil buruan dan pernbunfrp (pemancingnya] beftak

mendapatkan upah standamp yang hanrs dibalnr oleh pernilik

jala. Hal ini karena keunhmgan ihr mengikuti harta'

sementara bila diqiyaskan dengan pendapat Ahmad, maka

hasil bunran tersebut dibagi dtn sesuai perianjian, lgrena hm'Jart

tersebut menrpakan komoditas yang funbuh dengan pel(qiaan'

sehingga hasil tersebut boleh dibagikan, seperti tanah !,ang

diberikan Rasulullah $ kepada orang-orang Yahudi di Khaibar

untuk digarap dengan ketentuan para penggarapnlB mendapatkan

sepanrh (dari hasilnya).

SedarElGn beragam yang didirilGn dari negara

non muslim png beroperasi di negara muslim untuk mengenrk

kekayaan alamngn seperti surnber daya alam, minlrak dan

komoditas tambang, maka hukumnSa adalah tdak sah, kecrnli bila

beragam syirkah (perseroan) tersebtrt diktnsai dan dikelola kaum

muslimin. Wajib bagi kaum muslimin mengirim sekelompok otang

untuk mempelajari ilmu tentang lapisan tanah dan ilmu tenbng

cara menghasilkan dan mengehrarkan sunrber dalp alam (seeerti

minyak burni dsb). Andai salr kaum mr.rslimin mau mempelajari

agama mereka dengan baik dan mau mempelajari berbagai cabang

ilmu pengetahgan, tentu mereka akan rnenjadi penguasa di mr.rka

bumi dan bisa menguasai berbagai disiplin ilmu dgniawl' Bila ini

mereka lah.rkan, tenfunln tanah mereka Udak akan dirampas

pihak asing dan mereka tdak akan bekeria bersusah p4rah

(menjadi budak asing). Telah karni umikan bahuq perriefafian
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orang-omng kafir terhadap negara India, Indonesia dan Malaysia
dimulai dengan pembenhrkan beragam perusahaan yang bergerak
di bidang pendagangan dan pengelolaan sumber daSra alam, hingga
beragam penrsahaan tersebut berhasil menguasai negeri-negeri
muslim ifu.

Begifu pula SEng dilakukan orang-orcng Yahudi terhadap
Palestina. AwalnSn mereka mendirikan beragam perusahaan

dengan mendatangkan pam ahli dan tenaga profesional.

Kemudian sepak terjang mqeka semakin melebar hingga mereka
berhasil menggerus negeri-negeri muslim dan mengeruk kekayaan
alamnSra. Mereka telah menjadi bahaSra besar bagi diri dan sumber
dagra alam hta. Andai saja kita senantiasa waspada terhadap
bahala berhubungan dengan non muslim (tenfunya kita tidak
difr{ah oleh mereka). Hanlp Allah-lah yang memberi petunjuk
kepada kebenaran. Cukuplah Dia bagi kita dan Dia adalah sebaik-
baik pelindtrng.

Slnrlrah Harta dan Syir*ahAlad Menunrt Ulama
Madzhab Hanafi Mengutip Dari Slpikh At Jaziri

Ulama madzhab Hanafi mengatakan, "Syirkah milik adalah
salah safu dari drn syirkah yang dibolehkan karena mencakup
sernu.r bentuk sytu*ah gnng dibolehlon. Keduanp adalah syirkah
nilk (stirkah hak mihlt dan syXrtah alad lsyirl<ah tansal<sional.
Yang akan karni bahas adalah syir*ah pertama,yaitu qn'rkah milik.
Sedangkan syir*ah kedua akan lorni bahas pada pasal selanjutgn.
hsya Allah.
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contoh syirkah milik adalah, dua orang atau lebih

berserikat dalam kepemilikan komoditas tanpa akad. Terkadang

dia merupakan syirl<ah iabr (syirl<ah dengan paksaan), yaitu dua

orang atau lebih berserikat dalam kepemilikan suatu komoditas

secara paksa, sebagaimana bila keduanya msrruarisi harta, atau

keduanya men@mpur dua harta mereka secara paksa sehrngga

sulit sekali dibedakan antara keduanya, atau hak salah satunya

ditekan atau dipersulit, seperti pencarnpuran kacang Brul dengan

tumbuhan Turmus, atau pencampuran gandum dengan ielai'

sedangkan syirl<ah ikhtiyar (syirkah dengan sukarela),

contohnya adalah dua harta keduanya dicampur secara sukarela

atau keduanya membeli komoditas dengan berserikat, atau

keduanp mendapatkan harta dengan wasiat lalu keduanln

menerimanYa.

Rukun syirkah milk addah berkrmpulnya dua bagian.

Apabila bagian seseorang dikumpulkan dengan bagian partremya,

maka berlakulah syirkah hak milik. Dalam hal ini ada beberapa

permasalahan:

Permasalahan Pertama: Apabila dua orang berserikat dalam

kepemilikan tanah pertanian, dimana salah sahr dari keduanya

tidak hadir, maka pihak SBng hadir harus menggarap seluruh

tanah tersebut apabila bisa menghasilkan. Kemudian bila pihak

yang tidak hadir datang dalam kondisi tersebut, dia iuga bisa

mengolah selunrh tanah tersebut sesuai wakfu yang digunakan

parhemya, karena partrer yang tidak ada itu sejatinya rela dengan

tanahnya yang digarap ihr meskipun dia tidak mengizinkan

penggarapannya. Dia iuga berhak mengelolanya sebagaimana

yang dilakr.rkan PartremYa.
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Para ulama mengatakan, "lnilah yang dijadikan fatwa." I alu
mereka mengatakan, "Apabila penanaman tersebut bisa merusak
tanah atau dengan tidak menggarapnya akan lebih bermanfaat
baginya karena bisa rnenambah makanan pokoknya, maka orang
yang hadir tidak boleh menanam sama sekali. Apabila dia
menggarapnya dalam kondisi tersebut, maka dia seperti orang
yang meng-ghashab. Kemudian bila orang yang tidak hadir itu
datang dalam kondisi demikian, sementara pihak yang hadir ifu
Udak mengakui penggarapan tanah tersebut dan hendak
meninggalkannya, maka dia bisa membagi tanahnya kemudian
mengambil bagiannya dan meninggalkan penanaman tersebut
sesuai yang diinginkannya, dimana dia tidak turut campur dalam
bagian parkremya berupa tanaman tersebut. Kemudian bagi pihak

lnng menanam haruslah memberikan tebusan pengganti
kekurangan yang terjadi pada tanah parhremya tersebut karena
telah ditanam, sebab dia telah meng-ghashab bagian parhremya
ifu. Yang demikian ini bila tanaman tersebut masih bisa dicabut.

Bila bijinya telah jadi dan buahnya telah matang, maka
orang yang menanamnya ifu bisa membayar pengganti untuk
kekurangan tanah, lalu mengambil tanaman dan memetik
buahnya.

Permasalahan Kedua: Apabila dua orang berserikat dalam
menempati sebuah rumah lalu salah satunya tidak hadir (pergr),

maka partrremya boleh menempati seluruh rumah tersebut apabila
bermanfaat baginya dan tidak boleh meninggalkan rumah tersebut
karena bisa membuatrSra nsak. Sedangkan bila seandainya dia
tidak menempati selunrh bagian rumah tdak akan menyebabkan
kerusakan, maka dia hanSn boleh menempati tempat yang khrrsus
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baginya, misalnya dengan membagi kamar atau nrangannya lalu

menempati tempat khususnya, atau menempatinya beberapa

waktu dan meninggalkannya bebempa waktu sesuai bagiannya di

dalamnya.

Apabila hal ini telah ielas, maka setiap perbuatan png

dilakukan partrer 5nng hadir r.grfuk kemaslahatan parher png

tidak hadir hukumnya berlaku, sedangkan setiap perttratan yang

merugikannya, maka itu tidak berlaku. Bila hal tersebut dilakukan,

maka partrer yang hadir tdah mag-ghashaD bagian parher yang

tidak hadir. Jadi, wajib bagi parbrer yang hadir melalnrkan segala

sesuahr lpng bermanfaat bagl partremya sesuai dengan

kemampuann5a. Kemudian bila salah safunya menempati rurnah

tersebut, maka dia hanrs menjaga dan memperbaikinp setiap kali

teriadi kenrsalon padanF.

Permasalahan Ketiga: Apabila salah satu dari dua partner

ihr mencampur hartanln dengan harta parkrer lainnya dengan

kerelaannya, misalnln masing-masing dari keduanya merniliki

seonggok gandum kemudian keduanlp sepakat untuk

mencarnpumya, atau harta salah safunlp dicampqr dengan harta

partremya tanpa seizin kedrranlp, misalnya masingmasing

menanrh gandum dalam lemari yang menempel antara satu

dengan lainnya lalu pembatasnln jah.rh hingga kduan1;a

bercampur, maka masingmasing pihak tdak boleh menitnl

bagiannya tanpa seizin sang partter, karena dalam kondisi

demikian, masing-masing dari keduanln ihr memiliki setiap biji

gandum tersebut secara keseJuruhan, sehingga tdak boleh diiual

kecuali setelah dipisatrkan dan bisa diseratrl<an kepada pernitit<ntn.

Berteda halnya bila dua orang meunriskan gandum, rnaka masing-
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masing dari kedua pihak itu memiliki bagiannya dalam
kesehnrhannlp sebagai milik bersama tanpa perlu adanya izin.
Sernentara bila salah sahr pihak mencampur gandumnya dengan
gandum partrremln tanpa sepengetahuannya, maka yang
mencampr.lr ifu boleh menjual semuanya, karena dengan
mencampur itu dia telah memiliki bagian partnemya dan

ia,,rab terhadapnln karena dia telah melampaui batas.

Perrrnsalahan Keempat: Apabila dua orang berserikat
dalam mernbangtrn mmah, maka bisa jadi tanahn5ra merupakan
milik keduan3Ta atau milik salah safuqla atau juga milik orang lain.
Apabila bnah tersebut merupakan milik keduanya, maka masing-
masing pihak tdak boleh menjual bagiannya dalam bangunan
tersebut kepada orang lain secara muflak, baik partremya ifu
mengizinkan atau tidak, karena dalam kondisi demikian penjual
bisa meminta kepada pembeli unfuk merobohkan bangunan
t€rsebut dan mengosongkan tanahnya, karena pembeli hanya
boleh mendapatkan puing-puingnya, dimana penghancuran
tersehrt dapat memgikan parkrer lain.

Contoh lairur5n, bila sebuah bangunan milik seseorang, dia
boleh meniul sepanrhngra, karena pembeli bisa diminta
merobohkannlp untuk mengambil puingpuingnya. Hal ini bisa

penjrnl sehingga ,,lal beliqn menjadi batal. Lalu
apaloh sang partrer boleh meniual sepanrh bagiannyra dalam
bansman tersebut kepada partrrernya 3Bng lain ataukah tdak?.
Dahm hal hi, para ulama berselisih pendapat. Ada safu pendapat

!,ary mer4;atakan bahwa hukumnya boleh. Ada pula lang
bahrrra Udak boleh, karena dalam kondisi

dernikian perfual boleh meminta kepada partremya yang telah
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membeli untuk merobohkan bangunan yang dibelinya ifu agar

tanahnya menjadi kosong. Akan tetapi hal ini dapat merugikannya.

Sedangkan tanah ihr merupakan milik salah satu dari kdua

pihak tersebut, rnaka salah sahrnya tidak boleh menjual bagiannya

kepada orang lain, sebab berdasarkan penjelasan sebelumrS,a,

bahwa pembeli bisa meminta untuk merobotrkan bangr-rnan

tersebtrt dan hal ini akan menrgikan partrer lainnSn. Akan tetapi

sah hukumn5a bila satah satungn meniual kepada part-remp ihr

tanpa diperselisitrkan lagi, baik penrbelinya itu yang merniliki tanah

atau bukan pernititqn. Hal ini karena pihak yang tidak memiliki

tanah ifu tdak menriliki hak untuk membangunnya' namun lpng

memiliki tanah itulah !/ang berhak menrbolehkannln untuk

mernbangqnnya. Segala sesqatq yang melalui pembolehan dapat

dihilangkan. Apabila 5ual belinr untuk pemilik tanah, maka

masafannf strdah ielas. Sedangkan bila iual belinya untuk orang

lain, maka baik dia atau pemiliknya boleh menghananrkan

bangunan ihr, hal ini dikarenakan dia boleh menghilang apa lpng

ada di atas tanah miliknYa.

Sedangkan bila tanahnlp itu merupakan milik orang lain

selain kedganya, misalnya dia merupakan tanah piniaman atau

tanah sewa atau tanah l'rrsil ghashab atau tanah wakaf, lalu dua

orang berserikat untuk membangun di atasnya, maka salah

sahgrya tidak boleh menitnl bagiannya kepada orang lain, karena

pembeli bisa merobotrkan bangunan tersebut untuk mengarnbil

puing-puingnya, dan hal ini akan merugikan partrer lainnp. Akan

tetapi salah satun5n boleh menjual bagiannya kepada sang

partrremp apabila Udak menrgikan. Seperti halnya bila dua orang

meminiam tanah gntqk u6ktu tertenhr lalu keduanya berserikat

unhrk menrbangun di atasnya lalu wakhrnya habis, maka salah

sahsrya boleh meniual bagiannln kepada sang parbrer, karena dia
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fidak bisa meminta unfuk merobohkan bangunan tersebut,

mengingat tanah tersebut bukanlah tanahnya dan tidak ada

hubungan dengannya

Contoh lainnya adalah, bila tanah tersebut diser,r.ra unhrk
beberapa uraktu tertenfu, lalu tempo r,vakfunya habis. Bila tempo
waktunln belum habis, maka salah satunya tidak boleh menjualnya

kepada sang partner, karena penjual yang menyerdra boleh diminta
unfuk merobohkan bangunannya agar tanah yang disewakan itu
bisa diserahkan kepadanSra. Kecuali bila dia menyo,vakan

bagianrya sebelum diiual. Sementara tanah lrang merupakan hasil

Shashah maka masing-masing dari kedua pihak ihr boleh menjual

bagiannla kepada orang lain, karena bangunan yang ada di
atasngra ihr dapat dirobohlon kapan pun.

Sernentam tanah wakaf, apabila dua orang berserikat unfuk
mernbangun di atasnya setelah sekian lama tanah tersebut

dikosongkan, maka berdasarkan pendapat yang mengatakan boleh
mengosongkannlp dalarn unkhr lama, masing-masing dari kedua
pihak boleh menflnl bagianryn kepada oftrng lain dan juga boleh

menjual kepada partnemgra, karena pernbeli menduduki posisi

p€niual dalam mengosongkan tanah tersebut, dimana dia juga

memiliki dalam bangunan tersebut, sehingga hal ini
fidak parkrernya. Begitu pula bila dia menjual

bagiann5ra sebelum tanah tersebut dikosongkan lalu dia

dikosongkan, maka jual belinln menjadi sah karena hilangnya

alasan rusak yaifu kerugian yang timbul akibat perobohan

bangunan tersebut.

Perrnasalahan Kelima: Apabila dua orang berserikat dalam

sesuafu yang tidak bisa dibagi, seperti toilet umum, perahu, sumur,

alat penyiram air, alat penumbuk atau lainnya yang fungsinya akan
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hilang bila dibagi, kemudian semua yang telah disebutkan di atas

ihr ada yang perlu dibangr.rn, lalu salah safur dari keduanya hendak

membangunnya tapi parfiremln tidak setuju, maka dia boleh

membangunnya sebelum kasus tersebut diadukan kepada hakim,

karena bila sudah diadukan kepada hakim, maka hakim boleh

memaksa partrrer yang udak sehrju untuk salna-sama

membangunnya. Oleh karena itu, tdak baik buru-buru bertindak

tanpa ada izin dari hakim selama ada keyakinan kuat, bahwa

hakim akan memaksa partrer yang tidak setuju untuk salna-sama

membangunnya. Apabila hakim telah menyuruh untuk

membangunnya, namun tetapi sang partrrer yang tidak sehrju

tersebut tidak mau melaln-rkannya, baik karena dia tidak mampu

atau karena bingung, maka hahm boleh mengizinkan kepada

parhrer yang ingin membangunnya agar dapat tenrs

membangunnya, lalu partrer lnng tdak sehrju dilarang

memanfaatkan sesuahr yang dibangun tersebut sampai dia mau

membangunnya. Demikianlah yang difatwakan oleh para ulama'

Begitu pula yang berlaku dalam segala sesuatu yang tidak bisa

dibagi, hakim bisa memaksa orang yang tidak setuju. Apabila salah

safu dari kedua pihak melakr.rkannya tanpa seizin sang parher

atau tanpa perintah hakim, maka apa yang dilakukannr iht

merupakan derma, sehingga dia tidak bisa menunfut biaya yang

telah dikeluarkannYa.

sedangkan bila keduanya berserikat dalam sesuatu yang

bisa dibagi, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asr

Syafi'i,

Pendapat Pertama: Salah sahr dari keduanya memerlukan

sang partner dalam membangunnya' Misalnya dua orang

berserikat dalam membangun, dengan ketenfuan bahwa, salah

safunya menempati lantai atas, sementara partner lainnya
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menempati lantai bawah. Mengingat lantai atas perlu diurug
dengan tanah, meskipun masing-masing memiliki bagian sendiri-
sendiri, akan tetapi salah safunSra saling berhubungan dengan yang
lainnya dalam membangun.

Dalam kasus ini, hakim tidak boleh memaksa partner unfuk
membangun. Apabila pemilik lantai atas tidak mampu, tetapi dia
memberi banfuan dana kepada pemilik lantai bar,rnh unhrk
keperluannya, maka dia bisa meminta kembali dana tersebut di
kemudian hari.

Contohnya adalah, segala se$atu yang bisa dibagi. Dalam
hal ini masing-masing dari dua orang png berserikat itu berkaitan
dengan yang lainnya dalam pekerjaan png sedang dilakukan
dengan keterkaitan l,ang bqsiht paksaan. seperti dinding
pembatas milik dua pihak yrang di atasnya ditutupi atap. Apabila
dinding tersebut ambruk, sementara dia bisa dibagi, misalnlp
pondasinya lebar sehingga bisa dibagi, dimana salah safunya bisa
mengambil separuhnya, sementara separuhnya lagi unfuk 5nng
pihak lainnya, atau sesuai i/ln dari hakim, maka dia bisa meminta
semua biaya yang telah dikeluarkannya, karena parhrer yang tidak
setuju itu udak boleh dipaksa untuk membangun dalam kondisi
demikian, karena dia bisa membagi dinding tersebut. Akan tetapi
dia bisa dipaksa untuk menerima bagianngn, bila sang partrer
meminta demikian kepada hakim. sedangkan bila pondasinsra itu
sempit sehingga tidak bisa dibagi, maka dia menjadi bagian pihak

5nng pertama, yaifu ketika hakim memaksa partrer tersebut unhrk
membangunnya. Dengan demikian, maka tdak boleh kasus
tersebut diadukan kepada hakim.

Pendapat Kedua: Salah safu dari dua partuier tdak
membufuhkan partrer lainnSn dalam membangun. Misalnya dua
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orang berserikat dalam sebuah rumah yang bisa dibagi lalu rumah

tersebut ambruk, maka masingmasing dari kedua pihak

mendapatkan bagiannya. Apabila salah satun1n menyendiri dalam

membangunnya tanpa seizin sang partter, maka apa yang

dilalnrkannva itu merupakan derma sehingga biaya yang telah

dikehrarkannya untuk bagian parbremya hilang (tdak bisa dituntut)'

Dalam kasus ini hakim tidak boleh memalsa parkrer tersebut

untr.rk membangunnya kecuali dalam tiga kondisi:

Kondisi Pertama: Ketika sulit membagi komoditas yang

diperserikatkan.

Kondisi Kedua: Dua orang yang melaktrkan syirkah ilt
masih kecil, namun masing-masing dari keduanya memiliki orang

llang mengurusnya (orang yang diberi wasiat unhrk mengurusnya)'

Apabila keduanya berserikat dalam sebuah dinding yang di atasn5ra

ada atapnya, lalu dinding tersebut msak, dimana kemudian salah

sahr pihak hendak membangunnya lag akan tetapi parhem5a

tidak setuju, maka hakim boleh memaksa parkrer yang tidak setuiu

ihr, baik dinding tersebut bisa dibagi atau tidak. Berbeda bila yang

menolak ihr zudah deurasa, maka hakim tidak boleh memaksanya

bila dinding tersebut bisa dibagi, karena orang der,vasa mengetahui

bahayanSn dan rela dengannlp. sedangkan anak kecil, dia belum

mengetahuinya sehingga orang yang mengtrrusinya itu yang

menanganinya, maka dalam kondisi dernikian hakim bisa

memaksanya. Apabila syal<abnya ifrt dilal$tkan antara orang

deunsa dengan anak kecil, sementara bahap akan dialami orang

danrasa, maka pihak pengurus anak kecil itu tdak boleh dipaksa'

sernentara bila bahayanya ifu akan menimpa anak 5nng masih

kecil, maka dia bisa diPaksa.
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Kondisi Ketiga: Dua omng yang melakukan syirkahmerihat
rumah wakaf yang sudah nrsak, laru sarah safu pihak hendak
membangunnya kembali, sernentara partnemya tidak setuju, maka
yang tidak setuju ifu bisa dipaksa dengan rnenggunakan harta
u/akaf -sesuai yang difatwakan urama-. Apabira syirr<al'nya pda
rumah yang sebagiannSn merupakan wakaf, sementara sebagian
lainnya sudah ada yang mernirirrinya, dimana bahayanya ifu akan
kembali kepada rumah wakaf, orang Snng merihatrSa bisa dipaksa.
Bila baha5nnya akan kernbari kepada rumah yang ada pemiriknSn
itu, maka dia tidak boleh dpaltsa.

Berkenaan dengan syifuh akd(syirtah tansaksional yaiht
syirleh 5ang terbagi menldi sy:r*ah abdan, inan dan wiuh,rnal'
semuanlra telah kami bahas @a pembahasan sebelumnya.

Informasi dan Beragam Hubungan Umum Dalam
$lirl<ah Mufarndhah Menurut Ulama Madzhab Matild.

qnileh muhwdhahtirlak menjadi batal bila salah satu dari
orc',,g yang berserikat d dalamn5ra menyendiri dengan
pekerjaannya, dengan catatan bahun pekerjaan keduaryra sama.
Dia juga boleh melalnfian pekerjaan sukarela ketika menjaring
massa unfuk bergabwrg dengan syirl<abnya agar anggotanSa
menjadi banyak. Begitu Erla kefir' anggotanya sediht. c.ontohnp
adalah, seperti meminjamkan alat, memberi potongan roti,
berbelanja, melakukan qitndfi menitipkan komoditas saat ada
udzur. Apabila tdak ada udanr, maka dia harus menggantinya. Dia
boleh berserikat dalam komoditas tertenfu, menenrskan akad atau
membatalkannya, mengr.rasakan komoditas kepada orang rain
(menr''rjuk wali unfulqd, menerima komoditas cacat meskipun
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partnemya tidak setuju, mengakui utang orang yang dituduh dusta'

dun *n ,1ual dengan utang 0uedit), bukan membeli dengan utang'

Kesimpulannya, masing-masing dari dua parhter dalam

syakah mufaundhah boleh mendermakan harta syirkah seperti

hibah dan sejenisnya tanpa izin sang parbter' dengan syarat dia

melalnrkannya dalam rangka meniaring massa agar mereka tertarik

dengan syirkah<ryaihr. Dia iuga boleh mendermakan harta syirkah

yangringanmeskipuntidakbertujuanmenjaringmassa,seperti
meminpmkan alat, memberi zakat, memberi sedekah kecil kepada

pengemis, memberi potongan roti atau seteguk air' atau

menyerahkan anak kecil untuk memberi minum binatang.

Mengenai banyak dan sedikit ihr sesuai dengan harta syirkah yarg

ada.

Dia juga boleh berbelania dengan menggunakan harta

syfukah, yaihr memberi harta kepada orang yang hendak

membelikan sesuatr untuknya dari negeri lain baik dengan upah

atau tidak; akan tetapi bila dengan upah, maka dinamakan belania

dengan upah.

Diaiugabolehmelakukanqimdh,yaitumemberiharta
syirkah sebagai qindh kepada seseorang trntuk dikelola dengan

mendapatkan bagian ka.[rtungan tertenhr. Menurut Al-lakhami,

salah seorang ulama ma&hab Maliki, semuanya boleh melah.rkan

hal tersebut, dengan syarat hartanya banyak sehingga bisa

melala.rkan demikian. Dia juga boleh berserikat dalam sesuafu

tertenfu dengan orang lain dengan menggr.rnakan harta syirl<ah

tanpa seizin parhremya. Apabila dia menitipkan komoditas tanpa

adanya uzur, tanpa seizin partrernya, lalu harta tersebut msak,

maka dia harus menggantinya. Dia iuga boleh menitipkan harta

syirl<ahsaat ada uzur, baik harta tersebut banyak atau pun sedikit'
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Jadi harus ada uzvr dan hanya sekedar menitipkan saja,
sebagaimana diuraikan dalam Ar Mudawwanah. Dia juga boleh
berserikat dengan orang lain dengan sebagian harta syirl<ah,
dengan syarat harta tersebut tidak terkumpul pada orang itu. yang
dimaksud dengan sesuatu yang tertenfu dalam syirkahyang boleh
dilakukan dengan orang lain tanpa seizin parkremya adalah,
seseorang berserikat dengan sebagian harta syirkah, dengan syarat
hana tersebut tidak terkumpul padanya, meskipun dia berserikat
pada sebagiannya secara mufawadhah.

Dia juga boleh meneruskan akad (atau membatarkannSn)
dalam penjualan 5rang dilakukan olehnya atau juga oleh partrremla
dengan menggunakan harta mufaundhah tanpa seizin sang
parkrer, karena masing-masing merupakan wakil dari parkremla.
Dia juga menunjuk orang lain ,ntuk menjadi walinya dalam
mengunrs komoditas yang dibelinya atau dibeli oleh partremya
dalam jual beli yang sah tanpa seizin partremya, selama wali
tersebut tidak berat sebelah (kepada salah safu parkrer). Jadi
seperti perbuatan baik yang tidak lazim baginya, kecuali bila itu
mendatangkan manfaat perdagangan. Apabila tidak mendatangkan
manfaat, maka hal tersebut hanya wajib pada bagiannya saja.
sementara tentang tindakan menemskan akad (atau
membatalkannya) karena takut tidak ada laeditor dan lainnya,
maka hal ini perlu dikaji lagi.

Dia juga boleh menerima komoditas yang ditolak orehnya
atau parEremya karena adanSa cacat tanpa seizin parhremya. Dia
juga boleh mengakui utang stirleh kepada orang yang tidak
difuduh berdusta, dan dalam kasus ini partremya ikut bertanggung
jawab bersamanya- Sementara pengakuannya terhadap orang
Snng difuduh berdusta, maka hukumnya tidak dibolehkan, seperti
teman yang suka menjilat dan sebagainya.
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Dia juga boleh menjual dengan utang, 1aifu meniual dengan

harta tertenh.r sampai tempo tertenfu. Sedangkan membeli dengan

utang pada sesuatu yang Udak tertenhr, hukumn5n Udak

dibolehkan, baik dilakukan salah satun5a atau keduaduanya,

karena dia merupakn syirl<ah jaminan dan dilalnrkan dengan

ungkapan, bukan membeli dengan utang. Hal ini agar partremlB

tidak memakan keuntungan komoditm yang tidak diiaminnya,

karena jaminan utang itu dilalokan oleh pembeli seperti

pembebasan budak mul<abb, pernbebasan dengan iaminan harta,

dan pemberian izin kepada budak unhrk berdagang atau

melalnrkan syirl<ah mufaundhah-

Demikianlah pembahasan tentang beragam syirl<ah di atas-

Ada juga sytbh lain, seperti syir*ah b'min (perusahaan asuransi)

png telah dibahas sebelumnln. Hukum positif membolehkan

".utu ienis ini selama dua transakstor sepakat. Kesepakatan inilah

1lang diiadikan acuan oleh hukum posiuf'

Akan tetapi sSnriat Islam merniliki hukum khusus berkenaan

dengan syirkah ni, syid<ah b'min. Slariat Islam memberikan

qpralsgrarat untuk semua jenis muatnakh di antara sesama

manusia yang tidak boleh dilanggar dan tidak boleh disepakati

untuk melanggamP.

Apabila hukum positif tidak mengakui kesepakatan apapun

yang bertentangan dengan aturan utnuln, maka syariat Islam 5nng

hrjnannya mengahf muamalah di antara sesalna manusia masih

memperhatikan aturan umtrm yang tidak boleh dilanggar atau

disepakat unhrk dilanggar. Wallahu Alam'
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Syirlrah Muqawalah

stnrl{ah muqaumlah (kontrak kerja) terrnasuk jenis syirr<ah

lnng masuk ke dalam akad unkalah, karena orang yang
melakukannya ifu berstafus menggantikan pemilik komoditas
dalam melakukan transal<si dengan pemiliki komoditas (yang lain).
Jadi, terkadang akadnln merupakan akad wkatah karena dia
menggantikan sang pemilik dalam menerima bagian lnrrg
ditetapkan, seperti semen, besi dan lainnya. Atau terkadang dia
menjadi a}crd ji'alah. Misalryn pemilik komoditas mengatakan,
"Bila engkau bekeria unfukku, rnaka aku akan memberimu upah
sekian." Masalah ini al<an dibahas nanti pada pernbahasan
val<alah. Ir*sw Alhh. ulama madzhab Hanafi menyebtrhrya
sebagai akad isthislna'(produksi).

Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan
perrnasalah gnng telah dibahas di atas.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahura, ryirkah
dibolehkan meskipun harta pokoknSra itu berbeda, misalnln
syidcah dengan suafu benda dan komoditas dagang, atau dengan
dua komoditas dagang secara mutlak, baik jenisnSn ihr sama atau
berbeda, misalnya angkutan muat komoditas dengan angkutan
penumpang, atau antara hotel dengan pakaian. Karena
permintaan unhrk menaksir nilainya itu pada hari hansalsi bila
syirlalrnya ihr sah. Bila syakalrnp tidak sah, misalnya syitl<ah

Sang karnfungan atau pekerjaannya berbeda, maka harus ditalsir
pada saat jual beli.

Mereka juga mengatakan, "Wkah ifu ada &n: syAl<ah
mufaw;dhah dan syirt<ah inaz Masing-masing memiliki hukumnya
tersendiri."
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Sementara menuntt ulama ma&hab Hanafi, syirkah iuga

ada dua: syirkahmilik dan syirkah akad. syirkah milik adalah, dua

ortlng memiliki suahr benda baik hasil warisan atau pembelian atau

hibah atau dari proses lain, atau dua orang mencampur harta

keduanya sehingga tidak bisa dibedakan, dimana masingmasing

darikeduanyaihrmerupakanpihaklaindaribagianpartnemya.
Dalam syirkah in seseorang boleh meniual bagiannya dalam

semua benhrknya, dan juga boleh menjual bagian orang lain tanpa

seizinnya dalam harta yang fidak dicampur' Apabila telah

dicampur, maka tidak boleh menjualnya tanpa seizin partnemya.

SebagianulamafikihHanaftdizamansekarang
mernbolehkan swkah ta'min (Asuransi), laba bank dan bank

tabungan; seperti syaikh Al l$afif dan syaikh Mahmud syaltut.

SlBikh Al Khafil menyampaikan pendapatnya ini dalam makalah

yang ditulis untuk Majma' Al Buhuts Al Islamiyyah, sedangkan

sl,aikh syaltut mengatakannya dalam Buletin l(husus di majalah Al

Azhar. Akan tetapi DR. wahbah Az-zuhaili membantah pendapat

mereka dalam kitabnya " Nazhaitttnh Adh-Dharurah ,4sy

Syar'i5lgh."Diamengatakan,..Kamimenganjtrrkanagar
masyarakat tidak bergabung dengan penrsahaan asuransi di zaman

sekarang. Kecrnli bila dia diwaiibkan oleh pemerintah kepada

personal dalam rangka mengantisipasi bemgam kejadian (vans

akan menimpa dirinya). Hal ini karena kompersasi yang diberikan

anggotaasuransiuntukkecelakaan,ihrmenrpakansyubhafyang
dltEmmkan. Disamping itu, akad ini mengandung banyak resiko,

karena kecelalraan yang tidak mesti teriadi itu merupakan salah

satg dari rulfirn asuransi. Oleh karena iht, asuransi tdak diboletrkan

se@ra hukum, kectrali untuk kejadian masa mendatang yang tidak

pasti terjadi. Disamping ifu, kebutuhan terhadap asuransi dengan

bagianyangtetaptidakbersilattertentu,karenaadanya
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kemungkinan mengambil sistem asuransi kerjasama. Bahkan
sekalipun ada yang mengatakan bahwa, akad asuransi dibolehkan,
tetap saja di dalamnya mengandung gharar dan berupa tindakan
tolong menolong. Disamping ifu pembolehan kompensasi yang
diberikan itu termasuk riba yang sangat jelas.

Apabila asuransi bersifat kerjasama dan bukan asuransi
yang memiliki bagian tetap sebagaimana yang dilakukan beberapa
lembaga dan organisasi, dimana seseoftng memberikan setoran
bulanan sebagai derma tanpa menslnratkan kompensasi dengan
iumlah tertenfu ketika terjadi peristiwa yang menimpanya (misalnya
kecelakaan dsb), maka hukumngra diperbolehkan secara s!/ariat,
karena dia sesuai dengan prirsip ajaran Islam yang mengaja*an
tolong menolong dalam kebaikan."

Dalam Al Mu'amaht ,4s5rS5arIyph Al Malirynh karya
Prof. Ahmad hrahim dijelaskan tentang syareh .priuh "Dua
orang atau lebih tokoh pedagang Spng dipercaya sepakat membeli
komoditas dagang secara kredit lalu menaksir penjr-ralannlp
dengan ketenfuan keuntungan dibagi bersama. Apabila dis5nratkan
adanSra persamaan dalam harta, maka dia disebut syirkah
mufaoyadhah.

Apabila disyaratkan adaryn persekufuan dengan adanya
hak dan kauajiban yang sarna, maka dinamakan syakah hnn.
sementara sebab para partrer berhak mendapatkan kanntungan
dalam syalah wujuh adalah karena adanya jaminan, dimana
jaminan harga harta yang dibelikan ifu sesuai prosentase bagian
masing-masing. Berdasarkan hal ini, maka bagian masing-nrasing
itu disesuaikan dengan nilai bagian dalam hartanya 5nng digunakan
untuk membeli komoditas tersebut.
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Apabila seseorang menqBratkan bagian yang lebih

untuknya kepada salah seorang dari mereka, maka syarat ini batal

dan kanntungan tetap dibagi sesuai nilai bagian mereka pada harta

llang digunakan untuk membeli. Apabila syirkah mengalami

i.-gi*, maka kerugiannya itu iuga dibagi sesuai nilai bagian

maing-masing, sebagaimana lnng berlaku dalam pembagian

kannhrngan."

Tentang masalah jaminan ini telah dibahas lebih detail

dalam pembahasannya. silahkan baca keterangannya dalam

pe,nrbahasan tersebut-

Pendapat Ulama Tentang syirkah Musahamah

Kami berpendapat bahwa syirlah musahamah (perusahaan

sahamgabrrrgan)atausyirlahbushigh(Perseroan)termasuk
syakah harta yang hrgasn5a mengumpulkan harta lalu

mengernbangkannya dalam industi atau perdagangan dengan

menaruh beberapa saham sestrai nilai harta pokok, kemudian

setiap saham dapat menganrbil keuntungan sesuai pembagian

keuntungan tersebut berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.

Kemudian pam pemegang saham ihr mengambil bagiannp sesuai

Snng ditetapkan dalam surat saham. s$rkah ini tunduk pada

kannfungan dan kenrgian dengan akad-akad yang terperinci. Kami

berpendapat bahun masalah ini hanls dikaii oleh para ahli

ekonomi png sekaligrrs atrli halal-haram dalam Islam- Di antara

tokohnya adalah DR. Rafiq Al Mishri, anggota Markas Pusat Bank

Islam di universitas King AMul Aziz Alu sa'ud Jeddah.
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Sebelum kami memaparkan kajian DR. Al Mishri, kami
akan memaparkan sedikit uraian dalam kitab Sirfa t ,Ad-Da\nh
kuryu Syaikh Samih Arhnf Pz-7ain halaman 26-55, " syirkah adalah
salah sriht muamalah, baik 3zang berialan sesuai sistem kapitalis
atau sesuai sistem Islam. Agar hukumnya secara syariat bisa
diketahui, maka pertama kali dia harus dipahami dengan benar
karena berkaitan dengan hukum, memahaminp tidak berdcarkan
pandangan dan pemikiran kita, akan tetapi menurut pandangan
sistem kapitalis, yaihr hukum-hukumnya.

tangkah pertama unfuk mengetahui hukum qpriat
berkenaan dengan beragam qirl<ah yang mengaor pada sistem
kapitalis adalah, bahwa pertama kita harus mengetahui fakta png
ada dan memahami kamjiban unfuk menghilangkannya
berdasarkan dahl sgar'i.

Secara fakfual, flinfah 1nng berdasarkan sistem kapitalis
tidak seperti jual beh dan ijanhyang alodnlra dilakukan dua pihak,
tapi dia seperti u,akaf dan unsiat png hanln berasd dari sahr
pihak. Dia merupakan penetapan karajiban pribadi dari seseorang
sesuai syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat kesepakatan 3ang
disebut akad. Yaitu bahwa anggotanya harus ikut dalam program
finansial dengan memberikan bagian hartan5a atau pekerjaan lalu
keunfungan atau kenrgian png timbul dari program ini harus
dibagi. Menurut mereka, ini hanya berlaku pada satu pihak. Inilah
faktanya. Jadi, tidak da ijab qaful dan tidak ada alodnya, iqa
tidak pula ada kesepakatan antara dua orang atau lebih, namun ifu
hanya sekedar kesepakatan tertenfu lnng difulis lalu dibrndlkan.
Setiap individu harus menjahnkan apa-apa 5lang terhrlis dalam
kesepakatan tersebut. Dengan adaqn penetapan tersebut, maka
dia telah menjadi partrrer dalam svir*ah ihr. Inilah yang berlaku
dalam sistem kapitalis.
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Sedangkan hukum spriat berkenaan dengan syirl<ah

adalah, bahwa dia merupakan akad antara dua orang atau lebih

dimana mereka sepakat unfuk melakukan pekerjaan yang

berhrjuan mendapatkan karnttmgan, dimana dalam syirkah harus

ada ijab dan qabul dalam sahr tempat. Agar syirl<abnya sesuai

dengan hukum syariat Islam, maka harus ada kesepakatan antara

duapihak, hanrs ada izin, hams ada iiab qabul antara keduanya

dalam sahr tempat. Demikianlah hukum syariat berkenaan dengan

syirkah. Dimana sistem ini tdak bisa diterapkan dalam sistem

kapitalis, karena di dalamnya fidak ada dua pihak' yang ada hanya

sahr pihak saia. Juga tidak ada kesepakatan antara dua pihak,

png ada hanF kesepakatan mutlak yang harus dijalankan oleh

setiap anggotanya. Juga tidak ada iiab qabul dan tidak ada tempat

tarsaksi. Jadi, dalam sistem kapitalis, semua syarat yang

ditetapkan dalam syariat lslam tidak ada. Dengan demikian, maka

hukumnlB batal dan Udak sah karena tidak ada akad syariatnya'

sementara swkah mushamah, meskipun dia ada di bawah

perrgertiansytrt<ahdalamsistemkapitalis,akantetapidia
merupakan ienis harta mumi yang tidak ada peran personal di

dalamngra, karena swkahdalam sistem kapitalis ada dua macam:

Pertama: syirlah asfl<hash(Pemsahaan Priba&)'

Kedua: syirkahamral(Pen'rsahaan Dana)'

Perusahaanpribadiadalahsyirkah}Engdidalamnya
terdapat kepemilikan seseoEng. Dia memiliki penganrh besar

dalam syirkahdan juga dalam penenhran bagian-bagiannya' seperti

syirlcah bdhamun (penrsahaan pahngan). Karena yang penting

d"L1 syirkahini adalah individu png menrpakan partrter, hal itg

bukan karena dia hanr menrpakan tubuh 5nng bergerak saja,

akan tetapi karena dirin5B ihr memiliki penganrh dalam menganrbil
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kebijakan. Dalam hal ini masih diragukan, apakah dia bisa menjadi
syirl<ah yang sah dari sisi syariat karena berkaitan dengan personil
di dalamnya, seandainya persyaratan lainnya ifu tidak ada,
misalnya akad antara dua orang dengan ijab dan qabuL

sedangkan perusahaan dana, dia adarah syirkah dimana
unsur individu tidak memiliki pengaruh di dalamnya. Bahkan dia
bisa berjalan dengan tanpa adan5a unsur individu di dalamnp dan
hanSa ada unsur harta saja. syaratrya secara mendasar adalah
tidak adanya personil, yaifu tidak adanya orang yang bekerja unfuk
membenfuk syirkahfutr.

syaikh samih berkata lagi: Di antara syirl<ahjenis ini adalah
syAkah muahamah.

Setoran dalam syirrah mu hamah (perusahaan saham
gabungan) bisa dilakukan dengan dtra cara:

c-ara Pertama: para pendiri memiliki saham kh,sus
pen*ahaan yang dibagikan di antara mereka (anggota) dan udak
dibagikan kepada masyarakat. yaifu dengan menulis kesepakatan
Snng berhubungan dengan st/trkah, dengan cara menulis at,ran
dan undang-undang yang berisi persyaratan yang berraku pada
stlirkah berlalan, kemudian kesepakatan tersebut ditandatangani
oleh masing-masing anggota. Dimana setiap anggota !,ang
menandatangani kesepakatan tersebut dianggap sebagai pendiri
sekaligus partrer. Apabila semuanya telah menandatangani,
maka stlirlah tersebut dianggap telah berdin. syirtrah ini hangra
tertatas pada orangotang Srang menandatangani kesepakatan,
pifu para pendiri, dimana selain mereka tidak boleh bergabung di
dalamnya.

cara Kedua: Beberapa orang ifu mendirikan syirr<ah ni,
yaifu dengan menulis perafuran dan ,ndang-undang penrsahaan
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yang disepakati masinEmasing individu, lalu mereka menawarkan

saham kepada masyarakat secara langsung untuk bergabung

dalam setoran umum setelah menenfukan akhir masa setoran'

Ketika masa setoran berakhir, maka dewan pendiri perusahaan

yang terdiri dari para pendiri menyatakan berdirinya pemsahaan

dan kemudian dibentuklah der,ran pengunrs'

Syirl<ah memulai programnya setelah tempo yang

ditenh.rkan ihr beraktrir, yaihr unfuk menutupi setoran. Berdasarkan

sistem ini, maka syirl<ah mushamah berdiri. Dia berdiri dengan

salah satu dari dua cara, yaitu karajiban individu dari satu pihak'

Dalam cara pertama terjadi persekuhran dan kesepakatan

akan persTaratan yang dibuat oleh para pendiri. Mereka tidak

menganggapnya sebagai akad dan tidak meresmikannya. Jadi,

pada dasam5n dia merupakan perundingan dan bukan akad, lalu

setelah ihl, majelis mereka diperhatikan dengan baik-baik'

Sedangkan di maielis lain, masing-masing individu datang lalu

memberi tanda tangan, dimana seseorang udak dianggap sebagai

partrrer kecuali setelah mengemukakan keinginannya. Jadi, ini

merupakan tndakan Pribadi.

Sedangkan dalam cara kedua, teriadi perundingan antara

beberapa orang lalu saham ditawarkan kepada publik. Siapa saja

yang mendapat satu saham atau lebih, dia menjadi parkrer dalam

syrkah tersebut (meniadi anggota penrsahaan). Parkrer adalah

orang yang melakukan setoran dengan saham, setorannya ini

dilakukan dengan tindakan pribadinya atau dengan keinginannya

sendiri. Demikianlah yang teriadi dalam syirkah musahamah.

Menurut syaikh samih, apabila ini diterapkan sesuai hukum

syirt<ah dalarn Islam, maka tidak berlaku. Menurutrya, hukurn

Allah dalam syirkahadalah, bahwa dia merupakan akad antara dua
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orang atau lebih, dimana salah safu dari dua sisi akad itu adalah
seorang personil, yaitu orang yang bertindak dengan
perbuatannya. Kemudian akad ini menjadi sempuma dengan
adanya ijab dan qabul dalam satu majelis. Kemudian usaha yang
dilakukan dalam syirkah ini bertujuan unfuk mendapatkan
keunfungan. Jadi, hukum syariat tentang persyaratan sahnya
syirkah adalah, bahwa dia merupakan salah satu akad, bukan salah
safu perbuatan (pengahran). Jadi, harus ada dua sisi akad dan
harus ada ijab dan qabuL ljab qabutnya juga harus dilakukan oleh
kedua pihak dalam satu tempat. Disamping itu, ijab qaburnya
harus dilakukan sebelum keduanya berpisah dari majelis. salah
satu dari dua pihak juga harus bertentuk tubuh, yaitu orang lnng
bekerja, tanpa memandang apakah dia memiriki harta dalam
syAl<ah atau tidak.

Persyaratan yang ditetapkan q,rariat Islam unfuk sahnya
syirkah tidak bisa diterapkan dalam syirkah muahamah, karena
syirlrah ini merupakan syirl<ah harta tanpa ada personil }nng
terlibat. Bahkan salah satu syarabrlp adalah tidak adanya personil
5rang terlibat. Ini saja sudah cukup menunjukkan bahwa hukumnSa
batal.

Kemudian Syaith Samih mengatakan lagi, "Di atas ifu
semua, dia adalah keinginan individu, yaifu perbuatan lnng
dilakukan indMdu dari satu pihak, tidak ada pihak keduanya, tidak
ada ijab qabul dalam satu majelis. oleh karena itulah, syakah irn
batal dan tidak sah secaftr mutlak karena tidak sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam Islam."

syaikh samih melanjutkan: Agar batalnya syirkah ini bisa
diketahui lebih ;elas, maka perlu diketahui pura bahwa, muamahh
ifu te6agi menjadi dua: Transaksi yang tidak sempuma kecuali

u ll et lrni*u'SlvoahAl Muhadzdzab



dengan dilakukan dua pihak, seperti jual beli, se\ ra-menyewa'

vnkalah dan lain sebagaingn. Kemudian transaksi yang bisa

sempuma dengan satu pihak saia dan tidak perlu dua pihak,

seperti wakaf, wasiat dan lain sebagainya. Apabila transaksi ifu

tidak sah bila tidak dilakukan oleh dua pihak, maka dia tidak sah

bila dilakukan hanya satu pihak saja. Begitu pula hansaksi yang

sah bila dilakukan satu pihak, maka tidak diperlukan lagi pihak

kedua. Jual beli tidak sah kecuali bila dilakukan dua pihak,

sementara wakaf sah meski hanya dilakukan sahr pihak dan tidak

memerlukan pihak kedua. Dernikianlah transaksi ini dalam semua

sisternnya. Hanya saja ada perbedaan antara sistem yang mengacu

pada sahr pihak atau dua pihak png berpengaruh pada sah atau

tidaknya.

Dalam sistem kapitalis, ,""1 beli, s€v'a menyev/a'

perwakilan dan jaminan termasuk tansaksi yang tidak sempuma

bila hanya dilakukan oleh satu pihak saja, harus ada dua pihak di

sana. Apabila Udak dilakukan oleh dua pihak, maka hukumnya

batal dan Udak sah. Sementam wakaf, wasiat, syirkah dan

menjanjikan hadiah termasuk tansaksi yang sempuma bila

dilakukan oleh sah.r pihak saia dan tidak memerlukan pihak kedua,

yang dinamakan keinginan pribadi-

Syirkahdalamsistemkapitalis_termasukswkah
mushamab adalah keinginan pribadi, dimana hukumnya sah

meski hanya dilakukan sahr pihak dan tidak memerlukan pihak

kedua. Jadi, menurut kaum kapitalis dia sama seperti wakaf dan

menjaniikan suahr hadiah.

Kemudian Syaikh samih mengatakan, "Akan tetapi Islam

menganggap bahwa syiil<ah ternrasuk transaksi yang tdak

sempuma kectrali bila dilalorkan dtn pihak. Jadi, secara syariat dia
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sarna dengan jual beli, sewa-menyeura dan qakatah. Rasulullah &
bersaHa, l"SJj3Jrt ,), !, ',ti- " Tangan Alah di atas dua orang ,nng
bercerikat" Dan dalam hadits lain beriau juga bersabda, ilJ-u u'f

-F:A, "'Aku adalah pihak ketiga dari dua onng lmng bersqikat,

Semua syirl<ah yang terjadi pada masa Nabi $ dilakukan
oleh dua orang. Kita tidak mengingkari bahwa dalam Islam ada
transaksi yang tidak semptrna kecuali dengan dilakukan dua
pihak, seperti jual beli dan seura-menyerd/a yang juga disebut akad.
Hanya saja syariat tidak menganggap syirkah ifu sebagai tindakan,
akan tetapi sebagai akad. Ja&, syirkah musahamah berdasarkan
sistem kapitalis yang menganggapnya sebagai keinginan pribadi
hukumnya batal menurut Islam, karena syirkah ifu akad, sedang
akad itu tidak sempuma kecuali bila dilakukan oleh dua pihak.

Di antara pemyataan aneh png diungkapkan sahabat kita
ini (yaifu syaikh samih) adalah, "Apabira anggota perusahaan
saham gabungan merupakan orang-orang Islam, maka diterapkan
hukum Islam atas mereka. sedangkan bila anggotanya non muslim
atau orang-orang yang meyakini, bahwa sistem kapitalis seperti
beragam syirl<ah di &opa dan Amerika, maka fidak haram
bermmmalah dengan mereka. Bahkan orang Islam boleh
berntuamalah dengan mereka dalam semua undakan dan akad
mereka -termasuk yang mengandung riba di dalamnya-.,'

Kemudian dia mengatakan lagr, "Berdasarkan hal ini,
seandainya seorang muslim hendak bepergian, maka dia boleh
naik pesawat yang dimilih syirt<ah musahamahhopa, akan taapi
dia udak boleh naik pesawat yang dimilih syirkahyang pemiliknya
orang-orang Islam. Dimana llang \ /ajib dilakukan berdasarkan
syariat adalah, bahwa setiap muslim dalam bermuamalah harus
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meneliti syirkah musahamah karena haram baginya bergabung

dengannya apabila pemiliknya itu adalah orang-orang Islam."

Yang mengherankan adalah, bahwa Saikh Samih

menganggap batal semua benfuk syirl<ah muahamah dengan sahr

kalimat, "Apabila pemilik syirl<ah orang-orang Islam." Jadi di
dalamnya Udak ada keinginan pribadi, tetapi keinginan

sekelompok orang yang pemiliki syirl<ah.

Pem5ataan dan seruan Syaikh Samih ini bisa disebut

sebagai seruan yang mengabdi kepada kaum Salibis dan Barat

yang bertujuan merusak sistem dan nilai-nilai syariat yang

diterapkan di dunia Islam. Seruan ini bisa dikatakan sebagai

propaganda yang mengajak kaum muslimin berinteraksi dengan

Barat dan beragam perusahaann5a agar syirl<ah muahamahyang

dimiliki orang-orang Islam menjadi bangkrut karena tidak mampu

bersaing dengan syirl<ah kafir. Alangkah kerdilnya pandangan dan

pemikiran ini yang didasari wawasan yang sempit dalam fikih.

tpbih dari ihr, dia membolehkan syhl<ah abdan yang dianggap

batal oleh fuy-Syafi'i. Yang dibolehkannya hanya syirl<ah inan,

sebagaimana yang telah kami unikan pada pembahasan

sebelumnya. Demikianlah yang bisa dikatakan seandain5ra niatrya

baik. Sedangkan bila kita melihat bahaya dalam seman dan

pemikirann5a, maka ada indikasi yang menunjukkan bahwa

niatrp ifu buruk. Semoga dia dan oftmg-orang yang semacarnnya

bisa mendapat petuniuk.

Setelah memaparkan pandangan dan pikirannya se@ra

lengkap dengan penuh amanah, maka kita perlu mernbahas soh.rsi

ilrniah yang tepat yang dipaparkan oleh Al Allamah DR. Rafq Al
Mishri dalam Mashnf At-Tannigh Al Ishmi
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Syirl<ah Modem dan Legalitas Hukumnya

Beragam syirkah hadisional yang telah dibahas secara detail
pada pembahasan sebelumnya tidak dianggap penting lagi oleh
hukum positif dan undang-undang perdagangan modern yang
diterapkan di negara-negara Islam. Perusahaan dagang modem
sekarang telah menggantikan syirkah tadisional dan mendapat
perhatian khusus dalam undang-undang pedagangan. Yang perlu
kita catat adalah, bagaimana sikap ulama berkenaan dengan
syirlah modem.

Sangat disayangkan kita tdak menemukan pendapat yang
lengkap kecuali hanya sekedar pendapat yang tersebar di sana sini,
yang tidak komprehensif dan tidak mendalam berkaitan dengan
tema ini. Meski demikian, ada dua lor5,a ulama yang mernbahas
masalah ini dengan sebagian penjelasan detail dan ilmiah. Pertama
adalah karya Syaikh Ali Al Khafif, dan kedua adalah karya DR.
Abdul Aziz N l(ha1ryath png telah dibahas di Kairo pada tahun
1969 M (1389 f0. Meskipun dernikian, karta tersebut masih
banyak yang perlu dibahas berkaitan dengan tema ini, terlebih
yang berhubungan dengan syAkah amoral (perusahaan modal),
terutama syirlah musahamah dari segi prinsip dan fakta, dan
bagaimana mencari solusi altematif lnng sesuai dengan ajaran
Islam dan perkembangan zarnan modem.

ndak lagi bahwa, semakin hari syAkah semakin
penting. Telah diketahui bersama bahua perdagangan dan industi
sejak zaman dahulu merupakan r.rsaha merumarn modal atau
perselnrtuan bersama. Perubahan ekonomi pada abad 19 sangat
berpenganrh besar ba$ terbenhrknla barryok penrsalraan dagang
ralsasa.
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Pertama: Syirl<ah Aryhhash(Perusahaan Pribadi)

Berkaitan dengan ragam syirkah asykhash seperti syirkah

tadhamun (perusahaan join [patungartl1, syirl<ah taushiSnh basithah

(perusahaan patungan terbatas) dan syirkah muhashshah

(perusahaan join swasta) Udak ada pembahasan mendalam

berkaitan dengannya. Meskipun ada beberapa l'nitik terhadapnya,

akan tetapi beragam syirlahini tetap layak dan disyariatkan se@ra

umurn, dengan .catatan tetap menjaga pentingnya pelaksanaan

sebagian perubahan terhadapnya, sebagaimana yang akan kami

uraikan nanti.

Mengingat beragam syirkah ini tidak memiliki peran utama,

namun harta pokok dalam benh-rk-benh.rk syirkah musahamah

tetap memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi.

Wah bdhamun (Perusahaan solidaritas) battfk
diterapkan oleh orang-oriang lBng memiliki hubungan khusus, baik

antar individu mauptrn antar sah.r keluarga maupun antar majikan

dengan para pekeria. HanF saia png dikhauratu{<an adalah

tanggung jawab pribadi dan kolektif dari satu sisi dan adanya

potensi pembatasannya dengan menggunakan benfuk-benfuk

syirlah yang lain dari sisi kedua lnng menyebabkan kurangnya

prosentase syirleh dhamun.

Sementara perseroan tertatas (PT), dia akan terus berialan

dengan cepat, karena dengan ditemukannya perseroan terbatas,

akan menyebabkan syirtrah pertama menjadi samar. Dalam

perseroan tertatas, kita akan temukan bahwa setiap anggota

syirlah, bukan orang-orang lnng memberi rekomendasi, memiliki

tanggung jawab tefratas sestrai nilai bagian mereka dalam harta

pokok. Disamping itu, anggota yang tidak memiliki sifat pedagang

bisa memimpn syirl<ah, kefika orang lnng memberi rekomendasi
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itu tidak mampu melakukannya. Berdasarkan hal ini, maka bisa

saja kemihaan yang jumlahnya bunfk berubah menjadi perseroan

terbatas. Dan memang banyak yang berubah menjadi syirkah

tersebut.

Sedangkan berkenaan dengan syirkah muhaashshah, dia
merupakan syirl<ah yang bersifat rahasia karena eksistensinya Udak

diketahui oleh syirkah lain. OIeh karena itu, dia tidak mengambil

manfaat dengan individu lrang abstak. ndak ada yang

mengetahui4n selain partrrer lang mengembangkan dan

mengatumya. Partner dalam syirl<ah ini juga tidak diketahui,

sebagaimana tidak dimungkinkan untuk berargumentasi dalam

menghadapinya.

Meskipun syirkah ini sederhana (tidak ada bentuk, setoran

dan individu absbak), dia tetap bersifat sementara dan tidak cocok

dengan program-program penting yang masanya lama. Meski

demikian, dia tetap bermanfaat, layaknya qindh dengan manfaat
yang sama seperti sybkah mudhanbah atau syAkah bushigh.
Disamping dia diterapkan pada zarnan dahulu (lnitu jual beli
komoditas milik bersama yang dilakukan sebagian pedagang), dia
juga diterapkan pada zarnan sekarang. Dia merupakan benfuk
gnng sesuai dengan kesepakatan industi dan perdagangan png
sangat memperhatikan kerahasiaan.

Kedua: qnrkah dengan Tanggrrng Jawab Terbatas
(Perseroan Terbatas IPTI)

Syirkah ini adalah pertengahan antara syid<ah asykhash

dengan syirkah amwal (perusahaan modal). ryirlah ini terbentuk
dengan adanya beberapa orang 1nng bukan pedagang dan tidak
bertanggung jawab kecuali hanya sebatas hana pokok yang
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diberikannya. Posisi mereka dari sisi ini mirip dengan para partner

yang rnemberikan wasiat (rekomendasi). Akan tetapi, di dalamnya

tidak ada partner-partner kolektif. syirl<ah ini seperti individu

abshak yang dianggap pedagang.

Pendirian syirl<ah ini lebih mudah daripada pendirian

perusahaan saham gabungan, sebab dia bisa dibenfuk oleh dua

orang partner sebagai ganti dari tujuh orang. Biasanya dia bersifat

keluarga karena anggotanya terdiri dari para kerabat atau teman

sesarna teman atau majikan dengan para pegawainya. Dalam

syirkahini ada beberapa jenis berbeda-beda yang sifatrya kecil dan

posisinya di atas syirltah bdhamun (dari sisi tanggung jaunb), dan

ada pula yang sifatrya besar Srang posisinya di atas syirkah

mushamah.

Berdasarkan hal ini, para peneliti berselisih pendapat

apaloh syAlah ini termasuk dalam kategori syfukah asykhash

ataukah termasuk syirl<ah amunl?. Apaloh dia tergolong syAl<ah

asyl<hash sehingga kaum muslimin melihatrya lebih utama?. Bagi

orang-oftng png berpendapat demikian akan mengatakan "Ya.'
Alasannya adalah karena sebab-sebab berikut ini:

Undang-r.rndang melarang bagran partrer ditampilkan

dalarn benhrk penpndaran yang bisa diedarkan, baik

berbentuk nama atau izin, atau unfuk dibawa.

Siapa pun anggota sytkah tidak boleh secara prinsip

melepas bagiannya bafamnta) dalam syirl<ah kecuali

dengan persehrjuan semua anggota atau mayoritas mereka.

Namun, saham dalam syirleh muahamah bisa didarkan
dan diperdagangkan.

Jurnlah terbesar anggota menunrt undang-undang Suriah

adalah 25 orang, sementara rnenurut undang-r.rndang Mesir
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dan Yordania 50 orang. Secara umum mereka memiliki

hubungan pribadi atau keluarga dan satu sama lainnya

saling mengenal. Yang mereka pertimbangkan adalah

indMdunya tanpa terlalu memperhatikan solidaritas di

antara sesama mereka. Dimana akadnya didasarkan pada

pertimbangan personal, bukan harta.

Sedangkan dari sisi lain, sebagian penulis berpendapat

bahwa perseroan terbatas ini termasuk dari bagian perusahaan

saham gabungan karena sebab-sebab berikut ini:

Tanggungjawab anggota syirl<ah terbatas. Setiap anggota

menyerahkan harta pokok dalam jumlah tertentu dan tidak

wajib menerima kecuali sesuai bagiannSn.

Harta pokok syirt<ahdibagi menjadi beberapa bagian yrang

memiliki nilai nama lrang sama.

Para anggota tidak memiliki sifat pedagang.

Berbeda dengan syirl<ah asykhash (penrsahaan pribadi),

perseroan terbatas tidak berakhir dengan wafatnln salah

satu anggota, akan tetapi bagiannya (sahamnya) berpindah

tangan kepada ahli unrisnya.

Setiap anggota syAlah dalam organisasi atau lembaga

memiliki suara atau beberapa suam sesuai nilai bagian

(saham) yang dimilikinya, tanpa memandang keistimer,raan

pribadinya.

Secara faktual syirl<ah ini memiliki contoh campuran yang

bisa dianggap sebagai syakah asyl<hasty' lang meminjam atau

r Setiap anggota dalam sylrt<ah arytdpsh atau syirlah naslnlk memiliki
bagian dalam syirl<ah yang disebut maslalnt (kepentingan). Maslahat ini udak
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mengambil sebagian praktek baik yang berupa bentuk atau

undang-undang yang berkaitan dengan perusahaan saham setelah

disederhanakan.

Pengarang berkata, "Syirkah ini tidak begitu dimusuhi oleh

para penulis muslim, karena secara fakfual dia bisa diserupakan

dengan bentuk-bentuk lain yang diakui legalitas hukumnya sesuai

q,rariat, misalnya seperti syirl<ah mudharabh."

I(etiga: Syirlrah Amunl(Pertrsahaan Dana)

ndak ada undang-undang jelas berkaitan dengan syirl<ahin

baik secara tabiat maupun s@ara indilosi.

Perusahaan yang dibatasi dengan satnrn adalah gabungan

antara bentuk syfuleh bushilah dan syAl<ah mughfalah

tanpa nama). Keduanya adalah dua jenis syirleh

taushiSnh. Disebut basidlah apabila para anggotanya memiliki

bagian dalarn syirl<ah 1Bng tidak bisa diedarkan. Dan disebut

TaushiSnh Bil Ashum apabila para anggotanya menerima surat

saham sebagai bukti bagian mereka dalam perusahaan. Dalam

kondisi p€rtama disebut pribadi, sedangkan dalam

kondisi kedua disebut saharn harta.

Penrsahaan png dibatasi dengan saham adalah sy:trkah

yang menggabungkan &n anggota. Safu anggota atau lebih

bertanggungjawab secara individu dan kolektif, dan sahr orang atau

lebih anggota pasif pemegang saham. Berdasarkan anggota-

anggota pasif, maka dia disebut syirl<ah amwaL Orang-orang yang

bertanggung jawab se@ra kolektif, mereka menjadi der,rran anggota

boleh dilepas atau dipindahkan, karena akad syirlahtryn berpedoman pada

individu tersebut.
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pusat dalam syirkah tadhamun. Mereka juga bisa menjadi parkrer

dengan pekerjaan mereka dan inilah yang umum terjadi.

Pengarang mengutip pendapat Roblot, bahwa masa syirkah
taushi5ah telah berakhir. Karena dengan adanya syirkah
mushanah mughfalah dan pemberian kebebasan kepada setiap

orang unfuk mendirikannya, maka hilanglah motivasi untuk
mendirikan syirkah taushiSnh.

Disamping itu, dengan semakin banpknya perseroan

terbatas, maka proyek-proyek kecil dari perusahaan saham, tidak
memiliki keistimeuraan pada perusahaan saham gabungan kecuali

satu hal, yaifu tetapnya administrasi, karena para anggotanya

secara kolektif tetap menjalankan kauajiban adminisbasi melalui

kesepakatan yang ditetapkan dalam syarat-syarat akad.

Akan tetapi kekuasaan dalam administrasi bagi orang yang

melakukan perusahaan solidaritas merupakan tanggung jawab

yang fidak terbatas. Yang dikhawatirkan adalah, bila para
pedagang itu tidak ingin turut andil dalam tanggung jawab yang

tidak tertatas tersebut.

Oleh karena itulah contoh ini fidak begitu penting lagi. Para

fuqaha kita -yaitu pakar fikih Islam- terkadang menetapkan bahwa

hukum syirl<ah ini halal dan terkadang menetapkan bahwa

haram, sesuai dengan pandangan mereka terhadap

syirlrah mughfalah dan sejauh mana gnng diambil darinp, karena

mereka meletakkan dua syirl<ah pada safu tempat.

Syirkah Mugffialah (Penrsahaan saharn
gabungan): Adalah perusahaan dagang yang para anggotanp
menjadi pemElang saham lnng memiliki saham yang tidak diberi
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kewajiban kecuali sebatas harta pokok mereka. Perusahaan saham

gabungan adalah contoh paling nyata unfuk syirkah harta.

Bentuknya seperti perusahaan solidaritas yang merupakan contoh

paling kongluit trnhrk perusahaan pribadi.

Pendirian proyek-proyek besar dalam bidang industui dan

perdagangan membuhrhkan dana besar sehingga hanrs

mengumpulkan harta pokok. Hanya saja semangat besar dan

pengaruh yang mendominasi syirl<ah mughfalah telah menjadikan

para pelakunya waspada terhadap bahaya yang mengan@m

perekonomian nasional akibat syirlah ini. Krisis ekonomi dan

politik sangat berpenganrh besar sehingga para pakar

berpandangan agar ada jaminan terhadap investasi dan investor,

seperti yang banyak teriadi dimana banyak perusahaan pribadi

yang diiadilon perusahaan milik negam (BUMN) karena

mempertimbanglcn cara pengelolaannya.

Kernudian Stailfi Samih mengatakan lagr, S*arang

$*ah mWhfalah telah menduduki peringkat pertama dalam

jajaran penrsahaan saham, dimana undang-undangnln paling

penting. Pada umumnlp p€rusahaan Sang diiadikan milik Negara

ihr mengrrasai beragam cabang indusfui dan perdagangan, dia

mendapatkan keistimer,vaan lpng diberikan oleh Negara dan

individu abstrak secara umutn. Penrsahaan-penrsahaan ini

berg€rak dalam bfulang pembtratan rel kereta api, monorel, jalan

ra1n, pembanght tenaga listik, eksplorasi energi panas bumi

seperti gas dan lain-lainnya. P@ ini juga

b€rgerak dalam bidang perbankan, asuransi, indusffi besar,

transportasi lanrt, hansportasi srngai, tarsportasi udara, PG,

hiburan, perhotelan, iumalistik dan pers-
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Kemajuan yang dicapai oleh syirkah mughfalah adalah, ciri

khas tersendiri yang terjadi di zaman sekarang. Dengan adanya

lembaga{embaga hukum penting, maka sempumalah sistem

kapitalis yang berkembang di zaman sekarang.

Syirkah ini terbentuk dengan mengumpulkan dana dan

harta pokok dengan tujuan mengelolanya dalam proyek-proyek

besar, dimana perannya akan bertambah penting apabila berkaitan

dengan investasi umutn.

Pembahasan
Perusahaan Saham

Tentang Keabsahan AlGd

Di awal pembahasan telah kami kutip pendapat syaikh Az-

Zain yang tidak sefuju dengan perusahaan saham. Begitu pula

Snng dilakukan ulama lain yang memandang pemsahaan saham

sesuai pandangannya. Mereka mengatakan, "Sesungguhnya akad

syirkah musahamah adalah akad ketundukan, bukan akad kerelaan
(antara pihak safu dengan lainnf). syAl<ah mushamah bukanlah

akad antara seseorang atau lebih sesuai s5ariat Islam, karena akad

hanrs menggambarkan adanya ikatan yang terjalin antara unsur-

unsur yang membenhrknya yartu ijab qabul antara dua pihak.

Dalam perusahaan saham akadnp terkesan kabur, karena orang

png menulis sebagian saham atau membelinyra, dia melakukan ihr

atas dasar keinginan sendiri. Dia hanya memiliki sahr saham untuk

menjadi anggota, baik para anggota lain menerimanya atau tidak.

Padahal dalam akad secara umum harus ada dua pihak,

pihak lnng menawarkan dengan mengatakan "Aku ingin

berserikat denganmu," dan pihak lain yang meresponnya dengan

mengatakan "Aku sefuju." Dalam setiap akad izin harus ada ijab

dan qabul.
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Mereka mengatakan, "Bila kita melihat penrsahaan saham

saat ini, kita akan temukan bahwa, dia dibentuk oleh beberapa

orang yang antara satu dengan lainnya tidak saling kenal.

Disamping itu, para anggotanya juga berubah-rubah karena hak

mereka terdapat dalam saham-saham yang bisa diperjual belikan

dan diedarkan oleh der,r,ran pengurus syirkah yang memiliki

kekuasaan tertinggi dalam syirl<ah musahamah mughfalah

(penrsahaan saham gabungan)."

Mereka mengatakan, "Klaim tersebut salrgat jauh dari

kenyataan, karena para anggota dalam syirkah ini tidak peduli

dengan administasi perusahaan dan tidak menghadiri pertemuan-

pertemuan umumnya. Para direkhrr memang menflurus

penrsahaan, tapi hanya sahr saia yang dianggap memimpin

perusahaan, sementara para anggota lainnya tidak bisa hrrut andil

kertrali hanya sekedar kekuasaan yang bersifat teori (yang tidak

bisa diaplikasikan)."

Kata "ParErer atau sekufu" iuga tidak dipakai unfuk oremg-

orang Snng ada dalam syi*ah muahamah, karena png mengikat

mereka bukan akad perusahaan, tapi hanya pernbelian saham

yang tenrs beredar dan tenrs bertrbah setiap wakfir, dimana

kepemilikan seorang anggota terhadap saham bisa berubah-ubah

(terladang sahamnta naik dan ted<adang mengalami inflasi). Pam

anggotanSn juga tidak bergabung langsung dengan perusahaan

kergali hanlA sekedar menghadiri seminar-seminar umum lnng
b€rkaitan dengan perusahaan, dimana dalam seminar atau

pertemtran grang berlaku ihr merupakan undang-undang mayoritas.

Para anggota tidak melakukan akad berdasarkan individu

masing.masing, karena individu tidak dianggap dalam syirlah iru.

Hak suara tidak tergantung pada individu Snng memiliki saham,
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akan tetapi setiap saham memberikan hak dalam pemberian suara.

Hak setiap anggota tidak sama, akan tetapi sesuai jumlah saham
yang dimiliki masing-masing (semakin besar sahamnya, rnaka
haknya semakin besar).

Sedangkan hal yang paling dikritik oleh orang-orang yang

tidak setuju dengan syirkah mushamah (perusahaan saham)

adalah penamaan anggota (partrer) sebagai pemegang saham

sebagai ganti dari sebutan partrer. Jawaban atas hritik ini adalah,

bahwa nama umutn.adalah "Pemsahaan...." Penamaan ini sudah

cukup sehingga tidak perlu lagi ditambah dengan istilah lain. Sama

saja baik mereka menyebut parkrer sebagai pemegang saham atau
parh,rer. Intinln penarnaan tersebut tidak merubah stafusnya.

Istilah 'pemegang saham' lebih kuat daripada istilah 'partler',
karena sybkah ifu berdiri di atas saham-saham pribadi dan setiap
parher memiliki jumlah tertenhr darinya, dan jumlah tertenhr ini
(saham) berbeda-beda antara anggota Sang safu dengan anggota
lainnya, Akan tetapi tidak demikian bila menyebut narna 'parEler',

karena dia mengesankan adanya.kesamaan bagian png dimiliki
setiap parhrer. Hanln saia perbedaan bagian (saham) tdak
membatalkan akad penrsahaan, karena dalam statistik persahaman

seorang parbrer bisa menanamkan saham seperempat,

seperdelapan, sepertiga, setengah atau lebih banyak dari ifu atau

lebih sedikit. Inilah landasan bolehnya bergabung dengan sytl<ah

,Ashum (perseroan dengan saham).

Terkait kritikan mereka bahwa, para anggota tidak saling

mengenal antara satu dengan lainqn, maka ini bukan syarat bagi

sahnya akad, karena bisa saja seorang laki-laki malakilkannya
kepada orang lain tanpa perlu melihat perempuan yang diakad,
kecuali bila dia hendak mendatangkan calon mempelai perempuan
ke negara tempat tinggalnya atau dia hendak datang ke negara
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mempelai tersebut. Jadi akad bisa sah meskipun keduanya tidak

saling melihat. Apabila akad ini diperbolehkan padahal akad ini

merupakan al<ad mubnm 5nng bisa mempertemukan keduanya,

maka bagaimana pula dengan akad yang dimungkinkan pelakunya

menunjuk seorang wakil untuk mengunrs segala sesuafu seperti

perhrmbuhan penrsahaan, kalkulasi dan pembagian keunfungan?.

Jadi, dalam hal ini tidak disyaratkan agar setiap anggota bertemu

dengan anggota lainnSn, rneskipun tetap ada pertemuan anggota

dalam forum umum penrsahaan. Bag anggota yang tidak hadir

bisa mundur atau menarik haknya sesuai dengan keinginan dirin5n.

sementara pendapat lnng mengatakan bahwa, forum

umum mengtrasai mayoritas suara yang menggambarkan

mayoritas saham, maka aturan ini sangat tepat unfuk diterapkan

dalam administrasi perusahaan lnng saham terbesamya dimilih

beberapa anggota, karena fdak masuk akal bila mereka akan

menghano.rkan harta mereka atau melakukan hal-hal png bisa

mernbahayakan harta sy:,r*ah. Sementara bila orang-orang yang

memElemg kendali perusafnan memiliki saham sedikit, yang

sekiranya perusahaan bangknt fidak akan berpenganrh terhadap

mereka karena kecilnf saham mereka, maka iU fidak rnasuk akal

apabila suara diloasai oleh mereka

Sedangkan funfutan kepada setiap pemegang saham agar

bekerla disamping meffrram saham, maka ini tdak dilakr*an

dalam rangka memperkuat legalitm syAl<ah. Bahkan seandainya

dia bekeria, maka akan mernbuatrya lebih adil, karena bila dia

bekerja, maka pekeriaannSn tdak rnasuk dalam penaksiran

keunfungan untuk diambil karrfungannya. Bahkan bisa saja dia

dianggap sebagai karyawan yang mendapat upah atas

pekerjaannya, dan hal ini berada di luar syirlahsaham. Apabila dia

tdak mengambil apa-apa, maka dia berderma dengan
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pekerjaannya dan Allah akan membalas perbuatan orang-orang

baik.

Ringkasnya, syirkah musahamah adalah syAkah yang sesuai

syariat (legal) karena dia didirikan dengan harta berupa uang yang

dikumpulkan, kemudian setiap anggotanya diberi saham sesuai

nilai investasinya. Saham-saham tersebut bisa ditawarkan dan

dUual. Terkadang nilainya bisa naik bila perusahaan mengalami

keunfungan dan berhasil, dan terkadang nilainya bisa anjlok bila

perusahaan mengalami kemunduran dan kebangkrutan. Syubhat
dalam syirl<ah ini hanyalah berkaitan dengan penawaran saham

dan penjualannya, lantaran rentan penipuan dan juga nilai naik

atau turunn5n saham yang tidak diketahui bila tidak ditetapkan
dengan teliti.

Dalil yang membolehkan syirkah ini yang sahamnya dimiliki
oleh banyak orang meskipun antara anggotanya Udak saling

mengenal, adalah perkataan Al Muzani dalam Al Mukhtashar,
"Sfukah ifu ada beberapa benhrk. Di antaranya adalah ghanimah

harta rarnpasan perang). Allah $ menghilangkan kepemilikan

orang-orang musyrik terhadap tanah Khaibar lalu menjadikannya
sebagai milik Rasulullah S dan kaum muslimin. Mereka kemudian

menjadi partrer di dalamnya. Lalu Rasulullah $ membaginya

menjadi lima bagian kemudian mengtrndinya. Seperlima diberikan

kepada mereka yang berhak menerimanya dan empat perlimanya

dibagikan pula kepada mereka Snng berhak menerimanla."

Al Mrzani berkata, "lni menrpakan dalil bahwa diboletrkan

membagi harta berdasarkan bagian-bagian tertenfu. Contohnya

adalah warisan. Contoh lainnya adalah, persekufuan dalam hibah

dan zakat menumt pendapat AsySyafi'i. Contoh lainnya adalah,

perdagangan. Dalam itu ada pembagian apabila
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bisa dibagi dan diminta oleh partner. Contoh lainnya adalah,

persekuhran dalam sedekah yang diharamkan -menunrt
pendapatnya- yaitu berkenaan dengan bendungan yang tidak bba

dibagi karena kepemilikan hilang darinya. Akan tetapi bila sepakat

untuk tinggal (di daerah sekitar bendungan) selama satrr tahun

secara bergantian, maka tidak apa-apa.. Sedangkan yang serupa

dengan pendapat AsySyafi'i, adalah pendapat yang mengatakan

bahwa syakah tidak dibolehlon dalam bentuk komoditas dan

sesuahr yang bisa diminta kembali pada saat dipisahkan untuk

dital$ir nilainya karena teriadi perubahan pada nilainya. Kemudian

salah satu dari keduanya tidak boleh mengeluarkan Andh (harta

selain mata uang) sementara partrremya mengeluarkan uang dinar-

syirlrah juga tidak dibolehkan kecuali dengan satu harta yaitu

dengan dinar atau dirham."

Dulil y-g menuniukkan demikian adalah, bahwa selunrh

kaum mgslimin memiliki saham di Khaibar, lraifu saling bersekuhr

di dalamnya. Wallahu A'lam.

Permasalahan: Pembahasan Tentang Jual Beli
Saham

Telah diketahui sebelumnya tentang cara pembentukan

syakah muahamah (penrsahaan saham bersama), syirl<ah

bush$ph (Perseroan) dan beragam syal<ah lainnya, dimana

merupakan benfuk penrsahaan modem yang tidak te6atas pada

akad 1BnS dikenal di kalangan manusia.

Perlu diketahui bahwa, akad-akad ini sejalan dengan akad-

akad yang sah karena bebas dari judi, riba dan ragam tansaksi

batil lainnla.
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Ketika banyak berdiri perusahaan dan harta pokok semakin
banpk sehingga terkadang ada yang nilainya puluhan juta bahkan
rahrsan juta, sementara di sisi lain masyarakat yang memiliki uang,
lebih merasa perlu mengamankan harta mereka agar tdak
berkurang atau habis. Maka mereka pun mencari perusahaan yang
bergerak dalam bidang indusbi atau pertanian atau perdagangan
yang bersifat terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung di
dalamnya dan setiap anggota memiliki hak sesuai nilai
investasinya. Disamping ifu penrsahaan-penrsahaan tersebut juga

memiliki aset baik harta tetap maupun harta bergerak seperti
bangunan, tanah, alat-alat dan mobil. Perusahaan-penrsahaan
tersebut juga memiliki kantor !/ang membuat perafuran dan
undang-undang yang mengatur jalannya perusahan dan segala hal
yang berkaitan dengan kegiatannSn ifu, baik Snng mmghasilkan
kzunfungan maupun sebaliknya.

Perusahaan juga memiliki utang terhadap penrsahaan lain,
dimana perusahaan lain juga memiliki piutang terhadapnya.
Apabila seorang anggota ingin keluar dari penrsahaan dengan
menarik sahamnya, atau ahli warisnya ingin membagi-bagi harta
warisan dengan menarik sahamnya di perusahaan dengan
menjualnya, lalu hasilnya digunakan unfuk membayar utang
utangnya atau diberikan kepada ahli warisnya, maka hal ini udak
mudah dilakukan, bahkan akan sulit melalnrkannya karena bisa

menghentikan kerja perusahaan disebabkan asetrgn akan ditaksir
kemudian dibagi-bagikan sesuai sahamnyra, dan tentu saja hal ini
bisa membuat vakum perusahaan unfuk beberapa wakfu. Oleh
karena ifu, dari awal telah disepakati bersama di hadapan forum
utnum sesuai AD,/ART, bahr,la nilai saham masing-masing
anggota harus dihitung lalu anggota yang hendak mundur
sahamnln dibeli oleh anggota lain sesuai dengan nilai yang berlaku
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apakah bertambah atau berkurang, kemudian keuntungannya ifu

dibagikan pada saham-saham yang masih ada sesuai bagiannya

masing-masing. Bila terjadi kerugian, maka kerugiannya juga

dibagikan kepada saham-saham sesuai bagiannya masing-masing,

sehingga nilai masing-masing saham akan berkurang sesuai

kerugian yang menimpa perusahaan.

Syaikh Abdullah bin Zaid Alu Mahmud, ketua Pengadilan

Agama di Qatar rnengatakan, "Hanya saja sebagian ulama

meragukan keabsahan jual beli dengan sifat seperti ini, dengan

alasan bahwa, pembeli tidak mengetahui kadar banyaknya saham

yang dibeli dalam bentuk mata uang dan apakah memperoleh

keunhrngan atau menrgi? Inilah yang termasuk dalam jual beli

sesuafu yang tidak dikaahui atau ada unsur penipuan di dalamnya

atau bisa saja terjadi pembelian dirham dengan dirham.

Demikianlah alasan orang-orang yang melarangnya. Akan tetapi

pendapat yang benar adalah, bahwa jual beli saham dengan sifat

tersebut hulnrmnya dibolehkan karena termasuk kategori

mukharajah (mengeluarkan sebagian hak [perdamaian dalam

unrisanD. Para sahabat sepakat bahwa hukumnp sah dan

pengamalannya merupakan perkara yang masyhur. Dikisahkan

bahwa AMunahman bin Auf rg wafat dengan meninggalkan

empat isteri. Salah safun5n adalah Tamadhur Al Asyrja'i5ryah yang

telah diceraikan Abdunahman saat dia masih sakit menjelang

wafatrya. I-alu Utsman rS meminta pendapat para sahabatnya

berkenaan dengan Tamadhur, maka para sahabat sepakat bahwa

dia (Iamadhur) berhak mendapatkan warisan seperti isteri-isteri

Abdun:ahman lainnya. Setelah Tamadhur mengetahuinya dia pun

minta keluar dengan mendapatkan bagian dari harta peninggalan

AMurrahman. Ketika ifu AMurrahman bin Auf meninggalkan

banrk harta dalam bentuk tanah, uang dan binatang. Di
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antaranya adalah, emas yang dipotong dengan kapak hingga

tangan orang yang memotongnya melepuh (bengkak karena kerja

keras). Dia juga meninggalkan 1000 ekor unta, 100 ekor kuda dan

3000 ekor kambing. Demikianlah sebagaimana yang diceritakan
Ibnu Katsir dalam Al Bidayah Wa An-Nihayah. Maka ahli unrisnya
sepakat untuk memberikan 80.000 dinar kepada Tamadhur dan

dia pun menerimanya. Hal ini tidak diingkari oleh seorang pun dari
sahabat sehingga menjadi ijma'akan kebolehan melakukan hal
tersebut pada masa mereka.

Demikianlah cara jual beli saham dalam penrsahaan, baik
kami menamainya jual beli atau perdamaian atau mubwadhah
atau mul<harajah, karena nama fidak jadi masalah selama

hakikatrya diketahui.

Atha meriwayatkan dari hnu Abbas bahwa menurutrya
mukhamjah (perdamaian dalam warisan) tdak apa-apa.
Dinamakan mukharajah. karena ahli waris memberikan sesuafu

yang bisa menjadi sarana perdamaian dan mengeluarkan baEan
warisannya. Yang jadi patokan dalam masalah ini adalah

keumuman lafazhnya, bukan sebab khususnya, sehingga

tidak hanya khusus berlaku baginya, tapi juga unfuk
orang lain yang kasusnya sama. Bahkan hukum keluamya

seseorang dan syirkah dengan membawa bagiannya sama seperti

hukum keluamya ahli waris dengan bagiannya dari harta warisan,

baik menggunakan istilah perdamaian atau jual beli."

Al Muwaffiq berkata, "Perdamaian (akad unfuk
menghilangkan perselisihan dengan sarna-sama rela) dalam sesuafu

yang tidak diketahui dengan sesuatu yang diketahui, hukumn5ra sah

apabila sesuafu tersebut Udak bisa diketahui, ini apabila memang

diperlukan demikian. Apabila terjadi jual beli dalam sesuatu grang
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Udak bisa diketahui dalam benhrk mata uang, seperti saham-saham

perusahaan yang mencakup harta tidak bergerak (tanah dsb),

kendaraan, beragam alat, perkakas dan mata uang dengan segala

hak dan utangnya, maka jual beli ini hukumnya sah, karena dia

tetap dibolehkan meskipun tidak diketahui jumlah untuk

membebaskan tanggungan dan menghilangkan perselisihan. "

Al Muwaffiq berargumen dengan perkataan Syuraih,
,,Perempuan stapa saja yang didamaikan dengan memberikan

kompensasi harta kepadanlp tanpa menjelaskan kepadanya

tentang harta peninggalan suaminga, maka dalam masalah ini

hukumnya masih diragukan."

Pemyataan di atas wajar, karena bisa saja perempuan

tercebut sengaja ditipu agar dia fidak mendapatkan harta

peninggalan suaminya yang merupakan hak dirinya'

Sedangkan tentang pemyataan Ahmad yang

menganggapnya makmh, bahwa maksudnya adalah, yang ada

unsur kecurangan dan penipuan yang dilakukan ahli waris

terhadap perempuan tersebut, karena mereka (ahli waris) tidak

menjelaskan kepadanya bagian harta warisan dari suaminya. Akan

tetapi indikasi ini tidak ada dalam beragam syirkah yang sedang

kita bahas ini, dan juga tidak ada dalam kasus Abdunahman bin

Auf dan isterinya. Para sahabat memang telah sepakat bahwa

hukumnya boleh dan mereka juga menyalsikan langsung peristiwa

tersebut, meskipun mereka tidak tahu nilai bagian perempuan

tersebut (isteri Abdurrahman) bila dirubah dalam bentuk mata

uang, hal tersebut dikarenakan sangat banyaknya hana

peninggalan Auurrahman dalam segala jenis seperti emm dan

perak, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Hal ini sama

saja, baik nilainya dari jenis harta pokok atau dari lainnya, baik
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harta pokoknya sama atau lebih banyak, karena anggota syirkah
yang hendak berhenti dari keanggotaan syirkah bisa mengambil
kompensasi yang merupakan haknya bila dia mengetahui tetapnya
harta pokoknya. Jadi, dia adalah al<ad mu'awadhah seperti juar
beli yang sah.

ndak ada yang menghalangi keabsahannya meskipun
pembeli dan penjual tidak mengetahui keunfungan dan kerugian
yang didapatkan, karena shulh (perdamaian unhrk menghilangkan
perselisihan) hukumnya sah bila dilakukan terhadap komoditas
yang tidak diketahui, baik benfuknya mata uang ataupun utang.
Disamping itu, apabila shulh hukumnya sah bila dilakukan dalam
kondisi mengetahui komoditas yang dijual berubah menjadi mata
uang tanpa diketahuinya jumlah harta pokok atau lebih banyak
darinya, maka tenfunya dia lebih sah bila komoditas tersebut tidak
diketahui.

Bila para sahabat telah sepakat bahr,va isteri Abdurrahman
bin Auf boleh melakukan mul<harajah dalam semua harta
peninggalannya, bahkan sampai 5nng berbentuk emas dan perak,
maka begifu pula dalam jual beli saham perusahaan, hukumnya
juga sah- Kemudian komoditas Srang termasuk ke dalam kategori
uilg, yaifu seperti hiasan pedang. Sebab para sahabat biasa
membandingkan benda dengan sesuafu yang sama dan serupa
dengannya, Ialu menjadikan sama dengannya. Mereka
menyamakan halal dan beragam komoditas tersebut
dengan cara menyamakannSa. Dengan demikian, maka mereka
telah membuka pintu ijtihad bagi para ulama. Mereka melakukan
segala sesuafu atas dasar ilmu dan memiliki wawasan yang
mendalam berkaitan dengannSra. Wallahu A'lam.
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Investasi Ribawi dan Altematifnya

Siapa saja yang ingin hidup bahagia di akhirat, hendakryn

dia membersihkan kehidupan ekonominya juga kehidupan

ekonomi masyarakatnya dari kotoran riba berdasarkan petunjuk

dari Kitab Allah &.

Allah $ berfirman,

t$'eG r;>5\ Oi'lG \4 !f\ c 6); gi
J\3( 4(i

* Ya Tuhan kami, berikh tuni kebaikan * O*n ,*
kebaikan di akhint dan pelihanlah kami dari sika neral<a." (Qs.

Al Baqarah l2l:2011.

Allah & i,rgu berfirman,

<i*;Z;-sr ;l:ti {i,r 4sic t4 €;\3

b /o4-q1:lie"Cii

" Dan carilah pda ap Wrg telah dianugemhl<an Alhh
kepdamu (kebahagiaan) nqeri akhirat, dan ianganlah l<amu

melupal<an bagianmu dari (kenilmabn) dunkwi dan betbuat

baiklah (kepada oftng lain) sebagaimana Allah tekh berbuat baik,

kepadamu, dan janganlah l<amu befruat kerusl<an /1 (nula)

bumi;' (Qs. Al Qashash l28l: 77)..
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Islam mewajibkan setiap muslim agar mempelajari fikih
muamalah agar segala muamalalrnya dengan sesama manusia
benar baik dalam mu'awadhah, hibah dan segala akad yang
dilakukannya. Dia juga h'arus mempelajari ajaran-ajaran Islam yang
lain dan segala hal yang diurajibkan di dalamnya seperti shalat,
puasa, zakat, haji, nikah, hududdan jinayah.

Seorang ahli fikih madzhab Asy-Syafi'i asal Makkah, hnu
Hajar Al Haitami mengatakan, "Wajib bagi setiap orang yang
sedang menghadapi sesuafu, mempelajari segala hal lnng
berhubungan dengannya yang biasa terjadi."

Akan tetapi tdak hunp itu saja. Dia juga harus
mempelajarinya dengan baik disamping mempelajari ajaran-ajaran
Islam lainnya, ini berdasarkan saMa Nabi $,

o2. l, .l.ct-t.l ,lo. t, !oz
'c/-rlt ,e@'tF 9.^t )/ U

" B**jriup yang Attah menghendaki kebaitan pdan5a,
mal<a Dia akan menjadikamya phant datam alpna
(menj,adil<ann5a onng lmng phan agama)."

Banyak oftrng gang mengatakan bahwa, agama merupakan
muamalah- Perkataan ini sangat terkenal sehingga ada Snng
mengatakan, "Agama adalah muamalah." y*g dimaksud
muamalah disini adalah muamalah dalam arti yang luas dan
lengkap. Akan tetapi yang paling utama adalah mwnnarah yang
berkaitan dengan hana benda karena dia merupakan ienis
muanahh yang paling luas dan palins dekat dengan kehidupan
manusia.

Pada zar'n sekarang hta tidak perlu lagi menjelaskan
pentingnya harta karena harta merupakan sesuafu Snng srrdah
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mengakar dalam kehidupan (sangat penting). Dalam perkataan

yang ma'bur disebutkan, "sebaik-baik harta adalah harta baik

yang dimiliki laki-laki lnng baik." Hanya saja aku tidak

menemukan sumber perkataan ini secara marfu'. Nabi $ juga

bersabda,

"sebaik-baik penolong dakn kebkwaan kepada Allah

adakh harb."

Hadits ini diriwayatkan dalam Al Jami' Al l{abir dart

dinisbatkan kepada hnu Lal dan Ad-Dailami yang berasal dari

hadits Jabir bin Abdullah 6. Akan tetapi telah terkenal ucapan

ulama generasi akhir yang mencela harta dan orang-orang kaya

dari safu sisi dan menganggap istimewa kemiskinan dari sisi lain.

Menqnrt kami, dulil SanS mereka jadikan acuan adalah hadits-

hadits di bawah ini:

Nabi $ bersabda,

)o\c..o

.JtIl hl ,sl_* .P O'_rll i:r

ab'ri|. ?t-b..\r '* ast, 6fut "6tI ';
4'J'(- . .

,t1 t-3wj6Jt &u,
"Seandainya dunia ini sama dengan sayap nyamuk di sisi

Allah, maka orang kafir tidak akan diberi minum seteguk air pun

darinya." GIR. Al Mubarak dan Al Baghawi dari Utsman bin

Ubaidillah bin Dafi' dari beberapa sahabat).

Dirir,rayatkan dari Abu Al Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi 4&,

dia berkata:
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to t / i. ir) . O.J-rs P F) -r,*i*hr &:t
:JLb tui ,f e!:, y ,,-lG i:rb ,yl Jt-

,t',+r'oLA; a'j r;i, ,urtlJt )*f "a ,y,
'1o ) 'u-t" )
ii jb ,?T ,y;'";'; ,*, *aht J*:t
erli e,tit Y ,*, ,lL hr J:".rr J;,
,:rd t ;i'u y, tri f$t J;, U,Jd
Y 'ol'& bls'e Y ';tl',+; o\Ui t;i,

ar Jh'Jl- ,l$'r,^-,1 ';:l jv of;'4i
,h fr\i,'h'a?t;;' ,*i r&it J-

. ri-i

Pemah suatu ketika seorang lak-laki ler,rnt di depan Nabi

$, lalu beliau bertanSra kepada seorang sahabat yang duduk di
dekahrya, "Bagaimana pendapatmu tentang orang ifu?" Dia
menjawab, "Dia termasuk kaum bangsawan. Demi Allah,
seandainya dia melamar perempuan pasti lamarannya akan
diterima, dan apabila dia memberi syafaat, maka syafaatnln akan
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dikabulkan." Rasulullah ,$ hanya terdiam. lalu lewat lagi seorang

laki-laki lain, maka beliau pun bertanya, "Bagaimana pendapatmu

tentang orang ifu?" Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, dia orang

miskin. Apabila dia melamar perempuan pasti akan ditolak,

apabila dia memberi syafaat pasti syafaatnla akan ditolak, dan

apabila dia berbicara pasti ucapannln tdak akan didengar," maka

Rasulullah $ bersabda, "Orang ihr (orang kedua) lebih baik di

seantero bumi daripada seperti otang yang pertama." FIR. Al

Bukhari dan Muslim)

Anas meriwayatkan dari Nabi $ bahwa beliau bersabda,

,lc/c
c t lJr-.,*,r pol

.,t.>l
o(.

&ts
.;itAtr?3 e G'-}.,*l:

" Ya Allah, hiduplanhh aku dahn kadaan miskin,

unfatl<anlah aku dalam kadaan miskin, dan himpunlah aku

betama golongan orang-onng miskin." G{R. AtrTirmidzi dengan

sanad dha'ifi

Dalarn sebagian riwapt disebutkan: Aisyah bertanya,

"Mengapa begihr, wahai Rasulullah ?" Nabi menjawab, "Karena

mereka masuk surga 40 tahun flebih dahulu) sebelum para Nabi.

Wahai Aisyah, janganlah engkau menolak orang miskin meskipun

hanf dengan memberi sepotong korma."

Ahmad meriwa5atkan dalam Musnadnya dari Anas &, dia

berkata: K€fika Aityah sedang b€rada di rurnahnya, dia mendengar

suara di Madinah, lalu dia bertanSa, "Suara apa ihr ?" Orang-orang

menjawab, "lhr adalah kafilah milik Abdurrahman bin Auf yang

baru tiba dari Syam dengan membawa segala sesuahr. Saat ifu
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kafilahnya berjumlah 700 ekor unta sehingga kota Madinah
menjadi gaduh karenanya, maka Aisyah berkata: Aku mendengar
Rasulullah # bersabda, "Aku melihat Abdurrahman bin Auf
masuk surga dengan merangkak." Ketika Abdurrahman bin Auf
mendengamya, dia pun berkata, "Bila aku mampu, aku akan

memasukinya dengan berdiri." Lalu dia menyedekahkan sernua

muatan kafilahnya di jalan Allah." Akan tetapi ulama hadits

mengkritik keabsahan sanad hadits ini, sebagaimana mereka juga

mengkritik keabsahan redaksinya.

Meskipun demikian, menggunakan hadits-hadits di atas

untuk mencela kekayaan dan orang-orang kaya tidaklah tepat,
karena tidak sah mencela kekapan itu sendiri maupun mencela

harta benda. Juga tidak sah pula menggunakan hadits-hadits di
atas untuk mengutamakan kemiskinan. Sesungguhnya yang dicela
dan dipuji adalah tergantung orientasi seseorang. Allah S telah

menciptakan harta kekayaan dan menundukkannya untuk hamba-

hamba-Nya, juga telah menyempumakan nikmat-nikmat-Nya
kepada mereka.

Allah $ berfirman,

v4efiia.V&GciG
"Dia-lah Allah, tnng menjadil<an segak tnng ada di buni

untuk l<amu." (Qs. Al Baqarah l2l:29l,.

Allah & j,rgu berfirman,

$4,siG
:;Aii5:$j

utg36ya,iii(,$i6fi,Ft
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" Dialah Wng meniadil<an bumi ifu mudah bagi kamu, nnka

berjatanlah di segala peniurunya dan makanlah sebagian dan

rezeki-Nya. dan Hanya kepada-N7m-hh kamu (kembali setelah)

dibanskitl<an " (Qs. Al Mulk [67]: 15)

Allah & telah menciptakan bumi dengan segala

perbendaharaan dan nikmat yang tak terhihmg. Dia menyuruh

hamba-hamba-Nya agar memanfaatkannya unhrk kepentingan

mereka dan memboletrkan mereka menikmatinp.

Allah & berfirman,

\gru 4(s .rg C -,f: Ai'e; i; ;; S
r;$! 

i;-'23963rr d$I 4A('u'{,t d 3'
" I{atakanlah: "Siapl<ah tlang mengharamkan perhiasan

dan Allah yang telah dikefuarkan-Nya untuk hamba-hamba-N5n

dan (siap pulakah tnng rezeki tnng baik?'

Ihtakanlah: 'Semuan5a ifir (disdiakan) bagi orang-omng yang

beriman dalam kehidupan dunia, l<hustts (unfuk merel<a saia) di

Hari Kamaf." (Qs. Al A'raaf l7l:321.

Maka bagaimana mtrngkin Allah mencela orang-orang yang

menjalankan perintah-Nya dan memelihara Sunnah-Sunnah-Nya

baik yang leanfuah maupun sSnr'i5y;ali? -

Llqman Al Hakim benrrasiat kepada anaknya dengan

mengatakan, "Wahai pubaku, carilah trsaha yang halal unhrk

menghindari kemiskinan, karena tdak seorang pun diberi

kemiskinan l@cuali dia akan diberi tiga hal: kelembutan dalam

agamanya, kelemahan dalam akalnya dan hilangrun sifat

Al lulajnw'$arahAl Mfiadzdzab ll OS



keperwiraannya. Dan yang lebih berat dari tiga hal tadi adalah

manusia akan meremehkanmu karena kemiskinanmu."

Oleh karena itu, hendaknya nash-nash syariat ditafsirkan

dengan penafsiran yang bisa menghilangkan pertentangan dan

melenyapkan perselisihan.

Pandangan yang benar dalam masalah kekayaan dan

kemiskinan dengan segala akibatnya adalah, bahwa keduanya itu

merupakan ujian bagi seorang mukmin seperti manusia lainnya.

hnul Qayrrrm & berkata, "Disamping Allah S menciptakan

mahkluk, Dia juga menciptakan kekayaan dan kemiskinan. Dia

menciptakan keduanya unfuk menguji hamba-hamba-Nya, siapa di

antara mereka yang paling baik amalnya. Dia menjadikan

keduanya sebagai sebab taat dan maksiat, mendapat pahala dan

siksa.

Allah $ berfirman,

bs;*jqt&;{, i-at{fr3
"I{ami akan menguji kamu dengan keburul<an dan kefuil<an

sebagai cobaan (lnn7 sebenar-benan5n). dan haryn kepda
Iknikh l<amu dikembalikan " (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 35).

hnu Abbas berkata, "Yaitu dengan kesusahan, kenikmatan,

sehat, sakit, kaya, miskin, halal dan haram. Semuan5ra merupakan

ujian."

Allah & berfirman,
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5t
@

6;p$(*t3;tr',#t:,$iif: i{4 (

T a; 3;i'i r r* 
":;i'^{fi 

t, ffY\, i,si

^A" 
{& aj:*-z {; @ 1$" 5i*$ sk

@o*;i
"sementara manusia apbik Tuhanng menguiinya lalu dia

dimulial<an-Nya dan diberi-Ng kesenangan, maka dia akan

berkata: 'Tuhanku telah memuliakanku". Sdangkan bik

Tuhanng menguiinya lalu membabsi rezekinya, maka dia berkab:

"Tuhanku menghinakanku." Selali-lali adak (demikian),

SebenamSa l<amu tidak memulial<an anak 5ntim, dan kamu tidak

saling mengaiak metnberi malan oftng miskin-" (Qs. Al Fajr [89]:

15-18).

Allah S mengabarkan bahwa, Dia menguji hamba-Nya

dengan memberikan nikmat dan melapangkan rezel<i kepadanya,

sebagaimana Dia juga mengujin5a dengan menyempitkan rezel<i

kepadanya. Pemberian rezel<t yang banyak merupakan

penghormatan Allah kepada hambanya, sedangkan penyempitan

re-zelimerupakan penghinaan Allah kepadanya. Akan tetapi, tidak

benar persepsi manusia yang demikian. Justu Dia mengUji harnba-

Nya dengan memberikan nikmat dan cobaan. Dunia adalah negeri

ujian dan perbuatan, sementara akhirat adalah negeri pembalasan

arnal.

Allah I berfirman,
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.rjf@ 3*r;1 g*';3,1tJi t*,,s$;f;

^Oiut oL)

" Maha Suci Allah Wng di bngan-Nyalah sqak kenjaan,

dan dia Maha Kuasa abs sqak s*uafu, Yang menjadikan mati
dan hidup, supap dia menguji l<amu, siapa di anbn kamu tlang
l&ih baik amalnta. dan Dia Maha Pql<aa l"gi Maha

Pengampun " (Qs. Al Mulk 1671:1-21.

Nabi $ bersaMa,

3fif i;/r'.xi?i-:J{ti:{k:l:lt;L;s";f,

k;; ?* Efur Lr

:rtl ; hr ri*v
t I z -l :

cts'j)7\J',JS W cl$
"Saungguhqn dunia ifu manis lagi hiJau, dan

Dia menjadikan l<alian khalifah di daknn5n untuk
melihat bagaimana kalian beramal di dalamn5a. Maka berbkw.ralah

kepada Allah dalam un$an prempu€n "(FIR. Al Baihaqi dari hnu
Umar. Ath-Thabarani juga meriwayatkannln dari Maimunah
Ummul Mukminin &).

Apabila hal ini telah jelas, maka kemiskinan atau kekayraan

tidak dipuji kecuali bila keduan5ra digunakan sesuai tujuan png
diharapkan. Apabila harta tidak digunakan dengan baik, maka

akan membahayakan pemiliknya. Sesungguhnya hal-hal tersebut

sarana unfuk mencapai hrjuan kebaikan dan
kebunrkan. Apabila sarana tidak digunakan dengan baik untuk
mencapai fujuan yang terpuji, maka dia akan digunakan unfuk
hrjuan yang tercela. Manusia paling berunfung adalah yang
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menjadikannya sebagai sarana menuju Allah dan negeri akhirat.

Itulah yang akan bermanfaat baEnya dalam kehidupannya di dunia

dan akhirat. Sedangkan manusia yang paling merugi adalah yang

menjadikan kekayaan sebagai sarana untuk melampiaskan hawa

nafsgnya dan memperturutkan syahwatnya serta mencapai hrjuan

duniawinya yang bersifat sementara 5nng akan menyebabkannln

merugi di dunia dan akhirat.

Apabila hal ini telah jelas, maka perlu diketahui bahwa,

mencela kekayaan dan memuji kemiskinan terkadang tidak

dilakukan dengan tepat, karena ujian kekayaan itu seperti ujian

kemiskinan, bahkan ujian kemiskinan itu lebih berat. Begitu pula

fimah dalam ujian kekayaan, dia seperti fitnah dalam ujian

kemiskinan. Sesungguhnya lamanya perhifungan amal seorang

hamba yang kala pada Hari Kiamat adalah, karena besamya

tanggung jawab dalarn kehidupan, dimana itu sama sekali tidak

mempenganrhi kedudukannp di sisi Allah.

Amirul Mukminin Ali r* berkata, "Dunia awalnya adalah

kesrsahan, akhimya adalah kebinasaan, halalnya adalah hisab dan

haramnya adalah siksaan. Barangsiapa benar di dalamnya, maka

dia akan aman; siapa sakit di dalamnya, maka dia akan sedih;

slapa bufuh terhadapnya, maka dia akan menyesal; siapa tidak

butuh terhadapnya, maka dia akan terkena fihah (terkena uiian);

srapa duduk darinya (tdak mendatanginya), maka dunia akan

mendatanginya; siapa mendatanginya, maka dia akan

kehilangannlB; siapa melihatrln, maka dunia akan

membutakannya; dan siapa dilihat olehnya, maka dia akan

melihatrya."

Al Allamah hnul Qalryim Al Jauzi5ryah berkata, "Hal

tersebut tidak perlu dicela (yaitu tentang masuknya orang-orang
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miskin lebih awal daripada orang-orang kaya), meskipun mereka

(orang-orang kaya) menempati posisi terakhir. Karena terkadang

kedudukan mereka (orang-orang kaya) lebih tinggi daripada

kedudukan orang-orang miskin dengan memasuki surga lebih

dahulu. Seorang pemimpin adil akan dihisab lalu dia didahului oleh

orang Islam yang tidak mengurusi masalah kaum muslimin (bukan

pemimpin). Apabila dia (pemimpin adil) masuk surga setelah orang

tersebut, maka kedudukannya ihr lebih tinggi daripada kedudukan

orang miskin. Bahkan tempat duduknya paling dekat di sisi Allah

S, sebagaimana disebutkan dalam shahih Muslim bahwa

Rasulullah $ bersabda,

C.o.

,y-rf
a,. . o.

'rh: f
/ o 6,.

J^>)l
!

( )-tr
,

tzc-tlAf* t13 @l r ;*$* G dj$i ur$

e

'u }v ;'y -t ?:; firt + tirb,At
to

,fiiury)

"Orang-onng tnng adil al<an berada di sisi Allah pda hari
kianat (mereka benda) di abs mimbar-mimhr cahaSn di sefuJah

kanan Ar-Rahman. Dan kedw Tangan-N5a adalah sebehh l<anan.

Mereka adalah oftngoftng tnng berlaku adil terhadap kertanga

merel<a dan apap png merel<a urus (terhadap nl<gagn)."

Nabi $ bersaMa,

ygjt {i;.a i,*-\t bsl.tiat -n(lt
.r.it .. . z o o2) ..

. el-[a-lJl : :--]tJa)l
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" Pdagang yang iuiur lagi amanah akan dihimpun pada

Hari Kamat bersama orzng-oftng Shiddiq dan orang-orang yang

Syahid." (HR. At-Tirmi&i, hadits ini dinilai hasan oleh At-Tirmidzi,

Abd bin Humaid, Ad-Darimi, hnu Jarir, Ad-D dan Al

Hakim dari Abu Sa'id Al t$udri &)
Ada pula riwayat lain dari hnu Umar yang lebih jelas

daripada riwayat di atas, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh hnu

Majah, Al Hakim dan Al Baihaqi.

Ada pula riwayat dengan redaksi,

tut qt;.| ;Jx.|b\3Ur idtr
"Pdagang yang juiur tidak dkalan7i untuk memasuki

pintu-pintu surga." (HR. hnu An-Naijar dari lbnu Abbas).

Ada puila riwayat dengan redaksi,

y,t i"a,r:'|ht ilfuis\iA 76t
" Pdagang tnng iuiw kdudul<anng sama dengan orzng-

oftng mati Sghid pada Hari Kamaf." (FIR. hnu An-Najjar dari

Anas)

Ada pula riurayat dengan redaksi,

y.t ?'i i'-lt'Jb'&J is',3J-,ost 76t
"Pdagang Wng iuiur fuda dakn nu*n* * pda

Hari Kiamaf." (FIR. Ad-Dailami dari Anas)

Diriwaptkan dalam Ash-Shahihain
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Arangrorang miskin dari l<alangpn Mthajhitl

kepada Rasulullah $ dengan mengabl<an, "wahai Rasururah,

oftng-orang l<aya pergi dengan membawa phala. Mereka shalat
seperti shalat kita dan berpuaa seperti puasa kiA. Mue*a iuga
memiliki harta berlebih sehingga bia menunailan Haji dan
sdekah' Nabi $ bersaMa, "Maukah kepada l<alian
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snuatu Wng dengannya kalian bisa melakul<an seperti J/ang

mereka lalrukan?" mereka menjawab, "Mau, wahai Rasulullah'

Nabi bersabda, "hcalah Tasbih, Takbir dan Tahmid setiap selesi

selesai shalat (masing-masing) sebanyak 33 kali.' Kemudian omng-

orang miskin dari l<alangan Muhaiirin menemui Rasululkh kgi lalu

berkata, "[Jlama madzhab kani t/ang bqharb (kaln) mendengu

hal ini dan mereka melakul<an seperti yang kami lakukan" Nabi $
bersaua, :ltu adakh karunia Allah tnng diberikan kepada siapa

aja 5ang dikehendaki-N5n;'

Nabi $ bersaMa,

L'# Y

iur i6I bri tair is', $r ifl y.?rri';;
ol';ilt hr ;t'I ,yr:#t A Y

a

rlj( t. lo6
)

.)61 )
"Tidaklah ada Hasud (Dengki) ka.tali pada dua omng'

I-akiJaki wng diberi N Qw'an (pengetahuan agama) olelz Allah

lalu mengamallanryn pada makm dan siang dan laki-laki tnng
diben ham (ke.taWan) oleh Allah klu menginfal*ann5a baik

malam maupun siang hari."

Nabi $ bersaMa lainnln,

U- & ;k'a y:v $ir oIv tiY
,,'

;;,s$.i #hr r'f -$ u hr Ji.

U*6,
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"Apbila seorang laki-laki bersdekah dengan hasil uaha
tnng baik 4an Allah Adak akan meneima kecuali harb 3ang baik

[hakl-, mal<a Allah akan menganbilnya dengan tangan l<anan-N3n

lalu mengembangkanngn (manjadikannya berbmbah ban5ak),

sebagaimana salah seorz,ng dari kalian mendidik anak kuda atau
anak untan5a, hingga dia (sdel<ah) menjadi seperti gnung b6ar."

Nabi $ juga menyatakan bahwa tangan yang di atas lebih

baik daripada tangan yang di bawah.

Ketika Utsman rg menyiapl<an Jaisyil Usrah (pasukan

yang dikerahkan ketika kondisi ekonomi sedang memprihatinkan),
Nabi S bersabda, " Tidak akan membahalnl<an Utsman ap yang
dilakulannya setelah hari ini." I-alu Nabi $ bersabda, " Wahai

Utsman, semoga Nlah mengatnpuni dosadosamu yang l<amu

sembunyikan atau kanu tampkkan, Wng l<amu samarl<an dan

Wng l<amu tnng telah lalu atau Sang al<an dabng abu
Wng akan terjadi pdamu ampi Hari Kiamaf." FIR. Abu Nu'aim
dari Hassan bin Athi!4/ah dari Abu Musa Al Asy'ari rg). Hadits ini
juga diriwayatkan oleh Al Hakim, Ahmad dalam Sunartnya, Abu
Nu'aim dari Abdunahman bin Samurah, Ath-Thabrani dalan' Al
IGbA dari Imran bin Hushain. Ahmad juga meriwa5ntkan dalam
Musnadrrya dari Abdurrahman bin l(habbab As-Sulami. Abu
Nu'aim juga meriwayatkann5n dari lbnu Umar dalam Fadha'il Ash-
Shahabah.

'J't ;::* "€'Ll6.e
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Manusia yang membersihkan sunber penghasilannya dan

menunaikan kewajibannya tdak akan dirugikan oleh apapun yang

terjadi setelah ihr, berapa plm harta yang dimilikinya. Bahkan

harta tersebut. akan menjadi nikmat yang berada di tangamya

dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah &,, dat, dia akan

mendapatkan pahala yang besar setelah itu. Bahkan Nabi $
sampai bersaMa, " Tidak al<an menbahagkan Utsman aP-aP
gng terjadi setelah hari ini."

Dunia dan harta tdak dicela kecrrali bila manusia

menyelaleng dari jalan Allah dalam mengelolanya, karena bila

mereka menyela,ueng, maka mereka telah menjadi harnba dunia

dan syahwat. Allah $ berfirman,

-3;1, fr @ ifi ii: & @'iAi'$4it
z l1o. z c/
OjJ,S l-, '

"Elermqah-megahan telah melalail<an kamu, Sanpai l<amu

masuk ke dalam lrubw. Janganlah fugifu, kelak l<amu al<an

mengebhui (aldbat pefruabnmu itu). Dan ianganlah bqitu, kelak

karnu al<an mangebhtal" (Qs. At-Takaatsr.r [102]: 14)

Rasulullah $ bersaMa,

'# ;*l ri,alt tt ytrt dfi?t t:H.f

w ;*l'"$t

:r'l@5I5

LL,",i. rS 6fur
'l'ol
bJa,.)

o/
dt
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" Bagembimlah dan berharaplah ! Demi AW, frdaklah

kqniskinan gng aku takutl<an pudu l<alian, bpi gng aku bkutkan
adalah kalian diberi dunia karb ke.l<alnan) tnng berlimph,

Wng diberikan kepada orzng-oftng sebelurn l<alian,

lafu kalian berlomba-lomba mangejarnya, sebagaimana Wng
diklailran oleh mereka sehingga dapt membinasl<an kalian

sebgaimana mem binasal<an merel<a."

Oleh karena itulah, Slaikhul Islam hnu Taimiyyah #b

berkata, "Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang bermanfaat

bagimu, sedang wara' adalah meninggalkan sesuatu yang

membahagnkanmu. Zuhud dalarn intisarinya (puncaknya)

mertrpakan derajat dalam melumskan pandangan seorang hamba

terhadap dunia dan pemahamannya terhadap tujuan-fujuan

agarn. Dia tidak hanya sekedar benfuk mengosongkan tangan

dari harta, sementara hati masih bergantung padangn."

Bagi orang yang sedang membicarakan tentang zuhud dan

mencela kekalaan seyog!/anya tidak melalaikan makna-makna

png jelas ini. Karena jika dia melalaikannya, maka dia termasrrk

orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. Maryarakat lnng
kemajuan ekonomi dan diberi harta berlimpah,

seiatinp adalah masyarakat lnng membanhr individu-individunyra

dalam kebaikan dan takura, memudahkan mereka menunaikan

ibadah dengan tekun dan melindungi mereka dari siksa kubrrr.

Maq;arakat Islam yang kuat dan kala adalah, masyarakat

lBng senantiasa menyem kepada Islam dan membanfu masyamkat
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lainnya dengan menjelaskan keistimeuraan agama Islam dalam

semua lini kehidupan. Dals,vah kepada Allah dan agama-Nya tidak

hanya tefuatas dalam satu benhrk, yaifu diskusi dan memberi

nasehat dengan perkataan yang bersifat teori. Akan tetapi,

hendaknya selunrh hidup di$makan untuk berdal<ruah, terlebih

pada nrasa sekarang, dimana semua paham berlomba-lomba

mengenalkan teori dan sistemnya dengan meyakinkan masyarakat,

bahwa sistemnya bebas dari cacat dan kezhaliman. Yang paling

gencar adalah, propaganda dengan kekuatan ekonomi.

Sesungguhnya kokohnya kehidupan ekonomi baik dari

dalam maupun hnr dapat membanhr kaum muslimin unfuk

menjelaskan kepada dunia, bagaimana cara mengsunakan nikmat-

nilanat Allah di muka bumi dengan adil yang memperhatikan

kebgtqhan individu dan maqnrakat, bukan dengan sistem dan

atr.ran 5nng digunakan di dunia deunsa ini. Bukti nyata dapat

disal$ikan di Eropa Barat dan Amerika dimana masyamkatrya

menolak kezhaliman materi (kekejaman sistem kapitalis) dan

menentang penghamburan dana r.rrhrk membuat senjata-senjata

pemgsnah masal, mengingat di sisi lain masih banyak manusia di

berbagai belahan dr.rnia di Asia dan Afrika yang mencari sesuap

nasi unh.rk meluruskan punggmgnya (menghilangkan lapamya).

Fenomena ini hanya safu contoh kecil akibat adanya kesalahan

dalam mengelola karunia Allah di muka bumi' Hanla kaum

mgslimin saja yang dapat memberikan contoh terapan tentang

cara memelihara hak-hak masyarakat dan individu. Merekalah

yang dapat mengatasi bertagai problema yang dihadapi

masSrarakat dan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Hendaklah

mereka meneladani pohet kehidupan suku Asy'ar yang disa$akan

Rasulullah $ dalam haditsnYa,
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q-i G e* ok 6 6i; *Nu. ek
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o tc ..{, I.frruts d
" Saungguhn5m orang-oftng suku Asy'ar apbila kehabisan

bel<al dalam pepeftngan atau prsdiaan mal<anan unfuk keluarga
merel<a tinggal sedikit, merel<a mengumpullan semua yang
merel<a miliki lalu menaruhng di dalam kain kemudian membagi-
basilennw di antara mereka se@ra satna rak. Mereka adatah
bagian danku dan aku merupal<an bagran dari mereka."

Membangun ekonomi dalam masyarakat Islam sangat
penting dan ini bukan masalah bam, akan tetapi merupakan
sesuatu yang wajib dilakukan untuk menghindari fihah dan dalam
rangka memenuhi semua kebufuhan masyarakat muslim yang
sesuai syariat, seperti menyebarkan ilmu di tengah-tengah umat.
Yang baru hanyalah menggunakan sistem dan metode yang lebih
efektif dan lebih sesuai unfuk masa sekarang. Ketika sebagian
sahabat Nabi & merasa putus ds, beliau bersabda kepada

mereka,
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" Sungguh Allah al<an menyemptrnal<an urufin ini, ampi
penunggang unb bisa beiakn dari Shanb menuiu Hadhramaut

tanp afut kecuali kepda Allah. Dan ketika itu sengak al<an

benda di abs kambingng (karena kondisinjn sangat aman dan

tentum)."

Allah S berfirman menielaskan kanfria yang diberikan

kepada penduduk Mal*ah berupa nikmat keamanan dan

kemapanan ekonomi,

43(, i$i'^D @+
-rZ 2

e-rr .i{rV-

L; n ;fr .siti @ e"fi( r':,i $\;'#@
@t F nsitt;i

" I{arena kebiaaan onng-orzng QwaW, AEilU kebiasan

mqelca bepqgian pda musim dingin dan musim Pnas, mal<a

hendakkh merel<a manyenbh Tuhan Pemilik rumah Ini (IG'bah).

Yang Tetah mernberi nakanan kepda merel<a unfuk

manghilanglan lapr dan mangamanlan mereka dari kebkubn."

(Qs. Qunlsl, [105]: 14).
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Keamanan dan ketentraman merupakan salah unsur

penting bagi perhrmbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan

ekonomi yang baik, maka masyarakat akan semakin aman dan

tentram serta sejahtera. Kemakmuran ekonomi dan kekuatan

keamanan merupakan sesuatu yang sangat penting pada masa

sekarang. Akan tetapi kita lupa bahwa Allah telah ma,rahyukan
kepada kita, bahwa dal$rah kepada Allah harus dibarengi dengan
kekuatan kekuasaan. Allah S berfirman,

iisAEJlY r{)'b1;3
" Dan siapl<anlah untuk menghadapi merela kekuabn ap

saja yang kamu sanggupi." (Qs. Al Anfaal [8]: 60).

Kekuatan yang diperlukan mencakup segala jenisnya.

Pertama adalah iman, ikhlas, persiapan unfuk berkortan dan

kekuatan materi berupa kekuatan militer dan ekonomi. Dengan

unsur-unsur yang diberkati ini, maka maqnrakat Islam bisa

menjadi lebih besar daripada umat lainnya.

Allah S telah memberi nikmat yang melimpah kepada

negeri-negeri muslim baik lahir (Snng tampak) maupun batin (yang

fidak tampak). Akan tetapi nikmat yang batin itu lebih besar.

Seluruh bumi ini bisa menjadi negeri yang ditempati bila mereka

mau. Kefakuman kaum muslimin dari aktifitas eksplorasi kekayaan

alam unfuk memperbaiki kondisi mereka, merupakan tindak
kejahatan yang akan dihisab di dunia dan akhirat.

Kesimpulannya, bahwa pengusaha yang terjun dalam dunia
bisnis dengan tujuan karena Allah dan dalam rangka beribadah

kepada-Nya, serta memenuhi kebufuhan maq;arakat muslim akan

dihimpun pada Hari Kiamat bersama orang-orang Shiddiq
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(Shiddiqin) dan orang-orang yang mati syahid (Syuhada). Hal ini

karena Nabi S bersabda,

.4!;j#l l' ;! '&l , iut J;6iair
" Sqnua nahlnk adalah nlgt Allah, dan gng palng

dicintai Atlah adakh orzng t/ang phT bermanfaat terhadap

ralryhgrl' GIR. Ad-Dailami dalam Musnad Al Firdaus dari Abu

Hurairarln). ,

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Khathib Al Baghdadi

dari AMullah bin Mas'ud. Al l$athib Al Baghdadi iuga

merir,rayatkan dari Abu Hurairah rip dengan redaksi,

,?"-/l'J,o. l),|$j r* o$';,ftjt
,ixt ,ttrr,^ * '81 A fst,

..rutrt

eott
dll

" &ang wng erdas adalah onng wng maunduklan

diring dan bennal untuk kehidupan setelah mati- Sdanglan

oftng yang lemah adalah oftng Wng mengilaili havn nafsunya

dan bmngan'an{pn kepda Alkhdengan ragam angan-angan."

Pada saat ini, umat Is]am tidak membuhrtrlran sesuafu Srang

lebih penting dari tndakan mensucikan hasil usahanya setelah

mefugqskan akidahnp, kemudian mengarahkan hasil usaha yang

telah dibersitrkan tersebut unfuk hrjuan Islam yang terbesar dan

tunhrk kemaslahatan umat png te6esar.
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Dalam rangka usaha mendapatkan harta dan
mengembangkannya, minimal usaha yang harus dilakukan adalah,
bekerja dengan pekerjaan yang mubah. Akan tetapi terkadang
pekerjaan tersebut bisa menjadi sunnah dan terkadang bisa
menjadi wajib, juga terkadang bisa menjadi maknrh, sesuai
kebutuhan dan tanggung jawabnya. Akan tetapi kita tidak boleh
lupa tentang hakikat pertamanp, lraifu bahwa harta tersebut
adalah harta Allah & irgu bahwa sekuat apapun tangan seorang

hamba dalam memilikinSn, harta tersebut tetap sekedar titipan
(bukan milik mutlak),

"Dan nalkahkanlah sebagian dari ha*mu tnng Allah telah
menjadilan kanu menguaainyzi' (Qs. Al Hadiid l57l:71

Syariat Islam telah menjelaskan sejak dini tentang cara
mendapatkan harta yang diperbolehkan dan bagaimana cara
mengelola dan membelanjakanrya. Harta yang disyariatkan adalah
hana yang diperoleh dengan cara halal yang ada unsur kerelaan

lrang sempuma dan tidak dikotori oleh kebatilan seperti perbuatan

zhalim atau merampas hak orang lain.

Allah $ berfirman,

rL:$ lJtA YJLU { t;i( <)-5\ q$_

"&4,iv &'i12- 6Ks ir $y#V
" Hai omng-orang tnng buiman, jangankh kamu saling

menalan harb s*arnatnu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
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jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-ilka di antara

kamu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 29)

Allah&irguberfirman,

,y\ fi3\ FfSA7SG $-u*, ilrt;
'b;J:' 5V ;i\ u,$t )t^ U 6, \;LLg +ULi

"Dan jan7anlah sehgian lamu memakan hatb sebagian

tnng tain di anbn lamu dengan ialan Wng bathil dan fianganlah)

kamu memfuum (uruan) hara ifu kepada haldm, supap l<amu

dapt memal<an sebagian daripda hara benda orzng hin itu
dengan ftalan beftwt) doa, padahal lamu mengebhui-" (Qs- Al

Baqamh [a: 188).

Pekerjaan yang dilalarkan harus bebas dari riba, penipnn

dan segala b€ntuk keofangan lainryra. Oleh karena ifu, Allah Si

mengharamkan kezhaliman dalam mencari harta dan

mengembangkannya, sebagaimana Dia iuga mengharamkannya

dalam semua lini kehidupan,

t*a,,J j;fut U?,jL,s:V t"

.frf6)"e:F'&
"Walni tnmb-lnnb'Ku, sannggulng Alat

maghanmla n kezalinnn abs diri'Ku dan Aku mu$ililcan4a
ditnrutlcan di anbn wr1a l<alian, mala ianganlah lglian slks
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berbuat zalim." (Hadits Qudsi Riwayat Muslim dengan redaksi yang
panjang)

Disamping Allah telah menetapkan aturan-afuran dalam
Islam yang harus diperhatikan berkenaan dengan rnencari harta
dan mengembangkannya, Allah iuga menjelaskan hak-hak dan
ka,vajiban-kewajiban berkenaan dengan usaha seorang hamba

5nng beriman. Tujuan dari penetapan hak dan keurajiban ini
adalah agar usaha yang dilakukan memiliki nilai sosial dan agama
yang bisa memberi pengarahan yang benar berkenaan dengan
tujuan manusia diciptakan, yaitu ujian dan ibadah kepada Allah &.

Agar seorang mukmin tidak terjerumus dalam kehancuran
nista akibat tansaksi bisnis lnng mengacu pada peradaban Barat
dengan paharn materialismmgo, maka berdirilah Bank-Bank Islam
yang mengklaim tidak berhansaksi dengan riba dan semua

tansaksi yang dilakukan atas dasar suka sama $ka. Ulama Salaf

memang berpendapat bahwa, kauajiban mempelajari muarnalah
dan hukum-hukum lnng berkaitan dengan penjelasan,

mu'aumdhah, qindh, gadai dan lain sebagainp adalah bersifat
fardhu ain.

Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali
Ath-Thusi mengatakan, "Ketahuilah, bahwa mempelajari ilmu yang

berkaitan dengan muamalah wajib atas setiap muslim,

karena menunfut ilmu itu vrnjib atas setiap muslim. Yang wajib
adalah menuntut ilmu yang diperlukan. Berkaitan dengan
pekerjaan, maka wajib mempelajari ilmu yang be*aitan dengan
pekerjaan (ilmu ekonomi dsb). Apabila ilmu ini telah diktrasai,

maka seseorang bisa menghentikan muamalah Snng menrsak dan
juga menghindarinya. Apabila ada suafu perkara pel'lk lnng
berkaitan dengannya, maka dia akan mencari penyebabnya dan
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berhenti sampai dia menanyakan (kepada ahlinya). Karena bila dia

tidak mengetahui penyebab kerusakan ifu secara global, maka dia

Udak tahu kapan bisa berhenti lalu menanyakan hukumnya. Dia

tidak boleh mengatakan, "Aku tidak akan belaiar dulu, tapi tetap

bersabar sampai teriadi kenyataannlp. Pada saat itulah al(tl baru

belajar." maka ada orang yang mengatakan kepadanya,

"Bagaimana kamu bisa mengetahui fakta yang teriadi bila kamu

tidak mengetahui hal-hal yang menrsak akad secara umum?.'

Se$rngguhnya kenrsakan dalam akad, akan senantiasa teriadi dan

dianggap sesr.rahr yang sah lagi mubah. Oleh karena ihr, uraiib

mempelalari ilmu perdagangan gnhrk membedakan sestrafu yarlg

dibolehkan dengan yang dilarang dan juga sesuafu Snng masih

samar dengan sesuatu yang sudah jelas. Oleh karena ihl,

diriwalptkan dari Umar rlp bahr,rn dia pemah berkeliling pasar dan

memukul sebagian pedagang dengan tongkat seraya berkata,
,.Tidak boleh menjul di pasar l{ami kectlali orang yans palErn

agarna. Karena iika fidak dernikian, maka riba akan dimalGn baik

zuka atau tidak suka."

Bank-bank Islam telah merubah bentuk-benhrk akad dan

transalGi riba, akan tetapi dia belum bisa seperruhngra

membersitrlon seluruh mmmalah. Kaidah umum yang bisa diarnbil

dari snrnber bqtri' naig Al Qgr'an dan Sunnab adalah bahua

hukum asal al(ad dan qBrat ihr mubah boleh) apabila dilal$kan

atas dasar surka sama sr.rka antara dua orang yang melalnrkan

alod, keonli bila ada dalil yutg melarangn9ra.

Sft*ah merupakan bab tersendiri grang dibahas dalam

semua htab fildh dengan belbagai madzhab dan alirannya. syirlqh

adalah akad antara dr.ra orang atau lebih dengan kaentuan harta

pokok (modal) dan karrhmgan dibagi bersama.
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Arti harta kini telah meluas, dimana pengertian harta pokok
mencakup banyak arti yang bermacam-macam. Dengan demikian,
maka dimungkinkan mengsunakan dua rafazh dengan safu arti,
sementara harta pokok digunakan dalam syirkah amwalsaja.

Altematif Yang Diterapkan Oleh Bank-Bank Islam
Sebelumnya kami telah sebutkan beragam jenis syirkah,

diantaranya:

Syirl<ah Anwal (Perursahaan Modal): Adalah syirl<ah yang
harta pokoknya (modalnya) dimiliki bersama oleh dua
pihak yang melakukan akad, dengan ketenfuan mereka
bekerja dengan tubuh (tenaga) mereka. Hukum akad ini
sah menumt kesepakatan seluruh para ahli fikih. Bahkan
dia merupakan asal dalam banyak syirkah. Secara mutrak
yang dimaksud syAl<ah adalah syirt<ah anwal. syAl<ah ni
juga sah dalam dua sifat, yarfu inan dan mufaoyadhah.
Sementara sifat inanadalah asal yang padan5n diterapkan:

Stlirl<ah A mat Yaitu akad 3nng dengannya dua pihak atau
lebih melakukan usaha seperti perdagangan atau
pengobatan (farmasi) atau industri besi, dengan ketenfuan
bahwa, upah Snng diperoleh dibagi bersama di antara
mereka.

Syirkah ini juga dinamakan syAkah aflan, syirteh
shani' dan syhkah @biL Dinamakan demikian karena
pekerjaan dan profesi merupakan harta pokok (modal)
dalam syirl<ah jenis ini. Sebagian fuqaha ada lrang
membolehkan syirkah ini antara orang-ortrng yang profesi
dan keahliannya sarna saja, seperti Malik dE. Akan tetapi

1-
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AsySyafi'i tidak membolehkannya karena ada unsur

penipuan di dalamnya. Ahmad juga membolehkannya

meskipun pekerjaan mereka berbeda-beda. Asy-Syafi'i

berargumen bahwa, hanya harta saja yang bisa diambil

ketrnfungannYa.

3- Syirkah wujuht Adalah syirkah yang dilakukan dua orang

atau lebih dengan ketentuan mereka membeli dengan

nama baik mereka di tengah-tengah masyarakat. Mereka

membeli dengan cara utang (penundaan pembayaran) lalu

keuntrngan yang diperoleh setelah mengelola komoditas

yang dibeli tersebut dibagi bersama di antara mereka'

syirt<ah ini diboletrkan oleh ulama madzhab Hanafi dan

Hanbali, nalnun Malik dan Asy-Syafi'i melarangnya' Malik

mengatakan , " Stir*ah tidak dibolehkan kecuali pada harta

atau pekeriaan," pitu yang berlaku pada syirkah arnwal

dan syirtah a'mal. Sedangkan dalam syirkah ini, tidak ada

harta dan tidak ada pekerjaannya, sehingga dengan

demikian, maka syirl<ah wttiuhhukumnyn Udak sah'

Akan tetapi perdapat 5rang kuat menuntt ulama fikih

kontemporer yang mengklaim sebagai Ahlut Taiih adalah,

bahwa hukumnp dibolehkan. Mereka mengatakan,

"lntinya adalah usaha yang dilakr,rkan manusia. Inilah int

syirl<ahdengan segala ienisnp. Harta tdak lain adalah hasil

dari usaha yang baik. Usaha dengan menggunakan nalna

baik iuga merupakan hasil dari pekeriaan yang baik. Dalam

landasan pokok syariat 3nng membolehkan kerjasama dan

tolong menolong dalam kebaikan tidak ada png membatasi

sebagian trsaha dengan sebagian trsaha lainnSa'"
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Persyaratan Umum Unfuk Sahnya Syirl<ah

Para fuqaha menetapkan persyaratan umum unfuk sahnya
syirkah. Mengingat dia merupakan salah satu akad, maka kaidah
yang berlaku dalam akad ini secara umum tidak keluar dari kaidah-
kaidah utnum yang diterapkan unfuk sahnya akad. Hanya terdapat
beberapa perbedaan yang khr.rsus berlaku unfuk al<ad syirkah ini.
Perlu diketahui bahwa, persyaratan sahnya syirkah se@ra unurn
adalah persyaratan yang bersilat ijtihadgyah, png sebagiannya
disepakati para fuqaha dan sebagian lainnya diperselisihkan oleh
mereka. Pintu ijtihad tetap terbuka bagi kalangan lrang alli iitihad
(pam ulama), bukan kalangan Srang sok tahu atau kalangan yang
masih kekanak-kanakan.

Syarat Sahnya Syirkah Menurut para Fuqaha

syamt Pertama: Harta pokoknSa (modal) merupakan harta
yang tidak ditenfukan dengan penenfuan. yaifu bahwa modalnya
harus berbenfuk mata uang yang beredar, sebagaimana yang
dikatakan oleh lbnul Qayyrm, "Hartia lnng bisa ditaksir dan harga
komoditas dagang."

Para ulama berselisih pendapat tentang sahnya syal<ah
dengan modal selain mata tnng seperti Arudh (harta selain uang).
sebagian ulama Maliki dan Hanbali membolehkannya, namun
Jumhur tidak membolehkannya.

Jumhur berargumen bahwa, dalam syirl<ah dibolehkan
menarik modal bila ingin mengakhirinya dengan memperbaiki
akad atau membatalkannya. sementam dalam komoditas dagang
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tidak ada yang sama dengannya, karena terkadang nilai jenis

komoditas dagang bertambah atau berkgrang ketika terjadi

pemisahan (saat mengakhiri syirlal) -

sementara kalangan yang membolehkan modal dengan

selain mata uang, mereka berargumen bahwa tujuan syirkah

adalah mengelola harta lalu keuntungannya dibagi bersama,

dimana hal ini bisa dilakukan pada komoditas dagang sebagaimana

yang bisa terjadi pada harga. Apabila hendak mengakhiri syirlah,

maka modalnya bisa ditarik dengan patokan nilai modal tersebut

saat akad karena mengqiyaskannya dengan zakat, sebab nishab

zalatdalam komoditas dagang adalah nilainya, sehingga bila nilai

nishabsaat zakat yang masih bersifat dugaan saja bisa sah, maka

begitu pula dalam sYirkah.

Berdasarkan pendapat yang sesuai dengan syariat lslam

dan berdasarkan pendapat ulama yang membolehkan syirlah

dengan modal Arudh dengan penaksiran saat akad, maka Bank-

Bank lslam terjun dalam program syirkah yang nmabahnya

memiliki sebagian Arudh.

Sgnrat Kedtra: Setiap anggota syirkah merupakan orang

yang bisa merrakilkan dan bisa menjadi wakil. Dalam artian

bahwa, dia bisa bertindak atas nama dirinya dan meniadi uEkil

sekaligus (dalam sahr wakhr). Dia disebut orang yang bertindak

atas nama sendiri karena bekeria mengelola hartanya dan sekaliggs

menjadi wakil karena tidak han5n mengelola hartanya sendiri,

melainkan harta yang bercampur dengan harta orang lain. Jadi,

dia dianggap pula wakil mereka (anggota syirkah lainnya). syarat

ini menghalrskan agar orang lBng menjadi anggota syhkah sudah

baligh dan berakal sehat. Karena bila dia sudah baligh dan berakal
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sehat, dia bisa mengurus kepentingannya, melindungi dirinya dan
memperhatikan kemaslahatan anggota lain.

syarat Ketiga: Nilai keuntungannya harus diketahui (dengan
jelas), karena bila tidak diketahui akan merusak syirkah. Hal ini
karena keunfungan merupakan sesuatu yang diakadkan, sehingga
bila dia tidak diketahui, maka akan menyebabkan rusaknya akad
mu avndhah maliynh Kontak Komutatifl.

Syarat Keempat: Keunfungannya merupakan bagian yang
umum secara global. Apabila salah safu anggotanya menenfukan
10 (dirham) atau sejenisnya atau menjadikan bagiannya sebagai
sesuatu yang tertentu, maka syirkah-nya batal, karena akad ifu
menunfut adanya aplikasi syirkah daram kannfungan, sementara
penenfuan itu akan menghentikan syirlah karena ada
kemungkinan keuntungan atau upah sarah seorang anggota tidak
didapatkan kecuali dalam kadar tertenfu sehingga keuntungannya
tidak bisa didapatkan (dengan jelas).

syarat Kelima: Kerugian harus ditanggung sesuai nilai
bagian masing-masing anggota dalam harta pokokn3n.

Syarat Keenam: setiap anggota hanrs amanah dalam
semua hal yang berhubungan khusus dengan usaha sy*t<ah darr
modalnya. Dia tidak boleh menanggung kenrsakan kecuali bila dia
teledor atau tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Apabila dia
tidak melakukan keteledoran dan tidak melampaui batas, maka
setiap kerugian yang dialami dalam ,saha syirtrah harus
ditanggung bersama.

syarat Ketujuh: Akad syirl<ah adalah akad yang tidak lazim
dalam hak salah satu dari dua pihak, sehingga setiap anggota
boleh membatalkan akad (konh.k) kapan saja dia mau, dengan
syarat harus dihadiri oleh pihak lainnya. Apabila saat pembatalan
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tidak dihadiri pihak lain, maka pembatalannya itu tidak

berpengaruh apa-apa kecuali pada saat diketahui pembatalan

tersebut. Kebolehan membatalkan disini dengan syarat tidak

menimbulkan bahaya atau kerugian. Apabila dapat menimbulkan

bahaya atau kerugian, maka dilarang membatalkannya sampai

sesuafu yang membahaYakan hilang.

sebagian ulama madzhab Maliki mengatakan, "itu adalah

akad yang lazim."

hnu Rusyd, salah seorang ulama bermadzhab Maliki

berpendapat, bahwa dia merupakan akad yang tdak lazim.

Pendapatr5a ini sama dengan pendapat Jumhur'

Uma qBrat yang telah disebutkan di atas, semuanln

berdasarkan prinsip ajaran agama yang berhrjuan menufup

peluang terjadinya penipuan dan kezaliman di antara orang-orang

yang melals.rkan syirkah, agar mereka bisa bermuamalah di antara

sesatna mereka dengan prinsip keielasan, sehingga bisa

menghilangkan perselisihan dan dengan prinsip keadilan sehingga

meniadakan keorrangan dan penipuan'

Aplikasi

Prosedgr yang hanrs dilalnrkan adalah agar investor

menau6rkan gsahanya dengan mengusulkan benhrk 5nng bisa

diterapkan bersama Bank. Kemudian Bank melalui tenaga ahlinya

mempelajari usaha tersebut dari bertagai sisinln. Minimal yang

hams dilakulon Bank adalah:

Pertama: Mempelajari data pribadi investor dan nalna

baiknya, khususnya pengalamannya dalam bidang usaha yang
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ditawarkannya apakah dia kapabel atau tidak?, hal ini sebagai
jaminan agar dia menjadi partrrer yang bisa dipercaya, tidak
berbuat zhalim dan tidak berbuat curang.

Kedua: Manfaat ekonomis dari usaha tersebut, yaifu adanya
keuntungan yang bersifat langsung.

Ketiga: Manfaat sosial dari usaha tersebut dalam kehidupan
masyarakat secara utnum.

Apabila program atau usaha tersebut telah dipelajari dan
sukses, maka penelitinya harus menyefujui benfuk yang diusulkan
tersebut atau mengusulkan benfuk lain dengan menjelaskan
penyebabnya.

Tidak perlu diterapkan persamaan yang tetap unfuk
syal<ah. Prosentase modal yang diberikan Bank berbeda dengan
prosentase modal png diberikan investor sesuai kesepakatan.
Bank bisa mempertimbangkan kemampuan materil investor. Dia
bisa meminta kepada investor yang mampu agar memberikan
modal dalam jumlah besar di atas modal investor yang kurang
marnpu, sesuai kondisi masing-masing dari mereka. BiasanSa Bank
memberikan 60 persen komponen asing disamping memberikan
seluruh dana dengan mata uang lokal -seperti png berlaku pada
Bank Ekspor Impor-.

Telah berlaku sejak lama bahwa setiap anggota syirkah
bekerja dengan sama rata di kantor atau menjalanlon bisnis yang
telah mereka sepakati bersama.

Oleh karend fu, pendapat fikih secara umum menyatakan
bahwa keuntungan hartrs dibagi sesuai modal masing-masing
anggota syhkah dan sesuai kesamaan pekerjaan mereka.
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Ada beberapa fuqahayang membolehkan annggota syirkah
bekerja lebih banyak dari anggota lain karena kemahirannya yang
lebih, agar mensyaratkan keuntungan yang lebih besar dari
prosentase bagiannya dalam modal.

Berdasarkan pendapat pertama -yaitu tentang pekerjaan
yang harus dibagi di antara sesatna anggota-, ulama madzhab
Maliki dan madzhab fuySyafi'i berpendapat bahwa cabang
pekerjaan harus dibagi di antara mereka sesuai prosentase saham
masing-masing dalam modalnya. Sementara menurut ulama
madzhab Hanaft dan Hanbali, keuntungan berhak diperoleh baik
dengan harta atau pekerjaan (usaha) atau dengan keduanya
sekaligus. Apabila salah seorang anggota bekerja lebih banyak dari
anggota lain atau lebih berpengalaman dari anggota lainnya, rnaka
dia boleh mensyaratkan keuntungan yang lebih dari prosentase
keunfungan dalam modalnya.

Dalam kerjasama yang dilakukan Bank dengan nasabahnya,
biasanya nasabah memberikan pekerjaan yang lebih besar, seperti
dalam tata usaha dan pemasamn komoditas. Berdasarkan hal ini,
Bank bisa membanfu nasabah unfuk mengums usaha tersebut dan
Bank berstatus sebagai pengawas. Kemudian dalam konhak
kerjasama ini harus ditenfukan bagian keunfungan untuk tata
usahanya. Prosentase yang diambil oleh tata r-rsaha bisa naik dan
bisa kurang terganfung besamya tata usaha tersebut dan masa
kerjanya sampai selesai. Prosentase ini ditetapkan antara 15
sampai 45 persen, sedangkan sisanya dibagi antara Bank dengan
partrer sesuai bagian modal masingmasing.

Biasanlra ada prosentase perkiraan unfuk penyelesaian
kerjasama. Apabila partner tidak mampu mengurus usaha tersebut
dan gagal dalam menyelesaikannp pada wakfu yang dbepakati
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tanpa adanya alasan yang bisa diterima, maka Bank bisa
mengambil alih pengelolaan r-rsaha tersebut untuk menyelesaikan
pembagian prosentase ketrnfungannya.

Demikianlah prinsip dalam syirkah. Ia harus tetap
dilanjutkan sampai selesai. Akan tetapi al<ad syirkahbukanlah akad
yang lazim, sebagaimana yang telah kami jelaskan. para
anggotanya boleh menyelesaikannya sebelurn wakfu yang
ditentukan. oleh karena ifu, banyak nasabah yang meminta unfuk
membeli bagian Bank dalam syirl<ah. Biasanya ini sering terjadi
dalam penrsahaan Ekspor Impor, dimana dalam konbaknya
terfulis, "Apabila Bank ingin menjual bagiannya, maka dia hanrs
memberikan pokoknya kepada sang partrer." Terkadang hak
tersebut bagi partner lebih mirip dengan hak sjuf'ah. sedangkan
penulisan tersebut dalam akad bukanlah termasuk syarat,
sebagaimana telah kami jelaskan bahwa, akadnln tidak lazim,
sehingga para anggota bisa merubah sgrarat-slraratrya selama tidak
menimbulkan bahaya atau kerugian.

stnrlrah Yang Berakhir dengan Kepemilikan salah satu
Dari Dua Parfuier

Syirkah yang berakhir dengan kepemilikan bagi salah satu
dari dua partrer atau disebut pula mus5nnl<ah mutanqishah, dra
merupakan benfuk muamalah lnng baru dalam sebagian
bentukn5ra. Ensiklopedi Ilmiah dan Valuta Bank-Bank Islam
mendefinisikannya sebagai berikut, "Kerjasama dimana Bank
memberikan hak kepada partner untuk menyelesaikan
kepemilikannya, baik sekaligus atau secara bertahap sesuai q,rarat-
syarat png disepakati berikut aplikasinya, dengan ketentuan harus
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dilakukan persiapan yang teratur untuk menjauhkan bagian

penghasilan, seperti cicilan unhrk menutup nilai bagiannya'"

Dalam Seminar Bank Islam Pertama yang diselenggarakan

di Dubai tahun 1399 H (7979 IvI), para peserta seminar

berpendapat bahwa syirkah yang berakhir dengan kepemilikan

bagi salah satu dari dua partrer hanrs diaplikasikan dengan salah

satu dari benhrk-benfuk tertentu. Bentuk-bentuk ini aku kutip dari

makalah Prof. shiddiq Muhammad Al Amin dalam Majalah l/
Bunuk Islam$yahyang diberi komentar olehnya, yaitu:

Benfuk Pertama: Bank sepakat dengan nasabahnya untuk

menentukan bagian masing-masing keduanya dalam modal yang

diperserikatkan dan syarat-syaratrya. Para peserta seminar

berpendapat bahwa, Bank boleh menjual bagiannya kepada

nasabah setelah kerjasama selesai dengan melakukan kontak

independen yang di dalamnya tertulis bahwa Bank boleh meniual

bagiannya kepada nasabah yang merupakan parkremya atau

orang lain. Begihr pula bagi nmabah terhadap Bank; dia bebas

menjual bagiannya kepada Bank yang merupakan parkrem5a atau

pihak lain. Menunrt bentuk ini dibolehkan dan tidak ada yrang

sybhatdi dalamnya.

Benfuk Kedua: Bank sepakat dengan nasabahnya unfuk

bekerjasama dalam pendanaan se63ftt penuh atau sebagian untgk

usaha yang memiliki penghasilan potensial. Hal ini didasarkan

pada kesepakatan Bank dengan partrer lain, bahwa Bank akan

mendapatkan bagian dari pernas.rkan dalam prosentase tertenfu

yang bersifat real, dan dia tetap memiliki hak unhrk menjaga

bagran yang tersisa dari penghasilan sesuai kesepakatan agar
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Benfuk Ketiga: Bank dan partner dalam syirl<ah
menentukan bagiannya daram benfuk saham yang merupakan
jumlah total, dinilai dari sesuatu yang diakadt * ir"p]"rti harta tak
bergerak), dimana masing-masing partner akan mendapatkan
bagian dari penghasiran harta tersebut. Kemudian bagi parfurer
dibolehkan memiliki jumlah tertentu dari saham yang dimiliki Bank
setiap tahun dan otomatis saham yang dimiriki Bank akan
berkurang. Demikian seterusnya sampai seruruh saham Bank
dimiliki oleh partner tersebut sehingga harta tersebut menjadi milik
pribadinya. Benfuk ini mirip dengan benfuk pertama karena
pengertiannya mirip, yaifu salah safu dari dua partner menjual
bagiannya dalam syirr<ah kepada parkrer lainnya. Hanya saja jual
beli dalam benfuk ini dirakukan secara bertahap, ,.*"r,ru- daram
benfuk pertama dilakukan se"u,=r kontan. Keduanya sama-sama
dibolehkan selama juar beriqn dirarol*n setelah akad yang
independen.

bagian tersebut dikhususkan unfuk menutup modar yang terah
diberikan.

Syi rl<ah Imtiyz (Monopoli)

Syariat Islam menetapkan agar penguasa menghuktrm
orang-orang yang melakukan monopoli (atau penimb,nan
komoditas), yaitu dengan memaksanya menjuar komoditas yang
dimonopoli tersebut dengan harta pasaran di tempat terdekat atau
dengan menghukum b'zir perakunya sampai mereka mau
menjualnya.
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Para fuqaha berselisih pendapat tentang jenis-jenis

komoditas yang apabila dimonopoli pelakunya berdosa. Di antara

mereka ada yang membatasi monopoli yang diharamkan -yang

pemerintah boleh campur tangan di dalamnya- pada jenis-ienis

makanan yang dikonsurnsi pada masa kenabian, berdasarkan

hadits, 
"o:tk '$;;J2 6jTr U,t+t " orang 5nng mendatanskan

mal<anan akan diberi rezeki, orzng yang melakulan

monopoli (menimbun komdias seperti sembako dsb) akan

dilaknat." Akan tetapi Abu Yusuf membahas lebih detail bahwa

yang menjadi sasaran hadits di atas adalah, ketika para fuqahalan

membatasi monopoli har,ln pada makanan pokok. Tradisi

memang bisa berubah. Banyak komoditas selain makanan pokok

yang menjadi kebufuhan mereka, bahkan menjadi sesuahr yang

sangat penting bagi mereka. Oleh karena ihr, Syaikh Abu Ytrsuf

mengatakan, "segala sesuahr png bila ditimbun akan merugikan

manusia, maka dia termasuk penimbunan komoditas (monopoli),

meshpun dia berbenfuk emas dan perak. Barangsiapa melakukan

menopoli, maka dia telah salah dalam menggunakan haknya atas

sesuafu yang dimilikinya. Karena segala sesuaht lEng merugikan

bila ditimbun, seperti pakaian, dia juga merugikan masyarakat.

Jadi monopoli tidak hanln terbatas pada makanan. Disamping ifu

hrjuan pelamngan monopoli adalah, melarang manusia melakukan

tindalon yang membahayakan orcrng lain. Sebagaimana

mas5rarakat akan dirugikan bila makanan pokok ditimbun, maka

mereka juga akan dirugikan bila pakaian atau lainnya ditimbun.

Kebutr-rhan maqprakat memang berteda-beda, dan monopoli bisa

menyusatrkan mereka."

Bahaya monopoli terhadap ekonomi dunia tidak perlu

dijelaskan lagi 0<arena sudah sangat jelas bahayan5ra). Berapa

banyak perusahaan atau lembaga atau pemerintahan yang
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memonopoli sarana-sarana transportasi sehingga perusahaan lain
udak bisa membuaturya. Hal ini berdampak buruk terhadap
masyarakat karena bisa menyebabkan tindakan menyakitkan,
pelayanan yang buruk, keterrambatan, harga naik dan tempat
duduk kotor. Berapa banyak perusahaan atau lembaga ynng
memonopoli induski tertenfu yang pada zaman sekarang telah
menjadi sesuatu yang sangat vital bagi masyarakat. Har ini
menyebabkan tindakan curang dan naiknya harga sehingga
pemsahaan tersebut mendapat unfung sangat besar, seakan-akan
fujuan utamanya adalah keuntungan. Bahkan perusahaan
monopoli sengaja menurunkan upah pekerja unfuk menghemat
pengeluaran, sehingga para pekerja bekerja kurang teliti png
menyebabkan hasil produksi cacat atau tidak semprrna seperti
korma busuk. Setiap orang yang mendatangkan kebaikan bagi
sesama manusia akan mendapat rezeki, dan setiap orang yang
melakukan monopoli tanpa mengindahkan nilai-nilai agama dan
nurani akan mendapat laknat. Dengan standar urnurn ini, kita bisa
menerapkannya pada semua praktek monopoli.
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Cabang: Pelengkap Pembahasan Syirkah'

Mengenai pembahasan walGf dividen dan saham syirl<aful

amwalyang diinvestasikan dengan cara yang diperbolehkan oleh

s5nri'at. Kami telah membahas ragam ienrs syirl<ah, pih.r terkait

dengan apa yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Kami

sudah jelaskan bahwa para ahli fikih madzhab Hanafi

memperboletrkan syirlah a'mal dan syirlcah wtiuh, dimana

menurut pendapat kami, bahwa kedua syirlah tersebut dari

asalnya memang sudah tidak dipefuolehkan'

Sementara syirlah amwal, ada dua pendapat ulama tentang

hal ifu. Pendapat pertama menyebutkan bahwa di antara yang

diperbolehkan dan syirkah amwal adalah ryirkah nan, bukan

syirkah mufaundhah. Ini merupakan pendapat png paling shahih.

Pendapat kedua menyebutkan bahwa, selain itu juga yang

diperbolehkan dan sytrkah amuat adalah syakah mufawadhah.

Sedangkan menurut ma&hab Hanafi, syirl<ah itu ada dua ienis.

salah sahr di antaranln adalah syit*ah nik. qidah milk adalah

kepemilikan dua orang atau lebih terhadap safu barang dan trtang

baik melalui warisan, pembelian, hibah, shadaqah, wasiat, atau

yang lainnya. Dari pembahasan sebelumnya, dapat kita pahami

bahwa, swhh ini dalam pandangan madzhab Hanafi termasrk

syirleh asyt<hash menunrt ma}na penrrdang-undangan yang nanti

akan kami jelaskan.

Pendapat madzhab Hanafi sangat jelas, bahwa orang-orarE

lEng berkongsi memiliki bagan masingmasing dari harta

perkongsian, baik itu benrpa harta tidak bergerak ataupun harta

bergerak. Mereka tidak menganggap bahun syirkah itu dimiliki
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oleh perorangan, yang dapat memiliki harta syirkah ifu sendiri.
sebagaimana yang dikatakan oleh para ahri perundang-undangan.

Para ahli perundang-undangan sipil dan perdagangan,
menyebut syakah ifu dengan istrah khusus, yaifu syirkah qud.
sementara istilah yang digunakan oleh para ulama madzhab
Hanafi adalah syirl<ah milk, *,ra ahli perundangan-undangan sipil
dan perdagangan menyebutrgra dengan istilah syirr<ah Ak Ary
s5n4ru' (kepemilikan secara urnurn, bersama), mereka mengatakan
bahwa, syirkah adalah sebuah akad yang menghanrskan adanya
dua orang atau lebih l,ng masing-masing dari mereka
memberikan saham dalam proyek bisnis dengan cara memberikan
sebagian dari hartanya ataupun pekerjaan, dimana kelak apabila
proyek ifu berjalan, masing-masing dari mereka al'n
mendapatkan ataupun kerugian dari bisnis tersebut.
Tujmn dari akad stlid{ah ifu seharusnla menjadi investasi modal
dengan maksud melakukan,saha. Maka dengan hal ifulah, syirleh
menjadi bersifat khr.rs,s dari usaha jan$a;ah (organisasi
kemasyarakatan, perkumpulan sosial) atau al milru ala as5rcy4aru,
(kepemilikan se@ra urnutn milik bersama).

Apa yang diberikan oreh orang yang berkongsi seharusnlra
mengadakan modal 3nng bernilai harta. sedangkan pengaruh seni
(pendidikan dan budu!,a) dan potitik udak dianggap sebagai
konhibusi (saham, bagian) perkongsian dan fidak bisa diterima dari
orang Sang ingin berserikat (berkongsi). sementara pekerlaan, baik
berupa materil, keahlian atauprn ide pikiran selama merniliki nilai
harta, maka bisa dgadikan bagian (saham) perkongsian (keria sama
dalam bisnis). Kumpulan dari apa }'ng dikeh.Ert.n (diberikan) oleh
orang-orang lnng berserikat (berkongsi) menjadi modal
perusahaan dan tidak (boleh) dimiliki oleh salah seorang dari
mereka atau siapapun, baik keseluruhan atau sebagiannln, juga
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bukan milik semua orang yang berkongsi (bersama) secara mutlak'

Akan tetapi, itu merupakan milik syirlah (perusahaan) yang

notabene sebagai pribadi independen dan berdiri sendiri' Harta

yang diberikan oleh orang yang berserikat (berkongsi) keluar dari

kepemilikannya dan menjadi milik perusahaan. Setelah itu dia

tidak memilfi hak apapr.rn kecuali hanya sebatas mendapatkan

hak bagian lEng ditentukan berupa profit atau bagan dari

modalnya ketika perusahaan membagikannya. Berdasarkan hal itu,

maka harta yang bergerak dianggap menjadi bagian (saham)nya di

dalam perusahaan ihr, meskipun saham yang diberikan berupa

harta yang tidak bergerak.

Para praktisi perundang-undangan atau hukum membagi

syirkah menjadi syirkah tiiari (perserikatan dagang) dan syAl<ah

madani (perserikatan sipil atau maqprakat). Batasan 5nng ielas

diantara keduanya adalah, jenis gsaha yang membenhrk hrjuan

pendirian sytrkah (perserikatan) tersebut. Apabila perundang

undangan menganggapnya sebagai perserikatan (perusahaaan

perdagangan), maka perserikatan itu menjadi syirl<ah tiiaiwh

(perserikatan atau perusahaan dagang). Apabila undang-undang

atau hukum tidak menganggap demikian, maka perserikatan ifu

menjadi syrrl<ah madani (perserikatan sipil atau sosial)- Di antara

contoh syirl<ah madani ihr adalah, perserikatan yang bergerak

pada bidang perindustian, seperti mengeksplorasi barang

tarnbang, pertanian dan pengelolaannya. Juga, penrsahaan-

penrsahaan yang bergerak dalam iual-beli harta tidak bergerak

(properti).

Mereka juga membagr syirkah ihr meniadi syirkah asy'l<hash

dan syirl<ah amv,nl. syirkaful asykhash dinamakan juga sebagai

srykah hishash. Sedangkan yang menjadi penekanan dalam

syirl<ah hishash adalah pribadi orang-orang yang berserikat dan

Al Majnru'goahet *nnaaz*ab ll gg



adanya kepercayaan di antara safu sama lainnya. Karenanya,
syaleh ini menjadi batal disaat ada kesalahan pada salah satu dari
mereka. Dan syirl<ah ini berakhir disaat ada salah safunya yang
meninggal ataupun bangkrut. Atau juga keluar dari syirkahdengan
alasan karena sudah tidak adan5n kepercayaan.

Bagian harta yang diberikan orang yang berserikat unfuk
modal itu dinamakan Hishshah. Kelebihan dan syirl<ah hishash ni
adalah tidak adanya persyaratan hanrs sama dalam mengeltrarkan
modal dan juga modalnya tidak boleh dibatalkan (h-sur). Diantara
kelebihan syirkah asyl<hash adalah, bahwa tanggung jawab dalam
syal<ah ini tidak terbatas pada besaran saham dalam modal saja.

Namun, adakalanya orang-orang yang berserikat satna-satna
bertanggung jawab terhadap utang-utang perusahaan meskipun
mesti mengeluarkan harta masing-masing. Hal ini sebagaimana
yang berlaku dalam syirleh tadhamun Sehingga dalam hal ini, ada
dua kelompok; kelompok yang bertanggung jawab atas jaminan,
dan kelompok lain yang memiliki tanggung jawab yang terbatas,
sebagaimana dalam syirkah taushigh bil hashash. Terkadang
hanya safu orang saja yang memiliki tanggung jawab yang tidak
terbatas, karena dia bermu'amalah (memiliki usaha) atas namangra

dan sebagai pribadinln. Sementara orang-orang 5nng berserikat
lainnya tidak memiliki tanggung jaurab atas orang lain.
Sebagaimana keadaannya dalam Syirl<ah Al Muhashah.

Syirkah amoral tidak dibangun atas kepercalnan antara
orang-orang yang berkongsi, tetapi dengan cara mengumpulkan
modal dengan membaginya menjadi saham*aham lang
disodorkan di pasar modal agar dapat mempermudah masyarakat
memperoleh saham dengan cara mendaftarkan namanya unfuk
mendapatkan saham-saham tersebut. Setiap orcmg yang
mendaftarkan namanya meskipun ada dalam sahr saham, maka
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dia menjadi orang yang berserikat atau anggota dalam syirl<ah

tersebut.

Yang meniadi dasar dari syirkah ini adalah, bahwa

tanggung jawab orang-orang lpng berserikat itu terbatas, sesuai

dengan nilai saham yang dia daftarkan pada perusahaan saham.

Sedangkan dalam syirkah taushilnh bil ashatn, orang-orang

yang berserikat di dalamn5a terbagi meniadi dua kelompok:

Kelompok yang memiliki tanggung iawab terbatas, sebagaimana

halr,r di dalam sytrkah mushamahdan kelompok yang memiliki

tanggung jawab tidak terbatas. Diantara kelebihan syirkah amwal

adalah, bahwa perusahaan tdak terpengaruh dengan

meninggalnya atau bangkrutrp omng png berkongsi. Bagian

orang yang berserikat di dalam modal disebut saham bukan

hishah, sekalipun itu dalam st/Akah bushigh bil asham. Saham

merupakan bagian yang satna dari modal perusahaan lEng

diserahkan oleh orang yang menyimpan saham (investor) sebagai

kompensasi dari partisipasinya dalam perusahaan, VmS dia

baprkan kesehrnrhannlp atau sebagiannSn kepada pemilik

yayasan dengan perianjian adalah unhrk membayar sisa saham

tersebut ketika selesai dibangtrnnya perusahaan berdasarkan pada

(sesuai) dengan funfutan (kebutuhan) penrsahaan tersebut. Atau

(sesuai) dengan unktu yang ditenfukan oleh penrndang-undangan.

Di saat investor mernbayar penuh selunrh nilai saham, maka

pemilik yayasan wajib memberikarurya sertifikat lunas atau bukti

pembayaran (akta, nota)3Bng menetapkan kepemilikan saham dan

atas pembayaran yang dibalprkan secara penuh. Sementara nota

saham boleh mengatasnamakan pemegang saham dan boleh juga

mengatasnamakan nota nama pribadi (atau atas nama pemilik

sahanr). Nota saham merupakan bukti kepemilikan orang lEng

menyimpan saham. Akan tetapi badisi perdagangan atau faktor-
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faktor ekonomi, menetapkan bahwa hak boleh dimasukkan
(digabungkan, disatukan) di dalam selembar kertas (surat) yang
ditetapkan baginya, di mana selembar kertas ifu dapat menjadi
barang dagangan (komoditas) yang bisa diperjual belikan
sebagaimana komoditas lainnya. Terkadang kertas itu diberi harga
tersendiri dari nilai hak yang ditetapkan, adakalanya bertambah
atau berkurang (bersifat fluktuati0 mengikuti kesuksesan dan
kegagalan perusahaan, atau karena dipengaruhi oleh faktor-faktor
politis atau ekonomi atau yang lainnya.

Saham yang ada dibedakan dengan (persamaan) nilai dan
tanggung jawab yang terbatas, dimana kebolehan membatarkan
saham tanpa perlu adanln persefujuan dari pemegang saham
lainnya, atau menerima perputaran (bisa digunakan, dipindahkan,
diedarkan) sebagaimana surat (dokumen) perdagangan, atau
dipindahkan dengan cara-cara yang bersifat madangrah (pendata,
sipil). Keseluruhan dari semua hal yang membedakan itu
merupakan pembeda antara saham dan juga hishah menurut
sebagian dari para penulis dalam masalah tersebut.

DR. Az-Zaini & dalam bukunya yang berjudul " Llshul
Qanm At-Tijari' telah mengemukakan pendapatrya yang menurut
beliau (anggap) sebagai pendapat Snng benar. Di antara lnng
pantas untuk ditunjukkan kepadanya adalah pendapat Dr, Dzihni
lrang mengatakan bahwa katd "Hishah ifu adalah istilah atau
sebutan unh.rk bagian (hak) orans yang berserikat di dalam bentuk
atau jenis syirkah apapun. Di dalam syirkah amual, kata " Hishalf'
ini disebut dengan nama "&lram". Sedangkan di dalam stirt<ah
asylrhash dinamakan "Nashi6'. DR. Az Zaini menyebut bagian
orang yang ikut serta di dalam syirleh asykhash dengan nama
"hishalf', dan di dalam syirkah amual disebut dengan natna
"Nashib." Sedangkan DR. Dzihni menyebut bagian orang !/ang
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ikut serta di dalam syirkah asykhash dengan narrla "Hishali' darr

dalam syirkah amwal disebutdengan " Saham'"

Itu semua merupakan terminology yang dikemukakan oleh

para pakar Hukum Islam dan pakar undang-undang dalam

masalah ini. Dengan membandingkan kedua pendapat dalam hal

itu, maka tampak sangat jelas perbedaannya dan tidak perlu

dgelaskan lebih paniang lagi.

sementara yang dimaksud dengan syirkah amwal yang

akan dibahas di sini adalah, sirkah amwal yang disebutkan oleh

para pakar hukum Islam, yaih.r sebagai salah satu dari macam-

macam syirl<ah uqud. Syirkah amunl tidak mencakup apa yang

disebut oleh para pakar hukum Islam dengan nalna Syirkah milk1

Sebab, apabila mencakup hal itu akan berkonsekuensi pada

bolehnya orang ynng ikut serta di dalamnya mewakafkan bagian

yang berkembang di dalam harta yang tidak bergerak milik orang

yang malakafkan dan dia menganggap kebolehannya itu apabila

semua harta yang udak bergemk itu milik oftmg lnng

mer,rnkafkan, meskipun penyebab yang melatartelakangi larangan

ihr ada pada mming-masing dari keduanya. Bahkan di dalam

kondisi yang pertama hal itu tampak lebih jelas'

Dipastikan (ditetapkan) bahwa dua kata; hishah dan saham

disunakan di dalamnya. Padahal dua kata tersebut merupakan

kata-kata gndang-qndang yang tidak boleh dipergunakan di dalam

istilah syariat (hukum Islam), kecuali di dalam syirkah yang dalam

istilah pakar hukum Islam disebut dengan nalna syirkah aqd -
seperti dalam madzhab Hanafi- bahwa hal ihl merupakan sesuatu

yang bisa diinvestasikan.

syirkah milk dl dalam istlah hulcrn Islam bukanlah syirlcah

yang berorientasi pada kannhrngan dan upaya menghasilkan

sesuatu. Ini merupakan batasan yang sangat jelas di antara
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keduanya, yaifu di antara syakah amortal dan syirkah aqd. Ini
menurut tradisi (istilah) para pakar hukum Islam. Dengan
demikian, tampak jelas bahwa wakaf bagian orang yang ikut serta
di dalam syirkah milki yang bersifat hukum, tidak bisa diterapkan
padanya hukum yang dijelaskan pada paragraf ini, akan tetapi
dapat diterapkan padanya hukum paragraf sebelumnya.

syirkah amwal juga tidak mencakup syirl<ah lainnya seperti
syirkah mudhanbah, muzeta'ah dan syirl<ah musaaqah. Sebab,
masing-masing dari syirkah tersebut secara istilah tidak disebut
dengan nama syirkah. Karena pada dasam5ra salah safu dari dua
orang yang melaksanakan akad tidak memfih syirlah. stn-kah di
dalam buah yang dihasilkan dari sumber asli tidak dimaksudkan
denganngra ketrnfungan atau penghasilan. Bagian orang lang
berserikat di dalam unkafnSn juga mengikuti hukum dalam
paragrap kedua. sebab syirkah di dalamnya adalah, syirkah nilk
bukan stirkah ad. syirkah arnwal di sini mencakup syirt<ah srpil
(sosial) dan perdagangan, baik berupa syirkah asyl<has maupun
syirl<ah amwnl. Dimana udak dimalrsudkan darinya beragam
sJirleh amonl menurut isfilah hukum positif. cukup dengan
keterangan bahwa, hal itu telah terkumpul dalam paragraf di
antam dua kata hishashpng digunakan sebagai undang-undang di
dalam syakah asykhasysaja dan kata saham yang digunakan iuga
sebagai undang-undang di dalam syirl<ah amualsaja. saham tidak
menjadi sebutan unfuk basian orang yang berserikat di dalam
syirlah asykhash, dimana hishash juga tidak menjadi sebutan
untuk bagan orang yang berserikat di dalam stnrkah amwaL

Unfuk menetapkan hukumn5n, aku memperhatikan cara
para pakar hukum Islam yang menganggap bahua orang lang
berserikat adalah orang yang memiliki bagian dari modal

dan semua harta perusahaan baik yang bergemk
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maupun yang tidak bergerak. Tidak memperhatikan makna hukum

positif yang menganggap perusahaan sebagai safu hal yang berdiri

sendiri dan mempunyai ketetapan hukum sebagai pihak yang

memilikinya. Orang yang berserikat tidak memiliki keanali harta

perusahaan yang tidak bergerak.

Undang-undang wakaf Mesir No. 48 tahtrn 1946

mensyaratkan tentang kebolehan mer,rnkafkannya yaitu hendaknya

hal itu merupakan hishash dan saham di perusahaan yang dengan

modalnya berupaya menghasilkan sesuatu dengan cara yang

diperbolehkan dan dibenarkan oleh syariat. seperti perusahaan

dagang, industri, dan pertanian. Karena tujuan dasar dari pendirian

dan pembenhrkannya adalah menginvestasikan modal dengan cara

yang diperbolehkan dan dibenarkan oleh syariat Islam. Namun

demikian, terkadang ada saat-saat yang mendesak untuk

melakukan pinjaman dana dan mengeluarkan tanda bukti atau

nota pinjaman tersebut. Akan tetapi -sekalipun hal itu tidak

diperbolehkan dan di benarkan oleh qnriat- itu adalah suatu

pekerjaan (aktifitas) gang bukan menjadi tujuan dasar dat'l syirl<ah

(perusahaan) tersebut.

Apabila perusahaan menginvestasikan modalnya dengan

investasi yang tdak diperboletrkan secara syar'i, maka Udak

dibenarkan meruakafkan sahamnya, seperti bank-bank. Sebab,

bank-bank itu berdiri unfuk fujuan menginvestasikan hartanya

dengan cara dipinjamkan, dimana praktik pinjarn meminjamnya

sarna dengan riba yang diharamkan oleh qBriat. Juga satna seperti

penrsahaan-penrsahaan astrarsi yang menginvestasikan harta n5n

dengan cara tanrhan yang merupakan benhrk spekulasi png

diharamkan oleh syariat. Wallahu a'latn-
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Pembahasan Wakalah

Aslr-Syirazi & berkata: Penjelasan: Al Wakalah
merupakan asal kata yang diambil dari "wakalalmkiru atnrd'
(mendelegasikan atau mewakilkan atau memberikan kuasa unfuk
menyelesaikan suafu urusan), berdasarkan atas ketidakmampuan
atau karena ingin istirahat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah
hadits,

.\.kf JtS,s, f*r'
" Ya Allah janganlah engl<au senhl<an uusan kami kepda

diri kami;'

Dalam sabdanya yang lain disebutkan,

#,li;ib',-b;.;;G ;;# \ 6l:t

,/61 ey'$ rj W t)i.i7'#l jy
et: r\ L;'rfJ,,AL \:;Ji",a

" Ya Allah, janganlah engl<au serahkan (urusan) mqeka
kepadaku sehingga aku lemah (frdak kuat) merranggung (urusn)
merel<a, dan janganhh hgl<au serahkan (uruan) diri mqeka
kepada mereka, sehingga mereka tidak mampu menanggng
(urusan) dii merel<a. Dan janganlah hgtau semhkan ftruan)
merel<a kepda orangorang, sehingga mereka mementinglan diri
merel<a, kpi hanya hgl<aulah seoftng tnng memberi rqeki
merela. " (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Al Hakim, dari AMullah
bin Hawalah)
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Nabi $ juga bersabda,

,a
/ a / t/, C aq - -lryPL-f

" hrangsiap mengganfungkan Tamimah (iimat) nisaSa

urusEnnt7 disemhl<an kepda hal ru.'(HR. Ahmad, Tirmidzi, hnu

Jarir, Thabrani dan Hakim, dari Abdullah bin Ukaim dan dia men-

shahitfl<arrrya dari Abu Hurairah)'

Hadits ini menjelaskan seakan-akan Allah & telah

melepaskan hamba tersebut dari perhatian dan pertolongan-Nya,

dan menyerahkannya kepada diri hamba tersebut atau kepada

benda yang dipakai hamba tersebut.

Al Kasani berkata dalam Bada'i'Ash-shana'i': Al wakahh

secara bahasa berarti menjaga atau melindungi, sebagaimana

firrnan Allah &,

@ t"s-;i grrifrg5136;
"Gtkuplah Nlah mer$adi penolong kami dan Allah adakh

sebaik-baik pelirdwg." (Qs. Aali Imraan [3]: 173). Maksudnya

adalah, penjaga atau Pelindung-

Allah & iugu berfirman,

"Tiada Tuhan 6anT furhak disemfuh) melainkan Dia, mal<a

anbillah Dia sebgai pelindwg." (Qs- Al Muzammil [73]: 9)'

Menurut Al Farra', penjagaan atau perlindungan'

Makzudnya adalah, penlnndaran dan penyerahan. Allah &
berfirman,

.,i5! i;|'k\

${jtri\i';{gi[y{
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6L;fii,f;*){"Ji&i*
"Kepada-Nya-tah aku ffiotnt<kal dan hendal<rah kepada-

Ngn saja orang-orzng tnng berbu,Etrkal betserah diri.,, (es. yuusuf
ll2l:67)

Allah $ mengabarkan mengenai Nabi Hud &:

" saungguhnya afu Mwarrkar kepda Anah fuhar,ku
dan Tuhannu." (Qs. Huud tlll: 56).

MaksudnSn, aku berganfung (bersandar, percaya) kepada
Allah, dan aku menguasakan urusanku kepada-Nya. Dalam
syari'at, kedua makna ini digunakan unfuk ketetapan bahasa, yang
maksudnya menyerahkan suatu findakan (pe6uatan) dan
menjaganla kepada unkil.

Al Azhari dalam s5arhu Gharib Mukhbshar At Mzani
berkata: wakil adalah orang l.ng menanggung resiko (menjamin)
apa lrang diwakilkan kepadanya. Dia memberi kea*upan bagi
wakilnya dengan mengerjakan atas apa lrang diserahkan
kepadanya. Sedangkan "wakil" mertrpakan salah safu sifat dari
sifat Allah &. Rau 5ang berpendapat bahun makna At waldt
adalah, Al lkfiilyang artinya Srang memberi jaminan, dan sebaik-
baik yans menjamin adalah, Dzat yrang menjamin reze)i hamba.
Ada juga yang berpendapat bahwa, Ar watdt maknanya adarah,
yang mengurus. Dimana sebaik-baik lrang mengurus adalah Allah.
Ada pula 3nng berpendapat bahura, malma At watdl adalah At
Hafiizh artinya 3nng diserahi sesuatu (dipelihara).

ft;,{;fr:y&-;,oL
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Al Farra' berkata tentang Firman-Nya, ,-ljt e'bi;n $i

jr<-: "Janganlah kamu mengambil penolong selain Aku."

(Qs. Al Israa' l77l: 2), yang dimaksud dengan kalimat wakil dalam

ayat di atas adalah, fr artinya yang mengunrs. Ada juga yang

berpendapat, bahwa maknanya adalah qg artinya yang

mencukupi. Seperti disebutkan di dalam sebuah kalimat,
" Wakkaltu Amrii lla Fulaanin," artinya aku menyerahkan urusanku

kepadanya dan aku merasa cukup (merasa puas) terhadapnya.

Atau, " Ittakala Fulanun Ala Fulaanin," artinya si Fulan

menyandarkan (sesuafu) kepada Si Fulan.

Syaikh Muhyiuddin An-Nawawi berkata dalam Tahdzibul

Asma' wal Lughat l<aha Al Wakil sudah diketahui maknanya.

Seperti disebutkan di dalam kalimat, "Wakkalahu Taukiilan," yang

bermakna menjadikannya sebagai wakil. Benfuk isimnya adalah.4/
Wakaalah.l<ata Al wakalah ini dengan harakat fathah dan kasrah

pada huruf wawunya merupakan dua kata yang benar,

sebagaimana yang disebutkan oleh hnu As-Sakit dan yang lainnya.

Sedangkan l<ata At Tawakkul bermakna Al l'timad (bersandar,

berganfung). Oleh karena itu, kalimat " Tawakkal Akllah Au Ala
Fukanin Taumkkulan," bermakna dia bergantung atau bersandar

kepada-Nya. Sementara kata At-TuHan dengan harakat dharnah

pada huruf Ta dan sukun pada hunrt l<at bermakna umsan ini
diwakilkan kepada si fulan. Seperti disebutkan di dalam kalimat,
"Wakkalfu llaihi Al Amn WaHan Wa Wakuulan," artinya aku

menyerahkan umsan ifu kepada si fulan dan aku mengangkatnya

sebagai wakil di dalam umsan tersebut. lalu kalimat, "Waakalfu

Fulaanan Muvtmakalah," artinya aku bersandar (bergantung)

kepadanya dan aku bersandar (berganfung) kepadamu.
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Tentang perkataan di dalam khutbah, "Hasbiyallahu Wa
Ni'ma Al Wakiil', ada yang berpendapat bahwa, makna At Wakiil
pada kalimat di atas, mempakan salah satu sifat Allah & yung
bermakna Dzat yang dijadikan sandaran (tempat bergantung). Ada
pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah, yang dijadikan
sandaran atau tempat berganfung, karena Dia adalah Dzat yang
rnengafur dan rnengunrs makhluk-N5n. Pendapat lainnya
rnengatakan, bahwa maknanya adalah Al Hafizh, artinya yang
menjaga dan memelihara.

Al Wakalah hukumnya Jaizbolehl berdasarkan Al eur'an,
Sunnah dan ijma'.

Dalil dari Al Qur'an:
Allah S berfirman,

tW'4t;;i3
'Sesunggwhnjm zakat-akat itu, han5nlah unfuk oftng-

onng fakir, orengLoring misldn, pengurus-Wngurus zakat'les.
At-Taubah [9]: 60).

Kebolehan mengunrs unrsem zakat yang disebutkan di
dalam ayat di atas menunjukan hukum bolehnya menjadi wakil
para mustahiq r.mtuk mendapat hak-hak mereka.

Di antara dalil lainnya di dalam Al QLr'an adalah lirman
AUah &,

'# Li; AL?rf,L;V i{",F 36
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"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir);

saungguhnya aku adalah orang Wng pandai meniaga, lagi

berpengetahuan. " (Qs. Yuusuf [12], 55).

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata, bahwa yang

dimaksud dengan firman-Nya W ',4t ti'( adalah mereka yang

bekerja untuk mendapatkannya dan diladikan wakil untuk

mengumpulkannya.

Al Qurthubi berkata dalam Al Jaami' Li Ahkam Al Qur'an,

"Maksud dari firman Nvu ({! (*r->li; adalah orang-orang yang

diutus dan ditugaskan oleh imam untuk memungut dan

mengumpulkan zal<al.

Dalil lain di dalam Al Qur'an yang membolehkan akad

Walelah adalah firman Allah &,

,;(6ri4glr:-':-q'aA{it:$
'Maka suruhlah salah seomng di antara kamu unfuk Wrgl

ke kota dengan membawa uang penkmu ini, dan hendaHah dia

lihat manakah makanan tnng lebih baik, maka hendaHah dia

membawa makanan ifu unfukmu, dan hendaHah dia berlaku

lemah-lembut" (Qs. Al Kahfi [18]: 19].

hnu Al fuabi dalam Ahkamut Qur'an berkata, "Ayat ini

menunjukan atas sahnya hukum akad wakalah, yaitu akad

perwakilan (penggantian) yang diizinlon Allah karena kebutuhan

terhadap hal ifu dan dalam rangka menciptakan kemaslahatan. Hal

ifu disebabkan semua orang Udak al<an mampu menangani

S':ir r1,;;i JL=rS &; fUfr WS
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umsannya kecuali dengan pertolongan dan bantuan dari orang lain
atau juga dengan pertolongan hartanya. Dia bisa merruakilkan
umsannya kepada orang yang bisa membuatnya beristirahat. Hal
itu juga diperbolehkan dalam masalah ibadah sebagai bentuk kasih
sayang dari Allah & dan kebaikan-Nya atas kelemahan makhluk-
Nya. Hal itu telah disebutkan oleh Allah di dalam Al eur.an,
sebagaimana yang dapat kamu lihat dan juga dijelaskan oleh
Rasulullah di dalam sunnalrnya yang telah kamu dengar. Ayat
tersebut merupakan ayat yang paling kuat tentang fujuan dari akad
walalah."

Al Mawardi pemah berkata: Dasar diborehkannya At
wakalah terdapat dalam Al eur'an, sunnah dan kesepakatan
para ulama (ijma'ulama). Di dalam Al eur'an ada dua ayat yang
juga dijadikan dalil oleh Al Muzani. Ayat yang pertama, adalah
firman Allah S:

"Dan ujilah anak wtim ifu sampai mereka cukup unur
unfuk kawin. Kemudian apbita menurut pendaptnu mereka
telah cerdas (pandai memelihara harta), maka senhkantah kepda
mereka harta-hartanjn. Dan janganlah katnu makan hara anak
yatim lebih dari babs kepatubn dan (ianganlah !<amu) tergwgaa
(membelanjakannya) sebelurn mereka dewasa. Barang siapa (di

l:t2 ll a uoi-u'syarah Al lerttlndzdzab
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antara pemeliham ifu) mampu, mala hendaHah dia menahan dii
(dari memakan harb anak jntim itu) dan bnngskpa wng miskin,

maka bolehlah dia makan harta itu menurut yang patut Kemudian

apbila lamu menyerahkan harb kepda mereka, maka

hendaHah l<amu adakan sal<si'aksi (tqtfutg penyemhan ifu) bagi

mqeka. "(Qs. An Nisaa' [4]: 6).

Ayat 5nng kedua, adalah firman Allah &:

'#ifti*i,5WA:rt14; it ttoy

@;fii, Aj:y;$';US
"Jil<a yang berutang ifu onng tnng lernah al<aln5m abu

lemah keadaannlp) abu dia sendiri ti&k mampu

mal<a hendal<kh wling mangimlakla n dengan iuiur.' (Qs. Al

Baqarah 121:2821.

Dari ayat di atas, dapat kita simpulkan bahwa, ketika para

\rnli dipertolehkan memberikan pandangan, maka Allah

menjadikan pandangan para wali ih.r hanya akan terjadi dengan

wasiat dari aph atiau dengan kuma png diberikan oleh Hakim.

Padahal keduanya tidak memiliki weurenang, maka orang lpng
memiliki sesuafu itu sangat betwenang atau berhak unh.rk

meunkilkan apa yang menjadi miliknla kepada orang lain.

Sebagian dari para ulama kita telah mengaitkan tentang

sahnya al<ad untatahdari Al Qur'an dengan firman-Ir[n,i$rllt3

W a*rjuga dengan firman-N5a, & i;ft, $:7 q$,Vi"J

@ 4'ey:\i:;t, iA t 4x "Pasitah

kamu dengan membaum baiu gamislru ini, klu lebkl<anhh dk
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kewajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali." (es. yuusuf

1L2l:93).

Ayat tentang Qamish (Gamis) itu lemah untuk diladikan dalil
akad ovakalah. sedangkan ayat tentang wngurus zakatdianggap
baik sebagai dalil akad wakatah.

Akad wakalah juga diperbolehkan di dalam bersuci, jenis
ibadah yang diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain,
khususnya di dalam menuangkan air ke anggota wudhu. Namun
tidak diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain unfuk
menggosokannya kecuali apabila orang yang berwudhu tersebut
sakit dan tidak bisa melakukannya sendiri.

Akad wakalah juga diperbolehkan di dalam ibadah zal<at
yaitu di dalam mengambil dan memberikannya. Menumt Imam
Asy-syafi'i, Ahmad dan Jumhur ulama salaf generasi pertama,
mewakilkan ibadah puasa kepada orang lain juga diperbolehkan.
Begitu juga dalam masalah i'tikaf. Sebagaimana juga
diperbolehkan mewakilkan pelal<sanaan Haji kepada orang lain,
sebagaimana yang telah dibahas di daram hukum-hukum haji.
Diperbolehkan juga mewakilkan kepada orang lain dalam masalah
jual-beli -seperti jual beli mubwadhah dan macam-macamnya-,
gadai, dan selunfi perkara muarnalah dari mulai permasalahan
penyitaan, hiwalah, dhaman fiaminan), syirkah, iqnr, perdamaian,
ariyah dan semua perbuatan yang diperbolehkan unfuk diwakilkan.

Demikian juga yang menjadi dalil akad wakahh dari Al
Qur'an adalah firman Allah &,

@-ri1tr #tK)-r6G(31F;S
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"Maka kinmlah seorang hakan dari leluarga lakiJaki dan

seorang hakam dari keluarga perempuan." (Qs. An Nisaa' [4]:

3e).

Dalil dan As-Sunnah:

J\e:At L\t\t 
'jE

,l-.t ilL hr ;*
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.g:-f"; ,b lq ea'l',* ;Sr 1gat
DiivnSatkan dari Jabir bin AMilkh, dk berlrata, "Aku ingin

perqt ke Khaibar, klu aku datang menemui Rasulullah *, aku

uapkan salam kepada beliau kemudian alot berl<ab kepdan5a,
'saungguhn5n aku kgin Wrgt ke l{haibar'. Kemudian belku
betsabda, Apbila engkau dabng kepda qaldlku, mal<a ambilkh

darnya lima belas wEnq, dan apbik dia menginginl<an bnda
darimu, maka letakkan bnganmu pada tulang bahun5n!"(FlR. Abu

Daud)

(?r-:;l*;jr G.l#i'r'-if #tgwtz / a
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Diriwayatkan oleh Al Atsmm, Abu Daud dan hnu Majah

dari Az Zubair bin Al Khirrit, dari Abu labid, dari urwah bin Abul
Ja'd, dia berkata, "suafu hari barang-bamng dari ruar Makkah
diperlihatkan kepada Rasulullah $, lalu beliau memberiku satu
dinar seraya bersabda, 'wahai uwah, datangirah banng-barang
dai luar Makkah ifu, dan belilah untuk kami safu ekor kantbing'.
Aku pun mendatangi barang-barang dari luar Makkah itu, dan
melakukan tawar menawar dengan pemiriknya hingga aku
membeli dua ekor kambing darinya dengan harga safu dinar.
Kemudian aku segera membawa dan menunfun kedua ekor
kambing itu, lalu di perjalanan ada seorang lak-laki yang
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menghampiriku dan menawar kambing itu, maka aku pun menjual

sahr ekor kambing dengan harga satu dinar. Akhimya aku kembali

dengan membawa kembali satu dinar dan satu ekor kambing.

Kemudian aku berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, ini uang

dinarmu dan ini kambingmu'. I alu beliau bertanya kepadaku, Apa

yang kamu lahl<an?'Lalu aku pun menceritakan apa yang terjadi.

Kemudian beliau berdo'a, 'Allahumma Baarik lahu Fi Shafqati

Yamiinih (Ya Allah, benlah keberkahan dalam ikrar dan janiinya)'-"

i ,& r;Ll i N * U; t1?i

,l; ii,r J:" ;ur 
'J';:rLf ,Ft:r; f )U-

'l rl')i 6L(
*a\t.rr-" ar,/6t ,V LV i(l#( ,*r

,1t,i7t'ajt fr;i 15;'-btr-l :iu *;
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; it,l' j]:, 3 i,i#"';K.'b )t'upii 
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' ,..1 o t )z o (
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Malik mengabarkan kepada karni, dari Zaid bin Aslam, dari

Atha' bin Yasar, dari Abu Raft', dia berkata, "Rasulullah $
pemah berutang unta muda kepada seseorang, kemudian orang

tersebut datang kepada beliau menagih unta mudanya, lalu

dibawakan unta dari sedekah. Abu Raft' berkata, '[alu Rasulullah
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$ menyuruhku unfuk membayar unta muda kepada orang itu'.
Aku berkata kepada beliau, 'wahai Rasulullah,aku tidak mendapati
untanya (yang sama) kecuali unta pilihan muda berumur empat
tahun'- Kemudian Rasulullah S bersabda, 'Berikan unta itu
kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang
paling baik dalam membayar (utang atau pinjaman),."

Begitu juga hadits dari hnu Abi Aufa yang telah disebutkan
di dalam pembahasan tentang Al Qardhu(pinjaman)dan Zakat.

lalu hadits yang diriwayakan dari Abu Hurairah,

-*i :Jte ib hr ,.b:, ,;; Gi *-z--a

06)i.r.) wr*3;e ht *b tt J,;:,
to . ,
-.-J t o t.+-Ae Gbsl )

,/ o te

.U.l->--Cl

Diriwayatkan dari Abu Hurairah &,, dia berkata:
Rasulullah * pemah mengangkat aku sebagai wakil unfuk
menjaga harta zakat Ramadhan (z:rkart Fitah). Lalu uqbah bin
Amir Al Juhani memberikan harta ghanimah unfuk dibagikan
kepada para sahabat. Hadits ini telah disebutkan dalam
pembahasan tentang 7akat.

Nabi $ juga pemah mengangkat Amr bin Umalyah
Adh-Dhamari untuk menerima pemikahannya dengan Ummu
Habibah, dan mengangkat Abu Bafi' sebagai wakir beliau unfuk
menerima pemikahannya dengan Maimunah.
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Dalil dari iima': Akad wakalah itu sudah dilaksanakan

sepanjang wakhr semenjak furunnya wahyrr sampai hari ini dan

bahkan sampai Hari Kiamat kelak. Para ulama telah sepakat

tentang berlangsungnya akad wakalah orang yang tidak hadir,

orang yang sakit, dan seorang perempuan yang memiliki urusan-

urusan mereka. Tentang wakalah orang Spng berada di tempat,

laki-laki, dan orang yang sehat, Asy-syafi'i dan Malik berpendapat

bahwa, hal itu diperbolehkan' Abu Hanifah berpendapat bahwa,

wakalah orang yang sehat, berada di tempat dan perempuan tidak

diperbolehkan, kecuali pergi atau keluar.

Ulama yang berpendapat bahwa, hukum asalnya adalah

perbuatan seseorang ifu tidak bisa digantikan dengan perbuatan

orang lain, kecuali dalam keadaan darurat dan telah menjadi iima'

para ulama, maka ada yang berpendapat bahwa, tdak

dipertolehkan menggantikan orang lnng sedang dalam

perselisihan. Ulama 5ang berpendapat, bahwa hukum asalnya

diperbolehkan, maka dia berpendapat walahh di dalam segala

sesuatu diperbolehkan kecuali pada hal png telah disepakati

bahwa wakalah itu tidak sah, seperti perkara-perkara ibadah dan

yang lainnya. Penjelasan ini terkait dengan orang yang memberi

.4nkakh atau yang merryakilkan.

Sementara syarat bagi orang 5nng menerima kuasa, yaitu

hendaknya dia bukan orang yang dilarang syariat untuk bertindak

(mengerjakan apa yang dikuasakan kepadanya). Oleh karena ihr,

Malik dan fuy-Syafi'i berpendapat bahwa, Udak sah memberi

wakalah kepada anak kecil, orang Sila dan wanita di dalam hal

akad nikah. Sedangkan AsySyafii berpendapat bahwa, seorang

perempuan tidak sah secara langzung atau melalui pemntara

mewakilkan kepada orang lain untuk meniadi wali dalam akad
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nikah. Sedangkan Malik berpendapat bahwa, dengan perantara
atau wakil flaki{aki) itu diperbolehkan.

Ali & pemah mewakirkan kepada uqair bin Abi Tharib
dan Abdullah bin Ja'far pada masa utsman ketika uqail
bersengketa dengan Thalhah bin ubaidillah tentang air minum.
Kemudian Utsman pergi bersama beberapa orang sahabat ke
tempat yang menjadi sengketa keduanya unfuk menyelesaikan
perkara tersebut, hingga keduanSa berdamai dalam perkara itu.
Apa yang terjadi di antara mereka ifu menjadi ijma' tentang
bolehnya wakalah, karena wkatah itu diperunfukkan bagi omng
yang ingin menjaga dirinya dari mencurahkan tenaga unfuk
melakukan suafu pekerjaan atau juga bagi orang yang tidak
mampu melakukannya. Kedua hal ifu diperbolehkan lantaran
kebutuhan manusia kepada hal ifu sangatlah besar. sedangkan
penjelasan tentang pos-pos pemberian kuasa, yaitu pada perkara
yang menerima perwakilan, seperti jual beli, hiwalah, dhaman, dart
seluruh akad lainnya. Juga perkara yang berkaitan dengan
pembatalan syirl<ah, wakalah, musharafah, muja'alah, musaaqah,
nikah, thalaq, l<hulu'dan shulh.

wakalah tidak dipe6olehkan di dalam trmsan ibadah
yang dilakukan dengan badan seseorang dan diperbolehkan di
dalam urusan ibadah yang berkaitan dengan harta seperti zalat,
shadaqah, dan haji. Menurut Malik, wakatah diperbolehkan di
dalam persengketaan mengenai penetapan dan penyangkalan.
Sedangkan menurut AsySyafi'i dalam sarah safu dari dua
pendapatrya; tidak memperbolehkan wakarah dalam umsan
penetapan, dimana juga unkalah diperbolehkan di dalam
persaksian dan sumpah.
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Wakalah diperbolehkan dalam un$an pelaksanaan

hukuman yang dihadiri oleh orang yang memben vnkalah. Malik

berpendapat bahwa, hal itu diperbolehkan secara mutlak-

Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan

wakalah secara mutlak pada iqrar dalam suahr persengketaan.

Apakah iqnritubisa menjadi jaminan ataukah tidak. Abu Hanifah

berpendapat, bahwa hal tersebut dapat meniadi jaminan.

Cabang: Bila Wakalah telah ditetapkan kebolehannya,

dan secara bahasa maksudnya adalah, Al Hifdzu yang bermakna

menjaga atau memelihara dan Al Muwa'adah yang bermakna

saling berjanji. Hal itu dikarenakan seorang wakil diharuskan

menjaga suahr (objek) yang diwakilkan kepadanya. sebagaimana

yang tertera dalam firman Allah &,

<t*'r"&iKJ, I
'Abu siapakah wng meniadi pelindung merel<a." (Qs.

An-Nisaa' [4]: 109), maksudnya adalah Hafrzhan yang berarti

penjaga.

Dan juga firman Allafi &:

@t*+i'id'ft,fiGL
"Cukuplah Allah meniadi Penolong kami dan Allah

adalah sebaik-baik pelindung." (Qs. Aali Irnraan [3]' 173)'

maksudnya adalah, Al Hafiizh yang berarti pelindung. Hanya saja

wakalah menunrt syara' (istilah) adalah seorang wakil yang

menempati posisi orang yang mewakilkan unhrk melaksanakan

apa yang diizinkan baginya.
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Wakalah merupakan akad yang sempuma dengan adanya
ijab dan qabul sama seperti akad-akad yang lainnya. wakatah
bukanlah akad yang bersifat wajib dengan sendirinya, akan tetapi
merupakan akad yang bersifat ja'b (diperbolehkan), sebagaimana
yang akan dijelaskan dalam pernbahasan terkait ragam hukum
akad wakalah.

Menurut Malik, rvnkalah ifu ada dua macam, yaitu
wakahh yang bersifat urnurn dan khusus. Menurut Malik, unkatah
yang bersifat urnurn adalah unkatah yang terjadi dengan
pemberian kuasa yang bersifat urnum tanpa ada penyebutan
sesuafu narna kepada sesuafu, yaitu apabila ada penyebutan narna
(dikhususkan), maka wakalah itu tdak lagi bermanfaat. sedangkan
menurut pendapat ma&hab kami, bahr,va q/akalah fidak
dipertolehkan dengan sifat yang urnurn karena adanya unsur
ghanr, dimana yang diperbolehkan hanyalah wakarah yang ada
penyebutan narna di dalamn5ra, penenfuan atau pengkhususan,
dan penetapan atau penturjukkan. Ifulah yang paling logrs, apabila
asal di dahm wakalah ihr ada larangan, kecuali apabila perkara ifu
sudah menjadi gma' 5nng dibsnrkan. Maka berdasarkan hal itu,
rulcun qnkalah ada empat, lnifur Muwakkit (yang memberi
wakalah, muwakl<al (orang yang diberi kuasa), muwakl<al ffiobiek
yang dikuasakan) dan shighaf fiafazh atau kalimat)nya.

Penjelasan tentang rukun-rukun wakatah tersebut akan
dibahas dalam pembahasan selanjutrya. InsW Alah.

Aslr-Syirazi *s berkata: Walralah di dalam al<ad
jual beli diperbolehkan berdasarkan hadits yang
diriwayatkan oleh urwah bin Abul Ja'd Al Bariqi dia
berkata, "Nabi S pernah memberiku safu dinar unfuk
membeli satu ekor kambing atau binatang kurban.
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Dengan satu dinar ifu aku membeli dua ekor kambing,
lalu aku iual satu ekor kambing dengan harga safu

dinar, dan aku kembali kepada beliau dengan membawa
safu dinar dan safu ekor kambing. Kemudian beliau
berdoa kepada Allah agar memberi keberkahan
kepadaku. Meskipun yang dibeli beliau itu tanah pasti

beliau akan memperoleh keuntungan darinya."

Adaqn vnhlah di dalam akad iual beli itu
sangat dibufuhkan, sebab terkadang seseorang memiliki
harta namun fidak bisa melakukan transaksi jual beli.
Atau terkadang seseorang itu bisa melakukan kansaksi
jual beli, narnun karena kesibukannya dia tidak bisa

melakukannSla. Oleh karena itu, diperbolehkan
memberi wal<alah kepada orang lain unfuk melakukan
transaksi jual beli (brsnis)-

Wakalah iuga diperbolehkan dalam seluruh akad
muamalah, seperti gadai, hfitmlah, dhaman, kafalah,
syirkah, wal<alah, wadi'ah, i'anh, mtdharabah, ii'alah,
muaaqah, ijarah, qardh, hibah, unkaf dan shadaqah-

Hal itu dikarenakan kebutuhan kepadanya di dalam
semua akad itu sarna seperti kebufuhan kepada
pendelegasian di dalam jual-beli dan kepemililon yaryI

mubah, seperti unfuk menghidupkan tanah mati dan
pengairan (irigasi).

Sedangkan di dalam hal berbum dan mencari
rumput terdapat dua pendapat AqrSpfi'i:

Pendapat Pertama: Pemberian kuasa di
dalamnya fidak sah atau fidak diperbolehkan, sebab itu
merupakan kepemilikan yang mubah dan tidak boleh
memberi walalah kepada orang lain di dalamnya. Sama
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seperti halnya tidak diperbolehkan memberi wakalah di
dalam mengambil harta rampasan.

Pendapat Kedua: Diperbolehkan memberi
wakalah di dalamnya, sebab hat itu merupakan benfuk
kegiatan memiliki harta dengan sebab yang tidak
ditentukan (tidak ada ketentuannya). oleh sebab itu,
diperboleht*n memberi wkatah kepada orang lain
unfuk berburu dan mencari rumput. sama seperti
bolehnya memberi mkatah kepada orang lain unfuk
membeli (menjual) sesuafu dan menerima hibah.
Berbeda halnya dengan mengambil harta r:rmpasan
perzrng, karena hal ifu tdak didapatkan kecuali dengan
berjihad terlebih dahulu, dan ditentukan bahwa dia
harus hadir (dalam peperangan) sehingga dia berhak
mendapatkan harta rampasan perang tersebut-

Penjelasan:

Hadits urwah bin Abul Ja'd Al Bariqi diriunyatkan oleh
Al Bukhari, Ahmad, Abu Daud, Al Atsram, At-Tirmidzi, hnu
Majah dan Ad-Daruquthni. Di dalam sanadnya -selain rir,rnyat Al
Bukhari- terdapat nama sai'd bin zaid saudaranya Hammad, dia
mukhalif fth (masih diperselisihkan oleh ulama). Abu Labid
Limazah bin Zabar menilainya sebagai majhul (perir^,uyat yang
tidak dikenal). Namun menurut hnu Hajar, bahwa dia dinilai tsiqah
(dipercaya) oleh hnu sa'ad. Harb berkata, "Aku pemah
mendengar Ahmad memujinla. hnu Hajar berkata di dalam l/-
Taqib, "Dia adalah seorang Nashibiyang ktrat.,

Al mundziri dan An-Nawawi berkata, "Sanad hadits
tersebut shahih karena datang dari dua jalur periunyatan. Al
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Bukhari meriwayatkannya dari jalur hnu Uyainah dari Syubaib bin

Gharqad, aku mendengar Al Hay menceritakannya dari Urwah.

Asy-Syafi'i meriwayatkan dari hnu Uyainah dan beliau berkata,

"Jika hadits ifu shahih. maka itu pula yang aku katakan." Al

Muzani menukil hadits tersebut dan berkata: Menurut Asy-Syafi'i

hadits itu tidak tsabit (tidak kuat atau lemah). Al Baihaqi berkata,

'Sebab ke-dha'ifarnya adalah, karena Al Hayy tidak dikenal."

Ditempat yang lain beliau mengatakan bahwa, hadits ini mursal

karena sy"rbaib bin Gharqad tidak mendengarkan langsung dari

Urwah, tapi mendengarkannya dari Al Ha!ry. fu-Rafi'i berkata,

"Hadits ini murcal." Ketika -men-takhrii hadits-hadits fu-Rafi'i

dalam Fathul Aziz, N Hafihz ibnu Haiar berkata, "Yang benar

hadits tersebut adalah mutbshil-, tapi di dalam sanadnya (ada

periwayat) yang mubham.

Hukum: Para ulama telah sepakat bahwa, wakalah

dipertolehkan di dalam hak-hak yang boleh dilaksanakan secara

langsung. Seperti hak-hak di dalam jual-beli, iiarah, membayar

utang, persengketaan di dalam menunhrt hak, menikahkan,

perceraian dan yang lainnya. Para ahli fikih sepakat bahwa, ikrar

wakil kepada orang yang memben wal<alah di luar pengadilan

tidak diterima. Mereka juga sepakat bahwa, ikrar wakil kepada

orang yang memben utal<alah kepadanya di dalam hukuman iad
dan qishash tidak diterima, baik di pengadilan maupun di luar

pengadilan. Mereka juga sepakat bahwa, uakil tidak diperbolehkan

membeli sesuatu dengan harga yang melebihi harga seharusnya

atau mehbihi waktu (sampai waktu tertentu). Para ahli fikih juga

sepakat bahwa, ucapan wakil tentang kenrsakan atau kehilangan

harta diterima dengan sumpahnya. Tentang apa yang
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diperselisihkan oleh mereka akan dibahas nanti pada pembahasan
selanjutnya.

sedangkan mengenai hadits Urwah tentang pembelian
kambing, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa, huJit, tersebut
menunjukan, bahwa apabira di daram pemberian sesuafu yang
sudah diketahui wakir membeli sesuatu itu melebihi kadamya (ia
mendapatkan lebih dari target pembeliannya), maka diperbolehkan
baginya unfuk menjual tambahan png dia dapatkan tersebut.
Demikianlah hukum gnng semestinya-

Penulis Al l{aft mengatakan, perkataan Ahmad jelas
menunjukkan ke-shahihan hadits itu bersumber dari uru,ah.

Dalam hadits tersebut terdapat darir yang menunjukkan
bah\i/a, apabila si pemirik uang berkata kepada wakilnya, "Berilah
seekor kambing dengan safu dinar ini,,, maka sang wakil
dipertolehkan dengan uang safu dinar itu membeli dua ekor
kambing yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinginkan oreh pemirik
harta- sebab keinginan orang yang memben wakarahkepada wakir
tersebut sudah terpenuhi dan unhrny.a mendapatkan kebaikan. Ini
sama seperti apabira sang wakil diperintahkan untuk menjual
seekor kambing dengan harga safu dirham, raru dia menjuarnya
dengan harga dua dirham. Atau dia disuruh memberi seekor
kambing dengan safu dirham, ralu dia memberinya dengan harga
setengah dirham. Menurut kami, har seperti itu sah atau
dibenarkan. Sebagaimana dikuup oreh An-Nawawi daram
Z5nadaatAr Raudhah.

Hadits di atas juga menjadi daril tentang keborehan juar
beli fudhuli, yaitu menjual sesuatu (barang) yang tidak dimiriki atau
tidak diizinkan untuk dijuar. Har ifu jr.rga merupakan pendapat
Malik, Ahmad dalam sarah safu dari dua riwayatnya, As5r.syafi,i
dalam qaul qadintnya, serta ditegaskan oleh An-Nawawi dalam Ar
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Raudhah. Hal ini juga diriwayatkan oleh para ulama salaf, seperti

Ali, Ibnu Abbas, hnu Mas'ud, hnu Umar dan golongan Zaidiyah

pun berpendapat sama dengan ini.

AsySyafi'i dalam qaul iadid dan para muridnya

mengatakan bahwa, iud beli yang bersifat matquf (dllarang) adalah

batal atau tidak sah. sebagaimarn disebutkan di dalam hadits,

2., o 
t '!:rb'o}t1u Y

'Janganlah meniual sawtu png bt*an milikmu'"

Mereka menjar,uab hadits dari Urwah yang

diperbincangkan di atas bahwa, yang benar adalah seseorang

dapat menjadi wakil dalam jual-beli dengan keterangan yang

dipahami dari Nabi $.
Abu Hanifah berpendapat, bahwa menjual yang bersifat

mauquf lbt sah, tetapi tidak untuk membelinya. Alasannya bahwa,

mengeluarkan sesuatu yang dimihki oleh sang pemiliknya

membuhrhkan izin darinya. Berbeda halnya dengan memasukkan

ke dalam kepemilikannya. Pendapat ini dapat dijawab dengan

jawaban bahwa, memasukan barang dagangan pada kepemilikan

ifu berkonsekuensi terhadap pengeluaran barang itu dari

kepemilikan karena srahr harga. Ada sebuah pendapat yang

sebaliknya atau berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang

diriwayatkan dari Malik. Jika riwapt itt shahih, maka pendapat itu

ktrat, karena di dalamnya ada penggabungan di antara beberapa

hadits.

Tentang wakakhdalam kepemilikan yang mubah seperti

menghidupkan tanah mati, mengambil air (pengairan), berbum dan

mencari rumput ada dua pendapat AslrSyafi'i:
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Pendapat pertama: wakatahdi daram semua itu tidak sah
karena semua itu termasuk daram kepemilikan yang mubah.
Lantas apakah memirikinya dengan cara menerantarkannya bisa
menjadi pengganti dari orang lain yang seakan-akan dia telah
memperoleh sesuatu, kemudian dia memberikannya? olah karena
itu, tidak dibenarkan pemberian kuasa di daramnya. Seperti harnya
ghanimah, sebab seorang mujahid tidak mungkin keruar berperang
dan membawa harta rampasan sebagai wakir unfuk orang lain.

Pendapat Kedua: wakatah di daram kepemirikan yang
mubah ifu sah. Har ifu dikarenakan orang tersebut memiriki hartaifu dengan sebab yang tidak ditenfukan. oreh karena itu,
diperbolehkan memberi .iakatah di dalamnya sama seperti akad-
al<ad muamalah lainn5a yang berupa fukar menukar 0uar-beri) dan
hibah- Dikatakan dalam Raudtnfin-Thatibinbahwa, diperbolehkan
memberi wal<alah (meunkilron) daram har r,"p."riril."" yang
mubah, menghidupkan tanah mati, memungut barang temuan.
Befteda halnya dengan mengambil harta rampasan perang. Halitu dikarenakan mujahid udak berhak -n rduputk* harta
rampasan perang kecuali dengan ialan berjihad terlebih dahulu.
Dimana tidak ada q/akatahdi dalam berjihad, sebab dia ditetapkan
harus hadir dalam peperangem sehingga dia berhak mendapatkan
bagiannya dan hal itu ditetapkan baginya.

Kami sudah bahas mengenai hukum jual beli daram
wakahh menurut para urama di akhir pembahasan jual beri, dan
sebelum pembahasan pemberian wakatah atau kuasa unfuk
membayar utang, dalam pembahasan tentang qnkatah. Hanya
kepada Allah Yang Maha suci kami meminta pertolongan dan
taufiq.
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Asy-Syrrazi ds berkata: Diperbolehkan memberi

watralah di dalam akad nikah berdasarkan sebuah

riwayat bahwa Nabi $ memberi wakalah kepada Amr

bin Umayah Adh-Dhamri unhrk menikahi Ummu

Habibah. Diperbolehkan iuga memberi wakalah di

dalam thalaq, khulu', dan pembebasan hamba saha3n,

karena memberi unkalah di dalam hal tersebut

dibutuhkan. sebagaimarn wal<alah itu juga dibutuhkan

di dalam jual-beli dan nikah-

Tidak diperbolehkan memberi wal<alah di dalam

ild, zhihar dan li'an karena hal-hal yang demikian

merupakan sumpah !/ang fidak mungkin ada pemberian

kuasa di dalamnya (tidak bisa diunkilkan)-

Sementara dalam masalah rai'ah (ruiuknlp sang

zuami kepada sang istri), ada dua pendapat ulama filih
AsrSyafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak diperbolehkan memberi

wal<alah di dalamnya, sebagaimana fidak

diperbolehkannp wakalahdi dalam ila' dan zhihar'

Pendapat Kedua: Diperbolehkan memberi

wal<alah di dalam rnasalah tai'ah, dan ini pendapat

yang benar- Hal ifu dikarenakan r{'ah merupakan

upaya perbaikan di dalam pernikahan. Jika memberi

w-al<akh di datam pemikahan diperbolehkan, maka di

dalam masalah rai'ah pun diperboletrkan-

Penjelasan:

Hadits tentang pemikahan Ummu Habibah & yang

diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan Nasa'i dari Urwah, dari
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Ummu Habibah dengan tafadzmirikAbu Daud yaitu: "Raja Najasyr
menikahkan ummu Habibah unhrk Nabi $ dan memberinya
mahar sebesar empat ribu dirham serta mengirimnya kepada Nabi
beserta syurahbil bin Hasanah." Abu Daud juga meriwayatkannya
dari Az-z'hri secara mursar, " saungguhnya An-Najasyi terah
mentkahkan ummu Habibah bnti Abu sufyan dengan Rasururahs dengan mahar empat ibu dirham, dan menutskan har te.rcebut
kepada Rasulullah ffi.,,

"Dahulu ummu Habibah berhijrah ke negeri Habasyah
bersama suaminya Abdulah bin Jahsy. Namun kemudian
(suaminya) wafat di negeri tersebut, kemudian Najasyr
menikahkannya kepada Nabi $.,'

Nabipun pernah mervakirkan Rafi unh:k menikahi
Maimunah. Haditsnya sudah di-takhtijdirram pembahasan Haji babniloh muhrim (sedang bihram), iuga termasuk pendapat yang
benar dalam masalah ini.

Hukum, Tindakan (perbuatan) semua orang yang ketika
dia berbuat sendiri dibenarkan, maka perbuatan ifu dibenarkan
atau sah. Perbuatan ifu termasuk pertuatan yang bisa diwakilkan
kepada orang lain. Seperti harnya pemikahan. Apakah
diperbolehkan memberi wat<alahdari seorang hamba sahaya unfuk
menerima pemikahan, karena dia termasuk oftilng yang
dipertolehkan menerima pemikahan unfuk dirinya sendiri?
Menurut ulama madzhab kami, seorang hamba sahaya
diperbolehkan mewakiri orang rain unfuk menerima pemikahan
dengan dua alasan:

Alasan Pertama: dikarenakan dia bukan seorang wali.
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Alasan Kedua: dikarenakan dia memiliki kewajiban trntuk

menjaga atau memperhatikan pemikahan, yang posisinya sama

dengan wali.

Para ahli fikih telah membenarkan pemberian kuasa kepada

orang lain dalam akad nikah untuk melakukan tiab qabul Sebab,

NaUi$ pemah mengangkat Amr bin Umayah dan Abu Raft untuk

menerima pemikahannya. Dan juga dikarenakan hal ihl

dibuhrhkan. Mengrngat kemungkinan ada masalah tempat yang

jauh dan tdak mungkin melaln-rkan perialanan unhrk

melaksanakan Pemikahan.

sedangkan dalam masalah rai'ah (ruiuknya seorang suami

kepada sang istui), ada dua pendapat ulama fikih Asy-syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukumnya salna seperti hukum ,/a'

dan zhihar. Oleh karena itu, fidak diperbolehkan adanya

pemberian kuasa di dalamnya atau tidak bisa diwakilkan.

Pendapat Kedua: Hukumnya sah atau dibenarkan, karena

raj'ah itu merupakan upaya perbaikan terhadap pemikahan yang

rusak. Apabila di awal pemberian kuasa dalam akad nikah saja

dibenarkan, maka sah juga unhrk memulai kembali (berumah

tangga) atau mengulanginya. Wallahu A'lam'

Aslrsyirazi & berkata: Diperbolehkan memberi

wakalah datam penetapan dan perselisihan tentang

kepemilikan harta, hal ini berdasarkan sebuah hadits

yang menyebutkan bahwa Ali l{anmallahu waihah

ir"riut diwagli Uqail ag pada n*r'. Abu Bakar dan

U-*. Dia berkata, 'Keputusan (Uqail te) itu baik,

maka keputusan itu baik dan bermanfaat bagiku- Begitu

iuga kepuhrsan yang tdak baik dan mttdharat, maka
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keputusan itu tidak baik dan mudharaf bagiku. Ali
Kanamallahu wajhahu juga pernah memberi wakarah
kepada Abdullah bin Ja'far sebagai wakilnya pada masaUtsman &, dia berkata kepalanya, "Sesungguhny.
perselisihan itu memiliki tindakan yang
membinasakan-" Abu z,.id AI Kilabi berkata,- "il
Qahmu maknanya adarah hal-har yang membinasat<an.,,
Adanya pemberian kuasa di dal; perselisihan itu
diperlukan, sebab terkadang seseor.rng mempunyni atau
haknya dit,ntut dan dia fidak ui* menghadapi
perselisihan itu- Atau dia fidak berkeinginan unfuk
melakukannya sendiri- oreh sebab itu, dferbolehkan
memberi kuasa atau mewakilkan kepada- orang laindalam masalah tersebut. pemberian lilasa ifu
diperbolehkan tanpa persetujuan dari pihak rain yang
berperkara- Hal itu dikarenakan dia mempungrai hakunfuk mewakilkan kepada or.rng lain. Dengan
demikian, ridha pihak lain !/ang berperkara tersebut
tdak dianggap. Sama seperti pemberian lruasa unfuk
menagih utang- Diperborehkan iuga memberi kuasa
unfuk menetapl<an qishash dan hukum an had fuduhan
berbuat ana- sebab, kedua har terseb't berhubungan
dengan hak Adami- oreh sebab itu, diperborehkan
memberi walralah unfuk menetapkan har tersebut. sama
seperti diperbolehkanryp memberi ulakalah urnfuk
menetapkan harta.

Tidak diperbolehkan memberi watrarah kepada
orang lain untuk menetapr<an had-had Au"[ &, k i"rr.
hal itu merupakan hak-Nya. Allah telah memerintahkan
kita agar menolak (penetapan had) dan berupaya
menggugurkannya. Dengan adanya pemberian kuasa di
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dalam hal tersebut, maka akan berdampak pada adanya

upaya untuk menetapkannya- Oleh karena itu, fidak

diperbolehkan memberi walalah untuk menetapkan

had. Dan diperbolehkan memberi wakalah kepada

orang lain untuk menunfut hak di dalam harta. Sebab,

Nabi # pernah mengtrtus para pekeria untuk

memungut shadaqah (zal<afl dan menarik upeti' Juga

diperbolehkan memberi }masa kepada orang lain unfuk

menuntut hak di datam pelaksanaan had-had Allah.
Sebab, Nabi # pemah mengutus Unais untuk

menegakkan had, dan beliau bersaMa, 'Wahai Unais,

pergilah dan temui perempuan itu, apabila dia

mengakuinya, maka tai"mlah dia-' Utsman pun pemah

mewakilkan kepada Ali untuk menegakkan lrad tentang

kasus minum khamerterhadap Al Walid bin Uqbah'

Sedangkan terkait masalah qishash dan tuduhan

berbuat zina, maka diperbolehkan memberi walralah

guna menunfut hak pelaksanaan hukum keduanya

durrg* dihadiri oleh orang yang memberi wal<alah

tersebut. Adanp pemberian kuasa dalam hal tersebut

memang dibutuhkan. sebab terkadang seseorang

mempunyai hak untuk menunfut pelaksanaan had

qishash, alGn tetapi dia tidak bisa melakukannSp. oleh
sebab itu, diperboletrkan memberi wal<alah kepada yang

lain unhrk menunfut pelaksanaan had qishash dan

tuduhan berbuat zina. Kemudian apakah sang wakil

atau oftmg yang diberi kuasa diperbolehkan menunfut

hak pelaksanaan hukuman qishash dan hrduhan berbuat

zina tanpa dihadiri oleh orang yang memberi vnkalali?
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Ada yang berkata bahwa dalam pembahasan
wal<alah, "Hal ifu tidak diperbolehkan.' Dimana
dikatakan dalam pembahasan tentang jinayah,'Jika dia
(seseorang) memberi wal<alah dan mempercaSTakan
kepada seseorang unfuk menunfut pelaksanaan hukum
qishash dan fuduhan berbuat zina, lalu dia (orang yang
memberi wal<alahl itu memaafkan terpidana, akan
tetapi orang yang diberi kuasa telah melaksanakan
hukuman mati terhadap terpidana sebelum dia (orang
yang diberi kuasa) mengetahui pengampunan dari wali
korban, maka tentang jaminan dari hat tersebut ada dua
pendapat Aq/-S!rafi'i. "

Ifu semua menunjukan bahwa pelaksanaan hukum
qishash dan fuduhan berbuat nna diperborehkan
dengan tanpa dihadiri oleh orang yang memberi kuasa.
Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat
bahwa, hal tersebut diperbolehkan- Itu merupakan
pendapat Abu Ishaq, karena ifu merupakan hak orang
lnng diberi kuasa (dibenartrarr)- Orang lrang menerima
lruasa berhak unhrk menunfut hak pelalsa'aan (hulilm)
tersebut dengan kehadiran dan tanpa kehadiran orang
yang memberi walralah kepadarya, sebagaimana di
dalam pengambilan harta- Pendapat yang mengatakan
bahwa, orang lnng menerima kuasa tdak
diperbolehkan unfuk menunfut hak pelaksanaan hukum
(qishash dan tuduhan berbuat zina) itu digiring kepada
perrgertian bahwa hal itu bersifat isfrhbab(anjuran).

Di antara mereka juga ada yang berpendapat
bahwa tidak diperbolehkan(orang yang menerima kuasa
unfuk menunfut pelaksanaan hukuman qishash dan
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tuduhan berbuat zina) tanpa dihadiri oleh orang yang

menerima kuasa. Sebab di dalam menggugurkan atau

membatalkan hukuman qishash dan had (tuduhan

berbuat zina) itu orang yang menerima kuasa atau

orang yang menerima kuasa dituntut untuk bertindak

hati-hati. Dalam kedua hal tersebut, orang yang

memberi kuasa (wali korban) dianiurkan untuk

memaalkan (memberikan maaf) terpidana. Apabila di

dalam tr.rnfutan pelaksanaan hukuman qishash dan

trrduhan berbuat zrna ihr dihadiri oleh orang yang

memberi wal<alah, maka diharapkan dia dapat menanrh

empati dan memaafkannYa-

Pendapatnya dalam pembahasan tentang iinayah
itu digiring kepada pengertian, bahwa yang dia maksud

adalah, apabila orang yang memberi wakalah ifu

mempercayakan kepada orang yang menerima kuasa

dan dia fidak hadir dihadapannSn, lalu dia memaafkan,

dan orang yang menerima loasa ifu tdak mendengar

penerimaan maaf dari orang yang memberi wakalah

kepadanya, lalu dia pun menghukum mati terpidana.

Di antara mereka iuga ada yang berpendapat

bahwa, ada dua pendapat A$rslrafi'i mengenai hal

tersebut.

Pendapat Pertama: Diperbolehlran'

Pendapat Kedua: Tidak diperbolehkan'

Kedua pendapat ini sebagaimana yang telah lGrni

sebutlran di atas.
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Pasal: Diperborehkan memberi warakh kepada
orang lain unfuk membatalkan beragam akad, karena
apabila dalam memberi wakalah kepada orang lain
unfuk melaksanakan ar*d ifu diperborehr'n, makatenfunya sangat diutamakan unfuk diperbolehkan
memberi wakalah kepada orang lain unfuk
membatalkannya. Diperborehkan juga memberi war<arah
kepada orang lain untuk membebisk"n utang. sebab
apabila dia memberi kuasa kepada orang rain unfuk
menetapkan dan menunfut hak pembaSTaran utang
diperbolehkan, maka tentunya memberi wal<arah
kepda orang lain unfuk membebaskan utang ifu lebih
utama unfuk diperbolehlon.

Tentang memberi wkalah kepada orang lain
yt* iqnr (menetapkan, mengakui) sesuafu, maka ada
dua pendapat ulama fildh AslrS5nfi,i:

Pendapat Pertama: Diperborehkan berdasarkan
nash (dalil) yang ielas. sebab hal tersebut merupakan
penetapan harta di daram tanggungan kepemirikan
yang ditakut'n berdasartran perkataL. Karena itu,
diperbolehkan memberi ,*rd.h kepda orang rain
dalam hal tersebut, sebagaimana di dalam juar beri.

Pendapat Kedua: Tidak diperbolehkan. Ini
merupakan pendapat Abu Al Abbas. Karena memberi
walralah kepada orang lain unfuk memberitahulon haktdak diperbolehkan. Sebagaimana memberi war<atah

lepada orang lain di daram kesarsian terhadap hak
(kebenaran).

[-alu apabila kami berpendapat bahwa, memberi
wal<alah kepada or.rng rain di dalam iqrar (penetapan

L36 ll ,il uoj-r'syarah Al lyhthadzdzab



terhadap sesuatu) tidaklah diperbolehkan, lantas apakah

pemberian kuasa dari orang ltang memberi walalah int
disebut iqnratau bukan? Di dalam masalah ini ada dua

pendapat ulama fikih Ary-SYafi'i:

Pendapat Pertama: Pemberian kuasa itu

merupakan iqrar, karena fidak boleh memberi urakalah

kepda orang lain unhrk menetapkan hak, kecuali hak

yang harus dia tunailran-

Pendapat Kedua: Pemberian kuasa ifu bukan

merupakan iqrar, sebagaimana memberi wakalah

kepada orang lain unfuk membebaskan sesuafu ifu

disebutkan atau menrpakan iblra' (pembebasan)'

Penjelasan:

Hadits unais yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan

Muslim akan dibahas dalam pembahasan hukuman had-Lalu kisah

tentang Ali yang memberi wakalah kepada saudaranya Uqail dan

kepada anak saudaranya, Ja'far bin Abdullah diberi komentar oleh

AsySyafi,i dalam At Llmm, Asy.Syafi'i berkata, "Pemberian

wakalah atau kuasa dari orang png ada di tempat, laki-laki

maupun perempuan, baik ada alasan maupun tidak ada alman

dapat diterima. Ali & pemah memberi vnkalah kepada Abdullah

bin Ja'far di hadapan Utsman yang pada saat ifu Ali berada di

tempat dan Utsman pun tidak menolak atau mengingkarinya.

sebelum memberi wakakh kepada Abdullah bin Ja'far, Ali juga

memberi tuat<akh kepda uqail bin Abu Thalib. Menurut

perkiraanku, hal itu dilakukan oleh beliau di hadapan urnar bin Al

Khaththab. Bisa jadi beliau iuga melakukan hal yang sama

dihadapan Abu Bakar. Ali pernah mengatakan bahwa, perselisihan
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atau persengketaan ifu memiliki hal-hal yang membinasakan ataudi dalam perselisihan ifu ada sikap dan tindakan yang
membahayakan dan dihadiri oleh ryetan.

Hulmm: Diperboretrkan memberi wakatah kepada ora'g
lain untuk menetapkan hak-hak A[ah $ dan hak-hak hamba-Nra.
Apabila seseorang bersengketa dengan orang lain yang
mempunyai kewajiban unfuk menunaikan haknya, maka dia
diperbolehkan memberi kuasa kepada orang rain sebagai wakir
darinya. sebagaimana yang pemah dirakukan oreh AIi bin Abi
Thalib yang pernah memberi ulakatat? kepada saudara
kandungng,a, Uqail bin Abi Thalib di hadapan AbuBakar dan diajuga memberi unkalah kepada anak saudaranya Abdullah bin
Ja'far di hadapan utsman, raru dia berkata, "sesungguhnya
persengketaan ifu memiliki hal-hal yang membinreakan dan
dikarenakan persengketaan itu dihadiri (ikut disaksikan) oreh
syetan, disamping dikarenakan aku fidak ingin menghadirinya."

Abu zyad Al Kilabi bokuq "Ar eahmn maknanyra adarah
hal-hal yang membinasakan. Riurayat-riunyat tersebut perlu diteliti
ulu.g dan &-akfuii- hnu eudarnah di daram kitabnya Ar Mughni
pemah mengatakan bahun kisatFkisah terseb,t telah menyebar,
sebab hal itu merupakan tempat adanya dugaan kepopureran
(kemasyhuran) sehingga tdak diceritakan ada orang yang
menolaknya, dan karena hal ifu memang dibufuhkan (merupakan
kebufuhan)' sebab, terkadang seseorang mempunyai hak (pada
orang lain) atau huktya difunfut oleh orang lain dan dia tidak bisa
menunfut atau mempertahankan haknya tersebut (tidak paham
proses berperkara). Atau dia merasa dirinya tidak harus
melakukannya sendiri.
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Menurutku (Al Muthi'i): "sedangkan menurut ulama

madzhab kami, bahwa mengenai hal itu ada dua pendapat ulama

fikih AsyrS5nfi'i,

Pendapat Pertama: Seseorang tidak diperbolehkan

memberi wat<alah kepda orang lain unhrk menetapkan haknya

sebagai seorang harnba. sebab hal itu merupakan pemberitahuan

tentang surafu hak. Karena itulah memberi qnkalah dalam hal

tersebut tidak diperbolehkan. Sebagaimana tidak diperbolehkannya

memberi wakatahdalam masalah kesaksian'

Pendapat Kedua: seseorang diperbolehkan memberi

walakh kepada orang lain unhrk menetapkan haknya sebagai

seorang hamba. Ini merupakan pendapat yang benar, yang juga

merupakan pendaPat AqrSYirazi e'
untuk keabsahan pemberian lmasa di dalam hal tersebut

tidak disyaratkan adanya kerelaan (persetujuan) pihak yang

bersengketa atau berperkam. Sebab hal itu merupakan pemberian

kuasa untuk menunfut haknya. Maka tidak dibenarkan adanya

syarat kerelaan dari orang yang mempunyai kewajiban

menunaikan haknya. Sebagaimana pemberian kuasa kepada orang

lain untrk menagih utang. Berdasarkan hal tersebut, AsySya{i'i,

Malik dan Ahmad berpendapat bahwa pemberian kuasa dari orang

yang ada di tempat adalah sah atau dibenarkan meskipun pihak

yang bersengketa tidak rela (sehrju) dengan syarat wakil, atau

orang yang menerima kuasa bLlkan musuh pihak lain yang

bersengketa.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa pemberian

kuasa dari orang png berada di tempat adalah tidak sah atau tidak

dibenarkan keruali dengan adanya kerelaan atau persehrjuan dari

pihak lain yang bersengkaa dan dikecualikan apabila orang yang

memberi qnl<atahihr sakit atau bepergian lebih dari tiga hari, maka
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dalam kondisi seperti ifu dia diperbolehkan memberi wakalah
kepadaorang lain.

Tentang pemberian kuasa di daram masarah jinagah, ada
dua pendapat:

Pendapat Pertama: Tidak diperbolehkan memberi unt<atah
kepada orang lain dalam masalah penetapan hukum strafu tndak
pidana, sebab hal itu rnempakan hak muflak bagi Ailah &. puat,
telah memerintahkan kepada kita unfuk menolaknSra berdasarkan
sabda Rasulullah 6$,

?#)q iil*jtbL\t
"TolaHah pelar<sanant h"d-h; Rng didasrt<an kepada

(dengan adan5n) sgntbhat ,

Allah & juga telah merrerintahkan kepada hta untuk
bempaya membatalkannya- Dengan adanya pemberian kuasa
dalam hal tersebut, terkadang ada upaya ,nhrk menetapkan dan
melaksanakannya. Ad*y. bahsan terhadap s,afu tndak pidana
ifu terganfung kepada qnrat 3,rang menetapkan adan5Ta pengakuan
dari orang yang melah*annla. Dan juga dimungkinkan memberi
uakalah di dalam hal tersebut dengan dihadiri oleh orang Snng
memberi uakalah.

Ungkapan yang dbebutkan oleh Asrrsyirazi dalam
pernyataannya, "Elahwa diperbolehkan mernberi wakahh kepda
onmg lain unfuk men,nfut peraksanaan hukuman had dengarr
dihadiri oleh oftmg yang memberi ovakalah, karena hal ifu
dibufuhkan dan juga adakaran5ra seseorang mempunyai hak unfuk
menunhrt pelaksanaan had atau qishash tapi dia tidak bisa atau
udak ingin melakukannya," pemyataan tersebut menunjukkan
keabsahan perkara yang sudah menyebar di zaman kita sekamng
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ini, seperti adanya sekelompok orang yang secara khusus

mempelajari hukum-hukum syara' dan memahami beragam

permasalahannya, sehingga mereka bisa menjadi wakil atau orang

yang menerima kuasa dari orang yang berperkara dan

melaksanakan beragam tindakan unhrk mengangkat kasus mereka

di dunia hukum dan pengadilan, yang disebut dengan pengacara.

cabang, Ketika membahas findak pidana dan keiahatan,

Asy-Syafi'i berkata, "Jika seseorang (wali korban keiahatan)

memberi unkalahdan mempercayakan kepada orang lain, lalu dia

memaafkan terpidana, akan tetapi orang yang menerima kuasa itu

menghukum mati terpidana setelah ada pengampunan dari orang

yang membei wakalah dan sebelum orang yang menerima kuasa

itu mengetahui adanya pengampunan tersebut, maka siapakah

yang menjaminnya, apakah orang yang menerima kuasa atau

orang yang membei wakalah, karena dia tidak menjaga proses

pemberian kuasanya dengan baik atau sikapnya yang tidak hati-

hati sehingga terlaksana hukuman mati ifu?

Asysyirazi & berkata, "Mengenai masalah tersebut ada

dua pendapat fuysyafi'i. Hal ini menunjukkan bahwa

dipe$olehkan menuntut pelaksanaan hukuman qishash tanpa

dihadiri oleh orang yang memben wakalah kepadarya. Di antara

para ulama ma&hab kami ada yang berpendapat bahwa, hal ifu

diperboletrkan, ini merupakan pendapat Abu Ishaq Al Marwazi.

Hal tersebut dikarenakan ihr merupakan hak, dimana orang yang

menerima kuasa diperbolehkan menunhrt pelaksanaan hukuman

dengan dihadiri oleh orang lnng membeti unkalah. maka dia iuga

bisa melakukan hal itu tanpa dihadiri olehnya. Perkara ini seperti

dalam masalah menagih utang. Pemyataan A+r-Syafi'i di dalam

pembahasan umkalah, bahwa oftmg yang menerima tidak boleh
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menunfut pelaksanaan hukuman atas suafu tindak kejahatan,
digiring pada pengertian bahwa hal itu bersifat anjuran.

Di antara para ulama madzhab kami juga ada yang
berpendapat bahwa, har itu tidak diperborehkan. Karena, seperti
yang telah kita ketahui, bahwa Allah memerintahkan kita untuk
menolaknya, bersikap hati-hati, dan mencai sytbhal yang bisa
memalingkan dari pelaksanaan hukuman tersebut. Di samping ifu,
bahwa mernaafkan pelaku kejahatan itu dianjurkan oleh syariat.
Bahkan AIIah s menganjurkannya, sebagaimana disebutkan di
dalam Al Qur'an,

a rri;a-,- r

E /rt*b
'Maka barangsiap tnng mendapat suafu pmabfan dari

audaranya, hendaHah Gnns memabrkan) mengikuti dengan can
Jnng baik. " (Qs. Al Baqamh IZI: LZg).

Maka berdasarkan firman-\p ifu, yang kita harapkan
adalah, bahun wali korban kejahatan hendakn5ra menaruh empati
dan memaafkan saudaranya ],ung merakukan kejahatan itu.
Berdasarkan hal itu pula, pendapat Asy-syafi'i dalam pembahasan
tindak pidana dipahami bahwa, png dia marsud adarah apabira
seseorang memberi wakalah dan mempercayakan kepada orang
lain unfuk menunfut pelaksanaan hukuman atas pelalar kejahatan,
dimana dia tidak hadir mengikuti prosesnya, raru dia
memaafkannya di mana orang yang menerima kuasa itu tidak
mendengar pemberian maaf dari pemberi wakatah sehingga dia
membunuhnya. Alasan dari dua pendapat yang membolehkan dan
tidak membolehkan itu telah kami sebutkan. waltahu A'lam.
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cabang: Apakah pemberian kuasa dari seorang muslim

kepada seorang yang kafir unfuk menuntut pelaksanaan hukuman

dari seorang muslim lainnya dibenarkan atau bisa dilakukan?

Di dalam masalah tersebut ada dua pendapat Asy-syafi'i:

Pendapat Pertama: Hal itu tdak sah'

Pendapat Kedua: Hal itu dibenarkan dan bisa dilakukan.

Pendapat kedua ini merupakan pendapat Ar-Rar'nli dalam swral,

nga atas At Minhai karya Al Imam An-Nawawi, dia berkata, "Hd

itu tertolak, sebab unkil atau orang yang menerima kuasa tidak

bisa menuntqt pelaksanaan hukuman untgk dirinya sendiri. Aq1

Syirazi haryra meniadikan keabsahan tindakannya se@ra langsgng

sebagai syarat keabsahan dirinya sebagai seorang wakil atau

penerima kuaa saja. Dimana keberadaan syarat tersebut tidak

mengharuskan adanya sesuahr png disyaratkan, namun ketidak

adaannya syarat ihr malah mengharuskan adanya sesuafu yang

dislraratkan. Yang benar adalah pendapat yang pertama'

Sedangkan pendapat yang kedua menrpakan pemyataan tidak

pada tempahya. Hal itu dikarenakan sSErat, yaihr keabsahan

pelaksanaan secara langsung pada dasamlp tidak ada di dalam

pembahasan ini. Walkhu A'lam-

PasaL Pendapat Para Ulama Madzhab Tentang

Rul$n Dan Syarat Wakalah-

Sebelumnya telah kami nptakan di awal, bahwa unkalah

merupakan akad yang menunhrt adanya iiab dan qabul salna

seperti akad-akad yang lainnlE. Juga bahun unkakh bukanlah

menrpakan akad lrang menjadi suahr keharusan, tapi dia

menrpakan akad yang bercifat iaiz atau boleh saja. Dan juga

bahwa walatah tidak diperbolehkan dengan lafazh yang umurn'
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karena ada unsur gharar (beresiko) di dalamnya . wakatah yang
diperbolehkan hanyalah wakatah yang menggunakan lafazh
khusus, terbatas dan jelas.

secara umum wakalah adalah, seseorang menyerahkan
sesuatu kepada orang lain agar dia melakukan sesuatu itu untuk
dirinya selagi dia masih hidup, juga bila orang yang memberi
wakalah atau menyerahkan sesuafu itu mempunyai hak melakukan
sesuatu yang bisa diwakilkan. Maksudnya adalah, bahwa seseorang
yang memberi wakalah itu mengembalikan suatu hak miliknya
yang pekerjaannya dilimpahkan kepada wakil atau orang yang
menerima kuasanya, sesuafu ifu disebutkan Al Muwnkkal fiih atau
oblek yang dikuasakan agar wakil atau orang yang menerima
kuasa dapat bertindak di dalamnln selagi orang yang memberi
wal<alah itu masih hidup. semestinya pemberian kuasa ifu
menggunakan shighat.

Dengan demikian diketahui bahwa definisi unkatahdi atas
sudah mencakup empat rukunnya yaitu muwakkil (orang yang
memberi ovakalah, mewakilkan), wakir (orang yang menerima
kuasa), muwakkal ftih (obyek !,ang dikuasakan), Ju" shighat
Keempat rukun ini merupakan pendapat Marik dan Ahmad yang
juga ditetapkan oleh mereka sebagai rukun qlakahh.

sedangkan menurut Abu Hanifah, nrkun vnt<atahifu arkup
satu saja, yaifu adanya shighat 5nng dengannya akad wnr<arah iu
bisa terjadi. Misalnya, kamu mengatakan, *Aku 

memberi %rakalah
kepadanu untuk menjual dan membeli mobil ini.,, Menurut Abu
Hanifah, bahwa adanya penerimaan dari sang wakil itu tidak
menjadi syarat dalam wakatah. Namun bila orang yang menerima
kuasa ifu menolak wakatah orang tersebut, maka wkalah in)
tertolak. sedangkan apabila dia (orang yang menerima kuasa) ifu
berkata, "Aku tidak akan menerimanya." Tapi kemudian dia
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menjual mobil itu, maka apa yang dilakukannya itu tidak sah.

Sebab, dia telah menolak pemberian kuasa dari orang tersebut.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa ulama madzhab Hanafi

mengkhususkan rukun tersebut (shighal sebagai rukun wakalah,

apabila dia masuk di dalam hakikat sesuahr. Sedangkan wasiat

dikecualikan dari makna tersebut selagi orang yang memberi

wakatahmasih hidup, sebab orang lnng menerima kuasa ifu tdak

dapat melakukannya kecuali atas instruksi dari orang yang

memberi wakalah lfu sendiri. Dan yang semacam itu tidak

dinamakan wakalah.

Tentang batas pilihan lainnya dari defenisi di atas dan

pendapat dari ulama madzhab fuy$nfi'i yang terdahulu tentang

hal itu, telah kami paparkan dengan karunia dari Allah db saat

memberikan penjelasan terhadap Al Maimu'ini.

Abu Daud telah meriwayatkan sebuah hadits yang

menyebutkan bahwa Nabi * pemah memberi walahh alau

menvakilkan kepada Hakim bin Hizam untuk membeli he1r.ran

qurban. Tapi di dalam sanadnya ada seorang periwalnt yang

majhul.

ALTirmidzi juga meriwayatkan dari Habib bin Abi Tsabit

dari Hakim, namun Habib tidak pemah mendengar langsung

hadits itu dari Hakim. Jika Habib ihr seorang periwa5at tshah dan

bertemu langsung dengan Hakim, maka hadits tersebut bisa

dijadikan huiiah (dalil).

Diriwayatkan pula bahwa Nabi $ pernah memberi qnkalah

kepada Abu Rafi' untuk menikahi Maimunah # dan Amr bin

Umayah untuk menikahi Ummu Habibah. Kami sudah jelaskan

sanad-sanadnya tadi.
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Sementara menurut Abu Hanifah, unkalah ifu adalah
seseorang menempatkan orang lain di dalam posisinya unfuk
melakukan tindakan yang diperbolehkan dan diketahui bahwa
orang yang memberi wkalah itu mempunlai hak untuk
melakukan sendiri sesuafu yang dikuasakannya ifu. dikecualikan
dari pemyataannya, "Dalam sesuafu (perbuatan) yang
diperbolehkan" yaifu apabila seormg anak kecil memberi utal<alah

kepada orang lain unfuk menghibahkan hartanlp atau
menceraikan ishinya. Jika anak kecil ihr melakukan perbtntan
tersebut, maka hal ifu Udak dipe,rbolehkan, sebagaimana yang
telah diketahui dan dijelaskan dalam pembahasan tentang larangan
membelanjakan harta, yaitu bahwa dia dilarang untuk melakukan
tndakan yang membahapkan dirinya, baik ucapan maupun
perbuatan. Yang juga dikecualikan dari pemyataan ulama
madzhab Hanafi, "diketahui,' lraifu tindakan yang tidak diketahui.
Msalnya seseorang berkata, "AI{u memberi ulakalah kepadamu di
dalam hartaku." Atau, "Engkau adalah wakil atau orang 5nng
menerima kuasa dariku di dalam segala hal." Dengan shighatim,
tidak ada hak bagin!,a untuk mehkukan tndakan apapun terhadap
apa yang dimiliki oleh orang tersebut.Namun demikian, dia tetap
memiliki hak unfuk menfaganSn.

Kemudian yrang dikecualikan dari pem5rataan, "HendaknSa
orang yang memben qnkahh ihr termmuk orcng 1tang b€rhak
unfuk melakukan tindakan." Yaifu bahwa pemberi wal<akh int
memberikan kuasanya pada sesuahr perkara lnng dia udak
memiliki hak untuk melakukan Undakan apapun. Hal tersebut
dibantah dengan pendapat Abu Hanifah yang menganggap sah
seorang muslim memberi mkahh kepada seorang kafir &immi
unfuk menjual l<hamer dan babi. Dan juga menganggap sah orang
yang sedang berihram memberi wakalah kepada orang 5rang tidak
sedang ihram untuk berburu binatang buruan padahal seorang
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muslim dilarang untuk menjual khamer dan babi. Dia tdak

mempunyai hak atau werrJenang untuk melakukan tindakan di

dalam kedua hal tersebut. Demikian pula orang yang sedang

berihram -ketika melaksanakan ibadah haji- dia dilarang unhrk

berburu. Berdasarkan dua hal tersebut, bahwa batas tambahan

orang yang mempunyai hak untuk melakukan tindakan tdaklah

sah atau tidak dibenarkan, karena pemberian kuasa itu sah jika

bersumber dari orang yang tidak mempunyai hak untuk melakukan

tindakan.

Jawabannya, bahwa yang dimaksud adalah (pemberian

kuasa) dari orang yang mempunyai hak unh,rk melakukan tndakan

dalam segala hal, dengan tidak mengabaikan faktor lang
menghalanginya. Asal dari segala sesuafu adalah dipertolehkan.

Bila pembr.rat syariat tidak melarang menjual khamer dan babi,

maka pastinya seseorang Udak akan dilarang untuk melakukan

findakan menjual kedua hal tersebut.

Sementara Malik dan ulama madzhabnya berpendapat

bahwa, wal<akh adalah seseorang menempatkan orang lain di

dalam posisinya pada apa yang menjadi haknya, guna melakukan

tindakan pada apa yang menjadi hak orang tersebut seperti yang

orang ihr lakukan tanpa menenhlkan atau membatasi perwakilan

dengan perkara meninggal dunia. Wasiat dikecualikan dari hal itu,

karena wasiat ifu adalah, seseorang memberi qnkalah kepada

omng lain unhlk melakukan sesuafu setelah dia meninggal dunia.

Oleh karena itu, wasiat tidak disebut sebagai al<ad wal<akh-

Lalu apakah pemberian kuasa kepada orang lain yang

dilakukan oleh imam kaum muslimin seperti imam (pemimpin

Negara), hakim, dan imam masjid disebut vrnkalah atau bukan?

Jawabannya, menurut pendapat yang populer, bahwa hal

itu tidak dinamakan wal<alah. Apabila hal itu disebut wakalah,
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maka hal itu menghendaki adanya tambahan batasan di dalam
defenisi di atas yang dapat mengecualikan pemberian kuasa sepefii
ifu dengan mengatakan, bahwa qnkalah adalah pemberian kuasa
yang dilakukan seseorang yang bukan merupakan pemimpin
Negara atau pemimpin agama kepada orang lain pada hak orang
tersebut, guna melakukan tindakan yang sama seperti apa yang
dilakukannya. Selangkan bagi orang png berpendapat bahwa
wasiat ifu adalah wakalah, maka tidak perlu batasan tersebut.

Defenisi yang paling bagus tentang unkalah adalah defenisi
grang disebutkan oleh Al Imam Al Khirasyi dalam Hasyigh At
I{hirasyi Ala Mukhtashar SaMdi l<hatl, jr-u 6, hal. 68, dia berkata,
"defenisi qlakalah menumt istilah adalah sebagaimana dikatakan
oleh hnu Urfah, yraifu pemberian kuasa orang yang mempunyai
hak (unfuk melakukan findakan) kepada orang lain, selain orang
yang mempunyai hak kekuasaan atau keagamaan (pemimpin
Negara atau pemimpin agama) unfuk melakukan suafu findakan
tanpa disyaratkan kematiannlra-

Dengan demikian, pernberian kuasa dan ruasiat dari Imam
yang ditaati, baik sebagai pemimpin Negara, hakim atau Imam
shalat dapat menjadi pengecualian. Dikecualikan dari pemyataan
"Yang mempunyai hak kekuasaan," yaitu meliputi kekuasaan
umurn dan khusus. Sebagaimana pemberian kuasa yang dilakukan
oleh imam, baik posisinya ifu sebagai imam Negara maupun
hakim. Dikecualikan dari perkataan "Dan bukan pemimpin
ibadah" maksudnya adalah imam shalat. Pemyataan "Kepada
orang lain" terkait dengan pemberian kuasa tersebut. Kata ganti
dalam kalimat tersebut kembali kepada orang yrang menerima
kuasa. Dikecualikan dari kalimat "Tidak disyaratkan dengan
kematiannya" maksudnya adalah, orang yang diserahi wasiat,
karena berdasarkan kebiasaan Snng berlaku, pemberi wasiat tidak
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disebutkan sebagai wakil. oleh sebab itulah, mereka membedakan

kalimat 'Si Fulan adalah wakilku dan orang yang diserahi wasiat

olehku."

Sedangkan Ahmad dan para ulama yang sependapat

dengan beliau mengatakan bahwa, wakalah adalah seseorang yang

diperbolehkan untuk melakukan tindakan merninta seseorang yang

juga diperbolehkan untuk melakukan tindakan di dalam hal-hal

yang boleh untuk diwakilkan, seperti hak-hak Allah & dan hak

manusia.

Cabang: PerqBratan Walalah Menunrt para

Ulama.

Menurut pendapat ulama madzhab lorni, perslnmtan yang

harus dipenuhi oleh orang yang memberi wal<alah adalah:

Hendaknya orang 5nng mernben vnl<alah ihr adalah orang lrang

berwenang unhrk menggrus, mengendalikan dan mengeriakan

sesuahr yang in$n dia kuasakan kepada kepada orang lain, dari

hal yang dibenarkan unfuk dirinya melakukan sendiri tndakan

tersebut. Oleh karena itu, dikectralikan dari hal tersebut anak kecil,

orang gila, omng 5nng pingsan, orang yang mabuk berat, dan

orang fasiq unhlk menilohkan orang !,ang ada di baunh

kekuasaann5ra (dia menjadi walinya), karena kefasikan itu

merampas kekuasaan, orang yang tidur, orang yang kurang waras

pikirannya, dan orang Spng dilarang melakukan suatu tndakan

karena kebodohan atau kefidak pahamannya membelanjakan

harta dan lain sebagainYa.

Begitu juga seorang perempuan ddam melakukan akad

pemikahan (sebagai wali nikah), karena dia bukanlah orang lrang

berwenang untrk melalnrkannya sendiri tanpa seorang wali. oleh
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karena ifu, tidak dibenarkan dia menjadi wakil dari perempuan
lainnya unfuk melaksanakan akad pemikahan. Demikian juga

dengan orang yang sedang berihram tidak diperbolehkan unfuk
melakukan akad pemikahan, karena dia sendiri tidak
diperbolehkan untuk melakukan sendiri akad pemikahan tersebut
selagi dia masih ihram. Karenan3a, tidak dibenarkan seseoftmg
untuk menjadikannya sebagai wakil untuk melakukan akad
pemikahan. Batasannya adalah, semua orang yang dirinya
diperbolehkan melakukan sesuafu, maka dia diperbolehkan
memberi wakalah kepada orang lain. Dan semua orang yang
dirinya fidak diperbolehkan trnfuk melakukan sesuatu tanpa izin
dari walinya, maka dia Udak diperbolehkan memberi wakatah
kepada orang lain. Akan tetapi, batasan atau kaidah ini dibangun
di atas keumumannya. Karena beberapa masalah dikecualikan
dari jenis pertama, yaifu:

Di antaranya adalah: Apabila seseorang memperoleh apa
yang menjadi hakn5a, yaitu sebuah rumah yang terkunci dan dia
tidak mungkin bisa memasukinya, kecuali dengan menghanoukan
pintu atau melobangi dinding, maka dia berhak untuk
melakukannya sendiri dan tidak boleh memberi unkakh kepada
orang lain. Apabila dia tidak mampu melakukan sesuatu yang
bukan pekerjaannya atau kondisinlra tidak memungkinkan untuk
melakukannya sendirian, maka dalam kondisi seperti ifu dia
diperbolehkan untuk memberi qnkalah kepada orang lain. Orang
seperti itu bisa melakukan hal itu sendiri dan dia tdak
diperbolehkan unfuk memberi wakakhkepada orang lain.

Di antaranya adalah: Orang bodoh yang dilarang
membelanjakan harta, apabila mereka diberi izin oleh walinya
unhrk menikah, maka dia berhak melakukannya sendiri dan tidak
boleh mewakilkannya kepada orang lain.
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Di antaranya adalah, Seorang wakil yang mampu

mengerjakan sesuafu yang dikuasakan kepadanya, maka dia

berhak mengerjakannya sendiri. Dia tidak diperbolehkan memberi

wakatah kepada orang lain, kecuali apabila dia tidak mempunyai

kelayakan untuk melakukannln.

Demikian juga beberapa masalah dikecualikan dari jenis yang

kedua, yaitu:

Di antaranya adalah, Orang buta. Dia tidak diperbolehkan

untgk melakukan sesuahr pekerjaan lnng harus dilakukan dengan

menggunakan penglihatan. Akan tetapi, dia diperbolehkan untuk

ma,rnkilkannya kepada orang lain. Oleh karena ifu, orang buta

tidak diperbolehkan melakukannya sendiri. Meskipun

diperbolehkan untuk memberi wkakh atau mamkilkannSra

kepada orang lain.

Di antaranya adalah, Orang png sedang ihram haji atau

umrah, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan yang telah

lalu, yaitu bahwa dia Udak diperbolehkan untuk melakukan

pemikahan sendiri. Akan tetapi dibenarkan bila dia memberi

.rnkalah kepada orang lain agar dia bisa melangsungkan akad

pemikahan baEnya setelah &aber-bhalul dari ihram. Sama saja

apakah ketika memberi wakalah kepada orang lain, dimana dia

menyebutkan dengan jelas, bahwa akad pemikahan ifu akan

dilaksanakan setelah dia ber-tahallul dari ihram atau fidak

menyebutkannya. Maka hal itu dipahami bahwa, akad pemikahan

itu dilaksanakan setelah dia bertahallul dari ihmmnya.

Sebagaimana telah disebutkan pula bahwa, orang yang

ingin memberi wakalah disyaratkan hendaknya dia merupakan

orang yang berwenang unfuk melakukan sendiri sesuafu yang ingin

dia kuasakan itu. Hal yang sama iuga berlaku pada omng yang

menerima kuasa, yaihr bahwa hendakn5a dia adalah orang yang

Al Majmu'SymahAl Muhodzdzab ll ffi1



berwenang atau bisa melakrkan sesuafu yang dikuasakan
kepadanya. Oleh karena ifu, semua orang yang diperbolehkan
melakukan sendiri suatu tindakan, maka dia diperbolehkan menjadi
wakil bagi orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Dan semua
orang yang tidak diperbolehkan melakukan sendiri suatu tindakan,
maka dia tidak diperbolehkan menjadi wakil bagi orang lain untuk
melakukan suafu tindakan. Batasan ini dibangun atas
keumumannya. oleh karena ifu, beberapa masalah dikecualikan
dari jenis 5nng kedua, yaifu:

Di antaranya adalah: Seorang perempuan yang mempunyai
hak menjadi u/akil unfuk menceraikan perempuan lainnya (istri
orang lain). Dimana dia sendiri tidak bisa menjafuhkan thalak
kepadanya. oleh karena itu, dia tidak diperbolehkan menjatuhkan
thalak kepada seorang perempuan. Meskipun dia diperbolehkan
menjadi wakil unfuk menceraikan seorang perempuan.

Di antaranya adalah: Omng bodoh yang dilarang unfuk
membelanjakan harta dan hamba sahaya yang mempunyai hak
unhrk dapat menjadi wakil dalam menerima pemikahan tanpa Lin
dari wali atau tuannya. sedangkan unfuk menyemhkan (menjadi
wali) pemikahan, maka keduanya frdak diperbolehkan. Keduanya
tidak dibenarkan menerima pemikahan unfuk diri mereka sendiri
tanpa izin dari wali dan fuannya.

Di antaranya adalah: Seorang anak kecil yang dipercaya,
tidak pemah berbohong sekalipun. Dia diperbolehkan menjadi
wakil unfuk menyampaikan hadiah, memberi izin unfuk memasuki
rumah, membagikan zal<at, dan membagikan dagrng hewan
h,ban. Meskipun sebenam5n dia udak diperbolehkan atau
dilarang melakukan hal tersebut.

Ifulah persyaratan seorang wakil atau yang menerima kuasa
dan orang yang memberi unkalah. Ada persyaratan tambahan
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bagi seorang wakil yaitu hendaknya dia merupakan orang yang

sudah ditenfukan. Maka apabila seseorang berkata kepada dua

orang, "Aku mengangkat salah seorang dari kalian berdua sebagai

wakil untuk menjual barang ini." Maka wakalah seperti itu tidak

dibenarkan atau salah seorang dari mereka itu tidak sah r-rntuk

menjadi u/aldl.

Sedangkan pers5ramtan obyek yang dikuasakan adalah

sebagai berikut:

Pertama: Hendaknya obyek yang dikuasakan itu diketahui

walau dengan cara apapun, saat hal ifu tidak dapat diketahui

dengan sempurna. Dengan obyek yang tidak diketahui, maka

pemberian kekuasaan menjadi tidak sah. Contoh obyek yang tidak

diketahui, si A berkata kepada si B, "Aku mengangkatnu sebagai

u/akil di dalam semua unrsanku atau di dalam semua urusanku baik

yang banyak rnelupun yang sedikit." Pemberian wal<alah seperti ini

tidak sah, karena adanya unsur ghanr yang bisa menimbulkan

perselisihan.

Contoh obyek 5nng dikuasakan, lnifu yang dapat diketahui

dengan jelas dari sebagian cara, seperti si A berkata kepada si B,

"Aku mengangkatnu sebagai wakill$ rrnfuk meniual hartaku,

heunn-heqnn temald<u, dan lain sebagainya." Sekalipun harta-

hartanya ifu tidak diketahui dari semua sisi, maka hal ifu
dibenarkan. Sebab ifu dianggap ankup dalam pemberian kuasa,

yaihr adanSa kamggulan dibandingkan akad-akad yang lainnya.

Kedua: Hendaknya sesuahr yang dikuasakan ifu bisa

dicatat. Sesuatu yang bisa diwakilkan ittr bisa menetapkan dan

membatalkan akad. Maka hal itu bisa dilakukan di dalam akad jual

beli, hibah, jaminan, wasiat, hi.4nhh, dan akad-akad lainnya-
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Gambaran pemberian kuasa dalam masalah dhaman

$aminan). Misalnya, si A berkata kepada si B, "Aku menjadikan
orang yang memben owkalah kepadaku sebagai jaminan untukmu
ini dan ifu." Di dalam wasiat, misalnya si A berkata kepada si B,
"AkLr menjadikan orang yang memben owlatah kepadaku sebagai
orang yang mewasiatkan sesuatu kepadamu dengan ini dan itu."
Lalu gambaran pemberian kuasa dalam hiwalah (pemindahan
utang). Misalnya, si A berkata kepada si B, "Aku limpahkan
kepadamu dengan hartamu unhrk membayar utang orang yang
memberi owkalah kepadaku lang sama nilainya dengan apa yang
menjadi haknla." Demikian pula halnya memberi qrakalahkepada

ormg lain unfuk membatalkan akad. Seseorang punya hak
menjadi wakil orang lain unfuk membatalkan pembelian suafu
barang atau mengembalikan barang 5nng cacat tersebut. Atau juga
unfuk membatalkan akad yang terdapat haknya dengan sebab
khijar majlis atau sebab safu syarat dari beberapa qnrat (ya'g
ditentukan).

Demikian juga seseorang berhak memberi wakalah kepada
orang lain unfuk mengutang suafu barang. Atau menjadi urakil
seseorang unfuk membaprkan utang kepada orang lain.

Sedangkan bila orang tersebut mempunyai tanggungan
utang berupa penyerahan suafu barang, seperti gandum dan
hetr,ran temak, maka dia udak dibenarkan memberi wakalah
kepada orang lain unfuk menyerahkannya. Akan tetapi, dia harus
menyerahkannya sendiri, berdasarkan pendapat yang kuat. Dia
juga dibenarkan memberi wakatah kepada orang lain untuk
menggugat dan unfuk menjawab gugatan, baik dengan persetujuan
atau tanpa persetujuan pihak lawan png berperkara dengannya.

Dia juga berhak memberi unkalah kepada oftmg lain untuk
memiliki sesuafu yang mubah, seperti berbunr, menangkap ikan
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atau burung. Dia juga berhak memberi wakalah untuk menunfut

pelaksanaan hukuman dan menyetujui keputusan hukum pada

pelaku kejahatan. Karena iht, seseorang diperbolehkan memberi

wakalah kepada orang lain unfuk menghadiri pelaksanaan

hukuman atas tindak kejahatan. Akan tetapi tidak dibenarkan

adanya pemberian kuasa untuk membebaskan hukuman atas

pelaku kejahatan. Dengan kata lain, yaitu dia memberi wakalah

kepada seseorang untuk menanggung hukuman, karena hal itu

tidak dapat diwakilkan.

Tidak dibenarkan pula memberi wakalah kepada orang lain

untuk melaksanakan ibadah badaniyah yang harus dia lakukan

sendiri atau untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan

ibadah tersebut, yaitu berupa niat, seperti ibadah shalat dan

mengimami shalat. Hal itu dikarenakan sekalipun imamah ndak

memerlukan adanya niat, namun hal ifu berkaitan dengan shalat,

sedangkan shalat ifu memerlukan adanya niat. Demikian pula

(Udak dibenarkan memberi wakalah kepada orang lain) di dalam

sumpah, '/a (sumpah suami untuk tidak menggauli istui dalam

jangka wakfu tertentu), zhihar, kesaksian dan nadzar- Karena

semua itu tidak bisa diwakilkan.

Sementara pelaksanaan ibadah yang terdiri dari

(menghimpun) badan dan harta, maka dibenarkan adanya

pemberian kuasa di dalamnya. Seperti ibadah haji dan pengurusan

jenazah. Demikian pula hal-hal yang menyertai pelaksanaan ibadah

haji, seperti dua rakaat thawaf sekalipun pendelegasian di

dalamnya tidak bermanfaat, tetapi di dalam keadaan seperti ifu

bisa diwakilkan.

Inti dari pembahasan ini adalah, bahwa ibadah-ibadah

badaniyah yang bersifat mahdhah seperti shalat dan srlaum tidak

bisa diwakilkan. Sedangkan ibadah-ibadah harta yang bersifat

Al Majmu'SyarahAl Mthadzdzab ll ,tt



mahdhah atau ibadah-ibadah yang terdiri dari badan dan harta bisa
diwakilkan.

Ketiga: Hendakngn sesuafu yang dikuasakan ifu adalah
milik orang yang memberi unkatah. Apabila sesuafu yang
dikuasakannya ifu adalah mencemilon seorang perempuan yang
akan dinikahinya, maka wakalahseracarn ifu batal atau tidak sah.

Sementara pengertian shighat itu adalah, tafazh yang
menunjukkan pada pemberian lerasa dari salah seorang kepada
orang lain (yang diberi kuasa dan png memberi unl<alat) dan
tidak adaqn penolakan dari pihak yang lainnya. Apabila orang
!,ang memberi ual<alah berkata, "Aku memberi urakalah
kepadamu dalam hal ini dan ifu."Atau,"Aku menyerahkan urusan
ini dan ifu kepadamu.'sama saja apakah pemberian kuasa ifu
dilakukan secara lisan (dari mulut ke mulut), kiabah (terh:lis) atau
mwaasalah (suat menyurat), maka pemberian kuasa dengan cara
ifu semua sah (dibenarkan)- Dan orang yang menerima kuasa
(wakil) tidak disyaratkan untuk menggunakan shighat (kalimat)
seperti, "AI(u menerinra.' Namun ynng menjadi syarat adalah dia
tidak menolak pemberian lilasa tersebut. Juga tidak disyaratkan
bagi wakil unfuk mengetahui pemberian kuasa. Apabila seseorang
memberi unkalah kepada saudaranln unfuk melakukan tindakan
atas sesuahr, kemudian dia melakukannya sebelum dia (tanpa)
mengetahui pemberian kuasa ifu, maka apa yang dirakukannya
terlaksana (berlaku). Dimana tdak disyaratkan untuk segera
dilakukan. Seandaiqp dia mengetahui pemberian kuasa ifu dan
dia fidak langs,ng melalorkann5n dengan segera atau tdak
menolaknya dengan sqlera, maka tidak menjadi masalah
disyaratkan lafazh dari kedm belah pihak di dalam dua bentuk,
yaitu:
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Benfuk Pertama: Apabila seseorang mempunyai suatu

barang yang dimilikinya, tetapi barang ihr ada di tangan orang lain,

baik karena disewa, dipin;am, dan lain sebagainya. Kemudian dia

menghibahkannya kepada orang lain. lalu orang yang diberi hibah

ihr memberi wakalah kepada pihak kedua (yang menyewa'

meminjam dan lain sebagainya) unhrk menerimanya. Maka

pemberian kuasa dalam keadaan seperti itu tidak sah. Pihak kedua

tersebut menerima pemberian kuasa ihr secara lafazh 0isan),

sehingga dia bisa melepaskannya, tdak cukup dengan menahan

(sebidang) tanah, karena jika begrtu berarti dia meminta

perpanjangan sevJa atau pinjaman.

Bentuk Kedua: Pemberian ural<alah dengan memberikan

upah. Apabila seseorang memberi wkalah kepada orang unfuk

membelikannya sebidang tanah yang diketahui (sudah ditentgkan)

dan dia mendapatkan upah atas hal itu. Maka di dalam hal

tersebut dia mesti menerimanya serara lafazh. Karena wakalah

dengan keadaan seperti ihr menjadi iiaa"zh atau pemberian upah.

Dimana persyaratannya adalah hendaknSa berupa pekerjaan yang

dilakukan oleh orang yang diberi kuasa itu (dikeriakan dengan teliti

atau baik).

Sedangkan persyaratan walalah menunrt Abu Hanifah dan

para ulama yang sependapat dengan beliau adalah, bahwa syarat

pemberian kuasa ifu kembali kepada orang yang memberi

wakalah, yaihr hendaknya dia adalah orang yang mampu

melakukan sesuahr yang ingin dia kuasakan. Sebab, orang yang

dirinya sendiri tidak bisa melakukan sesuatu (sendrn) itu tidak

dibenarkan memberi V,ral<alahkepada orang lain, tentu sangat tidak

dibenarkan jika dia memberi wnkabh kepada orang lain untuk

melakukannya, kecuali dalam keadaapkeadaan yang mendesak,

seperti:
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Diantaranya adalah: Orang yang memben wakalah itu buta.
Dia tidak boleh melakukan tindakan pada perkara yang harus
dilihat, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Akan tetapi, dia
diperbolehkan memberi ulakalah kepada orang lain unfuk
menggantikannya di dalam melalarkan perkara tersebut. yang
menjadi sebab dia tidak diperbolehkan melakukannya adalah
bukan karena kekurangan yang ada pada dirinya, tetapi karena dia
tidak bisa melihat barang yang diperiualbelikan.

Diantaranya adalah: Orang png tidak hadir (fidak ada di
tempat)- Dia berhak unfuk merrberi unkalah kepada orang lain
unfuk melaksanakan akad iual beli atau sewa menyeun -sekalipun
dia udak diperbolehkan melalnrkannya sendiri karena tidak bisa
melihat barang yang diperjualbelikan atau diser,vakan-.

Sedangkan anak kecil, orang bodoh, orang gila, dan orang-
orang seperti rnereka dikecualikan dari hal ifu, sebagaimema yang
telah dijelaskan pada pembahasan jual beli. Maksudnya adalah,
pemberian kuasa dari anak kecil llang bisa membedakan antara
baik dan buruk dibenarkan dengan izin dari wali anak tersebut,
dimana unfuk melakukan semua tindakan yang tidak diqTaratkan
baligh di dalamnya. Akan tetapi dia tidak dibenarkan memberi
wal<alah kepada orang lain unfuk (menetapkan)
pemikahan- Namun, dia dibenarkan memberi unkalah kepada
orang lain untuk menerimanya. sementara dalam masalah thalak,
dia dibenarkan memberi owl<alah kepada orang lain tanpa izin dari
walinya bilamana dia memahaminya.

Demikian pula diqnratkan bagi orang yang menerima
kuasa 5nihr hendaknya dia adalah orang yang ahli (berwenang,

mampu) melakukan sesuafu yang dikuasakan kepadanya. Oleh
karena itu, tidak dibenarkan dia menjadi wakil unhrk melakukan
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sesuatu yang dia tidak diperbolehkan melakukannya sendiri,

kecuali dalam beberapa hal, pitu,

- Orang kaya menjadi wakil dari orang miskin untuk

menerima zakat, yang dia sendiri dilarang unfuk mengambil

baEan zal<al bagi dirinya. Akan tetapi, dia dibenarkan jika

ada seseorang memberi wakalah kepadanya sebagai wakil

orang lain. Hal yang sama iuga berlaku di dalam kafarat

dan nadzar.

- Orang merdeka, kaln dan mampu menikah menjadi wakil

untuk menikahi hamba sahaya perempuan bagi orang yang

memberi wakalah kepadanya. Sebab dia dilarang untuk

menikahinya. Akan tetapi, dia diperbolehkan menjadi wakil

unfuk menikahkan hamba sahaya perempuan itu dengan

orang lain. Dia juga bisa menjadi wakil menggantikan

ibunya untuk menikahkannya orang lain.

- Seorang laki-laki bisa menjadi wakil saudari kandungnya

atau bibinya unfuk menjadi wali pemikahannya dengan

orang lain. Dia sendiri dilarang unhrk menikahi keduanya

unhrk dirinya. AlGn tetapi, dia bisa menjadi wakil atau

orang yang diberi kuasa unhrk menerima pemikahan

keduanya kepada omng lain.

Diantaranya adalah: Pemberian wakalah atau kuasa yang

dilakukan oleh seorang perempuem kepada orang lain unfuk

menceraikan dirinya atau menceraikan wanita (ishi orang) lain ifu

dibenarkan. Padahal sebenamya seorang perempuan tdak

dibenarkan menjahrhkan thalak tanpa melalui pemberian kuasa

olehnya kepada orang lain. Bentuk-bentuk ulakalah fi Udak

berlaku urnum (menurut kebiasaannya)-

Sementara sesuatu yang dikuasakan adalah semua akad

(transaksi) yang terdapat hak manusia di dalamnya. Maka
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dibenarkan pemberian kuasa dalam jual beli, sewa menyewa, bagi
hasil, pinjam meminjam, ibra, (pembebasan), thalak, nj,ah,
hiwalah, dhaman, kafatah, syal<ah, utadi'ah, musaaqah, AstTshuth,
lnbah, shadaqah, wasiat, r,vakaf, qbmah dan akad-akad yang
lainnya. Demikian pula, dibenarkan (berusaha) memiliki hal-hal
yang diperbolehkan seperti berburu, mencari kaytr bakar, dan
mengelola tanah yang tidak dimilird oleh siapapun (tidak produktif).

Tidak dibenarkan memberi wakalah kepada orang lain
dalam akad-akad yang tidak bisa divrnkirkan, seperti zhihar, li'an,
nadzar, ila', qasarnah, sumpah di antara suami i#, s5nhadah,
menemukan suafu barang. Juga tdak dibenarkan memberi
wrakalah kepada oftmg lain di dalam kemaksiatan, menlnrsui, dan
5rang lainnla.

seseorang dibenarkan memberi wkalahkepada orang lain
unfuk menerima pemikahannp dengan syarat orang png diberi
kuasa ifu menisbatkan pemikahan kepadanya. MisalnSn, si wari
peiempuan berkata, "Aku nikatrkan orang yang memb en ovakalah
kepadamu kepada si fulan." Atau,"Aku menikahkan si fulan
kepada si fulanah." Lalu, orang png diberi kuasa berkata, ,,Aku

terima (nikah) untuk si fulan atau nikahryn untuk orang yang
memberi wal<alah kepadaku." Apabila dia tidak menyebutkan
orang yang memben onkalah kepadanya, maka pemikahannya ifu
batal.

Terkait dengan hak-hak A[ah &, di antaranya ada gnng
tidak menerima tidak bisa diwakilkan, yaifu seperti amalan-amalan
anggota badan yang bersifat mahdhah, seperti shalat, shaum darr
bersuci. semua itu tidak boleh untuk diwakilkan. Diantaranya juga
ada yang bisa dan boleh diwakilkan, dan halifu ada dua, yaifu:

Pertama: Amalan mahdhah atau amalan ibadah yang terdiri
dari (menghimpun) harta dan badan, seperti membagikan
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shadaqah, zakat, nadar, dan kafaraf. Memberi kuasa di dalam

ragarn amalan tersebut dibenarkan secara mutlak.

Kedtra: Amalan ibadah haji dan umrah, karena kedua

ibadah itu terdiri dari ibadah harta dan badan. Kedua hal tersebut

bisa diunkillon kefika seseormg tdak mampu untuk

melalsanakannln. Sebab, pada asalnp kedua hal itu se@ra

mutlak tdak bba diwakilkan.

Dibenarkan memberi unl{alahuntuk menetapkan hulurnan

had dan menuntut petalsanaannf dari orang yang unjib

melalsanakanrryn, hal tersebut berdasarkan saMa Nabi *,
"Wahai (Jnais, temuilah pqenpuzn ifu, apbila dia mengakuing,

maka njamtah.'l-alu ketika perempuan itu mengakuinSn, Nabi $
pun memerintahkan r.rnfuk merajamnya dan dia pun dirajam.

Beliau telah memberi .,wkakh kepadanp (Unars) gntuk

menetapkan had dan melaksanakannln. Yar,g lebih utama adalah,

hendakn5a tuntutan pelaksanaan hukuman 5ang dihadiri oleh

orang yang memben vtal<akhihr adalah di dalam hukum had png
berkaitan dangan hak-hak nrangsia. Karena bolehnln orang lprlg
mernberi wnkalah gntqk menaruh empati dan memaafkan pelalal

kejahatan sehingga hukuman ihr gtrgur atau batal.

Sementara bentulmya, maka benhrlmlp itu adalah semtla

lafazh yang menunjukkan adanln izin dalam bertindak, seperti

perkataarr, "Aku memberi unlalah kepadamu atau aku

menyerahkan hal ifu kepadamu atau lpng lainnya. Al<ad

penrberian kuasa ini terlatrrsana dengan perkataan iuallah mobil ini

atau bebaskan hamba sahaya ini dan selamat iuga dengan ucapan

aku menernpatkanmu pada tempatku atau aku menjadikanmu

sebagai unkillar.

Sedangkan shighat ihr adalah lafaztt yang menuniukkan

adanya izin unhrk melalnrkan suatu tindakan. Misalqn, si A
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berkata kepada si B, "Aku mengangkatmu sebagai wakilku," atau,
"Aku menyerahkan kepadamu unfuk melakukan ini dan ifu,,' atau,
"Aku memberi izin kepadamu unfuk melakukan ini dan ifu,,, atau
yang semisal dengannya. Pembenan unl<alah atau kuasa ifu bisa
terlaksana hanya dengan menggunakan stu:ghad "Juallah mobil
ini," atau, "Merdekakanlah hamba sahaya ini." pemberian kuasa
ifu bisa terjadi atau terlaksana dengan menggunakan shighal "Aku
menempatkanmu di posisiku," atau, "Aku menjadikanmu sebagai
wakilku."

Juga dibenarkan menerima pemberian kuasa dengan
semua shighat atau perbuatan dari orang lnng menerima kuasa,
yaifu perbuatan yang menunjukkan adanya benfuk penerimaan.
Namun, tidak disyaratkan bagi orang yang menerima kuasa unfuk
mangetahui pemberian kuasa. Di saat seseorang memberi wkatah
kepada orang lain dan dia (orang yang menerima kuasa) udak
mengetahuinya, dimana setelah ada pemberian kuasa ifu, dia
langsung melakukan tndakan, maka apa.yang dilakukannya itu
tetap berlaku.

Tidak disyaratkan juga bagi orang l.ng menerima kuasa
unhrk menerima kuasa ifu secara langsung. Bahkan, dia
dibenarkan menerima pemberian kuasa itu waraupun sudah
diberikan safu tahun atau lebih dari safu tahun yang lalu.

Kita masih membahas pendapat Abu Hanifah dan para
ulama yang sependapat dengan beliau. Mereka berpendapat
bahwa, persyaratan bagi o*rng yang memberi unkalah, yaifu
hendaknya orang yang memberi vtal<alah merupakan orang yang
memiliki hak mengerjakan sendiri sesuafu yang dikuasakan
olehnya. oleh karena ifu, pemberian kuasa dari orang gila dan
anak kecil yang pada dasamya tidak bisa berpikir tidak dianggap.
sebab, orang gila tidak mempunyai hak atau dirinya dilarang
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secara mutlak unfuk melakukan suafu tindakan. Larangan memberi

wakalah juga berlaku pada anak kecil yang belum bisa berpikir

(dengan baik). Sementara anak yang bisa berpikir (dengan baik),

maka hal itu sudah diketahui (dijelaskan) di dalam pembahasart Al
Hijn Vartu bahwa apa yang dilakukannya itu terbagi meniadi tiga

hal:

Pertama: Dia melakukan suafu findakan yang sudah pasti

akan menimbulkan mudhamt Seperti thalaq, hibah, shadaqah,

dan lain sebagain5ra. Dalam keadaan seperti itu, maka secara

mutlak dia tidak dibenarkan melalnrkannya. Maka dia tidak

dibenarkan unhrk menceraikan pasaryannya, menghibahkan

hartanya kepada orang lain, atau menyedekahkan hartanya. Jika

dia melakukan hal ifu, maka apa yang dilakukannya itu batal. Dia

tidak mempunyai hak unh:k melakukannp- Dia pun tidak berhak

untuk mewakilkan hal iht kepada orang lain.

Kedua: Dia melakukan suafu tndakan yang bermanfaat.

Seperti menerima hibah dart shadaqah. Hal ifu dikarenakan ada

manfaat yang bisa dicapai. Dalam keadaan seperti itu tindakannya

dibenarkan se@ra mutlak sekalipun dia tdak mendapat izin dari

walinya. Dia mempunpi hak untqk melakukan tindakan tersebut

dan dia berhak memberi wrakalahkepada orang lain.

Ketiga: Dia melakukan suafu findakan yang mengandung

manfaat dan mudhanf. Seperti iual beli dan sewa menyevJa.

Dalam keadaan seperti ih.r, apabila dia mendapat izin dari walinya

untuk melakukan suatu perkara ihr, maka apa yang dilakukannya

ihr sah. Sebab dia iuga dibenarkan menrberi unkalah kepada orang

lain untuk melalnrkannya. Apabila dia Udak mendapat izin dari

walin5ra, maka apa yang dilakukannya itu bergantung pada izin dari

walinya. Jika sang wali membolehkannln, maka apa yang

dilakukannya itu sah. Dan apabila dia Udak membolehkannya,
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maka apa yang dilakukannya itu tidak sah. Hal itu juga berlaku
pada pemberian kuasa yang dilakukan anak tersebut.

Sedangkan orcng $la fdns kegilaannla sepotong-sepotong,
Saitu adakalanya dia gila dan adakatanya iuga dia sadar, maka
dalam keadaan sadar dia dibenarkan memberi watalah dengan
syarat wakfu atau masa sadamya diketahui sehingga masa
sadamya dapat diketahui dari rnasa giranya. Apabila tdak
demikian, maka dia tidak dibenarl'n memberi wakatah kepada
omng lain. sementara orang yang lurang waras pikinnnp, maka
dia tidak dibenarkan untuk memberi walatahkepada orang lain.

Islam fidak menjadi qprat unfuk otang Snng memberi
wakakh. Karena itu" omng l<afir ddmmi diperbolehkan unfuk
mernberi wakalah kepada orang lain rrrg beragama Islam. sebab,
hak-hak mereka dijamin sama seperti hak-hak hta- Namun,
apabila orcmg kafir dzimmi mernberi uatatah kepada seotang
muslim unfuk b€rp€rl.u,u tentang harga khamer, mal.u dia
(seorang mtrslim) udak disukai (makruh) untuk melakukannp.

Apabila orang l€frr anrrri mernberi vakalah kepada
seorang muslim untuk menggadaikan lclarnq 3nng dimilikinlE
agar dia mendapatkan uang, atau ,ntrk menggadaikan s,afu
barang miliknya agar dia mendapat rcrnmq. Dia (seorang m,slim)
dibenarkan unfuk menerima lo,sa apabila dia memberitahukan
bahwa dirinsn adalah seotang utusan sehingga dia bisa
mengatakan, "Gadaikanlah khanak@alu."

sementara apabila dia mqrisbatkan hal ifu unfuk dirinya
dengan mengatakan, "Gadaikan l<hanq kepadaku,,, atau,
"Pinjamkan aku uang agar bisa membeli r<hamer, maka hal ifu
bukan merupakan gadai."
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lantas apakah orang murtad di dalam hal tersebut sama

seperti orang kalir dzimmi atau tidak?

Masalah ini menjadi perbedaan pendapat di antara para

ulama. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa, apabila seorang

yang murtad memberi unkalah kepada seseorang, maka

pemberian kuasa yang dilakukannya itu menjadi ditangguhkan.

Jika dia masuk Islam, maka pemberian kuasa yang dilahkannya

itu menjadi terlaksana (sah).

Apabila dia meninggal dunia atau keluar dari negeri Islam

menuju negeri peperangan (kafir), maka pemberian kuasanya

batal. lalu apabila dia masuk di negeri peperangan (kafir),tapi

kemudian dia kembali memeluk agama Islam, maka apabila hakim

memuhrskan bahwa dia berada di negeri peperangan (kafir)- maka

pemberian kuasanya batal. Dan apabila tidak demikian, maka

pemberian kuasanya terlaksana (sah).

Sebagian ulama ada sang berpendapat bahwa, orang

murtad mempunyai hak membei wnkalah kepada orang lain dan

pemberian kuasanya dibenarkan serta terlaksana. Ihrpun apabila

orang mrtad tersebut adalah seorang laki-laki. Sedangkan apabila

dia seorang perempuan, maka berdasarkan kesepakatan pam

ulama, dia dipertolehkan memberi qnkalah kepada orang lain. Hal

itu dikarenakan kemurtadannya itu tdak berpengaruh. Di dalam

hukum tentang kepemilikannya $ang menjadi haknya), dia sama

dengan wanita muslimah di dalam hal tersebut.

talu apabila sebelum mtrtad (perempuan itu) memberi

wakalah kemudian dia murtad, maka pemberian kuasanya itu sah,

kectrali apabila dia memberi unkalah kepada seseomng fiakilaki)
unhrk menikahinya di saat dia sudah murtad, maka pemberian

kuasanya ini batal. Hal itu dikarenakan tidak sah apabila si laki{aki

itu menikahin5n di saat dia sedang murtad. Sementara apabila dia
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kembali menganut Agama Islam, kemudian si laki-laki ifu
menikahinya, maka pemberian kuasanya ifu sah(dibenarkan).

Apabila dia memberi wakalah kepada orang lain untuk
menikahinya di saat dia memeluk Islam, lalu dia murtad, kemudian
dia masuk Islam lagi, lalu dia menikahinya, maka hal ifu Udak
dibenarkan. Hal ifu dikarenakan kemurtadannya ifu membatalkan
pemberian kuasa yang dia lalokan.

Sementara persyaratan png kembali kepada onmg yang
diberi kuasa (wkil ada dua, 1;aitu'

Pertama: Hendaknya dia adalah orang berakal. ndak
dibenarkan seseorang memberi unl<atah kepada orcmg gila dan
anak kecil yang tidak (belum) mengerti. Sedangkan brigh dan
merdeka, rrdak disSaratkan unfuk omng 5ang diberi kuasa. oleh
karena itu, wakil dari anak kecil yans berakal (sudah mengerti) dan
dapat mengetahui akibat dari akad png bermanfaat atau mudharat
dibenarkan, baik mendapat izin dari sang wali maupun udak. Hal
itu juga berlaku pada seorang hamba sahaya yang berakal (dia
diperbolehkan menjadi wakiD.

Kedua: Orang yang diberi lilasa mengetahui sesuafu yang
dikuasakan kepadanln. Sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa,
pengetahuan orang yang diberi kuasa terhadap sesuafu yang
dikuasakan kepadanya ifu merupakan syarat sahnya dia menjadi
wakil atau orang yang menerima kuasa. Apabila seseorang
memberi wakalah kepada orcmg lain unfuk menjual barang
dagangannya dan orang yang diberi kuasa ifu fidak mengetahui
barang yang akan dijualnya, lalu dia menjual barang tersebut
sebelum dia mengetahui semuanya, maka semua yang
dilakukannya itu batal. Kecuali apabila orang yang memberi
wakalah itu membolehkannya. Pengetahuan orang yang diberi
kuasa terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya itu bisa
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dibuktikan dengan lisan, tulisan, atau pemberitahuan (kesaksian)

dari dua orang laki, atau safu orang laki-laki yang adil, atau

pemberitahuan (kesaksian) orang yang tidak adil tapi dibenarkan

oleh wakil tersebut.

Kita masih menyebutkan pendapat Abu Hanifah dan para

ulama yang sependapat dengan beliau.

Sedangkan syarat Islam dan tidak murtad, berdasarkan

kesepakatan para ulama hal itu tidak meniadi syarat unfuk orang

yang menerima kuasa. Meskipun kondisi tidak murtad ihr menjadi

perdebatan para ularna antara yang menjadikannya sebagai syarat

dan yang tidak menjadikannya sebagai syarat wakil. Oleh karena

ihr, seorang muslim berhak dan diperbolehkan memberi wal<akh

kepada orang kafir &immi sekalipun untuk menjual khamer darr

dagurs babi. Menurut Abu Hanifah, bahwa apabila orang yang

memberi wakalah ifu seorang kafir dzimmi, maka pemberian

kuasanya ihr ditangguhkan.

Sementara dua murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf Al

Qadhi dan Muhammad bin Al Hasan AsySyaibani, keduanSa

berpendapat bahwa, tidak dibenarkan seseorang memberi owlralah

untuk meniual sesuaht yang bukan menjadi wewenangnya.

Sebagaimana telah disepakat oleh para ulama, bahwa dia

dibenarkan memberi unltalahkepada orang murtad'

Apabila seorang muslim memberi l4nkalah kepada seorcmg

l<afir harbiyang berdomisili di negeri kafir dan dia (seorang muslim

yang memben qnkalah itu berdomisili di negeri muslim, maka

dalam kondisi seperti ifu pemberian kuasanya batal. Demikian pula

sebaliknya, yaitu tdak dibenarkan seorang kafir hafri yarg

berdomisili di negeri kafir memberi wakalah kepada seorang

muslim yang berdomisili di negeri muslim-
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Sedangkan persyaratan obyek yang dikuasakan (menurut
madzhab Abu Hanifah) adalah,

Diantaranya adalah: Hendaknya obyek yang dikuasakan itu
bukan merupakan hal-hal yang diperbolehkan.oleh karena itu,
seseorcilng tidak dibenarkan memberi wakalah kepada orang lain
untuk mencarikan kayr bakar dan air minum (pengairan, irigasi)
atau mengeluarkan barang tambang yang diperbolehkan, seperti
besi, tirnah, permata dan lain sebagainya. Apabila orang yang
diberi ktrasa itu memperoleh sesuatu darinya, maka apa yang
diperoleh ifu menjadi milikn5a, dan bukan milik orang yang
memberi unkalah tersebut. Hal ifu sarna dengan apabila dia
memberi snkalah kepadanya unfuk menguliti sesuafu, maka
pemberian kuasangra ifu tdak sah. Apabila orang yang diberi kuasa
ifu mendapatkan sesuafu darinya menguliti sesuafu, maka hal ifu
menjadi rniliknya.

Diantaranya adalah: Hendaknya obyek yang dikuasakan itu
bukan istiqradh, artin5n bahwa wakil diminta untuk meminjam
sesuafu dari orang lain. Apabih seseorang memberi unkatah
kepada orang lain untuk meminb kepada seseorang agar dia
meminiamkan harta untuknya. lalu orang yang diberi kuasa ifu
berkata, "Pinjami aku ini." lalu orang ifu meminj , maka
pinjaman ifu unfuk orang yang diberi kuasa, bukan unfuk yang
memberi wakalah. lalu apabila pinjaman ifu rusak, maka yang
bertanggung jawab adalah orang yang diberi kuasa. Orang yang
diberi kuasa tidak boleh memberikannya kepada orang yang
memberi wakalah. Memang beh.rl demikian adanya, akan tetapi
apabila seseorang berkata, "Si Fulan telah mengutus aku
kepadamu agar kamu meminjamkan sesuatu kepadanya." Lalu dia
memberikan pinjaman itu unfuknya, maka pinjaman itu unfuk

168 ll A Uoi*o'SyarahAl Muhadzrlzab



orang yang mengufus. Ifu disebut ufusan dan bukan wakil (orang

yang diberi kuasa).

Perbedaan antara wakil dan ufusan adalah, bahwa wakil

atau orang yang diberi kuasa menggunakan lafazh pemberian

kuasa yang akan dijelaskan nanti di dalam pembahasan tentang

shighat wat<akh. wakil ber&eda dengan uhlsan, karena utgsan ifu

menggunakan kfail atau kalirnat pengutusan atau penugasan.

Misalnya, si A berkata kepada si B, "Jadilah engkau sebagai

utusan dariku di dalam hal ini dan ihr.'Atau, "Aku mengufusmu

untuk membawa ini dan itu." seorang ufusan diharuskan

menyandarkan akad kepada orang yang mengutusnya. Hal itu

berbeda dengan wakil, karena dia harus menyandarkan akad ihr

kepada dirinya dan kepada orang lrang mengutusnya, kecuali

dalam beberapa hal, seperti nikah dan hibah, yang akan dijelaskan

nanti.

Usta& Abdurrahman Al Jaziri (telah menyebutkannya), dia

berkata, "Di antara persyaratan obyek pemberian kuasa ifu adalah,

hendaknya hal ifu bukan termasuk hukuman hadyang

adanya dakwaan (pengakuan, klaim), seperti had ana dan minum

khamer. Sebab, unfuk menetapkannlp arkup hanp dengan

kesaksian hisbah (orang-orang l|ang mempunyai pertimbangan

atau para aNi), fidak memerlukan adanya pengakuan atau klaim.

Oleh karena itu, tidak dibenarkan adaryn pemberian kuasa di

dalamnya, baik unfuk membebaskan (menggugurkan atau

menolakn5la) maupun menuntt Maksudnya

adalah, tidak dibenarkan memberi wnkakh kepada orang lain

unhrk menolak hukuman hil dan mal6irnanya."

Yatg pertama ihr ielas, karena tidak dibenarkan seseorang

berkata kepada orang lain, "Al<tr menjadikanmu sebagai wakilku

unhrk melaksanakan hukuman .6ad minum khamer, engkau
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berikan punggungmu unfuk di cambuk." seandainya hal itu terjadi,
maka tidak ada manfaatnya. sebab, hal itu tidak dibenarkan
kecuali dilakukan oleh orang yang meminum khamertersebut.

Sedangkan yang kedua, karena hukuman had itu berlaku
tetap bukan dengan pengakuan atau klaim. Maka tidak dibenarkan
secara mutlak memberi q/akalah kepada orang lain dalam hal
tersebut. sementara hukuman had yang memerlukan pengakuan
atau klaim, seperti fuduhan berbuat zina dan mencuri, para ulama
telah berbeda pendapat tentang keabsahan pemberian kuasa
dalam hal tersebut.

Abu Hanifah dan Muhammad bin Al Hasan berpendapat
bahwa, dibenarkan memberi kuasa kepada orang lain unfuk
menetapkan had. oleh karena ifu, apabila seseorang memberi
ortakalah kepada orang lain unfuk menetapkan hukuman had
fuduhan zina atas orang yang telah menuduhnya, maka pemberian
kuasa ifu dibenarkan, baik orang lrang memben wal<atah itu hadir
ataupun tidak hadir. sedangkan pemberian kuasa yang menuntut
pelaksanaan hukuman nadhdutnn berbuat zina, maka pemberian
kuasa dahrn hal tersebut diperbolehkan bila orang lnng memberi
wakalah itu hadir; dia dan unkilqza hadir pada saat peraksanaan
akadnya.

Sedangkan Abu Yusuf berpendapat bahwa, tidak
dibenarkan memberi wakalah dalam hal tersebut, sebagaimana
telah dijelaskan terdahulu. Namun, dia juga berpendapat bahwa
sesungguhnya yang dilarang itu adalah, pemberian kuasa unfuk
menetapkan hukuman had. Sernentara pendapat Abu yusuf

tentang pemberian kuasa dalam menetapkan harta yang dicuri, dia
sependapat dengan Abu Hanifah dan Muhammad bin Al Hasan.
Sudah jelas bahwa, had zina dan had khamer merupakan hak
Allah &. Demikian pula dengan had zina dan had minum, juga
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hak Allah. Maknanya adalah, bahwa halitu merupakan

hak-hak Allah, dimana Allah telah menetapkan sanksi dan

hukuman yang tetap untuk hal tersebut. Hal itu tidak menjadi

masalah bagi korban kejahatan, nalnun itu harus dilaksanakan.

Yang jelas, Abu Yusuf berpendapat bahwa, pemberian kuasa di

dalam hal tersebut tidak ada artinya, baik membutuhkan

pengakuan ataupun fidak.

Hak-hak hamba tefuagi kepada dua bagian, yaitu hak yang

tidak boleh menuntut pelaksanaannp lantaran adanya s5rubhatdan

hak yang boleh dituntut pelaksanaannya lantaran adanya sybhat

Contoh unh.rk jenis hak gang pertama adalah, qishash di

dalam kasus pembunuhan yaitu qishash terhadap kasus

menghilangkan anggota badan atau yang semisal dengannya yang

lebih ringan dari menghilangkan nyawa. Menumt Abu Hanifah dan

Muhammad bin Al Hasan, bahwa pada jenis hak seperti ini

dibenarkan memberi wakalah gntuk menetapkannya dan tidak

dipertolehkan unhrk menolak dan menerimannSa- Contoh

pertama ini jelas, karena tidak dibenarkan seseorang memberi

qnkakh kepada orang lain untuk membunuh dirinya sebagai

pengganti darinya unhrk menolak pelaksanaan hukuman had atas

perbuatan jahat yang dilalmkannya atau memotong anggota badan

darinya. Sebab hal itu. tidak pantas diterima kecuali oleh orang

yang melakukan kejahatan ihr sendiri.

Contoh jenis hak yang kedua adalah, sesuatt yang

dipertolehkan unfuk menuntut (menerima) nya

dengan adanya syrbhat. Utang-utang, (pinjaman) barang-barang,

dan semua hak lainnya selain qislnsh. Seorang u6hl dibenarkan

unfuk menerimanya dengan adanya sytbhat, lnifu adanya

pengampunan dari oftIng yang memiliki hak tersebut. Dan

Al Majnru'SyarahAl Muhodzlzab ll U,



membiarkannya bagi orang yang berkevrnjiban unfuk memenuhi
hak tersebut.

Pemberian wakalah pada jenis hak seperti ini diperbolehkan
baik unfuk menolak, menunfut pelaksanaannya, dan
menetapkannya. Hal itu berdasarkan kesepakatan para ulama.

Pemberian wnkalah dalam semua akad diperbolehkan,
kecuali di dalam akad yang sudah disebutkan, seperti akad jual
beli, sa.va menyewa, nikah, thalak, hibah, shadaqah, khufu', Asb
Shulh (perdamaian), pinjam meminjam, titipan, menerima
(menagih) hak, sengketa, berperkara di dalam utang piutang, gadai

menggadai, meminta sytfah, mengembalikan barang yang cacat,
qismah, dan istihaa6 (permohonern hibah). Namun, pada sebagian

dari akad-akad ini, seorang urahl fidak dibenarkan untuk
menisbatkan akad ifu ke@a dirinSn sendiri. Akad semacam itu
harus dinisbatkan kepada orang yang meunkilkan atau lnng
memberi val<alah- Di antara alod yang marla seorang \rnkil tdak
dibenarkan untuk menisbatkan atau menlnndarkan akad ifu
kepada diringn adalah s€bagai berihrt:

Diantaranya adalah: Niloh. Seorang yang diberi kuasa
(wakil) harus mengatakan, "Aku menerima pemikahan dari orang
yang memberi unkalah kepadalsr," atau, "Ahr menikahkan
seorang perempuan yang memberi unl<akh kepadaku." Apabila
dia mengatakan, "Aku menerima pemikahan" dan dia tidak
menyebutkannya. Atau dia mengatakan, "Aku menerima
pemikahan unfuk diriku sendiri, karena dia yang menyandarkan
pemikahan ifu kepada dirinf sendiri bukan kepada orang yang

memberinya kuasa. Berbeda keadaannya bila dia menjadi unkil
unfuk menjatuhkan thalak, karena bila dia menisbatkan ihr kepada
dirinya, maka hal itu dibenarkan. Maksud dari pemyataan, "dia
menisbatkan hal itu kepada dirinya" adalah dia (dengan)
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mengatakan, "lstrinya si fulan ditalak-" Adapun bila dia

mengatakan, "lstriku di thalak, maka istrinya ditalak." Makna dia

rnenyandarkan atau menisbatkan hal itu kepada dirinya bukanlah

dengan mengatakan, "lstriku." Tetapi maknanya adalah dia

menisbatkan thalak istri orang yang memberi wakalah kepada

dirinya. Tidak menjadi syarat dia harus mengatakan, "Si fulan

mernberi unl<atahkepadaku unfuk menceraikan istrinya."

Diantaranp adalah: Hibah. Hal itu dikarenakan di dalam

hibah seorang wakil harus menisbatkan hibah itu kepada orang

yang memberi wakalah. Apabila seseorang memberi wakalah

kepada orang lain unh:k menghibahkan uang sebanyak serafus,

lalu dia mengatakan, "Aku menghibahkan," dan dia tidak

mengatakan, "Orang yang memberi ornkalah kepadaku telah

menghibahkan," maka hibah seperti itu tidak dibenarkan.

Kami masih mengutip pendapat madzhab Abu Hanifah dan

para ulama yang sependapat dengan beliau- Semoga Allah

merahmati mereka.

Diantaranya adalah: ,Ash-shulh (kesepakatan damai) di

dalam masalah pembunuhan yang dilahkan dengan sengaja dan

pengingkaran orang yang didakr,va. Apabila seseorang mengaku

memiliki uang di tangan orang lain sebanyak dua rafus. Lalu orang

yans dituduh ihr mengingkarinya. Kemudian dia memberi qnl@lah

kepada orang lain unhrk mengadakan kesepakatan damai

(menegosiasikan) dan mengarnbil uang tersebut, maka orang yang

menerima kuasa atau hanrs menyandarkan hal tersebut kepada

orang 5nng memben ual<alah-

Bila orang yang mengklaim ihr mengatakan, "Aku ingin

mengadakan kesepakatan damai denganmu dan mendapatkan hak

berupa uang sebanyak setratus-" Lalu wakil dari pihak yang
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didakwa menerimanya dengan mengatakan, "Aku menerima
kesepakatan damai itu unfuk si fulan," maka hal itu dibenarkan.

Sedangkan bila dia mengatakan, "Aku menerirnanya," dan
tidak menyandarkannya kepada orang yang memberi kuasa, maka
kesepakatan damai itu tidak sah. Ini berbeda dengan kesepakatan
damai dalam masalah iqrar (penetapan dan pengakuan), karena
dibenarkan adanya penyandaran hal itu kepada wakil dan orang
yang ma*akilkan.

Diantaranya adalah: Bersedekah. Apabila saseorang
mernberi wakalah kepada orcmg lain unfuk menyedekahkan
dengan jumlah sekian, maka dia mesti mengandarkan sedekahnya
ifu kepada wakilnya, iika tdak demikian, maka sedekah itu berarti
dari hartanya.

Diarrtaranya adalah: I'anh (pinjam meminjam) dan titipan,
gadai, berserikat, dan bag hasil. semua akad ini harus disandarkan
oleh wakil kepada orang 5ang mernberi uakalahkepadanya.

Terkait shiglat dalam hal ini, maka ada dua jenis, yaitu
umum dan khtrsus. Shiglnt yang khuzus adalah, lafazh yang
menunjukkan pemberian lnnsa dalam urusan atau hal yang
khusus. Misalnya, si A berkata kepada si B, "Aku memberi
wakalah kepadamu unfuk membeli rumah ini." Sedangl<an shighat
umum adalah semua lafazh lang menunjukkan hal-hal lrang
bersifat umum. Misalnya, si A berkata kepada si B, "Engkau

adalah wakilku dalam segala hal."sedangkan apabila si A berkata
kepada si B, "Apa saja yang kamu perbuat, maka perbuatan ifu
diperbolehkan. Juga, perintahmu di dalam dalam segala hal
diperbolehkan." Maka perkataan seperti itu tidak ada manfaatnya.
Hingga dia mengatakan, "Aku ingin engkau menempati posisiku",
"aku suka", "aku ingin", atau "aku ridha." Maka tafazh seperti ifu
sah (dibenarkan).
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lalu apakah setelah itu tindakan wakil dalam segala hal bisa

(semua yang dilakukan wakil) terlaksana (terjadi atau sah)? Dan

apakah sebagian un$an dari hal ifu dikecualikan?

Ustadz Abdurrahman Al Jazli berkata, "Jawabannya

adalah, bahwa hal itu berbeda disebabkan adanya perbedaan

ungkapan. Apabila si A berkata kepada si B, "Engkau adalah

wakilku dalam segala hal, maka dia menjadi wakil baginya untuk

menjaga hartanya dan bukan yang lainnya. Ini menurut pendapat

yang benar.

Juga, apabila si A berkata kepada si B, "Engkau adalah

wakilku untqk semua urusan, baik yang batfnk (besar) atau sedikit

(kecil)." Apabila si A berkata kepada si B, "Engkau adalah wakilku

di dalam segala hal, perintahmu di dalam semua itu

diperbolehkan," maka dia bisa menjadi wakil di dalam semu.r

tindakan, seperti di dalam jual beli, hibah dan sedekah'"

Para ulama berbeda pendapat tentang pemberian kuasa

dalam membebaskan hamba sahaya, thalak dan wakaf. Sebagian

dari mereka berpendapat bahwa, seseorang tidak boleh menjadi

wakil dalam hal tersebut, kecuali pehnjuk awal di dalam

pembicaraan yang menunjukkan kepada hal tersebut. Sebagian

ulama lainnya berpendapat bahwa, hal ifu tercakup di dalamnya.

Kita masih menyebutkan pendapat Abu Hanifah semoga

Allah memhmatinya.

Apabila si A berkata kepada si B, "Aku menjadikanmu

sebagai wakillo di dalam (unhrk mengunrs) semua urusanku. I-alu

dia mengatakan, "Aku menceraikan istimu atau aku mer,vakafkan

semua tanahmu." Maka berdasarkan pendapat yang paling shahih,

hal ini udak dibenarkan.
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Apabila si A berkata kepada si B, "Aku menjadikanmu
sebagai wakilku dalam mengums semua urusanku dan aku
menempatkanmu di posisiku." Shighat seperti ini tidak menjadi
pemberian kuasa yang bersifat umum, kecuali apabila si A
mengatakan, "Di dalam semua unrsanku yang diperbolehkan
unfuk dikuasakan. Maka qnkalah seperti itu menjadi unl<alahyang
bersifat umum, yang juga mencakup jual beli, nikah dan lain
sebagainya.

Dalam shighatyang pertama di atas, yaifu perkataan, "Aku
memberi wakalah kepadamu di dalam semua urusanku dan aku
menempatkanmu di posisiku" tanpa menyebutkan, "Di dalam
semua urusanku yang diperbolehkan unfuk dikuasakan." Wakalah

dengan dtighat seperti ini menjadi unl<alah yang bersifat umum,

1laitu yang mencakup jual beli, niloh dan lain sebagainSn.

Dalam shighat yang p€rtarn r, ]Eihr perkataan, "Aku
mernberi .4rakalah di dalam semua urusanku dan aku
menempatkanmu di posisiku" tanpa menyebutkan, "Di dalam
sernu.r wusanku Sang diperH€hkan unhrk dikuasakan." Mal<a

hartrs dilihat dahulu kepada orcrng gang memberi qml<ahh, apabila
dia memiliki pekeriqan (produksi) y.ang khusus-, maka dia menjadi
wakil lang menggantikannp unhrk mengunsnya. Sedangkan bila
fidak memiliki pekerjaan (produksi) khuzus, dan dia memiliki
berbagai ma@m mu'amalah{usaha), maka pemberian kuasanya itu
batal.

Secara global, seorang wakil yang menerima kuasa yang

bersifat umum, dia berhak melakukan segala hal. Keflali thalak,
memerdekakan hamba sahaya, wakaf, hibah, shadaqah,

berdasarkan fatwa tentang hal itu-. Dia juga tdak berhak
melakukan pembebasan dan pelunasan utang, karena hal itu
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merupakan donasi dan dia tidak memiliki hak untuk memberikan

donasi tersebut.

Demikian iuga dia tidak berwenang untuk melakukan

pinjaman dan hibah dengan syarat iwadh (adanya kompensasi).

Namun, dia berwenang melakukan selain hal tersebut. Dia

berwenang untuk menagih utang dan membebaskannya,

mengklaim hak-hak orang yang membeti wakalah, mendengarkan

klaim tentang kewajiban-kewajiban orang yang membei qnkalah,

dan menetapkan utang kepada orang yang memben walalah. Hal

itu Udaklah harus dilakukan se@ra khusus di majlis hakirn, sebab

hal itu merupakan pemberian kuasa yang bersifat khusr-ts. Dan

karena ada beberapa shighat yang sama sekali fidak dapat

dikaitkan kepada pemberian kuasa, di antaranya:

- si A berkata kepada si B, "Aku tidak akan mencegahmu

untuk mencemikan istriku."

- Si A berkata kepada si B, "Engkau adalah orang yang

menerima wasiatku."

-Si A berkata kepada si B yang berutang kepadanya,

"Belikan unfukku seekor unta dengan harga dua ratps iwaih atau

sebuah mobil dengan harga seribu iunaih." Perkataan seperti ini

bukan merupakan alod pemberian kuasa, tetapi meminta

pendapat. Sedangkan bila dia berkata kepadanya, "Belikan

untukku sebuah mobil dengan harga seribu iunaih dan engkau

mendapatkan 50 iunaih dari pembelianmu itu." Maka dengan

perkataan seperti ini, dia (si B) meniadi urakil bagi si A.

- Si A berkata kepada si B yang benrtang

kepadanya,"Belikan untuklar dengan uangku yang engkau piniam

sebuah mobil pribadi atau mobil angkutan," maka perkataan

seperti ini bukan akad pemberian kuasa yang dibenarkan-
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Sementara bila dia berkata kepadanya, "Belikan untukku mobil si

fulan atau mobil ini," maka perkataan semacam ini merupakan

akad pemberian kuasa yang dibenarkan.

- Si A berkata kepada si B yang berutang kepadanya,
"Serahkan hartaku yang wajib kamu bayar dengan gandum atau

mentega." Maka perkataan seperti ini fidak dibenarkan atau bukan

merupakan akad pemberian kuasa.

Sedangkan apabila si A yang bermuamalah dengan si B
dan menenfukan akad salam dengan mengatakan, "serahkan apa
yang meniadi kewajibanmu kepada si fulan dengan ini dan ihr."
Mal<a perkataan seperti ini mertrpakan pemberian kuma yang

dibenarkan.

Sedangkan contoh-contoh shighat lnng khusus, di
antaranSn adalah:

Si A berkata kepada si B, "Apabila engkau Udak

menjual mobilku ini, maka istriku dithalak." Apabila dia
(si A) hal itu kepadanln (si B), maka dia
telah memberi owl<alah kepadanya untuk menjual mobil
tersebut.

Si A berkata kepada si B, "Aku memberi unkalah
kepadamu unhrk membangun rumah ini,' maka
perkataan seperti ini sama dengan dia mengatakan

kepadanya, "Aku malakilkannya kepadamu."

Si A berkata kepada si B, "Aku menyerahkan urusan
garasi mobilku dengan apa yang ada di
kepadamu." Maka dengan perkataan seperti ini, dia (si

B) berwenang untuk menjaga, memelihara,

menyediakan bahan bakar dan spare partrrya,

mendatangkan orang yang akan membersihkannya dan

melaksanakan semua yang telah kami sebutkan.
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Si A berkata kepada si B, "Aku menyerahkan urusan

istriku kepadamu," Dengan perkataan seperti ini, maka

dia benuenang unhrk menjatuhkan thalak kepada

(isti)nSa dan itu berlaku (bisa dilakukan) hanya di

tempa(si A mengatakannyalitu saja. Sedangkan apabila

dia berkata kepadanyra, "Aku menguasakan (memberi

wkalalll un$an isffiku kepadamu." Dengan ucapannya

itu, maka dia berwenang untuk menjafuhkan thalak

kepada (istri)nya di tempat (Si A)itu atau di tempat yang

lainnP.

Ini merupakan pendapatrya Abu Hanifah. Sedangkan dalil-

dalil tentang kebolehan mev/akilkan sestratu adalah sebagaimana

yang disebutkan oleh Az-Tanlar' ketika mentakhrij hadits-hadits

tentang AI Hidayah dalam kitabnya Nashbu Ar-Raayah, juz 3, hal'

229,230, cet. Majlis llmu, India, beliau menyebutkannya pada bab

"Menyerahkan urusan thalak".

Dia berkata, "Diriwayatkan, para sahabat telah sepakat

bahwa pilihan png diberikan (wakil atau orang yang

menerima lmasa; ishinya) adalah kh$nr selama dia berada di

tempatnya. Aku berkata, " iima' atau kesepakatan ihr bersumber

dari hadits hnu Mas'ud, Jabir, Umar, Utsman, dan Affiullah bin

Amr bin Al Ash."

Hadits hnu Mas'ud diriwaptkan oleh AMurrazaq di dalam

Mushannafnya, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari hnu

Abu Najih, dari Mujahid, dari hnu Mas'ud, dia berkata, "Apabila

seseoftmg menggasakan unrsan istinya kepada orang lain, lalu

keduanya berpisah sebelum dia (istinsra) menunaikan se$Iatu,

maka tidak ada urusan (pilihan) bagn!n-"

Dari ialur periwayatan AMurrazzaq, Ath-Thabrani

meriwayatkan hadits tersebut dalam Mu'iamrrya. N Baihaqi
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berkata, "Di dalam sanad hadits ini ada periwayat yang terpufus,
yaifu antara Mujahid dan hnu Mas'ud."

Hadits Jabir diriwayatkan juga oleh Abdurrazaq, hnu Jurarj
mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-zubat, dari Jabir bin
Abdullah, dia berkata, "Apabila seorang laki-laki memberi pilihan
kepada sang istri di tempatrya, maka tidak ada t<hilnr baginya.,,

Hadits Umar dan Utsman dirir,rnyatkan oleh hnu Abi
Syaibah dan Abdurrazaq dalam kedua l$ab Mushannafnya, Al
Mutsanna bin Ash-shabah menceritakan kepada kami, dari Amr
bin Sytr'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari AMullah bin Umar,
bahwa umar bin Al l(haththab dan uhman bin Affan berkata,
"siapa saja laki{aki }lang menguasakan urusan istrinya kepada
orang lain, lalu dia (sang u,ah0 memberikan pilihan kepadanya
(istoinya tersebut), kemudian keduaryra b€rpisah dari majlisnya,
maka udak ada l<hi5ar bagi ishinln dan urusan istinp kembali
ke,pada suaminya-'

Al Baihaqi berkata, "Al Mutsanna bin Ash-Shabbah
merupakan periu4l.at yarry dha if' Dia juga meriunSratkan hadits
dari lalur Ibnu Abi qnibah dahm At Ma'rifah.

Kami akan membahas sernua dalildalil yang disunakan
oleh madzhab kami dalam tentang fial*di kitab ini.
Insya Allah.

Sedangkan menurut madzhab Maliki, perryaratan bagi
wakil dan orang yang mewakilkan, ada tiga ryarat 5nng akan kami
bahas setelah menjelaskan perbedaan antara wnkatah dan ni5nbah.
Al Khirasyi berkata dalam bab penjelasan tentang kumpulan
masalah-masalah v/akalah, "Keabsahan wakakh itu adalah apabila
menerima penggantian (bisa diwakilkan)."
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Penjelasan: Ini merupakan pemyataan pembuka dari beliau

ketika menjelaskan masalah wakalah. Maknanya adalah, bahwa

wakatah itu dianggap sah dalam hal yang bisa menerima niyabah

(perwakilan). Artinya, apa yang niyabah perbolehkan di dalamnya

(sesuatu yang boleh diwakilkan), maka wakalah di dalam hal itu

dianggap sah (dibenarkan). Perkara yang niyabah tidak

diperbolehkan di dalamnya (sesuatu yang tidak boleh diwakilkan),

maka wnkalah di dalam perkara tersebut tidak dibenarkan, ini

berdasarkan, bahwa niyabah ifu sarna atau sederajat dengan

unkalah bukan didasarkan pada bahwa n$nbah itu lebih umum

dari wakakh.

Diungkapkan dengan kalimat sah bukan dengan boleh,

semata-mata karena itu termasuk ke dalam pengecualian. Sebab,

tidak sah ifu berkonsekuensi batal, sedangkan tidak boleh itu Udak

berkonsekuensi batal.

Pemyataan Al Khirasyi: Yang berupa akad, fasakh

(membatalkan), menerima (menagih) hak, sanksi, hiunlah, ibra'
(pembebasan), sekalipun tidak mengetahui tiga hal tersebut, dan

ibadah haji.

Penjelasan: Dengan hal itu, dia ingin menjelaskan wakalah

yang bisa diwakilkan. Maksudnln bahwa, diperbolehkan bagi

seseorang unfuk memberi urakalah. Dia membuat akad (padanya),

baik berupa akad kafalah, jtnl beli, nikah, atau akad lainnya.

Thalak udak masuk di sini, karena thalak ifu membatalkan

pemikahan. Akan tetapi masuk ke dalam perkataannya, "Dan

fasal<h." Maksudnya bahwa, dia diperbolehkan memberi wakalah

kepada orang yang bisa menggantikannya unhrk membatalkan

akad yang diberi pilihan unhrk membatalkannya atau yang

diwajibkan unfuk membatalkannya. Dernikian pula, seseorang

diperbolehkan memberi wakalah kepada orang lain untuk menagih
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apa yang menjadi haknya yang wajib bagi dirinya terhadap yang
lainnya. Seseorang juga diperbolehkan memberi wakalah kepada
orang lain unfuk menuntut pelaksanaan hukuman terhadap
seseorang yang berupa hukuman had, ta2iir dan pembunuhan
(hukuman mati). orang yang memben wakalah di bagian akhir
adalah wali dan di bagian yang pertama adalah imam, karena
weurenang untuk menegakkan hukuman ta'zir dan had ada di
tangannya atau dia punya hak unfuk menegakkannya.

sedangkan tiga qnmt Snng berkaitan dengan wakir dan
orang yang mewakilkan menurut madzhab Maliki adalah sebagai
berilmt:

Syarat Pertama: Merdeka. Karenanya, tidak dibenarkan
pemberian kuasa terjadi di antara orang yang merdeka dengan
hamba sahaya. Tidak dibenarkan pura pemberian kuasa terjadi di
antara dua orang hamba sahaya, kecuali apabila hamba sahaya itu
mendapat l'- dari tuannya untuk berdagang. Apabila dia
mendapat izin dari fuannya, maka hukumnya sama dengan orang
lnng merdeka.

Syarat Kedua: Ar-Rtsrfiu (baik agamanya dan mampu
menjaga harta). Karena ifu, udak dibenarkan pemberian kuasa
terjadi di antara dua orang yang tidak baik agamanya atau tidak
mampu menjaga harta. Tidak pula dibenarkan pemberian kuasa
terjadi di antara orang Snng baik agamanya dan mampu menjaga
harta dengan orang yang tidak baik agamanya dan tidak mampu
menjaga harta. Mengenai syarat ini ada perbedaan pendapat.
Sebagian ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa,
diperbolehkan memben wal<alah safu sama lain di antara mereka
dalam sebagian umsan. Akan tetapi pendapat yang diunggulkan
adalah pendapat madzhab Maliki yang menyatakan tidak
dibenarkannya orang yang dilarang membelanjakan harta unfuk
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memberi wakakh kepada siapapun dalam berperkara,

membebaskan harta dan menunfut haknya. Akan tetapi,

diperbolehkan bagi yang lainnya untuk memberi kuasa kepadanya

sebagai pengganti dirinya kecuali apabila dia seorang perempuan

yang dilarang unfuk membelanjakan hartanya, karena dia berhak

memberi wakalah kepada orang lain pada hal yang berkaitan

dengan urusn perkumpulannya. Bahkan walinya itu tidak bisa

melakukan kecuali dengan adanya pemberian kuasa darinya.

Walhasil, di dalam perkara di atas, ada dua hal:

Pertama: Dia tidak diperbolehkan secara mutlak memberi

wakalah kepada orang atau menjadi orang yang menerima kuasa.

Atas dasar itulah, disyaratkan adanya Ar-Rusydu (baik agamanya

dan mampu menjaga harta).

Kedua: Dia diperbolehkan menjadi wakil atau orang yang

menerima kuasa dari orang lain dan tidak diperbolehkan memberi

.4nkalah kepada orang lain. Sementara seorang perempuan yang

suaminya tidak memberi manlaat (menjadi mudharar) baginya,

maka tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa,

pemberian kuasanya itu dibenarkan.

Syarat Ketiga: Baligh- Karenanya, tidak dibenarkan

pemberian kuasa terjadi di antara dua anak kecil yang belum baligh

dan antara anak kecil yang belum baligh dengan anak kecil yang

sudah balish. Kecuali apabila dia adalah anak kecil perempuan

yang sudah menikah dan dia ingin berperkara dengan (mengajukan

gugatan) kepada suamin5a atau unlinya. Maka pemberian

kuasanya harus diterima, sebagaimana yang telah diketahui.

Inilah syarat-syarat png han:s ada pada wakil dan orang

yang meruakilkan.
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Sedangkan menurut pendapat madzhab Maliki dan menjadi
kesepakatan para ulamanya, bahwa Islam bukanrah menjadi syarat
pada orang yang memberi wakalah. oleh karena ifu,
diperbolehkan bagi orang kafir dzimmi memberi wnkalah kepada
seorang muslim dan pemberian kuasanya itu sah (dibenarkan).

Sanggahan terhadap pendapat di atas adalah, bahwa
pemberian kuasa dari seorang kafir dzimmi kepada seorang
muslim itu tidak sah. syarat itu (lslam) tidak disebutkan di dalam
persyaratan' sebab, orang kafir dzimmi beruuenang memberi
wakalah kepada orang tain selama dia adalah orang yang merdeka,
baligh, baik agamanya dan mampu menjaga harta. Akan tetapi
yang menghalanginya unfuk menjadi wakil dari seorang muslim
adalah, faktor yang datang kemudian (ekstemal, bersifat tidak tetap
atau sementara), yaitu adanya kemungkinan dia melakukan suafu
tindakan lrang menyalahi syariat.

oleh karena ifu, urama madzhab Mariki berpendapat
tentang syirkah (kerja sarna daram bisnis, kongsi) bahwa tidak
dibenarkan seorang muslim berserikat dengan orang r<ahr dzimmi,
kectrali bila orang l<afir dzimmi ifu berjual beli dengan disaksikan
oleh seorang muslim. sebab, apabila dia sendirian melakukannya
dan tidak dihadiri oreh seo'mg musrim rainnya, maka
dikhawatirkan dia akan melakukan praktik riba, memb eh l<hamer
atau babi, yang mana har ifu menyarahi syariat Isram. Kemudian
apabila diyakini bahwa dia bermuamalah dengan sesuatu yang
diharamkan oleh syariat Islam, maka dia diharuskan memberi
sedekah dengan keunfungan yang dia peroleh dari hasil berserikat
dengan seorang muslim. Lalu apabila dia Egu, maka dia
dianjurkan unfuk menelitinya dan membenarkannya. Sementara
bila dia yakin bahwa dia bermuamalah dengan baik dan sesuai
dengan hukum-hukum Islam, maka tidak ada masarah baginya.
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Yang sama dengan orang l<afir dzimmi padahal tersebut

adalah, seorang muslim yang tidak menjaga agamanya. Yang

menjadi penghalang pemberian kuasa orang l<afir dzimmi adalah

karena dikhawatirkan tindakannya tidak sesuai dengan s5rariat

Islam. Kewajiban seorang mr-rslim adalah menjaga agamanya- Dia

tidak dibenarkan memberi izin orang lain untuk melakukan sesuatu

yang menyalahi agama Islam dengan mengatasnamakan dirinya.

Karena ifulah, orang muslim yang tidak menjaga agamanya sama

seperti orang l<afv dzimmi.

Terkait persyaratan yang berkaitan dengan obSek yang

dikuasakan(yans ditetapkan oleh para ulama madzhab Maliki),

rnaka persyaratan itu kembali kepada satu hal, 5nitu bahwa

hendaknya ofuek yang dikuasakan itu mempakan hal-hal 1rang

diterima oleh syariat dan tdak ada ketenhran hal itu harus

dilahkan sendiri. oleh karena ifu, diperbolehkan bagi seseorang

memberi uebh kepada oremg lain sebagai orang png menerima

kr.rasa darinya qnhrk melalq.lkan al6d ,ual beli, sana menyeu/a,

nikah, Astrshulhu (kesepakatan damai, negosiasi), mtdlnmbh,
dan fasakh. Adakahnlp dia diperbolehkan untuk

menrbatalkarur3;a, sebagaimana di dalarn al<d muaanahs€belum

rnelernpar (menabgr) benih. Oleh karena ihr, dibenarkan bagi salah

seorang dari dua orang melaksanakan akad gntuk mernbatafl<an

alril muaataah. Dia iuga, dibenarkan menrberi wlcahh' k"pudu

orang lain untuk mernbatallrannya.

Perlrara llang sama dengan rual beli 1Bng rusak itu adalah,

seperti apabila anak kecil !,ang sudah bisa membedakan yang baik

dan bqnrk meniual sesuahl, maka wali berhak memberi wftalah

kepada orang lain trnhrk membatalkan akadnya. Contoh lainnla

adalah thalak, karena thalak itr membuka ikatan pemikahan. Oleh

karena itu, diperbolehkan bagr seseomng memberi unlrakh
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kepada orang lain untuk membuat perjanjian (kontrak) dengan
orang yang membeli ssesuafu darinya. Dia juga berhak memberi
wakalah kepada orang lain unfuk melunasi utangnya dan menagih
(menerima) haknya yang ada pada orang rain. Dia juga
diperbolehkan memberi ottakatah unfuk melaksanak an had dan
qishash atau memberi pelajaran. seorang pasangan (suami) berhak
memberi owkalah kepada ayahn5a untuk memberi perajaran
kepada pasangannya (isbinya) apabira dia meninggalkan sharat.
sebab seorang suami berhak memberi sanksi t.puau ishinya
apabila dia meninggalkan shalat. Dia berhak memberi war<atah
kepada oftrng lain untuk melakukan hal tersebut.

wali korban pembunuhan berhak memberi war<arahkepada
orang sebagai pengganti dirinya unfuk membunuh (melakukan
qishasl)' Juga, seseo.ng berhak memberi wrakarah unfuk
menunfut pelaksanaan hukuman had dan sanksi. Dia juga berhak
unfuk melakukan hiwtah. contohnSra, si A berutang kepada si B
dengan jumlah tertenfu dan si c berutang kepada si A, maka si A
berhak memberi ovat<atah kepada seseorang unfuk merimpahkan
karuajibanngra memba3nr utang kepada si B, kepada si C !,ang
berutang kepada si A.

Demikian juga, ,seseo*mg dibenarkan memberi qlakatah
kepada orang lain unfuk membebaskan haknya yang ada pada
orang lain, sekalipun pembebasan hak tersebut tidak diketahui
oleh semua orang. Sebab, pembebasan hak_hak itu tdak
bergantung pada pengetahuannya (tidat< harus diketatiui). Dia juga
tdak berhak memberi qnkarah kepada orcng lain unfuk
melaksanakan ibadah selain unfuk melaksanakan ibadah malijnh
(harta) saja, seperti membayar zakat. sebab, memberi r4akarah
kepada orang lain unfuk membayarkan zakakrya itu dibenarkan.
Para ulama telah berbeda pendapat tentang memberi wakalah
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kepada orang lain untuk melaksanakan ibadah haji. Ada yang

berpendapat bahwa, hal ifu dibenarkan, dan ada pula yang

berpendapat bahwa hal itu tidak dibenarkan, sebagaimana yang

telah dijelaskan.

Kami masih mengutip pendapat madzhab Malikiyah

tentang wakalah.

lalu apakah dibenarkan orang yang melaksanakan tugas

keagamaan mengangkat \l/akil unfuk melaksanakan tugas, seperti

seorang muadzin, imam dan qari' di tempat png khusus?

Jaunbannya, dibenarkan dia memberi wal<akh kepada

oftrng lain unfuk melaksanakan fugasnya sekiranya (selama) orcmg

png meurakafkan tidak menqpratkan tidak boleh ada penggantian

(pentakilan) di dalamnp (memberi syarat bahwa hal itu tidak boleh

diwakilkan). Adapun apabila dia rnensyaratkan tidak boleh ada

perwakilan di dalamn5a (memberi qnrat bahwa hal itu tidak boleh

diwakilkan), maka dia dan unkilnp udak boleh mendapatkan upah

dan dia sarna sekali udak berhak mendapatkan upah atas tugasnya

tersebut. Sementara bila dia tidak mensyaratkan tidak boleh ada

perwakilan di dalamnln, maka dia berhak atas upahnya, dimana

keduanya (melakukan hal fu) atas dasar suka sama suka. Sama

saja baik perwakilan ih.r karena suafu kebufuhan atau bukan suafu

kebutuhan. Hal itu juga berlaku pada jenis-jenis ibadah seperti

kesaksian dan sumpah. Dia tidak berhak memberi wal<alah kepada

ormg lain untuk menggantikannya dan menjadi orang yang

berwenang atas unrsan isfuinya seperti bersumpah untuk tidak

menggaulinp beberapa waktu. Atau untuk melakukan li'an

terhadap istrinya yang dihrduh berzina, sebagaimana yang telah

diielaskan pada pembahasan hal tersebut. Sebab, /i'ian merupakan

kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, dan hal itu tidak boleh

dikuasakan.
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Tidak dibenarkan pula memben wakarah kepada orang lain
unfuk melakukan perbuatan kemaksiatan, seperti mencuri dan
zhihar. Misalnya, si A berkata kepada si B, "Aku membe.ri wakatah
kepadamu unfuk men-zhiharishiku." Sebab, zhihar itumempakan
perbuatan mungkar, yaifu berkata bohong dan palzu. Lalu apabila
si B (orang yang menerima kuasa) berkata, ,,lstri 

orang
memberi wakalah kepadaku seperti punggung ibunya."
zhihar seperti ifu tidak dibenarkan.

Sebagian dari ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa,
sesungguhnya zhihar ifu sama seperti thalak. Hal itu dikarenakan
tidak ada perbedaan antara zhihar dengan perkataannya (si B,
orang yang menerima kuasa), "lstri orang yang memberi ovakatah
kepadaku tertalak." sebab, masing-masing dari dua perkataan ifu
merupakan kalimat ins5m 'yang benar atau tidak benar karena dia
hanya berkaitan dengan terjadinya suatu perbuatan atau tidak
terjadinya),seperti jual beli dan nikah. Karena itu, dibenarkan
memberi wakalahdi dalam hal tersebut.

Kemudian apakah memberi wat<alah unfuk menjafuhkan
thalak yang diharamkan, seperti si A berkata kepada si B, ,,Aku

memberi wakalah (mamkilkan) kepadamu unfuk menjatuhkan
thalak ishiku yang sedang haidh," sama seperti zhihar,lalu apabila
orang yang diberi kuasa menjafuhkan thalak kepada istrinya (orang
yang memben wakalalll. lantas apakah thalak itu tidak jatuh thalak
atau jatuh thalak?

Dalam masalah ini, ada perbedaan pendapat di antara para
ulama. sebagian dari mereka (para ulama madzhab Maliki)
berpendapat bahwa, pemberian kuasa seperti ifu tidak menjadi
sebab jafuhnya thalak. Sebab, hal semacam ifu merupakan
pemberian kuasa untuk melakukan perbuatan maksiat. sebagian
ulama lainnya berpendapat bahwa, hal ifu menjadi sebab jatuhnya
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thalak, karena pada dasamya thalak bukan merupakan perbuatan

maksiat. Haramnya thalak itu hanya bersifat Andhi (karena faktor

ekstemal), yaitu dengan sebab haidh.

Yang diperdebatkan oleh para ulama adalah dalam

masalah; apabila seseorang memberi wnkalah kepada orang lain

unfuk menjafuhkan thalak istrinln pada saat sang istri sedang

haidh. sedangkan apabila dia memberi wnkalah kepada orang lain

unhrk menjatuhkan thalak kepada istinya dan dia sudah

menjatuhkan thalak kepadanya,lalu wakil menjatuhkan thalaknya

pada saat dia sedang haidh, maka thalaknya jafuh bagi orang yang

memberi v,nkalah. Hal itu sudah menjadi kesepakatan para ulama.

Sebab, asal pemberian kuasa itu bukanlah unfuk melakukan

perbuatan maksiat.

Maksud dari pembahasan yang telah lalu adalah, bahwa

pefuuatan yang dibebankan oleh Pembuat syariat (Allah) kepada

para hamba-Nya terbagi menjadi tiga macarn:

Pertama: Perbuatan yang disyariatkan unhrk kemaslahatan,

yang terkait dengan kekhususan bagi orang yang melakukannya,

dimana apabila dilakukan oleh orang lain, maka hilanglah

kemaslahatan dari syariat ifu. Oleh karena itu, dipastikan jenis

beban syariat seperti ini menghalangi adanya perwakilan di

dalamnya, atau dapat dipastikan bahwa jenis beban syariat itu

tidak bisa diwakilkan. Misalnya, beriman kepada Allah S. Karena

tujuan dari membenarkan sesembahan (Allah) itu berhrjuan untuk

menampakkan penghambaan, penghormatan dan pengagungan

kepada-Nya. Hal itu merupakan suafu kekhususan orang tersebut.

Dan kemaslahatan beriman kepada Allah ini kembali kepada

pribadi orang tersebut dengan kekhususan melakukannya. Oleh

karena itu, tidak dibenarkan memberi unkalah kepada orang lain

unhrk melakukannya.
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Demikian pula dengan sumpah, karena bersumpah ifu tidak
disyariatkan kecuali unfuk menunjukkan kebenaran orang yang
mengaku atau mengklaim, dimana hal itu tidak akan bisa diperoleh
kecuali dengan bersumpah kepada orang lain. oleh karena itu,
udak dibenarkan memberi ulakatah kepada orang lain unfuk
bersumpah. Demikian pura, menikah daram arti jima'
fterhubungan badan), karena tujuan dari menikah ifu adalah
menjaga kehormatan diri dari pertuatan keji dan melestarikan
kefurunan- Tujuan ifu fidak bisa dicapai dengan perbuatan orang
lain. Karenilgo, tidak dibenarkan memberi uakalahkepada orang
lain. Hal ifu berbeda dengan nikah dalam arti akad, karena tujuan
dari nikah dalam arti akad ini adalah mewujudkan penyebab
dibolehkannya menikah (berhubungan badan). penyebab ini bisa
diwujudkan oleh perbuatan rangsung orang ifu dan juga oreh
perbuatan orang lain tanpa menghilangkan kemasalahatan khusus
dirinya.

Kedua: Perbuatan gnng kemasrahatannya terkait dengan
upaya mew,judkan beban syariat tanpa melihat individu. seperti
mengembalikan barang ftrmpasan dan pinjaman, melunasi utang,
mendistribusikan zakat, dan memberikan hak kepada pemiliknya.
Pembuat syariat menunfut mut<alaf(manusia) melakukan semua
itu dikarenakan beragam manfaat yang ada di dalamnya. oleh
karena ifu, kapan saja dia bisa melakukan perbuatan ifu, maka
kemaslahatan itu akan terwujud. Baik maslahat itu diperoleh
lantaran perbuatan seorang mukallaf atauwakilnya, sekalipun sang
mukallaf itu tidak mengetahui bahwa dia telah melakukan hal
tersebut.

Ketiga:Perbuatan yang disyariatkan unfuk memperoleh
maslahat yang kembali kepada perbuatan ifu sendiri dari safu sisi
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dan dari orang yang melakukannya dari sisi yang lain, seperti

ibadah haji. Ibadah haji itu disyariatkan karena dua hal, yaitu:

Pertama: Mengagungkan, mernuliakan, dan tunduk kepada

Allah. Kemaslahatan dari ibadah haji itu terkait dengan pelakunya

dan tidak akan bisa dicapai oleh yang lainnya.

Kedua: Membelanjakan harta yang memberi manfaat bagi

manusia, dimana kemaslahatan dari membelanjakan harta itu bisa

dicapai dan diperoleh oleh siapapun. Otang yang melihat perkara

yang pertama, yaitu bahwa ibadah haji disyariatkan untuk

mengagungkan, memuliakan, dan tunduk kepada Allah, maka dia

akan menjadikan ibadah itu termasuk pada bagian yang beban

syariatnya itu demi kemaslahatan terkait dengan kekhususan orang

yang melakukannya. Sehingga dia berkata, "Sesungguhnya ibadah

haji tidak boleh diwakilkan." Oleh karena itu, Malik berkata,

"Maka, siapa yang berhaji menggantikan haji seseorang, maka hal

itu Udak memberi manfaat kepadanya, atau tidak bisa

menggugurkan kewajiban ibadah hajinya. Akan tetapi, dia

memperoleh pahala infaq dan do'a."

Malik tidak membahas masalah infaq, sebab hal itu bersifat

Andhdengan dalil bahwa, orang Makkah ihr berhaji tanpa biaya.

Sementara ulama yang memperhatikan makna yang kedua,

yaitu bahwa ibadah haji disyariatkan untuk infaq (membelanjakan

harta) -Seperti fuySyaf i-, beliau berpendapat bahwa, ibadah haji

boleh diwakilkan kepada orang lain. Hal ihr dikarenakan ibadah

yang berkaitan dengan harta, biasanya tidak lepas dari menempuh

perjalanan jauh, sehingga tidak perlu melihat orang Makkah yang

melaksanakan ibadah haii tanpa biaya. Karena hal itu hanya sedikit

orang yang melakukannya. Demikian yang disebutkan dalam fikih

empat madzhab oleh syaikh Abdurrahman Al Jaziiri, semoga Allah
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merahmatinya dalam memaparkan pendapat madzhab Abu
Hanifah.

Terkait dengan shighafnya. maka ada tiga hal, baik karena
melihat shighat itu dihubungkan kepada pihak yang memberi
wakalah atau dihubungkan kepada pihak yang diberi kuasa atau
dihubungkan kepada obyek pemberian kuasa. Jika melihat shighat
yang dihubungkan dengan orang yrang memberi wnkatah, maka
shighatiht disyaratkan agar menunjukkan makna pemberian kuasa
berdasarkan urd bahasa atau kebiasaan yang berlaku. Apabila
bahasa menyalahi urf, mal<a yang harus diamalkan adalah ud
bukan bahasa.

Kami masih mengutip pendapat madzhab Malik dan para
ulama yang sependapat dengannya. semoga Allah merahmatinya.

Shighat itu tidak disyaratkan harus dengan lafazh yang
khusus. Apabila si A berkata kepada si B, "Aku memberi wnkatah
kepadamu." Atau, "Engkau adalah orang yang mewakiliku." Maka,
shighat seperti itu dibenarkan. Dibenarkan juga apabira si A
berkata kepada si B, "Berfndaklah atm namaku.,, Juga,
sebagaimana shighat pemberian kuasa ifu dibenarkan
menggunakan lafazh khusus, maka dibenarkan pula menggunakan
bahasa isyarat orang bisu atau orang yang dilarang berbicara
karena satu sebab tertenfu.

contoh akad r,nkalah yang dilaksanakan berdasarkan
kebiasaan: Ada dua orang bersaudara mempunyai satu rumah
yang dimiliki oleh keduanya. Dimana sudah menjadi kebiasaan,
bahwa salah seorang dari keduanya membayar sewa kontrakan
dan yang lainnya menerima biaya sewanya, maka salah seorang
dari dua bersaudara ifu bisa dianggap sebagai wakir dari
saudaranya yang lain dan klaimnya bahwa, dia (salah satu dari
keduanya) telah memberikan biaya sewa rumah itu kepada
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saudaranya dibenarkan selama belum ada ketetapan, bahwa dia

adalah orang yang siap membayar sev,ra itu.

Sedangkan apabila dia melihat shighat yang dihubungkan

kepada wakil, maka harus disertakan di dalam shighat itu lafazh

yang menunjukkan diterimanya pemberian kuasa.

Mengenai apaloh orang yang diberi kuasa itu harus segera

menerima pemberian kuasa dari orang yang memberi wakalah

kepadanya atau dibenarkan dia tidak segera menerimanya?

Jawaban unhrk masalah di atas adalah, bahwa para ulama

telah berbeda pendapat. Disebutkan di dalam catatan pinggir yang

ditulis oleh Al Khirasy ketika mengemukakan pendapat madzhab

Maliki dalam pelaksanaan akad wal<alah dan apa saja yang

dibenarkan di dalam hal tersebut.

"(Shad), qnkalah tidak terlaksana dan tidak dibenarkan

seperti walalah atau memberi wakalah unfuk bersumpah dan

melakukan perbuatan maksiat. Seperti memberi wakalah kepada

orang lain unhrk melakukan zhihar."

Penjelasan: Maksudnya adalah, bahwa unlalah atau

pemberian kuasa itu menjadi sah (dibenarkan)pada sesuahr lnng
boleh diwakilkan kepada orang lain. Sebagaimana hal ihr telah

disebutkan. ndak seperti halnp di dalam sumpah, karena sumpah

mempakan pekerjaan badan. Demikian pula halnya di dalam

wudhu dan shalat. Juga di dalam kemaksiatan, seperti zhihar,

karena zhihar menrpakan perbuatan mungkar, yaitu berkata

bohong dan bersumpah palsu, memmpas, dan membunuh,

memusuhi dan kemaksiatan-kemaksiatan 5rang lainnya.

Jika ada yang berpendapat bahwa pemberian lmasa di

dalam thalak dibenarkan dan pemberian kuasa di dalam zhihar

tidak dibenarkan. lalu apa perbedaannSn?"
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Jawabanku, Ar Basaathi pemah berkata, "Bisa saja
dikatakan, perbedaannya adarah, bahwa ragam pemberian kuasa
dalam thalak itu terlihat pada shigafnya. Maksudnya, seseorang
memberi wakalah kepada orang rain unfuk mengatakan kepada
istrinya, "Kamu ditarak (Aku menjafuhkan tharak kepadamu.,, Ini
bukan thalak yang merupakan perbuatan maksiat fuang tidak
diharamkan). Sedangkan di dalam zltiharitu bukan terletak pada
shishat, tapi terlihat pada maknanya. (contoh), apabita si A
berkata kepada si B (orang yang diberi kuasa), "Engkau bagi orang
yang memberi wakalah kepadaku bagaikan punggung ibunya.,,
Maka pemberian kuasa tidak terraksana dengan shighatseperti ini.

Kemudian apabila ada Snng berpendapat bahwa memberi
wakalah kepada orang lain unfuk menjatuhkan tharak kepada sang
istri yang sedang haid adarah perbuatan maksiat sarna seperti
zhihardengan apa yang telah disebutkan.

Jawabanku (bantahan atas pendapat tersebut), "Terkadang
hal it, dapat dibedakan dengan mengatakan bahwa, perbuatan
maksiat zhihar rtu merupakan asal (pokok). Berbeda dengan
menjafuhkan thalak kepada seorang istri yang sedang haid, hal itu
dianggap sebagai perbuatan maksiat karena perkara yang datang
kemudian sekalipun merupakan asal dari thalak, namun ifu bukan
perbuatan maksiat, maka harap diperhatikan.,,

(shad),"Dengan sesuafu yang menunjukkan kepada urf
(kebiasaan)."

Penjelasan: Ini berkaitan dengan perkataannya, "sahnya
(keabsahan) wakalah." Maknanya adalah bahwa unkalah itu udak
dikhususkan dengan shighatyang difunlukkan dengan perkataan,
perbuatan, atau surat menyurat. Akan tetapi, hukum di dalam
rnasalah tersebut kembali kepada urf dankebiasaan. Dan memang
semestinya ada penerimaan terhadap shighat iht. Jika hal ifu
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terjadi disebabkan adanya jangka waktu yang dekat, maka itu

sudah jelas. Apabila jangka waktunya lama, maka para ulama telah

berbeda pendapat tentang hal tersebut. Sebagaimana yang telah

diielaskan di dalam pembahasan terdahulu {Al Mukhayyarat wal

Mamhkah.

Isprat dari ormg yang berbicara masuk di ddam

perrryataannya, "Dengan sesuatu yang menunjukkan kepada urf,"

dalam perkataan penslprah ada sesuahr yang secara zhahir

berbeda dengan pendapat di atas.

(Shad): ndak hanf dengan lafazh, "Aku memben vrnl<akh

kepadamu," tapi juga sarnpai dia menyerahkannya.

Penjelasan: Maksud perkataan orang yang memberi

ulakalah kepada orang yang diberi lilas4 "Aku mernben vnl<alah

kepadamu" atau "Engkau adalah wakilku" tdak bermanfaat

ba$nln dan menjadi ual<alah yar$ batal (tdak dib€narkan),

bahkan dia sampai mengatakan, "Aku menyerahkan

unsanku kepadamu" atau "Aku menempatkanmu pada posisiku"

atau lafazh png lainnSra.

hnu AMussalam berkata: "Malik dan AryS5rafi'i telah

sepakat bahwa wnlakh itu tdak bermanfaat salna sekali.

Keduangn berteda pendapat tentang wasiat mutlak. AsySyafi'i

berpendapat bahwa, wasiat itu sama seperti wnl<alah mutlak.

Sedangkan Malik berpendapat bahwa, pemberian kuasa 5ang

mutlak itu tdak bermanfaat. Tetapi mereka berbeda pendapat

tentang wasiat yang bersifat mutlak. AqrSyafi'i berpendapat

bahwa wasiat yang bersifat mutlak ihr sama seperti pemberian

kuasa yang bersifat mutlak. Sedangkan Malik berpendapat bahwa,

wasiat yang bersifat mutlak ifu dibenarkan. Orang yang menerima

wasiat berhak untuk mengunrs segala hal yang diperlukan unfuk
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anak yatim. sama seperti wakalah tafwidh (pemberian kuasa
dengan penyerahan).

Barangkali yang menjadi perbedaan pendapat di antara
mereka berdua adalah, qarinah al maut (keterangan, penjelasan)
tentang kematian. sebab, anak yatim perlu diunrs segala
sesuatunya. Yung menjadi penyebab seseorang berwasiat kepada
orang lain unfuk mengurus anak tersebut adalah kebufuhan unfuk
memperhatikan hal yang sifatrla urnum, dimana hal itu
mengharuskan adanya keumuman akibat yang dihasilkan.
sedangkan dalam wakalah tidak seperti itu. Al Khirasyi, juz 6, hal.
69.

Pendapat yang kuat adalah, bahwa hal itu harus
mempertimbangkan tradisi dan kebiasaan yang berlaku. Jika
shighat yang keluar ifu diungkapkan oleh oftrng yang memberi
wakalah, dimana hal tersebut menunfut jawaban segera menurut
urf (kebixaan), maka sang wakil harus segera menerimanya. Jika
tidak demikian, maka sang wakiltidak harus segera menerimanya.

sedangkan bila melihat sighat yang dihubungkan pada
obyek yang dikuasakan, maka obyek yang dikuasakan ihr harus
diketahui, baik q,/akalah ifu berkaitan dengan urusan urnurn,
sebagaimana seseorang memberi wakarah kepadanya unhrk
mengurusnya. Atau berkaitan dengan sesuatu yang khusus, seperti
apabila seseorang memberi unkatah kepadanya untuk menjual
barang yang khusus, atau menuntut hak yang khusus, atau yang
semisal dengannya.

sementara cara unfuk mengetahui obyek yang dikuasakan
ifu adalah, dengan menggunakan lafazh yang menunjukkan
kebiasaan yang berlaku atau suafu bahasa. Dimana telah diketahui
bersama, bahwa urf didahulukan dari pada bahasa, di saat
kebiasaan yang berlaku ifu bertentangan dengan bahasa. Isyarat
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orang yang bisu atau tidak bisa berbicara menempati posisi kfazh

dengan sebab apapun. Apabila si A berkata kepada si B, "Engkau

adalah wakilku." Atau, "Aku menjadikanmu sebagai wakil." Tapi,

dia tidak menjelaskan sesuafu yang dikuasakannya dan tidak ada

qarinah yang menunjukkan kepada hal tersebut, serta tidak pula

ada kebiasaan yang berlaku pada manusia. Maka hal itu udak

cukup unfuk memenuhi keabsahan suafu pemberian kuasa.

Meskipun lafazh, "Aku menjadikanmu sebagai wakil" menunjukkan

adanya pemberian kuasa se@ra bahasa, karena pemberian kuasa

secaftr bahasa udak dianggap selama hal itu tidak menjadi

kebiasaan yang berlaku. Oleh sebab ifu, pemberian kuasa ihr mesti

ada penjelasan obyek 5nng dikuasakan dengan shighat umum dan

khusus.

Contoh pemberian kuasa yang bersifat utnum, si A berkata

kepada si B, "flh memberi wnlrahh penuh kepadamu."

Atau,"Aku menjadikanmu sebagai wakil di dalam semua

unrsanku."Atau, "Aku menempatkanmu di dalam posisilm di

dalam (unhrk mengurus) semua unrsanku." Atau lafazh-lafazh

lainnya yang menunjukkan pemberian kuasa yang bersifat urnuln.

Contoh pemberian kuasa yang bersifat khusus, si A berkata

kepada si B, "Aku menjadikanmu sebagai wakilku unfuk membeli

rumah ini atau untuk menuntut hakku yang ada pada si fulan atau

lafazlz lain yang semisal dengannya.

Terlaksananya tindakan sang wakil terhadap semua hal

yang tidak merugikan hartanya, berakibat pada dibolehkannya

pemberian kuasa secara umum. Oleh karena ifu, orang yang

memberi unkalah tidak boleh menolak apa yang dilakukan orang

yang diberi kuasa dan menetapkan jaminan dengan sesuatu

kepadanya. Sedangkan tindakan yang merugikan harta, maka apa

yang dilakukan oleh sang wakil atau penerima kuasa, tidak
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terlaksana atau batal. oleh karena ifu, sang wakil atau orang yang
diberi kuasa tidak bisa mensedekahkan harta orang yang telah
memberi wakalah kepadanya, udak menghibahkannya, dan tidak
melakukan tindakan yang dapat mengurangi hartanya. Kecuali
apabila orang yang memben uat<atah itu berkata kepadanya, "Aku
memberi wakalah penuh kepadamu. semua yang dilakukan
olehmu ifu sah, sekalipun merugikan." Jika wakil melakukan apa
yang dikuasakan kepadanya dengan tafazh pemberian kuasa
seperti ifu, maka pekerjaan yang merugikan harta dari orang yang
menerima kuasa ifu terlalcsana (sah). Meskipun dia diharamkan
unfuk melakukan sesuafu yang merugikan bagi orang yang
memberi wakalah, walaupun dia telah memberi izin kepadanya.
sebab dia adalah orang yang diberi kepercayaan olehnya (diberi
amanat), dimana orang yang diberi amanat ifu memiliki kewajiban
unfuk tidak merugikan orang yang telah memberinya amanat
dalam kondisi apapun. Tindakan sang wakil ifu tidak terlaksana
(batal), apabila ada di dalam tindakannya yang ceroboh dan boros.
sedangkan bila sang wakil melakukan kemaksiatan, maka
pemberian kuasa itu batal dari aunlnya. sebab telah diketahui
bahwa, pemberian kuasa unfuk melakukan perbuatan maksiat ifu
tidak dibenarkan.

Ada beberapa hal yang dikecualikan dari u)akalah urnurn,
yaitu:

1. Menjafuhkan thalak kepada istri orang yang memberi
wal<alah. Karena hal itu bukan merupakan pemberian
kuasa. Sekalipun otang yang memberi w,lakalah in)
berkata kepada orang grang menerima kuasa, ,.Semua

apa yang kamu lalilkan terlaksana (sah), walaupun ada
mudharat di dalamnya." Hal ifu dikarenakan
menjafuhkan thalak kepada istinln mesti (hanrs) sesuai
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dengan kebiasaan yang berlaku berupa pemberian

kuasa yang khusus. Seperti seseorang (orang yang

memberi kuasa) berkata kepada sang wakil (orang yang

menerima kuasa), "Aku memberi wakalah kepadamu

r.mtuk menjatuhkan thalak kepada istriku si fulanah."

Atau, dia memberi isyarat kepadanya dengan

mengatakan, "Aku memberi unkalah kepadamu untuk

menjahrhkan thalak kepada (perempuan) ini."

2. Menikahkan anak perempuan. Seorang wakil atau yang

menerima kuasa tdak boleh menikahkan anak

perempuan orang yang memberi wakalah, kecuali

dengan pemberian kuasa yang khusus. Misalnya, orang

yang membei lrlakalahberkata, "Aku memben unkalah

kepadamu unfuk menikahkan anak perempuanku si

fulanah atau anak perempuan ini dengan memberi

isyarat (menuniuk) kePadanYa.

3. Menjual rumah 57ang ditempati olehnya (orang yang

memberi onkalaht. Hal ini juga mesti ada pemberian

kuasa yang khusus. Misalnya dengan mengatakan, "Aku

memberi .4raltalah kepadamu unhrk menjual rumahku

yang ditempati oleh si fulanah, atau rumah ini."

4. Menjual hamba sahayanya yang melaksanakan semua

unrsannya, karena hal ifu fidak masuk di dalam

pemberian kuasa yang bersifat umum. Empat hal

tersebut tidak masuk di dalam pemberian kuasa yang

bersifat urnutn. Tetapi di dalam hal tersebut mesti ada

pemberian kuasa 5nng bersifat l'*rusr-rs.
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Asy-Syirazi ** berkata: Pemberian unkalah tdak
dibenarkan kecuali dari orang yang berhak melakukan
apa yang dikuasakan dengan kepemilikan atau
kekuasaan (kewenangan). Sedangkan orang yang tdak
berhak melakukan apa yang dikuasakan, seperti anak
kecil, orang gila dan oftmg yang dilarang
membelanjakan harta, seorang perempuan dalam
pemikahan, orang fasiq lpng menikahkan anak
perempuanng?, maka dia fidak berhak memberi
urakalah kepada orang lain unhrk melakukannya, karena
dia fidak berhak melakukan hal tersebut. Dia tidak
berhak menguasakan hal itu kepada yang lainnya.
Sedangkan orang lnng fidak berhak melakukan suatu
tindakan kecuali dengan adangra izin, seperti unkil dan
hamba sahaya lnng diberi izin (oleh hranryd, maka dia
fidak berhak mmrberikan kuasa, kec,ali dengan adangn
iz,'- Pemberian wakalal>nya ifu harus dengan izin,
maka pemberian izinnya ifupun dengan izin.

Para uliama lnng sependapat dengan madzhab
kami telah berbeda pendapat tentang ashabh selain
ayah dan kakek, apakah dia berhak memberi l$asa
kepada onmg lain unfuk menikahkan (seseorang) tanpa
seizin dari (seorang) perempuan?

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa
dia berhak untuk menikahkan (seseorang). sebab, dia
berhak menikahkan (seseorang) dengan wewen rng yang
ada padanya unfuk menikahkan (seseorang) dari sisi
qlariat. Dia berhak membei wal<alah tanpa izin seperti
ayah dan kakek. Di antara mereka ada yang
berpendapat bahwa, dia tidak berhak memberian kuasa
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untuk menikahkan (seseorang), karena dia tidak berhak

menikahkan orang lain kecuali dengan adanya inn-
Oleh karena itu, dia tidak berhak memberi wakalah

kecuali dengan izin, sarna halnSTa dengan wakil dan

hamba sahaya yang mendapat izin (dari fuann5;a)-

Penjelasan: Hukum: Pemberian wakalah atau kuasa

kepada seorang wakil tidak dibenarkan kecuali hal ihr keluar dari

pemberi wakalah yang berhak melakukan suatu tindakan atas apa

yang dimiliknya itu atau pada apa yang dikuasakan kepadanya.

Apabila orang ifu tidak memiliki wsd/enang karena usianya masih

kecil (belum cukup umur), gila, dan dilarang membelanjakan harta

atau yang lainnya, maka pemberian kuasa mereka tidak sah

selama mereka tidak mempunyai wewenang unfuk melakukan

sesuaht ifu, dimana orang yang kehilangan sesuafu, maka dia tidak

akan bisa memberikannya. Demikian pula dengan seorang

perempuan, dia tidak boleh menjadi wakil dari perempuan lainnya

sekalipun dia itu adalah anak perempuannya. Juga, orang fasiq

yang diketahui kefasikannya untuk menikahkan anak

perempuannya karena dia kehilangan hak wilayah (kalenangan)

dan kekuasaan atas anaknya tersebut. Demikian pula, orang gila,

orang yang pingsan, dan orang yang tidur- Hal itu disebabkan

tindakan unh:k dirinya (harus) lebih kuat daripada unhrk orang lain.

Apabila orang yang tidak berhak unhrk melakukan sesuatu yang

lebih kuat, maka tentu dia sangat tidak berhak melalnrkan sesuatu

yang lebih rendah. Namun, anak kecil diperbolehkan memberi

unkakh pada sesuatu yang dia bba dipercaya unhrk

melakukannya. Seperti memberi izin kepada seorang pela5an dan

hamba sahaya unhrk masuk ke rumah dan menyerahkan hadiah,

selama anak itu bisa membedakan yr3ng baik dan yang buruk serta
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belum pernah berbohong. sementara anak kecit Snng tidak bisa
dipercaSa dan pemah berbohong, maka dipastikan dia tidak bisa
di;adikan dipercaya untuk merakukannya. Namun, apabira ada
faktor lain yang menyertain3n, maka dipastikan dia bisa dipercaya
unfuk melakukannya. Daram keadaan seperti ifu, pengamaran ifu
harus berdasarkan ilmu bukan berita.

Sedangkan seorang perempuan, maka dia fidak bisa
dijadikan u,akil untuk merarnrkan ar'd pernikahan, baik iiab
maupun qabuL Sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Para ulama berteda pendapat tentang ashabahserain r.kek
dan ayah, apakah dia mernptrn3ni weurenang unfuk menikahkan
(anal( perempuan) tanpa izin darinSn (anak perempu.,n !^ng akan
menikah)? Jika hta berperdapat, bahwa dia mempunSni
weurenang atasnya dari sis sl,ariat, maka dia berhak mernberi
ual*alahtanpa izin darinya, seperti aSnh dan kakek.

Di antara para ulama ada 1rang berpendapat bahua dia
tidak mempungni weurenang unfuk menikahkan kecuari dengan
idn dari anak perernpran tersefut. Dmarra izinryn ifu mempakan
pemberian h'sa darinya. yang benar uduruh, bah*ra izin,
pemberian kuasa, dan kelnnsaan sWr,gryh (warrenang grang
ditetapkan oleh st/ariat) mempakan permasarahan l,ung
membufuhkan penjelasan dari l'rni tentang tingkatan-tingkatannya
dan pemberiannya terhadap apa l.ng menjadi wevrenangnl^
berupa taqwim (penilaian, pertimbangan, perbaikan). wewenang
Srang ditetapkan syariat adalah memberikan hak kepada unli unfuk
menikahkan (anak perempuan) tanpa izin dan pemberian kuasa.
Dimana pemberian kuasa memberi hak kepada wakir, baik dengan
vdatnh ja'liyah (wewenang yang didasarkan pengupahan) maupun
dengan wilayah urfijah (wewenang yang didasarkan pada
kebiasaan yang berlaku) yang jeras bahwa, yang pertama (wirayah
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ja'tiyahl itu lebih kuat dibandingkan dengan yang kedua (wilayah

urfiyahl. Sebab, wilayah ja'liyah mencakup sesuatu yang tidak

dsebutkan dalam witayah utftyuh.Sementara apa yang telah

dihimpun oleh sebagian ulama Snitu penjelasan tentang tidak

sahnya hal ifu, digiring pada pengertian adanya pemberian kuasa

dan keabsahan melakukan suatu tndakan. Sebab, terkadang

pemberian kuasa itu batal, sedangkan tindakannya tidak batal atau

bahkan dibenarkan, pemyataan tersebut dapat dibantah bahwa,

hal itu merupakan kesalahan yang jelas dan menyalahi teks dalil.

Sebab, N Aflha',(hal yang berkaitan dengan kelamin) harus betul-

betul diperhatikan lebih dari yang lainnya. Suatu hal yang

berhadapan dengan yang lebih shahih adalah sesuatu yang sah

(dibenarkan) . Wallahu A'lam.

Asy-Syirazi 4s berkata: Siapa yang tidak

mempunyai hak bertindak terhadap dirinya sendiri

karena kekurangan yang ada pada dirinya, seperti

seor.rng perempuan untuk melaksanakan akad

pernikahan, anak kecil dan orang gila unfuk

melaksanakan semua akad, maka dia fidak berhak

untuk meniadi wakil dari orang lain. sebab apabila dia

tdak berhak melakukan itu unhrk dirinya sendiri dengan

hak kepemilikan, tentunya dia tidak mempunSTai hak

pula memberi wahalah kepada orang lain unt,k
melalnrkannSTa.

Orang yang mempunyai hak melakukan sesuatu

yang bisa diwakillon untuk diringp sendiri, maka dia

boleh meniadi wahl orang lain- Sebab dia mempunyai

hak melakukan itu untuk dirinya sendiri dengan hak
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kepemilikan. Oleh karena ifu, dia pun mempunSpi hak
melakukannya unfuk orang lain dengan adanya izin.

Para ulama yang sependapat dengan kami telah
berbeda pendapat tentang seor:rng hamba sahaya,
apakah boleh dia menjadi wakil untuk menerima
pernikahan? Di antara mereka ada yang berpendapat
bahwa, dia boleh menjadi wakil untuk menerima
pemikahan, karena dia mempunyai hak menerima akad
unfuk diringra sendiri dengan izin dari fuanngra. oreh
karena ifu, dia dapat menerima pemberian kuasa dari
yang lainnSn (menjadi ulaldl orang lain). Di antara
sebagian ulama ada 3nng berpendapat bahwa, seorang
hamba sahalra fidak diperbolehkan menerima
pemikahan unfuk orang lain, karena dia fidak
mempun3ai hak unfuk menikahkan. Namun demikian,
dia diperbolehkan rnenerima pemikahan unfuk dirinya
sendiri, karena dia sendiri bufuh unfuk menikah dan
fidak al*n keperl,an unhrk menerima pemikahan bagl
orang lain. oleh karena rtrg dia fidak diperbolehkan
unfuk menikahkan orang lain-

Para ulama telah be6eda pendapat tentang
apakah seorang perempuan bisa memberi mkatah
kepada or.rng lain unfuk menceraikan perempuan
lainnya. Di antara mereka ada yang berpendapat
bahwa, perempuan diperbolehkan memberi walratah
unfuk menceraikan perempuan lainnya, sebagaimana
hal dia diperbolehkan memberi vakalah untuk
menceraikan dirinya karena suafu keperluan. Dia fidak
punya keperluan memberi wal<alah kepada orang lain
unfuk menceraikan perempuan lainnya dan karena
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itulah dia fidak diperbolehkan. Diperbolehkan bagi

orang yang fasiq meniadi wakil dalam menerima

pemikahan calon pengantin pria- Sebab, dia

diperbolehkan menerima pemikahan untuk dirinya

sendiri walaupun dia seorang fasrq. oleh karena ifu, dia

diperbolehkan untuk menerima pemikahan bagr orang

lain.

L^alu apakah dia diperbolehkan untuk

melaksanalran ija6? Disini ada dua pendapat ulama fikih

AslrSyafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak diperbolehkan untuk

melakukan l,|ab, sebab hal ifu mengharuskan nikah, dan

wali itu tdak diperbolehkan seorang lpng fasiq'

Pendapat Kedua: Dia diperbolehkan melakukan

ijab, sebab dia bukan seorang wali- Akan tetapi dia

adalah orang yang diperintahkan oleh pihak wali,

sedangkan wali adalah orang Snng adil-

Penjelasan: Hukun: Sebagian hukum tentang

pembahasan ini sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

fu-Ramli berkata di dalam kita Syarah Al Minhaj, "Seorang

wakil itg disyaratkan agar ditenhrkan orangnya. Kecuali apabila

orang yang memben wakalah berkata kepada seseorang, "siapa

yang menggantikan ibadah hajiku," maka dia berhak atas ini dan

itu." Atau dengan ungkapan, "Aku ma,vakilkan kepada salah

seoftmg dari kalian berdua," maka ungkapan seperti ifu tdak

dibenarkan atau merupakan pemberian kuasa !,ang tidak

dibenarkan. Akan tetapi, apabila sang wakil yang tidak ditentukan

itu mengikuti wakil yang ditentukan, seperti, "Aku metr,rakilkan
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Asy-Syirazi e berkata: pembe nan wakalah tidak
boleh dilakukan kecuari bempa tindakan yang terah
diketahui secara pasti- Apabira seseorang berkata, -Aku
memberi wakalah padamu unfuk ,.*r. hal yangjumlahnya sedikit maupun banyak,' maka tindakan inifidak sah, karena tidak masurr diam kateg;ri sesuatuyang miunpu dilakukan dan fidak mampu dilakukan,
sehingga banyah resiko dan manipurasi yang terjadi.
Apabila seseorang berkata, 'Aku m"mb"ik n war<arah
unfukmu dalam transaksi juar beli semua hartaku atau
mengendalikan semua utang-utangku,' maka tindakanini dinilai sah, karena harta aan utang orang tersebut
llketahui dengan jelas. Apabila *lorurrg berkata,'Juallah apa saja yang l-*,, suka dari hartaku. atau'Tahanl,iah apa saja yang kamu suka dari utangku,,,
maka tindakan ini diperborehrran, bira harta a.n ut nspihak pemberi wakalah diketahui dengan i.r.", maka
dia boleh melakukan hal tersebut, sehinggu ,oit o yang
muncul pun sedikit-

Apabila pihak pemberi wkdah berkata, 'Betirah
seorirng budak unfukku,' maka pemberian urakalah fun
dinilai fidak sah, karena daram pembelian tersebut adayang harga budakngra seratus dan atau pula harganya
seribu dinar, sehingga mengandung banyak resiko di
dalam al'd tersebut. Apabiia pihak pemberi unkatah
berkata, 'Belilah seor.rng budak ,rrtrt t ,, d""g;I;;;
serafus dinar," maka akad ini dinilai tidak of, k r.r.dia menyebutkan harga yang tidak mengindikasikan
jenis, sehingga banyak resiko lrang ditangg;g.
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perempuan. Sedangkan pengecualian sebagian ulama akan orang

kalir yang menjadi wakil seorang muslim untuk membeli barang

dagangan salam atau menceraikan seorang perempuan muskmah

adalah pengecualian yang tidak sah. Sebab, bila istrinya masuk

Islam, lalu suaminya meniahfikan thalak kepadanya, kemudian si

suami masuk Islam pada masa iddah, maka tampak jelas bahwa

thalaknya itr.r jatuh.

Penulis -maksudnya An-Nawawi di dalarn Al Minhai

mengisyaratkan tentang masalah thalak orang kafir terhadap

seorang muslimah yaitu bahwa thalaknya jatuh (sah) di dalam

perkataannya, yaitu bahwa yang dimaksud adalah seorang wakil

yang bisa melakukan sendiri sesuahr yang dikuasakan kepadanya

dibenarkan pada perkataannlp bukan pada pribadinya. Ketika

keadaannya demikian, maka gugurlah beragam pengecualian dan

analogi yang sering disebutkan sebelumnya, yaitu ketika

membahas hal tersebut dan iuga tentang orang yang memberi

unkalah, sebagaimana yang telah kami bahas pada pembahasan

yang telah lalu.

Dia melarangnya, maksudnya adalah, melarang hamba

sahaya dijadikan wakil unfuk menerima pemikahan. Sebab, apabila

dia dilarang unhrk menikahkan anak perempuannya, tenhr lebih

dilarang lagi untuk menikahkan anak perempuan orang lain. Dan

dibenarkan memberi unkalah kepada hamba sahaya mul<aabb

(menjadi wakil) untuk menerima pemikahan hamba sahaya

perempuan. Sebagaimana yang telah dibahas oleh Al A&ra'i dan

beliau memberi syarat bahwa obyek yang dikuasakannya ihr harus

menrpakan milik orang yang memben ural<alahketika dikuasakan.

Jika tidak demikian (bukan mililmld, lantas bagaimana dia

bisa memb erl iznkepadanp unhrk melakukan perkara tersebut?
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Cabang' Apabila orang fasiq diperbolehkan untuk
menikah dan akadnya sah, maka dia juga diperborehkan
melakukan akad unfuk orang lain berdasarkan salah safu dari dua
pendapat ulama fikih AsySyafi,i.

Pendapat Pertama: menyebutkan bahwa, hal ifu
dikarenakan dia bukan seorang wari (dari anak perempuannya),
sedangkan wali ifu adil.

Pendapat Kedua: menyebutkan bahwa dia dirarang unfuk
menikahkan anak perempuann!^, tenfunya rebih dirarang ragi
unfuk menikahkan anak perempuan orang lain.

AslrSyirazi & berkata: Wakatah (pemberian
kuasa) tdak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabur.
Sebab, akad terkait dengan hak m.rirrg m*irrg dari
kedua orang yang melakukan al<ad *ut*tut 

".hirrgg.hal itu memerlukan ijab dan qabul- seperti .r-d ,""1beli dan sewa menyewa - eabul boleh airar<ur.a' secara
langsung atau difunda.

Al Qadhi Abu Hamid Al Maruraru&i berkata:
Qabul tidak boleh dilakukan kecuali dengan secara
langsung; karena qabur merupakan 

"uJ ai dalam
keadaan (seseorang sedang) hidup, maka qabut didaram
keadaan seperti ifu harus diraksanakan secara rangsung.
Seperti menerima jual beli -dimana pendap at madzhab
adalah pendapat yang pertama- sebau qabutadalah izin
unfuk melakukan suafu tindakan. sedangkan i,itn ifu
terlaksana selama tidak kembali padanya. la.r." dari itu,
qabul diperbolehkan- eabul juga diperbolehkan dengan
perbuatan, sebab hal ifu merupakan ian unfuk
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melakukan suatu tindakan. Oleh karena ltu, qabul boleh

ditakukan dengan perbuatan. Sama seperti izin unfuk

menyantap makanan.

Penjelasan: Hukum. Walalah dalam semua akad udak

akan batal di dalam tanggungan, kecuali dengan memenuhi dua

syaratnya, yaitu ijab dan qabul. Hal itu dikarenakan berakibat

adanya hak mming-maslng dari kedua orang yang melalnrkan akad

tersebut.

Oleh karena ifu, disyaratkan dari orang yang memberi

wakalah atau yang mewakilinya, adanya lafazh yang jelas atau

kinaSmh, seperti dengan tulisan atau isyarat dari orang yang bisu

yang bisa dipahami, dimana hal tersebut tidak menghendaki

adanya keridhaan bagi setiap orang. Seperti lafazh, "Aku

menjadikanmu wakilku (aku memben wakalah kepadamu) untuk

melakukan ini dan itu." Atau, "Aku menyerahkan hal ifu
kepadamu." Atau, "Aku mewakilkannya kepadarnu'" Atau, "Aku

menempatkanmu pada posisiku untgk melalnrkan hal itu." Atau,
,,Engkau adalah wakilku unfuk melakukan hal itu." Sama seperti

akad yang lainnya. sebab, seseorang dilarang unhrk. melakukan

suatu tindakan atas harta orang lain kecuali dengan kerelaannya.

Oleh karena itu, tidak sah seseorang mengatakan, "Aku

mewakilkan kepada orang yang hendak meniual rumahku.

Tindakan seseorang dengan izin seperti ini tidak terlaksana, karena

ungkapan seperti itu rusak.

Mungkin saja bila tr-rjuannya ifu Udak terkait dengan barang

(pribadi)sang wakil di dalam hal tersebut. seperti ungkapan {orang

yang memberi umkalah), "Aku meru,rakilkan (memberi unkalah)

kepada orang yang hendak membebaskan hamba sahayaku ini",

atau "menikahkan hamba sahayaku ini." Maka ungkapan seperti
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itu dibenarkan. Sebagaimana yang terah disebutkan oleh As-subki.
Dengan hal itu dia berpendapat bahwa yang sah adalah seorcng
perempuan yang tidak memiliki unli, dimana dia meminta izin dari
setiap orang yang melakukan akad disebuah daemh agar orang
tersebut menikahkan sang perempuan itu.

AI Adzra'i berkata, "sekalipun ifu dibenarkan, narnun
tempatnya adalah ketika si suami menenfukann5a, dan dia tidak
menyerahkan kecuali dengan shighat akad yang khusus. Dimana
dengan hal itu pula hnu AstFshalah berfatun. Keumuman ifu
berlaku dalam pemberian lq,sa. sebab, fujuannya itu udak
berkaitan dengan barang (pribadi) sang wakil, dimana dia harus
mengamalkan putr:san para hakim.

Di dalam masalah iru, qburterkadang disyaratkan berupa
Iafazh. sebagaimana iika dia mernp,ryai bamng yrang diseu/akan
atau dipinimkan atau dirampas, Ialu dia menghibahkannya
kepada orang lain dan dia memberi izin kepadanln untuk menagih
trga, lalu orang lnng memegang bur*g ifu memberi owl<atah
kepadanya unhrk menerirrnnp, maka dia harus menertnarya
secara lalazh [ban). Sehingga dengan hal
terbebas dari taqggurg

ifu, barangryn ifu

Apabila hal ini sudah tetap, lahr apakah diperbolehkan
pelaksanaan qabul dilalarlon secara langsung? Atau apakah
dibenarkan qabul ifu fidak dilaksanaron secara langsung? Dalam
masalah ini, ada dua pendapat. An-Nawawi dan semua ulama
Snng sependapat dengan beliau berpendapat, bahwa gabulboleh
dilaksanakan secara langs,ng maupun tidak langsung. Hal ini
berbeda dengan pendapat Al eadhi Abu Hamid Al Marwarudzi,
sebab dia mengatakan, " Qabul tidak boleh dilaksanakan kecuali
se@ra langsung. Artinya bahwa, qabulharus dilaksanakan secara
Iangsung dan tidak boleh ditunda. Seperti akad jual beli."
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Cabang, Apabila si A berkata kepada si B, "Aku memberi

izin kepadamu untuk memberi chekbeisi seratus dinar kepada si

Fulan, lalu dia mengeluarkan pena dan menulisnya, maka hal yang

demikian itu merupakan benfuk qabuL Di antara para ulama yang

sependapat dengan kami, ada yang mensyaratkan bahwa, qabul

harus diucapkan. Namun, pendapat itu lemah. Sebab apabila si A
berkata kepada si B, "Aku memberi izin kepadamu unhrk

menyantap makanan, lalu dia menghadap ke makanan itu dan

tidak mengatakan sesuaht, lalu tiba-tiba dia menyantap makanan

itu, apakah hal itu merupakan benfuk penerimaan? Selama

maksud dari pemberian kuasa atau perizinan itu adalah,

melaksanakan suatu perbuatan, yang dilakukan oleh omng yang

diberi kuasa atau mendapat izin melakukannya, maka fujuan dari

pemberian kuasa atau perwakilan ihr terwujud. Wallahu AIam.

Cabangr Ahli fikih terpercaya dalam undang-undang yang

membandingkannya dengan syariat Islam, yaitu, DR. As-

Sanhawuri dalam lrutab Mashadirul Hq, jrhd. 4, hal. 51, 52

berkata, "Mengetahui maksud 1nng Udak disyariatkan bukanlah

merupakan batasan pada zaman sekarang dinamakan dengan

istilah sebuah kasus di dalam akad, karena fikih Islam tidak

mengenal teori sebab akibat seperti yang ada di zaman modem ini.

Sebab, fikih Islam mempunyai kecenderungan yang bersifat

tematik dan jelas walaupun terlodang faktor{aktor agama

mendominasinya. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan

bahwa, hal tersebut dibatasi dengan qnriat Islam Maksud Allah &
di dalam semua hal)secara umum.

Di dalam sebagian madzhab, teori sebab akibat ada secara

tersembunyi dibalik shighat, seperti pada ma&hab Hanafi dan
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AsySyafi'i. Pada mazhhab lainnya ungkapan-ungkapan sastra ini
tampak terlihat dalam madzhab Malik dan Hanbali.

DR. Kamal Washfi berkata, "Pada madzhab yang pertama
(Hanafiyah dan Malikiyah) sebab itu dianggap saat dia masuk di
dalam shighat al<ad dan mencakup ungkapan dari kehendak.
Bahkan ifu juga mencakup ungkapan kehendak di saat itu udak
dicakup oleh shighat akad. sementara dalam madzhab Maliki dan
Hanbali, Prof. DR. As-Sanhawuri * (Mashadirut Haq, ln 4, hal.
71) berkata, "Ifu tidak dianggap dengan beragam maksud dan niat,
seandaingra tidak disebutkan dalam akad dengan syarat, hendaknya
dia diketahui oleh pihak lain atau kondisi lang menghanrskan
pihak lain mengetahuinya. "

Pemyataan ini dilartip dari catatan pinggrr SSarhu ,4sh-
Slaghia iilid. 3, hal. 19, Darul Ma'arif.
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AqrSyirazi M berkata: Pemberian wakalah fidak

boleh dilakukan kecuali berupa tindakan yang telah

diketahui secara pasti. Apabila seseorang berkata, "Aku
memberi wal<alah padamu unfuk semua hal yang

jumlahnya sedikit maupun banyak," maka tindakan ini
tidak sah, karena tidak masuk dalam kategori sesuafu

yang mampu dilakukan dan tidak mampu dilakukan,

sehingga banyak resiko dan manipulasi yang terjadi-

Apabila seseorang berkata, 'Aku memberil<an wal<alah

unfukmu dalam transaksi iual beli semua hartaku atau

mengendalikan semua utang-utangku," maka tindakan

ini dinilai sah, karena harta dan utang orang tersebut

diketahui dengan jelas. Apabila seseorang berkata,
'Juallah apa saja yang kamu suka dari hartaku" atau
"Tahanlah apa saia yang kamu suka dari utangku,'
maka findakan ini diperbolehkan, bila harta dan utang
pihak pemberi wrakalah diketahui dengan ielas, maka

dia boleh melakukan hal tersebut, sehingga resiko lpng
muncul pun sedikit.

Apabila pihak pemberi walralah berkata, 'Belilah
seorang budak unfuldm,' maka pemberian unl<alah inr
dinilai fidak sah, karena dalam pembelian tersebut ada

yang harga budaknya seratus dan atau pula harganlp
seribu dinar, sehingga mengandung banyak resiko di

datam akad tersebut. Apabila pihak pemberi wkalah
berkata, "Belilah seorang budak untukku dengan harga

serafus dinar,' maka al<ad ini dinilai fidak sah, karena

dia menyebutkan harga yang fidak mengindikasikan

ienis, sehingga banyak resiko lnng ditanggung-
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Apabila pihak pemberi wakalah berkata, "Belilah
seorang budak dari Turki unfukku seharga seratus
dinar," maka ini diperbolehkan, karena dalam akad
pemberian wal<alah tersebut disebutkan jenis dan
ukuran harga, sehingga resiko yang muncul pun sedikit.

Apabila pihak pemberi wakalah berkata, 'Belilah
seor.rng budak Turki unfukku,' tanpa menyebutkan
harganya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat
ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Abu Al Abbas berkata, 'Akad
pemberian kuasa itu sah karena mencakup jenis harga
yang paling tinggi, sehingga resiko yang muncul pun
sedikit.'

Pendapat Kedua: Sebagian ulama madzhab kami
berpendapat bahwa, akad itu dinilai tdak sah karena
harga budak Turki beragam, sehingga resiko yang
ditanggung pun besar. Apabila seseor.rng memberikan
wahalah kepada orang lain unfuk melepaskan
tanggungjawab, maka akad itu tidak diperbolehkan
kecuali setelah dijelaskan jenis dan kadar tanggung
jawab yang akan dilepaskan. Apabila seseorang
memberikan wakalah dalam sebuah pengakuan, dan
kami berpendapat bahwa, pemberian walralah dalam
hal tersebut boleh, maka altad itu tidak diperbolehkan
sampai dia menjelaskan jenis dan kadar pengakuan
tersebut. Sebab, bila pihak pemberi wal<alah
menugaskan orang lain secara mutlak, maka resiko dan
manipulasi yang muncul pun besar, sehingga akad ifu
fidak diperbolehkan. Namun apabila seseorang
memberi wakalah dalam perkara pertikaiannya dengan
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semua pihak yang berseteru dengannya, maka dalam
kasus ini ada dua pendapat ulama filih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Akad ini dinilai sah, karena
persetenran tersebut diketahui dengan ielas.

Pendapat Kedua: Akad itu dinilai fidak sah,

karena tingkat perseteruan terkadang tinggi dan
terkadang rendah, sehingga banfk resiko yang akan

muncul.

Penielasan: Hukum: Seseorang tidak boleh memberikan

wakalah kepada orcmg lain dalam sebuah tindakan pengelolaan

yang diketahui dari beberapa aspek guna menghindari resiko besar

yang akan ditanggung. Mengetahui dengan baik tentang hal ifu

pun tidak disyaratkan dalam aspek mana pun juga. Seperti ifu pula

yang ditegaskan oleh An-Nawawi dalam N Minhai. Selain itu, tidak

disyaratkan pula penyebutan spesiftkasi atau sifat seorang muslim

di dalamnya, karena akad tersebut diperbolehkan lantaran

keperluan tertentu, sehingga diperbolehkan.

Bila seseorang berkata, "Aku memben unlalah kepadamu

dalam semua unrsan dan hakku, baik banyak maupun yang

sedikit," atau dia berkata, "Aku menyerahkan semua umsanku

kepadamu," atau "Aku menyerahkan semua hartaku yang engkau

suka," maka akad pemberian kuasa ini tidak sah, karena banyak

resiko yang hanrs ditanggung. Selain ifu, karena akad ifu termasuk

ke dalam akad 1Brrg tidak boleh diselenggarakan lantaran baEan

yang lain. Contohnya: Pemerdekaan budak pihak pemberi

urakalah, menjatuhkan talak kepada ishi pihak pemberi unkalah

dan bersedekah dengan harta pemberi wakalah. Secara zhahir,
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pendapat mereka menilai akad tersebut batal meskipun mengikuti
sesuafu yang telah ditetapkan secara jelas.

seperti itu pula yang difatwakan oleh fu-Ramli Al Kabir;
syihabuddin, dia berkata, "Pihak yang diberi wakalah tidak boleh
melaksanakan tindakan apa pun dalam kasus tersebut, sebab
resiko yang ditimbulkan sangat besar.,,

Syamsuddin Ar-Ramli berkata, ,,pemyataan Faruq yang
berasal dari Abu Hamid, bahvva ifu berada dalam baEan khusus,
kemudian keberadaannya ifu dibentuk mengikutinya karena
minimnya resiko yang ada. Berteda dengan hal ini dan berbeda
dengan pemyataan, 'Aku memberi owtahh pada ini dan semua
muslim', karena agen atau unkir yang diikuti telah ditetapkan
se@ra spesifik, sedangkan yang mengikuti tidak ditentukan secara
spesifik, yaifu pengecualian dari kondisi u,akil adalah orang yang
difuniuk secara pasti. Masalah ini tdak seperti ifu karern terbukti
banSnk resiko yang hartrs ditanggung pihak yang mengikufi afuran
tersebut-

Apabila seseotang berkata, 'Aku memberikan wat<alah
kepadamu unfuk melakukan tansaksi hartaku, pemerdekaan
budak-budakku, pernbayaran utangutangku dan pelunasanryra,,,
maka akad seperti ini sah meskipun sesuafu 5ang disebutkan ifu
telah diketahui bagi kedua belah pihak karena minimnya resiko
kerugian yang ditanggung. Bila pemberi watalah atau mandat
berkata, "Aku memberikan owt<alahatau mandat kepadamu unfuk
mengurusi sebagian hartaku atau sebagian hartaku," maka akad ini
tidak sah. Namun bila pihak pemberi wakalah berkata, ,,Juallah

barang ini atau ifu," maka ungkapan tersebut mencakup semua hal
dengan cara pengganti umum, maka dalam hal ini tidak ada yang
tidak jelas, seperti halnya bila seseorang berkata, "Aku
membebaskan fulan dari sedikit utangnya pada diriku," maka akad
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tersebut dinilai sah dan dimaknai dengan nilai yang paling rendah,

karena pembebman kewajiban merupakan akad yang menipu,

sehingga boleh diperluas, berbeda dengan jual beli. Atau seperti

pemyataan, "Aku membebaskan fulan dari utangnya pada diriku

sekehendak kamu," maka sebaiknya ada sedikit yang disisakan-

Namun bila seseorang berkata, "Aku membebaskan fulan dari

semua utangnya padaku," maka akad ini dinilai sah sebab

pembebasan utang adalah alod yang urrur kelalaian,

sehingga kondisinp luas dan berbeda dengan al<ad iual beli. Atau

juga seperti pemlntaan seseoriang, "Aku membebaskan fulan dari

utangnya kepadaku berapa saja png kamu mau," maka pihak

yang diserahi kuasa tersebut sebaiknp menyisakan sediht. Namqn

bila seseomng berkata, "Aliu membebaskan semua utang fulan

padaku," maka pembebasan separuh utang dinilai sah, berbeda

dengan transal$i jual beli 1nng diberi wakalah kepada sang wakil

untgk melaksanakan transaksi dengan harga Sang lebih rendah

dari semtra harga yang ada untuk menjamin potongan yang

mengandung unsur penipuan.

Apabila seseorang berkata, "Belikanlah seorang budak

unhrkku dengan harga 100 Dinar," tanpa menjelaskan jenis dan

namun menyebutkan spesifikasinp, sPefr berkulit putih atau

hitam, maka akad ini benar, dimana tidak disyaratkan penyebutan

spesifikasi barang salam atau sesuahr yang mendekatinSA. Hal ini

boleh dilakr.rkan bila budak tersebut digunakan qntuk dimanfaatkan

sendiri, bukan untgk diperdagangkan. Apabila budak tersebut

dicari trnh.rk d5ual kembali, maka tidak perlu menyebutkan jenis

atau yang lainn5n, karena ada kemiripan dengan al<d qiradh. Hd'
ini dinukil dari hnu fu-Rifah dari Al Maurardi dan ulama lainnya."

Ar-Rarnli Syamsuddin berkata, "Seandainln seseorang

memberikan .4nl<alah kepada orang lain unh.rk menikahkan
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seorang wanita, maka pihak pemberi wakalah harus menenfukan
dengan pasti wanita tersebut dan udak cukup dengan stafus wanita
yang sekufu 'dengan pasangannya. sebab, fujuannya berbeda
ketika ditemukan adanya sifat sekufu', maka pendapat yang
dikemukakan oleh As-Subki di sini tertolak. Memang benar,
apabila pihak pemberi uakatah menggunakan ungkapan yang
bersifat umum, seperti nikahkanlah aku dengan orang yang
engkau mau, maka ungkapan ini dinilai sah unfuk suafu hal lnng
urrurn, dan perkaranya kembali kepada sudut pandang pihak yang
diberi wakakh. Berbeda dengan 5ang pertama tadi, karena ifu
bersifat mutlak dan indikasi yang mengarah kepada individunya ifu
bersifat umum dan sangat jelas. sedangkan hal tersebut mutlak
tidak memiliki indikasi yang mengarah ke arah itu, sehingga tidak
ada yang bertentangan atau seperti pada akad pembelian rumah.
sedangkan dalam masalah pengakuan, maka pemberian kuasa
dinilai tidak sah kecuali apabira pihak pemberi ovakalah
menjelaskan secara detail jenis dan kadar yang diakuinya itu
lantaran tingginya tingkat resiko dan kerugian yang bakal
ditanggung, sehingga dinilai tdak sah.

Apabila seseorang memberikan ulakatahkepada orang lain
dalam masalah pertikaiannp, seperti dia berucap, "Aku
mengirimmu sebagai wakil dalam perseteruanku dengan lawanku,,,
maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama madzhab Asy-
Syafi'i."

Asy-Syirazi e berkata: Tidak boleh mengaitkan
wal<alah dengan menetapkan sSTarat di masa lnng akan
datang. Ulama madzhab Asy-Syafi,i berpendapat
bahwa, ifu boleh dilakukan karena pemberian unkalah
adalah izin unfuk mengelola atau bertindak, sehingga
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mengaitkan dengan qTarat di masa datang pun

diperbolehkan, hal ini seperti wasiat.

Madzhab pertama berpandangan bahwa, ifu
terjadi karena unkalah adalah akad yang bisa batal
lantaran faktor ketidaktahuan, sehingga pengaitannya

dengan sgnrat dinilai fidak sah, seperti jual beli dan

ijarah. Namun ini berbeda dengan wasiat, karena wasiat

fidak terpenganrh oleh dampak negatif dari
ketidaktahuan, sehingga syarat yang beresiko pun tidak
berpenganrh padanya. Faktor kefidak tahuan berperan
penting dalam hal batalnya akad rnlralah, sehingga
qprat lnng beresiko pun berpenganrh.

Apabila seseorang mengaithan akad wal<alah

dengan syarat di masa akan datang dan menemukan

ada qprat, lalu sang wakil melakukan tindakan, maka
findakan tersebut dinilai sah, karena meskipun akadnp
tdak sah, namun izin tetap ada, sehingga tindakan
yang dilakukan oleh sang unldl ihrpun tetap sah

berdasarkan izin tersebut. Apabila akad ii'alah telah
disebutkan, maka yang disebul*an ifu gugur dan dia
waiib membayar upah sepadan, karena tindakan l7ang
diambil dalam akad yang rusak itu tidak diterima tanpa
adanya kompensasi, sehingga dia waiib membayar upah
yang sepadan, seperti pekeriaan dalam akad iianh yang

rusak. Apabila akad unkalah diselenggaralran saat itu
juga dan pihak pemberi w-akalah mengaitkan tindakan
tersebut dengan sgnrat, sepefi berkata, ..Aku rnemberi
unkalah unfukmu ddam uruxrn meniatuhkan talak
kepada istriku atau menjual barangku setelah safu

bulan," maka akad ini dinilai sah- Sebab, pihak pemberi
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wakalah tidak mengaitkan akad dengan syarat, nErnun
dia mengaitkan tindakan tersebut dengan syarat,
sehingga akad tersebut tetap sah.

Penjelasan: Hukum: para ulama membedakan antara
kasus mengaitkan akad dengan s5arat dan mengaitkan tindakan
dengan syarat. Kasus mengaitkan akad dengan syarat jelas tidak
boleh, sedangkan mengaitkan tindakan dengan syarat adalah
boleh.

Berkaitan dengan syarat, fu-Ramli syamsuddin berkata,

"Pertama, akad unkalah frdak boleh dikaitkan dengan
syarat, baik itu sifat atau pun wakfu menumt pendapat yang paling
shahih, seperti semua akad lainnya kecuali wasiat lantaran kondisi
yang membufuhkannya.

Kdua, pengaitan al<ad wakalah dengan syarat dinilai sah,
seperti wasiat. contoh dalam kasus wasiat adalah, seseorang
berkata, 'Bila awal bulan tiba, maka aku akan memberi wasiat
seperti ini'.

Benfuk wal<alah yang tdak sah karena keterkaitannya
dengan syarat seperti seseorang berkata, 'Aku memberikan
qnkalah kepada siapa saja yang ingin menjualmmahku,.,,

Az-7arl<asyr berkata, "Tindakan tersebut tidak boleh
dilakukan."

hnu Ash-shalah berkata, "Mengutamakan tindakan dalam
akad wakalah yang rusak adalah boleh, karena hal itu tidak
termasuk mengambil harta yang rusak dan karena ifu dilakukan
berdasarkan akad yang sah." Namun hnu fu-Rif'ah berpendapat
lain dengan ini.
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Apabila kita membolehkan akad tersebut dan menenfukan

syarat sebuah tindakan sebagai syarat, maka ihr boleh, seperti

kasus orang yang berkata, "Aku memberi wakalah kepadamu saat

ini untuk menjual itu, namun jangan menjualnya sebelum satu

bulan." Dari sini diketahui bahwa, seandainya orang lain berkata

sebelum bulan Ramadhan, "Aku memberi wakalah kepadamu

untuk mengeluarkan zakat fithrahku," lalu pihak yang diberi

mandat tadi mengeluarkannya di bulan Ramadhan, maka akad

tersebut sah, karena dia telah menunaikan mandat tersebut dan dia

hanya rnengaitkannya sesuai dengan apa yang digariskan oleh

Allah. Berbeda dengan kalimat "Jika bulan Ramadhan tiba, maka

keluarkanlah zakat fithrahku," sebab ihr merupakan pengaitan

mumi. Berdasaran penjelasan ini, statr,rs mutlak pihak yang

membolehkan secaftl umuln dan membolehkan larangan secara

mutlak itu ditafsirkan.

Syamsuddin fu-Ramli berkata, "Pendapat yang paling dekat

dengan pendapat ulama adalah, tidak sah karena masing-masing

pihak, baik pemben wal<alah atau pun yang diberi wakalahtidak

memiliki hak tersebut sendirian saat memben wakalah. Menumtku,

berdasarkan hal ini, maka pendapat hnu Ash-Shalah diarahkan,

karena mengeluarkan zakat fitah di sini adalah perbuatan sah

yang merupakan konsekuensi dari pembenan wakalah yang tidak

sah, sehingga kami berpendapat bahwa, zakat fitrah tersebut sah

dikeluarkan."

Asfsyirazi & berkata: PasaL Pihak lpng
diberikan unkalah atau wakil fidak berhak berEndak
kecuali berdasarkan izin pihak pemberi walmlah, bark
berupa ucapan maupun kebiasaan. Sebab, tindakan
yang dilakukannya ifu berdasarkan izin, dan fidak
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memiliki hak kecuali setelah mengantongl izin tersebut,
sementara izrn biasanlra diketahui lewat pemyataan
secara verbal atau pun kebiasaan yang berlaku.

Apabila ian mengandung dua buah tindakan,
dimana salah safunSra membahayakan pihak pemberi
walralah, maka ifu fidak diperbolehkan, berdasarkan
saMa Nabi #, )trb lt ;* I 'ndak boleh
membahayakan orzrng lain atau pun membahawtan diri
sendiri-"

Apabila akad w-akalah mengandung dua tindakan,
maka salah satunya perlu ditelaah kembali oreh pihak
pemberi kuasa. Hal ini didasarkan pada riwayat
Tsauban maula Rasulullah $, dia berkatar Rasulullah-$
bersaMa , {,-r.}.s I , j,t ,t4l it l?t U ,,wi ,?*rojt geJ.tlt pY,

.io 1;*.*!: 'r;r;, -4, )4q) *pilar ase,ma adalah
nasihat.- Kami bertan3n, 'Wahai Rasulullah, Bagr
siapa?" Beliau menjaruab , * 

E agi Allah, Rasul-N5n,
Kitab-Nlra, para Imam kaum muslim, dan umat Islam
secafii, lrmlm."

Selain itu, fidak bijak kiranga, bila pihak pemberi
wal<alah meninggalkan bagian dan fidak menelaah
kembali apa yang menjadi milikqp.

Penjelasan:

Hadits " ndak boleh membaha5al<an orcng lain abu pun
membaha5mkan diri sendhf' diriwayatkan oreh Ahmad dalam
Musnadnya dari riwayat hnu Abbas; dan hnu Majah dari riwayat
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ubadah bin Ash-shamit. Sedangkan hadits Tsauban diriwayatkan

oleh jamaah.

Hukum, Apabila seseorang memberikan wakalah dalam

perkara jual beli barang atau mengambil syuf'ah atau membagi

sesuatu, maka dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-

Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pihak yang diberi wakalah memiliki

pengukuhan oleh pihak pemberi wakalah. Ini merupakan

pendapat Abu Hanifah dalam masalah pembagian dan

pengambilan sytf'ah. Karena, sang wakil hanya boleh melakukan

tugas yang diserahkan kepadanya dengan pengukuhan dari pihak

pemberi uakalah.

Pendapat Kedua: Pihak yang diberi wakalah tidak memiliki

hak. Ini merupakan pendapat sebagian ulama fikih Asy-syafi'i,

sebab salah satu pihak bisa saja melakukannya tanpa pihak lain,

sehingga izin dari salah sahr pihak tidak bisa menjamin izin dari

pihak yang lain.

Bila pihak pemberi wakalah berkata, "Tahanlah hakku dari

fulan," maka sang wakil tidak berhak menahannya dari permintaan

pihak ahli waris, sebab dia tidak ditugaskan untuk hal tersebut.

Bila seseorang berkata, "Tahanlah haklku yang diterima

fulan atau yang berada dalam tanggungan fulan," maka sang wakil

boleh menolak pemintaan pihak ahli waris. Wallahu a'lam'

Cabang, Al Muzani berkata: Seseorang boleh memberi

wakalahkepada orang untuk mengurusi hartanya, menarik haknya

dan pertikaiannya, serta meruuasiatkan harta warisannya. Tidak ada

\-
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jaminan yang harus diberikan oleh sang wakil atau pihak yang
diberi wasiat atau juga pihak yang diberikan barang titipan atau
pun pihak yang diberikan utang, kecuali apabila pihak-pihak
tersebut melakukan pelanggaran terhadap hak pemb ei wakalah,
karena mereka harus menanggung kerugiannya. pemberian kuasa
dari pihak pemberi uakalah, baik pria maupun wanita, keluar atau
tidak keluar dengan udzur ataupun juga tanpa udzur, terjadi
pertikaian atau pun tidak adalah diperbolehkan.

Secara umum, pekerjaan bisa diklasifikasikan menjadi
empat bagian, yrarfu:

Bagian Pertama: Pekerjaan yang boleh dikuasakan kepada
orang lain saat mampu dan tidak mampu melakukannya sendiri.

Bagian Kedua: Pekerjaan 1nng tidak boleh dikuasakan
kepada orang lain saat mampu dan tidak mampu melakukannya
sendiri.

Bagian Ketiga: Pekerjaan yang boleh dikuasakan kepada
orang lain saat tidak bisa dilakukan sendiri, n.unun tidak boleh di
saat mampu melakukannSTa sendiri.

Bagian Keempat: Pekerjaan }lung tidak boleh dikuasakan
kepada orang lain saat mampu dilakukan sendiri.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memberi
wakalah kepada orang lain saat dia tidak mampu melakukannya
sendiri.

Terkait dengan bagian yang pertama: Pekerjaan yang boleh
dikuasakan kepada orang lain saat mampu dan tidak mampu, yaitu
segala sesuatu yang berkaitan dengan hak harta atau yang
menggantikan fungsi harta. Hak harta adalah hak Allah yang harus
dipenuhi seperti zakat dan kafaraf seseorang boleh memberikan
wakalah kepada orang lain unfuk mengeluarkan zakat dan
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mendistribusikannya kepada yang berhak menerima. Selain ifu,

ada juga hak manusia yang terwujud dalarn beberapa bentuk,

yaitu:

Diantaranya bempa, akad atau kontrak seperti jual beli dan

sewa menyewa; terkadang berupa mata uang seperti utang dan

hiwalah; terkadang berupa menolong orang lain seperti pinjaman

dan titipan; terkadang berupa peninggalan, seperti ibra' dan

musamahah terkadang berupa pengambilan seperti kepemilikan

barang dan.qerrarikan; terkadang berupa fadhlan seperti kerjmama

dan - -bagi :hasil; dan terkadang berupa pekerjaan seperti

pembangunan dan pemakmuran.

Hak harta yang harus dipenuhi beragam bentuk seperti

dalam ketujuh bentuk di atas, dimana pemberian kuasa dalam

bentuk tersebut diperbolehkan.

Sedangkan suatu hak yang menggantikan fungsi harta bisa

terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu: terkadang berupa akad,

seperti pemikahan dan rujuk; terkadang berupa pelepasan, seperti

talak dan pemerdekaan; terkadang berupa sanksi hukuman, seperti

qishash dan tuduhan berzina; dan terkadang berupa pengesahan,

seperti pengukuhan argumen, bukti, dahLraan dan pertikaian.

Ini semua boleh dilakukan dalam pemberian kuasa kecuali

memenuhi ketetapan dan pengukuhan hudud seperti yang akan

dijelaskan nanti.

Cabang, Bagian Kedua: Pekerjaan yang tidak boleh

dikuasakan kepada orang lain saat mampu dan tidak mampu, yaiht

segala sesuahr yang berkaitan dengan ibadah seperti shalat,

keimanan dan li'an.
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Y*g berkaitan dengan thaharah ada tiga bagian, yaifu:
Bagian Pertama: Bagian yang boleh diwakili dan diganti, seperti
menghilangkan najis;

Bagian Kedua: Bagian !,ng tidak boreh diu^kiri, seperti
menghilangkan hadafs, karena fujuannya adalah keikhlasan dan
perbuatan l,ng disertai niat- seandainya ada seseorang
memerintahkan anggota fubuh orang rain dan meniatkan anggota
tubuh Snng dibasuh dalam rangka bersuci unfuk metaksanakan
shalat, maka ini boleh. oleh kareno fu, tidak ada perunkilan
rurmun lebih kepada pemberian bantuan seperti halnrc membanfu
o*mg lain unfuk menyiramkan air dan meminjamlon pakaian.

Bagian Ketiga: Thaharah3ang ke\ ajibannla gugur lantaran
pe6uatan o*.'g lain tanpa ada perunkilan atau pemberian kuasa,
seperti memandikan jenazah. s€bab, memandikan iena"ah adalah
kanrajiban yang bersifat kifa5ah. Apabila ada lnng telah
melakukann5ra, maka kamjiban tersebut gugur dari tanggungan
yang lain meskipun tidak ada yang mewakili. Termazuk dalam
bagian ini adalah, pemilihan ffi lebih dari empat o*m[], karena
pemberian kuasa kepada o*mg lain dinilai fidak sah, sebab
perbuatan tersebut berkaitan erat dengan keinginan pribadi.

cabang' Bagian Ketiga: pekerjaan yang boleh dikuasakan
kepada orang lain saat tidak mampu, narnun tidak boleh pada saat
mampu' yaifu haji dan umrah. sebelumnya kami telah jelaskan
ketenfuan hukum dalam kasus menggantikan orang yang
menunaikan ibadah haji dan ummh, sehingga tidak perlu diulangi
lagi di sini. Pemberian kuasa kepada orang lain boleh dilakukan
saat seseorang merasa tidak marnpu, natnun ketika dia mampu,
maka pemberian kuasa tersebut tidak boleh. oleh karena itu,
shalat dua rakaat setelah thauraf dtaki<an oleh sang wakil unfuk
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mengikuti rukun haji, meskipun shalat tersebut bukan perbuatan

yang tidak boleh digantikan oleh orang lain'

Cabang: Bagian Keempat: Pekerjaan yang tidak boleh

dikuasakan kepada orang lain saat mampu. Para ulama berbeda

pendapat tentang kebolehan memberikan wakalah kepada orang

lain saat tidak mampu dalam pelaksanaan kewajiban puasa.

Apabila orang yang memiliki tanggungan kalajiban masih hidup,

maka puasanya tidak boleh diganti oleh orang lain, baik dalam

kondisi tidak mampu atau pun mampu. Namun apabila orang

yang memiliki tanggungan kewajiban telah meninggal dunia, maka

menurut qau! qadim Asy-Syafi'i, orang lain boleh menggantinya

berpuasa berdasarkan hadits yang diriwayatkan tentang masalah

tersebut. Namun dalam qaul iadid, Asy-Syafi'i menarik kembali

pendapatnya iht, bahkan melarang orang lain berpuasa

menggantikan karena lemahnya hadits yang dijadikan landasan

argumentasi, serta ada kemungkinan penafsiran lain di dalamnya.

Apabila apa yang kami kemukakan tadi diakui, maka dalam

pelaksanaan akad wakalah, harus ada lafazh wakalah, dimana

lafazh tersebut berbarengan dengan penyebutan obyek yang

diiadikan wakalah, kemudian sang wakil menerimanya, maka

dengan demikian unkalah ihr dinilai sempuma dengan memenuhi

tiga syarat, dua syarat diantaranya dari pihak yang memberi

wakalah, yaihr: Pertama: lafazh wnkalah atau pemberian kuasa.

Kedua: Penyebutan obyek yang ditugaskan. Ketiga: Pihak yans

diberi unkatahmenerima pembebanan tugas tersebut'

Syarat pertama, yarfu lafazh wakalah terbagi meniadi tiga

bagian, yaitu:

a. Akad sharih,
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b. Tujuan akad; dan
c. Bagian yang bukan al<ad sharihdan fujuan akad.

Akad sharih maksudnya adalah, pihak pemberi unkalah
berkata, "Aku memberikan w;alakh " atau "Engkau
adalah wakilku" atau "Aku mengangkatnu sebagai agenku" atau
"Aku menjadikan dirimu sebagai wakillu." Dengan lafazh ini,
maka al<ad wal<alah menjadi sah, karena mengandung pemyataan
png jelas dari pihd< pemberi wale@ dimana maks.d yang

diinginlon pun dapat dipaharni.

Tujr.ran akad maksdnya adalah, pihak pernberi vakahh
atau ulakalah berkata, "Ahr telah mengangkat dirimu r.rrfuk
menggantikan posisiku' atau "Aku telah menjadikan dirimu
sebagai penggantiku,' dengan ungkapan seperti ini, maka akad

wakalah dinilai sfr, sebab fuiuan dari lafazh tersebut adalah
pem5ntaan png jelas. Sehingga lafazh tersebut dinilai berhak
dilalukan seiring dengan akad yang sah. Begitu pula apabila pihak
pemberi ovalalah berkata, "Aku telah menjadikan dirimu sebagai
perrggantiku" maka akad vakalah dinilai sah, sebab wal<akh
intinya adalah penggantian posbi atau pelimpahan tugas kepada
pihak lain. Namun apabila pihak pemberi wal<alah berkata, "fih
akan mer,vakilkan dirimu," maka al<d unl<alahtersebut dinilai fidak
sah karena ungkapannya masih global. Begihr pula dengan kalimat
"Aku mewakilkan dirimu. "

Bagian yang ketiga, !/aitu bagian yang tidak termasuk kedua
bagian di atas adalah pihak pernberi walalah berkata, "sungguh
aku telah melimpahkan fugas kepadamu," maka al{ad ulakalah
seperti ini Udak sah karena mengandung kemungkinan lain. Begitu
pula bila pihak pemberi wakalah berkata, "Aku telah
mengandalkan dirimu" atau ungkapan lainnya yang sama. Jadi,
al<ad owkalah dinilai tidak sah apabila menggunakan ungkapan
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seperti ini, kecuali bila pihak pemberi wakalah menggabungkan

dua bagian pertama tadi.

Cabang, Syarat kedua adalah, menyebutkan obyek yang

dikuasakan, ini terbagi menjadi tiga bagian, yaifu:

a. Umum dalam semua kondisi;

b. Khusus dalam kondisi tertentu; dan

c. Umum dari sahr sisi dan khusus dari sisi lain.

Bagian yang umum dalam setiap kondisi, gambarannya

seperti seseorang berkata, "Aku memberikan wakalah kepadamu

dalam segala sesuatu," atau "Aku memberi wakalah kepadamu

dalam semua yang sedikit atau pun banyak," atau "Aku memberi

wakatahkepadamu untuk perbuatan yang Aku lihat."

Sedangkan bagian Snng kedua, yaih.r terlihat dalam safu

kondisi tertentu, gambarannya seperti seseorang berkata, "Aku

memberi vnkalah kepadamu dalam transaksi jual beli budak ini,"

atau "Aku memberi wakalahkepadamu unhrk membeli rumah ini,"

atau "Aku memberi vlakalah kepadamu unhrk menyelesaikan

utang ini," atau "Aku memberi unkalah kepadamu unfuk

mengurus wasiat ini," atau "Aku memberi wakalah kepadamu

unhrk menyelesaikan perkara yang difunfut orang ini." Ketika ifu,

posisi wakalah menjadi khusus bagi pihak yang diben wakalah,

bukan orang lain. Inilah pendapat yang disepakati oleh Abu

Hanifah, meskipun dalam masalah wasiat, Abu Hanifah berbeda

pendapat, karena dia memposisikan wasiat pada suafu perkara

sebagai wasiat trntuk segala sesuatu, dan dia tidak menjadikan

wakil atau sang wakil dalam suafu un$an sebagai wakil untuk

semua urusan. Sementara menunrt AsySyafi'i, kedua hal itu satna'
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karena pengerjaannya hanya terbatas pada pihak yang diberi
wakalah, bukan yang lain.

Bagian ketiga, yaifu umum dari satu sisi dan khusus dari sisi
lainnya terbagi menjadi dua, yaifu:

a. Kekhususannyra terjadi karena menyebabkan yang
umum menjadi khusus dan diketahui, maka akad
wakalah pun menjadi sah, seperti kalimat "Aku
memberi u/akalah kepadamu unfuk sesuafu yang sedikit
maupun yang banlpk dari hartaku," karena stafus
khusus jual beli menyebabkan yang dimaksud dengan
harianya yang berstafus urnurn menjadi diketahui.

b. Apa yang disebutkan dan sesuafu yang khusus tidak
menjadikan sesuafu !,ang umum diketahui, karena akad
wnkalah menjadi batal, seperti kalimat "Aku memberi
wakalah kepadamu unfuk membeli apa saja 5nng aku
lihat baik ]rang sedikit dan yang banyak dari hartaku".
sebab, jenis barang gnng dibeli dengan harta tersebut
tdak menyebabkannSa menjadi diketahui, sehingga
akad onl<ahh ters€but menjadi batal. Begitu pula
apabila seseorang berkata, 'Belilah barang yang aku
lihat atar,r bagran dari pembebasan yang engkau ketahui,
dengan uang seribu dinar ini,,, maka akad qlakakh
tersebut batal, kecuali apabila yang dimaksud adalah,
mencari keunfungan bakan kepemilikan barang, maka
saat itu akad tersebut seperti mudhanbah(bagr hasil).

Apabila ada yang mengatakan bahwa, perbedaan antara
keduanya adalah, maksud atau fujuan dalam mudhanfuh adalah
mencari keunfungan, maka perbedaan jenis barang tidak
mempengaruhi hansaksi tersebut, karena yang diinginkan adalah
sesuafu yang diketahui se@ra pasu, sehingga akadnya menjadi
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sah. Sementara yang dimaksud dalam akad wakalah adalah,

kepemilikan barang yang dibeli, dan pemutlakan hal tersebut

disertai dengan perbedaan jenis tidak menjadikan yang diinginkan

diketahui pasti sehingga akad tersebut menjadi batal.

Berdasarkan hal ini, maka seandainya ada seseorang

berkata, "Aku memberikan wakalah kepadamu untuk membeli

seorang budak," maka akad ini dinilai tidak sah sampai pihak

pemberi wakalah menyebutkan spesifikasi budak yang diinginkan

kepada sang wakil, seperti menyebutkan jenis dan bentuknya.

Pihak pemberi wakalah tidak perlu menyebutkan spesifikasi yang

berhak dikemukakan dalam akad salam, sebab itu akan membuat

orang lain kesulitan.

Seandainya seseorang berkata, "Aku memberikan wakalah

kepadamu turtuk membeli budak yang aku lihat," atau "Aku

memberikan wakalah kepadamu untuk membeli kuda yang aku

lihat," maka akad ini tidak boleh dilakukan karena kedua obyek

yang dibeli berbeda, dimana sang wakil terbebani dengan

keinginan tersebut. Begitu pula apabila seseorang berkata, "Juallah

budakku yang aku lihat," atau "iuallah kudaku yang kau lihat,"

maka akad tersebut tidak boleh dilakukan, baik pihak pemberi

wakalah menyebutkan jumlah atau pun f,dak. Hingga pihak

penjual dan pembeli dibedakan dari yang lain dengan spesifikasi

atau isyarat lainnYa.

Sejumlah ulama madzhab AsySyafi'i berpendapat bahwa,

seseorang boleh memberi wakalah kepada orang lain untuk

membeli budak atau pakaian meskipun pihak pemberi walalah

tidak menyebutkan spesifikasinya berdasarkan pada penglihatan

pihak yang diberi wakatah. Namun bagi madzhab pertama, akad

wakalah dan memberikan penjelasan kepada sang unkil tidak

boleh dilakukan sampai tidak ada resiko yang muncul di dalamnya.
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Cabang: Syarat Ketiga adalah, sang wakilmenerima tugas

tersebut dan dalam jangka wakhr tertentu. Apabila wakfunya
berubah dan dikhawatirkan waktu yang telah ditentukan itu habis,

maka q/akalah tersebut diterima secara langsung atau saat ifu juga.

Begifu juga jika seorang hakim menawarkan wakalah kepada sang

wakil saat diterimanya, maka dia boleh menerimanya saat ifu juga

dan di lain waktu dalam jangka u/aktu tertentu.

Al Qadhi Abu Hamid AI Marunru&i berkata, " Wakalah

diterima saat ifu juga karena dia adalah akad yang diperlakukan
seperti akad-akad lainnya."

Namun pendapat ini keliru dari tiga aspek, lnifut

Pertama: Wakalah adalah pernberian izin unfuk mengelola,
sehingga tidak perlu ada desakan menerimanya seperti halnya jika
seseoremg !/ang memberi izin kepada orang lain ifu guna
melakukan bansaksi jual beli.

Kedua: Wakalah adalah penggantidn seperti halnya wasiat.
Kemudian wasiat boleh diterima dalam jangka wakhr tertenfu;
begitu pula dengan unkalah.

Ketiga: Jika seseorang memberi ulakalah kepada orang lain
untuk memerdekakan budak secara kitabah, maka itu
diperbolehkan, selama pihak pemberi wa*alah boleh memberikan
izin pengelolaan tersebut dan dapat diterima dalam jangka waktu
tertenfu. Seperti ifu pula dalam pengucapan alad wnkalah secara

verbal.

Bila syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi, maka wal<alah

dinilai sah, baik dalam kondisi pemberi vwl<alah ifu memberikan
kesaksian terhadap dirinya atau pun Udak. Sebab, kesaksian
hanyalah argumen unfuk menguatkan pemberian kuasa kepada
orang lain, bukan syarat yang menguatkan sahnya wkalah.

?82 ll et u"ir*r'SyorahAl Muhodzdzob



seandainya sang wakil tidak berada di tempat perkara, kemudian

ada dua orang saksi yang menguatkan hal itu di hadapan hakim,

maka pengakuan kdua saksi tersebut bisa dijadikan sebagai

landasan hukum untuk menerima dan melaksanakan unkakh

tersebut. Namun apabila kedua saksi tersebut tidak membenarkan

akad watatahitu, maka qnkakhtersebut tidak boleh dilaksanakan.

Sikap menerimanya hakim, udak berarti bahwa, dia

membenarkannya. Seandainfn hakim menolak akad wakalah

karena suahr alasan, maka kesaksian kedua orang salsi tersebut

tertolak, natnun ketika sang unkil itu membenarkan kesaksian

keduanya, maka dia boleh menerima al<ad wnkalah tersebut dan

melaksanakannya.

Sikap menolaknya hakim pun juga tidak bisa dijadikan

alasan unhrk menghalangi sang wakil untuk menerimanya, sebab

sikap menerirna kedua saksi di hadapan orang yang diberi wakalah

merupakan sebuah informasi, sedangkan di hadapan hakim adalah

kesaksian.

wakakh untuk bersaksi atas dirin5a atas qnkalah' yang -

dibebankannya -rnaka perlu dilihat; apabila wakalah itu dibantah

oleh pihak yang memben wal<alal> berkaitan dengan pihak yang

diberi walahh, ada jaminan seperti penjualan ketika dibantah oleh

pihak yang memberi wal<alah, maka sang wakil itu wajib

memberikan jaminan terhadap barang yang dibeli, atau seperti

pembelian k€fika dibantah oleh pihak yang membei wal<alah,

maka sang wakil waiib menanggung bamng Sang dibeli, sedangkan

pihak yang menanggung biayanya ifu hanrs menerimanya,

meskipun dia menolak jaminan tersebut atau seperti kasus

pelunasan utang png menunhrt adanya penyelesaian kerugian

yang telah dibaynrkan, maka ketika iu pemberi wakalah
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berkewajiban untuk bersaksi atas dirinya terhadap wakalah
tersebut. Apabila wakalah tersebut termasuk yang dibantah oleh
pihak pemberi wakalah, dan tidak berkaitan dengan pihak yang
diberi wakalah, maka tetap ada jaminan wakalah untuk
mengukuhkan hak. Permintaan sjruf'ah dan pembagian syirkah
tidak mengharuskan pemberi wakalah iU bersaksi atas dirinya
terhadap wakalahtersebut.

Akad wakalah tidak boleh dilangsungkan dalam tempo atau
syarat tertenfu, karena mengganfungkan akad dengan beberapa
syamt dan tempo adalah tindakan yang tidak sah. Seandainya
seseomng berkata, "Apabila awal bulan telah tiba, maka aku
memberikan wakalah kepadamu unfuk menjual nmahku," maka
akad wakalah tersebut batil karena akadnya ditentukan dengan
tempo.

Seandainya seseorang berkata, "Aku memberi wakalah
kepadamu untuk menjual rumahku," maka akad wakalah tersebut
batil namun diperbolehkan, karena perkara tersebut adalah
menyegerakan akad walalah. Dia menjadikan awal bulan sebagai

alasan unhrk waktu penjualan. Begitu pula seandainya seseorang

berkata, "Bila Tainab mau, maka aku memberikan wakalah
kepadamu unttrk menjatuhkan talak kepadanya," al<ad wakalahini
tidak diperbolehkan. Seandainya seseorang berkata, "Aku
memberikan wakalah kepadamu untuk menjafuhkan talak kepada
Taunab jika dia mau," maka alad qnkalah seperti ini boleh.

Apabila semua yang telah kami kemukakan tadi terbukti,
maka qrakalah ifu terbagi menjadi tiga:

Pertama: Tindakan yang dilakukan oleh sang wakil itu
terbatas pada isi wakalah, bukan yang diinginkan. Yaifu selama

keinginan dan pilihannya tidak dibangun di atas pihak yang

memberi wakalah, seperti memberikan wakalah untuk
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mengukuhkan hudud dan qishash. Pihak yang diberi vnkalahbdak

boleh memenuhi hudud dan qishash setelah hal tersebut

dikukuhkan. Begitu pula jika seseorang memberikan wakalah

kepada orang lain untuk menagih utang yang tidak mungkin

diperoleh setelah ditagih. Apabila seseorang memberikan wakalah

untuk mengukuhkan sebuah manfaat agar bisa dimiliki, maka dia

tidak boleh mencabutnya, dan tindakan sang wakil dalam kondisi

seperti ini terbatas pada izin yang diberikan oleh pihak pemberi

vrakalah.

Kedua: Tindakan sang wakil melebihi isi wakalah yarg
diinginkan, yaitu keinginan yang wajib dipenuhi oleh pihak

pemberi umkalah, seperti pemberian unkalah dalam jual beli.

Dalam kasus ini, sang wakil boleh menyerahkan barang dan

menerima pembayaran, meskipun tidak diungkapkan secara jelas

oleh pihak yang memberi wakalah. Sebab, akad jual beli

mengharuskan hal tersebut, yaifu menyerahkan barang yang dijual,

dan dia dianjurkan unhrk tdak melepaskan barang sebelum

menerima uang pembayaran. Oleh karena itu, dia boleh

melakukan tindakan melebihi isi akad wnkalah. Begitu juga bila

seseorang memberikan qnlalah kepada orang lain unfuk menjual

bamng, maka sang wakil boleh menahan barang dan membayar

harga barang tersebut, karena itu adalah akad pembelian yang

mengharuskannya membayar harga dan juga dianjurkan agar tidak

membayar sebelum memperoleh barang yang dibeli.

Apabila pemberi unkalah dalam kasus meniual barang,

Udak membolehkan sang wakil unhrk memegang harga dari

barang yang dibeli, maka akad unkalah tersebut tetap sah.

Seandainya seseorang memberikan wakahh kepada orang lain

unh.rk tidak menyerahkan barang yang dijual, maka ada dua
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pendapat ulama madzhab As5rSyaf i dalam akad wakalah ini,
seperti yang dikemukakan oleh Abu Ali Ath-Thabari dalam lfshalr
nya, yaifu:

a. Akad wakalah tersebut sah seperti kasus pihak pemberi

wakalah melarang sang wakil unfuk menahan harga

barang, bila dia diidnlon unfuk menyerahkan barang

dagangan, maka begltu pula dengan pemberi unkalah.

b. Akad wakalah tersebut batil, karena menahan barang

dagangan termasuk konsekuensi jual beli. Apabila dia
dilarang, maka al<ad wal<alah tersebut batal.

Ketiga: Bagian yang diperbebatkan madzhab AsySyafi'i,
yaitr apakah tndakan sang unkil hanya terbatas pada izin yang

diberikan oleh pihak pemberi uakalah atau dia boleh bertindak
melebihi izin yang diberikan, yaitu segala sesuatu yang berkaitan

dengan tindakan yang han5ra bisa dilakukan oleh sang wakil saat

itu juga, seperti alr.ard owl<alah pembagian rumah dan penahanan

bagran kefika pihak yang berkongsi menolak. Apakah sang wakil
itu boleh bertengkar dan menguatkan a4lumennya serta

mengajukan bukfi dalam kasrs tersebut. Begitu juga seperti kasus

wkakh unfuk menahan utang kefika diingkari oleh pihak yang

ditagih, apakah sang wakil boleh melakukan pertengkaran dan

mengajukan bukti kepada pihak 1Bng ditagih? Dalam kasus ini ada

dua pendapat yang diriwalntkan oleh Ibnu Syuraih, yaitu:

a. Pihak yang diberi wnlalah tidak berhak melakukan

tindakan tersebut dan makzud tindakan pada isi yang

dikandung wakalah adalah izin 5nng bersifat tegas,

sedangkan selebihnya udak unjib dilakukan, sehingga

ada kemiripan dengan bagian pertama.

b. Pihak yang diberi wakalah boleh mengambil Undakan

yang diperlukan, karena pemberi wakalah tidak bisa
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bertindak kecuali lewat perantara wakilnya, sehingga

tindakan yang diperlukan dalam mengemban wal<alah

termasuk kewajiban pihak yang diberi wakalah,

sehingga ini memiliki kemiripan dengan bagian kedua'

cabang, Al Muzani berpendapat bahwa, sang wakil dan

penerima wasiat tidak dibebani jaminan ganti rugi, tidak iuga bagi

pihak yang dititipi barang dan iuga pihak yang diberi pinjaman,

kearali apabila mereka melakukan pelanggaran. Pendapat ini

seperti yang telah dikemulokan tadi-

Menurutku (Al Muthi'i): Ada beberapa macam tangan

yang terlibat dalam mengelola harta orang lain, yaihr: a. Tangan

yang memberikan jaminan; b- Tangan 5rang amanah; dan c'

Tangan yang masih diperdebatkan oleh ulama madzhab fu5r

Syafi'i; yaitu apa makna tangan lpng memberi jaminan atau

tangan yang amanah?

Tangan yang memberi jaminan adalah, tangan para

perampas harta orang, peminjam, pembeli, dan pengutang'

Mereka ini adalah pihak-pihak yang wajib memberikan ganti rugi

terhadap harta yang diambil oleh tangan mereka. Apabila harta

tersebut hilang lantamn tdak ada unsur pelanggaran yang

disengaja, maka orang tersebut tidak bisa dituduh melakukan

pelanggaran secara sengaja dengan tangannya, atau peminjam

atas apa yang ada di tangannYa.

Tangan yang amanah adalah, Fihr tangan pihak yang

diberi ormlakh, pihak yang diberi pinjaman, pihak yang berkongsi,

pihak yang diberi titipan, pihak penyewa, dan pihak yang

menerima gadai. Mereka ini fidak memberikan ganti rugi atas
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harta yang hilang atau rusak selama mereka tidak melakukan
pelanggaran secara sengaja, sebab tidak ada orang yang
melanggar dengan tangannya atau pun orang yang memsak
barang dengan sengaja dari kalangan mereka.

Sedangkan tangan yang masih diperdebatkan maknanya,
adalah, yaitu tangan penyewa yang berkongsi, apabila barang yang
disewa rusak di tangannya dengan sepengetahuan dirinya tanpa
ada unsur kesengajaan atau pelanggaran, maka ada dua pendapat
Asy-Syafi'i dalam kasus ini:

Pendapat Pertama: Dia adalah tangan yang wajib
memberikan jaminan terhadap barang yang rusak, layaknya orang
yang meminjam barang.

Pendapat Kedua: Dia adalah tangan amanah yang tidak
memberikan ganti rugi terhadap barang atau harta yang msak,
seperti halnya pihak yang dititipi barang.

Cabang, Apabila demikian kondisinya, maka sang wakil
adalah orang amanah atau dipercaSn akan barang pihak pemberi
wakalah dan tidak dibebani ganti rugi apabila barang tersebut
rusak atau hilang lantaran dua alasan, yaihr:

Alasan Pertama: Pihak pemberi wakalah telah
memposisikan sang wakil sebagai pengganti dirinya, sehingga dia
tidak wajib memberikan ganti rugi terhadap barang yang ada di
tangannya.

Alasan Kedua: Wakalah adalah akad belas kasihan dan
tolong-menolong. Pembebanan ganti rugi bagi sang wakil dinilai
melenceng dari hrjuan utama akad ini, baik wakalah tersebut
diselenggarakan dengan kompensasi maupun tanpa kompensasi.

238 ll ,et Uoj*u'syarah At Muh;tdzdzab



Berkenaan dengan masalah ini, Abu Ali Ath-Thabari

berkata, "Apabila akad wakalah diselenggarakan dengan

kompensasi, maka berlaku hulum penyewa yang membeli,

sehingga dia wajib memberikan ganti rugi berdasarkan dua

pendapat. Namun pendapat ini tidaklah shahih, sebab apabila

akad tersebut keluar dari ketentun hukum seura-menyevra yang

ditetapkan, maka unkalah prrn keluar dari ketetapan hukumnya

dalam memberikan ganti rugi.'

Cabang, Al Muzani berpendapat bahwa, pemberian

wal{alah dari setiap pihak yang memberikan tugas tersebut, baik

pria maupun wanita, keluar atau pun tidak keluar dengan udzur

maupun tanpa udzur, menetap atau pun tidak menetap adalah

perbuatan yang sah untuk dilakukan-

Al Mawardi berpendapat bahwa, perlu diketahui bahwa

pendapat yang berkembang dalam masalah ini mencakup dua sub

bahasan:

Pembahasan Pertama: Perbedaan pendapat png berkaitan

dengan masalah ini.

Pembahasan Kedua: Syarat yang ditetapkan madzhab Asy

Syafi'i dalam masalah ini.

Mendahulukan perbedaan pendapat yang berkaitan dengan

mmalah ini dipandang lebih penting agar bisa dijadikan dasar

pijakan madzhab dalam menenhrkan ryarat. Perbedaan lnng
mtrnorl adalah pada dua hal, yaitu wanita boleh diberi qnkakh

dalam kondisi bertikai, baik itu adalah lthafinh atau pun barzah.

Abu Hanifah dalam masalah ini, membolehkan lchafinh untuk

Udak diberi wakalah, sedangkan ba$ barzah boleh diberi wakalah
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t
dalam kondisi bertikai, baik menetap atau pun tidak menetap,memiliki udzur maupun tidak memiliki udzur.

Abu Hanifah juga berpendapat bahwa, orang yang sedangmelakukan perjaranan atau menetap dan memiriki udzur borehdiberi wakalah, namun bagi yang menetap tanpa memiriki udzurtidak boleh diberi wakarah- Abu Hanifah berargumen denganalasan bahwa, kedekatan perbedaan antara keduanya berdasarkanfirman Allah,

'#--46til 
4G"ftj

@s;;
" Dan anlbtk mereka dipanggit kepada Attah a* iu*t-Nya' agar Rasur menghukum (mengadiri) di antara mererra, hba-tiba sebagian dari mereka menorak unfuk datang.- (es. An-NuurI24l:48). \\

orang yang-enggan datang unfuk memberikan wakarah,maka dia mempakan orang yang menolak unfuk memberitanggapan.

Diriwayatkan dari umar bin Khaththab & bahwa diapemah menuris akad yang dibuatrya kepada Abu Musa AI Asy,ari,tebarkanlah kebaikan kepada 
"r*g rain di wajahmu, keadiranmu,majelismu, dan ketika menghadapi pertikaian tanpa wakir dantawar-menawar antara kedua berah pihak yang berp*r.*". Karenakehadiran permusuhan adarah hak 

-masing-masing pihak yangberperkara, sebagai pengganti dari keikut 
"rtuu' i,nr,ru dalamperkara tersebut, yang juga membuat dirinya sibuk danmenghalangi dirinya untuk dapat hadir dengan o"*d rt* dirinya,yaifu sebagai hal yang menggugurkan hak orang yang berperkara,
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sebab tanggapan orang yang berperkara itu berada di tangannya.

Terkadang jawaban lnng terlontar ifu bempa pengakuan dan

terkadang berupa pengingkaran. Sang wakil hendaknya

menetapkan perkara pada hal 5nng diingkarinya saja dan tidak

pada pengaktnnn5a. oleh karenanln, tdak dibolehkan perr*nkilan

ihr rnembatalkan hak pernberi unlehhdari salah sahr pihak omng

yang berperkara, iuga apa lEng dimilih dengan sumpah yang Udak

dapat di\rnkili oleh sang upldl, karena sang wakil itu menrpakan

cabang dari pernberi wz,kalah, seperti kesaksian di atas kesaksian,

dimana dia merupakan cabang dati kesaksian yang asli. Maka

seorang hahm tdak dipe6olehkan mendengar kesalGian dari

cabang kecuali iika sans pemberi unkalah tidak mampu lagi,

karena sang wakil ihr merupakan u,akil dari pemberi umkalah,

laSnknya orang yang memberi wasiat, atau seorang wali bagi anak

yatim. Di saat perwakilan tersebut itu ditetapkan lantaran

ketidakmampuan pemberi wal<akh, maka perwakilan itu sah

hukumnya lantaran ketidakmampuan sang pemberl. wal<akh.

Dalil yang kami gunakan adalah hadits yang diriwayatkan

dari Nabi *, bahwa k€fika Miau mendengar pengakuan

Hrrunishah dan Muhaishah pada Yahudi l(haibar, bahwa mereka

telah membunuh Abdullah bin sahl sebagai ganti Abdurahman bin

Sahl, saudara sekaligus unli omng yr6ng dibunuh, dan saat ifu turut

hadir, maka beliau rnendahuhkan mereka gntgk orang

tersebut disertai dengan kehadirannlB. Seandainya vralralah orang

yang hadir tidak diboletrkan, sudah poti Nabi $ menolalmr

hingga ada wali baru yang lain. Tidal*ah Anda melihat bahwa

beliau mengingkari Muhaishah k€fika mriai berbicara sebelum

Hnunishah, kemudian beliau bersabda, "Dahuful<an 5ang l&ih fua,

dahulut<an trang lebih fuat' Meshpun sikap mendahulukan orang

yang lebih tua gsianya tidak waiib, Ir.fillln sikap ini termasuk etika'

Jadi, bagaimana bisa beliau tidak melihat sesuahr yang waiib.
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Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib.g, bahwa dia pemah
memberikan wakalah kepada Aqil saudaranya kepada umar ibn
Khaththab, dan bisa jadi ketika itu dia berada dekat dengan Abu
Bakar rg saat Ali hadir di sana. selain itu, Abdullah bin Ja,far pun
memberikan wakalah ketika Aqil ditawan kepada utsman bin
Affan 4&,, saat Ali hadir di sana.

Dengan demikian itu menjadi ijma, mereka atas
permasalahan pembenan wakalahkepada pihak yang hadir. selain
ifu, karena orang yang boleh memberikan wakatah saat tidak ada
atau pun sakit, boleh memberikan wakatah saat hadir atau pun
sehat, seperti memberikan wakalah dalam penyelenggaraan akad
dan menagih utang.

Begifu juga karena setiap orang yang boleh memberikan
wakalah dalam penyelenggaraan akad saat tidak berada di tempat,
juga boleh memberikan u/akalah saat berada di tempat, seperti
orang yang sakit atau pun orang yang bepergian. Juga karena
syarat sahnya akad unkatah tidak berbeda rantaran orang yang
melakukan akad sakit atau pun sehat, menetap atau pun tidak
bemda di tempat, seperti akad-akad lainnya. Juga, karena tujuan
ovakalah adalah menolong orang yang tidak mampu atau lemah,
atau perlindungan bagi orang yang ketakutan. pengertian ini
ditemukan pada orang yang tidak memiriki udzur, seperti pada
orang yang memiliki udzur.

Tanggapan terhadap ayat yang digunakan bisa dari dua sisi,
yaitu:

Sisi Pertama: Orang yang melimpahkan ulakalah kepada
dirinya tidak bisa dinilai mengelak dari;awaban.

sisi Kedua: Dia mengajak kepada agama Isram dan ini
termasuk akad wakalahyang tidak sah dilakukan.
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Jawaban terhadap pemyatan Umar bin Khaththab rg,

bahwa masing-masing pihak memiliki wakahh namun Udak

sampai membatalkan penawaran.

Sedangkan tanggapan terhadap pern5rataan "Kehadiran

pihak yang dituduh terhadap hak pihak grang menuduh udak sah"

karena seandainya pihak png dihduh ihr dinilai keluar dari

dakwaan tanpa kehadiran, maka hmfutan ihr gugur. Jika dia hadir

tanpa keluar darinya, maka tuntLfran iU tdak gugur. Dengan

demikian, tertukti bahwa hak pihak png melemparkan hrduhan

dilakukan saat keluar dari dakl /aan bukan mat pihak yang dih.duh

hadir. Selain itu, pihak hakm atau pun pihak penuduh

menghalangi pihak yang dituduh unfuk melatnrkan kesibukanryn

saat keluar dari dal$raan alau walalahtersehrt.

Tanggapan terhadap pemlrataan "Jawaban yang

dilontarkan terkadang berupa pengaloran" ini Udak bisa diterima

karena dia sendiri keluar dari trtangnya dengan pengakuan

meskipun dia hadir.

Jawaban terhadap argumentasi derrgan menggunakan

kesaksian merupakan pem5Ataan png nrenggabr.grgkan sesuatu

yang tidak pdst, kemudian pe6edaan lrmg muncul di antam

keduanya dari dua sisi: Salah safun1n adalah lorena, hakim tidak

boleh mendengar kesaksian tambahan dengan ridha pihak 1nng

berperkara tanpa menghadirkan keadihn sebagai acuan pokok

dalam kesaksian, kecuali apabila hal itu dilakukan setelah

penyingkapan kondisi kesaksian. Apabila tllak diperlukan, maka

hakim tidak perlu mendengar kesaksian tersebut. Hakim juga

boleh mendengar dari pihak 1nng berperlrara dan tidak p€rlu

menyingkap kondisinp, sehingga dia boleh mendengar dari pihak

yang tidak diminta se@ra paksa untuk mendengar darinya.
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Argumentasi mereka dengan wasiat dan wali didasarkan
karena dia adalah pengganti orang yang berum diinformasikan. Dia
hanya boleh melakukan fugas tersebut dalam kondisi mendesak.
wakil adalah pengganti dari orang yang terah dipilih, sehingga dia
boleh melakukannya meskipun kondisi darurat tidak ada.

Asy-Syirazi *s berkata: Apabila seseorang
memberikan wakalah untuk melakukan tindakan
pengelolaan dan dia mengizinkan pihak lain untuk
memberikan wakalah apabila dia menghendakinya,
maka perlu ditinjau; Apabila seseorang telah
menenfukan secara pasti siapa yang mewakili dirinya
dan semuanya orang amanah atau tidak amanah, sebab
dia menetapkan ijtihadnya dengan memastikan. Namun
apabila dia tidak menenfukan secara pasti siapa yang
mewakili dirinya, maka yang diberi fugas adalah orur,l
yang amanah, sebab pihak pemberi wakalah tidak
mungkin menyerahkan fugas kepada orang yang tidak
amanah- Apabila seseorang memberikan wal<alah
kepada orang yang amanah, kemudian orang tersebut
berkhianat, lantas apakah pihak pemberi *ut*t"t boleh
menyingkirkannya? Dalam kasus ini ada dua pendapat
ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia memiliki kekuasaan unfuk
menyingkirkanya sebab wakatah menunfut adanya
penggunaan orang yang amanah. Apabila or.rng
tersebut tidak lagi dianggap amanah, maka dia tidai
boleh digunakan, sehingga pihak pemberi wakalah
boleh mendepaknya.
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Pendapat Kedua: Pihak pemberi wal<alah tdak
berhak mendepak orang tersebut sebab dia telah

memberikan ian wakalah kepadanya, bulon
penyingkiran dari tugas. Apabila seseoftrng memberikan
wat<atah natnun dia belum memberikan izin kepada

orang lain unfuk menyelenggarakan akad w-alralah,

maka perlu ditinjau. Apabila unrsan yang dilimpahlran
dalam akad vnkalah termazuk urus.rn lnng rnampu

ditaksanatnn oleh pihak wakil, malra tugas tersebut

tdak boleh dilimpahkan kepada orang lain- Sebab,

pemberian idn tidak mencakup pengelolaan pihak lain

dari sisi pelafalan atau pun dari sisi urf. llarena dalam

urf tidak mengenal apabila dia ridha kepada seseor.rng,

maka dia pun ridha kepada orang lain-

Apabila seseorang memberikan wakalah unfuk
mengelola, dan berkata, 'l-alnrkanlah apa yang engkau

kehendaki,' maka dalam kasus ini ada dua pendapat

r.rlama ma&hab AqlSyafi'i:

Pendapat Pertama: Dia boleh memberikan

walalah kepada onmg lain dalam hal itu karena

ungkapan yang digunakan bersifat utnurn, yaifu

lakukanlah apa yang engkau kehendaki.

Pendapat Kedua: Tidak boleh karena pemberian

walalah menunfut adarrya pengelolaan lpng
dilimpahkan sendiri. Pemgntaan *l^akukan apa yang

engkau kehendaki" kembali kepada funfutan pemberian

wal<alah unhrk mengelola seorang diri. Apabila
pekerjaan yang diberilon termasuk pekeriaan !/ang
fidak dikuasainya, sehingga dia tidak bisa bekeria

dengan baik, maka sang wakil boleh melimpahkannya
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kepada orang lain. Sebab, pemberian wakalah tersebut
dalam umsan yang tdak bisa dilakukan atau tidak
dikuasai membolehkan pelimpahan pekerjaan kepada
orang lain menurut urt- Apabila pekerjaan yang
diembankan termasuk pekerjaan yang bisa dilakukan,
hanya saja dia tidak mampu menyelesaikan semua fugas
lantaran terlalu banyak, maka dia pun boleh
melimpahkan fugas tersebut kepada orang lain unfuk
menyelesaikan umsan yang fidak bisa diselesaikannya
sendiri. Sebab, pemberian wakalah unfuk
menyelesaikan urusan lnng tidak bisa dilakukan adalah
izin untuk memberilan vakalah dari sudut pandang urf.

Pertanyaan yang muncul, apakah boleh
rnemberikan wal<alah kepada orang lain unfuk semua
uns rn yang tidak bisa dilakukan lantaran terlalu
banglak? Dalam kasus ini ada dua pendapat ulama
madzhab Ary-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia boleh melimpahkan
semua fugas wakalah tersebut kepada orang lain, sebab
dia memiliki hak penuh untuk memberi wal<alah,
layaknya pemberi wal<akh pertama kali.

Pendapat Kedua: Dia tidak boleh melimpahkan
fugas wakalah kepada orang lain unfuk menyelesaikan
urusan yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Sebab,
pemberian wakalah menuntut adanya pihak yang diberi
wal<alah melaksanakanngTa seonmg diri. lan hanya
diberikan kepada sang unkil harrya dalam umsan yang
fidak mampu diselesaikannya sendiri lantaran faktor
ketidakmampuan. Sedangkan urusan yang mampu
dilaksanakan sendiri tetap seperti awal akad walalah.
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Apabila dia memberikan wal<alah kepada dua

orang untuk meniual atau meniatuhkan talak, dimana

pihak pemberi wakalah memberikan tugas kepada

masing-masing orang. Apabila pemberi wakalah

rnemang memberikan fugas masing-masing kepada

kedua orang tersebut, maka masing-masing pihak boleh

melakukannya sendiri-sendiri, sebab dia telah

rnengantongi izin untuk melakukan tindakan. Apabila
pihak pemberi wakalah tidak memberikan izin kepada

masing-masing pihak, maka keduanp itu tidak boleh

melakukan tugas tersebut sendiri-sendiri- Sebab, pihak

pemberi wakalah belum ridha atas tindakan salah safu

dari keduanya, sehingga tdak boleh ada tindakan

sendiri-sendiri. Apabila pihak pemberi wal<alah

memberikan tugas kepada keduanya unfuk meniaga

harta, maka keduanya boleh menyimpan dan

menjaganya dengan caranya sendiri-sendiri-

Abu Al Abbas dalam kasus ini mengemukakan
pendapat lainnya, bahwa apabila tugas yang

dilimpahkan itu termasrk umsan yang boleh dibagi,

maka umsan itu boleh dibagi kepada masing-masing

pihak yang difugaskan, sehingga masing-masing pihak

mengemban setengah tugas tersebut- Apabila bulon
termasuk umsan lrang boleh dibagi, maka keduarSTa

melakukan secara bersamaan seperti yang dilalukan
oleh dua pemilik barang. Pendapat yang shahih adalah

pendapat yang pertann, karena ifu menrpakan

findakan yang melibatkan keduarrlp, sehingga salah

safunya fidak boleh bertindak sendiri-sendiri, seperti

dalam kasus peniualan. Selain itu, kasus ini berbeda

dengan kasus dua orang pemilik barang, sebab tindakan
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yang dilakukan oleh dua orang pemilik barang
berdasarkan hak kepemilikan, lalu keduanya bertindak
sesuai batasan kepemilikannya, sementara tindal{an
!/ang dilakukan oleh dua wakil berdasarkan izim,
sementara izrn menunfut kedua belah pihak
bekerjasama. oleh sebab itu, dua orang pemilik barang
boleh menjual hak kepemilikann5p secara terpisah,
sedangkan bagr salah satu sang wakil fidak boleh
terpisah dari tindakan yang hin.

Penjelasan: Hukun: Pemberian wakalahtidak bisa lepas
dari tiga hal, yaitu:

Hal yang Pertama: Pemberi urakalah melarang sang wakil
unfuk memberikan ottal<alah kepada orang lah, sehingga tindakan
tersebut tidak dilakukannln tanpa ada perbedaan. sebab, apa yang
dilamng oleh pihak pernberi unkarah tidak tercakup dalam
pemberian izinnya, sebagaimana jika dia tidak memberikan
uakalahkepada orang lain.

Hal yang Kedua: Pihak pemberi utakatah memberikan izin
kepada sang wakil trnfuk melimpahkan fugas kepada orang lain,
karena ini adalah akad memberikan iz,- kepada pihak lain,
sehingga dia boleh melaksanakannya, seperti melakukan tindakan
untuk menyelesaikan unrsan png telah diizinkan. Kami pun tidak
menemukan ada ulama png berteda pendapat daram hal ini.

Apabila ada yang mengatakan, "Aku memberikan unkalah
kepadamu, maka silakan berbuatlah sesukamu," lantas apakah
pernyrataan ini membolehkan sang wakil melimpahkan fugas
kepada orang lain? Dalam kazus ini perlu ditinjau; Apabila urusan
yang dilimpahkan kepada orang lain termasuk urusan yang bisa
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dilaksanakan dan dikuasai oleh pihak yang diberi wakalah, maka

dia tidak boleh melimpahkan hrgas tersebut kepada orang lain.

Sebab, dia adalah pemberi wakalah berdasarkan tindakan yang

sebenamya mampu dike4akannya sendiri.

Pemyataan "lakukanlah semaumu" kembali kepada

tindakan yang perlu dilakukan sendiri.

Para ulama madzhab Hanbali berpendapat bahwa, sang

wakil boleh melimpahkan tugas kepada siapa saja yang dia

kehendaki karena hal ifu termasuk dalam lingkup pemberian

wakalah yang bersifat umuln.

Pendapat madzhab kami adalah, apabila banyak unsan

yang harus diurusi dalam akad vrakalah tersebut, maka sang wakil

boleh meminta bantuan omng lain unfuk menyelesaikan tugasnya.

Contoh kasus yang sarta adalah, kasus pekerjaan yang

diembankan sangat sulit, sehingga tidak bisa dilakukan dan

memerlukan orang lain yang kuat unfuk menyelesaikannya, maka

sang wakil boleh melimpahkannya kepada orang lain. Contoh

lainnya adalah, pekerjaan yang membuhrhkan keterampilan atau

disiplin ilmu khusus, seperti insinlnr, dan lain sebagainya, maka

sang wakil boleh melimpahkannya kepada orang lain. Begihr pula

dalam kasus pekedaan yang mudah, namun pekerjaan tersebut

termasuk susah dilaksanakan lantaran terlalu rendah, maka sang

wakil boleh melimpahkannya kepada orang yang berkompeten.

Hal yang Ketiga: Pemberi .nkalah mengungkapkan

akadnya secara mutlak sehingga menyebabkan akad ini tidak bisa

lepas dari tiga kondisi, yaihr:

Kondisi Pertama: Perbuatan yang tidak mau dilakukan oleh

sang wakil seperti yang telah kami kemukakan tadi, termasuk

perbuatan yang rendah atau hina dalarn pandangan orang
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terhormat atau tidak bisa dilakukan, atau juga karena alasan

lainryn png telah kami sebutkan tadi, karenaizinsaat ifu dialihkan
pada kebiasaan yang berlaku. Pendapat ini dikemukakan oleh
Ahmad dan ulama madzhab Hanbali.

Kondisi Kedua: Pertuatan tersebut termasuk. perbuatan
yang udak bisa dilakukan oleh sang wahl karena jumlahnya yang

sangat banyak dan tersebar dimana-mana, maka pemberian

sebagian wakalah kepada orang lain boleh dilakukan selama piak
yang diberi q/akalah ifu tdak mampu mengerjakannya. Pemberian

wkalah unhrk semua fugas Snng diserahkan, boleh dilakukan
menunrt pendapat ulama madzhab Hanbali, sedangkan menumt
ularna madzhab Aslrsyafi'i, ada dua pendapat.

Dia boleh menyerahkan semua fugas yang diembankan
kepadarrya dalam al<ad walakh, sebab dia memilik hak penuh
terhadap pemkian wl<alah tersebut, dan lainnya adalah dia tidak
boleh mernberikan oyal<alah atau melimpahkan hrgas yang
ditetapkan kepadanya kecuali unhrk pekerjaan yang tidak mampu
dikerjakan s€rdiri. Izin yang dib€rikan kepadanp diberikan pula
kepada orang lain, saat dia Udak sanggup melakukannya,
sedangkan bag lnng rurmpr.l dilakukan sendiri, maka tetap
berialan menurut ketentuan wal<alah.lnilah pendapat yang dianut
oleh ulama madzhab Hanbali seperti yang disebutkan oleh hnu
Qudamah dari Al Qadhi.

Kondisi Ketiga: Pekerjaan tersebut bisa dilakukan sendiri
dan frdak dihindari oleh pihak 5ang diberi wakalah, seperti akad

mtqarnhh. namun apakah boleh dilimpahkan kepada orang lain?

Dalam kasus ini ada dua pendapat:

Pendapat Pertama; Tidak boleh. Ini adalah madzhab yang
dianut oleh ulama madzhab karni. Pendapat ini pun dianut oleh
Abu Hanifah dan Abu Yustrf karena sang wakil belum diberi izin
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untuk melimpahkan tugas yang diembankan kepadanya dan tidak

tercakup dalam izin png diberikan, sehingga dia tidak boleh

melakukannya seperti halnya jika dia dilarang melakukannya.

Selain itu, karena mempercayakan pekerjaan yang mungkin

dilakukan sendiri ifu, fidak boleh diserahkan kepada orang yang

tidak dipercaln seperti kasus undi'ah.

Pendapat Kedua: Boleh. Pendapat ini dinukil dari Ibnu

Hanbal dan hnu Abi Laila.

Apabila sang wakil sakit atau tidak bisa hadir, karena sang

urakil boleh bertindak sendiri, sehingga dia memiliki hak penuh

unhrk melimpahkan kepada orang lain, seperti halnya pemilik

harta. fugumen kami adalah pemberian unkalah tidak mencakup

tindakan yang melibatkan pihak lain dari segi pelafalan atau pun

un Sebab, tidak dikenal dalam urf isUlah apabila seseorang

meridhai safu orang, maka dia pun boleh melibatkan orang lain.

Berbeda juga dengan kasus pemilik barang, karena pemilik barang

boleh bertindak semaunya pada barang miliknya, berbeda dengan

pihak yang diberiil{an wakakh, dia hanya boleh bertindak sesuai

izin yang diberikan.

Cabangt Setiap sang wakil boleh memberikan u&alah

atau melimpahkan hrgasnya kepada orang lain, maka selama itu

pula orang tersebut bisa dipercaya. Sebab, oftIng yang telah

memberikan ueakh kepadaqn pasti tidak akan menyerahkan

strafu tugas atau pekeriaan kepada orang y6ng tidak amanah atau

Udak bisa dipercaya, sehingga kebolehan memberikan wl<alah

atau melimpahkan tqgas kepada orang lain terikat dengan batasan

tersebut. Selain ifu, izin dalam iual beli berkaitan erat dengan prihal

jual beli dengan harga yang sama, kecuali apabila ada pihak yang

telah ditunjuk unhrk me',rakili, sehingga dia boleh memberikan
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wakalah kepada orang lain meskipun dia bukan orang yang
dipercaya. sebab, dia telah membatasi pandangannlra dengan
penentuannya ifu. Apabila dia menyerahkan qntatah kepada
orang yang bisa dipercaya, kemudian orang tersebut berkhianat,
maka dia boleh menyingkirkan orang tersebut dari t,gas ifu.
sebab, membiarkan orang ifu Mndak dengan tdak jujur
merupakan tindakan membuangbuang waktu dan sia-sia. Jadi,
wal<ahh menuntut ud*1,ra pihak png bisa dipercagp.

An-Nawawi berpendapat bahwa, sang unhl udak merniliki
hak untuk menyingkirkan orang yang berkhianat atau tidak jujur,
menurut pendapat yang paling shahih. s€bab dia tetah diberi izin
unfuk melimpahlran fugasnya kepada orcmg lain, bukan
menyingkirkan orang. Dalam masalah ini Ar-Ramli
mengemukakan dua pendapat ularna ftkih Asy-Syafi'i.

cabangr Apabila seseorang memberi unkarahkepada dua
ortrng untuk melakukan findakan dan memberikan hak bertindak
kepada mming-masing orar{I, rnaka ifu boleh dilalnrkan. sebab,
dialah otang yang diberi i*t. Namun apabita pihak yang
memberikan wal<abh itu udak merrberikan hul-sn melakukan
tindakan sendiri-sendiri, maka masing-masing pihak tidak boleh
melakukannya. sebab, pihak grang memberikan ulakalah frdak
mengizinkan keduanya, tetapi dia hanya membedkan izin kepada
orang Snng diberi unkalah.Inilah pendapat 5nng dianut oleh Imam
Ahmad dan ulama fikih rasionalis.

Apabila seseorang memberikan uakatahkepada d,a orang
,nfuk menjaga hartanya, maka keduanya ifu menjaga harta
tersebut di safu tempat. sebab, pemyataan "Lalukanlah seperti
ini" rnenuntut pihak yang diperintah unfuk melakulrarrrya se@ra
bersamaan. Inilah yang rnungkin dilakukan, dimana hal ini
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berkaitan dengan keduanya. Bedakan dengan pernyataan "Aku

menjual kepada kalian berdua," yang berarti bahwa, barang

tersebut dibagi untuk keduanya, sebab tidak mungkin hak

kepemilikan barang menjadi milik keduanya secara bersamaan,

sehingga barang tersebut dibagi. Apabila salah safu sang wakil

tidak hadir, maka pihak kedua yang diben wakalah juga tidak

boleh melakukan tindakan apa-apa.

Abu Al Abbas bin Suraij mengemukakan pendapat lain

bahwa, apabila harta termasuk benda yang dibagi, maka keduanya

harus dibagi, sehingga masing-masing sang wakil memperoleh

separuh harta tersebut. Namun pendapat yang shahih adalah

pendapat yang kami kemukakan tadi.

Pihak hakim tdak boleh menggabungkan orang yang

amanah dengan sang wakil untuk mengganti pihak yang tidak

hadir, sebab pemberi wakalah adalah orcrng yang berakal sehat

dan boleh melakukan tindakan terhadap harta bendanya, sehingga

hakim tidak memih'ki wewenang melakukan hal tersebut. Hakim

pun tidak boleh menggabungkan orang yang diberi wakalah

dengan selain fugas yang dibebankan kepadanya. Bedakan dengan

kasus, dua orang yang mati meninggalkan dua wasiat, dan

bedakan pula antara wasiat dan wakakh, karena hakim boleh

menunjuk orang yang amanah kepada orang yang hendak

menyampaikan wasiat untuk bertindak. Sebab, hakim adalah

orang yang bisa dipercaya untuk mengawasi anak yatim. Apabila

hakim menghadirkan salah seorang pihak yang diberi wakalah,

sedangkan yang lainnya tidak hadir, lalu dia menyatakan wakalah

unhrk kedua orang tersebut dan mengemukakan bukti, maka

hakim mendengarkan bukti tersebut dan memutuskan kebenaran

wakalahtersebut unhrk kedua omng itu. Di samping ifu, sang wakil

yang hadir tidak memiliki hak rnelakukan tindakan sendirian.
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Apabila orang kedua yang dibert uakalah hadir, maka keduanya
melakukan tindakan bersama-sama dan tidak perlu mengulangi
pembuktian itu. Sebab, sebelumnya hakim telah mendengarkan
pembuktian itu.

Apabila pihak yang tidak hadir mengingkari tugas dalam
.4rakalah tersebut atau menarik diri, maka sang unkil lainnya tidak
boleh melakukan Undakan apa pun terhadap wakatah yang
diberikan secara bersama. Hal ini ditetapkan berdasarkan
pendapat png dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Abu Hanifah.
Selain ifu, Abu Hanifah pun berpandapat, bahwa apabila
seseorcmg memberikan wal<ahh kepada dua orang dalam kasus
p€rtilnian, maka masing-masing wakil boleh melakukan Undakan
secarcr sendiri-sendiri.

Menurut kami, pemberi wkalah tidak ridha apabila salah
sah.r wakil tidak hadir, sehingga kasusnya senrpa dengan kasus jual
beh- Walkhu a'lam.

C-abang: Madzhab Ulama Dalam Pemberian Wakalah

Sebelumn5a, kami telah menjelaskan bahwa pendapat
madzhab kami adalah, bahwa sang wakil boleh melimpahkan
tugasnya kepada orang lain dalam fugas yang tidak mampu
dilakukan atau tidak pantas dilakukan secara langsung tanpa izin.
Apabila tidak demikian, maka sang wakil harus meminta izin dari
pemberi umkalah, baik secara tegas maupun jaminan. Inilah
pendapat 5nng dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan
Malik.

Ulama madzhab Hanbali berpendapat bahwa, sang r,rnkil
tdak boleh melimpahkan tugasnya kepada orang lain unfuk
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pekerjaan yang mungkin dilakukan seorang diri secara langsung.

Apabila dia diberi wakalah untuk suatu pekerjaan, maka tidak sah

bagi pekerjaan yang sama untuk dialihkan, karena dia boleh

melimpahkan pekerjaannya kepada orang lain' Apabila pemberi

wakalah memberi izin unfuk menugaskan orang lain, maka itu

boleh dilakukan. Begitu pula dengan wakalalrwakalah yang

diserahkan dengan pernyataan "Lakukanlah apa saja yang engkau

kehendaki" karena dalam kondisi ini, sang wakil boleh

rnalakilkannya kepada orang lain'

Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa, apabila

pemberi wakalah tidak mengizinkannya untuk melimpahkan tugas

kepada orang lain, maka dia hanya boleh melimpahkan tugas

wakalahayaitu dalam dua kondisi:

Kondisi Pertama: Dia adalah orang yang diben wakalah

unfuk menyelesaikan urusan yang tidak layak dilakukan seorang

diri. Contohnya: Pihak yang memberi wakalah menugaskan

seseorang unfuk menjual hewan temak di pasar umum. Tugas ini

tenhrnya terlalu besar dan Udak bisa dilakukan langsung seorang

diri tanpa dibanfu orang lain. Oleh karena ihr, dia boleh

melimpahkan h:gasnya kepada orang lain unfuk menjualnya

dengan syarat pihak pertama yang memberi wakalah itu

mengetahui kondisi tersebut. Apabila syarat ini tidak terwujud dan

sang wakil menugaskan orang lain untuk mengerjakan pekerjaan

tersebut tanpa izin pihak pertama yang membei wakalah sehingga

harta yang dititipkan hilang, maka dia bertanggungjawab atas

kerugian tersebut.

Kondisi Kedua: Sang wakil dibebani dengan tugas yang

sangat banyak sehingga dia udak bisa menanganinya seorang diri.

Dalam kondisi seperti ini, dia boleh melimpahkan tugas tersebut

kepada orang lain untuk membantunya menyelesaikan pek.erjaan,

Al Majnru'Sytah,il Muhodzdzab ll 255



namun dia tidak boleh memberikan unkalah kepada orang yang
mengerjakannya secara sendirian.

Apabila sang wakil menugaskan orang lain, kemudian pihak
pertama yang memben onl<alah memecat wakil pertama, maka
wakil kedua tidak bisa dicopot lantaran wakil pertama dicopot dari
tugasnya. Apabila pemberi w:al<alah pertama ingin mencopot wakil
kedua, maka dia boleh mencopotrya secara independen. wakil
pertama pun boleh mencopot wakil kedua dari fugasnya. Apabila
sang wakil pertama meninggal dunia, maka kedua wakil tersebut
selesai dari fugasnya. sedangkan wakil perunkilannSn ifu telah
diserahkan kembali, sehingga boleh memberikan wnkalah kepada
orang lain.

Abu Hanifah dan ulama ma&habnya berpendapat bahwa,
sang wakil tidak boleh menugaskan orang lain untuk
menyelesaikan pekerjaan png disebutkan dalam akad wal<atah
tanpa izin pemberi wakalah pertama, kecuali dalam kondisi-kondisi
berikut ini:

Kondbi Pertama: Dia menrberikan onleatah kepada pihak
lain unfuk membayar tanggungan zakat. orang yang diberi
qnkalah dalam kondisi ini boleh melimpahkan tugasnya kepada
orang lain tanpa izin pemberi val<ahh yang pertama dan boleh
melakukan tindakan tanpa izin pemberi wakatah pertama kali.
Berbeda jika seseomng memben wat<atahkepada orang lain unfuk "

membeli heruan kurban, kemudian sang wakil melimpahkan
pekerjaan tersebut kepada orang lain, lalu orang tersebut membeli
herr,ran kurban yang diminta, maka pembelian ini terjadi
berdasarkan izlr:. dari pemberi ovat<atah pertama kali. Karena
apabila pihak yang memberikan wtakatahpertama kali memberikan
izin, maka pembelian tersebut dinilai sah, namun apabila tidak
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demikian, maka pembelian tersebut jatuh pada sang wakil pertama

kali.

Kondisi Kedua: seseorang memberikan wakalah kepada

orang lain untuk menagih utangnya, maka pihak yang diberikan

wakalah boleh melimpahkan tugasnya tersebut kepada orang lain

yang bisa diandalkan untuk melaksanakan tugm penagihan itu.

Apabila ada orang yang berkompeten bisa melaksanakan fugas

penagihan tersebut, lalu pihak yang berutang membayar utangnya,

maka sang wakil pertama lepas dari tanggung jawab, karena

perpanjangan tangan dari pihak yang menagih tadi mewakili pihak

yang diberi wakalah. Namun apabila seseorang memberikan

wal<alah kepada orang asing yang tidak berkompeten, lalu pihak

pengutang membayar utang kepadanya, kemudian utang tersebut

sampai ke tangan pemiliknya, maka pihak yang berutang bebas

dari tanggungan utangnya karena sudah membayar, dan apabila

uang pembayaran utangnya ifu tidak sampai ke tangan sang

pemilik, bahkan hilang di tangan pihak yang diberikan wakalah

kedua, maka pihak yang berutang tdak bisa terbebas dari

tanggungan utangnya. Bagi pemberi vnkalah kedua wajib

memberikan ganti rugi terhadap uang pembayaran utang yang

hilang itu, dan dia boleh mengembalikannya kepada pihak yang

memberikan fugas kepadanya.

Kondisi Ketiga: Apabila seseorang memberikan qnkakh

kepada orang lain untuk menjual barang, kemudian dia

memintanya unhrk memperkirakan atau menaksir harga barang

yang akan dijualnya, lalu sang wakil melimpahlon fugas tersebut

kepada orang yang akan menemui pihak pemberi wakalah

pertama unhrk memberitahukan hasil taksiran harga barang

tersebut, maka pemberian wakalah seperti ihr dinilai sah tanpa izin

pihak pemberi wakalah pertama. Sebab, hrjuannya adalah
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menaksir harga barang terah tercapai tanpa menimburkan
kemudharatan.

Penyerahan fugas penaksiran kepada pendapatrya wakil ini
menggantikan posisi izrn dalam pemberian uakatah. Apabila
pemberi wal<alah berkata kepadanya, "Lakukanlah menurut
pendapatmu" atau "r.,ar{ukanlah setnaumu,,, maka sang wakil
boleh melimpahkan tugas tercebut kepada orang lain.

Apabila wakil pertama berkata kepada u,akir kedua,
"Lakukanlah menurut pendapatnu" atau "Lakukanlah semaumu,,,
maka dia tidak boleh melimpahkan tugas tersebut kepada pihak
ketiga unfuk melaksanakan peker;aan itu. Namun demikian, ada
perkara yang dikecualikan !,aifu permasarahan tarak dan
pemerdekaan budak yang tidak boleh melimpahkan fugas tersebut
kepada orang lain.

Apabila pihak 5nng dib€rikan wakatah pertama kali itu
melimpahkan kepada pihak rain tanpa izin atau penyerahan,
kemudian pihak kedua melakukan undakan, maka tindakann5n ifu
udak sah, kecuali apabila sang unkil pertama kali itu membolehkan
dirinya, baik dalam kondisi hadir atau pun tidak berada di tempat.
sebab, fujuannya adarah merrperoleh pandangan pihak yang
diberi wakalah, sementara dia telah menganiongi izin ,nfuk
melakukan tindakan- pihak yang kedua disebut juga sebagai wakil,
meskipun pemberian wal<alal>nya ifu fidak disertai izin atau
pelimpahannya udak sah. sebab, rz,,- merakukan tndakan
menyebabkannya menjadi seorang wahl saat ifu juga. Hal ini bisa
Anda lihat ketika seseo.ng bersikap berlebihan seterah
memberikan i,- pekerjaannya menjadi seorang wakil, maka
pemberian izin berikuhrya seperti wkarahsebelumnya.

Apabila wakil pertama merimpahkan tugasnya berdasarkan
perintah pihak yang memberikan wakarah atau dengan
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pelimpahan, maka pihak kedua yang mendapat pelimpahan tugas

tersebut menjadi agen pada pihak yang memberikan wakalah

pertama kali. Dia tidak bisa dinonaktifkan lantaran pihak pertama

yang diberi wakalah dibebas tugaskan dan tidak pula lantaran dia

meninggal dunia. Kedua sang wakil tersebut dibebas tugaskan

secara bersamaan ketika pihak pertama yang memben wakalah

meninggal dunia.

Aslrsyirazi 4s berkata: Apabila seseoftrng

memberi wakalah kepada orang lain untuk berperkara
di pengadilan, maka dia tidak berurenang membuat
pernyataan kepada pemberi rmlnlah, membebaskan

utangnya, atau mengupayakan perdamaian baginya,
karena izin pemberi unhlah fidak menghendaki hal
tersebut. Lalu apabila or.rng tersebut memberi kuasa

kepadanya untuk menetapkan hak pemberi wakalah,
lalu dia menetapkannya, maka dia tidak benuenang
untuk menagihnya, karena iiTn pemberi wal<alah

kepadanya itu bukanlah merupakan izrn unfuk
menagihnya dari lafazh pemberian kuasa, maupun
kebiasaan lrang berlaku.

Sebab, hal tersebut bukanlah kebiasaan yang

biasa berlaku, yaitu bahwa orang yang mengangkat

orang lain menjadi wakilnya unfuk menetapkan apa
yang menjadi hak orang tersebut.

Bila orang tersebut memberi kuasa kepada sang

wakil unfuk menagih hak dari seseorang, akan tetapi
or.rng itu menyangkal dan menolak hak pemberi

wakalah, maka apakah sang wakil berurenang
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menetapkan hak tersebut? Di dalam masalah ini ada
dua pendapat ulama fildh Agl-Syafi,i:

Pendapat Pertama: Dia tidak berurenang
menetapkannya, karena izrn unfuk menagih hak ifu
berbeda atau bukan mempakan izin unfuk menetapkan
hak dari 

'j,si 
lafazh, maupun kebiasaan lnng berlaku.

sebab, ifu bukan kebiasaan lrang berlaku, bahwa orang
yang mengangkat orang lain menjadi wakilnya guna
menetapkan apa l,ung menjadi hak pemberi tmkalah,
dia juga rela mengangkatnya sebagai wakil ,nfuk
menerima apa yang menjadi hakry7a.

Pendapat Kedua: Dia berwenang menetapkan
haknya, karena dengan penetapan tersebut, hak ifu
dapat sampai kepada pemberi urakalah. oleh karena
ifu, izin unfuk menerima hak ifu merupakan izin unfuk
menetapkannya.

Apabila dia memberi kuasa kepada orang lain
unfuk menjual suafu barang, sang urahl menjualngra,
maka dia tidak benrenang unfuk membebaskan
(pembayaran atas) harga barang ifu, karena izin unfuk
menjual barang ifu bukan menrpakan id,. tmfuk
membebaskan pembayaran atas harga barang tersebut.

l-antas apakah sang wakil berwenang mengambil
uang pembayaran barang yang dia jual? IX dalam
masalah ini ada dua pendapat ulama fihh As-y-syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia fidak berwenang
mengambil uang pembayaran atas harga barant
tersebut, karena izin unfuk menjual barang ifu bukadJ
idn unfuk mengambil barang tersebut, baik dari sisi
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lafazh pemberian kuasa maupun dari sisi kebiasaan
yang berlaku. Sebab, terkadang orang itu rela
mengangkat seseorang unfuk meniual barangnya, akan
tetapi dia tidak rela mengangkatnya unfuk mengambil
uang pembayaran barang tersebut.

Pendapat Kedua: Dia berwenang mengambil uang
pembayaran harga barang tersebut, karena kebiasaan
yang berlaku dalam penjualan adalah, menyerahkan
barang yang dijual dan mengambil pembayaran barang
tersebut. Oleh karena ifu, pemberian kuasa di dalam hal
ifu dilalrukan berdasarkan kebiasaan lrang berlaku.

Apabila seseotrang memberi l$asa kepadaryn
unfuk membeli seorang harnba sahayra, lalu dia membeli
dan meqlerahkan uang , kemudian dia
berhak atas hamba sahag;a tersebut. [-alu apakah dia
berurenang memperkaralon penjual unfuk memperoleh
harga pembelian lpng diinginkannp? Dalam masalah

ini ada dua pendapat ulama ftldh AqrSpfi'it

Pendapat Pertarna: Dia berurenang
memperlrarakanqn, karena ifu termasuk hul$rn akad

atau transalrsi.

Pendapat Kedrn: Dia tdak benrenang
memperkarakan, karena yang dilnnsalnnnf ifu
hantplah untuk melakukan akad pembelian sang budak
$rja, dan ifu telah selesai dia lalnrkan, oleh karenanln
penrberian l$asa ifu tehh trihng darinya.

Penielasan: Hulnrm: Apabila seseorang memberi

wal<alah kepada orang lain unhrk berperkam, maka orang tersebut
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tidak boleh membuat pemyataan kepada pemberi wakalahbahwa,
dia akan mengambil apa yang menjadi hak orang ifu, akan tetapi
dapat diterima jika dia membuat pemyataan kepada yang lainnya.
Ini merupakan pendapat Ahmad, Malik dan hnu Abu Laila.
Menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Al Hasan, bahwa
pengakuan dan pemyataannya ifu dapat diterima di pengadilan
dalam hal selain urusan had dan qishash. Sedangkan menurut Al
Qadhi Abu Yusuf, pengakuan dan pemyataannya dapat diterima di
pengadilan dan tempat yang lainnya, sebab pemyataannya ifu
merupakan salah satu dari dua javraban atas suafu dakr*raan, oleh
karena ifu, pemyataan sang wakil ifu sfr, sarna seperti
penolakannya.

Dalil kami adalah, bahwa pemSrataan ifu merupakan makna
yang dapat memufus dan meniadakan persengketaan. oleh karena
ifu, sang wakil tidak berwenang mengeluarkan pemyataan, seperti
pemyataan membebaskan utang. Hal itu berbeda dengan
penolakan, karena penolakan itu tidak memufuskan dan
meniadakan persengketaan. Dia berwenang membuat pemyataan
dalam masalah had dan di luar pengadilan. Juga dikarenakan sang
wakil tidak berwenang membuat penolakan atas dasar pemberi
wakalah dilarang membuat pengalnran. Apabila dia berwenang
membuat pengakuan, pasti orang yang membei mkalah akart
dilarang membuat pengakuan. lalu keduanya berpisah dan dia
tidak berwenang untuk mengupayakan perdamaian atas hak dan
tidak pula berwenang membebaskannya, dan tidak ada perbedaan
pendapat di antara para ulama di dalam hal tersebut sepanjang
yang kami ketahui- sebab, iz',n untuk berperkara udak
menghendaki sesuatu dari itu semua.

Apabila orang tersebut memberi izin kepada sang wakil
unfuk menetapkan haknya, maka dia berwenang untuk mengambil
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nya. Ini merupakan pendapat Ahmad, sedangkan menurut Abu

Hanifah, dia hanya beru,renang unfuk mengambil haknya saja,

karena maksud dan tujuan dari penetapan hak adalah, mengambil

dan memperoleh hak tersebut.

Dalil kami adalah, bahwa mengambil suatu hak tidak

mencakup izin, baik berupa lafazh pemberian kuasa maupun

kebiasaan yang berlaku. Sebab, tidak setiap orang yang rela

mengangkat orang lain sebagai wakilnya untuk menentapkan hak

miliknya (pemberi kuasa) juga rela mengangkat orang sebagai

wakilnya untuk mengambil hak-Ya.

Apabila seseorang ihr memberi unl<alah kepada orang lain

untr.rk mengambil suafu hak, lalu orang yang mempunyai

karajiban unfuk memberikan hak ifu menolaknya, maka apakah

onmg lrang menerima kuasa ihr berwenang menetapkan hak

pemberi wakalah kepada orang lang menolak memberikan hak

tersebut? Dalam masalah ini, ada dua pendapat ulama yang

sependapat dengan lomi Madzhab AsfSyafi'i)t

Pendapat Pertama: Dia tdak berhak menetapkannya

kepada orang tersebut. Itu menrpakan salah sahr dari dua

pendapat para ulama 5nng sependapat dengan Ahmad, karena

kduan5n memiliki makna yang berteda. Wakil pada salah satu

dari keduanya, bukanlah unkil pada salah safu yang lainn5n.

Sebagaimana dia tidak boleh menjadi wakil unh.rk mengambil hak

dengan pemberian l$asa unhrk berperkara.

Pendapat Kedtra: Dia berwenang menetapkan hak kepada

orang yang menolak mernberikan hak orang lrang telah

memberinya kuasa. Ini menrpakan pendapat Abu Hanifah dan

salah satu dari dua pendapat para ulama lnng sependapat dengan

Ahmad. Alasannya adalah, karena hal tersebut fidak akan sampai

pada pengambilan hak, kecuali dengan menentapkan hak tersebut.
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Maka ifu merupakan 'rzlr-;r unfuk menetapkan hak menurut
kebiasaan yang berlaku. Dimana dikarenakan mengambil hak itu
tidak akan sempuma kecuali dengan menetapkannya. oleh karena
itu, dia berwenang unfuk menetapkan haknya, seperti apabila
orang tesebut memberi wakalah kepada orang lain unfuk membeli
sesuafu, maka dia berwenang mengambil uang pembayaran atas
harganya. Atau seseorang memberi q/akalah kepada orang lain
unfuk menjual sesuafu, maka dia berwenang untuk
menyerahkannya. Ada kemr-rngkinan bahwa apabila pemberi
wakalah mengetahui penolakan oftmg yang mempunyai kewajiban
memberikan haknya atau menunda-nundanya, maka ifu
merupakan pemberian kuasa untuk menetapkan hak dan
berperkara dalam menetapkan hak pemberi wakalah, karena dia
mengetahui bahwa pengambilan sesuafu yang menjadi haknya ifu
selalu terhalang. Apabila dia tidak mengetahui hal itu, maka itu
tidak menjadi pemberian kuasa unfuk menetapkannya, karena dia
tidak mengetahui bahwa pengambilan haknya itu terhalang. Tidak
ada perbedaan apakah hak itu berbenfuk barang ataupun utang.

Sebagian ulama Abu Hanifah berpendapat bahwa, apabila
seseorang memberi wal<alah kepada orang lain untuk mengambil
hak berupa barang, maka sang wakil tidak berwenang unfuk
menetapkannya, karena dia hanya seorang wakil untuk
memindahkannya. Dimana dalam memindahkan hak seorang
wakil ifu sama dengan seorang isti.

Cabang, Apabila seseorang memberi wakalah kepada
orang lain unfuk menjual sesuafu, maka sang wakil berwenang
unfuk menyerahkan barang tersebut, karena pemberian kuasa
yang bersifat mutlak dalam jual beli menghendaki adanya
penyerahan barang, sebab itu merupakan sesuatu yang bisa
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menyempumakan tugasnya. Akan tetapi dia tidak berwenang

membebaskan (pembayaran atas) harga barang tersebut. Ini

menurut pendapat Ahmad. Sedangkan menurut Abu Hanifah, dia

berwenang untuk membebaskan pembayaran barang tersebut.

Dalilnya menurut kami adalah, bahwa membebaskan

pembayaran atas harga barang ifu bukanlah merupakan penjualan

dan bukan pula merupakan sesuatu yang bisa menyempumakan

penjualan. Oleh karena itu, pemberian kuasa untuk menjual suatu

barang, tidak bisa menjadi pemberian kuasa unhrk membebaskan

pembayaran atas harga barang tersebut. Seperti membebaskan

barang dengan yang bukan harganya.

Cabang, Tentang mengambil pembayaran harga barang

yang dijual, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Apabila kita

mengatakan adakalanya seseorang memberi wakalah unfuk

menjual suatu barang kepada orang yang dikhawatirkan tidak bisa

mengambil uang pembayaran barang tersebut. Berdasarkan hal

tersebut, dia tidak berwenang untuk mengambil harga barang

tersebut. Apabila kita mengatakan bahwa, kebiasaan yang berlaku

dalam jual beli ihr adalah menyemtrkan bamng yang akan dijual

dan mengambil harga barang tersebut, dimana hal ihr

mengharuskan penjual benuenang mengambil uang pembayaran

harga barang tersebut, maka ihr sama seperti menyerahkan barang

yang akan dijual. Berdasarkan hal ihr, dia tidak berwenang

mengambil uang pembayaran barang tersebut kectrali dengan

menyerahkan barang itu. Apabila dia menyerahkannya sebelum

mengambil pembayaran hurga barang tersebut, maka dia hart"rs

menanggungnya. Yang lebih utama adalah hendaknya dia

memperhatikan; apabila keaadaannya itu menunjukkan

pengambilan (uang pembayaran atas harga barang tersebut) seperti
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seseorang memberi wakalah kepada orang lain unfuk menjual kain
di pasar yang tidak diketahui oleh pemben wakalah, atau di tempat
yang bisa menghilangkan harga barang lantaran sang wakil tidak
mengambil uang pembayaran barang, maka ifu menjadi izin untuk
mengambil uang pembayaran harga barang tersebut. Ketika sang
wakil tidak mengambil uang pernbayaran barang tersebut, maka
dia yang harus menanggungnya. Karena zhahimya, pemberi
qakalah menyuruhnya unfuk menjual barang demi memperoleh
uang pembayaran barang, maka dia tidak akan rela dengan
kehilangan uang itu. Oleh karena ifu, orang gang melakukannya
dianggap sebagai orang yang menghilangkan dan lalai. Apabila
tidak ada qarinah yang menunjukkan pada hal itu, maka dia tidak
berhak mengambilnya. Itulah yang menjadi pendapat Ahmad dan
pengikutnya.

Al Mawardi berkata dalam Al Hawi

Perhama: ,Apabila seseorang memberi wakatah kepada
orang lainnya unfuk menagih utang, maka setelah dia menagitnya
dia fidak berhak mengambilnya. Apabila seseorang memberi
wakahh kepada orang lain unfuk berperkara tentang rumah yang
dia klaim, maka dia tidak berhak mengambilnya. Dan, apabila
seseorang mernberi wal<alah kepada orang lain untuk menetapkan
manfaat yang menjadi haknSp, maka dia tidak berhak untuk
mencabutnya. Apa yang dilakukan sang wakil dalam keadaan
seperti ifu, bergantung kepada maksud dari izin pemberi wakatah.
Ini baru bagian (macam) yang pertama.

Kedua (dari pendapat Al Mawardi): Hal yang dilakukan
sang wakil yang melalati apa yang menjadi fujuan dari pemberian
kuasa dan fujuan dari pemberian kuasa ifu merupakan
karajibannya. seperti pemberian kuasa unfuk menjual atau
membeli, apabila dia melalarkan akad penjualan, maka dia berhak
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menyerahkan barang itu dan menerima uang pembayaran dari

hasil penjualannya, sekalipun pemberi wakalah tidak menjelaskan

sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Sebab, akad penjualan itu

mengharuskan wakil menyerahkan barang yang akan dia jual. Dia

dianjurkan untuk tidak menyerahkan barang itu sebelum menerima

uang pembayaran barang tersebut. Oleh karena ifu, diperbolehkan

melakukan akad sampai pada menyerahkan barang yang dia jual

dan mengambil uang pembayaran barang.

Seperti itu pula, apabila seseorang memberi wakalah

kepadanya unfuk membeli suahr barang, maka dia diperbolehkan

unfuk menerima barang yang dia beli dan menyerahkan uang

pembayaran barang tersebut. Karena pembelian yang dia

lalarkannya itu mengharuskan unhrk mengambil barang yang dia

beli dan menyerahkan uang pembayaran barang tersebut. Dia

dianjurkan untuk tidak membayar barang yang dia beli kecuali

setelah dia menerimanya. lalu apabila seseorang memberi

wakalah kepada orang lain unhrk menjual suahr barang dan

memberi syarat agar dia tidak boleh mengambil pembalnran

barang yang dia iual dari pembeli, maka pemberian kuasa seperti

ifu sah dan sang wakil tidak boleh mengambil uang pembayaran

barang. Apabila seseorang memberi unkalah kepada orang lainnya

unfuk menjual suatu barang dan memberi syarat agar dia tidak

menyemhkan barang yang akan dia iual, maka mengenai

pemberian larasa seperti iht, ada dua pendapat ulama fikih Asy-

Syafi'i yang disebutkan oleh Abu Ali Ath-Thabari dalam N lfshah

Pendapat Pertama: Pemberian ktnsa seperti ifu sah, salna

seperti apabila dia melarang sang unkil unfuk mengambil uang

pembayaran barang yang dia jual. Apabila sang u,akil telah

mengambil uang penyerahan barang ifu, maka berarti pemberi

wnkalah juga telah mengambilnyn.
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Pendapat Kedua: Pemberian kuasa seperti ifu batal atau
tidak sah, karena penyerahan barang yang dijual merupakan
sebuah keharusan dalam jual beli. OIeh karenanya, apabila
pemberi wakalah melarang sang wakil unfuk menyerahkan barang
tersebut, maka pemberian kuasa seperti itu batal atau tidak sah.

Ketiga (dari pendapat Al Mawardi): Apa lrang
diperselisihkan oleh para ulama madzhab, lraitu apakah yang
dilakukan sang wakil, terbatas pada maksud dan tujuan yang
terkandung di dalam izin pemben uakalah ataukah fidak? Atau,
apakah dia diperbolehkan melakukan akad sampai kepada apa
yang menjadi tuluan dari pemberian kuasa kepadanya? Dan itu
merupakan perkara yang tidak mungkin sang wakil kerjakan oleh
pemberi wakalah kecuali dengan izin darinya, seperti pemberian
kuasa unfuk membagikan sebuah rumah dan mengambil bagian
darinya manakala orang yang berserikat dalam kepemilikan rumah
itu menolak untuk memberikan bagiannya, lantas apakah boleh
sang wakil memperkarakan hal tersebut dan menetapkan
argumentasi serta bukti atas bagiannya itu. Perkara ini seperti
pemberian kuasa untuk mengambil utang. sementara apabila dia
menolak untuk membayamya, maka apakah sang vvakil boleh
memperkarakannya dan menetapkan bukfi atasnya? Dalam
masalah ini ada dua pendapat Aslrsyafi'i yang disebutkan oleh
Ibnu Suraij sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut, yaifu,

Pendapat Pertama: Dia tidak berwenang
memperkarakannya, dimana fujuan yang dilakukan oleh sang wakil
harus sesuai dengan fujuan yang terkandung dalam izin yang
dijelaskan oleh pemberi qlakalah. sebab, perkara yang melampaui
batas akad ihr tidak wajib dia lakukan. Hal itu sama dengan jenis
pemberian kuasa yang kedua.
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Pendapat Kedua, Dia boleh memperkarakannya, karena dia

tidak akan bisa melakukan pekerjaan yang diizinkan oleh pemberi

wakalah secara baik dan maksimal kecuali dengan

memperkarakannya . Wallahu A lam-

Cabang: Pendapat Ulama Madzhab Tentang Pemberian
Kuasa dalam BerPerkara-

Telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu bahwa,

pemberian.kuasa dalam berperkara ihr sah, meskipun sang wakil

orang yang menerima kuasa tidak benuenang membuat

pengakuan, mengupayakan perdamaian, membebaskan kewajiban

membayar utang, dan mengambil pembayaran utang.

Menurut pendapat yang paling benar, pemberian kuasa

unfuk membuat pemyataan itu tidak sah walaupun orang yang

memberi vnkalah itu menjelaskan hal tersebut ketika dia memberi

wakatah. Maka, apabila pemberi unlalah berkata kepada sang

wakil, "Aku memberi qlakalah kepadamu unfuk membuat

pemyataan bagi fulan dengan begini," lalu dia sang wakil berkata,

"Aku telah membuat pengakuan untuk Fulan dengan begini."

Pemberian kuasa seperti itu tidak sah, karena pengakuan ifu

merupakan bentuk pemberitahuan tentang suafu hak, sehingga

pemberian kuasa tersebut tidak sah. Seperti dalam kesaksian.

lantas apalrah orang yang memben wakalah seperti ihr menjadi

orang yang membtrat pengakuan terhadap hal tersebut atau tidak?

JawabannSp adalah, hal itu berbeda disebabkan adanya

perbedaan lafazh pemberian kuasa, apabila dia berkata kepadanya,

"Aku memberi vnkakh kepadamu agar kamu bisa membuat

pengakuan dariku kepada fulan bahwa aku harus membayar utang
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1000 dirham," maka dengan hal ifu secara pasti dia telah
membuat pengakuan. Apabila dia berkata, "Aku memberi wakalah
kepadamu agar kamu membuat pengakuan dariku" dan dia tidak
mengatakan, "Aku harus (membayar)," maka ada yang
berpendapat bahwa, dia telah membuat pengakuan. Dan ada juga
yang berpendapat bahwa, dia tidak membuat pengakuan.
Pendapat yang paling shahih menyatakan bahr,rn dengannya ifu
dia telah membuat pengakuan.

Sedangkan apabila dia mengatakan, "Aku memberi
wal<akh kepadamu agar kamu membuat pengakuan kepada fulan
dengan jumlah uang 1000 dirham," tapi dia tidak mengatakan,
"dariku," maka menurut pendapat yang paling shahih dengan
ungkapan seperti ifu adalah, bahwa dia fidak membuat pengakuan,
karena dia tidak menyebutkan bahr,ua pengakuan ifu darinya.

Sementara apabila dia mengatakan, "Aku memberi wrakatah
kepadamu agar membuat pengakuan kepada fulan dengan iumlah
uang 1000 dirham," akan tetapi dia tidak mengatakan, "dariku"
atau "Aku harus (membaynr)," maka dengan hal ifu secara pmti
dia tidak membuat pengakuan.

Ahmad dan para ulama !,ang sependapat dengannln
berpendapat bahwa, pemberian kuasa unfuk berperkara itu
dibolehkan. orang yang menerima kuasa tidak berwenang unfuk
mengambil hak-hak berupa harta, kecuali apabila pemberi wakalah
menyebutkannya dalam akad pemberian kuasa. sedangkan apabila
dia tidak menyebutkannya, maka berperkara ifu fidak mencakup
pengambilan hak baik menurut bahasa atau kebiasaan yang
berlaku (urd. Sebab, terkadang seseorang rela memberi unkatah
kepada orang lain unfuk berperkara, akan tetapi dia tidak rela
memberi wakalah kepada oftmg tersebut unfuk mengambil
haknya. Sementara sang u/akil di dalam pengambilan hak
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berwenang untuk berperkara, karena dia tidak akan bisa

mengambil hak pemb eri wakatah itu, kecuali dengan berperkara.

Menurut kebiasaan yang berlaku, bahwa di dalam pemberian

kuasa unturk mengambil hak terdapat izin memberi wakalah untuk

berperkara.

sementara Abu Hanifah dan para ulama yang sependapat

dengannya berpendapat bahwa, pemberian kuasa untuk

berperkara dipertolehkan. Tidak ada perbedaan, baik dia memberi

unkatah kepada sahr orang atau banyak orang. Akan tetapi,

apakah pemberian kuasa itu sah tanpa ada kerelaan dari pihak lain

yang berperkara atau tidak? sebagian dari mereka menguatkan

pendapat Abu Hanifah, yaifu bahwa pemberian kuasa untuk

tn p"rk*a tidak diperbolehkan keruali dengan adanya kerelaan

dari pihak lain yang berperkara. sebagian yang lain menguatkan

pendapat kedua muridnya, yaihl bahwa pemberian kuasa unfuk

berperkara diperbolehkan tanpa ada kerelaan pihak lain yang

berperkara, baik oftlng tersebut berstatus sebagai yang

memberikan dalspaan atau yang didalspa. Dimana sebagian ulama

lainnya berpendapat menyerahkan LlnEan itu kepada hakim, pifu

apabila diketahui dengan pemberian kuasa ihr pemberi wal<alah

ingin mempersulit atau menyusahkan pihak lain yang berperkam

dengan cara yang tidak benar, maka pemberian kuasanya tidak

diterima. Apabila diketahui salah satu dari dua pihak yang

berperkara itu menyrsahlGn dan merugikan unfuk tidak menerima

pemberian kuasa yang dimaksudkan r.rnhrk menjelaskan masdah

sebenamya, maka dia tidak boleh memberi walalah. Hal ihl

b*Snk dilalnrkan pada zaman kita sekarang ini, karena banlnk

orang yang betul-betul mengetahui, bahwa iu salah dan

puhrsannya merugikan, tetapi hal ifu membawanya kepada

pertentangan dan larut dalam persengketaan pada pemberian

kuasa kepada para pengacara yang sebenamya dia tidak bekeria
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untuk mengungkap kebenaran, akan tetapi untuk merugikan dan
menyusahkan pihak lawan yang berperkara dengan berupaya
menunda haknya atau agar dia mengeluarkan biaya yang besar
atau juga yang lainnya. Apabila orang yang memben vnkalah
menampakkan dan melakukan demikian kepada hakim, maka
pemberian kuasanya tidak boleh diterima kecuali dengan kerelaan
pihak lawan dalam berperkara dan itu menjadi sesuatu yang baik.

Solusi dari semua itu adalah, -yaifu bila hakim tidak
memberikan solusi terhadap fuduhan itu,- maka yang diamalkan
adalah pendapat dua ulama madzhab Hanifi, dimana hal tersebut
lebih baik dan lebih bermanfaat dalam masalah di atas. Abu
Hanifah membolehkan pemberian kuasa unfuk berperkara
sekalipun pihak lawan tidak rela karena adanya mudharat Hal
tersebut sarna halnya bila orang yang memben wakalah ifu sakit
dan tidak memungkinkan hadir ke pengadilan dengan berjalan
kaki. Apabila memungkinkan unfuk hadir di pengadiran dengan
menggunakan kendaraan, maka dia harus hadir, dengan catatan
bila hal itu tidak memperparah sakitrya. Apabila tidak demikian,
maka dia tidak harus hadir di perrgdilan.

Begifu pula apabila dia bertekad untuk melakukan
perjalanan dengan wakfu perialanan 5nng menunjukkan bahwa dia
ifu benar-benar orang yang melakukan perjalanan, lalu bila pihak
lawan tidak mempercayainya, maka sang hakim harus mengambil
sumpahnya atas nama Allah. Begitu pula dengan seorang wanita
yang dipingit, dimana biasanya dia tidak diperbolehkan merihat
kaum laki -laki, maka dia berhak memberi wakatah kepada orang
lain unfuk berperkara sekalipun tanpa kerelaan pihak lawan yang
berperkara. Demikian pula orang yang tidak bisa melakukan
gugatan, maka dia berhak memberi wakalah kepada orang rain
untuk berperkara (menggugat), baik dengan kerelaan atau tanpa
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kerelaan pihak lawan yang berperkara. Cara seperti ini bagi

sebagian besar orang awam sudah meniadi kebenaran dalam

memberi wakalah. Dimana sang wakil orang yang berperkara ifu

berhak mengundurkan diri kapan saja, apabila dia menjadi

sukarelawan. Hal yang sama juga berlaku bagi wakil orang yang

mengambil suatu hak, wakil orang yang melakukan jual beli, dan

lain sebagainya. Dikeoralikan dalam tiga kondisi, dimana sang

wakil tdak boleh mengundurkan diri dari berperkara atau

diberhentikan oleh pemben unl<alah

Kondisi Pertama: Apabila seseorang memberi wakalah

kepada orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepada

seseorang, misalnya dia mengatakan kepadanya, "Berikan kain

atau buku atau hetu,ran ini kepada fulan," kemudian pemberi

unkalah itu tidak ada di daerahnya (perE ke daerah lain), maka

dalam keadaan seperti ini, sang wakil harus menyerahkannya dan

dia tidak boleh mengundurkan diri dari hrgasnya sebagai orang

yang menerima kuasa.

Kondisi Kedua: Pemberi wal<akh memberi wal<alah kepada

orang lain unh.rk menjual barang gadaian, sama seperti dia

menggadaikan suahr barang yang sebanding dengan utang. Orang

tersebut memberi wakatah kepada orang lain unfuk menjual

barang gadaian ifu guna menutupi utangnya, maka sang wakil

ha6.rs dipaksa unh.rk menjualnya dan tidak sah dia mengundurkan

diri dari tugasnya sebagai orang lnng menerima kuasa'

Kondisi Ketiga: Dia memberi unkalah kepada seseorang

r.ll.rtuk berperkara, sedangkan dia tidak hadir unhfi meniawab

gugatan atas dasar permintaan penggugat, maka sang wakil

berkaualiban gntuk langsung melakukan hrgasnya, yaihr meniawab

gUgatan tersebut. Dia tidak sah mengundurkan diri dari tugasnya

tersebut. Sebagaimana Udak sah pula pemberi vnftahh

Al Mojmu'SyoahAl Muhadzdzab ll t ,



memberhentikannya. Karena daram keadaan seperti itu hak
penggugat bisa hilang sebab dia ticak mendapati di depannya ada
orang yang bisa memufuskan perkara tersebut. Sementara apabila
orang yang tergugat ifu hadir pada saat sidang, maka pemberi
wakalah berhak untuk memberhentikannya. Sebab, kehadirannya
ifu memberikan kemungkinan baginya untuk nrenuntut hak. Begifu
pula, kasusnya apabila tidak ada pemberian kuasa dengan tunfutan
orang yang tergugat, karena tidak ada hak baginya di daram
pemberian kuasa. Penjelasan tambahan mengenai pemberhentian
sang wakil akan dikemukakan nanti. Demikianlah yang
disampaikan Al Jaziri dalam Al Fqhu Ata Madzaahib Al Afia,ah,
jilid 3, hal.2O2.

seorang wakil unfuk merakukan suatu gugatan perkara dan
menunfut hak, dia menerima hak tersebut berdasarkan apa yang
difatwakan kepadanya. Namtrn dia harus menerima pembayaran
utang dan hak lainnya, berupa harta yang disebutkan dalam akad
pemberian kuasa. Bisa jadi seseorang memberi wal<alah kepada
orang lain untuk menerima pembayaran utang dan udak memberi
owl<akh kepada orang tersebut ,nfuk berperkara, maka har ifu
berarti, bahwa dia harus menjadi wakil unfuk berperkara
menggantikan posisi orcrng ih.r, karena persengketaan ifu
merupakan jalan unfuk mengambir suafu hak. sang wakil yang
berperkara juga tidak berwenang mengupayakan perdamaian.
Dimana sang wakil yang ditugaskan unfuk mengupayakan
perdamaian juga udak berwenang unfuk berperkara, karena
berperkara merupakan kebalikan dari upagra mendamaikan sesuafu
yang diknsakan kepadanp. Sang wakir lang berperkara
berwenang unfuk membuat pengakuan yang berbeda dengan para
wakil yang lain yang tidak benvenang unfuk membuat pengakuan
tersebut.
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Akan tetapi kewenangan sang wakil yang berperkara untuk

membuat pengakuan, hams memenuhi beberapa syarat, di

antaranya sebagai berikut:

Syarat Pertama: Dia membuat pengakuan di pengadilan.

Apabila dia membuat pengakuan di luar pengadilan, maka

pemberi wakatahtidak harus mempertanggung jawabkannya.

Syarat Keduat Hendaknya dia tidak membuat pengakuan

dalam prihal had dan qishash. Apabila dia membuat pengakuan

kepada pemberi wakalah dengan sesuahr dari itu (had dan

qishasl), maka pengakuannya itu tidak dianggap-

Syarat Ketiga: Hendaknya di dalam pemberian kuasa untuk

berperkara tidak disebutkan bahwa, tidak ada hak bagi wakil untuk

membuat pengakuan. Lalu apabila pemberi wakalah

menyebutkannya, maka sang wakil tidak benuenang unfuk

membuat pengakuan tersebut.

Kesimpulan dari masalah ini adalah, apabila dia berkata

kepadanya, "Aku memberi wakalah kepadamu untr,rk berperkara,

dengan syarat tidak ada hak bagimu unfuk membuat pengakuan

dariku," maka pemberian kuasa ihr sah. lalu apabila dia membuat

pengakuan di pengadilan setelah ihr, maka dia keluar dari

pemberian kuasa yang diberikan kepadanya, sehingga gugatannya

tidak boleh didengar. Dan di dalam keadaan seperti itu, sang wakil

hanya punya hak unhrk menolak gugatan saja. Apabila dia

mengecualikan penolakan saia, maka dia berhak unhrk membuat

pengakuan. Lalu apabila seseorang memberi qnkalah kepada

orang lain unhrk berperkara dan dia fidak dihadapkan pada

pengakuan dan penolakan, maka dia berhak unfuk membuat

pengakuan dan penolakan tersebut.

Sementara apabila seseorang memberi unkalah kepada

orang lain gntgk berperkara dan memberi syarat bahwa dia tidak
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memiliki hak untuk membuat pengakuan dan tidak pula untuk
menolak, maka ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang
keabsahan pemberian kuasa tersebut.

Imam Malik dan para ulama yang sependapat dengannya
berpendapat bahwa, pemberian kuasa di dalam berperkara itu
diperbolehkan dengan beberapa syarat berikut ini, yaifu:

syarat Pertama: Hendaknya sang wakir yang berperkara
tidak lebih dari satu orang. sang pemberi wakalah tidak sah
memberikan wakalah kepada lebih dari safu orang kecuali dengan
kerelaan pihak lain yang berperkara.

syamt Kedua: Hendaknya sang wakir yang berperkara ifu
bukan musuh pihak lain yang berperkara. Apabila dia adalah
musuhnya, maka pemberian kuasa ifu tdak sah. Namun, bila dia
bukan musuh orang yang berperkara ifu, maka pemberian kuasa
ifu sah walaupun tanpa kerelaan pihak rain yang berperkara.

Syarat Ketiga: Hendakngra pemberi wakatah menenfukan
sendiri sang wakil unhrk berperkara. Dia tidak sah bila
mengatakan, "Aku memberi wtratah kepada semua orang yang
bisa menggantiku unfuk berp€rkan sekalipun dia adalah dua orang
5rang berserikat pada hak lrung da pada safu orcrng, dimana
keduanla mengatakan, "siapa png hadir di antara l'rni, maka
dialah yang berperkara dengan rawannya. Hal itu tidak
bermanfaat, karena itu sarna dengan pemberian k,asa yang
beragam tanpa menenhlkan seorang wakir, maka dia hanrs
menenfukan orang yang alran berperkara dari kedua orang
tersebut.

syarat Keempat: Hendaknya pemberi unkarah fidak
berperkara sendiri di hadapan pengadilan. Apabila dia berperkara
sendiri dan menghadiri sidang sebanyak tiga kali, maka setelah ifu
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tidak sah bila dia memberi wakalah kepada orang lain, sebab

dengan begifu dia malah akan memperbesar keburukan dan

memperluas perselisihan, dimana hal ihr dilarang oleh syariat.

Namun, apabila ada alasan tersendiri seperti sakit, salar dan i'tikaf,

maka sah baginya mengangkat orang lain sebagai wakilnya unh.rk

berperkara.

Dalam keadaan seperti ihr, dia harus bersumpah bahwa, dia

tidak mengangkat seseorang sebagai wakil karena suatu sebab dari

beragam penyebab di atas. Apabila dia menolak unfuk bersumpah,

maka tidak sah dia mengangkat orang lain sebagai wakilnya

kecuali dengan adanya kerelaan dari pihak lawan yang berperkara.

Yang termasuk alasan di atas adalah, kedua pihak yang berperkara

itu saling mencaci maki atau pihak yang berperkara kesulitan

menanggung perkaranya, lalu dia bersumpah dengan nama Allah

bahwa dia tidak akan berganhrng kepada orang yang ada di

sampingnya (sang wakil) dalam berperkara. Sedangkan bila dia

bersumpah tanpa sebab apapun, maka tidak ada gunanya dia

bersumpah. Sang wakil yang berperkara Udak boleh

mengundurkan diri dari hrgasnya sebagai wakil yang berperkara

setelah kehadirannya sebanyak tiga kali kecuali karena suatu

alasan. Dia tidak boleh mengundurkan diri setelah disumpah unhrk

tidak mengundurkan diri kecuali karena suatu alasan. Demikian

pula pemb en wal<atahtidak boleh memberhentikannya. Sementara

bila kehadirannya belum mencapai tiga kali, maka dia berhak

untuk mengundr.ykan diri dari tugasnya dan sang pemberi wal<alah

berhak unhrk memberhentikannya sebelum ifu. Maka pihak lain

ynng berperkara berhak unhrk menjadikannya sebagai wakil dirinya

kecrrali apabila dia sudah meniadi musuhn5a bagi pemben unlalah

yang pertama, maka pemberian kuasa itu fdak sah'
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Apabila wakil telah berperkara di dalam satu masalah
kemudian masalah itu selesai dan dia hendak masuk dalam
masalah yang lain, maka keinginannya ifu sah, yaitu dengan
syarat, bahwa pemberian kuasa itu tidak ditenfukan dan masa
terpufusnya perselisihan di antara dua masalah ifu tidak lama.
Apabila jarak wakfunya sampai enam bulan, maka pemberian
kuasa itu tidak sah.

Namun apabila perselisihan itu bersambung dan tidak
terpufus, maka sang unkil berhak unfuk menjadi juru bicam
pemberi kuasa sekalipun r,rnkttrnya lama. seorang urakil yang
berperkara dengan perkara khusus tidak benuenang membuat

menggantikan pemberi tnl<alah, kecuali apabila hal ifu
disebutkan sang pembqr ml<ahh pada akad pemberian kuasa.
Kemudian apabila dia mernbuat pangakuan atas sesuafu, maka
pemberi uakalah tdak trarus bertanggung jawab atas hal itu,
dimana dahm keadaan sep€rti ifu, sang u/ahl sarna kondisinya
seperti s€otang saksi.

Sang wakil !,ang dib€ri lqnsa penuh, dia benuenang
membuat pengaluan menggantikan pernberi iuakalah, dimara
demi terlaksanaryp pengahran itu k€pada pemberi wakabhdalam
dua keadaan, diryaratkan beberapa hal, yang tdak akan terlaksana
dari sang wakil 5rang b€rperlora atas apa 5nng disebutkan di
dalamnya, bahwa dia berhak ,nt,k membuat pengakuan. Dan
tidak pula dari wakil yang diberi kuasa penuh keqrali apabila

syarat-syarat beril$.rt ini, yaifu:

syarat Pertama: Hendaknya dia memb,at pengaktnn yang
manrk akal yang sestrai dengan dakuaan, dia tidak boleh membuat
pengakuan yang berlebihan dari png sehanrsnya.

Syarat Kedua: Hendaknya dia membuat pengakuan yang
termasuk jenis perselisihan. seperti dia memberi wnkatah
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kepadanya di dalam masalah pembayaran utang, lalu dia membuat

pengakuan bahwa telah mengambil atau dia membebaskan

sebagiannya. Sedangkan apabila dia memberi wakalah kepadanya

unfuk mengambil pembayaran utang pada pihak yang berperkara

dengannya, lalu dia membuat pengakuan kepadanya bahwa, dia

telah merusak barang titipan yang ada padanya dan lain

sebagainya, maka pengakuan itu tidak sah.

Syarat Ketiga: Hendaknya dia tidak membuat pengakuan

untuk seseorang yang dapat menimbulkan fitnah dan tuduhan

antara dirinya dan orang lain, seperti unfuk teman, kerabat dan

lain sebagainya.

Apabila pemberi walelah berkata kepada sang wakil,

'Buatlah pengakuan dariku dengan 1000 dirham,'? maka ifu

menjadi pengalaran dari pemberi wakalah. Dia tidak perlu

memberitahu wakilnya, bahwa itu merupakan suahr pengakuan.

Pemberi unkalah fidak berwenang unhrk menyampaikan hal

tersebut dan juga kembali pada pemyataan sebelumnya, setelah

pemyataan itu diucapkan, dia juga tidak boleh memberhentikan

sang wakil dari kebolehan membuat pengakuan dan menjadi saksi

atasnya dengan hal ifu.

AslrSyirazi & berkata: Apabila seseorang

memberikan wal<alah kepada orang lain unfuk
meniualkan bararg pada suahr masa, maka sang wakil
fidak boleh melakukan peniualan ifu sebelum dan

sesudah m.rsa tersebut, karena rekomendasi bagi sang

wakil fidak mencakup m.rsa sebelum dan sesudahnya,

baik ifu ditinjau dari segi ucap.rn maupun kebiasaan

yang berlaku. Sebab, penenfuan mas.r penjualan dari
pihak yang memberikan wakalah ifu lantaran adan3n
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suafu kebufuhan, dan dia juga tidak menenfukannya
pada sebelum dan setelahnya.

Apabila dia memberikan wakalah penjualan dalam
sebuah tempat -karena harga dalam tempat ifu lebih
besar atau perputaran uangnya lebih baik- maka sang
wakil tidak boleh melakukan penjualan di tempat yang
lainnya, sebab penenfuan tempat dari pihak yang
memberikan wal<alah dilatar belakangi harganya yang
lebih tinggr atau perputaran uangnya yang lebih baik.
Jadi, sang wakil tdak boleh menghilangkan hal
tersebut.

Namun, apabila harga barang dalam tempat yang
telah ditenfukan ifu sama dengan tempat lpng lainnlra,
maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama filrih Aqr
S57afi'i:

Pendapat Pertama: Sang wakil boleh menjual
pada selain tempat itu, karena fujuan dalam kedua
tempat tersebut sarra- It{aka idn datam satu tempat
merupakan izin dalam ternpat yang lainqTa-

Pendapat Kedrn: Sang uraldl tidak boleh menjual
pada selain tempat yans telah ditentukan ifu, karena
penenfuan tempat dari pihak yang merrnkillran ifu
menunjukkan bahwa dia menginginkan tempat ihr,
sebab dia lebih mengetahui seluk belukngTa daripada
orang lain, maka pihak lpng diunkilkanpun fidak boleh
menentangngra-
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Penielasan: Hularm: Al Mawardi dalam Al Hawi

mengatakan, Abu Hanifah berkata: Pihak yang memberikan

uakalahboleh melakukan al<ad wal<alah karena dua perkara,

Pertama: Apabila dia telah memiliki hak penuh untuk

mengafur dirinya sendiri, maka dia boleh memberikan wal<alah

dalam hal ihr, sebagaimana diboletrkan bagi dirinya sendiri.

Kedua: Tujuan akad vnl<alahrrya adalah, untuk

menghasilkan sebuah pekeriaan dalam dua kondisi bagi pihak Snng

diuakillonnya. Hal ini jelas keliru ditinjau dari dua sisi:

Sisi Pertama: Pekeriaan sang wakil hanya terbatas pada

apa lnng terkandung dalam sebuah izin dengan tanpa melevuati

batas, karena dalam akcrd wakalah itu tdak boleh melewati batas.

Sisi Kedua: Pihak yang memberikan wakalah

mempercayakan pekerjaannya kepada pihak yang diketahui sifat

amanahnya. Maka sang unkil ihr udak boleh mempercayakan

pada pihak lain lang dia sendiri masih meragukan sifat

amanahnya, sebagaimana al<ad wadi'izh (penitipan), dimana pihak

yang menerima titipan tidak boleh menitipkan barang titipan itu

pada selainnya, sebab pemilik barang ifu tdak rela kecuali dengan

adanya sifat amanah tersebut.

Kesimpulannp adalah, pihak yang memberikan wakalah

memposisikan sang wakil di dalam posisinya, maka begifu pula

dalam sebtnh pekeriaan png diwakilkan, bukan yang lainnya.

Perlu diketahui bahwa, sang wakil tidak boleh melakukan akad

hibah (pemberian) dan Udak juga membebaskan utang pihak 1png

meunkilkan, walaupun pihak yang memberikan unkalah itu ingin

melakukan akad hibah dan membebaskan utang, sebab dalam hal

tersebut, dia udak memberi rekomendasi kepada pihak yang

diwakilkan, begihr pula dalam kasus al<ad ovalalah.
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Menurutku (Al Muthi'i): Pemyataan yang dilontarkan
oleh Asy-syirazi di atas menunjukkan beberapa hukum yang
dilakukan oleh sang wakil, yaitu yang tidak sesuai dengan izin dan
melewati batasannya. contoh seperti: Bila pihak yang memberikan
wakalah memberi izin kepada pihak lain yang menerima wakalah
untuk menjual sesuatu pada suafu masa, lalu sang wakil itu
menjualnya pada masa sebelumnya yang mengakibatkan harga
penjualannya berkurang dari masa png telah ditenfukan lantaran
kurangnya masa dalam satu tahun, timbangan atau sifat barang
tersebut, maka hal ifu termasuk dari tanggungan pihak yang
diwakilkan. Begitu juga, bila dia menjualnya sesudah me*a yang
telah ditenfukan, lalu hal ihrpun berimplikasi pada apa png telah
kami sebutkan, maka hal ini terrnasuk dari tanggungannya.

Begifu pula, apabila pihak 1nng memberikan wakalah
memberi rekomendasi penjualan kepada sang wakil dalam suafu
tempat, karena adanya kemaslahatan menurut pihak yang
mevrakilkan, yaitu lantaran banyaknya konsumen yang mencari
barang dagangan pada tempat tersebut atau sebab tingginya harga
jual atau juga perputaran uangnya lebih baik, maka sang wakil
tidak boleh menyelisihi benhrk rekomendasi tersebut.

Namun apabila harga penjualan dalam semua kondisi yang
menyelisihi rekomendasi ifu sarna dengan masa yang telah
ditentukan atau tempat yang telah ditenfukan dengan tanpa
menghilangkan manfaat bagi pihak yang mewakilkan. lantas
bolehkah sang wakil menyelisihi rekomendasi tersebut? Dalam hal
ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia boleh melakukan hal tersebut,
karena tujuannya sama.

Pendapat Kedua: Dia tidak boleh melakukannya, karena
pihak yang memberikan wakalah lebih mengetahui apa yang
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menguntungkan bagi dirinya, sementara sang wakil wajib

mengikuti intul<si pihak yang meurakilkan.

Al Mawardi berkata dalam N Hawi Syarat penjualan yang

diberikan oleh pemberi wnkalah kepada sang wakil dapat

menjadikan transaksi sah dan tidak membatalkan akad jual beli.

Sedangkan sang wakil waiib melakukan akad jual beli sesuai

dengan syarat yans telah ditentukan, dia juga tdak boleh

melampaui batas kecuali adanya qprat png disertai dengan

penambahan. Maka akad iual beli ini sah sesuai dengan apa yang

akan kami jelaskan nanti, dimana penambahan tersebut tidak

dapat menghalangi keabsahannYa.

Apabila pemberi wal<alah merekomendasi unfuk menjual

kepada orang tertenhr, maka hal ifu harus dilakukan- Sang wakil

tidak boleh menjual pada selain olang tersebut, karena fujuan

penjualan itu adalah, memberikan kepemilikan, maka penjualan-

nya kepada selain orang yang telah ditenhrkan tidak sfr,
sebagaimana akad hibah. Oleh karena itu, apabila orang yang

telah ditenh-rkan tersebut meninggal dunia, maka al<ad wnkalahtya

itu batal. Pihak yang diwakilkanpun tidak boleh menjual kepada

ahli warisnln dan juga kepada selain ahli warisnya. Tetapi, bila

orang yang bersangkutan ihr masih hidup, namun dia tidak mau

membelinya, maka alrcrd qnlelah ini tdak batal, karena bisa saja

dia mau membelinya setelah beberapa waktu.

Apabila pemberi ulalelah memberikan rekomendasi unhrk

menjual pada masa yang telah ditentukan, maka hal ifu harus

dilakukan. SanS wakil tidak boleh menjualnya sebelum dan

sesudah masa tersebut. Alasan Udak dipertolehkan unfuk menjual

sebelumnya adalah karena uraktu yang direkomendasikan itu

belum tiba, sedangkan penjualan untuk setelahnya, karena akad

wakalahrrya itu batal lantaran waktu yang ditentukan itu telah
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habis,

unfuk
dimana terkadang tujuan yang diinginkan oleh manusia
menyempumakan kepemilikannya ifu terdapat pada masa

tertenfu.

Sedangkan apabila rekomendasi penjualannya ifu tertentu
dalam sebuah tempat -jika memang dalam tempat itu terdapat
tujuan yang baik, sebab perbedaan harga penjualan itu disebabkan
berbedanya tempat, atau juga alat fukamya lebih baik, dimana hal
ifu merupakan syarat yang harus dilakukan- maka sang wakil tidak
boleh menjualnya pada selain tempat tersebut. Apabila dia
rnelakukan transaksi dan menyerahkannya pada selain tempat
Snng telah ditenhrkan, maka akad jual beli ini batal dan sang wakil
wajib menanggung penyerahan tersebut.

Namun apabila dalam tempat yang telah ditentukan ifu
tidak ada tujuan yang baik dan juga tidak ada manfaat, maka sifat
rekomendasinya itu perlu ditinjau kembali. Apabila pihak yang
memberikan qlakalah berkata, "Janganlah kalian menjual kecuali di
tempat ini atau di pasar ini," maka hal ifu hanrs dilakukan. Akan
tetapi bila dia berkata, "Juallah barang ini di pasar ini atau di
tempat ini," namun dia tidak melarang secara jelas penjualan pada
selainnya, maka dalam keharusan melakukan hal tersebut, ada dua
pendapat ulama fikih AsySyafi'i:

Pendapat Pertama: Syarat ini merupakan syarat yang harus
dilakukan. s*g sang wakil tidak boleh menjualnya pada selain
tempat tersebut, karena pihak yang memberikan wakalah in'-
memberikan kuasa kepadanya sesuai dengan kondisi
rekomendasinya.

Pendapat Kedua: syarat ini tidak harus dilakukan, karena
dapat memsak fujuan yang diinginkan. pendapat yang pertama
lebih benar. Wallahu a'lam.
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Aslrsyirazi & berkata: Apabila seseorang

memberikan wakatah kepada orang lain unfuk menjual

kepada seseorang secara khusus, maka sang wakil tidak

boleh meniual kepada selainnya, karena pihak lpng
memberikan walalah ihr telah menenfukan kepemilikan
pada orang tersebut bukan selainnya- Jadi,

rekomendasi unhrk rneniual kepada oftmg tersebut,

fidak termasuk rekomendasi peniualan kepada

selainn3Ta.

Apabila pihak yang memberikan unkalah berkata,

"AmbillGnlah hartaku dari Fulan,' lalu Fulan tersebut

meninggal dunia, maka sang wakil fidak boleh

mengambil harta itu pada ahli warisnya, kiarena

terkadang pemberi unkalah fidak rela apabila hartanya

ada di tangan fulan tersebut, dimana dia rela apabila

hartanp ada di tangan ahli warisnya- Jadi,

rekomendasi unfuk mengambil harta darinya bukan

termasuk rekomendasi unhrk mengambil dari ahli

unrisnlra.

Namun apabila dia bekata, 'Ambilkanlah hartalil
atas fulan,' lalu fulan ihr meninggal dunia, maka sang

wakil boleh mengambil harta itu dari ahli warisnya,

karena pihak yans memberikan unkalah berhriuan

unhrk mengambil hartan5p, dan hal ihr mencakup

pengambilan darinya dan iuga dari ahli warisnya-

Apabila dia memberikan walalah kepada orang

yang adil dalam peniualan barang gadaian, lalu

seseorang merusakqTa, kemudian diapun mengganti

harga dari barang gadaian tersebut, maka sang wakil
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tidak boleh menjual harga barang tersebut, karena
rekomendasi ifu tidak mencakup pada penjualannya.

Penjelasan: Hukum, Rekomedasi dari pihak yang
memberikan wakalah unfuk menjual pada orang tertenfu harus
dilaksanakan, karena fujuannya adalah rnemberikan kepemilikan.
Maka tidak sah pemindahan penjualan dari sang wakil kepada
orang lain, seperti yang telah dijelaskan oleh Al Mawardi dalam
kasus yang telah kami paparkan pada pasal sebelumnya.

sedangkan apabila pemberi wakatah berkata kepada pihak
yang diwakilkan, "6L,, telah memberikan wakarah padamu untuk
memberikan hartaku atas Zaid," Ialu Zaid meninggar dunia, maka
sang wakil boleh memberikan harta tersebut pada ahli warisnya.
Namun apabila dia berkata kepada pihak yang diwakilkan, "Aku
telah memberikan wakalah kepadamu untuk memberikan hartaku
kepada 7aid," lalu Zaid meninggal dunia, maka sang wakil tidak
boleh memberikannya kepada ahli waris.

Perbedaan antara kedua ungkapan di atm adalah, bahwa
perintah unfuk memberikannya kepada zaid yang pertama
merupakan perintah untuk memberikan harta, maka sang wakil
boleh memberikan kepada ahli warisnya. sedangkan perintah
unfuk memberikannya kepada z,,id yang kedua, merupakan
perintah unfuk menjadikan Zaid sebagai penerimilvd, maka sang
wakil tidak boleh memberikan kepada selainnya.

Apabila ada yang berkata: Apabila pihak yang memberikan
wakalah berkata, "Terimalah hakku dari zaid," laru Zaid juga
memberikan wakalah kepada orang lain unfuk menyerahkan
kepadanya, maka sang wakil boleh mengambil darinya. Ahli waris

286 ll ,et Uoj*u'syarah Al Muhadzdzob



merupakan pengganti orang yang diwarisi, maka posisinya pun

seperti posisi pihak yang malakilinya'

oleh karena itu, ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Apabila

sang wakil telah menyerahkannya dengan adanya rekomendasi

dari orang png malakilkan, rnaka penyerahan ini menempati

posisi penyerahan pihak yang mamkilkan, karena dia telah

mernposisikan sang wakil pada posisinya. Dalam kasus ini tidaklah

demikian, karern hak telah berpindah kepada ahli waris. Jadi,

kebolehan meminta kepada mereka, h.rkan karena mereka sebagai

ganti dari orang yang diwarisi. oleh karena ifu, apabila pihak yang

memberikan untakh itu bersumpah trntuk tidak melakukan

apapun, maka sang wakil dipaksa unhrk melakukannya, sedangkan

ahli waris orang tersebut tidak boleh dipaksa unhrk melakukannya'

cabang, Apabila seseorang memberikan wakalah kepada

orang yang adil karena sifat amanah dan kejujurann5n dalam

menjual bararg gadaian, Ialu orang lain merusaknya, dimana

kemudian orang yang menrsak itu mengganti harganSa, maka

sang wakil tidak boleh rneniual harga barang tersebut agar barang

ihr dapat dikembalikan kepada pihak 5rang marckilkan. sebab,

adanya rekomendasi ifu tidak mencakup peniualan harga- Sang

wakil hanln diberikan hal trntr.rk menjual barang gadaian,

sedangkan harga ifu bukan termasrk barang gadaian'

Aslrsylrazi & berkata: Apabila seseorang

memberikan unkalah untuk melakrrkan akad iml beli

}Eng f6id, maka dia tidak boleh melakukann5Ta, karena
-rrtu , fidak memperbolehkan akad tersebut. Dia iuga

naur. boleh melakukan al(ad iu.t beli lEng shahih,
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karena pihak yang memberil<an wakalah tidak memberi
rekomendasi unfuk melakukannya.

Penjelasan: Hukum' Apabila seseorang mewakilkan
unfuk melakukan akad jual beli yang fasid, seperti menjual khamer,
anjing, babi, menjual orang yang merdeka atau menjual barang
yang bukan milik sendiri, seperti barang ghashab, menjual buah-
buahan yang masih belum jelas kebaikannya, menjual dengan
selain harga yang ada, menjual barang legaldengan barang haram,
rnenjual barang dimana manusia tidak bisa saling menipu dengan
sejenisnya, sesuai dengan apa yang akan dijelaskan nanti, atau
sang pemberi wakalah memberikan dirham kepadanya unfuk
memesan barang yang tidak boleh dipesan, seperti daging dan
pakaian, sesuai dengan pemaparan yang lalu dalam penjelasan
tentang akad salam dan jual beli. Maka al<ad wakatah ini batal,
karena syara'tidak membolehkan hal di atas bagi pihak yang
mer,r.rakilkan, kemudian sang wakil juga tidak boleh melakukannya.
setiap sesuafu yang diharamkan bagi pihak yang meuuakilkan,
maka dia juga haram bag sang wakil, karena dia sebagai
pengganti orang lain.

Apabila sang wakil ingin mengganti barang Sang haram
dijual dengan barang yang mubah, atau dia ingin mengganti
barang pesanan dengan barang yang diperbolehkan, maka dia
tidak boleh melakukannya sebelurn pemberi .uakakh
merekomendasinya unfuk hal tersebut, sebab ketentuan akad
wakalah ini hanya dalam melakukan akad jual beli yang fasid,
maka sang wakil itu tidak boleh pindah dari akad jual beri yang
fasid ke akad yang shahih, sebagaimana tidak sahnya
melaksanakan akad wakalah dalam sesuafu yang fasidditinjau dari
perspektif sJnra' . Wallahu a'lam.
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Asy-Syirazi & berkata: Apabila dia memberikan

wakatah unfuk meniual barang dagangan, maka sang

wakil tidak boleh meniual barang itu untuk dirinya

sendiri tanpa adanya rekomendasi. Karena akad iual
beli itu mewaiibkan adanya orang lain yang berperan di

dalamnya, juga adanya akad wal<alah atas hal tersebut,

dimana rekomendasi dari pemberi unkalah itulah lpng
menenfukan akad iual beli pada orang yang dapat

meninggikan harga barang tersebut- Sedanglon

meniual barang ifu kepada dirinSp sendiri fidak dapat

meninggikan harga, maka hal ini tdak termasuk dalam

rekomendasi. Lantas apakah boleh sang wakil meniual

kepada anaknya atau budak mul<atabty{? Dalam hal

ini ada dua pendapat ulama fildh AslrSyaf i:

Pendapat Pertama: Sattg wakil boleh

melakukanngra. Ini menrpakan pendapat Abu Sa'id At

Istakhri, sebab dia memperbolehkan unfuk menjual

hartanya kepada sang anak atau budak mul<atabaya,

maka diapun iuga memperbolehkan menjual harta

pihak yang mewakilkan kepadanp, sebagaimana

halnf orang lain.

Pendapat Kedua: Tidak boleh- Ini adalah

pendapat Abu Ishaq, karena sang wakil dicurigai lebih

cendemng kepada keduanya, sebagaimana dia

cendemng kepada dirinya sendiri, oleh karena ifu
penyalrsiannya kepada keduanya tidak diterima,

sebagaimana tdak diterimanya penyaksian unfuk

dirinSla sendiri.

Namun apabila pihak yang memberil<an wal<alah

memberikan rekomendasi kepada sang wakil unfuk

Al lrtajmu'SluattAl Muhadzdzab ll ZSg



menjual kepada dirinSp sendiri, maka dalam hal ini
terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh sebagaimana
diperbolehkan memberikan unl<alah seorang wanita
unfuk penceraiannlra.

Pendapat Kedua: ndak boleh. Ini adalah
pendapat lnng telah di-nash, karena dalam akad ini
berkumpul dua fujuan yang saling bertentangan, lnifu
harga yang tinggi dari pihak yang memberil<an walralah
dan harga yang murah dari dirinya sendiri, maka kedua
tujuan ini saling mencegah, beda hulnln dengan kasus
cerai, karena penceraian sah dilakukan oleh seorang
suami dengan sendirinya, maka sah juga dilakukan oleh
orang yang diwakilkan. Sedangkan akad jual beli tdak
sah dilakukan oleh penjual dengan sendirian, maka hal
ini juga fidak sah dilakukan oleh orang lpng
diunkilkannp.

Apabila dia memberikan wal<alah seseorang
unfuk menjual budaknSTa, dan dia juga memberikan
wal<alah yang lainnSn unfuk membelingra, maka hal ini
tidak sah, karena ini merupakan akad safu yang
berkumpul dua fuiuan yang saling bertentangan, maka
akad wal<alah dalam hal ini tidak sah, sebagaimana
menjrnl kepada dirinya sendiri.

Apabila dia merpakilkannya unfuk menyelesaikan
permusuhannya dengan seseorang, kemudian orang itu
juga mewakilkannya, maka dalam hal ini terdapat dua
pendapat ulama fikih AqlSyafi'i:
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Pendapat Pertama: Tidak sah, karena hal ini
merupakan akad wal<alah yang di dalamnSla terdapat

dua fujuan yang saling bertentangan' maka akad

wal<alah ini tidak sah, sebagaimana sdah safu dari

keduanya mewakilhann3la untuk meniual budaknya,

kemudian dia memberikan wal<alah yang lainnya untuk

membelinya.

Pendapat Kedua: Akad wal<alah ini sah, karena

dia tidak bisa berpihak kepada salah satu dari keduan5n

yang disertai dengan kehadiran haldm-

Apabila dia memberikan wal<alah budak

seseorang agar budak ihr membeli dirinya kepada orang

tersebut atau budak yang lainnya untuk membeli kepada

maiikannlp, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat

ulama fildh AsSrSffi'i:

Pendapat Pertama: Kasus ini boleh, karena ketika

memberikan unkalah kepada seorang budak unfuk

membeli dari selain majikannya boleh, maka

mewakilkannya untuk membeli dari maiikann3p iuga
boleh-

Pendapat Kedua: Kasus ini fidak boleh, karena

kekuasaan seorang budak seperti kekuasaan seorang

malilran. Oleh karena itu, apa yang ada di dalam

kekuasaan seorang budak dihukumi seperti apa yang

ada di dalarn kekuasaannSp seorang maiikan'

Kemudian apabila seorang maiikan memberikan

wal<alah unhrk membeli dari dirinya sendiri, maka hai

ini fidak boleh, begitu iuga ketika seorang budak

mewakilkan.

Al Majma'slarattAl Mtrtafudzab ll ,r,

I
I

i

I

I

I

I

I

I

I

L



Pejelasan: Hulnrm: Apabila seseorang mewakilkan suatu

barang kepada orang lain unfuk menjualnya, maka sang wakil
tidak boleh menjual barang itu kepada dirinya sendiri. Namun
apabila pihak yang memberikan uakalah merekomendasikannya,
maka jual beli ini sah. Apabila akad jual beli ini terjadi hingga
penyerahan barang, kemudian penjual melakukan al<ad walalah,
maka akad jual beli ini sah, sedangkan akad unl<alahrrya ndak
dianggap, sebab kebiasaan yang berlaku adalah, terjadinya akad
jual beli, dimana hukum syari'at dalam akad jual beli juga

mewajibkan adanya ijab (ucapan penerimaan dalam akad),

sedangkan ijab meunjibkan adanya selain penjual. Dimana

rekomendasi penjualan menunfut sang wakil unfuk menjual

dengan harga yang paling tinggi tanpa adanya kecederungan

kepada pembeli. Sedangkan apabila dia menjual untuk dirinya
sendiri, terkadang dia memiliki kacenderungan pada dirinya
sendiri. Jadi, hal ini udak masuk ke dalam rekomendasiyang ada.

Dalil kami adalah, bahwa setiap sesuatu png dijadikan

akad oleh pemberi qnlalah kepada pihak png diberikan wakalah,

memastikan adanya kekuasaan bagl pihak yang memberikan

wakalah seperti halnya nikah. Karena, setiap oftmg yang menjadi
ganti orang lain dalam akad, kekuasaannya kelak menjadi milik
maQud lahu (pihak Sang kedua) bukan aqid (pihak yang pertama),

hal tersebut karena itu dianalogikan pada wali anak yatim dan ayah

dari anak kecil. Juga dikarenakan, saat pemben unkalah berada
dalam penjualan, status dirinya itu fidak memiliki harga barang,
sementara harga barang dalam akad ini menjadi milik sang wakil,
sehingga wajib adanya keberadaan pemberi wakalah dalam
pembelian yang tidak memiliki harga bamng, dimana harga barang
dalam akad ini menjadi milik sang wakil tersebut.
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Jawaban dari pengambilan dalil mereka dengan akad

sytfah, maka diatkupkan dengan wali anak yaum dan ayah anak

kecil. Kemudian arti yang terkandung dalam Sta{i'(pihak yang

mempunyai hak unh.rk membeli lebih dahulu) adalah, dia memiliki

barang dagangan lantaran sryfah tersebut, bukan karena adanya

akad.

Sementara iawaban dari pengambilan dalil mereka dengan

harga barang, maka akan dia jelaskan pada penjelasan madzhab

tentang hal ini secara terpisah.

Sementara jawaban dari pengambilan dalil mereka dengan

kesempumaan akad bagi kedua pihak 5ang melakukan akad,

bahwa itulah 5nng harus terjadi dari adanya suahr kepemilikan, dia

bisa diperoleh melalui kedua belah pihak, maka hal ini dicukupkan

dengan hakim, wali anak yatim, ayah anak kecil dan akad nikah.

Mereka tidak memiliki isfidlal dalam kasus barang

yang nrsak.

Cabang: An-Nawawi berkata dalam At Hawi Al Muzani

berkata, ,,Merunrtku, sang uakil dan orang yang menerima wasiat

boleh membeli untr.rk dirinln sendiri-n

Perlu diketahui bahwa, pengganti dalam penjualan dan

pembelian terkadang datangnla dari empat sisi:

Pertama: Dari sisi nasab, yaihr ayah dan kakek menjadi

pengganti anaknYa Png masih kecil.

Kedua: Dari sisi hukum, yaifu seorang hakim atau orang

kepercayaannya menjadi ganti orang yang ditanggungnya karena

dia masih kecil atau bodoh.
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Ketiga: Dari sisi wasiat, yaihr wasiatrya sang ayah, kakek

dan selain dari keduanya kepada orang yang pantas untuk

menerima wasiat, sebagai pengganti anaknya yang masih kecil.

Keempat: Dari sisi urakakh, yaitu pihak sang wakil yang

pintar.

Ulama fikih berbeda pendapat pada perkara; apakah

mereka boleh menjual barang yang boleh dijual kepada diri mereka

sendiri? Perbedaan pendapat ini memunculkan empat pendapat

ma&hab,

Pendapat Pertama: Ini merupakan madzhab Malik dan Al
Arza'i bahwa, mereka boleh menjual dan membeli untuk diri
mereka sendiri.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Zufar bin Al
Hudzail bahwa, mereka tidak boleh menjual dan membeli untuk

diri mereka sendiri.

Pendapat Ketiga: Ini merupakan pendapat Abu Hanifah,

Snihr bahr,rn mereka boleh melalsrkan hal itu, kecuali sang unkil
tersebut.

Pendapat Keempat: Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i,

dia menyatakan bahwa mereka semua tidak boleh, kecuali seomng

ayah dan kakek.

Ulama yang membolehkan semuanya bertendensi bahwa

tujuan penjualan adalah memperoleh harga barang, sedangkan

dalam pembelian adalah adanya bansaksi pembelian. Oleh karena

itu, fidak wajib menyebutkan siapa saja yang boleh menjual dan

membeli, beda halnp dengan nikah. Maka tidak ada bedanya

antara mendapatkan harga penjualan dari orang yang menjadi

pengganti dengan lrang lainnya, karena dalam kedua kondisi ini,

tujuan awal telah tercapai dan ini diqiyaskan kepada seorang ayah.
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Maksudnya adalah, setiap oftmg yang boleh menjual pada dirinya

sendiri seperti seorang aYah.

Sedangkan ulama yang melarang semuanya bertendensi

bahwa manusia itu cendenx,rg lebih memihak kepada dirinya

sendiri daripada yang lainn5a. Sementara orang yang meniadi

pengganti dianjurkan untuk mencari keunhrngan yang pasti, lalu

apabila dia menjual bagi dirinlE sendiri, maka dia akan lebih

mementingkan keunfungan trnh,rk dirinya sendiri. Jadi, tgiuan dari

penggantian tidak ada, maka hal inipun tidak boleh dilakukan. Hal

ini juga diqiyaskan pada sang wakil, sebab dia meniadi pengganti

opmg lain gntuk melakukan sebuah akad, maka diapun tdak boleh

melahrkan akad dengan diri sendiri.

Sementara ulama 1nng hanya tidak memperbolehkan sang

unkil dan memperbolehkan pada selainnlp bertendensi bahwa

perwakilan sang wakil tidak boleh melalnrkan sesuafu, maka dia

diberikan weurenang dengan tanpa memiliki suatu wihph
(kektnsaan). Jadi keadaanya lebih rendah daripada orang yang

memiliki wiktnh. Maka seorang unli boleh melakukan akad iual

beli pada dirinr sendiri, karena sebabnya yang kuat tersebut,

seperti seorang ayah. Hd ini tidak boleh bagi selain orang yang

memiliki unktnh, seperti sang wakil yang melakukan akad lual beli

pada dirinya sendiri, hal ifu karena sebabnya yang lemah, seperti

halnya orang lain.

Sedangkan dalil kami adalah, bahwa selain a5nah, fidak

boleh melakukan akad iual beli kepada dirinya sendiri. Ada sebuah

riwapt 5nng menyebutkan, bahwa ada seseorang yang berwasiat

kepada orang lain, lalu pihak yang menerima wasiat itu ingin

menjual kuda dari harta peninggalan ihr kepada dirinya sendiri,

lantas ada png menyakan hal ini kepada AMullah bin Mas'ud

tentang kebolehannya, maka diapun meniawab, "Tidak boleh."
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Tidak ada perbedaan pendapat diantara para sahabat Nabi dalam

hal ini, karena watak manusia lebih cenderung mementingkan

keuntungan dirinya sendiri daripada kannfungan bagi orang lain,

dan juga karena setiap orang lnng memiliki kekuasaan bagi orang
lain Udak boleh melakukan al<ad jual beli kepada dirinya sendiri,
seperti sang wahl.

Sementara dalil kami tentang dibolehkannya seorang ayah

melakukan akad jual beli bagi dirinya sendiri adalah, bahwa,

karakter seorang ayah lebih cendenrng mencari keunhrngan bagi

anaknya, lebih mementingkannp daripada dirinya sendiri dan
memperbanyak keunfungan bagi anaknya. Oleh karena itu Nabi $
bersabda, W "rW "-* tl:tl, "seonng anak (mendorong

oftng tuarya) merfadi tempat keblrub4 pelit dan bdoh." Maka

seorang ayah fidak dicurigai unfuk mencari keunfungan bagl

dirinya sendiri dalam melakukan akad jual beli kepada dirinya
sendiri. Sedangkan hal ini Udak dimiliki oleh yang lainnya, maka
hukum diperbolehkan hanya unfuk seorang ayah, tidak yang

lainnya. Ini adalah sebuah dan berikut pemaparannya.

Apabila seorang anak yang sudah baligh melakukan akad'
uakalah dengan ayahnya unfuk meniual barang dagangan, maka

ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat, apakah dia boleh

menjual barang tersebut kepada dirinp sendiri ataukah tidak
boleh? Perbedaan pendapat ini tertagi menjadi dua pendapat

ulama fikih AqlSlnfi'i:

Pendapat Pertama: Dia boleh melakukannya, seperti halnsn

seoremg anak yang dilarang untuk melakukan bansaksi, karena
posisinla sebagai ayah lebih kuat.
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Pendapat Kedua: Dia tidak boleh melakukannya, karena

tidak adanya pelarangan transaksi bagi anak memastikan akad

wal<alah itu lebih dominan.

Cabang: Apabila pihak yang menerima wasiat dan sang

wakil ingin menjtnl kepada anaknya sendiri atau kepada ayahnlp

sendiri, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Astf

Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Sa'id Al

lsthaktrri, bahwa dia boleh melakulrannya, karena dia tidak menirnl

kepada dirinln sendiri.

Pendapat Kedua: Ini adatah pendapat Abu Ishaq Al

Marwazi, bahwa dia tidak boleh melakukannya, karena dia lebih

cendenrng kepada anaknya, sebagaimana dia lebih cendenrng

kepada dirinSp sendiri. Oleh karerra ihr, dia tidak boleh menjadi

saksi bagi anaknla, sebagaimana tdak sah penyaksian untuk

dirinya sendiri. Maka, dia Udak boleh melakukan akad jual beli

dengan harta kepada anaknSa, sebagaimana dia tidak boleh

meniual dan membeli unttrk dirinlra sendiri.

Jadi, madzhab fuysyafi'i tidak memperbolehkan hal itu,

karena dapat menghilangkan maksud dan tujuan dari akad

unkalah.

Al Mawardi berkata: Pendapat di atas keliru, karena kami

telah menyebutkan perbedaan antara iual beli, talak dan

pemerdekaan budak, !,ang ditiniau dari tiga sisi:

Sisi Pertarna: Dalam al(ad iual beli ada harga peniualan

yang bisa berbeda-beda dengan penambahan dan pengurangan,

maka kecenderungan kepada diri sendiri dapat melakukan hal ini,
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sedangkan di dalam talak dan pemerdekaan budak bagi orang

yang cendenrng kepadanya fidak akan melakukan hal ini.

Sisi Kedua: Pemerdekaan dan talak lebih banyak teriadi

dengan adanya sifat, sedangkan hukum jual beli lebih sempit

daripada keduanya.

Sisi Ketiga: Dalam talak dan pemendekaan tidak harus ada

penerimaan, maka orang yang menjatuhkan talak atau

memerdekakan seotang budak tidak boleh menjadi penerima.

Apabila seseorang melakukan ayad unkalah kepada orang

lain dalam penjualan kendaraannya, kemudian dia melakukan akad

wrakalah kepada orang yang lain lagi dalam pembelian kendaraan

pihak yang memberikan wal<alah, maka hal ini tdak boleh

menghilangkan tujuan dalam kedua akad ini, dimana pihak yang

memberikan ulakalah boleh melanjutkan salah satu dari kedua

al<ad qnkalah ini, bila dia ingin melanjutkan al<ad unl<alah yang

lebih dahulu ada, baik dalam maupun pembelian, maka

hal itu boleh. Namun bila dia ingin melaniutkan al<ad walalah yang

kedua, baik penjualan maupun pernbelian, maka dalam hal ini ada

dua pendapat ulama fikih Aqr$nfi'i:

Pendapat Pertama: tdak boleh, karena ketetapan akad

yang pertama mencegah kebolehan akad yang kedua, maka hal ini

tidak boleh.

Pendapat Kedua: Boleh, karena akad wakalah masih belum

terlaksana, sehingga dalam kedua aJad wakakh ini tidak ada yang

lebih dahulu, dan tidak ada pula yang membatalkan penerimaan

akad kedua. Hal ini layaknya kasus akad wakalah dalam masalah

pertikaian.
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AqrSyirazi & berkata: Apabila seseorang

melakukan akad walalah dalam pembelian barang yang

telah disifati, maka sang wakil tdak boleh membeli
barang yang memiliki cacat, sebab kemutlakan akad iual
beli mewajibkan barang tersebut terbebas dari aib- Oleh
karena ifu, apabila sang wakil membeli barang, lalu dia
menemukan aib, maka dia waiib mengembalikannya-

Namun bila dia sengaja membeli barang yang memiliki
cacat, maka dalam hal ini perlu ditiniau: Bila dia
membelinya, sedangkan dia mengetahui bahwa barang
itu memiliki cacat, rnaka pembelian unfuk pihak yang

memberikan unkalah ifu fidak sah, karena dia telah

membeli barang lrang fidak sesuai dengan rekomendasi,

maka hal ini fidak sah baginya.

Namrn bila dia membelinS;a, sedangkan dia tdak
mengetahui bahwa barang ifu memiliki cacat, kemudian

dia mengetahuirya, maka adakalanlp pihak lrang
memberikan wal<akh meridhainya dan adakalanln dia
tdak meridhai hal tersebut. Apabila dia tdak
meridhainya, maka dalam hal ini perlu ditiniau kembali,

apabila pihak lpn1l memberikan wal<alah mengetahui,

lalu dia ridha" dengan adanSra cacat pada barang

tersebut, maka pihak lpng diberikan wakalah ifu
terbebas dari tanggungan, dan pemben walalah boleh
mengembalikannya, sebab pengembalian barang telah
menjadi haknya. Namun bila pihak yang memberikan

wakalah ifu fidak mengetahui hal tersebut, maka pihak
yang diberikan wakalah hanrs mengembalikannya,

karena adanya cacat yang diketahui setelah adanya

akad, sehingga dia boleh melaporkannya, sebagaimana

dia membeli untuk dirin3Ta sendiri'
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Apabila penjual berkata kepada sang wakil,
"Tundalah pengembalian ini sampai engkau
bermusyawarah dengan pemberi wal<alah, apabila dia
fidak ridha, maka aku akan menerimanya." Penundaan
ini tidak harus dilakukan, karena hal ini merupakan hak
yang harus disegerakan, maka dari ifu dia tidak harus
menundangra.

Apabila penjual menerimanlra, namun dia masih
menundanya dengan syarat tersebut, maka apakah hak
pengembalian barang ifu gugur? Dalam hal ini ada dua
pendapat ulama fikih AqlSyafi".

Pendapat Pertama: Haknya gugur, karena dia
fidak mengembalikann3p pada saat dia mampu
melakukannya.

Pendapat Kedua: HaknSTa tidak gu[Jur, karena
pemberi wal<alah Udak ridha dengan adanya cacat pada
barang tersebut.

Apabila penjual mengklaim, bahwa pemberi
wakalah mengetahui adanSn aib, lalu dia ridha dengan
aib tersebut, maka ucapan yang dibenarkan adalah
ucapan sang wakil. disertai dengan sumpahnya, sebab
pada dasarnya tidak adarryTa ridha. Namun apabila
pemberi wakalah ridha dengan adanya cacat pada
barang tersebut, maka khi5Tar<rya telah gugur.

Apabila pihak yang memberikan unblah ada
dalam mejelis akad dan dia ridha dengan adanya cacat
tersebut, maka akad jual beli ini memiliki hukum tetap.

Apabila dia memilih untuk mengembalikannya,
maka dalam hal ini ditinjau kembali, apabila sang wakil
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menyebutkannya dalam alod iual beli atau dia

meniatkan dalam juat beli tersebut, lalu penjual iuga
membenarkannya, maka penrberi wakalah boleh

mengembalikannya, karena pembelian ini unhrk diriqn,
sedangkan dia tidak ridha dengan adanya cacat

tersebut. Sekalipun sang urahl meridhainya, hal

tersebut tetap fidak dapat menggugurkan haknSp, lpihl
berupa pengembalian barang. Namun apabila sang

wakil fidak menyebutlranngra dan peniual iuga tdak
membenarlannlra, maka merurut nash Aslrslrafi'i,
barang dagangan ifu masih tetap meniadi tanggungan

sang wakil, karena orang tersebut membeli barang yang

berada datam tanggungan pernberi walalah, seliama dia

tr'dak memberikan rekomendasi dalam hal tersebut-

Diantara ulama fiHh A$rSyafi'i ada yang

berpendapat bahura, akad iual beli ini memiliH hukrm
tetap r.rntuk pemberi walalah, karena akad tersebut

telah teriadi untulmSTa, sedanglran untuk
mengernbalikan barang tersebgt fidaklah mgngkin

lantaran kecerobohan sang u,ahl dalarn meninggallon
pengembalian barang tersebut, dimana pemberi

unkalah dapat menunhrt kelurangan barang itu pada

sang wakil, karena kondisi diriqp ihr seperti kondisi

orang yans merusak barang dengan sebab

kecerobotnnnya.

Sedangkan dalarn peurbahasan besaran yang

hanrs dikembdikan kepada pemberi wal<akh, maka di

sini ada dua pendapat ulama fildh AqrSpfi'i:

Pendapat Pertama: Ini menrpalon pendapat Abu

Yahr Al Balkhi, bahwa sang wakil hams
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mengembalikan sisa harga barang yang memiliki cacat
tersebut. Apabila harganSra sebesar serafus, sementara
harga barang dagangan ifu juga serafus, maka dia tidak
harus mengembalikan apapun. Namun apabila
harganya serafus, sementara harga barang lnng dibeli
hanya sembilan puluh, maka dia harus mengembalikan
sepuluh.

Perkara ini seperti lrang telah kami paparkan
dalam masalah dua orang lrang menjadi satsi bagi satu
orang, bahwa dia menjual barang dagangan dengan
harga serafus. Maka barang dagangan ifu bisa diambil
dan pembeli menimbang harga jualnya, kemudian para
saksi ifu menarik kesalsian mereka. Hal tersebut tidak
dapat merusak akad ini, dimana pembeli menunfut para
salsi dengan kelnrrangan nominal penjualan dari
harganSn.

Apabila harga dan nominalnya sarna, maka dia
fidak boleh sesuatupun dari mereka, namun
apabila harga penjualann3na serafus, sementara harga
pembelianngra haryu sembilan puluh, maka yang
sepuluh harus dikembalikan.

Pendapat Kedua: Sang wakil harus memberikan
ganti kerugian cacat barang- Ini merupakan pendapat
lnng shahih, karena cacat barang fidak dapat
dikembalikan tanpa adanyra ridha dari pemb en wal<alah,
sehingga wajib memberikan ganti rugi.

Apabila seseorang mela}ukan akad wal<alah
dengan orang lain dalam pembelian barang dagangan,
lalu diapun membelingn, kemudian dia mengetahui
adanya cacat pada barang tersebut, maka apakah dia
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boleh mengembalikan barang tersebut tanpa adanya

rekomendasi dari pihak llang memberikan urdkalali?

Ddam hal ini terdapat dua pendapat ulama fildh Asy-

Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia boleh mengembalilrann3n,

karena al6d iual beli menghanrskan barang ihr terbebas

dari cacat, oleh karena itu diapun boleh

mengernbatikanrryn. sebagafunana bila dia melalnrkan

alod w-akalah datam pembelian barang dagangan lrang
disifati, lalu sang uraldl menemulon adanlp cacat i-d.
baralg. Oleh ftarena ifu, huhtrn l€sus ini sama seperti

apa lpng telah kami paparlon sebelumn3Ta-

Pendapat Kedua: IXa fidak boleh mengembalikan

barang tersebut tanpa adan5ra rekomendasi dari
pemberi tml<alah, karena dialah yang memastikan dan

menenhrkan semuan!,E!.

Penielasan:

Al Muzani g berkata: Apabila seseorang melala-rkan akad

.t/at<atah trnfuk pembelian barang dagangan, lalu barang tersebut

memiliki gacat, maka dia boleh mengembalikannya, dan dia tidak

wajib bersumpah selama oralrg yang memerintatrkan ifu meridhai

tindakannya. Ini merupakan pendapat Aqr$nfi'i.

Al Maunrdi berkata dalam At Hatui. K€tahuilah, bahwa

pemberi w-atalah kefika dia memerintahkan sang uEkil untuk

membeli sesuahl perintah ifu memiliki dtn kondbi: Kondisi

pertama,, dia mernbanhrnya. Kondisi kdua, dia memberikan ciri-

ciri barangnga dan tidak menrbantunln.
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Apabila diii memberikan ciri-ciri barang tersebut dan tidak
membanfunya, maka sang wakil harus membeli barang yang
terbebas dari cacat, karena kemutlakan sifat telah memastikan hal
itu. Sedangkan bagi amil dalam akad qindh, boleh membeli
barang yang bag* dan juga barang yang memiliki cacat.
Perbedaan antara kedua akad ini adalah, bahwa sang wakil
membelinya r.mtuk dijadikan kepemilikan, sementara barang yang
memiliki cacat tidak pantas bagi orang yang hendak memilikinya.
Sedangkan pembelian amil dalam qiradh adalah untuk mencari
keunfungan, dimana terkadang keunfungan ifu terdapat dalam
barang lrang memiliki cacat, sebagaimana yang terdapat dalam
barang yang bagus.

Apabila sang unkil mernbeli sesuafu sesuai dengan ciri-ciri

Snng telah disebutkan, narnun terdapat cacat pada barang itu,
maka hal ini ada dua kondisi:

Kondisi Pertama: Dia membelinya dalam keadaan dia
mengetahui cacat barang tersebut, maka pembelian ini Udak
terlaksana unhrk pemberi unkalah, karena sang wakil telah
melakukan alod lual beli yang tliak sesuai dergan rekomendasi

!/ang ada. Padahal hal ini harus dilakukan oleh sang wakil,
sebagaimana png telah kami ielaskan

Kondisi Kedua: Dia membelinp tanpa mengetahui adanya

cacat pada barang tersebut. Maka bagi sang u/akil, bila dia telah
mengetahui cacat tersebut, maka hendaklah dia sqlera
mengembalilonnya, dimana dia fidak wajib meminta rekomendasi
dari pemberi unkalah, sebab mengembalikan barang yang cacat itu
termasuk hak-hak akadnya.

Apabila penjual berkata kepadanya, 'Aku tangguhkan
pengembalianmu, perlihatkanlah terlebih dahulu cacat ini kepada
pihak yang memberikanmu wal<alah." Maka dia tidak harus
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memperlihatkannya, iustu dia harus menyegerakan pengembalian

itu sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan. Apabila dia telah

mengembalikannya, kemudian pihak yang memberikan wnlalah

datang dan meridhai adanya cacat tersebut, maka keridhaannya ihr

tidak berpengan-rh terhadap akad iual beli, sebab pengembalian

telah teriadi sebelum adanSn ridha.

Namun apabila pihak yang membikan unkalah ridha

dengan keberadaan cacat barang sebelum sang unhl

mengembalikannp, maka al6d iual beli ih.r terlaksana, dimana

sang uakil tidak boleh mengembalikannya.

Apabila pemilik harta dalam al<ad qimdh ridha dengan

cacat barang yang telah dibeli, maka amil boleh

mengembalikannya, beda halnya dengan sang wakil. Perbedaan

antara keduanya adalah, bahwa amil dalam akad qindh

merupakan seorang rekan untuk mendapatkan keunhrngan,

sedangkan sang wakil fidaklah demikian.

Apabila peniual mengklaim ketika sang wakil ingin

mengembalikannya, bahwa pemberi qnkalah ridha dengan cacat

pada barang tersebut, maka dia tidak harus bersumpah kepada

sang wakil. Apabila penjual mengklaim bahwa dia mengetahui

keridhaan pemberi wakalahdengan cacat tersebut, maka dia harus

bersumpah atas hal ihr, dan bagi sang wakil boleh mengembalikan

dan meminta kembali pembayaran atas barang tersebut'

Kemudian apabila pembeli menginginkan pembayaran

barang tersebut bagi sang wakil, maka dia harus meminta

sumpahnya pemberi wnkalah, bahwa dia ridha dengan adanya

cacat pada barang sebelum dia mengembalikannya. Apabila dia

tidak mau bersumpah, maka penjual diminta untuk bersumpah,

kemudian jual beli dan pembayaran tersebut menjadi haknya. Ini
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adalah hukum sang wakil, ketika dia mengembalikan barang yang
cacat. Wallahu alam.

Sedangkan bila sang wakil ridha dengan cacat pada barang
tersebut, maka pemberi wakalah perlu ditinjau kembali; bila dia
ridha dengan adanya cacat tersebut, maka pembelian barang itu
telah tetap baginya. Namun bila dia tidak ridha dengan cacat pada
barang tersebut, maka dalam akad 5ang dilakukan oleh penjual
perlu ditinjau kembali; apabila dia telah menyebutkan pihak yang
memberikan wakalah, maka dia boleh mengembalikannya, karena
pemilik barang ini tidak ridha dengan adanp cacat barang
tersebut.

Akan tetapi bila dia tidak menyebutkan pihak yang
memberikan wakalah, maka hal ini perlu ditinjau kembali; bila
penjual membenarkan bahwa akad pembelian ini unfuk pemberi
wakalah, maka dia boleh mengembalikannya, narnun bila dia udak
membenarkannya, maka dia diminta unhrk bersumpah, dimana
sang wakil tidak bisa mengembalikan barang tersebut kepada
penjual karena alasan apa yang telah kami jelmkan dari sisi
keidhaannya.

Tata cara meminta kembali barang yang diiadil<N qnkalah,

disini ada dua pendapat ulama fikih AsySyafi'i tentang kondisinya:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Yahya Al
Balkhi, bahwa pernberi .vakalah meminta kepada sang wakil,
sesuai dengan kadar harga pembeliannya. Namtrn bila barang yang
memiliki cacat itu sesuai dengan harga yang telah masyhur
beredar, maka dia tidak boleh menunfut apapun kepada sang
wakil, karena tidak adanya kekurangan dalam harganya. Hal ini
sama dengan orang yang mengaku bahwa, dia menjual
kendaraannya seharga seratus kepada seseorang, lalu orang itupun
mengingkarinya. Lantas dia memberikan bukti penjualan, maka dia
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mendapatkan harga penjualan, kemudian dia meminta kembali

para saksi. Apabila harga kendaraan itu seratus, maka para saksi

tidak wajib mengganti, namun apabila harganya kurang dari

serafus, maka para saksi harus memberikan ganti rugi sebab

pengambilan harga kendaraan tersebut kurang dari harga

seharusnya.

Pendapat Kedua, Ini merupakan pendapat ulama fikih Aq1

Syafi'i, bahwa pihak yang memberikan wakahh boleh meminta

kepada sang wakil sebagai ganti rugi barang yangcacat, baik kadar

harganya sarna dengan harga barang yang cacat itu atau tidak,

karena bila aib tidak bisa dikembalikan lagi, maka barang itu harus

diganti sebagai ganti ruginya dan bila cacat tersebut tidak membuat

harganya berkurang, maka penggantian ifu tdak berlaku. Hal ini

tidak sama dengan kasus menunhrt kembali para saksi, karena

orang yang mengganti kerugian harga lantaran penyaksian

mereka, memiliki hak dengan apa yang telah digantinSra. Namun

apabila harga ifu telah sampai kepadanya, maka dia sudah tidak

lagi memiliki hak. Ini adalah hukum .4/akalah dalam pembelian

kendaraan yang disebutkan ciri-cirinya.

Namun bila kendaraan ifu memiliki cacat, maka apakah

sang wakil boleh mengembalikann5n ketika dia melihat cacat

kendaraan tersebut tanpa harus meminta rekomendasi kepada

pemberi uml<alah, ataukah udak boleh? Dalam hal ini ada dua

pendapat ulama fikih Aqrq/afi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat mayoritas

ulama fikih AsySSnf i, bahwa itu tidak boleh dikembalikan, keanali

setelah meminta rekomendasi kepada pemberi uakahh dalam

pembelian kendaraan ini, karena dia telah menentukannya,

dimana terkadang pemberi wakakh memerintahkan unhrk

membeli kendaraan yang dia telah mengetahui cacat padanya.
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Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Hamid Al
Isfarayini, bahwa sang wakil boleh mengembalikannya tanpa
meminta rekomendasi terlebih dahulu, karena pengembalian
termasuk dari hak akadnya, dan juga karena kendaraan itu udak
akan diambil bila pemberi unl<ahh udak ridha dengan adan3n
cacat tersebut. Ini merupakan pendapat yang diungkapkan oleh
Ahmad dan para ulama fikih Hanbali.

Abu Hanifah berkata dalam masalah strmpah atas
keridhaan pihak Srang memberikan wakalah sang unkil fidaklah
diminta unfuk bersumpah, karena bila dia bersumpah, maka dia
berada pada posisi pengganti dalam sumpah dan hal ini tidaklah
benar, karena dalam hal ini tdak ada pergantian. Padahal
sesungguhnya dia bersumpah unfuk menafikan pengetahuan akan
cacat barang itu, dan dalam hal ini tidak boleh ada ]/ang
menjadikan pengganti.

Apabila pihak lang menerima u,akil mengembalikan barang

lrang memiliki cacat, kemudian pemberi wakalah datang dan
berkata, "Aib barang ifu telah sampai kepadaku, dan akupun ridha
dengan cacat itu," lalu penjual membenarkannya, atau cacat ini
memiliki bukti, maka pengembalian barang tersebut Udak
menempati posisinya. Pemberi wakalah boleh meminta kembali
barang ifu, sementara penjual boleh mengembalikan barang
tersebut kepadanya, karena keridhaan pihak yang memberikan
unkalah dapat menghilangkan hak dari sang wakil guna
mengembalikan barang tersebut, dengan tendensi bahwa bila
pemberi wal<alah mengetahui adanya @cat, kacuali apabila engkau
berkata, "Sesungguhnya sang unkil enggan unfuk tdak
mengembalikannya, sampai pemberi owkalah mengetahuinya,"
dan apabila sang wakil ihr meridhai adanya cacat tersebut atau dia
menahan barang ifu, maka pengembalian karena hal tersebut tidak
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ada, lalu pihak yang memberikan wakalah datang, lantas diapun

hendak mengembalikan. Kemudian apabila pembeli

membenarkannya, bahwa pembelian ini untuk pemberi wakalah,

maka dia Udak boleh mengembalikannlra, karena secara zhahir

orang yang membeli sesuah:, maka barang itu menjadi miliknya.

Jadi, sang wakil waiib memberikan ganti rugi harga penjualan.

Setiap pendapat png kami kemukakan sesuai dengan pendapat

Ahmad dan ulama fikih Hanbali.

Abu Hanifah berkata: sang wakil boleh membeli barang

yang merniliki cacat, karena pemberian unkalah dalam penjualan

ini dilakukan secara mutlak, maka cacat pada barang termasuk

dalam kemutlakan ini, dan juga karena dia merupakan orang yang

dipercaya oleh dirin5n dalam pembelian, oleh karenanya dia pun

boleh membeli barang yang memiliki cacat, seperti halnya orang

yang melala.rkan akad bagi hasil.

Sedangkan menunrt kami (pendapat ulama fikih Astr

Syafi'i), bahwa alGd iual beli dengan kemutlakannla memastikan

pembelian barang SBng baik, bukan barang l6ng memiliki cacat,

besitu pula akad uakahh dalam hal ini, dirrnna al<ad unl<alah ni
berbeda dengan akad bagi hasil, bila ditiniau dari segi hrjuan iual

beli Snitu keunhrngan. Sedangkan keunhngan dapat dihasilkan

dari barang 5nng memiliki cacat, sebagaimana yang dihasilkan dari

barang yang baik.

Sementara fuiuan allgll walalah adalah, pembelian barang

!,ang ingin dimiliki atau untuk memenuhi kebufuhan, dimana

terkadang kebutqhan itu tdak bisa dihasilkan sebab adanya @cat,

maka hrjuannSn pun frdak dapat dihasilkan'

hnu Qudamah berkata: Abu Hanifah rnenjelaskan

dasamya, ketika dia menjelaskan tentang firman Allah &, 3#
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{t; "Serta memerdelakan hamfu sahaln." (Qs. An-Nisaa' [4]:

921. Yaitu tidak boleh memerdekakan budak yang buta dan
memitiki cacat 5ang dapat rn"ngha-bat melakukan pekerjaan.

Dalam hal ini dia juga berkata: Boleh bagi sang u/akil
membeli budak yang buta, lumpuh dan kedua tangan dan lokinya
terpotong.

Aslrsyirad & trerkata: Apabila seseorang
membri l$Esa kepada orang lain unfuk menjual dan
membeli hamba mhaSra, rnaka dia fidak boleh
melakukan akad ahu hansaksi atas sebagiannya,
karena kebiasaan lrang berlaku dalam menjual dan
membelinya adahh melakulran akad atau hansaksi atas
keseluruhanrya- Oleh karena itu, pendelagasian dalam
hal tersebut diberlakutran sarur dengarurya. Dan
dikarenalran pada sebagian diri sang hamba mha5la
menjadi mtdhanf bagi penrberi w:akalah, maka dari itu
dia tidak mempungni hak unfuk melakukanngTa tanpa
izin dari pemberi wkalah (kuasa).

Apabila seseorang memberi wkalah kepada
orang lain unfuk membeli dan menjual hamba sahaga,
maka dia boleh melakulran akad atau hansalsi safu
persafu, karena kebiasaan !/ang berlaku pada hamba
sahaya adalah, dia dijual dan dibeli secara safu persatu.
Dan iuga hal itu dikarenakan fidak ada mtilharaf dalam
menjual dan membeli sahr persafu sabagran dari mereka
dari sebagran lrang lain. Apabila dia memberi lruasa
kepada sang wakil unhrk membelikan sepuluh hamba
sahaya bagl diriqn secarEr keseluruhan, lalu dia
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membeli sepuluh orang hamba sahaya dari dua akad

seluruhnya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat

ulama fikih AsyrSyafi'i:

Abu Al Abbas berpendapat bahura, orang yang

memberi kuasa mengharuskan dernihan, karena dia

membeli mereka secara sekaligus. Sdangkan menumt
para ulama lpng sependapat dengan lami, ada yang

berpendapat bahwa, orang lnng mernberi kuasa tidak
mengharuskan pembeliarurya secar:r sekaligus, karena

sekali dengar dua kali akad adalah sarra iumtannya-

Pasal: Dalam menir.ral suafu barang, seorang wakil

tdak diperbolehkan meniual dengan !,ang bukan mata

uang negaranya tanpa adanlra izin- Juga tidak
diperbolehkan baginya membeli sesuatu lpng bukan

dengan mata uang negaranya tanpa ad.r.lp izin- Sebab,

kemutlakan iual belinya ihr menghanrskan penggunaan

mata uang negara sendiri. Oleh kasra ifu, apabila

seseoftmg berkata kepada yang lainn3a, 'Aku meniual

kepadamu dengan harga sepuluh dirtwt!," maka dirham
itu dipahami sebagai mata uang ne{Iiiliilnya-

Apabila di sebuah negara da dua ienis mata

uang, maka dia harus meniual dengan lenis mata uang

yang paling dominan dari keduanf- S€bab jenis mata

uang negara iht adalah lpng paling dominan atau

berlaku umum. I-alu apabila ienis mata uang ihr
digunakan secara bersamaan dalam semua transaksi,

malra dia harus melahrkan akad iual ben menggunakan
jenis mata uang yang paling bermanfiaat bagi orang
yang memberi wal<alah, karena dia diperintah unfuk
memberi nasehat kepadarrya- Di arrtara nasehatnSn
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adalah, agar dia melakulran akad jual beli dengan
sesuafu yang paling bermanfaat- [^alu apabila sarna,
maka dia harus melalnrkan jud beli dengan
menggnnakan jenis mata rfimg yang pemberi unkatah
kehendaki dari kedua jenis mata uang tersebut. Sebab,
fidak ada keunggulan, keistimewaan, kelebihan bagr
salah safu dari leduanya atas lnng lainngra, md€

dipilih di antara keduanya, lalu apabila
pemberi walcalah menrberi izin lepada sang wakil dalam
akad dengan mata uang, maka dia fidak boteh
melakukan alod dengan mata uang lnng lainnya,
karena izin di dalam jenis mata uang ini butnn idn
dalam jenis yang lain. Oleh karena itu, apabila pemberi
walralah memberi izin kepada sang wakil untuk membeli
seorang hamba sahagra, rnaka dia tidak boleh membeli
seorang hamba sahaya perempuan. Apabila pemberi
unkalah mernberi izin kepada sang wakil unfuk membeli
seekor keledai, maka dia tidak boleh membeli hrda-

Penjelasan: Hulnrm: Apabila seseorang mernberi hrasa
kepada orang lain untuk menjual sesuafu secara keselunrhan,
sebab barang tersebut itu udak terpisah. Atau sesuafu itu terpisah
akan tetapi izin ifu berganfung jika barang itu dibeli se@ra
keseluruhan. Maka dia udak boleh menjual sebagiannya. Lalu
apabila dia berkata , "Juallah mobil ini seratus, ralu dia
menjual separuh dari mobil itu dengan harga tujuh puluh, maka
jual beli ini Udak mengharuskan orang 3nng memberi kr.nsa, sebab
dia tidak diamanahi untuk menjual sisanya yaitu tiga puluh.

Lalu apabila dia berkata , "Juallah mobil serafus,
lalu dia menjual separuhnya dengan harga serafus, maka hal ihl
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diperbolehkan. Sebab, dia menambah kebaikan, dan

mendatangkan tuluan pemberi wnl<alahpitu rnenghasilkan seratus

dan juga menambah kepemilikannya untuk separuh mobil itu,

dimana sang wakil fidak mengambil sedikit pun dari harga

tersebut. Begitu iuga dengan penyerahan wakalah kepadanya

unfuk menjual dua barang dengan harga seratus, lalu sang wakil

meniml salah sat[rya dengan harga serafus. Ini merupakan

pendapat Ahmad, Muhammad, dan Abu Yusuf.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa,

diperbolehkan menjual sebagian dari barang yang dikuasakan

dengan harga berapapun apabila pemberian kuasa ihr mutlak

berdasarkan kepada asalnya, yaihr bahwa sang wakil berhak secara

mutlak menjual apa yang dia kehendaki (semaunya). sedangkan

dalam pembelian suafu barang; apabila pemberi wal<akh

merrakilkan kepada sang wakil unhrk mernbeli satu ikat kertas lalu

dia membelinya sahr rim. Apabila harga kertas itu merupakan

harga sekali ikatan, maka itu diperbolehkan bila jenisnya tidak

berbeda, timbangan dan wamanyra tidak berbeda serta dapat

diraba. Sementara menurut Ahmad, hal ini fidaklah dibenarkan

karena tidak adanya izin (rekomendasi) dari pemberi .4/akalah.

Perkara yang telah beredar luas terkait delinisi wakalah irrr

adalah, bahwa png pertama hams ada adalah izin (rekomendmi)

dari pemben unkakh. kedua; kemudian memperhatikan hul y-S
lebih banyak memberikan manfaat dan kehati-hatian di dalam jual

beli. Ketiga; hendaknya mata uang yang dijual itu adalah mata

uang setempat fiokal) sehingga tidak memberatkan pemberi kuasa

unfuk mengarnbil manfaat darinya atau menggunakan rnata uang

yang dianggap masih beredar dan dikenal. Terkadang sebagian

mata uang ihr sepakat salna dalam nama' namun berbeda dari sisi

nilai pihak mana yang mengeluarkan. Dimana mata uang yang
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dianggap adalah mata uang yang dipakai dalam transaksi jual beli,
bukan mata uang yang berasal dari Negara pemberi kuasa, dimana
al<ad wakalah itu telah dilaksanakan di sebuah Negara tapi yang
dimaksud adalah menjualnya di Negara lain, maka jual beli itu
menggunakan mata uang Negara tersebut yang masih berlaku
untuk digunakan dalam jual beli. Hal ifu guna mengenalkan
penduduk Negara ifu terhadap mata uang mereka. Dimana
penilaian atau penaksiran mereka terhadap suatu barang dagangan
dengan mata uang mereka sendiri, ifu akan menghalangi mereka
agar tidak tertipu.

Al Maunrdi berkata: Di saat sang wakil fidak sah membeli
sesuatu yang bukan dengan mata u.rng negaranya, maka tidak sah
pula dalam jual beli, yaifu menjual sesuafu dengan mata uang
Negara lain. Aplikasi hal tersebtrt adalah, bahv,ra al<ad muawadhah
itu harus dengan pernberian kuasa se@ra mutlak, sehingga tidak
sah dilakukan dengan mata uang Negara lain sebagai sebuah qiyas
terhadap pembelian. Atau juga dikarenakan sang u,akil fidak
dipertolehkan membeli dengan mata uang Negara lain. sang wakil
pula udak diperbolehkan menjual dengan mata uang Negam lain
berdasarkan qi!,as pada jual beli yang berlaku bukan berdasarkan
jenis harga barang tersebut dan hal-hal yang diharamkan lainnya.
Berdasarkan hal tersebut, bila pada umurnnya mata uang Negara
berupa emas, maka dia tidak boleh menjualnya dengan perak.
Apabila masing-masing dari dua mata uang ifu sanna, dimana salah
safunya bukan tdak lebih dominan, maka sang wakil harus
menjual barang tersebut dengan mata uang yang lebih cocok bagi
pemberi unkalah. Lalu apabila kedua mata uang ifu sama, maka
ketika itu dia diberi pilihan dalam jual belinya dengan mata uang
mana saja di antara keduanya png dia kehendaki. Apabila dia
menjualnya dengan masing-masing dari kedua mata uang tersebut,
maka semuanla itu sah, bila dia termasuk sesuafu yang
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diperbolehkan memisah-misahkan kesdunrhan barang ihr dalam

iual belinya. Sedangkan bila barang tersebut hanya ada dalam satu

akad, maka ada dua pendapat ulama fikih ASrSyafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh menggahrngkan di antara dua

mata uang, sebagaimana diperbolehkan rnerryendirikan masing

m6lng dari dtn mata rnng tersebut.

Pendapat Kedtn: Tidak diperbolehkan. Karena pada

umunnya, iual beli ihr mencakup satu ierris harga, maka tidak

boleh cenderung kepada yang lebih dominan atau umum. Hanya

kepada Allahlah kami memohon taufiq-Nya-

AqlSyirazi & berkata: Apabila pemberi kuasa

menyerahlran uang sebanlpk seribu kepada sang wakil

dan berkata kepadargTa, 'Belilran aku seorang hamba

sahaya dengan uang sejumlah ihr'" lalu sang wakil

membelinS;a dalam bnggungan, matra pembelian itu
fidak sah bagi pemberi kuasa. Hal ifu karena, sang

wakil fidak rela kecuali pembelian ihr dengan iuml"h
uang yang seribu itu. Lalu apabilia sang wakil membeli

dengan seribu dalam tanggungan, maka sang wakil
telah mengharuskan diriqn datam membalnr uang

yang seribu itu meski u:urg tersebut masih dalam

tanggungan. Bila dia fidak rela derrgan hal tersebut,

maka dia tdak harus membeli hamba sahaya itu-

Apabila dia berkata, 'Belikan hamba sahaya unhrkku

dalam tanggungan dengan akad pada iumlah uang

seribu," lalu dia membeli dengan harg3 seribu ifu, maka

di sini ada dua pendapat ulama fildh AslrSyafi'i:
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Pendapat Pertama: Jual beli itu batal. Sebab
perintah pemberi urakalah pada akad yang diadakan ifu
tdak rusak dengan msaknp uang seribu ifu. Dimana
kemudian dia membtrat ruafu al€d rusak dengan
nrsaknya sejumlah uang lpng seribu ifu, hal yang
demikian itu disebabkan karena fidak mendapatkan izin
pemberi rmlralah dan dia fidak rela terhadapryn.

Pendapat l(edua: Hat itu sah, karena pemberi
walralah menlunrh sang ulakl unhrk melahrkan akad
yang menghanrskan diri sang unkil membuat sr.rafu
akad pada sejumlah uang yang telah ditenfukan,
dengan uang seribu lpng tetap ada, narnun akad
tersebut bukanlah sebuah hal lpng ladm dengan
rusaknya uang lraqg seribu ifu. Hat ifu menambahkan
kebaikan bagl pemberi wakalah, sekalipun sang wahil
hanSp menyerahkan seribu ifu kepada pemberi
wlralah. Pemberi walralah berkata, 'Belilah seorang
hamba," dimana dia fidak menunjukkan pada besaran
uang tersebut, drl--r hal ini ada dua pendapat ulama
fildh AqrSyafi'i:

Pendapat Pertama: Hal tersebut mengharuskan
pembelian dengan sejumtah uang itu, sebab lretika dia
menyerahkan ke@aq7a seribu, hal ifu merrunjukkan
bahwa dia bermaksrd membeli hamba sahagTa dengan
harga demikian- Berdasarkan hal ini, apabila sang wakil
membeli dalam tanggungann!,ia, maka penrbelian ifu
tidak sah.

Pendapat Kedrn: Hal itu tidak menghendaki
pembelian dengan jumlah uang tersebut, karena
perintah ifu bersifat mutlak. Berdasarkan hal ifu, dia
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boleh membeli dengan iumlah uang tersebut dan boleh

pula membeli dalam tanggrrngan l,ang dibuatkan al{ad

dengan uang sebanlrak seribu-

Penjelasan: Hulngn: Apabila pernberi wakalah memberi

izin kepada sang wakil unhrk menrbeli sesuafu dengan mata uang

negaranya, lalu dia menrbelin5a dengan cara kredit, maka di sini

ada dua macam:

Pertama: Pemberi wnl<alah menentukan harga yang

digunakan unhrk membeli suatu barang, maka pembelian itu fidak

lazim bagi orang yang meurakilkan. Karena apabila sang wakil

membeli suatu barang l,ang tdak sesuai dengan ketentuan

tersebut, maka hal itu menlnlahi dan pembelian itu teriadi untqk

sang wakil. Apabila sang wakil membeli dengan ketentuan harga

sampai waktu tertenht, mat6 pembelian ifu batal atau tidak sah-

Dimana perkara itu tdak menjadikan pembelian ifu sebagai suafu

yang lazim, baik bagi pemberi vnlakh atau pun sang unkil.

Dengan inilah Imam Ahmad berpendapat-

Kedua: Pemberi unlalah tidak menentukan harga yang

digunakan unhrk membeli suatu barang. Maka dalam hal ini ada

dua kondisi:

Kondisi Pertama: Sang \Alakil membelinya dengan cara

kredit dengan nilai harga lnng menyerupai harganya secara tunai

ataupun lebih murah dari harga kredit. Madzhab kami (Asys5nfi'i)

dan madzhab Ahmad menyatakan bahwa, pembelian itr.r harus

dilakukan bagi pemb en unl<akh. karena pernberi urakalah tdah

memperoleh hrjuannya dalam mencari keunfungan dengan

membayar barang itu secara funai. Di antara ularna madzhab

kami, ada yang berpendapat bahwa pembelian tersebut tidak hanrs
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terjadi bagi pemberi wakalah, karena pembelian itu menyalahi
perintahnya dimana harga barang itu masih ada dalam tanggungan
dirinya. Ini pula merupakan pendapat ularna yang beranggapan
bahwa, sang wakil ya,g rnelakukan akad jual beli secara kredit
tidak diperbolehkan melakukan jual beli secara tunai.

Kondisi Kedua: Sang wakil membeli barang bagi pemberi
wal<alah dengan nilai harga yang menyerupai pembelian secarzr

kredit, bahkan melebihi nilai harga pembelian yang secara funai.
Maka pembelian itu udak hanrs dilakukan oleh pembert wal<alah,

karena di dalamnya ada komitnen unfuk melakukan pembelian
secara kredit. Pembelian itu hanrs dilalukan oleh sang wakil bila
narna pemberi .tnkalah tidak disebutkan. Namun bila nama
pemberi wakakh disebutkan, maka ada dua pendapat ulama fthh
AsySyafi'i:

Pendapat Pertama: Pembelian yang dilakukannya itu batal.

Pendapat Kedtra: Pembelian ihr harus dilakukan oleh sang
urakil. Sementara apabila dia memberi Din kepada sang wahl
dalam pembelian se@ra kredit, hlu dia membelin5ra secara tr.lnai,
maka sang wakil tidak harus melakukan pembelian tersebut.
Madzhab kami (AsyS5afi'i) dan semua ulama fikih Asy-Syafi'i tdak
berbeda pendapat, baik sang uakil ifu membelinya dengan nilai
harga yang menlrenpai pembaSpran secara funai maupun secara
kedit. Sebab, di dalamn5n ada komitnen yaifu menyegeral<an
pembelian secara funai dengan hal snns sang wakil tidak diizinkan
melakukannya.

Begifu pula, apabila pemberi wal<alah memberi izin kepada
sang wakil untuk membeli barang tersebut sampai wakfu tertenhr,
lalu dia membelinya hir,gga batas unkfu yang paling dekat, maka
pemberi wakalah ttdak harus melakukan pembetan tersebut.
Apabila dia membelinya hingga batas waktu 5nng paling jauh,
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maka hul$rn yang berlal0 bagi sang urakil adalah hukum yang

berlaku pada pernbelian secaftr tunai apabila dia melakukan

pembelian dengan cara kredit, maka pembelian ifu meniadi sebuah

keharusan oleh pemb en unl<alah tersebut'

Al Mawardi berkata, "Menuntt madzhab AsySyafi'i dan

sebagian ulama 5rang sependapat dengan beliau, bahwa hal itg

tidak hanrs dilal$rkan oleh perrberi walcalah'"

cabang, Apabila pernberi wakalah menyerahkan kepada

sang wakil berupa sejumlah uang agar dia membelikannya sebuah

mobil, maka dalam masalah ini ada tiga kondisi:

Kondisi Pertama: Hendaknp pemberi unkalah menyuruh

sang wakil untgk membeti mobil dengan uang ifu, maka sang wakil

harus membelaniakanqp dengan uang pernberi utal<alah ifu.

Namun, apabila sang wakil membelinla dalam tanggunganla,

maka pembelian itu tidak harus dilah*an oleh pemben ml<alah

(tdak hanrs mengehmrkan uang), dimana sang u/akil hams

membelikannln.

Abu Hanifah berpendapat, bahura sang wakil berhak

melaln-rkan l<hgpr, apakah dia membelikan sestratu dengan uang

pernberi qnkalah atau dia membelin5n dengan tanggungannln.

Dalam masing-masing dari kedm kondisi ihr, sudah menjadi

keharusan bagi pemberi unkatah unfuk mengeluarkan uang. Hal

ifu didasarkan pada asalnya, bahwa jenis dirham maupun dinar

tidak ditentukan sebelumnYa.

Al Mawardi berpendapat, bahwa ini merupakan perkara

yang salah dalam penenhran jenis dirham dan dinar, seperti

pendapat kami dalam beragam akad yang dilalnrkan, sebagaimana

hal itu ditentukan pula dalam akad Shashab. Kami telah
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menunjukkan hal ifu dalam pemhhasan jual beli. Hal tersebut
dikarenakan tangan sang wakil ifu sama dengan tangan orang

- yang diberi titipan. Dimana harta titipan itu telah ditenfukan
jumlahnya. Begifu pula apa yang ada di tangan wakil harus
.thntut<an. Apabila sudah tentu apa yang ada di tangan wakil
untuk pemberi owkalah, maka udak diperbolehkan sang wakir
mengembalikan kepada pemberi uDkalah selain jumlah uang
sebelumnya, sehingga pembelian s.rafu barang ifu harus digiring
kepada orang yang mengharuskan izinnya.

Kondisi Kedua: Hendakryra pernberi wakalah meny,mh
sang wakil unfuk membeli sesuafu dalam tanggungannya dan
kemudian pemberi wkalah mernba3nr funai harganya. laru
apabila sang urakil membeli ruafu benda ifu dengan uangnln
dahulu, maka. pembelian ihr sah dan pemberi owkatah harus
menrbalnmya. Apab]lq sang u,ahl mernbelinya dengan uang
pemberi u,ml<alah, maki dlsini ada dua pendapat ulama fikih Aslr
Sgrafi'i:

Pendapat Pertama: Pendapat Abu AIi Ath-Thabari, dia
dalam Al lfshah, bahwa pembelian itu

diperbolehkan, dimana hal itu menrpakan keharusan bagi orang
yang malakilkan unfuk membalar harganya, karena akad atas
sesuafu yang zudah ditenfukan ihr harus disikapi secara lebih hati-
hati.

Pendapat Kedr.ra: Pendapat 3nng dipilih oleh Abu Hamid Al
Isfarayini, yaitu bahwa pernbelian itu batal. Sang wakil tidak harus
membelinya, sebab dia bukanlah orang lnang memiliki uang ifu.
Maka pemberi unkalah tidak harus membelinya. sebab pemberi
oval<ahh itu telah menyalahi dari tuiuan pembelian tersebut. sebab,
akad dalam tanggungan sang u,ahl ihr udak batal lantaran
rusaknyra harga barang tersebut. Akad atas barang itu batal
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disebabkan harga 5ang nrsak, sehingga perbuatan sang wakil

menyalahi perintah pemberi ulal<alall Lalu apabila wakil

melakukan perintah orang png menjadikannya sebagai wakil atau

membeli mobil dengan harga dalam tanggungannya kemudian

pemberi wakalah membayamya tunai dari uangnya. Maka sang

u/akil dan pemberi wkalah terbebas dari hal tersebut. Tidak ada

ka,vajiban bagi sang wakil unfuk mengernbalikan apapun kepada

pemberi wakalah, karena perintahnp unfuk membayar tunai

harga barang ittr mencakup la,rangan pembayaran secara hmai dari

yang lainnya.

Kondisi Ketiga: Saat pemberr qnlahh menyerahkan uang,

dia harus menyebutkan izin pembelian s.rahr bamng secara mutlak,

semya berkata, "Ambilah uang ini dan dengan uang ini kamu

belikan aku sebuah mobil." Ulama ma&hab kami berbeda

pendapat, tentang apakah penyebutan izin itu menghendaki

sebmh penentuan atauloh tdak? Di dalam masalah ini ada dua

pendapat ulama fihh AqrSnfi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pemyataan Abu Ali Ath-

Thabari, bahwa hal itu menghendaki penerrtnn yang h.arus dlbeli.

Sebab, mendahukan sejumlah atas suatu mobil ifu menjadi salsi

dalam al<ad owt<akh tersebut. Maka berdasarkan hal ini, apabila

dia membeli di dalam tangggngan sang r,yakil, maka pembelian ihr

berlaku bagi wakil dan bukan bagi pembqi utalalah-

Pendapat Kedtrat Pendapat sebagian ulama Bashrah, yaifu

bahwa penyebutan pemyataan di atas tidak menghendaki adanya

penentuan yang hanrs dibeli, sebab penlrebutan itu berlaku atas

keumumannya. Berdasarkan hal ini, sang wakil diberi pilihan

antara membuat suatu akad dengan sejr.unlah uang yang ada ifu

atau dengan tanggungannya. Pendapat Ahmad dalam semua
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perrnasalahan ini sama dengan pendapat madzhab kami (Madzhab

Aqrslpfi'i).

Apabila apa yang telah kami jelaskan telah ditetapkan,

maka gambaran permasalahan dalam pembahasan ini adalah

s€putar seorang laki-laki yang menyerahkan harta kepada laki-laki

lainrryra untuk membelikan dirinya suatu makanan, lalu dia

merninjam uang itu kernudian dia belikan makanan sesuai

pesanann!/a dari uang tersebut. Maka pembelian semacam ifu
tdak harus diperuntukkan bagi pemberi uakalah, baik pemberi

wakalah ifu sudah memberi izin unfuk membeli dengan uangnya

telsehrt atau membeli makanan ifu dalam tanggungan orang itu.

Abu Hanifah berpendapat bahwa, pembelian ifu
diperuntukkan bagi pemberi ornl<akh, baik izin yang ada itu
terhadap barang atau dalam tanggungan sang wakil. Ini
merupakan kesalahan, karena wakalah dengan rusaknya harta
atau sengaja menghancurkanngra wnkalah yang batal

db€babkan karena sebagian sisa saja yang terlaksana. Apabila

uakahh ifu batal dan sang unkil dilengserkan dari fugasnya, maka

alod tersebut wajib bagi diri sang unhl saja bukan untuk pemberi

wlalah.

Apabila sang wakil tidak memanfaatkan barang ifu, bahkan

dia sengaja membiarkannya, maka dialah yang menjamin barang

tersebut. Ulama ma&hab kami berteda pendapat, apakah sang

wahl ihr dilengserkan dari hrgasnya lantaran dia melanggar akad

rclalah ataukah tidak? Di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-

$afi'i:
Pendapat Pertama: Sang unkil dilengserkan dari fugas

uahlah disebabkan pelanggarannya, karena sejatinya dia

mempakan orang yang diberi sarna seperti orang

!,ang dititipi suatu bamng yang dilengserkan dari tugasnya
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disebabkan pelanggaran terhadap titipanryra. Berdasarkan hal ini,

maka pembelian itu uajib bagi wakil dan bukan bagi pemberi

walelah.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Ali Attr

Thabari, bahwa sang urakil tetap dalam hrgas wakalabnya, dn

Udak dilengserkan dari hrgas wlabh tersebut disebabkan

pelanggarannya, dengan masih adanya barang tersebut, dia sama

seperti orang yang menerima gadai, dimana pelanggarannp ihr

tidak membatalkan stahrs dirinya, sekalipun dia adalah orang yang

diberi kepercayaan. Maka dari ifu, pembelian wajib bagi orang

yang mewakilkan. Wallahu A'lam.

Asfsyirazi g berkata: Apabila pemberi wrdkalah

mewakilkan kepada orang lain untuk mernbeli sesuatu

dan dia fidak menyemhkan uang barang tersebut, lalu

sang wakil telah membelinln, rnaka terkait dengan

harga barang ihr, ada tiga kondisi:

Kondisi Pertama: Uang ihr rneniadi tanggungan

pemberi walralah, dimana sang unkil stafusnlp hat ya

orang yang memberikan iaminan, karena barang itr
milik pemberi unkalah maka harga barang ifu pun

meniadi tanggungannln dan unkil yang berkuasa

berurenang melakuftan akad dan trams membayar harga

barang ihr serta meniaminnSn-

Berdasarkan hal ifu, diperbolehkan bagi peniual

barang unfuk meminh uang tersebut kepada sang wakil

dan juga pemberi valralah, sebab salah sahr dari kedua

pihak tersebutlah lnng menrberikan jaminan,

sedangkan yans lainnya adalah orang yang diberi
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jaminan ifu. Maka, timbangan sang wakil atas harga ifu
kembali kepada pemberi wakalah, sedangkan
timbangan pemberi wakalah tdak kembali kepada sang
wakil.

Kondisi Kedua: Uang atau harga barang ifu wajib
ditanggung oleh sang wakil bulon pemberi tmkalah,
karena yang hams membagar ifu adalah sang waHl,
maka harga ifu pun menjadi tanggungan sang unldl.
Berdasarkan hal ini, diperbolehkan bagr peniual barang
unfuk memintanlra kepada sang wakil, karena harga
barang itu telah menjadi tanggungannya. Penjual tidak
boleh menunhrt pemberi wal<alah, karena fidak ada
tanggungan unfuk membaSar barang tersebut.
Timbangan sang wakil kembali kepada pemberi
walalah karena sang wakil melakukan hal tersebut
dengan izin dari pemberi wal<alah. Apabila dia tidak
menimbang, maka sejumlah ihr fidak kembali,
sebagaimana kita mengatakan kepada seseor€rng yang
meminta tempo atas utangnln kepada seor.rng lald{aki
yang fidak berutang kepadan5n, yaitu bahwa apabila dia
menimbang, malo kembali- Apabila dia fidak
menimbang maka fidak kembali. Apabila penjual,
menganggap sang wakil terbebas dari uang tersebut,
maka harga barang ifu menjadi hilang, dan barang ifu
diperoleh oleh pemberi unkalahtanpa harga-.

Kondisi Ketiga: Harga ifu menjadi tanggungan
sang wakil dan bagi sang wakil uang ifu berada dalam
tanggungan pemberi wkalah sama seperti sejumlah
harga yang ada. Sehingga diperbolehlon bagr penjual
memintanya kepada sang wakil bukan kepada pemberi
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walalah. Dimana sang wakil berhak meminta uang ihr
dari pemberi umkalah, sekalipun peniual fidak
memintanya.

Penielasan: Hulnrm: Apabila pemberi unkalah

mewakilkan kepada sang wakil unfuk membeli sesuafu, tetapi dia

tidak menyerahkan uangnya, maka siapakah yang menanggung

harganya?

Menunrt pendapat kami, oftmg lrang menanggung harga

barang itu ada tiga macam pendapat yang dise.butkan oleh Asy

Syirazi beserta dalildalilnya. Imam Ahrnad dan pengikutrya

menyatakan bahwa, harga barang itLl harus ditanggr-rng oleh

pemberi unl<alahpada asalnla. Sedangkan tanggungan sang unkil

hanya mengikuti pemberi wal<alah sebagai orang yang menjamin-

Penjual berhak meminta pembayaran harga barang ifu kepada

orang yang dia kehendaki dari keduanln fuemberi unl<alah dart

wakilnya). lalu apabila sang ualdl ifu mernbebaskan, (dibebaskan

untuk membayar barang itu) maka pemberi unkalah tidak terbebas

dari pembayaran barang tersebut. Apabila pemberi owlahh iht

terbebas (dari membayar barang ihr), maka wakil pun terbebas dari

membayar barang tersebut sebagai orang yang menjamin dan juga

orang yang mendapat iaminan salna. Apabila dia membalnr harga

barang ihr kepada peniual lalu dia mendapati kerusakan pada

barang tersebut, kemudian dia mengembalikannya kepada sang

wakil, maka hal itu menjadi amanah di tangan sang wakil. Apabila

barang yang ada pada sang unkil ifu rusak, maka kerusakan ifu

menjadi tanggungan orang yang malakilkan- lalu apabila dia

ma,vakilkan kepada seseorang untuk meminjamkan uang bagi

sang wakil sebanyak seribu unfuk membeli sekarung gandum lalu

dia melakukannya, maka pemberi unkalah memiliki hak
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membayar harga barang tersebut. Sedangkan sang rwakil menjamin
pemberi wakalah sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan
terdahulu.

Al Mawardi berkata, "Apakah pembayaran atas barang ifu
menjadi kewajiban pemberi wakalah dengan akad ataukah tidak
wajib?." Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama, sebagaimana
yang telah disebutkan oleh hnu Suraij:

Pertama: Pembayaran sejumlah harga barang itu menjadi
wajib bagi pemben wakalah. Karena kepemilikan barang unfuknya
itu dilakukan dengan sebuah akad. Maka dari itu, penjual berhak
melakukan ldriyar antara menunfut pembayaran harga kepada
sang wakil atau pemberi unkalah. Apabila penjual mengambil
pembayaran harga barang itu dari salah seorang diantara
keduanya, maka keduaduanya itu terbebas dari pembalaran harga
barang tersebut.

Kedua: Pembayaran harga barang itu Udak vrnjib bagi
pemberi wal<alah dengan akad. Akan tetapi sang wakil harus
membayar sendiri, dikarenakan dia melakukan akad sendiri. Maka
dari ifu, penjual berhak meminta hanya kepada sang wakil unfuk
membayar harga barang itu dan bukan kepada pemberi wakakh.

lalu apakah sang wakil berhak untuk membayar harga
kepada pernberi unkalah sebelum dia melakukan pembayaran atas
barang itu sebagai wakil darinya ataukah tidak? Di dalam masalah
ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sebagaimana yang
telah disebutkan oleh Ibnu Suraij:

Pertama: Sang wakil tidak berhak membayar harga barang
itu kepada pemberi wal<akh kecuali setelah dia menunaikan
pembayaran itu, lalu apabila wakil itu melakukan pembayaran
menggantikan orang yang mewakilkannya, maka pada saat ifu, dia
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mengembalikan uang itu kepadanya- Apabila perfual

membebaskan pembaSramn atas barang itu kepadanya, maka sang

wakil Udak mengembalikannya kepada orang yang mewakilkan.

Pemberi wnkalah meniadi pemilik barang itu tanpa ada

kompensasi {uang pengganti atas barang ihr).

Kedua: SanS wakil berhak membalnr harga barang ihr

kepada pemberi wakatah dengan sesuafu 5nng wajib atas unkil

sebagai orang yang menjaminnya dengan akad. Dimana sang unkil

berhak meminta hal ittr kepada orang yang malakilkan sebe-hrm

dia menunaikannya. Apabila sang wakil terbebas dari hal ifu, maka

sang llrrakil harus mengembalikan hal itu kepada pemberi vnlahh.

Apabila dia membayar harga barang itu dengan bentuk barang,

maka harga barang ifu harus dikembalikan kepada pemberi

wakatah tanpa nilai harga barang. Berdasarkan pendapat lnng
pertama, apabila sang wahl menyerahkan harga barang itu benrpa

barang, maka ifu dikembalil,cn kepada pemberi unkalah dengan

yang paling sedikit dari dua hal dari harga atau nilai barang ihr.

lalu apabila sang \A,akil ingin mencegah pemberi wal<alah dan

memiliki barang ihr setelah dia menerima uang tersebut, maka hal

itu tidak berlaku baginp dalam dua kondisi di atas secam

bersamaan. Sebab peniml tidak meniualbarang ihr darinya'

AqlSyirazi g berkata: Pasal: Di dalam iual beli

wakil fidak diperbolehkan meniual sesuatu dengan

pembaSnran harga yang ditangguhlGn tanpa seizin dari

pemberi wkatah. Sebab, asal dalam iual beli adalah

membayarnya secara tnnai- Al12n tetapi, ifu termasrk

dalam pembalraran yang ditangguhlon karena barang

itu tidak laku atau rusak- [-alu apabila dia

menyebutkannSn secara mutlak, maka hal ifu dipahami
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dari kondisi asalnya. Apabila pemberi unkalah memberi
iiTn kepada sang wakil unfuk melakukan penjualan
dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan dan
penenfuan waktungra, maka dia tidak boleh menjual
lebih dengan pembayaran lang melebihi uraktu yang
sudah ditentukan- Karena dia tidak rela dengan sesuafu
lnng melebihi waktu pembayaran yang sudah
ditenfukan. Maka larangan itu berlaku tetap pada
asalnya- Apabila dia menyebutkan waktu pembayaran
secara mutlak, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-
Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pemberian kuasa (perwakilan)
itu tidak sah. Karena waktu-waktu ifu berbeda sehingga
banyak unsur manipulasi di dalamnya, dan hal itu
menjadi fidak sah.

Pendapat Kedua: Hal itu sah dan dikembalikan
pada kebiasaan yang berlaku di dalam hal gnng sama
denganryra. Karena unl<alah yang bersifat mutlak ifu
digiring kepada kebiasaan lpng berlaku. Apabila fdak
ada kebiasaan yang berlaku, maka dia menjual dengan
sesuafu yang lebih bermanfaat, yaifu dengan apa yang
bisa disezuaikan bagr dirinya. sebab dia diperintahkan
untuk memberi nasehat kepada orang yang
meunkillnn.

Sebagian ulama ma&hab kami ada yang
berpendapat bahwa, diperbolehkan pada yang
jumlahnrc sedikit dan yang banlrak, karena lafazh
wal<alah itu bersifat mutlak. Di antara mereka juga ada
lnng berpendapat bahwa, pemba3raran harga ifu
diperbolehkan sampai ulakfu safu tahun lamaryn. Sebab
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utang-utang yang ditansguhkan penrbayarannya dalam

srmra, disesuaikan dengan batasan u,akfu safu tahun, ifu

adalah diwt dan jizy,ah. Yang benar adalah pendapat

yang pertama.

Pendapat ulama yang berpendapat dengan

pendapat kedua bahwa lafazh ifu sifatnya mutlak, maka

it" tdak sah. Karena kebiasaan yang berlalu

mengkhususkan demikian, dimana nasehat pemberi

wal<alahihr mengkhusr-tskan lafazh tersebut'

Pendapat orang lrang berpendapat dengan pendapat

ketiga yaitu bahun hal itu fidak sah, sebab itu

menrpalran disrat dan jizy-ah yang diwaiibkan dengan

q;ariat, maka hal itu harus digiring pada penangguhan

waktu yang diryariatkan. Hal ini waiib dengan idn dari

orang lrang mewakilkan, lalu digiring kepada kebiasaan

yang berlaku. Apabila dia memberi iztn kepadanSn

""t 
* melakukan peniualan sampai waktu tertenfu, lalu

dia meniualnya secara hrnai, maka perlu ditiniau;

apabila dia meniual dengan sesuatu yang fidak

menyenrpai sgrstem kredit, maka tdak sah. Karena izin

untuk melakukan peniualan secara kredit ihr

menghendaki peniualan dengan sesuafu yang

menyerupai laedit. lalu apabila dia menjual dengan

selain itu, maka peniualan itu tidak sah. Apabila dia

menjual se@ra tunai dengan sesuafu yang menlrcmpai

kredit, maka bila barang tersebut tidak amirn dari

perampasan dan pencnrian, mal(a ifu tidak sah- sebab

itu mempakan mudhanf 37ang fidak dia sukai, sehingga

hal itu fidak meniadi kewaiibarurya. Apabila ada pada
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waktu yang diperca3Ta, maka di sini ada dua pendapat
ulama fikih Aql-S3nfi'i:

Pendapat Pertama: Hal itu tidak sah, sebab
terkadang dia mempunyai tujuan lain dalam manjadikan
pembelian itu dalam kondisi tanggungan, maka hal
tersebut fidak sah.

Pendapat Kedua: Hal itu sah, sebab dia
memberikan tambahan keuntungan padanSra dengan
menyegerakan pembelian tersebut. Apabila pemberi
wakalah mewahlkan kepadaqTa unfuk membeli seorang
hamba sahaya dengan harga seribu, lalu dia
membelinya seharga seribu dengan ditangguhkan, maka
di sini ada dua pendapat ulama fikih AslrSyafi'i:

Pendapat Pertama: Pembelian ifu fidak sah bagi
pemberi wakalah, sebab dia bermaksud agar sang wakil
fidak mempunyai kewajiban utang dan tidak membeli
kecuali apa yang ada padangn-

Pendapat Kedr.ra: Hal ifu dibenarkan, karena dia
telah memperoleh hamba sahaya dan menambah
keuntungan dengan penangguhan waktu pembayaran.

Pasal: Seorang wakil dalam transaksi jual beli
fidak diperbolehkan memberi syarat LhiWr kepada
orang yang membeli. Begifu juga dalam pembelian,
seorang wakil fidak diperbolehkan memberi syarat
I<hiyar kepada penjual tanpa idn,l<arena ifu merupakan
syarat yang selalu menjadi perhatian pemberi ul-akalah.
Maka hal itu tidak diperbolehkan tanpa adanya izin,
seperti penenfuan waktunya. Lantas apakah
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diperbolehkan dia memberi qlarat untuk dirinya sendiri

atau bagi orang yang meurakilkan? Dalam masalah ini

ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak boleh' Karena

peniualan lrang mutlak menghendaki penjualan tak

bersyarat.

Pendapat Kedua: Boleh. Karena pemberi walralah

sangat hafi-hafi dengan syarat lth$rartersebut'

Penielasan: Hulnfn: Penimlan yang dia lalilkan dengan

pembayaran harga yang ditangguhkan tanpa izin pemberi ulal<alah

tidak diperbolehkan. Dalil karni adalah bahwa waktu iual beli

terkadang termasuk dalam barang png diberi harga, maka hal ihl

menjadi juat beli salam. Juga terkadang ada dalam harga barang

itu sendiri dan statusnya menjadi utang. Maka ketika wakil Udak

diperbolehkan unfuk memasuki wakhr dalam pembalaran harga,

maka sang wakil meniadikannp sebagai utang. Aplikasi dari

permasalahan ini adalah, pernberian wakfu ih.r merupakan salah

sahr dari dua pengganti, maka wajib untuk tidak sah dari wakil

dengan kemutlakkan izin yang ada sebagai qiyas atas pemberian

wakfu barang yang dihargakan tersebut, dan juga dikarenakan

waktu pembayaran di saat pemilik tidak hanrs menenhrkan di

dalam akadnyra. Dan juga dalam hal ini, tidak ada syarat yang jelas,

maka pemberi unkalahtdak harus membayar kecuali dengan izin

yang jelas. Karena menyebutkan masing-masing secara mutlak dari

dua akad ihr dianggap dengan yang lainnya. Hal tersebut sama'

baik apakah u,aktu ihr panjang atau pendek'

Jawaban dari argumentasi di atas bahwa, penyebutan izin

se@ra muflak menghendaki keumumannya. Maka ihr merupakan
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kesalahan dalam pendapat tersebut, bahkan dalam penyebutan
se@ra mutlak, izin tersebut menghendaki kebiasaan yang berlaku,
dengan dalil bahwa penyebutan izin secara mutlak untuk
pembelian tidak menghendaki keumuman kompensasi. Demikian
pula penyebutan izin untuk menjualtidak menghendaki keumuman
jual beli.

Sedangkan qiSas pada mata uang n€garanya, maka makna
yang ada di dalamnya adalah, bahwa sesuatu yang di;anlikan itu
menghendakinya. Sementara qiyas dalam u,alfu pembayaran ifu
berdasarkan pilihan yang tiga.

Mengenai kebolehannla, ulama madzhab kami mempunyai
dua pendapat yang akan dijelaskan nanti. Qifs itu terfokuskan
pada waktu yang ada dalam barang yang dihargakan. Kemudian
makna daripada ldriyaryang tiga adalah, bahun ketika sang wakil
berwenang unfuk melakukan pembelian, maka dia juga berwenang
menjualnya. Mengenai kebolehannya bagi sang wakil, ada dua
pendapat ulama ma&hab kami,

Pendapat Pertama: Tidak sah dari sang vrnkil. Maka dari
ifu, dalilnya pun menjadi gugur atau batal.

Pendapat Kedua: Sah dari sang unkil dimana qitns atas hal
ifu bertentangan dengan u/akfu orang menaksir harga. Ini adalah
hukum akad dengan adanya penyebutan izin secara mutlak dari
pemberi wahlah dan s5rarat-qTarat tersebut Sang harus ada pada
alleid mkalah.

Sementara keadaan pembatasan seperti hendaknya izin
pemberi unkalah itu terbatas dengan syrarat, apabila syarat ifu
membatalkan akad seperti waktu yang tidak diketahui. Hal ini
sebagaimana yang dikatakan oleh An-Nawawi, bahwa ifu batal
berdasarkan salah safu dari dua pendapat tersebut. Sebab waktu-
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wakfu itu berbeda dan banyak unsur manipulasinya. Dimana hal

tersebut juga seperti khiWr lebih dari tiga hari yang juga dapat

membatalkan beragam akad dari segala sisi, dimana hal tersebut

secara otomatis memberikan kepada sang wakil untuk melakukan

jual beli yang rusak, lalu apabila uEkil meniual itu berdasarkan

syarat yang pemberi qnkalah memberi izin di dalamnya maka hal

itu menjadi rusak. Apabila pemilik rela dengan kerusakannya, dan

apabila pemberi utakatah atau memberi izin kepadanya di dalam

waktu itu maka yang benar adalah kebatilannla sebagaimana Spng

kami katakan.

Pendapat Keduar Ini merupakan safu pendapat dari ulama

ma&hab kami dan juga merupakan pendapat Abu Hanifah,

bahwa hal itu sah dan digirins pada kebiasaan yang berlaku di

dalam yang srna dengannya. Karena png mutlak itu disirins

kepada pengertian mtqaySad se@ra naslr dan kebiasaan lnng

berlaku. Apabila di sana tidak ada ur{ maka dia berhak untuk

beriithad dalam i13l b"li dengan 3png lebih bermanfaat sesuahr

yang diula.trkan atau diseslaikan kepadan5n unhrk orang yang

meunkilkan. sebab, dia adalah orang yang diberi amanah olehnya

dan di antara sifat-sifatrya adalah menrberi nasehat kepadanya. Di

antara para ulama yang sependapat dengan kami (madzhab Assr

syafi,i) ada yang berpendapat bahwa dia boleh menjualnya

bagaimana pun sifat dan keadaannlp serta yang lebih bermanfaat

bagi pemb eri .vnhlah (pemberi lnrasa)'

Di antara mereka juga ada Srang berpendapat bahwa ada

yang membatasi kemutlakan u/akg dengan tahun qamariyah,

karena Allah telah meniadikan bilangan atau iumlah bulan ihr 12

bulan. Dan dikarenakan ii4nh, d,lrt dan zakat merupakan utang-

utang syar'i di dalam tanggungan orang lrang mendapatkan taklif

(beban syariat) diukurkan atau dise*nikan dengan tahun

Al lulqjmt'SloattAl Muhodzdzab ll ,g,



qamariyah. lalu apabila wakil menyebutkan secara

mutlak, maka kami mengartikan bahwa penyebutannya secara

mutlak ifu kembali pada batasan s5nr'i di dalam utang-utang syar'i.
Pendapat yang pertama laifu yang dijadikan oleh Al Mawardi
dalam Al Hawi sebagai pendapat yang disepakati dan tidak ada
pendapat yang lainnya. Sementara (Asy-syirazi) telah menyebutkan
semua pendapat tentang hal tersebut, lalu beliau menguatkan
pendapat yang pertama.

Kemudian apabila dia merasa khawatir atas kerusakan
harta atau pembongkaran orang yang melakukan perampasan,

atau juga kerugiaannya dari apa-apa yang mendatangkan
mudharatbagi orang yang meurakilkan, maka boleh baginya untuk
menjual sekalipun pemberi ulakalah tidak memberi izin kepadanya,
ini terjadi bila Udak menemukan pembeli secara tunai. [-alu apabila
pemberi unl<alah menenhrkan waktu kepadanya, maka wakil udak
dibenarkan memberi tempo waktu lebih dari yang telah ditentukan
oleh pemben wakalah.

Cabangr Apabila seorang wakil menjual secara funai
sesuatu yang diizinkan oleh pemberi wakalah unfuk menjualnya
dengan pemberian waktu pembayaran tertenfu, maka harus
ditinjau; apabila harga barang itu secara tunai sama dengan apa
png telah ditenfukan oleh pembei wal<alah dengan harga secara

kredit, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-S5afi'i:

Pendapat Pertama: Penjualannya sah. Sebab, dia telah
memberikan tambahan keunfungan dengan menyegerakan
pembayaran harga bamng yang dia jual.

Pendapat Kedua: Penjualannya tidak sah, sebab adakalanya
dia mempunyai tujuan tersendiri dalam menjadikan pembayaran
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harga dalam tanggUngan yang p€nuh, seakan-3kan ihr merupakan

titipan di dalam bentuk utang lalu"diliiarkan atasnya tr-rjuan,

karenanya penjualan ifu tidak sah'

cabang, sang wakil tidak diperbolehkan memberi syarat

khtwkepada pembeli dan dia iuga tidak boleh diberi qarat oleh

pemberi wkatah. sebagaimana dia iuga tdak diperbolehkan

menerima syarat khilartanpa seizin dari orang pemberi vrakalah

dalam menjual atau membeli sesuafu. Lalu apakah sang wakil

dipertolehkan memberi syarat lfiiw bagi dirinya atau kepada

orang yang memberi kuasa kepadanln? Di dalam masalah ini ada

dua pendapat ulama fikih A+rSyaf i'

Pendapat Pertama: ndak sah bila sang wakil memberi

syarat khiyr. Sebab dia telah membatasi kemutlakan dengan

syarat yang dia tidak mendapatkan izin'

Pendapat Kedua: Apabila dia melihat bahwa syarat sangat

bermanfaat bagi pembei tnlakh untuk kehati-hatian dan unhrk

menjamin kemaslahatannp, maka hal itu menjadi sah. Walkhu

A'lam.

Aslr-Syirazi e berkata: Di dalam meniual suahr

barang, sang wakil tdak diperbolehkan meniual dengan

harga yang bulon harga pasarannya,-yaifu harga

dimana orang fidak dapat saling menipu dengan harga

tersebut- tanpa adarrya izxn dari pemberi wakalah.

Begitu pula dalam pembelian srafu barang, seor.rng

wakil tidak diperbolehlran membeli sesuatu melebihi

harga pasaran l,ang berlaku, tanpa adanya izin dari

pemberi unkalah. Sebab sang u;3l1il dilarang membuat

Al tuIqjmu'SyoaltAl Mthodzdzab ll Srt



kerugian bagi pemberi wkalah dan diperintahkan
unfuk memberi bahan pertimbangan kepadaqla.

Kurangnya dari harga pasaran dalam penjualan
dan bertambahnya dari harga pasaran dalam pembelian
ifu merupakan sebuah kemudharatan dan tidak
memberikan nasehat kepada pemberi unl<akh. Juga
dikarenakan kebiasaan lnng berlaku dalam penjualan
adalah harga lpng berlaku di pasaran, maka
kemutlakan izin itu digiring kepada pengertian tersebut.
Apabila orang yang meminta tambahan dari harga
pasar.rn ifu hadir atau ada, maka dia tidak
diperbolehkan unfuk menjual dengan harga pasar.rn
tersebut, sebab dia diperintahkan unfuk memberi
nasehat dan pertimbangan kepada pemberi kuasa.
Dimana dia fidak berhak memberikan nasehat dan
pertimbangan urrfuk meninggalkan tambahan dari harga
pasaran tersebut.

Apabila sang ulalril menjual dengan harga
pasar:rn, kemudian pada saat kh$mr, orang yang
memberikan tambahan dari harga pasaran ifu hadir,
maka mengenai hal itu ada dua pendapat ulama fikih
AqrSyafi'i:

Pendapat Pertama: Orang yang menerima kuasa
atau wakil fidak harus membatalkan penjualannya.
Sebab orang yang memberikan tambahan harga
terkadang tidak selamangra menetapkan tambahan
harga ifu, oleh karenanya dia tidak hanrs membatalkan
penJualannln dengan keragu-raguan.

Pendapat Kedua: Orang yang menerima kuasa
atau unkil harus membatalkan penjualannya, dan inilah

336 ll ,et Uoj*u'SyarahAl Muhodzdzab



pendapat lrang benar. Hal itu disebabkan karena

keadaan Lh$raritu sama dengan keadaan akad. Apabila

orang yang memberi tambahan harga ifu hadir pada

saat hhi57ar, rnaka dia hams meniualnya dengan harga

tersebut. Demikian pula apabila orang yang memberi

tambahan harga ifu hadir pada saat akad, maka sang

wakil walib meniualnya dengan harga tersebut-

Pendapat yang pertama, lnifu bahwa adakalarrya

orang yang memberi tanrbahan harga itu fidak

selamangra menetapkan tarnbahan harga tersebut,

sehingga penjualan ihr batal disebabkan keragu-raguan,

maka itu tidak sah. Sebab secar.r zhahir bahwa hat itu
tetap, maka peniualan itu tdak batal disebabkan

keragu-raguannya.

Apabita sang wahl menjual dengan harga kurang

dari harga pasaran lrang ada misalnya harga

pasarannya ihr sepuluh, sementara dia menjualnlra

dengan harga sembilan, maka peniualan itu sah'

Apabila dia membeli dengan tambahan harga, {imana
banyak orang saling menipu dengan harga pasaran

yang ada-, misalnlp harga pasaran barang ifu sepuluh

dan dia menlualnya dengan harga sebelas, maka

pembelian ifu sah dan pemberi walalah hanrs

melakukan pembelian tersebut. sebab suahr perkara

dimana bat yok orang lnng saling menipu dengan harga

yang sanra tersebut, maka ihr dianggap sebagai harga

pu*, selain ihr juga dikarenakan bahwa seseorang

fidak mr.rngkin meniaga dirinp dari hal tersebut,

sehingga dia bisa dimaafkan-
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Penjelasan: Hukum: Sang wakil tidak dipertolehkan
menjual sesuafu bukan dengan harga pasaran atau bukan dengan
sejumlah harga yang telah ditentukan oleh pemberinya wakalah.
Dia juga tidak boleh membeli sesuafu dengan harga yang melebihi
harga pasaran atau dengan harga yang melebihi apa yang sudah

ditenfukan oleh pemberi wakalah. Ini merupakan pendapat
Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan. Sedangkan
Abu Hanifah berpendapat bahwa, apabila pemberi wakalah
memberi kuasa secara mutlak atau tidak memberi batasan tertenfu
untuk menjual sesuafu, maka sang wakil berhak menjual sesuatu

itu dengan berapapun harganya. Sebab, lafazh izin dari pemberi
kuasa itu bersifat mutlak, maka kemutlakan itu harus dinilai
berdasarkan kemutlakannya.

Namun menurut pendapat kami (ulama madzhab Asy
Syafi'i), bahwa pemberian kuasa png bersifat mutlak itu ada

dalam a]<ad mu'aqmdhah, sehingga harga yang dikehendaki dalam
akad itu adalah harga pasaran, sebagaimana yang terjadi dalam
pembelian karena aL<ad mubondhah itu sama dengan pembelian.
Apa yang beliau sebutkan ifu menyalahi pembelian dengan harga
pasaran yang ada atau dia menjualnya bukan dengan harga yang
telah ditenfukan oleh pemberi wmkalah, atau juga sang wakil
membelinya dengan harga lebih yang telah ditentukan oleh
pemberi wakahh, maka hukurn yang berlaku baginya adalah
hukum bagi orang yang tidak diizinkan unhrk melakukan jual beli.
Ini merupakan pendapat Ahmad berdasarkan salah satu dari dua
riwayat yang bersumber darinya. Pendapatrya yang kedua adalah,

bahwa penjualan ifu diperbolehkan, akan tetapi tidak
diperbolehkan dalam pembelian suatu barang, dimana sang

wakillah yang menjamin kekurangannya. Karena orang yang
dibenarkan unfuk menjualnya dengan harga pasaran, maka dia
dibenarkan pula untuk menjual bukan dengan harga pasaran
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tersebut. Berdasarkan riwayat ini, maka penjualan ifu dibenarkan,

dan sang wakil berkewajiban menjamin kekurangannya.

Sedangkan dalam penentuan harga barang tersebut, di sini ada

dua pendapat ulama fikih AqrSyafi'it

Pendapat Pertama: Di antara harga pasaran dan harga

yang sang wakil iual.

Pendapat Kedua: Antara selisih harga, dimana banyak

orang yang saling menipu dengan harga tersebut dan harga

pasaran, dimana banyak orang tidak saling menipu dengannya.

Sebab, selisih harga dimana manusia saling menipu dengan harga

tersebut merupakan harga yang sah rxrtuk menjual suafu barang,

dimana sang wakil tidak hanrs memberikan jaminan atau

menanggung kekurangan harganSP-

Pendapat l,ang pertama lebih logis. sebab sang wakil tdak

diizinkan melata.rkan penjualan. Hal ifu menyenrpai peniualan

orang yang tidak dikenal. Apabila pemberi wakalah memberi izin

kepada sang wakil untuk meniual suatu barang, maka dia tidak

mempunyai kauajiban unfuk meniamin atau menanggungnla,

sehingga hal tersebut menyerupai pembelian. Semua tindakan

sang wakil yang menyalahi pemberi wakalah, maka hukum yang

berlaku adalah hukum yang berlaku pada orang yang tidak dikenal'

sedangkan selisih harga yang telah menjadi suatu

kebiasaan, -dimana banyak orang saling menipu dengan harga

tersebut- maka itu dimaafkan dan apabila sang wakil tidak

menenhlkan harga kepada sang wakil lantaran selisih harga setelah

adanya harga pasaren, serta dia tidak mungkin menjaga diri dari

hal tersebut, maka ihr dilarang. Apabila orang yang memberikan

tambahan harga pasaran itu hadir, maka orang tersebut tidak

dipertolehkan menjual dengan harga pasaran itu. Karena sang

wakil berka,uajiban untuk bersikap hati-hati dan mencari
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keunfungan bagi pemberi ual<alah, dimana sang wakil juga
diperintahkan unfuk memberi nasehat atau pertimbangan bagi
orang yang memberinya kuasa, di mana tidak ada nasehat,
pertimbangan, atzu keunfungan unfuk meninggarkan tambahan
harga tersebut.

Apabila sang wakil meniual dengan harga pasaran, lalu
orang yang memberikan tambahan harga itu hadir pada waktu
khAur, maka sang u.kil tdak harus membatalkan akad
penjualannya berdasarkan salah safu dari dua pendapat ulama,
dimana ifu merupakan pendapat 5nng benar menumt Ahmad dan
para pengikutnya. Sang uakil harus membatalkan akad
penjualannya itu berdasarkan pendapat yang shahih menurut
ulama madzhab kami.

Ulama ma&hab Ahmad berpendapat, bahwa hal itu
disebabkan, karena tambahan harga ifu tidak diperbolehkan,
sehingga sang wakil udak harus meruiuk kepadanya. Hal tersebut
juga dikarenakan orang yang mernberikan tambahan harga,
adakalanya menenfukan harganSn dengan tidak tetap, maka dia
tidak harus membatalkan penjualan itu disebabkan keragu-raguan
png ada.

Sementara menurut ulama madzhab fuyS5nfi,i, keadaan
ldr$m, itu sama seperti keadaan saat akad berlangsung, maka
apabila orang yang memberikan tambahan harga ifu hadir saat
akad, maka wajib menngadakan bansaksi jual beli darinya. Begitu
pula yang terjadi pada saat khi5nrberlangsung. Karena tambahan
ifu merupakan tambahan harga, dpd yang mungkin dia peroleh,
maka hal itu sarna dengan apabila dia memperbolehkan kepada
sang wakil sebelum menjual barang tersebut, dimana larangan ifu
tertuju pada orang yang yang memberikan tambahan harga, bukan
kepada sang wakil, maka dia sama dengan orang yang mengetahui
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tambahan harga sebelum menjual suaht barang dan juga setelah

adanya kesepakatan atas hal itu- Pendapat yang pertama

menyatakan bahwa, tambahan harga itu tidak tetap, sehingga

penjualan itu menjadi batal disebabkan keragu-raguan. ndak

dibenarkan bahwa tambahan harga ihr menjadi sebuah ketetapan,

oleh karenanya penjualan ifu batal disebabkan adanya keragu-

raguan.

Ary-Syirazi & berkata: Apabila dia membeli

dengan tambahan harga, dimana barrpk orang fidak

saling menipu dengan harga pasaran yang ada, Snitu

sepuluh dan dia membelinSn dengan duabelas, mal<a

apabila membelinya dengan uang pemberi rnkalah,
maka pembelian itu batal. Sebab, dia melakukan akad

bagi pemben unlratah dengan akad yang fidak diizinkan

olehnya. Apabila sang untdl membelinya di dalam

tanggungan, maka sang ulakil harus melakukan

pembelian ihr, sebab dia membeli dalam tanggungan

tanpa adanlTa izin pemberi w-alralah, sehingga

kepemilikan itu iahrh pada sang wakil- Apabila dia

menjual dengan harga yang kurang dari harga pasaran,

dimana banlpk orang tdak sating menipu dengan harga

pasaran tersebut, misalnya dia meniual suafu barang

yang harga pas:rrannlra sepuluh dengan delapan, maka

peniualan ifu tidak sah. sebab ihr mempakan peniualan

yang tdak diizinkan, lalu apabila barang itu tersisa

maka barang ihr dikembalikan- Apabila msak, maka dia

hanrs menanggung kenrsakan barang tersebut-

Pemberi kuasa berhak memberi iaminan kepada

sang wakil, sebab dia telah menyerahlran sesuahr yang
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belum diserahkan dan dia juga berhak memberikan
jaminan kepada pembeli, sebab dia telah menerima
sesuafu yang belum diteriman3Ta. Lalu apabila pemberi
wakalah memilih untuk memberikan jaminan kepada
pembeli, maka dia menjamin seluruh harganya, yaitu
sepuluh. Sebab dia menjamin barang dagangan itu
dengan penerimaan, dia menjaminnya dengan
kompensasi yang sempurna. Apabila dia memilih unfuk
memberikan jaminan kepada sang wakil, maka
mengenai hal ini ada tiga pendapat ulama fikh Asy-
Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pemberi walalah memberikan
jaminan kepada sang wakil semua nilai atau harganya,
sebab dia harus mengembalikan barang dagangan itu,
sehingga dia menjamin semu.r kompensasi atau ganti
ruginya.

Pendapat Kedua: Pemberi wal<alah memberikan
jaminan kepadanya dengan harga sembilan, sebab
apabila sang wakil menjualngn dengan harga sembilan,
maka itu diperbolehkan. Sehingga pemberi wakalah
fidak memberikan jaminan pada hal yang telah dia beri
tambahann3Ta ifu, dimana pemben wal<alah memberikan
jaminan kepada pembeli dengan nilai Srang sempuma,
yaitu satu dirham.

Pendapat Ketiga: Pemberi wal<alah memberikan
jaminan kepada sang wakil sebanyak safu dirham,
sebab pemberi rnkalah tidak mengurangi dari barang
tersebut kecuali sebesar safu dirham. Pemben wakalah
memberikan jaminan kepada pembeli dengan harga
utuh yaitu sembilan.

g42 ll ,qJ nloj*o'SyarahAl Muhadzdzab



Jumlah lpng pemberi wnkalah iaminkan kepada

sang wakil, kelak kembali kepada pembeli, sedangkan

apa pemb ei wal<alah iaminlnn kepada pembeli, maka

dia tidak kembali kepada pemberi wal<alah. sebab

barang dagangan ifu rusak di tangannya, maka jaminan

itu tetap ada Pada Pembeli-

Apabila orang ];ang memberi l$asa menentukan

harga kepada sang wakil dengan mengatakan, "Juallah

barang ihr dengan harga seribu dirham," maka sang

uraldl fidak boleh meniual kurang dari harga itu. sebab

izinnya unfuk meniual dengan harga seribu dirham ifu

bukan merupakan izin unfuk meniual barang itu dengan

harga yang kurang dari seribu dirham-

Apabila dia meniual dengan harga dua ribu

dirham maka perlu ditinjau; apabila pemberi wal<alah

telah menenhrkan orang dimana barang itu akan diiual

kepadanya, maka hal itu fidak diperbolehkan, sebab

Utah pemberi wat<alah itu bertuiuan agar orang yang dia

maksud dapat memihki barang itu deqgan harga seiibu

dirham, maka tujuan tersebut fidak boleh dihilangkan.

Apabila pemberi walralah belum menentukan

orang dimana barang itu akan diiual kepadanya, maka

penjualan dengan dua ribu dirham itu diperbolehkan.

sebab izin unhrk menirnl dengan harga seribu dirham

ifu merupakan izin unfuk meniual dengan harga yang

lebih dari seribu dirham sesuai kebiasaan yang berlaku.

Sebab orang yang rela dengan harga seribu dirham, dia

akan rela dengan harga dua ribu dirham-

Apabila dia berkata, 'Juallah barang ini dengan

harga seribu dan langan meniual lebih darinyra," maka

Al Majmu'SyualtAt Muhadzdzab ll r*



dia tidak boleh meniual lebih dari harga itu. Sebab dia
telah menegaskan larangan unfuk menjual lebih dari
seribu dirham- MalG dengan adanya hal ifu
menunjukkan adanya fujuan yang pemberi wal<alah
maksud, oleh karena ifu sang wakil fidak boleh
menyelisihi fitah pemberi w:al<alah.

Apabila pemberi wl<alah berkata, "Juallah
dengan harga seribu dirham, lalu dia menjualnSTa
dengan harga seribu dirham dan safu potong kain
(baju), dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fildh
Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Penjualan yang dilakukan oleh
sang wakil sah, karena pemberi urakalah mendapatkan
uang seribu dirham dan tambahan safu potong kain
(baju), maka hal tersebut sama saja seperti bila sang
wakil menjualnya dengan dua ribu dirham.

Pendapat Kedua: Penjualan yang dilakukan oleh
sang wakil tdak sah, karena uang dirham dan kain ifu
menjadi discount atas barang yang dijual tersebut,
sehingga apa imbalan dari barang yang dijuat itu
menjadi barang dagangan lpng dijual dengan kain
tersebut. Hal ifu bertentangan dengan apa yang
dikehendaki oleh ian dari pemberi wal<alah, karena
adanya izin ifu menghendaki penjualan secara funai.
Berdasarkan hal tersebut, apakah akad dalam dirham-
dirham itu menjadi batal? Dalam hal ini ada dua
pendapat Aql-Syafi'i berdasarkan pemisahan akad pada
barang dagangan.
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Penjelasan:

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa,

orang yang memberi kuasa kepada orang lain untuk membeli

sesuafu, lalu sang wahl membelinya dengan pasaran, -dimana

banfk orang tidak tertipu dengan harga tersebut- maka

pemberian kuasa itu sah dan pembei wal<alah harus melak,rkorr

akad pembelian tersebut. Sementara apabila sang wakil membeli

barang tersebut dengan harga pasaran. Apabila pembelian sang

\r6kil ifu menggunakan qang pemberi ural<akh, maka pembelian

itu batal. Seperti pembelian lantaran sang wakil melakukan

findakan yang tidak diizinkan pemberi unbkh. Apabila sang wakil

membeli barang tersebut dalam tanggungan, maka sang wakil

hanrs melakukan akad tersebut, sebab sang wakil membeli barang

dagangan tersebut dalam tanggungan tanpa zin pemben wakalah.

Kapan pun sang wakil menrbeli sesuatu r-rnhrk orang lain dengan

uangnya sendiri maka pembelian yang dilalrukan oleh wakil sah,

hal ini salna saja, baik dia membelinya dengan uang ifu (uangnya

sendiri dan funai) atau dalam tanggungannya, sebab sang wakil

telah membelinya tanpa izin dari pemheri wakalah yang

menyerupai bila dia membelinya dalam tanggungan.

Cabangr Apabila pernberi unl@lah menyerahkan beberapa

dirham kepada sang wakil seraya berkata, "Belikan aku sebuah

mobil dengan uang ini," maka dia berhak membeli mobil ih.r

dengan uang tersebut atau dalam tanggungannya. Sebab,

pembelian itu berlaku atas dua sisi ini. Apabila pemberi vwftalah

menyebutkannya secara mutlak, maka sang wakil berhak

melakukan apa yang dia kehendaki dari kedua sisi tersebut.

Apabila pemberi wakalah berkata kepada sang wakil, "Belilah

mobil itu dengan uang ini," lalu dia membelinya dalam
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tanggungannya, kemudian dia membayamya secara funai, maka

pemberi walalah tidak harus membayari mobil tersebut. Sebab

apabila dia telah menenfukan harganya, maka akad itu batal

disebabkan rusakn5ra barang, atau barang itu dirampas dan
pemberi wakalah Udak hanrs membayar harganya dalam

tanggungannya. Sebab ini merupakan hrjuan pemberi wal<alah,

maka sang wakil fidak boleh menyelisihinya. Dimana pembelian di

atas itu berlaku bagi sang wakil. Lalu apakah hal itu berganfung

kepada pembolehan dari pemberi wnl<akh ataukah tidak? Di sini

ada dua pendapat ulama fikih AqrSyafi'i.

Al Mawardi berkata, "Dalam perkara yang diberi izin oleh

pemberi wakalah kepada sang unkil, yaitu dengan penjualannya,

maka ada dua keadaan: Kedaaan yang mutlak dan keadaan yang

dibatasi. Keadaan yang mutlak adalah perkara yang diberi izin

kepada sang wakil untuk menjual suatu barang dengan izin yang

mutlak, yaitu tanpa membatasinya dengan syarat, atau juga

disyaratkan atas satu sifat, maka sang wakil wajib memenuhi tiga

syarat:

Syarat Pertama: Hendaknya dia menjual barang tersebut

dengan mata uang 5nng dominan di negaranya. Apabila dia

cenderung pada selain mata trang negaranya, maka itu tdak
diperbolehkan.

Syarat Kedua: Hendaknln sang wakil menjual barang

tersebut dengan harga pasaran yang ada, lalu apabila dia

menjualnya dengan harga dimana bansrak orang tidak tertipu

dengan harga pasaran yang berlaku dan sampai wakfu tertenhr.

Abu Hanifah berkata, bahwa penjualan yang dilakukannp itu
terlaksana. Dia berargumentasi bahwa, uin yang mutlak itu
mencakup keumuman peniualan. Dimana mengkhususkan

kemutlakan izin itu tidak boleh teriadi kectrali berdasarkan dalil.
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Seperti kemntlakan dari Al Qur'an dan As'Sunnah. Maka ketika

narna atau sebutan penjualan ih.r sesuai dengan barang dagangan,

bukan dengan mata uang Negara ih.r dan iuga dengan harga, -

dimana banyak omng tidak tertipu dengan harga tersebut- dan

juga berdasarkan waktu yang ditangguhkan, maka hal tersebut

wajib untuk sah, karena ihr merupalGn akad Snng diizinkan di

dalamnya, seperti dia menirnlnp dengan mata uang negaranya

dengan harga yang sama atau aslinln dan juga dengan wakhr atau

pembayaran yang disegerakan. Kemudian dia berdalil tentang

kebolehan menjual barang ifu bukan dengan mata uang

negaranya, laihr bahwa ih.r menrpakan peniualan dengan jenis

atau beragam macam harga, sehingga penjualan sah, layaknya dia

menjual sesuafu dengan mata uang negaranya. Dia berdalil atas

kebolehannya sampai wakfu tertentu, bahwa rentang waktu selalu

ikut dengan akad yang ada, maka u/akil boleh memilikinya

berdasarkan qiyas atau analogi yang tiga di atas, dan ini'semuanya

salah. Dalil kami atm qprat lEng pertama adalah, bahwa

penjualan sang wakil y6ng tidak dengan mata uang negaranya ittt

Udak sah. Intisarinya adalah, bahwa hal ihr merupakan akad

mu'awadhah, dimana disebabkan wakalah yang bersifat mutlak

sehingga menghanrskan unfuk tidak mentolelir dengan selain mata

uang negaranya, berdasarkan qiyas pada pembelian yang berlaku.

Atau karena semua ienis dimana sang wakil tidak diperbolehkan

untuk membeli dengannya, maka sang wakil tidak boleh untuk

menjual dengannya pula berdasarkan q[Bs penjualan yang bukan

dengan jenis harga dan hal-hal png diharamkan lainnya'

lalu dalil atas syarat yang kedua, ]Eihr bahwa penjualannln

dengan harga dimana omng-orang tidak tertipu dengan harga

pasaran yang berlaku, atau aslinp memang tidak boleh. Sebab itu

merupakan akad mua'wadhah dan onlalah yang bersifat mutlak,

maka mengharuskan untuk tidak sahnya hal itu dengan jumlahnya
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yang lebih banyak atau melebihi dari harga aslinya (yang'sarna,

pantas) berdasarkan qiyas pada pembelian barang tersebut. Juga

dikarenakan orang yang tidak berhak atas suatu hibah (tdak

berwenang menghibahkan harta), dimana sang wakil tidak

berwenang unh-rk menolong atau mengkhususkan, seperti orang

yang menerima wasiat dan hamba sahaya yang mendapat izin

untuk bemiaga. Juga dikarenakan menolong atau mengkhususkan

sarna seperti hal dianggap bagian dari sepertiga harta. Maka di

saat penjualan harta hibah ifu tdak sah dari sang wakil, maka tidak

sah pula menolong atau mengkhususkan di dalamnya.

Intisari maknanya bahwa, hal itu merupakan akad yang

dengannya mampu menghancurkan sesuafu dari harta pemberi

wakalah tanpa izin adanya darinya. Maka hal ifu harus menjadi

batal, seperti hibah. Apabila apa lrang kami sebutkan ini dan

bahwa harga asli yang dianggap, serta bahwa penjualan dengan

sesuahr dimana banyak orang tidak tertipu dengan harga yang

sarna atau aslinya, maka yang dianggap di dalam tipuan ifu dalah
kebiasaan yang berlaku pada semtra orang seperti 5nng ada dalam

barang dagangan, dimana tidak ada batasan yang ditentukan
baginya.

Malik berpendapat bahun batasan Al Ghabn (penipuan

dalam jual beli) adalah sepertiga atau lebih, berdasarkan sabda

Nabi $, "Sepertiga dan sepertiga ifu banyak."

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa batasan

penipuan dalam jual beli itu adalah, sepersepuluh atau lebih,

karena itu lebih dari apa yang dfuajibkan dalam zakat sapr mayur

dan buah-buahan.

AI Mawardi dalam Al Hawi berkata, "Kedua pendapat itu
(Pendapat Malik dan Abu Hanifah) rusak [emah). Sebab,

kebiasaan !,ang berlaku pada sesuafu yang banyak menjadi
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penipuan berbeda-beda disebabkan perbedaan jenisnya. Di antara

jenisnya, ada 5rang 4/10 dengan penipuan grang banyak, yaifu

pada gandum, emas, dan kertas' Di antaranya pula ada yang

s/t}, yang dalamnya mengandung sedikit tipuan. Seperti tepung

dan batu permata. Hal ifu Udak boleh dibatrei dengan kadar atau

ukuran tertentu dengan beragam perbedaan yang ada pada

kebiasaan yang berlaku, dimana hal tersebut mengharuskan hal itu

kembali kepada mereka.

Apabila sang wakil menjual dengan sesuatu dimana banyak

orang tdak tertipu dengan harga pasaran yang ada, maka

penjualan yang dilakukannya itu batal. Tidak ada kewajiban sang

wakil untuk menjamin atau menanggungnya. [-alu apabila dia

menyerahkannya, maka sang wakil hanrs memberikan jaminan

dan dia juga harus meminta pengembalian barang itu apabila ada

sisanya. Apabila barang ifu nrsak di tangan pembeli, maka setiap

dari sang wakil dan pembeli hanrs menang[lung seluruh harga

barang tersebut. Karena pembeli termasuk orang yang melampaui

batas dalam transal$i yang fasid. sementara mengenai kadar yang

sang wakil jamin ada dua pendapat ularna yang telah disebutkan

oleh Asy-Syafi'i dalam Ar-Rahn,4sh-Shaghiir.

Pendapat png pertama mengatakan bahwa, dia menjamin

semua harga barang png rr-rsak tersebut.

Kedua, dia hartrs menjamin bagian dimana dirinya tertipu,

baik dari ukuran atau kadar tanggrrngannln, karena dengan hal ifu

akad menjadi nrsak dan dia hanrs menjamin barang ifu.

Sementara dalil terhadap ryarat png ketiga adalah, bahwa

penjualan sang wakil dengan harga yang ditangguhkan tidak boleh

dilakukan, yaitu bahwa rentang waktu dalam jual beli terkadang

juga termasuk pada orang yang menaksir harga, maka itu menjadi

jual beli salam, dan juga terkadang pada harga, sehingga hal ihr
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menjadi utang. Maka ketika sang wakir tidak diperbolehkan
memasukan rentang uraldu dalam harga, maka dia juga tidak
diperbolehkan mernasukkan rentang \,lrakfu pada orang !/ang
msraksir harga, s€bagairnana yang telah disebutkan sebelumngra-

Asy-Syirazi & berkata: Apabila seseorang
memberi kuasa kepada sang wakil unfuk menjual
seorang hamba sahaSn dengan harga seribu, lalu sang
wakil itu menjual separuhnya dengan harga seribu,
karena menurut kebiasaan yang berlaku dia diizinkan
oleh pemberi wakalah untuk melakukan hat ifu. Dan
dikarenakan ofting yang rela menjual hamba sahagTa
dengan harga seribu, pasti al<an rela menjual
separuhnla dengan harga seribu. Namun fidak sah
apabila dia meniual separuhnla dengan harga kurang
dad seribu dirham, karena bisa jadi fidak
memunghnlon baginlp menjual sisa dari hamba sahagra
ifu hingga mencapai harga seribu- Apabila pemberi
valralah memberi kuasa kepada sang wakir unfuk
menjual tiga orang trarrrba sahayn dengan harga seribu,
lalu sang u^kil meni,al safu orang dari mereka dengan
harga kurang dari seribu dirham, maka penjualan lpng
dilakukannSTia ifu tdak sah, karena terkadang sisa budak
itu fidak dibeli dengan harga lnng tersisa dari seribu
dirham ifu. Namun, apabila dia menjual salah safu dari
tiga hamba sahaya ifu dengan harga seribu dirham,
maka ifu diperbolehkan. Sebab, orang yang rela
menjual tiga orang hamba sahaya dengan harga seribu
dirham, maka tenfunya dia akan rela menjuar salah
seorang dari mereka dengan harga seribu dirham-
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L-alu apakah sang wakil boleh meniual sisanya

(dua orang sahaya lainnya yang tersisa)?

Di dalam masalah ini ada dua pendapat ulama

fikih AqlSyaf i:

Pendapat Perhma: Dia fidak berwenang

meniualnln, }arena dia sgdah memperoleh uang seribu

yang menjadi fuiuan dari peniualan tersebut-

Pendapat Kedua: Dia diperbolehkan menjualnln,

karena dia berurenang unhrk meniual semuanya'

Perintah pemberi walrakh unhrk menjual tiga orang

hamba sahaya itu tidak gugur disebabkan dia hanya

meniual salah seorang dari mereka, sama seperti

apabila pemberi walralah fidak menentukan harga

peniualannya-

L-alu apabila pemberi walalah itu memberi kuasa

kepada sang wakil untuk membeli seorang hamba

sahalra dengan uang sebanyak seratus dirham, lalu dia

mernbelinya dengan harga lima puhrh dirhanu maka

pemberi wrdkalah hanrs membaSar atau memberilran

uang sejumlah seratus atau mernberilran sisa dari

seratus dirham ifu lrepada sang u/aldt atau wakilnyra,

karena menurut kebiasaan llang berlaku, hal seperti ifu

diperbolehlran. Sebab, orang yang rela membeli

seorang hanrba sahaya dengan harga serafus, mal<a

tenfunya dia alon relia bisa membeli seorang harnba

saha5Ta dengan harga setengahqTa atau lima puluh

dirham.

Lalu apabila penrberi unlahh berkata kepada

sang waldl, "Belilah seonmg harnba sahaya dengan
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harga serafus dirham dan jangan membelinya dengan
harga lima puluh dirham, maka diperbolehkan ba$nlp
unfuk membelinya dengan harga seratus dirham karena
dia diizinkan untuk itu dan sang wakil dilarang
membelinya dengan harga lima puluh, karena dia
dilarang untuk itu. San g wakil diperbolehkan
membelinya dengan harga antara lima puluh dan
seratus, karena kefika pemberi walalah memberi izin
untuk membeliqp dengan harga seratus dirham, maka
hal itu menunjul*an bahura dia rela bisa membeliqTa
dengan harga lnrrang dari serahrs. Kemudian uang lima
puluh dikecualikan, hal tersebut disebabkan adanSTa

Iarangan atas hal ifu. Dimana yang tersisa hanplah apa
yang bertambah atau melebihi apa yang diperintahkan
sang pemberi walralah- [-alu apakah dia diperbolehkan
membeli seonmg hamba saha5Ta dengan harga kurang
dari lirna puluh?

Di dalam masalah ini, ada dua pendapat ulama
fildh AstrSyaf i:

Pendapat Pertama: Dia diperbolehkan unfuk
membelinya dengan harga tersebut, karena ketika dia
menenfukan harga pembelian seratus dirham, maka hal
ifu menunjukkan bahwa perrbelian dengan harga lpng
kurang darin5Ta tenhr lebih utama 0ebih baik dan sangat
diharapkan oleh pemberi w;atratahl, selain dengan harga
yang dikecualikan karena adaq;a larangan dari pemberi
wkalah-

Pendapat Kedua: Dia tidak diperbolehkan untuk
membelinya dengan harga tersebut- Sebab, dia dilarang
oleh pemberi w-al<alah unhrk membelinyra dengan harga
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lima puluh yang menjadi indikasi bahwa pembelian sang

unldl dengan harga yang kurang darinya ifu lebih utama

untuk dilarang. Tetapi apabila pemberi wal<alah berkata

kepada sang wakil, "Belilah hamba sahaya ini dengan

harga seratus,' lalu dia membelin3ra dengan harga

seratns sepuluh, mal(a pemberi waftalah tidak hams

memba3pr kelebihanrrya tersebut, 3;aitu sepuluh dirham-

Namun menunrt Abu Al Abbas, pemberi wal<alah

berlrewaiiban membayar seratus dan kelebihannlp
(seputuh dirharn) yang rneniadi tanggungan sang wakil,

dimana itu merupalnn benhrk tabarru'(sebagai derma

dari wakil), karena adanya komitmen darinya untuk

memberikan tambahan atas harga pembelian yang

$dah ditenhrlran oleh pemberi walralah-

Pendapat yang perhma, dikarenakan sang wakil
memberikan tambahan melebihi harga pembelian yang

diizinkan oleh pemberi w,akalah, sehingga pemberi

w,alakh fidak berkerrajiban membagnr tarnbahan harga
pembelian lnng srdah ditentukan oleh pemberi

w:akalah. Hal itu sarn seperti apabila dia berkata

kepada sang wakil, 'Belilran alnr seorang hamba

sahaya,' lalu dia membelinlp dengan harga lrang
melebihi harga pasarErn, rnaka pemberi unkalah fidak

berkerrajiban membayrar tambatEn harga pasaranry/a

ihr dikarenakan apabila pemberi unkalah berkata

kepadanya, *Juallah hamba sahaya ini dengan harga

seratus', lalu dia meniualqTa dengan harga sembilan

puhrh dirham, maka peniualan ifu fidak sah dan sang

uatdl harus menanggung kekurangannya serta harus

membayarkannya kepada pemberi unkalah-
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Begitu pula, apabila si pemben wakalah berkata
kepada sang wakil, 'Belilah hamba sahaya ini dengan
harga seratus," lalu sang ulakl membelinya dengan
harga serafus sepuluh dirham, maka pemberi wal<alah
fidak berkewaiiban membagnr tambahan harga
pembelian tersebut dan sang wakil harus menanggung
tambahan harga dari seratus tersebut, yaihr sepuluh
dirham.

Apabila pemberi wlsalah memberi kuasa kepada
sang unkil unfuk membeli seorang hamba saha3p
dengan harga seratus, lalu sang wakil membeliqTa
dengan harga dua rafus dirham, dimana hamba sahaya
ifu sebanding dengan harga tersebut, maka pemberi
wal<alah fidak berkerrajiban untuk membalnmga,
karena sang wakii tdak diizinkan unfuk membelinln
dengan harga dua rahrs dirham, hal ini dilihat dari sisi
perkataan pemberi wl<alah (3nng menghendaki
pembelian hamba sahaya itu dengan harga serahrs
dirham) maupun dari sisi kebiasaan yang berlalm.
Sebab, kerelaannla membeli hamba sahaya dengan
harga seratus dirham fidak menjadi indikasi bahwa dia
rela membeli hamba sahagra ifu dengan harga dua rafus
dirham.

I-alu apabila pemberi mlralah memberikan safu
dinar kepada sang uakilnya unhrk membeli seekor
kambing, lalu dengan safu dinar ifu dia membeli dua
ekor kambing, kemudian apabila masing-masing dari
dua ekor kambing itu fidak sebanding dengan satu
dinar, maka pemberi unhlah fidak berkerrajiban
membayamya, karena dia tidak menunfut dengan safu
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dinar lrang diberilrannya ifu berupa sesuatu yang tdak
sebanding dengan sahr dinar- [-alu apabila masing-

masing dari dua kambing ifu sebanding dengan satu

dinar, maka hanrs ditihat; apabila sang wakil membeli

dengan tanggunganrrya (uangnya sendiri dan bukan

uang pemberi wal<alahl, maka di dalam masalah ini ada

dua pendapat AslrSyafi'i:

Pendapat Pertama: Semua harga pembelian itu
meniadi tanggungan pemberi wal<alah, artinSa bahwa

dia hams memba1nm5;a. Sebab, Nabi # pernah

menyerahkan atau memberikan uang satu dinar kepada

Ururah Al Bariqi supaln dia membeli satu ekor kambing

unfuk beliau. Dengan safu dinar ihr, Urwah pun dapat

membeli dua ekor karnbing, kemudian dia meniual salah

safu dari dua lralrrbing ihr dengan harga safu dinar-

Kemudian Urwah memberikan uang safu dinar itr
kepada Nabi & berilnrt seekor kambing- Maka Nabi pun

mendoakan keberkahan bagi Urwah- Selain itu, iuga
dikarenakan izin pernberi wakalah kepada sang wakil
untuk membeh seekor kambing dengan uang satu dinar

ifu, bisa berarti menrpakan izin bagi sang wakil untuk
membeli drn ekor kambing, karena orang yang rela

membeli seekor karnbins dengan uang sahr dinar,

tenhrnya akan rela atau suka bisa membeli dua ekor

trarnbing denga uang sahr dinar tersebut.

Pendapat Kedua, bahwa pemberi wal<alah hanln
berhak atas sahr ekor kambing, karena memang ifu
yang diizinkan kepada wakil, sedanglon kambing yang

safunya lagl untuk sang wakil, karena wakil fidak
mendapat idn dari pemberi wakalah unfuk membelinln,
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maka pembelian terhadap kambing yang satunya lagi
itu menjadi hak (meniadi tanggungan) wakil.

Lalu apabila kita mengatakan bahwa semua
(kedua) kambing itu menjadi milik pemberi wakalah,lalu
wakil menjual satah safu dari kedua kambing tersebut,
apakah penjualan yang dilatnrkannya sah atau Udak?

Menunrt Abu Al Abbas, dalarn masalah tersebut ada

dua pendapat ulama fildh AqrSyafi'i:

Pendapat Pertama: Apa lpng dilahkan sang

unldl fidak sah, karena dia telah menjual milik pemberi

kuasa tanpa izin darinSn, oleh karena ifu penjualannya

menjadi tidak sah-

Pendapat Kedua: Apa lrang dilakukan sang wakil
ihr sah, karena berdasarkan hadits Urwah At Bariqi-
Pendapat madzhab adalah perrdapat yang pertama-

[^alu apabila kita merrgTatakan bahwa safu ekor
kambing ifu milik sang wakil, maka pemberi unkalah
berhak menuntut kembali setengah dinar darinya,
sekalipun dia membeli dua ekor kambing itu dengan

sahr dinar tersebut.

L^alu apabila kita mengatakan pada apa yang

telah dia beli dengan tanggungan sang wakil, bahwa
semtr.r kambing itu meniadi milik pemberi walralah,

maka di sini semua kambing itu meniadi milik pemberi

walralah.

Lalu apabila kami merry"atakan bahwa salah safu

dari dua ekor kambing itu milik pemberi wal<alah dart
satu ekor kambing lainnp meniadi milik wakil, maka

sah pembelian kambing ifu untuk pemberi wal<alah darr
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batal pembelian pemberi wakalah pada kambing lrang
lainnya, karena dia tidak boleh mendapatkan pembelian

ihr dengan harta pemberi wal<alah, sehingga pembelian

itu menjadi batal.

Penielasan:

Hadits Urwah Al Bariqi diriwayatkan oleh Abu Daud, At-

Tirmidzi, hnu Majah, dan Ad-Darquthni dari hadits urwah. Dalam

sanad hadits tersebut, ada seorang periwayat bemama Sa'id bin

Zaid; saudaranya Hammad, dia masih diperselisihkan oleh para

ulama dalam periwayatannp; apakah dia meriwayatkannya dari

Abu lrrbaid lImazah bin Zabbar. Ada yang berpendapat bahwa

dia adalah seorang periwa5nt yang maihr,,l Akan tetapi, dia dinilai

tsiqah oleh hnu Sa'ad. Harb berkata, "Aku pemah mendengar

Ahmad memujinya. Al Mundziri dan An-Nawawi berkata, "Sanad

hadits tersebut hasan shahih." Hal ifu disebabkan, hadits tersebut

datang dari dua jalur periwalatan: Yaitu hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bukhari dari jalur periwayatan Ibnu Uyainah dari syabib

bin Gharqadah, bahwa "Aku pemah mendengar Al HalD,

menceritakan hadits itu dari Urwah dengan sanadnya. Juga hadis

yang diriwayatkan oleh AsySyafi'i dari hnu Uyainah, dimana fuy-

Syafi'i berkata, "Apabila hadits itu shahih, maka aku alon

mengatakannya." fuySyafi'i memberi komentar dalam Al
Buwaithi, "Apabila hadits Urwah itu shahih, maka setiap omng

yang menjual (berjual beli) atau memerdekakan hamba sahaln,

kemudian dia rela dengan hal tersebut, maka penjualan atau jual

beli dan pembebasan hamba sahaya ihr diperbolehkan."

Al Muzani mengutip darinya bahwa rnenunrt beliau, hadits

itu bukan hadits yang periwayatrya eabrf 0ara0.

Al Majmu'SJnrah,il lvfuhadzdzab ll 357



Al Baihaqi berkata, "Hadits ifu dha'if, karena Al Ha5ry

bukan periwayat yang dikenal. Al Baihaqi juga mengatakan di

tempat yang lain, "Hadits tersebut mutsal, karena Syabib bin

Gharqadah tidak pemah mendengamya langsung dari Urwah, dia

hanya mendengar hadits itu dari Al Ha5ny saja."

Al Khaththabi berkata, "Hadits itu tidak bersambung,

karena Al Hayy menceritakannya dari Urwah."

fu-Rafi'i dalam At-Tadaiib berkata, "Hadits Urwah ini

muwl."

Menurutku (Al Muthi'i): "Yang benar, bahwa hadits

Uru/ah itu muttashil tetapi dalam sanadnya ada periwayat yang

mubham (samar atau tidak jelas). Abu Daud meriwayatkannya dari
jalur seorang Syaikh penduduk Madinah dari Hakim bin Hizam

dengan matan yang semisal dengannya, dimana Al Baihaqi

berkata, "Hadits iru dha'r{ semata-mata karena Syaikh tersebut."

Al Khaththabi pga berkata, "Hadits tersebut tidak bersambung,

karena dalam terdapat seoftrng periwayat yang majhul,

tidak diketahui siapakah periwayat tersebut."

Hukum: Pasal: dari pembahasan di atas adalah apabila

seseorang memberi kuasa kepada sang wakil untuk menjual seekor

sapi dengan harga serafus, lalu sang wakil ifu menjualnya separuh

dari sapi itu dengan harga serafus. Atau pemben onlalahmemberi
kuasa kepadanya secara mutlak, lalu sang wakil menjual setengah

dari sapi itu dengan harga keseluruhannya (serafus), maka

penjualan yang dilakukan oleh sang wakil itu diperbolehkan.

Sebab, menumt kebiasaan yang berlaku, hal seperti itu diizinkan.

Hal itu dikarenakan orang yang rela menjual dengan serafus
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sebagai trarga untuk seekor sapi yang uhrh, tenttrnya dia akan suka

dengan seratus dirham sebagai harga unfuk sepanrh dari sapi

tersetnrt dan juga dikarenakan dia telah memperoleh uang serahrs

dan masih tersisa baginSn tambahan yang mengunhrngkan

pemberi unkatah dan bukan merugikannya. Sang wakil juga

b€rhak untuk meniual lagi sepanrh lainya dari sapi tersebut, karena

dia diizinkan untuk meniualnSn. Hal itu salna dengan apabila dia

menigal se6rang hamba sahaya secara keseluruhan dengan dua

kali hpat dari harga aslinya. Tapi juga mengandung kemungkinan

bahwa, dia tidak diperbolehkan unhrk menjualnya, karena pemberi

watalahtelah memperoleh apa yang menjadi h.rjuannya dari harga

sapi itu 3pifu serafus hasil penjualan dari separuh sapi tersebut.

Bisa iadi dia tidak tertarik untuk menjual sepanrh yang lainnya

karena pemberi wat<alah merasa fidak perlu meniualnya

dikarenakan dia telah memperoleh uang yang diinginkan dari

peniualan separuh dari sapi tetsebut, yaitu uang semtrs. Seperti itu

pula perrbahasan tentang pemberian hrasa kepada sang wakil

gntr.rk meniual dua ekor kambing, apabila sang qnkil rnenjual salah

satr dari kedua ekor sapi ifu dengan uang seratus tersebut, maka

hal itu sah.

I-alu, apakah sang wakil dipertolehkan unh'rk menjual

separuh png lainnya? Di dalam masalah ini, ada dua pendapat

ularna.

Sedangkan apabila seseoEmg mernberi kuasa kepada orang

lain (u,akil untuk membeli sebuah mobil dengan harga seribu, lalu

sang u,akil ihr bisa meniual sepanrh dari mobil ihr dengan harga

tqtrang darinya, maka apa yang dilakukannya itu Udak sah. Juga,

apabila dia memberi kuasa kepadanSa se@ra mutlak unfuk

meniual rnobil, lalu dia menjualnya dengan harga kurang dari 5nng

sehanrsnya, yaifu serahs, maka sang wakil tidak diperbolehkan
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melakukan hal tersebut. Ini mempakan pendapat Ahmad, Abu
Yusuf, dan Muhammad bin Al Hasan.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa, wakil boleh
melakukannln, lraifu menjual separuh dari mobil ifu kurang dari
harga yang diterrtukan: serahrs dirham unfuk keseluruhan mobil
itu. Apabila pernberi r4lakalah mernberi kuasa kepada sang wakil
s@ara mutlak berdasarkan kepada asaln5a, yaitu bahun sang r,vakil

!/ang menerima lqrasa secara muflak ifu berhak unfuk menjual
sesrrafu yang dilorasakan kepadaryra sesuai dengan kehendaknya.

Dasar dalil pendapat kami (madzhab AsySyafi'i) tentang hal
di atas adalah, bahr,ra pemberi ml<akh mendapat kerugian pada
apa yang dilakrrkan oleh wakilnya dengan menjtnl sebagian dari
apa yang dikuasakan kepadanga dan juga dikarenakan tidak ada
izin bagi wakl dari pemben otnl<alahunfuk melakukan hal tersebut,
baik secara lisan atau kebiasaan yang berlaku. oleh karena itu,
tidak diperbolehkan seorang wahl menjual sebagian atau separuh
dari sesuafu png dikuasakan kepadanya. Sebagaimana harnya
apabila pemberi ualrakh memberi kuasa kepada sang unkil untuk
membeli sebuah rumah, lalu sang wakil membeli saparuh atau
sebagian dari rumah tersebut, maka hal ifu tidak diperbolehkan.

Cabangr Apabila seseoftmg memberi kuasa kepada orang
lain untuk mernbeli sebuah mobil dengan uang pemben wnl<alah
seharga seratus, lalu sang wakil membelinya dengan harga lima
puluh atau dengan harga !,ang to.n*g dari seratus, maka
pembelian yang dilakukan wakil ifu sah, dan orang yang memberi
kuasa ihl berkauajiban merrbayar kekurangannya atau
memberikan sisa uang ifu kepada sang unkil, karena hal itu
diizinkan menunrt kebiasaan yang berlaku. Apabila dia berkata
kepadanya, 'Kamu jangan membelin5a dengan harga yang kurang
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dari serahrs," lalu sang wakil melanggar larangannya itu, maka hal

itu tidak diperbolehkan, karena sang wakil telah melanggar

setengahnya.

Cabang, Al Mawardi berkata: Ketentuan tentang kadar

harga dan gambarannlp adalah, bahwa hendakn5ra pemberi

ualalahmengatakan kepada sang unkil, "Juallah mobil itu dengan

harga serahrs," maka sang wakil tidak boleh menjualnya dengan

harga yang kurang serahrs dengan satu qirath (4/6

dinar). Apabila sang wakil melaln-rkannya, maka penjualan itu

menjadi batal. Lalu apabila dia menjualnya dengan harga melebihi

seratus, maka penjualan itu dipertoletrkan, karena dia

memperoleh uang serafus 5nng diinginkan pemberi unlalah darr

tambahann5n itu menjadi milik pemberi wakalah. Namun apabila

pernberi unkalah menyuruh sang wakil untuk menjualnya dengan

harga seratr.rs kepada seseorang dengan harga tersebut, maka sang

q,akil tidak boleh menjtnln5n dengan harga lebih dari seratus ihr,

sebagaimana dia tidak dipe6olehkan menjualnya kepada oreng

lain. Sebab, kefika pernberi wlalah menentukan harganya, maka

dia menjadi orang png mernberikan, mengizinkan, memaafkan,

mendernrakan tambahan atas harga mobil ihr kepada sang wakil.

[-alu apabila sang wakil meniual separuh atau sebagian dari

seorang harnba sahaya dengan serafus dirham, maka apa yang

dilalnrkannya itu sah, karena adanln separuh yang lain dari hamba

sahaya, dimana pemberi unlalah bisa memperoleh uang seratus

dirham sesuai dengan 5rang dia inginkan bahkan lebih baik.

Apabila u/akil ihr menjualnya sepanrh dari seorang hamba sahaya

dengan harga yang kr.rang dari serafus walau dengan hanya qirath,

maka hal itu tidak diperbolehkan lantaran hilangnya sesuatu yang
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dia inginkan, yaifu uang serafus dan hamba sahaya yang dimiliki
pemberi wakalahtidak lagi utuh.

Apabila pemberi unkalah rnemberi kuasa kepada seseorang
untuk menjual para hamba sahayanya, laru sang wakil ifu menjual
semuanya dengan safu akad; apabila pernberi walatah tidak
menyebutkan harga penjualann3B, maka apa lnng dilakukannya
ifu, yaitu menjual semuanya dengan safu akad diperbolehkan.
sebab, kebiasaan yang berlaku di dalam penjualan hamba sahaya
yang berjumlah lebih dari tiga atau banyak adalah pada masing-
masingnya (satu persatu). Apabila pemben unkatah menyebutkan
harga budak tersebut kepada sang wakir, "Juallah tiga orang
hamba sahaya itu dengan harga seribu dirham," maka apabila
sang wakil menjual pada akad lang pertama (yaifu hamba sahaya
pertama) dari para hamba sahaya ifu dengan harga yang kurang
dari seribu dirham, maka hal itu tidak diperbolehkan, karena
terkadang sisanya tidak dibeli orang lain lantaran masih ada sisa
atau kekurangan mencapai harga seribu tersebut. Namun apabila
sang wakil menjualnya pada akad yang pertama (!/aitu hamba
sahaya yang pertama) dengan harga yang lebih dari seribu dirham,
maka hal itu diperbolehkan.

Lalu, apakah diperbolehkan menjual sisanya yaitu dua
hamba sahaya yang lainnya setelah pemberi uakatah
mendapatkan seribu dirham png dia inginlon? Di dalam masalah
ini ada dua pendapat ulama fikih Aq1$afi,i:

Pendapat Pertama: sa.g u.kil tidak diperbolehkan menjual
dua hamba sahaya lainnya, karena yang menjadi tuluan pemberi
wal<alah dengan menjual hamba sahaya adalah, mendapatkan
uang seribu. Maka, wakalah atau pemberian kuasanya menjadi
wakalah yang terbatas hanya kepada hal tersebut, sedangkan
wakalahyang lainnya merupakan pemberian kuasa yang tidak sah.
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Pendapat Kedua: Sang wakil diperbolehkan menjual sisanya

(dua hamba sahaya lainnya), karena pemberian kuasa terlaksana

dengan menjual mereka semua dan juga dikarenakan harga yang

diinginkan yaitu seribu, tidak akan dapat diperoleh dengan menjual

sebagian dari mereka, dimana hal itu menjadi penghalang dari

menjual sisanya dari mereka. Seperti halnya apabila sang uakil

menjual salah seorang dad mereka dengan harga yang lebih dari

seribu, sang wakil tidak berkewaiiban unhrk menjual sebagian dari

mereka dengan harga seribu dirham, di samping juga adanya

tambahan harga dari seribu ifu dari penjualan sisanya.

Sedangkan apabila pernberi ualalah memberi l$asa

kepada seseorang unhrk meniual beberapa helai kain yang bisa

dijual (atau dibeli) secara keseluruhan atau sebagiannya (per lembar

kain), maka sang wakil ihr harus bekeria unhrk pemberi hrasa

tersebut dengan sesuatu yang lebih mengunhrngkan di antara

keduanya dalam menjual semuanya baik keseluruhannga atau

sebagian kain tersebut, dimana penjualan masingmasing dari helai

kain ihr dilakukan dengan sahr akad.

Apabila sang urakil tidak melakukan sesuatu yang lebih

mengrrntungkan dari kedua tindakannya itu (menjual atau membeli

kain), maka sang wakil tidak dipertolehkan unfuk melakukannya

kembali selama pemberi .4nl<akh tidak menyebutkannya se@ra

jelas dan tegas.

Menurutku (Al Muthi'i): Pemyataan fuy-Syirazi &
dalam Al Muhdzd"ab memberi pelajaran, bahwa penjualan itu sah

dan terlaftsana dalam semua keadaan yang terdapat kekurangan

harga dari harga yang sudah ditenhrkan, dimana ifu sudah

diizinkan oleh pemben wakalahdan sang wakil harus menanggung

kekurangannya -maksudku adalah menanggung selisih harga yang

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll ,4,



kumng dari harga yang dikehendaki pemberi unkatab. Misalnya,
pemberi walalah memberi izin kepada sang unkil unfuk menjual
barang tersebut dengan harga seratus, lalu dia menjualnya dengan
harga sembilan puluh, maka sang uakil harus menanggung atau
membayar kekurangannSra !,aifu sepuluh (kepada pemberi
wkalalil.

Kesimpulannya, bahua peniualan yang dilakukan sang
wakil itu sah dan terlaksana, ifu disebabkan pemberi unt<akh
sudah memperoleh uang Srang diinginkan dan ditenfukan olehnln,
dimana hal itu terpenuhi dengan adanya tanggungan pembayaran
yang harus dilakukan sang wakil atas kelmrangan harga yang
diinginkan oleh pemben oakalah.

Ketenfuan yang telah disebutkan dalam penjualan berraku
pula dalam pembelian. Misalnp, pemberi ovakatahmenyuruh sang
wakil untuk membeli seekor kambing dengan harga sepuluh, lalu
sang wakil membelin5a dengan harga sepuluh, maka sang unkil
harus menanggung sisa kekurangannya ifu sebesar safu, dimana
pemberi owl<alah tidak berka,vajiban unfuk membaSar kecuali
sejumlah harga, graifu sepuluh. Ini menrpakan maksud dari apa
yrang dikatakan oleh Abu Al Abbas bin Suraii AE.

Aslrsyirazi & berkata: Apabila sang unlril
membeli sesuafu yang diizinkan oteh pemberi wal<alah,
maka kepemilikan atas sesuatu yang sudah diberi wakil
ifu berpindah kepada pemberi w-akalah, karena akad
pembelian ifu merupakan haknya, sehingga
kepemilikan atas sesuafu lrang dibeli sang wakil itu jafuh
ke tangan pemberi qnkalah. Sama seperti apabila
pemberi walalah melakukan sendiri akad pembelian
tersebut.
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Apabila sang wakil membeli sesuatu yang fidak

diizinkan pemberi wakalah, iuga apabila dia

membelinya dengan uang pemberi wakalah, maka akad

pembelian itu meniadi batal, karena ifu merupakan

akad atas uang yang mana pemberi wakalah tidak

memberi izin kepadanlE unhrk melakukan akad dengan

uangnya tersebut, sehingga akad yang sang wakil

lakukan meniadi batal. Hal tersebut sanur halnya

apabila dia menjual harta orang lain tanpa seizin dari

pemilik harta tersebut. Lalu apabila dia membeli sesuafu

dalam tanggungannln (penrbayaran yang ditanggung

dahulu oleh sang wakil), maka perlu ditiniau; apabila

pemberi wakalah Udak menyebutkan hal itu, lraitu
pemberi wal<alah meminta sang wakil untuk membayar

sesuafu yang dibeli dengan uangnlE, maka sang wakil

berkewajiban memba3nr sesuatu yang dia beli ihr,

karena dia telah membeli sesuafu unhrk orang lain
(pemberi tml<alahl dengan menggunakan uangnya

dahulu tanpa ada izin dari pemben wal<alah, sehingga

akad pembelian ihr mengikat (meniadi hak)nf' Sama

halnya bilamana membelinya sendiri bukan karena ada

pemberian kuasa kePadanSn-

Lalu, apabila penrberi wal<alah menyebutkan hal

ifu di dalam akadnya, yaitu meminta sang wakil untuk

membeli sesuatu dengan menggunakan uangnya

dahulu, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-

SSpfi'i:

Pendapat Perbma: Akad itu batal, karena akad

ifu menrpakan hak pemberi waftalah, sedangkan dia
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tdak diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut,
sehingga akad itu pun menjadi batal atau tdak sah.

Pendapat Kedua: Al<ad ifu sah dan sang wakil
berkewajiban unfuk membaSnr harga barang 57ang dia
beli. Ini mempalran pendapat Abu Ishaq dan
merupakan pendapat lrang shahih, hal tersebut
dikarenakan sang wakil membeli barang tersebut
dengan menanggung pembayarannya, dimana pemberi
kuasa tidak dibenarkan untuk membayamya. Oleh
karena ifu, sang urakil hanrs menanggung
pembayarannya, seperti halnya apabila pemberi
wal<alah tidak menyebutkan hal itu dalam akadnya.

Penjelasan: Hukum: Al Muzani g berkata: Apabila
pemberi unkalah menyerahkan uang kepada sang wakil agar dia
membelikannya makanan, lalu sang wahl meminjam uang
tersebut, kemudian dia membelikanq;a makanan dengan uang

lnng sama (dengan yang diberikan pemberi wal<ahfil, maka sang
wakil ifu harus mengganti uang dan makanan tersebut, karena dia
telah melanggar pemberian kuasa ifu dengan membeli sesuafu

5nng tidak diperintahkan oleh pembqri r4nkalah.

Perlu diketahui bahwa, masalah ini memiliki pengantar
pembahasan masalah yang tidak perlu dijelaskan, begitu juga
pendapat (para ulama) tentang masalah tersebut, hal ini berttrjuan
agar jawabannya itu benar-benar dibangun atas dasar pengantar
pembahasan tersebut. Yaifu, bahun seorcrng laki-laki apabila
memberi kuasa kepada orang lain trntuk membelikannSn suahr
barang, maka uang tersebut tidak lepas dari dua keadaan; 5aifu
pemberi wakalah menyerahkan harga barang kepada sang wakil,
atau pemberi wakalah tidak menyerahkan harga barang itu
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kepadanya. Apabila pemberi wakalah tidak menyerahkan harga

barang tersebut kepada sang wakil, maka diperbolehkan bagi sang

wakil untuk membelinya dengan harga barang dalam

tanggungannya dengan niat membelinya untuk diri pemberi

wakakh dengan akadnya itu, maka barang tersebut menjadi milik

pemberi wal<alah, dan bukan menjadi hak sang wakil.

Secara umutn, apabila sang wakil membelikan sesuatu

untuk pemberi qtal<alah dengan izinnya, maka kepemilikan atas

barang itu berpindah dari penjual kepada pemberi wakalah darr

udak masuk dalam kepemilikan sang wakil. Ini merupakan

pendapat [mam Atrmad.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa, dengan akad

itu kepemilikan jah:h ke tangan sang wakil, kemudian kepemilikan

ihr berpindah kepada pemberi 3vnkalah- Abu Hanifah

berargumentasi bahwa, sestrafu yang dimiliki seseorang dengan

sebuah akad atau transaksi orang lain, maka kepemilikan atas

sesuafu ifu iatuh ke tangan orimg yang melakukan fuansaksi,

namun kemudian kepemilikan ifu berpindah darinya kepada orang

yang mengangkatnya sebagai wakil. Seperti dalam S5ai'ah,

dimana kepemilikan atas sesuatu itu iatuh ke tangan pembeli

kemudian kepemilikan atas sesuatu ihr berpindah darinya kepada

Syafi'(seseorang yang menjadikan orang lain sebagai perantara

untuk membeli sesuatu), dan juga dikarenakan sang wakil

berkewajiban membayar harga bamng ifu disebabkan akad yang

dia lakukan. Oleh karena itu, kepemilikan atas barang yang dia beli

sudah sehartrsnya jahrh ke tangan sang wakil disebabkan akadnya

ihr, karena orang yang menaksir hargalah yang menghadapi dan

membayar harga barang tersebut. Juga dikarenakan ketika syarat-

syarat akad dan berpisah ihr dimulai dengan adanya dua orang

yang melakukan transaksi, hal ini menghendaki adanya kehamsan
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kepemilikan barang itu jatuh ke tangan dua orang yang melakukan
alod.

Dalil kami (ulama ma&hab Asyr-Syafi'i) adalah, bahwa
semua akad yang dilalukan oleh sang wakil untuk pemberi
otmkabh, berkonsekuensi pada jafuhnSn kepemilikan ke tangan
pernberi mkalah dengan ukudrrsru sang urakil, seperti nikah. Dan
iuga dikarenakan semua orang itu menjadi pengganti orang lain
untuk melakukan akad, maka dengan al{ad sang wakil itu,
kepernilikan atas barang ifu jatuh ke tangan pemberi wakalahyang
memiliki akad-akad tersebut, bukan kepada orang yang
melakukannya. Hal itu berdasarkan qiyas pada seorcng wali anak
yatim, seorang ayah, dan orang yang menerima wasiat. Juga
pemyataan para ulama, yang menlntakan bahwa hak-hak akad itu
berkaitan pula dengan Non-Muslim. Berdasarkan hal ifu, ada suafu
masalah yaifu bahwa apabila seorang muslim memberi kuasa
kepada seorang kafu ddrnmi unhrk membeli l<hanq atau babi,
lalu orang kafir dzimmi ifu mernbelikannya, maka pembelian ih-r

Udak sah.

Abu Hanifah berpendapat bahrwa pembelian ifu sah, akan
tetapi kepemilikan barang tersebut (l<hamer dan babi) itu jatuh ke
tangan orang kafir dzimmi tersebut, karena l<haneriit merupakan
harta mereka dan iuga dikarenakan mereka menjadikannya
s€bagai sumber penghasilan, mereka memperjualbelikannya
sehingga pemberian lruasa seorang mustim kepadanya daram
pernbelian khamer dan babi menjadi sh, sebagaimana pada
sernua harta mereka.

Menr.ntrt ulama madzhab Aqrq/afi'i, bahura semua yang
tidak dipertolehkan bagi seorang mr.rslim unfuk melakukan akad
atasnya, maka dia juga fidak dipertolehkan metrrakilkannya
kepada orang lain (kafir &immi), seperti menikahkan perempuan
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majusi. Dengan hal tersebut, maka dia telah menyelesihi semua

harta mereka. Apabila sang wakil menjual suahr barang dengan

harga tertenfu, maka kepemilikan atas barang itu menjadi tetap

bagi pemberi vnkalah untuk membayar harganya, sebab

kedudukannya ihr sama dengan barang dagangan. Ahmad dan

para ulama yang sependapat dengannya sepakat dengan kami

(ulama madzhab Asy-Syafi'i) dalam masalah tersebut.

C-abang: Pendapat Para LJtama Tentang Pemberian

Wakalah ddarn Jual Beli

Menurut ulama madzhab AsySlnfi'i, ada beberapa hal yang

berkaitan dengan jual beli yang telah kami ulas dalam bemgam

pembahasan sebelumnya, dan akan l6rni sebutkan secara utnum

dalam point-point berikut ini:

Pertama: Apabila pemberi unl<alah memberi lmasa kepada

sang wakil unfuk membelikan sesuafu baginya, maka pemberi

unkatah hanrs menjelaskan jenisnln. Apabila pemberi unkalah

berkata kepadanya, "AI(u memberi kuasa kepadamu unfuk

membeli seekor kuda," maka dia harus mengatakan, "Kuda Arab

jenis ini dan ihr." Atau, (iika) dia memberi kuasa kepada sang wakil

unhrk menrbeli sebuah mobil, maka pemberi unkalah harus

menyebutkan model, tahun (dari model)' nama produsen, nama

perusahaan yang menjual, dan nomor yang khusus bagi mobil

tersebut. Lalu apabila dia memberi kuasa kepada orang lain untuk

membeli sebuah rumah, maka dia hanrs menjelaskan arahnya,

misalnya dengan mengatakan, "(Rumah ihr) di Negara (daerah) ini,

kampung ini, dan jalan ini," selama tujuan dari pembelian rumah

itu bul6n unh.rk diperdagangkan kembali, karena dia Udak
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disyaratkan unfuk menjelaskan jenisnya. sebab, fujuan sang wakil
membelikannya adalah, keunfungan dimana pun rumah ifu berada
dan dengan sifat bagaimana pun. Pemberi .4nhtah cukup
mengatakan, "Belilah rumah yang bisa memberikan keunfungan."

Kedua: Apabila pemberi unkalah memberi kuasa
kepadanya unfuk membeli sesratu (barang) tertenfu, maka sang
wakil itu harus mengikuti apa yang diperintahkan pemberi
wakalah. Lalu apabila dia berkata kepadanya, "Belikan unfukku
unta fulan dengan harga sekian," maka itu sudah merupakan
ketentuan dari pemberi wl<alah dan sang wakil tidak boleh
melanggar ketenfuannya. lalu apabila sang wakil diberi kuasa
untuk menjual suafu barang milik pemberi wal<alah dengan
pembayaran harga yang ditangguhkan sampai wakfu tertentu,
seperti safu bulan atau dua bulan, maka pemberian kuasa ifu sah
dan sang wakil harus rnengikuti apa yang diperintahkan pemberi
.4nkalah kepadanya. Lalu apabila 'ang u/akil menyelisihi
perintahnya, maka dia menjtnl barang ifu dengan pembayaran
harga secara tunai atau ditangguhkan sampai wakfu yang kurang
dari apa yang ditentukan oleh pemberi r.rtal<ahh, maka penjualan
yang dilakukannya ifu sah dengan dua qrarat:

Syarat Pertama: Pemberi swlcalahtidak melarang penjualan
dengan s5stem pembayaran tunai. Atau, ada mudhamt darr
kerugian bagi pemberi wkalah seperti kehnrangan dalam harga
(hasil pen@an).

$nrat Kedua: Hendaknya pemberi wkatah udak
menenfukan orang yang kepadanya barang ifu akan dijual. lalu
apabila dia menenfukan pembeli barang itu, seperti dia
mengatakan, 'Juallah barang ifu kepada fulan dengan harga yang
ditangguhkan, maka sang wakil tidak boleh melanggar apa yang
sudah ditenfukan oleh pemberi unkalah. sedangkan apabila
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pemberi wakalah berkata kepada sang wakil, "Juallah barang itu

dengan harga yang ditangguhkan," dan pemberi wakalah ttdak

menenfukan waktunya, maka hal itu harus disesuaikan dengan

wak[r yang sudah menjadi kebiasaan yang berlaku untuk menjual

barang tersebut. Namun, apabila ildak ada kebiasaan yang berlalm

pada masyarakat, maka sang wakil hanrs mengikuti atau

melakukan sesuatu yang bisa memberikan kemaslahatan bagr

pemberi unlelah.

Ketiga: Apabila pemberi urakalah berkata kepada sang

wakil, "Aku memberi kuasa kepadamu unfuk menjual barang ini

semaumu atau dengan harga yang menunrtnu pantas, maka dia

berhak menjualnya bukan dengan pembalpran tunai (mata uang)

yang berlaku di negaranya dan dia tidak boleh menjualnya dengan

cara menipu atau berlaku zhalim (melebihkan harga dari harga

yang pantas atau aslinya) atau dengan pernbalnran harga yang

ditangguhkan atau tidak hnai.

Apabila pemberi .{akalah berkata kepada sang wakil,

"Juallah barang ihr dengan berapapun harga yang kamu mau,"

maka dia boleh menjudr4Ta dengan menipu, berlalar zhalim

(melebihkan harga dari harga yang sepantasnya atau aslinya) dan

dia tidak boleh menjualnya dengan pembayaran yang

ditangguhkan, atau juga bukan dengan pernbayaran tunai yang

berlaku di negaranya. Alasannya, karena l<ata " katri' di dalam

bahasa Arab menunjul*an bilangan atau jumlah yang mencakup

sedikit maupun batyak. Pemberi kuasa telah memperbolehkan

sang wakil unhrk meniual dengan harga berapapun. Di dalam

ucapannya itu tidak ada penjelasan unfuk menjual barang itu

sampai waktu tertentu atau bukan dengan pembayaran tunai yang

berlaku di negaranya.
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Apabila pemberi qalahh berkata kepadanp, "Jualtah
sesuai dengan keinginanmu," maka sang wakil berhak menjualnya
dengan pembayaran yang ditangguhkan dan dia tidak boleh
menjualnya dengan cara melebihkan harga dari yang semestinya,
atau bukan dengan pemba3raran funai yang berlaku di daerahryla.
Alasannya, karena kata "l<aifa' menunjukkan keadaan lnng
mencakup pembayaran harga funai atau pembayaran yang
ditangguhkan. Pemberi ktnsa menjelaskan bukan dengan cara
melebihkan pembayaran dari harga pasaftrn dan juga tdak
menyelisihi pembayaran funai yang berlaku di daerahnya.

Keempat: Apabila pemberi urakalah memberi kuasa dengan
mutlak, maka sang wakil tidak boleh menjual atau membeli,
kecuali dengan (memenuhi)tiga sSrarat berikut ini:

Syarat Pertama: Hendaknln kedua belah pihak fidak
melakukan transaksi dengan harga 5nng memberi manfaat bagi
pemberi unl<alah. Oleh karena ifu, sang unkil tidak boleh menjual
barang ifu kecuali dengan harga pasaran atau bahkan melebihi
harga lrang semestinlp. Sang u,akil juga tidak boleh membeli
barang ifu kecuali dengan harga pasaran atau dengan harga 3nng
lebih sedikit. lalu apabila sang unkil melakukan tindakan penipuan
(berlaku zhalim dengan melebihkan atau mengurangi dari harga
yang semestinya) ketika menjual atau membeli suafu barang
dengan tipr.ran png keji, maka jual belinga tdak sah.

Tindakan penipuan lrang keji merupakan tindakan
penipuan gnng tidak dimaafkan menurut kebiasaan grang berlaku di
mas!/arakat, sedangkan findakan penipuan yang sedikit adalah,
tindakan penipuan yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang,
dan hal itu tidak menjadi masalah. Apabila sang unkil menjual
barang ifu dengan harga pasaran dan dia mempunyai keinginan
unfuk menambah harganya, (menginginkan harga yang lebih dari
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harga pasaran) apabila selisih harga ihr banyak, -dimana tindakan

penipuan kerap terjadi di dalamnya- maka orang yang

berkeinginan seperti ihr harus meniual barang tersebut selama

masa kh4mr, apabila dia tidak melakukannya, maka akad yang

pertama menjadi batal.

Syarat Kedua: Hendaknya sang wakil meniual dengan

harga tunai, bukan dengan harga yang ditangguhkan, maka

penjualan ihr ditangguhkan, penjualan barang tersebut tidak sah.

sSnrat Ketiga: Hendaknya sang wakil menjual barang

tersebut dengan uang yang berlaku di daerahnya, tempat dimana

dia melakukan akad penjualan. Maka tidak sah penjualan barang

dengan uang yang berlaku di daemhnya, namun yang dilakukan di

daerah lain yang mempunyai uang khusus untr.rk daerah tersebut

selama pemberi v,nkalahtidak memberi izin kepadanya. Atau juga,

di dalam penjualan itu ada keuntungan bagi pemberi wakalah

dengan menjadikan uang yang berlaku di daerah lain menjadi cara

pembaynran tunai yang diinginkan oleh sang wakil, yang dikenal

dengan mata uang yang sulit, karena sangat sulit ditemukan di

pasaran (uang palsu) dan jarang ada kerugian di dalamnya karena

kuatnya mata uang ifu di depan mata uang yang lainnya, seperti

Dolar, Riyal, Dirham, Dinar, Junaih Usfurliani di hadapan junaih

Mesir dan sudan, Lira Libanon dan suriah, dan begihr seterusnya.

Kelima: sang unkil tdak sah menjual barang pemberi

unkakh kepada dirinya, atau anaknya yang masih kecil, bodoh,

dar, S,la. Hal ifu disebabkan karena akad penjualan itu harus

dilakukan oleh dua orang yang yang salah satunya harus mampu

melahrkan akad penjualan tersebut, seperti dia mengatakan,

"Juallah ini" sedangkan yang lainnya menerima, seperti dia

mengatakan, "Aku terima," dan ini dilalgkan oleh safu orang-

karena bisa saja sang wakil menjml barang tersebut kepada dirinya
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atau kepada orang yang ada dibawah we\ renangnya, dan
penjualan tersebut tdak sah.

Bisa jadi penjualan tersebut sah, apabila pemberi wakatah
menenfukan harganya dan dia sang wakil itu mewakilkan anaknya
yang masih kecil, orang gila, dan orang bodoh kepada orang yang
bisa menerima penjualannla, dan pemben vralalah rela dengan
halifu, maka penjtralannya sah.

Sedangkan menjual barang pemberi qnkalah kepada
anaknln yang sudah besar, yang nsyid (bisa membedakan yang
baik dan buruk) dan sudah baligh, atau kepada ayahnya dan
seterusnya ke atas (kakek dan yang lainnya), maka penjualan ih.r

sah menurut pendapat png paling shahih. Tapi sebagian ulama
berpendapat bahwa, penjualan itu tidak S&, karena adanya
kemungkinan timbulnya tuduhan. Namun apabila pemberi rvnkalah
dapat menegaskan bahwa barang itu boleh dijual kepada keduanya
(anaknya dan ayahnya), maka penjualan ifu sah dan tidak ada
perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hal tersebut.

Hal-hal yang berkaitan dengan pemberian kuasa atau
perwakilan dalam jual beli menunrt Abu Hanifah dan para
pengikutnya, kami akan meringkasnya dan Fiqhu At Madzaahib Al
Arba'ah,l<arya Syaikh Al Jaziiri dan juga dalam Raddu Al Mul<htar
Ala Ad-Dun Al Mukhtar, ka4/a Syaikh hnu Abidin, yaitu:

Pertama: Apabila pemberi kuasa merpakilkan kepada sang
wakil unfuk membeli atau menjual sasuatu, maka hendaknya
sesuatu yang hendak dijual atau dibeli itu diketahui walaupun
hanya dari satu sisi aspek saja, sehingga sang wakil bisa
melaksanakan perintah pemberi vnkalah dengan baik. Apabila
barang itu tidak dapat diketahui dari sisi mana pun, maka
pemberian kuasa ifu menjadi batal, kecuali apabila pemberian
kuasa ifu bersifat umum.
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Penjelasannya adalah, bahwa wakalah atau pemberian

kuasa untuk melakukan jual beli dapat bersifat umum ataupun

khusus. Dimana objek yang dikuasakan untuk dijual atau dibeli itu

bisa jadi diketahui atau sama sekali tidak bisa diketahui.

Ibnu Abidin dalam Ad-Dur N Mul<htar berkata, "Apabila

seseorang mernberi kuasa kepada oftmg lain unhrk membeli kain

yang sudah usang, kuda, atau bighal, mal<a pembelian ifu sah

sekalipun pemberi wakalah tidak menyebutkan harganya. Dan bila

seseorang memberi kuasa kepada oftmg lain unfuk membeli rumah

atau hamba sahaya, maka pembelian ifu diperbolehkan, sekalipun

pemberi wakalah menyebulkan h*gu dan jenisnya. Apabila dia

tidak menyebutkannya, maka pembelian itu tidak sah. Ini juga

berlaku pada jenis yang tidak diketahui, yaitu apabila pemberi

wakalah memberi kuasa kepada sang wakil untuk membeli kain

atau herran temak yang tidak dik€tahui jenisnya, maka pembelian

itu tdak sah. Apabila dia menyebutkan harga barang yang tidak

diketahui, pembelian makanan, dan menjelaskan kadar atau

ukurannya fumlahnya) atau menlrcrahkan (uang untuk) harganya,

maka ifu berlaku berdasarkan kebiasaan yang berlaku, dimana

pada kebiasaan kami, makanan llang siap dimakan adalah

makanan dari bertagai jenis yang bisa dimakan tanpa lauk pauk,

seperti dugmg yang dimasak atau dibakar. Ini menjadi pendapat

tiga ulama, !,aifu para murid Abu Hanifah, yaitu Al Qadhi Abu

Yusuf, Muharnmad bin Al Hasan, dan Zufar, dimana berdasarkan

pendapat tersebut, dia berfatwa. Dalam wasiat terhadap makanan

yang mencakup semua jenis makanan.

Sang wakil berhak mengembalikan barang yang rusak

selama barang ifu ada di tanganqTa karena ada hak-hak yang

berhubungan dengannya. Hal itu juga berlaku untuk ahli waris atau

orang yang menerima wasiat setelah kematiannya, dan apabila
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keduanya tidak ada, maka hal itu unfuk orang yang memberi
hrasa."

Menurut kami ulama madzhab Asy-Syafi,i, bahwa bamng
yang tidak diketahui, bisa jadi barang itu jahaalah taammahartinya
betul-betul udak diketahui, atau barang itu sifatnya jahaalah
gasiaah artinya barang itu dapat diketahui walaupun sedikit (dari
safu sisi, misalnya). Apabila unkalah itu bersifat khusus dan barang
itu betul-betul tidak diketahui, maka pemberian kuasanya itu tidak
sah. Itu sama dengan pemberi uakakh berkata kepadanya sang
wakil, "Belikan aku sehelai kain atau seekor hewan temak," maka
kain dan hewan temak itu betul-betul tidak diketahui. para ahli
fikih menyebutnya dengan narna Jahatah Al Jins(jenis barang yang
fidak diketahui). Pemberi ovakalah menyebutkan sesuafu yang
mencakup berbagai jenis barang dan tidak menjelaskan salah satu
dari jenis kain atau hs,r,ran temak tersebut. Apabila pemberi
wal<ahh berkata kepadanya sang wakil, "Aku memberi kuasa
kepadamu untuk membelikan heunn temak," maka pemberian
kuasa seperti ini tidak sah. sebab, l<ata AdDaabbah hewan
temak) adalah sebutan bagi semua makhluk yang merayap di atas
bumi dari jenis hewan dan manusia. Kebiasaan yang berlaku
mengkhususkan kata Ad-Daabbah unfuk jenis binatang seperti
kuda, bighal, dan keledai. Prinsipnya adalah, kata AdDaabbah itu
mencakup semua jenis binatang yang banyak. Apabila kata Ad
Daabbah ifu digiring kepada makna kebiasaan yang berlaku, maka
kata itu mencakup kuda, bishal dan keledai dan tidak
dimaksudkan dengan kata itu berupa jenis binatang (berdasarkan

daerah), dimana ifu merupakan kata yang mencakup hakikat yang
banyak dan beragam- tapi 5png dimaksud adalah, berbagai jenis
binatang yang ada dibar,rnhnlp. Kuda misalnya, menurut ahli fikih,
dia merupakan jenis binatang. Karena pada jenis kuda itu ada
beberapa macam, di antaranya kuda Arab, kuda Austalia, kuda
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pacuan, dan yang lainnya yang termasuk jenis-jenis kuda. Begihr

pula dengan bighaldan keledai yang merupakan ienis binatang

yang mencakup macamnya yang banyak.

Kain juga sama dengan AdDaabbah (binatang melata),

jenisnya tidak diketahui, karena kain itu mencakup berbagai

macarn jenis. Setiap ienisnya memiliki beragam macam. Jenis kain

itu mencakup kain tenun, kain sutera, kain wol, kain rami. Kain

tenun ifu mencakup Al Madaarisi, Al Maqshwah, Asy-Syaasy, N
Istambuli (lstanbul, Turkr), kain India (sari), dan lain sebagainya.

Kain sut.a mencakup Al Qithi, Al Alai, kain sutra India, dan lain

sebagainya. Kain wol dan kain rami iuga sama seperti ifu, ada

macarn-macarnnya. Menurut ahli ftkih, semua ifu merupakan jenis-

jenis kain, karena di bawahnla ada banyak macalnnya. Maka

apabila pemberi wakalah tidak menjelaskan jenis barang yang

diinginkannya, maka pernb€rian ktrasa seperti ifu batal

dia menyebutkan harganYa.

Sementara apabila barang ifu termasuk barang yang

mempunyai sifat Jahalah Yasiinh (dapat diketahui walaup,n

sedikit), maka memberi kuasa unfuk mernbeli barang seperti itu

tidak sah. lhr seperti apabila pernberi owkalah berkata kepada

wakil sang wakil, "Aku meunkilkan kepadamu untuk membelikan

seekor keledai atau kuda," maka pemberian kuasa seperti itu sah.

Sebab, -sekalipun tidak ada penjelasan yang pasti- tetapi keledai

dan kuda itu bukan sesuahr png behrl-betul tidak diketahui. Para

ulama fikih menyebutnya ihr sebagai Jahalah AtNau'(yang tidak

diketahui ihr adalah macamn5n). Pemberi kuasa ihr menyebutkan

ungkapan yang mencakup banlak macarn (dari keledai dan kuda)

dan tidak menielaskan salah satu ma@m darinya'

Apabila pemberi wakalahberkata kepada sang wakil, "Aku

meunkilkan kepadamu untuk membeli seekor kuda, maka dia
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telah memberi kuasa kepada sang wakil untuk mernbeli jenis kuda
yang tidak diketahui, karena kuda itu ada banyak macamnya
sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Tidak adanya
ketenfuan macam (enis) salah satu darinya, maka di dalamnya ada
unsur macam yang tidak diketahui. Akan tetapi, kadamya sedikit.
Hal itu dikarenakan sang wakil bisa memperoleh fujuan dari
pemberi wakalah yaitu dengan melihat keadaannya dan membeli
sesuafu yang pantas dan layak baginya.

Ada juga yang disebut dengan Jahalah Mutautassithah. Hal
itn seperti apabila pemberi owkalah berkata kepada sang wakil,
"Belikan aku sebuah rumah dengan harga sekian, maka pemberi
wakalab' sekalipun tidak menjelaskan arah (posisi) rumah.yang
hendak dia beli, dia juga tidak menjelaskan jumrah kamamya pula,
tetapi dia hanya menyebutkan harga saja, maka dia menjadikan
rumah itu mengikuti (sama dengan) sesuatu yang tidak diketahui
tapi kadamya sedikit (rumah ifu bisa diketahui walau dari satu sisi).

sedangkan apabila dia tidak menyebutkan harga dan sifat
rumah yang ingin dia beli, maka sesuafu yang ingin dia beli itu
sama dengan sesuafu yang tidak diketahui jenisnya. Sebagian dari
para ulama berpendapat, bahwa apabila pemberi wakatah
menyebutkan harga, maka dia menjadikannya sebagai sesuafu
yang betul-betul tidak diketahui. Pemberi kuasa hams
menyebutkan arah atau posisi rumah tersebut, karena akan
berdampak pada adanya perbedaan harga dan keinginan yang
banyak atau besar (signifikan).

walhasil, oblek yang tidak diketahui berdasarkan penjualan
dan pembeliaannya terbagi menjadi tiga macam, yaifu: Tidak
diketahui jenisnya, tidak diketahui macamnya dan Jahalah Al
Mutawassithah.
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Aku telah memberikan defenisi untuk masing-masing dari

tiga macam barang y6ng tidak diketahui berikut contoh-contohnya.

Lalu apabila pemberi wlralahmenyebutkannya secara lafazh, yarg

dengannrTa dapat rnenjelaskan jenis, macam, dan sifat barang yang

dikuasakan kepada sang rrnkil untuk dibeli, maka dapat dipastikan

bahwa pemberian kuasa abu perwakilan seperti ifu sah. Misalnya,

pemberi wakakh mengatakan kepada sang wakil, "Aku memberi

kuasa kepadamu unhrk rnembeli seekor kuda Australia yang

bentama hitam," dan lain sebagainya.

Sedangkan apabila pemberi wal<akh menyebutkan sebuah

lafazh yang menunjukkan berbagai macarn jenis, namun dia tidak

menyebutkan jenisnSa, maka dapat dipastikan bahwa pemberian

kuasa ifu udak sah. Misalnya, dia mengatakan, "Aku memberi

kuasa kepadamu unfuk nrernbeli kain," walaupun dia menyebutkan

harganya.

Sementara apabila pemberi wkalah menyebutkan sebuah

tafa* yang menunjul*an pada berbagai nErcann, narnun dia tidak

menjelaskan macam png dia inginkan, seperti halnya apabila dia

menyebutkan sebuah lafazh yang menuniukkan pada berbagai

macam jenis yang berbda, disebabkan perbedaan keadaan dan

kondisi kebanyakan orang.

Terkadang ragam dari sesuafu png dikuasakan itu udak

diketahui dengan kadar png sedikit, dalam arti bahwa sang wakil

dapat mengetahuinlB unlau dari sahr sisi- Misalnya rumah, kata

rumah itu menunjukkan kepada ruangan (rumah) yang beraneka

ragam, karena rumah ihr mencakup rumah yang besar dan kecil;

terbuat atau dibangtrn dari batu atau bata merah dan yang lainnya;

lokasinya di daerah ini; arahnya ini; atau di lalan ini dan lain

sebagainya. Apabila ada rumah di sebrnh kamptrng, dimana

rumah-rumah itu tdak belbeda jauh dalam segi bangunan, luas
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dan lokasinya, maka rumah itu dapat mudah diketahui dan
dikategorikan sarna dengan jenis sesuah-r yang tidak diketahui.
Harrlra saja pemben vval<alah harus menyebutkan harganya pada
saat dia memberi kuasa kepada seseorang. Misalnya dengan
mengatakan, "Aku merpakilkan kepadamu untuk membeli rumah
dengan harga sekian."

Kedua: Apabila seorang u,akil membeli suafu barang (untuk

pemberi eyakalah karena posisinya dia sebagai waki[ lalu tampak
cacat pada barang tersebut, akan tetapi wakil . tdak
mengembalikannSn kepada pemilik barang tersebut, maka dia
harus menanggung penrbayarannya, kecuali apabila pemberi
wnl<alah menerima kerusakan barang tersebut. Apabila barang ifu
rusak di tangan sang wakil sebelum pemberi .4nkalahberkatajiban
membayamya, maka barang yang rusak itu menjadi tanggungan

atau harus diterima oleh pemberi wal<alah.

lalu apakah pemberi wl<alah berhak mengembalikan
barang yang rusak sebelum dia menerimanya dari sang wakil?

Jawabannya, dia tidak berhak mengembalikan barang yang

rusak. Oleh karena itu, mengembalikan barang yang rusak
merupakan hak sang wakil selama barang yang rusak itu masih
ada padanya. Apabila sang wakil meninggal dunia, maka hak ifu
berpindah kepada ahli warisnya, lalu apabila dia tidak mempunyai
ahli waris, maka hak ifu berpindah kepada pemberi wakalah.
Sedangkan apabila pemberi .tnkalah telah menerima barang yang

rusak itu, maka dia adalah omng png berhak mengembalikannya
disebabkan kerusakan yang ada pada barang ifu, karena
pemberian kuasa ifu berakhir dengan penyerahan barang dari sang

u,akil kepada pemberi unkalah. Dalam keadaan seperti itu, maka
sang wakil tidak berhak mengembalikannya kecuali apabila
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pemberi unl<alah menyuruh unfuk mengembalikannya, sehingga

pengembalian barang yang rusak oleh sang wakilmenjadi sah.

Apabila pemberi vnl<ahh memberi kuasa kepada sang

u6kil unhrk menjual barang miliknya dan pembeli melihat adanya

kerusakan pada barang, maka pembeli berhak mengembalikan

barang yang rusak tersebut kepada sang wakil, kecuali apabila

werdJ€nang unfuk bertindak atau melakukan sestrafu ditiadakan dari

sang wakil, seperti dikarenakan dia meniadi gila atau dilarang

unfuk melakukan suatu tndakan atau perbuatan. Dalam keadaan

seperti ifu, barang yang rusak itu harus dikembalikan kepada

pemberi unkalah.

Ketiga: Apabila pemberi wakalah memberi kuasa kepada

sang wakil unfuk membeli suafu barang baginya, akan tetapi

pemberi ltral<atah tidak memberikan (uang unfuk membayar)

harganya, lalu sang wakil mernbelikannya barang tersebut dengan

uangnya sendiri dan dia manyerahkan (membayar) harganya, maka

sang wakil berhak menahan barang tersebut dan tidak

menyerahkannya kepada pemberi vnl<akh, kecuali apabila

pemberi u/atatah mernbayar hargalya. Sang u/akil berhak

menahan bamngnya dengan cara lrang pertama. Hal ihJ

dikarenakan pada saat sang wakil membayar harga barang

tersebut, terkadang tmbul dugaan bahwa sang wakil memberikan

donasi (sumbangan) kepada pemberi wakalah dengan

menrbayarkan harga barang tersebut. Oleh karena ifu, tidak sah

dia menahan barangnya. Sedangkan dalam keadaan pemberi

urakahh tidak membaSnr harga barang ihr, maka tidak akan ada

dugaan bahwa sang wakil memberikan sumbangan kepadanya.

Apabila barang yang ada pada sang wakil itu rusak sebelum

dia menahannya dari pembei wakalah, maka pemberi wakalah
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harus membayar harganya, karara status barang yang rusak ifu
masih merupakan harta milik pemben wakalah.

contohnya, apabila pemberi vnkarah menyerahkan uang
untuk mernbayar harga barang kepada sang wakil, lalu uang unfuk
membayar harga barang ifu hilang, maka pemberi owkatah harus
menanggung kehilangan itu adahh pemberi wakatah dan bukan
sang wakil- Namun, apabila sang wakil membeli suafu barang, lalu
pemberi wakalah menyerahkan uang untuk membayar harganya
kepada penjual, tapi kemudian uang itu hilang dari wakil sebelum
sang wakil memberikannya kepada penjual, maka sang !,/akillah
3ang berkewajiban untuk menanggungnya. Demikian pula, apabila
barang yang ada pada sang wakir itu rusak setelah dia
menahannya dari pembei wal<alah, maka barang ifu rusak pada
saat dipegang oleh wakil dan harus dilual oleh sang u/akil dan dia
tidak boleh meminta pemberi uratcatah unfuk membayar harganya,
baik nilai barang ifu sama dengan harganya ataupun tidak sama
dengan harganya.

sebagian ulama berpendapat bahwa, keadaan barang png
seperti itu sama dengan barang gadaian, apabira rusak maka
bamng itu dijual dengan harga SBng kurang dari nilai dan harga
aslinya. Artinya bahwa, barang ifu dinilai pada waktu rusaknya -
bilamana nilainya sama dengan harganya, misalnya harga barang
itu sepuluh, maka barang itu tidak boleh kurang dari harga sepuluh
dan tidak boleh dilebihkan dari harga sepuluh ketika barang itu
rusak- maka hal itu tampak jelas.

sedangkan apabila nilai barang itu bertambah lima dari
harga asalnya, maka lima (dirham) ifu menjadi hak pemberi
owl<akh dan sang wakil bisa merninta kepadanya. Namun apabila
kurang lima, maka kekurangan itr.r menjadi hak sang wakil, dimana
dia harus mengembalikannya kepada pemberi wat<atah. Misarnya,

382 ll n uoi^u'SyoahAl Muha&dzab



apabila pernberi unkalah memberi kuasa kepada sang waftil unfuk

membeli seekor unta, lalu sang wakil merrbelikan unta dengan

harga lima belas dirham, akan tetapi pernberi wakalah belum

memberi uang trntuk membalnr harganla, dan sang wakil tidak

rela unfuk membelikan unta ifu sebelum pemberi wakalah

menyemhkan 1rang unhrk membalnr harganln, kemudian setelah

ihr unta yang ada di tangan sang wakil ihr mati, maka dalam

masalah ini ada dua pendapat:

Pendapat Pertama: Unta ifu dijual oleh sang wakil sesuai

dengan harga pembeliannya, dimana pernberi wakalah tidak boleh

meminta apapun dari hasil penjualannlp itu, baik nilainya

bertambah ataupun berkurang.

Pendapat Kedua: Sang unkil hanrs melihat harga dan nilai

unta ketika mati, apabila nilai unta ifu sarna dengan harganya,

maka urusnnya jelas. Sedangkan apabila nilainya berkurang dari

harganya meniadi sepuluh dirham, maka sang u,aldl hanrs

g yang sepuluh ifu saia dan sisanya, dikembalikan

kepada pemberi ual<akh.

Sementara apabila nilai unta itu pada waktu matinya naik

sampai mencapai dua puluh (dirham), maka unta itu d[ual dengan

harga lima belas dimana lima (dirham) lebihannp ihr dikembalikan

oleh pemberi unkalahkepada sang wahl- 
o

Keempat: Apabila sang wakil mernbeli suafu barang dengan

pembayaran funai kemudian setelah dibeli penjual memberikan

tempo kepadanya unfuk melakukan pernbapran, maka sang wakil

berhak meminta pemberi unkalah unhrk melakukan pembayaran

harga secara funai. Sedangkan apabila sang wakil membeli trnta ifu

dengan pembayaran harga yang ditangguhkan dari awal, maka

sang wakil tidak boleh menuntut pernberi l4nkalah unfuk

membayar harganya se@ra funai.

L-
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Kelima: Apabila seseorang ingin melakukan akad atau

bansaksi dengan orang lain untuk melakukan jual beli salam, maka

sah baginy"a unhrk mengangkat wakil atau memberi kuasa kepada

orang Srang bisa menyerahkan modal harta (iual beli) slam kepada

penjual. Penirnl barang tidak diperbolehkan mengangkat wakil

unhrk menerima modal harta jual beli salam tersebut. Hal itu
dikarenakan sang wakillah yang menggelontorkan harta, maka

barang slam itu menjadi tanggungannya, dia juga merupakan

orang yang bertanggung jawab atas hal itu, padahal harga barang

itu diberikan kepada penjual. Seseorang tidak dipertolehkan

memberikan ha*anya kepada orang lain dengan syarat, bahwa

harga barang ifu unfuk orcmg lain, dengan hal itu pemberian kuasa

menjadi batal, dan sang wakil menjadi orang yang melakukan akad

-penjual-, sehingga modal harta ihr dimiliki olehnya, sedangkan

barang yang diiual dengan c,ara salam itu menjadi utang yang

menjadi tang$ngannya. Lalu apabila dia memberikan modal

harga itu kepda pemberi wakalah, maka dia menjadi utang dalam

tanggunganrypa.

Dalam benhrk pertama yang diperbolehkan, yaifu apabila

pemilik barang !,ang d[ual dengan c.ara salam itu memberi kuasa

kepada orang lain unhrk menyerahkan modal harta jual beli salam

tersebut, maka sang wakil tidak boleh meninggalkan barang

tersebut sebelum dia menyerahkan modal harta itu kepadanya.

Apabila dia meninggalkannya, maka akad itu menjadi batal atau

tdak sah.

Apabila pernberi unkalah hadir dan meninggalkan tempat

dilaksanakanngra tansaksi sebelum penjual menerima modal harta
jual beli slam dari sang wakil, lantas apakah akad iual beli salam

itu batal atau tidak? Di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-

Syafi'i,

384 ll et W,r*'SYoahAl MuMztub



Pendapat Pertiama: Sebagian ularna ada yang berpendapat,

bahun sang wakil hanp sebagai pengganti saja, dan apabila

pernberi unl<alahitu hadir, maka sang wakil ifu tidak dianggap-

Pendapat Kedua: Sebagian ulama Srang lain berpendapat,

bahun sesungguhnp sang wakil meskipr-rn kedudukannya hanya

s€bagai pengganti dari pelaksana alod dalam iual beli sakm, al<Nt

tetapi dia merupakan orang pokok r-rnhrk mengelola dan

melaksanakan hak-hak di dalamnya. Karenanya, ada dan tidak

adanln pemberi wakalahtidak dianggap atau tidak mempengaruhi

proses akad jual beli akm selama sang uakil ada dan hadir pada

saat melaksanakan akad jtnl beli sakmtersebut.

Ketenfuan

penukaran uang,

jual

oleh

beli salan iuga berlaku pada akad

karenanya diperboletrkan baE masing-

rnasing dari dua orang 5nng melakukan tansaksi penukaran uang,

turtuk memberi kuasa kepada orang lain r.rnfuk menerima uang

yang hendak mereka tukarkan, yaitu dengan syarat pemilik uang

tidak meninggalkan sang uakil sebelum bansaksi penukaran uang

ihr selesai.

Keenam: Apabila pemberi wakalah memberi kuasa kepada

sang wakil unh.rk membeli sesuahr dengan menyebutkan orang

pernilik barangnya, seperti kuda si fulan, kerbau si fulan, dan lain

sebagainya. oleh karena itu, sang unkil tidak diperbolehkan

mernbeli barang tersebut dari fulan tersebut ketika pemberi

uat<ahh tidak ada, sementara apabila pemberi unkalalmya hadir,

rnaka sang wakil berhak membeli barang ihr unhrk dirinya sendiri,

karena pada dasamya, dengan hadimya pemberi wal<alah, dta

b€rhak mengundurkan diri dari akad pemberian kuasa dan

terbebas dari tugasnya. Namun apabila pemberi unlakh 5,dak

hadir pada saat pembelian itu, maka sang wakil tidak boleh

mengundurkan diri dari akad pemb€rian kuasa. Oleh karena ifu,
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tidak sah bila sang wakil membeli barang yang diperintahkan oleh
pemberi wakalah unfuk dirinya sendiri, sebab apabila tidak
demikian, maka 

'ung wakil menjadi orang yang melakukan
penipuan terhadap pemberi owkatah dan hal itu tidak
diperbolehkan.

Namun, apabila si pemberi unkatah berkata kepada sang
wakil, "Belikan aku suafu barang dengan harga dua puluh,,, Ialu
sang wakil membeli untuk dirinya sendiri dengan harga dua puluh
lima. Atau, pemberi q/akalah berkata kepada sang wakil, *Belilah

sesuatu dengan uang kertas," tapi kemudian sang wakil
membelinya dengan uang emas," maka apa yang dilakukan oleh
sang wakil itu dipertolehkan. sebab, sang wakil berhak untuk
melepaskan diri dari jaminan ketika pemberi r4lakatah tidak
membayamya

Hal itu juga berlaku atau diperbolehkan apabila pemberi
unkalah memberi kuasa kepada sang wakil untuk menikahi
seorang perempuan yang dia tenfukan, maka sang wakil berhak
menikahi perempuan tersebut. Namun pemikahan ifu hams
disandarkan kepada pemberi vnkarah. Apabila sang wakil
menyandarkan pemikahan itu kepada dirinya sendiri, maka dia
telah melepaskan dirinya dari akad pemberian kuasa, karena dia
melanggar apa yang menjadi konsekuensi dari pemberian kuasa.

Lalu apabila dia memberi kuasa kepadanya untuk membeli
sesuatu yang tidak ditenfukan, seperti mengatakan, "Belilah apa
grang kamu lihat," maka ucapannla ifu mengandung tiga benfuk
atau gambaran:

Gambaran Pertama: Harga barang ifu disandarkan kepada
harta salah safu dari keduanya. Dalam keadaan seperti ifu, barang
menjadi milik pemilik harta tersebut, baik pemilik harta itu sang
wakil maupun pemberi unkalah.
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Gambaran Kedm: Harga barang itu tidak disandarkan

kepada siapapun. Dalam keadaan ini, lnng harus dilihat adalah

niat pembeli, dimana dalam halini adalah sang wakil, apabila sang

unldl bemiat membeli barang itu r.rnhrk pemberi wakalah, maka

barang itu menjadi milik pernbqr wl<ahh. Akan tetapi bila dia

berriat membeli bararg itu trnh.rk dirinln sendiri, maka barang itu

menjadi miliknya. Apabila keduanya berteda dalam niatn5a itu,

sang wakil berkata, "Aku bemiat membeli barang unfuk diriku

sendiri" dan pemben unkalah mengatakan hal sebaliknya, maka

keputusan hukum dalam perbedaan niat tersebut ada pada

uangnya. Apabila uang ifu berasal dari sang wakil, maka bamng ihr

menjadi miliknya, dan apabila uang itu berasal dari pemberi

utakalah, maka barang ifu menjadi milikn5n-

Gambaran Ketiga: Harga bamng itu fidak dinisbatkan

kepada uang siapapun, satrla seperti gambaran yang kedua, akan

tehpi di saat membeli barang ifu, sang wakil belum bemiat

merniliki barang tersebut urntuk dirinla atau iuga unfuk pemberi

ural<alah, namun kemudian pemberi snl<alah sepakat atas hal itg.

Dalarn keadaan seperti ini, ada dua pendapat ularna {ikih Aqr

$nfi'i:

Pendapat Pertama: Barang ihr meniadi milik sang wakil

secara mutlak, baik sang wakil itur membayar harganya dari

uangnla sendiri atau dari uang pemberi mlahh.

Pendapat Kedua: Hendaknlp barang itu menjadi milik

orang yang membalnr harganya, baik berasal dari pemberi

wnkakhatau dengan uang pribadi sang wakil.

Ketujuh: Apabila sang urakil mengklaim, bahwa dia

membeli hewan unfuk pemberi wal<alah, dimana dia membeli

seekor kuda, misalnya. Masalah seperti ini memiliki tiga gambaran:
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Gambaran Pertama: sa.,g u/akil disuruh unfuk membeli
herpan tersebut dengan menyebutkan ketenfuannya, yaitu kuda ifu
hidup dan tidak ada cacatrya. Dalam keadaan seperti ini, maka
yang dipegang adalah apa yang dikatakan oleh sang wakil dan
itupun setelah dia diambil sumpahnya, baik dia mengambil (uang
unhrk memba5nr) harganya ataupun tidak. Hal itu dikarenakan
sang wakil mernberitahukan sesuahl, dimana dirinya memiliki
wevrenang unfuk melakukannya kapanpun selama dia menjadi
sang r,vakil.

Gambaran Kedua: Bila heunn tersebut sudah mati dan ada
cacatrya, maka di sini terdapat dua pendapat fikih fuysyafi'i:

Pertama: Sa.g wakil kehilangan uang unfuk membayar
harganya. Dalam keadaan seperti itu, maka yang dipegang adalah

sang unkil setelah diambil sumpahnya.

Kedua: S*g u,akil tidak kehilangan uang untuk membayar
harganya. Dalam keadaan seperti ihr, maka yang dipegang adalah
perkataan pemberi ulakalahsetelah diambil sumpahnln.

Gambaran Ketiga: Sang u,ukil disuruh unfuk membeli
heunn yang tidak ditentukan sifat-sifatrya, dimana uang unfuk
membayar harga juga tidak diberikan secara tunai. Dalam keadaan
seperti ifu, yang dipegang adalah perkataan pemberi wakatah
karena dikhauntirkan dapat menimbulkan fuduhan atau lihrah
pada sang wakil. Terkadang sang unkil membeli sendiri hewan
tersebut, ketika kuda itu dilihat oleh pemben wakalah, dia kecer,va
dan merasa rugi dengan pembelian yang dilakukan oleh wakil
semya mengatakan, "Sungguh dia membeli kuda ifu unfuk
pemberi wakalah."

Kedelapan: Apabila pemberi wkatah berkata orang lain,
"Juallah kepadaku kertau unfuk fulan," lalu dia menjual kerbau ifu
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kepadanya, kemudian pembeli meqnngkal bahwa sang wakil telah

disuruh oleh seseorang unhrk menrbelfl kerbau tersebut, maka

penolakanrnTa ihr fidak boleh dipercala, .karena dia sudah

mengakui dan menetapkan bahwa pembelian kerbau ifu untuk

frrlan, kecuali apabila fulan itu mengatakan bahwa sebenamya dia

6dak pemah menyunrhnya unfuk membeh kerbau tersebut'

Kesembilan: Apabila pemberi rcl<ahh memberi kuasa

kepada sang wakil untuk membeli dua barang yang sudah

ditentr.rkan sifat-sifatrya, alon tetapi pemberi wakalah tidak

menyebutkan harganya, lalu sang wakil ihr membeli salah safu dari

keduanya ifu sesuai dengan harganya, atau dengan memberi

sedikit tambahan dari hargu pokok (yang pantas) menunrt

kebiasaan Snng berlaku, maka apa lpng dilakukannya itu sah.

Sedangkan apabila dia membeli bamng itu dengan memberi

tarnbahan lnng sangat banlak dan di luar kebiasaan yang berlaku,

maka apa llang dilakukannya itu tidak sah. Hal ifu dikarenakan

sang unkil melakukan pernbelian suatu barang 37ang dia tidak

diperboletrkan untuk menarnbahkan harga dengan tambahan 5nng

berlebihan dan di luar kebiasaan yarg ada.

Apabila pemberi wnlcakh memberi kuasa kepada sang

u,akil untuk membeli dua barang yang salna harganln, dia

mengatakan kepadanp, "BelilGn unhrkku dua karung gandum

yang harganya dua puluh inaih, lahr sang u,akil membeli satu

Itanx'rg gandum dengan harga sepuhrh iwaih dan masih ada uang

sisanga, maka sisanya ifu tidak hanrs dibapr oleh pemberi

wakalah, kecrnli apabila dia Gi unkiD mernbeli satu kanrng

Sandum lainnln dengan uang lnng masih tersisa'

Kesepuluh: Apabila pemberi walalah memberi kuma

kepadanya untuk meniual suahr barang tertenhr (Vang sudah

ditentukan sifat-sifatrya), lalu bila sang u,akil tidak mematuhi
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perintahnya, yaifu dengan menjualnya bukan dengan harga yang
sudah ditentukan, maka apabila dalam pelanggaran atau apa yang
dilakukannya itu mendatangkan kebaikan bagi pemberi wakalah,
maka apa yang dilakukannya itu sah dan dapat dilakukan.
Sebagaimana apabila pemberi wakalah berkata kepadanya,
"Juallah kuda ini dengan hurgu dua ratus junaih,,, lalu dia
menjualnya dengan harga dua mtus lima puluh junaih dengan
syarat dia menjual kuda itu dibayar funai, bukan dengan
pembayaran mengguakan cek atau wesel (bill of exchange) yang
ditangguhkan (udak tunai), maka apa yang dirakukannya itu tidak
sah, walaupun ada kemaslahatan bagi pemben wakalah.

Kesebelas: Sang wakil tidak boleh menjual barang yang
dikuasakan unfuk dijual kepada dirin5a sendiri atau orang-orang
yang ada dibawah kekuasaannya lantaran orang tersebut dilarang
untuk menjualngra karena masih kecil, gila atau bodoh atau kepada
orang yang kesaksiannya tidak dapat diterima olehn5ra, seperti
anaknya yang sudah besar dan aSnhnya. Maka terkait tiga macam
di atas, sang wakil tidak boleh menjual barang pemberi unkalah
kepada mereka. sebagaimana halnya sang wakil dirarang unfuk
membeli suafu barang dari mereka. Hal ifu dikarenakan akan
menimbulkan fuduhan adanya kekhususan atau unsur tolong
menolong (kolusi) terutama akad iual beli itu dari dirinya atau dari
orang-orang yang ada dibawah we\r/enangnya, yang
mengharuskan adanya penjual dan pembeli yang sama. yang
sudah maklum adalah, bahwa akad lual beli itu tidak akan terjadi
kecuali dilakukan oleh dua pihak.

Apabila pernberi urakalah memberi izin kepada sang wakil
untuk menjual barang itu kepada orang yang kesaksiannya tidak
diterima, maka sah saja apabila sang wakil menjual barang itu
kepada mereka atau membelinya dari mereka dengan harga yang
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sarna. Sebagaimana halr,p sang unkil diperbolehkan untuk

menjual barang ihr dengan menambahkan harga jualnya kepada

mereka dan membelinya dari mereka dengan harga yang kurang

dari harga aslinya, tanpa ada perbedaan pendapat di antara para

ulama mengenai kebolehanrry"a.

Apabila sang unkil ifu menitnl atau membeli dari mereka

dengan memberikan tambahan 1nng berlebihan dan juga diluar

kebiasaan yang berlaku atau juga sang urakil mengurangi harga

barang ifu secara berlebihan dan diluar kebiasaan yang berlaku,

maka berdasarkan satu pendapat (kesepatakan para ulama), apa

1nng dilakukan oleh sang wakil itu tidak sah. Dimana terjadi

perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai apabila

wakil memberi sedildt tambahan atau mengurangi sedikit dari

harga pokok barang tersebut, apaloh diperboletrkan atau tidak?

Apabila pemberi uakalah membolehkan sang wakil unhrk

menjual barang ihr kepada dirinya sendiri atau kepada anaknla

png masih kecil, maka di sini ada dtn pendapat ulama fikih Aqr
Slnfi'i:

Pendapat Pertama: Sang unhl tidak diperbolehkan untuk

menjual barang ifu kepada dirinp atau kepada anaknya yang

masih kecil sekalipr-rr mendapat izin dari pernberi wakalah, karena

orang yang melalnrkan akad peniualan ihr sama.

Pendapat Kedua: Sang wakil dip€rbolehlon menjual barang

ifu kepada dirinya atau kepada anaknSn lpng masih kecil, terlebih

bila dia mendapat izin unfuk melalnrkannya. (Yang ielas, bahwa

alasan ulama lnng berpendapat bahwa sang wakil tdak

dipetrolehkan untuk meniual barang itu kepada dirinSra atau

anaknya yang masih kecil adalah karena orang yang melakukan

akad penjualann5n sarna, dan ini tidak menghalangi kebolehan

sang wakil menjual barang ifu kepada orarg asing (lain), kemudian
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dia rnembelinya kembali dari orang tersebut, karena dalam kondisi
seperti itu, orang yang menjual itu bukanlah orang yang

membelinya).

Kedua belas: Sang uakil diperbolehkan menjual barang
yang dikuasakan kepadanya oleh pemberi wakalah dengan
penjualan secara mutlak, baik dia menjualnya sedikit maupun
banyak. Menurut Abu Hanifah, pemberi mkalah tidak boleh

ditan5ra apakah dia melebihkan dari harga pokok atau

menguranginya, baik secara berlebihan dan diluar kebiasaan yang

berlaku atau pun tdak. Sedangkan kedua muridnSra, yaitu Al

Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan berpendapat

bahwa, dia tidak diperbolehkan menjual barang yang dikuasakan
pemberi unkalah bukan dengan harga lang semestinya. Sebagian

dari ulama, ada yang mentarjih pendapat Abu Hanifah, dimana
sebagian ulama lainn5Ta menguatkan pendapat kedua muridnya
tersebut dan itu yang menjadi dasar fatwa mereka.

Apabila pernberi wkalah memberi kuasa kepada sang

wakil unutk membelikannya suafu barang, maka sang wakil tidak
boleh membelin5ra melebihi harga pasaran (sesuai dengan
kebiasaan yang berlaku berdasarkan ijma'atau konsensus para

ulama. Apabila dia mernbeli barang itu dengan harga di luar
kebiasaan yang berlaku, atau dia membelinya bukan dengan
pembayaran funai, 3aih,r dengan cek, maka pembelian ifu berlaku

dan harus dilakukan oleh diri sang urakil sendiri, dimana sang wakil
berkalajiban membalar harga bamng yang telah dia ambil dari
pemberi uakalah.

Perlu diketahui, bahwa para ulama telah mengelompokkan
onmg-orang yang mempunyai wev/enang unfuk bertindak dan
melakukan jual beli menjadi beberapa kelompok:
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Kelompok Pertama: A!Eh, kakek, dan orang yang

menerima wasiat. Apabila mereka meniual harta orang lpng
mempunyai keterbatasan atau tercekal unfuk melakukan akad,

maka tidak ada png dapat dilakukan oleh mereka kecuali berjual

beli menurut kebiasaan yang berlaku, mereln pun ditolelir apabila

menipu dari harga semestinlp (pokok atau aslinya).

Kelompoh Kedua: Sang wakil untr.rk melakukan penjualan

3nng bersifat mutlak, peserta alod mtdharabah, orang lnng
berserikat di dalam syirkah inan. Merel<a diperbolehkan menjual

sesuafu sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dimana apa

png dilakukan oleh mereka itu sah dan dapat dilaksanakan.

Bahkan menurut Abu Hanifah, sekalipun melakukan tipuan dalam

iual beli tersebut. Sedangkan menunrt kedtn muridnya, yaifu Al

Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan, pendapat mereka

tentang hal itu sudah disebutkan pada pernbahasan sebelumnSra

dan sudah diketahui, bahwa mereka ihr udak diperbolehkan

meniual barang yang dikuasakan kepadarrya oleh pemben tnkalah

bulon dengan harga yang semestin5n. Pendapat mereka 5nng

srdah diketahui bersama adalah, bahwa pernbelian yang dilakukan

oleh mereka Udak sah dan tidak dapat dilaksanakan keclali hal ihl

se$ai dengan kebiasaan yang berlaku, ini berdcarkan

kesepakatan para ulama.

Kelompok Ketiga: Orarg yang sakit dan menderita

penfkit ydng dapat mengakibatkan kematian. Apabila dia

mernpunyai utang png bisa menghabiskan selumh hartanya,

maka omng seperti ini apabila dia meniual sesuafu dari hartanp,

maka dia harus melakukannSn sesuai dengan kebiasaan yang

berlaku. Bila dia melalnrkan tipuan dalam itnl beli, maka apa yang

dilakukannSn itu fidak sah dan tidak boleh dilaksanakan. Orang

yang membeli barangnya berhak untuk mehhrkan khi5nr, baik dia
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mengembalikan barang yang sudah dia beli atau membayar
kekurangan harga barang yang dia beli tersebut. Lalu apabila
orang tersebut meninggal dunia dan meninggalkan orang yang
menerima wasiatrya, kemudian dia (orang yang menerima
wasiatnya) menjual seluruh hartanya unfuk menufupi semua utang-
utangnya dan dia memberi sedikit tambahan harga dari yang
semestinya, maka dalam keadaan seperti itu, apa yang
dilakukannya itu ditolelir. Namun apabila dia menjualnya kepada
orang yang kesalrsiannya tidak diterima dan pemben wakalahtelah
mengkhususkan harga penjualann5n walaupun sedikit, maka apa
yang dilakukann!,a itu tidak sah.

Kelompok Keempat: Orang !,ang menerima wasiat, dia
tidak diperbolehkan menjual harta anak yatim, atau dia
membelinya unfuk dirinya sendiri kecuali apabira dalam
penjualannya ih! ada kebaikan bagi anak yatim tersebut, dimana
penjualan harta anak yatim, standamya tdak melebihi dari
sepertiga dari hartanya tersebut. Maka dia diperbolehkan membeli
suatu barang yang seharusnya berharga sepuluh, dia juar dengan
harga lima belas, atau menjual barang yang sehamsnya berharga
lima belas, dia pal dengan harga sepuluh. Apabila tidak demikian,
maka sang wakil tidak diperbolehkan unfuk melakukannya.

Kelompok Kelima: Hamba sahaya mukatab dan hamba
sahaya yang mendapat izin dari fuannya unfuk berdagang.
Menurut Abu Hanifah, dua hamba sahaya ifu berhak melakukan
jual beli dengan menyalahi kebiasaan yang berlaku. Misarnya,
apabila keduangra menjual suafu barang yang seharusnya berharga
sepuluh, dia jual dengan harga safu, maka penjualan mereka ifu
sah. Sedangkan menurut kedua murid beliau, yaitu Al eadhi Abu
Yusuf dan Mutnmmad bin Al Hasan, bahwa keduanya tidak boleh
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meniual suafu barang yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang

b€rlaku.

Ketiga belas, Apabila pemberi wal<alah memberi kuasa

kepada sang wakil untuk menjualkan bamng dagangan miliknya,

lalu sang wakil menjualnya dengan unktu pembalnran yang

ditangguhkan, maka penjualannya ihr sah. Apabila pemberi

wal<abh mernberi kuasa kepadanya unfuk menjualkan barang yang

mana pemberi wakalah memerlukan (uang unfuk membayar)

harganya, seperti apabila pemberi qnkalah memberi kuasa kepada

sang wakil unfuk menjualkan se.karung gandum guna niembayar

pajak yang harus segera dibayar, maka sang wakil tidak sah untuk

menjualnya dengan pembayaran png ditangguhkan (tidak tunai

atau dicicil). Begitu pula semua barang yang memiliki penjelasan

berupa menunjukkan adanya keperluan membayar sesuafu yang

harus segera dibq/arkan. DiqTaratkan dalam meniual suafu barang

dengan pembayaran harga 5ang ditangguhkan, hendaknya waktu

atau tempo pembayaran itu Udak berlangsung lama, atau tidak

sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Apabila tidak demikian,

maka penjualannya tidak sah dan tidak bisa dilakukan.

Sedangkan pendapat madzhab ulama Malikiyah tentang

beragam hal yang berkaitan dengan pemberian kuasa dalam jual

beli adalah sebagai berikut:

Pertama: Apabila pemberi uat{alah memberi kuasa kepada

sang wakil untuk menjtnlkan sesuatu 5nng sudah ditenfukan sifat-

sifatnya, dimana di dalam akad pernberian kuasa ifu, pemberi

vrakalah tidak rnenjelaskan bahwa dia memberi kuasa kepada sang

wakil untuk menagih (menerima uang pembayaran) harga barang

tersebut -jika adat dan kebiasaan 5nng berlaku di dalam hal

tersebut udak membolehkan sang uakil menagih (uang

pembayaran) harga suafu barang- maka tidak sah dia menagihnya.
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Apabila pembeli menyerahkan uang untuk pembayaran harga
barang tersebut kepada sang wakil, maka dengan adanya
penyerahan tnng pembayaran atas barang itu kepada pemberi
rnl<alah, hal itu tidak membebaskan sang wakil dari tanggung
jatrrabnya. Pemberi u)akalah berhak meminta pembeli unhrk
membayar atau menyerahkan (uang pembayaran atas) harga
barang tersebut.

Sedangkan apabila menurut adat dan kebiasaan !,ang
berlaku, bahua sang u,akil yang berwenang menjuar barang
p,emberi .tnkalahjuga berwenang untuk menagihnya, maka arkup
ditetapkan bahr,ra dia adalah sang unkil yang hanya bertugas
menjual barang pemberi unltalah saja dan bukan yang lainnya.
Ketika hal ifu sudah menjadi ketetapan baginya, maka dia harus
menagih uang pembayamn atas harga barang tersebut. Apabila
sang wakilnya zudah rnanyerahkan barang ihr dan pembeli belum
menagihnya, maka sang wakillah !,ang menanggung pembayaran
harga barang tersebut.

sementara apabila adat dan kebiasaan 5nng berraku tidak
menetapkan bahwa, sang uakilnya boleh atau tidak boleh menagih
uang pembayaran atas harga barang tersebut, maka sang wakil
harus menagihnya sekalipun hal itu tidak ditetapkan kepadanln
pada saat pemberian kuasa, tetapi ifu merupakan rangkaian dari
proses penjualan atau jual beli. Ifu sernua juga berlaku apabila
pemberi wakalah memberi kuasa unfuk membeli suahr barang
yang sudah ditentukan sifat-sifatnya sebagaimana yang telah
sebutkan.

Apabila pemberi qnkalah memberi kuasa kepada sang
wakil unfuk menjual bertagai jenis barang, maka dia pun berhak
menagih uang pembayaran harga barang tersebut dalam keadaan
bagaimana pun. Apabila dia mendapat kuasa dari pemberi
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wakalah untuk menibeli suafu barang, lalu dia membelinya, tetapi

sang wakil menetapkan syarat kepada penjual, bahwa dia bukan

orang yang berka,vajiban membayar harga barang yang dia beli

itu, narnun yang berkaraiiban membayamya adalah pemberi

wakalah (maksudnya peniual harus menagih uang pembayaran

atas harga barang tersebut kepada pemberi wakalah bukan

kepadanya), maka dalam keadaan seperti itu, fidak sah bagi sang

wakil unhrk menagih hurgu barang Srang dia beli untuk pemberi

r4nl{alah.

Sementara apabila sang u,akil membeli suatu barang

dengan tidak ditAapkan syrarat, bahwa dia harus terbebas dari

tanggung jawabnya membaSrar hatga bamng tersebut, maka sang

wakil pun harus menagih barang tersebut dan dia yang

berka,vajiban membaYar hatgat la.

Kedua: Apabila pemberi wnlrakh mernberi kuasa kepada

sang wakil dengan pernberian kuasa yang fidak penuh untuk

membelikannya suatu barang 5nng tidak ditentukan sifat-sifahnya, -

seperti dia mengatakan, "Belikan unfuldm seekor unta," lalu sang

wakil membelikannya, kernudian pemberi rtahlah menemukan

cacat pada unta tersebut Snng tidak diketahui oleh sang wakil pada

saat membeli-, maka sang unkil harus mengembalikan unta yang

cacat itu kepada pemilikn5ra, baik cacat ifu tersembunyi (tidak

terlihat) maupun terlihat. Sdangkan apabila pada saat membeli

unta, sang wakil mengetahui cacatrya, maka dia tidak boleh

mengembalikannya dan harus mengganti kerugian pemberi

wakalah, kecuali apabila pemberi walalah rela atas cacat Srang ada

pada qnta tersebut. l-alu apabila pemberi qnkalah menenhrkan

sifat-sifat suatu barang dan mengatakan, "Belikarr untuldnr unta

Fulan," lalu dia pun menrbelikannya dan menemukan cacat

padanya, maka \ /aldl udak harus mengembalikannya, dia hanya
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berkewajiban memberitahukannya kepada pemberi wakatah.

Namun, apabila sang wakil ingin mengembalikannya, maka dia
boleh mengembalikannya. Apabila dia ingin menerimanya, maka
dia pun boleh menerimanya. Apabila sang wakil diberi kuasa
penuh oleh pemberi wakalah untuk mengembalikannya
walaupun pemberi wakalah telah menentukan sifat-sifatnya-,
maka sang wakil boleh mengembalikannya dan juga boleh
menerimanya. Apabila cacat itu sedikit, maka menumt kebiasaan
yang berlaku itu bisa ditolelir dan di dalam pembelian itu
adakalanya mengunfungkan atau bermanfaat bagi pemberi
wakalah. Contohnya, apabila sang wakil membelikannya seekor
unta yang ekomya putus akan tetapi harganya murah, maka tidak
ada khi5nrbagi sang wakil.

Ketiga: Apabila pemberi wakalah memberikan kuasa

kepada sang wakil dengan pemberian kuasa yang tidak penuh,

unfuk menjual barang miliknya, lalu dia menjualnya kepada orang
lain kemudian terlihat ada cacat pada barang tersebut, maka
pembeli bisa mengembalikannya kepada sang wakil selama
pembeli itu tdak mengetahui bahwa orang tersebut adalah seorang
wakil atau dia mengambil sumpah (dia disumpah) bahwa dirinya
adalah seorang sang wakil, dimana dalam keadaan seperti ifu,
maka pembeli dapat mengembalikan barang yang cacat ifu kepada
pemberi unkalah.

Sementara apabila orang tersebut merupakan wakil yang

diberi kuasa penuh, maka pembeli boleh mengembalikan barang

Snng cacat kepadanya atau kepada pemberi wal<alah.

Keempat: Apabila pemberi qnl<akh memberi kuasa kepada
sang wakil untuk membeli stratu barang, maka dia berkalajiban
untuk membeli barang yang pantas untuknya. Apabila pemberi
unlahh berkata kepadanya, "Belikan aku jubbah yang ditenr.n
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dari bulu domba, maka dia harus membelikan ienis mantel yang

sesuai dengan permintaannya selama pemberi wakalah tidak

menentukan harga kepadanya. Misalnya, pemberi wakalah

mengatakan kepadanya, "Belikan aku iubbah dengan harga

sekian." Maka apabila dia sudah menentukan harganya, sebagian

dari para ulama ada yang berpendapat bahwa sang wakil harus

membelikann5n dengan harga png ditentukan olehnya, sekalipun

mantel itu tdak sesuai dengan keadaannya. Sebagian ulama yang

lain berpendapat bahwa sang wakil harus membelikan mantel yang

sesuai dengan permintaannln.

Kelima: Apabila penrberi wkalah memberi kuasa kepada

sang wakil unfuk menjmlkan suahr barang, maka keadaanya tidak

lepas, baik dia menenfukan harga barang yang ingln dia iual

ataupr-rn dia Udak menenfukannya. Apabila pemberi owftalah

menenfukan harganla, lalu sang unkil rnenjualnya dengan harga

yang larrang dari harga png ditentukan oleh pembei wal<akh,

maka pemberi vakakh berhak khigr antara melanjutkan

penjualan dan mengembalikannya- Apabila dia melanjutkan

penjtralan ihr, maka dia berhak mengambil uang pembayaran atas

harga barang yang sang wakil itnl. Apabiia dia mengembalikannya,

maka dia berhak mengambil barangnya, iika barangnya itu

berharga. Sedangkan apabila barang itu hilang (uput darinya),

maka sang unkil harus membaSar keln[angan harga dari harga

yang telah dia sebutkan. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada

perbedaan antara keadaan selisih harganya ifu sedikit atau banyak.

Apabila pemberi wal<akh tidak menentukan harga barang

yang dia iual, lalu apabila dia meniualnya kurang dari harga

pasamn -jika sisa kekr.rangan dari harga itu sedikit maka menurut

kebiasaan ihr mungkin terladi llang sama atau sebanding dengan

5/70 atau lebih sedikit darinya-, maka penjualan itu sah dan dapat
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dilakukan dan pemben'unkalah tidak memilik hak untuk khiyar.
sedangkan apabila sisa harga itu lebih dari 5/10, maka pemberi
wakalah berhak khiyar antara menolak penjualan itu atau
melanjutkannya berdasarkan pendapat yang telah disebutkan pada
pembahasan sebelumnya.

Keenam: Apabila pemberi wakalah memberi kuasa kepada
sang wakil unfuk membelikan suafu barang -maka keadaannya
tidak lepas dari baik dia menenfukan atau tidak menenfukan harga
barang yang dia beli, maka apabila dia tdak menentukan
harganya, sehingga benfuk pemberian kuasa unfuk pemberian
barang seperti itu, sama dengan benfuk pemberian kuasa unfuk
menjualnya, yaitu apabila dia membeli dengan harga yang lebih
dari harga pasaran -jika tambahan harga ifu sedikit-, maka tidak
ada khiyar bagi pemberi wakalah. Namun, apabila tambahan
harganya banyak, maka pemberi wat<alahberhak unhrk khiyar.

Sementara apabila pemberi onkalah menenfukan harga
barang yang ingin dia beli, maka dalam keadaan seperti ifu dia
berhak membelinya dengan memberi sedikit tambahan harga dan
hal itu berbeda dengan keadaan ketika menjualnya. Lalu apabila
pemberi wakalah memberi kuasa kepada sang wakil unfuk
membelikannya seekor kuda dengan harga 200 junaih, misalnya,
lalu dia membelinya dengan memberi tambahan 10 junaih, maka
pemberi wakalah tidak berhak khiyar unhrk menerimanln atau
menolaknya. sebab, 7o junaih itu adalah 1/1,0 dari 200 dirham.
Namun apabila sang wakil membelinya dengan memberi tambahan
20 junaih misalnya, maka pemberi utakalah berhak l<hi5nruntuk
melanjutkan pembelian dan menolaknya. Yang dimaksud dengan
pengembalian sang wakil dalam benhrk pemberian kuasa seperti
itu adalah, bahwa sang wakil berka,vajiban unfuk mengembalikan
barang tersebut selama dia tidak mensyaratkan l<hiyar. Akan tetapi
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untuk melanjutkan pembelian, disyaratkan sang wakil membelinya

dengan akad salam, ini jika sang wakil telah menyerahkan uang

hrnai untuk mengambil gandum dua bulan setelah uang ihr

diberikan kepada penjual, maka pemberi unkalah tidak berhak

untuk rela terhadap hal itu dalam keadaan di mana sang wakil

melakukan pelanggaran, bahkan dia harus menolaknya.

Hal itu disebabkan semata-mata karena sang wakil

melanggar ketenh.ran yang diberikan pemberi wakalah, maka

harga ihr meniadi utang yang ada dalam tanggungan sang unkil.

Apabila pemberi wakalah membolehkan pembelian tersebut, maka

kamjiban sang wakil adalah membayar hatga barang 5rang dibeli

dengan aliald sakn dimana utang dirinf tdak ditagih, maka hal

tersebut menghanrskan batalnya (keurajiban membayar) utang di

dalam utang, dan ittr batal atau tdak sah. Gambaran pemberian

kgasa seperti itg iuga menghanrskan unhrk meniual makanan

sebelum menerimanya. Hal ifu dikarenakan pembayaran harga

gandum hanrs dibayar oleh sang u/akil disebabkan dia melanggar

ketentuan pemberi wakalah. Apabila pemberi qnkalal, rela

terhadap hal itu (pembelian dengan al6|J salad; maka sang uakil

telah menjual gandum itu kepada pemberi wakalah sebelum

gandum itu dapat diterima, dan ihr juga batal.

Kefujuh: Apabila pemberi wtakatah memberi lilasa kepada

sang wakil unhrk membeli sesuaht dari pasar tertentu dan di wakhr

tertentu, lalu sang wakil melanggar ketentuannya, dan membelinya

dari pasar yang lain, -jika harga barang-barang itu berteda

sehubungan dengan perbedaan pasar dan waktu- maka pemberi

wakalah berhak klripr untuk menerima dan menolaknya.

Sedangkan apabila tidak ada perbedaan harga, maka tidak acia

khiyarbagipemberi wakakhuntuk menerima atau menolaknya.
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Kedelapan: Apabila pemberi wakalah memberi kuasa
kepada sang wakil unfuk menjual barang-barang atau komoditas
ribawi dengan harga pasaran, seperti pemberi wakalah katakan
kepada sang wakil, "Juallah gandum ini dengan kacang," lalu sang
wakil melanggar ketentuannya atau apa yang diperintahkan
pemberi wakalah dan dia menjualnya dengan beras misalnya,
maka pemberi wakalah berhak khiya, unfuk membolehkan atau
menolaknya dengan dua syarat:

Syarat Pertama: Pembeli tidak mengerti atau mengetahui
bahwa wakil telah melanggar perintah pemberi ulakatah ketika
pemberi wakalah menwruhnln untuk menjual (menukar) gandum
dengan kacang -jika pembeli mengetahui hal tersebut- maka sejak
awal akad penjualan itu batal atau tidak sah. Hal itu dikarenakan
dia telah lancang melakukan pelanggaran padahal dia tahu bahwa
dia bisa melakukannya dengan baik atau tidak bisa melakukannya
dengan baik. Dan apa yang dilakukannya ifu dapat merusak
penjualan barang atau komoditas ribawi. sebab, hal tersebut
termasuk ke dalam khi5nrdan hal itulah yang menjadikannya tidak
sah.

Oleh karena itu, ada ulama yang mengatakan, *Kalian

membolehl<an khgnr bagi pembei ortakalah untuk membolehkan
penjualan itu atau menolakn5n ketika sang wakil melakukan
pelanggaran dalam jual beli komoditas ribawi.

Jawaban unfuk hal di atas, bahwa pada dasamya khiwritu
tidak disyaratkan, akan tetapi ldriyu, itu merupakan khi5tar hukmi
dimana hukum diberlakukan baginya, yaifu berupa pelanggaran
yang dilakukan oleh sang u/akil. sementara khijnr yang batar
adalah lhisnr yang ditetapkan dengan syarat sejak awal akad
diadakan. seolah-olah khgar ifu disyaratkan atau sang wakil
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mengetahui persyaratan tersebut, sebagaimana yang terdapat pada

benfuk pemberian kuasa yang pertama.

Gandum atau komoditas ribawi lainnya termasuk jenis-jenis

dimana riba fadht diharamkan, seperti yang telah dibahas dalam

pembahasan riba. Yaitu setiap jenis makanan pokok yang

disimpan seperti gandum, jewawut, beras dan lain sebagainya,

begitu pula pada emas, atau Perak-

Syarat Kedua: Sang wakil atau pembeli batang itu tidak

berkalajiban membayar kekurangan harga barang lrang

disebutkan pemberi wakalah unfuk menjual barang ifu. Misal4n,

pemberi wakatah mengatakan kepada sang wakil, "Juallah barang

ini dengan harga 20 dirham," lalu dia menjualnya dengan harga

15 dirham. Kemudian pemberi owl<alah diharuskan membaSnr

kekurangan harga, yaihr 5 dirham. Dalam keadaan seperti ihr,

pemberi wakalah tidak berhak melakukan khigr. Hal itu berlalne

apabila pemberi wakatahmenghanrskan sang wakil unfuk memberi

tambahan harga barang pada saat dia memberi kuasa kepadanSn

unhrk membeli barang tersebut. Misalnya, pemberi vnkalah

berkata kepadanya, "Belikan sqatu barang untuldm dengan harga

10 dirham," lalu sang wakil membelinya dengan harga 15 dirham.

Kemudian pemberi ulal<atah mengharuskan sang wakil untuk

membayar kekurangannya, yaitu 5 dirham, maka dalam keadaan

seperti itu, fidak khiyarbagr pemberi wnl<alah'

sembilan: sang wakil tidak diperbolehkan membeli suatu

barang yang dikuasakan kepadanya untuk dijual walaupun pemberi

unkakh menentukan harga barang yang dia iual, karena bisa saja

dia membeli barang ihr kepada orang lain dengan harga yang lebih

mahal dari harga yang ditentukan oleh pemben wakalah. Namun,

dia diperboletrkan membeli barang itur apabila pemberi wakalah

membolehkan sang wakil melakukan hal tersebut. Atau keinginan
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para pembeli terhadap barang ifu sudah mentok sampai harga
tertentu. sebagaimana hal itu terjadi apabila dia
memperlihatkannya atau menawarkannya ke toko-toko yang ada
di pasar yang menjualnya dan para pembeli malah
meninggalkannya.

Sang wakil juga tidak diperbolehkan menjual barang itu
kepada orang yang ada di bawah wewenangnya, seperti orang
yang dilarang unfuk membelanjakan harta karena masih kecil,
bodoh, gila atau hamba sahaya. Sang wakil tidak diperbolehkan
menjual kepada anaknya yang masih kecil atau sudah besar dan
orang gila, atau yang lainnya. Hal ifu dikarenakan sang wakir
merupakan orang yang berwenang unfuk membelinya, yang
seolah-olah dia menjual barang pemberi wakatah kepada dirinya
sendiri.

Namun bila sang wakil menjual kepada istri atau anaknya
yang sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, maka dia
bisa menjual barang ifu kepada mereka dengan syarat dia tidak
mengkhususkan penjualannya. Apabila dia mengkhususkan
penjualan barang ifu kepada keduanya dengan menjual kepada
mereka yang seharusnya seharga 10 dirham, dia jual dengan harga
5 dirham, sebab sisa kekurangan harga itu menjadi kerugian bagi
pemberi wakalah. Pengkhususan ifu dianggap berlaku dimulai dari
waktu penjualan. Apabila harga barang itu 5 dirham dan dia
menjualnya kepada keduanya (istri dan anak sang wakil) dengan
harga 5 dirham, kemudian harganya naik menjadi 10 dirham dan
diketahui oleh pemberi wakalah, maka pemberi u/akatah tidak
berhak meminta kekurangan dari harga barang tersebut.

Sedangkan pendapat Imam Ahmad dan pengikutrya
tentang hal-halyang berkaitan dengan pemberian kuasa dalam jual
beli adalah sebagai berikut:
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Pertama: Sang wakil udak diperbolehkan menjual barang

pemberi wakalah kepada dirinya sendiri, karena menurut

kebiasaan yang berlaku dalam penjualan, bahwa dia harus menjual

barang itu kepada orang lain. Sedangkan pemberian kuasa ihr

dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Tidak sah pula

menjual barang ifu kepada anak, ayah atau isfui dan semua orang

yang kesaksiannya tidak diterima, sebab menjualnya kepada

mereka dapat menimbulkan fitnah dan fuduhan, sama seperti

fimah atau tuduhan manakala sang wakil menjual barang ifu

kepada dirinya sendiri.

Kedua, Sang wakil udak diperbolehkan menjual barang

pemberi wakalah dengan mata uang selain dinar dan dirham, atau

dergan pembayaran Sang ditangguhkan, atau dengan uang yang

tidak digLmakan di daerah atau tempat dia menjual barang

tersebut, kecuali apabila pemberi wakalah rnembolehkannya.

Apabila keduanya (pemberi vnkalah dan sang wakil) berselisih

paham tentang izin kebolehan unfuk melakukan penjualan

tersebut, maka lrang dip"gatg adalah perkataan sang wakil.

Sedangkan apabila keduanya berselisih paharn daiam pelaksanaan

sesuafu yang dikuasakan, misalnya, apabila sang wakil mengatakan

kepada pemberi vrakalah, "Engkau telah menyuruhku unhrk

menjual barang ini" pemberi wakalah berkata, "Aku hanya

men5rumhmu untuk menggadaikan barang itu saja," maka

perkataan yang dipegang adalah perkataan pemberi wakalah."

Ketiga: Apabila pemberi wakalah menentukan harga

barang itu kepada sang wakil, maka dia harus mengikuti

perintahnya. Apabila sang wakil menjual barang itu dengan harga

yang kurang dari harga yang sudah ditentukan oleh pemberi

wat<alah kepadanya, maka penjualan yang dilakukannya itu sah.

Akan tetapi, dia berkewajiban mernbayar harga yang sudah

t
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ditentukan pemberi wakalah kepadanya. Begifu pula, apabila
pemberi wakalah tidak menentukan harganya, tetapi dia menjual
barang ifu kurang dari harga pasaran, maka dia harus membayar
harga barang itu sesuai dengan harga pasaran.

Hal yang sama juga berlaku apabila sang wakil membeli
barang itu dengan harga yang lebih mahal dari harga yang
ditentukan oleh pembert wakalah kepadanya, atau lebih mahal dari
harga pasaran, maka penjualan dan pembelian seperti ifu sah.

Akan tetapi, dia diharuskan membayar harga barang itu. Apabila
dia menjual barang itu dengan harga yang lebih mahal dari harga
yang ditentukan oleh pemberi unkalah kepadanya, maka
penjualan seperti itu sah, dan ditolelir di dalam jual beli, bilamana
dia memberi sedikit tambahan atau mengurangi sedikit dari harga
yang semestinya.

Sementara apabila dia melakukan tipuan dalam
penjualannya itu, yaifu perkara yang tidak ada di antara para
pedagang, dimana sang wakil mengira-ngira standar maksimal
yang berlaku unfuk penambahan atau pengurangan harga adalah
dua puluh persen, maka dia ditolelir dan sang wakil berkewajiban
untuk membayamya.

Keempat: Apabila pemberi wakalah berkata kepada sang
wakil, "Belikan aku suatu barang dengan pembayaran harga
funai," lalu dia membelinya dengan pembayaran harga yang
ditangguhkan, maka pembelian itu sah. Atau pemberi urakatah
berkata kepada sang wakil, "Juallah barang ini dengan
pembayaran yang ditangguhkan," lalu dia menjualnya dengan
pembayaran harga secara funai, maka penjualan ifu sah bilamana
tidak mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pemberi unkalah.
Sebab, dalam kondisi seperti itu, sang wakil telah melakukan
sesuafu hal yang memberikan keuntungan bagi pemberi wakalah.
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Sedangkan bilamana mengakibatkan kerugian bagi pemberi

wakalah, misalnya, dia mengatakan, "Juallah barang ini dengan

harga yang ditangguhkan," lalu dia menjualnya dengan

pembayaran harga secara tunai, kemudian ada orang zhalim yang

melarangnya atau dia tidak mampu menjaganya pada wakfu

sehingga barang ifu rusak atau H*g, maka apa yang

dilakukannya itu tidak sah dan tidak boleh dilakukan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa, penjualan yang

dilakukan sang wakil ih-r sah, tapi dia hanrs menanggung kerugian

sesuai dengan kadar kertrgiannya. Hal yang salna dengan ifu iuga

berlaku apabila pemberi unl<alah , "Belikan untukku

suafu barang dengan harga 10 dirham," lalu sang wakil darinya

membelinya dengan harga yang lebih mahal darinya karena ada

tempo unfuk melakukan pembayaran atas harga barang tersebut.

Kelima: Apabila sang r,rnkil membeli barang yang cacat dan

kecacatannya diketahui, maka dia diharuskan untuk membelinya

dan dia tidak berhak unhrk mengernbalikannya. Apabila pemberi

wakalah rela terhadap barang ihr meskipr-rn ada cacahya, maka

pembelian itu sah, karena barang ifu yang ingn dibeli oleh

pemberi wnkatah. Sedangkan apabila cacat pada barang itu tdak

diketahui oleh wakil, maka dia berhak untuk mengembalikannya

selama pemberi wal<alah tdak hadir sebelum sang wakil

mengembalikan barang tersebut. Namun, apabila pemberi wal<alah

hadir, maka wakil tidak berhak trntuk mengembalikan barang yang

rusak tersebut. Hal ifu dikarenakan yang berhak atas barang yang

rusak ihr adalah pernberi walekh. Sang wakil hanya menempati

posisinya sja. Apabila pemberi unkalah hadir pada saat

pembelian barang itu, maka dialah yang berhak melalmkan

pembelian barang ihr dan dia pula yang berhak membayar

harganya serta menerima barang tersebut, karena barang ifu milik

L-
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pemberi wakalah dan bukan milik sang wakil. Apabila pemberi
wakalah hadir saat pembelian barang ifu, maka dialah pemiliknya.

Keenam: Apabila pemberi wakalah memberikan kuasa
kepada sang wakil unfuk menjual barangnya, maka dia harus
menyerahkan barang ifu kepada orang yang membelinya, namun
sang wakil tidak boleh menerima uang pembayaran atas harganya,
kecuali dengan seizin dari pemberi ortakatah. sebab, terkadang
seseorang diberi kuasa hanya untuk menjual barangnya saja,
namun tidak dipercaya unfuk menerima uang pembayaran harga
barang tersebut. Apabila pemberi otnkalah tidak memberi sang
wakil izin secara jelas dan tegas, dia hanya memberi izin dengan
jaminan membuat keterangan yang menunjukkan bahwa dia
mendapat izin dari pemberi q/akalah unfuk menerima uang
pembayaran harga barang tersebut, maka apa yang dilakukannya
itu sah. Hal itu juga sama seperti apabila pemberi wakatah
memberi kuasa kepada sang wakil unfuk menjual seekor unta di
pasar umurn yang jauh dari tempat dimana sang wakil berada dan
pembeli tidak menentukan sifat unta yang dibeli ifu kepadanya,
maka hal tersebut tidak ada artinya selain pemberian izin untuk
menerima uang pembayaran harga unta tersebut. Apabila sang
wakil menjual barang itu dan dia menyerahkannya kepada
pembeli, namun dia tidak menerima uang pembayaran harga
barang tersebut, maka dia berkewajiban menanggung harganya.
sebab, dalam keadaan seperti ihr sang wakil merupakan orang

Sang gegabah.

Ketujuh: Apabila pemberi wakalah memberikan kuasa
kepada sang wakil unfuk membelikannya suatu barang, maka sang
wakil harus menyerahkan uang pembayaran harga barang
tersebut. lalu apabila penyerahan uang pembayaran harga barang
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itu terlambat tanpa ada alasan yang jelas, kemudian uang itu

hilang, maka dia berkewajiban menanggung uang tersebut.

Kedelapan: Apabila pemberi wakalah memberi kuasa

kepada sang wakil untuk membelikannya sesuafu, maka pemberi

wakalah harus menyebutkan jenis dan harganya. Apabila pemberi

wakalah berkata kepadanya, "Aku memberi kuasa kepadamu

untuk membelikan aku apa yang kamu suka (semaumu) atau

belikan aku suahr barang sesuai yang dengan kamu kehendaki,"

maka pemberian kuasa seperti itu tidak sah.

Kesembilan: Apabila pemberi wnkalahberkata kepada sang

wakil, "Jualah hartaku sesukamu," maka dia berhak unfuk menjual

seluruh hartanya.

AqrSyirazi g berkata: Apabila pemberi wal<alah

memberikan kuasa kepada sang wakil unfuk membayar

utang, maka dia hams mengangkat saksi unfuk
pembayaran utangnlp ifu, karena dia diperintahkan
untuk bersikap teliti dan hati-hati dalam melahsanakan
perintah pemberi unkalah. Di antara sikap telitinya
adalah, dia mengangkat saksi agar kewajiban membayar

utang itu fidak kembali kepadanya. Apabila sang wakil
mengaku telah membayar utang pemberi wakalah darr

orzrng yang berpiutang (kredifur) menolak
pengakuannya ifu, maka perkataan yang dipegang

adalah perkataan sang wakil tersebut, karena kredifur
bukan orang lpng dipercaya atas uang pembayaran

utang ifu, malra rrcapan atau perkataannya kepada

wakil tidak dapat diterima dalam hal pemba laran utang

tersebut. Ini sama seperti orang yang menerima wasiat
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apabila dia mengklaim bahwa dia telah menyerahkan
harta wasiat kepada anak kecil.

Lalu apakah wakil harus menjamin harta orang
yang memberinya kuasa? Hal kini harus ditinjau;
apabila sang wakil membayar utang pada saat pemberi
kuasa tidak hadir, lalu dia mengangkat dua orang saksi,
kemudian kedua saksi ifu meninggal dunia atau mereka
berlaku fasiq (tidak melakukan kesaksian dengan baik
atau sebenarnya), maka sang wakil tidak harus
menanggung utang tersebut, karena dia tidak lalai
dengan tugasnya (ia melaksanakan fugasnya dengan
baik karena dia telah mengangkat r"t ri-ruroi unfuk
melakukan pembayaran utang tersebut). Sedangkan
apabila dia tidak mengangkat saksi-saksi, maka dia
harus menanggung pembayaran utang ifu, karena dia
lalai dalam melaksanakan fugasnya.

Apabila dia hanya mengangkat satu saksi saja,
maka di sini ada dua pendapat ulama fikh Asy-syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang wakil tidak harus
menanggung pembayaran utang tersebut, karena
seorang saksi yang disumpah ifu merupakan bukti
(hidup).

Perxdapat Kedua: S*g wakil harus menanggung
utang tersebut, karena dia telah lalai dalam rnelakukan
fugasnya. S*g wakil hanya memberikan bukfi yang
diperselisihkan oleh para ulama (yaitu mengangkat safu
orang saksi). Namun, apabila pembayaran utang ifu
dihadiri oleh pemberi wakalah dan dia juga mengangkat
safu saksi, maka dia tidak ,harus menanggungnya.
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[^alu apabila sang wakil tidak mengangkat saksi-

saksi, maka ada dua pendapat para ulama fikih As!r-

Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang wakil fidak harus
menanggungnVa, karena yang lalai adalah pemberi
wakalah. Pemberi unkalah sendiri hadir pada saat
pembapran utang ifu, akan tetapi mengabaikan
kehadiran para salsi.

Pendapat Kedrn: Sut g wakil hanrs

menanggungnln, karena dia tidak mengangkat para

salsi. Oleh karena ifu, sang wakil ditetapkan sebagai

orang harus menanggung pembagnran utang tersebut,

dimana keputusan hukum yang iahrh kepadaqp fidak
menjadi gugur ahu batal lantaran hadirnya pemberi

wakalah- Hat itu sauur seperti apabila sang wakil
merusak atau menghilangkan harta pemberi urdkalah
padahal pemberi wlalah sendiri hadir di hadapannya.

Apabila pemberi wal<alah memberikan kuasa

kepada sang unldt untuk rnenitipkan hartaryn pada

seseoftmg, maka apakah dia harus mengangkat para

saksi ketika menitipkan harta pemberi wakalah pada

orang tersebut? Dalam masalah ini ada dua pendapat

ulama fildh Aqr$nfi'i:
Pendapat Pertama: Sang wakil harus mengangkat

para salsi karena dirinlp dikhawatirkan melakukan

kebohongan, sehingga dia harus mengangkat beberapa

orang saksi-

Pendapat Kedua: Sang wakil fidak harus

mengangkat par.r sal$i, karena yang dianggap adalah
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perkataan orang yang dititipi harta itu pada saat
mengembalikan atau harta tersebut rusak. oleh karena
itu, tidak ada manfaatnya unfuk mengangkat para saksi.

Lalu apabila pemberi wakarah memberi kuasa
kepada sang wakil unfuk menitipkan hartanya, lalu
wakil itu mengklairn bahwa dia telah menitipkannya
pada seseor.rng dan orang yang dititipi ifu menyangkal
bahwa sang wakil telah menitipkan harta orang yang
memberinya kuasa, maka perkataan wakil kepada 

"iu"lyang dititipi ifu tidak dianggap, karena orang yang
dititipi itu tidak mempercayainya, maka perkataan sang
wakil kepadanya itu tidak dapat diterima.

Seperti halnya apabila or.rng yang menerima
wasiat mengklaim bahwa dia telah menyerahkan harta
kepada anak yatim- Lalu apakah wakil harus
menanggungnya? Disini harus ditinjau terlebih dahulu;
apabila dia mengangkat saksi, kemudian para saksi ifu
meninggal dunia atau mereka berlaku fasiq (tidak
melakukan kesaksian dengan baik dan benar), maka
sang wakil tidak harus menanggungnya, karena dia
tidak lengah dalam melaksanakan t,gasnya. Apabila
sang wakil tidak mengangkat para saksi -jika kita
berpendapat bahwa sang wakil harus mengangkat para
saksi-, maka sang wakil harus menangg,ngnya, karena
dia telah lalai dalam melaksanakan fugasnya. Apabila
kami katakan, bahwa dia tidak harus mengangkai para
saksi, maka dia tidak harus menanggungnya, karena dia
tidak lalai dalam melaksanakan tugasryn.
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Penielasan:

Al Muzani berkata, "Apabila pemberi wakalah meny:nrh

sang wakil untuk menyerahkan atau membayar harta (uang)

kepada seseorang, lalu sang wakil mengklaim sudah menyerahkan

uang itu kepadanya, maka ldaimnya itu tidak dapat diterima

kecuali dia menyertakan bukti atas klaimnya tersebut."

Menurutku (Al Muthi'i): Gambaran hal itu akan menjadi

jelas pada seseoftmg yang menyunrh wakilnya unfuk menyerahkan

uang kepada seseorang, lalu sang wakil mengldaim bahrrra dia

telah menyeratrkan gang tersebut kepada dan orang ifu menolak

bahwa dia sudah menerima rrang dari sang wakil. Keadaan hana

atau uang tersebut tidak lepas dari empat kondisi,

Kondisi Pqtama: Hendaknya benrpa otang yang ada dalam

tanggrrngan pemberi utakakh (merupakan kewajibannSa)' Maka,

perkataan sang unkil tentang penyerahan uang itu, tidak dapat

diterima. IGrena di saat pemberi rilakalah mengklaim bahwa dia

sudah mernbalnr utang tersebut, maka klaimnSn tidak dapat

diterima, maka begihr juga ldaim wakilnya bahwa dia telah

menyerahkan uang ihr, yang tentu lebih utama untuk tidak

diterima. Orang yang berpiutang tetap pada haknya unhrk

menunfut pemberi qrakakh membayar utangnya. Orang 5nng

berpiutang tidak berhak mentrnfut sang wakil untuk memba5rar

utangnya.

Tentang diterimanp klaim sang wakil yang ditr-rjukan

kepada pemberi wal<alah, maka ifu tidak lepas dari kondisi

pemberi mlahh yang membenarkan atau menganggap bohong

bahwa dia sudah menyerahkan atau membayamya. Apabila dia

menganggap bohong klaim sang wakil, bahwa dirinya sudah
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menyerahkan atau membayamya, maka klaim itu tidak dapat
diterima dan sang wakil menjadi orang yang menanggung utang
tersebut -sekalipun dia dipercaya dengan perkataannya itu- tidak
dapat diterima membayarkan utang kepada orang lain. Bukankah
anda tahu, bahwa orang yang menerima wasiat adalah orang
kepercayaan pemberi wasiat? Klaimnya kepada anak yatim bahwa
dia sudah menyerahkan hartanya juga tidak dapat diterima, karena
sang wakil rnengklaim bahwa dia sudah menyerahkan harta
kepada orang yang tidak dia percayai. Karena ifulah, Allah
memerintahkan kepadanya untuk mengangkat saksi ketika dia
menyerahkan harta kepada anak yatim dengan firman-Nya,

'Kemudian apabila karnu menyerahkan harb kepda mereka,
maka hendaHah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan ifu)
bagi mereka." (Qs. An-Nisaa' I4lt 6]l.

Hal itu dikarenakan mereka (hanya) mempercayai orang-
orang selain anak-anak yatim.

Allah & irsu berfirman tentang orang-orang yang bukan
termasuk penerima wasiat,

#1 iifr t;3(,s fi ;!$ L#. #'6 i.,g
e-5-,,L13i1533i,{,, i5.11

"Alan tetapi apabila sebagian l<amu mempercalai sebagian
yang lain, maka hendaklah yang dipercayai ifu menunaikan
atnanabzya (ubnsntn) dan hendaktah dia bertakwa kepada Alah

Wbl*LlE;dt#-"r,t,

414 1l et Aoi*u'SyarahAl Muhadzdzab



Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan

."(Qs. Al Baqarah l2lz 283],'

Allah memerintahkannya unh.rk menunaikan amanat

kepada orang yang diberi amanat tanpa dihadiri para saksi, karena

klaimnya dalam penyerahan harta itu diterima. Allah

memerintahkan orang-orang yang menerima wasiat unfuk

mengangkat para saksi, karena klaim mereka dalam penyerahan

harta tidak dapat diterima. Apabila sudah ditetapkan bahwa klaim

orang yang menerima wasiat itu tidak diterima dalam penyerahan

harta anak yatim, sekalipgn dia adalah orang yang diberi amanah

atau orang yang dipercaya, karena kepercayaan itu dari pihak lain

atau dari orang yang memberi amanah kepadanya, maka begihr

pula dengan klaim wakil tidak diterima dalam penyerahan harta

kepada selain orang yang memberi kuasa kepadanp, sekalipun

dia adalah orang yang dipercaya, karena dia menyemhkan harta

ifu bukan kepada orang yang memberinya amanah atau

keperca5raan tersebut. Atau tidak ada perbedaan antara orang

yang memberi amanah ih.r adalah orang yang memberi wasiat yang

telah meninggal dunia dengan orang yang memberi kuasa yang

masih hidup.

Apabila pemberi kuasa ihr percaya kepada sang wakil untuk

menyerahkan hartanya, maka keadaan pemberi qnkalah itu tdak

lepas dari keadaannya yang ikut hadir atau dia tidak hadir pada

saat penyerahan uang tersebut. Apabila pemberi unkalah ndak

hadir, maka sang wakil yang bertanggung iawab meskipun ada

kepercayaan yang diberikan pemberi .4nkalah. sebagaimana

halnya sang wakil juga bertanggung jawab meskiptrn dengan

adanya anggapan bohong atau ketidakpercayaan kepadanya dari

pemberi r4nkatah. Sebab, sekalipun dia dipercaya oleh pemberi

unkatah unhrk menyerahkan hartanya kepada orang lain, akan
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tetapi dia telah lalai dalam melaksanakan tugasnya karena dia tidak
mengangkat saksi dan dikarenakan perintah pemberi wal<atah
untuk menyerahkan uang ifu menunfut penyerahan melalui dua
tangannya, lantaran adanya permintaan tersebut. Hal ifu udak
terjadi dengan adanya kebolehan menolak atau menganggap
bohong kecuali dengan mengangkat para saksi unfuk itu. oleh
karena ifu, salsi perangkat penunjang proses
penyerahan uang kepada oftmg lain. Di samping menyebutkan
tentang pengangkatan salsi, alnt di atas juga menyebutkan dan
menerangkan tentiang pemberian kepercayaan, pemberitahuan
(pemptaan), dan perrulisan dokumen (akte, piagam) dengan
adanya tanda tangan dari orang lnng menerima harta tersebut.
sebab, kebiasaan yang berlakr di zaman kita sekarang ini,
merajalelanya kerusakan, penghalalan terhadap sesuatu yang
diharamkan, dan sulikrya mencari orang-orang yang bisa
dipercaya, kesnli dengan membuat perjanjian tertulis (Mou),
sehingga menganggap semua unsur di atas sebagai barang bukti,
dimana dia tidak lalai dalam melakukan tugas ifu, png juga
menjadi penunjang di dalam pelaksanakan proses penyerahan
harta ifu dengan cara lnng baik dan benar.oleh karena ifu, wakil
yang tidak mengangkat para saksi ketika menyemhktrn harta
kepada seseorang berarti dia adalah orang yang ralai dalam
melaksanakan fugasn1ra, sehingga dia harus menanggungnVa,
sarna seperti dia menanggung perbuatan jahat yang dilakukann5n:

Apabila sang urakil hadir unhrk menyaksikan penyerahan
harta yang dilakukan oleh wakilnya, maka tentang kauajiban wakil
unfuk menanggung uang tersebut, maka di sini ada dua pendapat
ulama fikih Aqrsyafi'i:

Salah satunya: Sang wakil tidak mempunlni ka,rnjiban
unfuk menanggungnlra dan para saksi juga tdak harus
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menanggungnya. Sebab, apabila pemberi wakalah hadir (pada saat

penyerahan harta ifu, cukup dia sendiri yang menjadi saksinya,

karena apa yang menjadi persyaratan di dalam penyerahan harta

dengan tidak dihadiri pernberi wakalah itu sama dengan apa yang

menjadi syarat pernyerahan harta dengan dihadiri olehnya. Dan

bukan merupakan kesepakatan hadirnya pemberi wakalah ketika

penyerahan harta ifu menggugurkan perjanjian antara pemberi

wakatah dengan wakilnya, artinya bahwa kehadiran pemberi

wakalah saat penyerahan harta, tidak membatalkan perjanjian

antara pemberi wakalahdengan wakilnya.

Ksndisi Kedtn: Hendaknya apa yang diserahkannya itu

berupa harta yang dijamin ada di tangan pemberi wakalah, seperti

harta prnjarnan atau hasil rampasan. Apabila sang wakil yang

diperintahkan unfuk rnenyerahkan harta, menyatakan bahwa dia

telah menyerahkan harta itu kepada pemiliknya, lalu pemilik harta

ifu menyangkal, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan

pemilik harta disertai sumpahnya. Dan perkataan sang wakil

diterima berdasarkan salah satu dari keduanya pada saat

penyerahan harta. Pemilik harta pinjaman dan hasil rampasan

hendaknya mengembalikan kepada orang yang dia kehendaki,

baik pemberi wakalah atau wakilnya. Berbeda dengan utang,

dimana orang yang berpiutang itu tidak boleh mengembalikannya

kepada sang wakil. Sebab, pada saat membayar utang, sang wakil

bukanlah orang yang berhak atas harta milik orang yang berutang.

Dimana sudah menjadi ketetapan hukum, bahwa di dalam AnWh

dan hasil rampasan perang wakil wajib menanggungnya sama

seperti pemberi unkalah.

Apabila pemilik harta pinjaman ihr mengernbalikan uang

kepada pemberi wal<alah, maka pemberi unl<alah hanrs
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mengembalikannya kepada sang wakil apabila dia tidak menaruh
kepercayaan kepadanla unfuk menyerahkanryra.

Apabila pemberi wakalah menaruh kepercayaan kepadanya
untuk menyerahkan uang itu, dan pemberi wakatah tidak hadir
saat penyerahan itu, maka dia juga mengembalikan hal itu kepada
sang wakil. Apabila dia hadir pada saat penyerahan, maka dia
harus melakukan salah safu dari dua pendapat yang telah kami
sebutkan. Apabila pemitk harta pinjaman itu mengembalikan uang
pinjaman itu kepada wakil, maka sang wakil tidak boleh
mengembalikannSra kepada pemberi tual<alah, sekalipun dia tidak
mempercayainla, cian dia tdak hadir pada saat penyerahan (uang)

tersebut.

lalu apakah ua'g itu harus dikernbalikan kepada pemberi
wakalah apabila dia hadir pada saat penyerahan uang tersebut? Di
dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Kondisi Ketiga: HendaknSa tnng itu merupakan titipan di
tangan pemberi u/akalall Keadaan pernilik barang titipan ifu udak
lepas dari salah safu di antara dua hal, yaifu bisa jadi pemilik
barang titipan ifu telah memberi izin kepada orang yang dititipi
barang (pemberi unl{alah untuk memberi kuasa kepada wakilnya
di saat mengembalikan barang titipan tersebut atau juga bisa jadi
pemilik barang titipan tidak memberi izin (fidak membolehkannya)
memberi kuasa kepada orang lain unfuk mengembalikannya.
Apabila dia tidak memberi izin orang png dititipi barang memberi
kuasa kepada orang lain unfuk mengembalikan barang titipannya
ifu, maka perkataan sang wakil ketika dia mengembalikan barang
titipan tersebut, yaifu bahwa dia telah mendapat kuasa unfuk
mengembalikann5ra, tidaklah dapat diterima. orang yang dititipi
barang itulah yang menanggung barang titipan tersebut. lantas
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apakah sang wakil menjadi orang yang harus menanggung barang

tersebut atau tidak? Dalam hal ini, ada dua pendapat ulama.

Apabila pemilik barang titipan membolehkan orang yang

dititipi barang memberi kuasa kepada seseorang unfuk

mengembalikan barang itu kepadanya, maka ada dua hal

(keadaan) terkait dengan hal tersebut:

Pertama: Dia mempercayainya unfuk memberi kuasa

kepada orang lain. Apabila keadaannya demikian, maka perkataan

sang wakil kepada pemilik barang titipan saat dia mengembalikan

barang ifu kepadanya dapat diterirna, karena dia sudah menjadi

wakilnya (dari orang yang dititipi barang) dan juga perkataan wakil

kepada pemberi owkalah yaitu bahwa dia telah mengembalilkan

barang yang dititipkan kepadanya dapat diterima.

Kedua: Dia tidak mempercayainya untuk memberi kuasa

kepada orang lain, padahal dia mengakui bahwa dirinya telah

membolehkannya unhrk memberi kuasa kepada orang lain.

Apabila demikian keadaannya, lalu apakah perkataan orang yang

dititipl barang, bahwa dia telah mendapat izin memberi kuasa

kepada orang lain unfuk mengembalikan barang titipan tersebut

dapat diterima atau tidak? Di dalarn masalah ini ada dua pendapat

ulama fikih AsySyafi'i'

Pendapat Pertarna: Perkataannya itu dapat diterima, karena

pemberian kuasa itu berasal darinya, Berdasarkan hal tersebut,

pemberian kuasa Snng diberikan orang yang dititipi barang kepada

sang wakil sah dan ketika dia mengembalikan barang titipan itu
perkataannya dapat diterima.

Pendapat Kedua' Perkataan orang yang dititipi barang

dalam pemberian kurea itu tidak dapat diterima, karena dia
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mengklaim bahwa, dirinya sudah rnelakukan akad pemberian
kuasa kepada orang lain.

Berdasarkan hal tersebut, perkataan sang wakil, -bahwa dia
sudah rnenerima kuasa unfuk mengembalikan barang titipan ifu-
udak dapat diterima dan orang yang dititipi barang menjadi
penanggung jawab barang titipan tersebut. Dimana saat barang
titipan itu menjadi utang, orang yang dititipi barang tidak boleh
mengembalikannya kepada sang wakil agar dia menanggung
utangnya, karena orang yang dititipi barang ifu sudah lalai dengan
tidak mengangkat saksi atas pemberian kuasa yang dilakukannya,
maka dirinyalah ya'g menjadi orang yang menanggung utang
tersebut lantaran kelalaiannln tersebut. Dia fidak boleh
mengembalikan tanggungan ifu kepada orang lain.

Kondisi Keempat: Hendaknya barang ifu merupakan
barang yang dititipkan kepada pemberi wakatah dan hendaknya
dia memerintahkan sang wakil unfuk menitipkannya pada
seseorang. [-alu sang wakil mengklaim bahwa dia sudah
menyerahkan barang ifu kepadan5ra, lalu pemberi wakatah trdak
mempercayai klaimnya, rnaka keadaannya tidak lepas dari tiga
kondisi:

Kondisi Pertama: pemilik barang tidak mempercayakan
barang ifu kepada pemberi wakalah, bahwa dia telah menyerahkan
barang ifu, dimana orang yang diUtipi fidak mempercayainya
bahwa dia sudah menerima barang tersebut, maka dalam masalah
ifu ada dua pendapat ulama dari perbedaan pendapat mereka
tentang kewajibannya mengangkat sar*i dalam penyerahan barang
tersebut:

Pendapat Pertama: Dia wajib mengangkat saksi,
sebagaimana dia wajib mengangkat saksi ketika membayar utang.
Berdasarkan hal tersebut, wakil 5ang tidak mengangkat saksi
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bemrti dia telah lalai dalam melaksanakan tugasnya, dimana

perkataan sang wakil ketika menyerahkan barang, -setelah dia

menjaminnya atau menanggungnya disebabkan kelalaiannya- tidak

dapat diterima.

Pendapat Kedua: Dia tidak wajib mengangkat saksi ketika

dia menyerahkan barang tersebut. Karena orang yang dititipi barang

ada bersamanya. Lalu apabila dia mengaku bahwa barang titipan

tersebut rusak setelah dia mengangkat salsi, maka perkataannya

dapat diterima. Berdasarkan hal ihr, dia bukanlah orang yang lalai

dalam melaksanakan tugasnya, dimana perkataannya, -bahwa dia

sudah menyerahkan barang- dapat diterima.

Kondisi Kedua: Pemilik barang mempercayai pemberi

wakalah dan tidak mempercayai orang yang dititipi barang, maka

wakil tidak berkauajiban menanggungnya, dimana perkataannya

bahwa dia dipercaya oleh orang yang telah memberinya kuasa

dapat diterima untuk menggugurkan tanggungannya, dan

perkataannya kepada orang yang dititipi barang tidak dapat

diterima. lalu apabila orang yang dititipi barang itu bersumpah,

bahwa barang titipan itu tidak diterima darinya (dia fidak

menyerahkan barang ih.r), maka sang wakil terbebas dari tuduhan

atau dalnraan.

Kondisi Ketiga: Orang yang dititipi barang mempercayainya

bahwa sang wakil telah menerima barang itu darinya. lalu dia

mengklaim bahwa barang ifu rusak. Ketidak percayaan pemilik

barang kepada orang yang ditiupi barang karena perkataan

wakilnya diterima dan dia terbebas dari kauajiban

menanggungnya. Sebab, pemyataan orang yang diuitipi barang,

bahwa dia telah menerima barang itu lebih kuat dari pada dia

mengangkat para saksi. Apabila dengan mengangkat para saksi

dia bisa terbebas dari tanggrrng jawabnya, apalagi bila dia
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memberikan pemyataan, maka tentu lebih utama unfuk terbebas

dari menanggungnya. Wallahu a'lam.

AslrSyirazi *s berkata: Pasal: Jit{a seseorang
menanggung hak milik orang lain, lalu datang seseorang
dan mengalu bahun dia urakil pemilik hak tersebut unfuk
mengambilrrlra, dan dia mempercayaingra, maka dia boleh
menyerahkan hak tersebut pada unhl tersebut, namun
dia tidak urajib mengrerahkan hak tersebut padarUn.

At Muzani berpendapat bahura dalam kasrs ini,
seseorang yang menanggung hanrs menyerahkan hak
tersebut pada yang mengaku sebagai ulahl pemilik hak,
karena dia mengHaim memiliki izin unfuk mengambil hak
pemilik.

Namun pendapat ini fidak benar, karena ini adalah
penyeralran lrang fidak mernbebaskan g dari
tanggungannga), sehingga dia fidak dipaksa untuk
merryerahkan hak itu. Sama halnsr. jika seseorang
menansJung utang dengan sebuah kesalrsian, lalu dia
ditunhfi membaSnr utang tersebut tanpa mendatangkan
sal$i.

Jika hak tersebut diserahkan kepada seseorang
yang mengaku sebagai wakil, lalu datang orang yang
diwakilinSn, lantas mengingkari memberikan kuasa untuk
meunkilkan, maka perkataan lpng diterima adalah
perkataan pemilik hak Snng disertai dengan srmpahnya
lpng mengratakan batrum dia benar-benar tdak
malakilkanngra. I(arena hukum asalnya adalah tidak ada
pemberian penguasaan (peunkilan).
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Jika pemilik itu bersumpah, maka hams ditinjau
ulung. Jika hak itu berupa barang, maka dia berhak

mengambilnya seandainya masih ada, namun iika ia
sudah rusak, maka hendaknya dia menuntut kembali

penggantin5n. Dan dia berhak memintanya kepada

yang menyerahkan dan yang menerimanya; karena

yang menyerahlran telah menyerahkan barang kepada

orang yang fidak diberikan izin oleh si pemilik,

sementara penerima telah mengambil barang 3nng
murna dia tidak berhak mengarnbilnf-

Jika yang menyerahkan bersedia mengganti

barang tersebut, maka pemilik tdak boleh menuntutnya

kepada pengambil barang. Sementara, ,ika yang

mengambil barang ifu bersedia menggantinya, maka

pemilik pun fidak boleh menuntutnya kepada yang

menyerahkan barang tersebut. Ifu karena masing-

masing mereka berdua berkata, *Sesungguhnya barang

yang diambil pemilik merupakan kezhaliman,' sehingga

dia tidak boleh menuntutnya pada yang lainnya.

Jika hak yang diperselisihkan itu adalah berupa

utang, maka pemilik berhak menunfutnln kepada orang
yang telah menyerahkannya, karena hak si pemilik
yang berada pada tanggr.rngannya tdak berpindah-

L^antas apakah pemilik berhak menunhrhrSn

kepada yang mengarnbilnSTa? Maka dalam hal ini ada

dua pandangan:

1. Pemilik berhak menunhrt pelunasan utang itu
kepada pengambil (penerima pehrnasan) utang.

Inilah pendapat Abu Ishaq, karena dia
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mengklaim berhak mengambil hak si pemilik.
Maka pemilik berhak menunfut pelunasan
utang ifu padanya, sarna halnya iika hak
tersebut ifu berupa barang-

2. Pemilik tidak berhak menuntut pelunasan
utang pada yang mengambil utang tersebut.
Inilah pendapat mayoritas sahabat kami,
karena utang lrang berada di bawah
tanggungan yang menyerahkan pelunasan
utang, belum ditentukan karena berpindah ke
tangan lrang merrerima utang tersebut,
sehingga pemilik fidak berhak menuntutnSn
kepada penerima pelunasan utang.

Jika seseorang datang kepada oftmg yang
menanggung hak oftmg lain, lalu dia mengaku sebagai
ahli waris pemilik hak, kemudian lrang menanggung hak
ifu mempercagraingra, maka dia waiib menyerahkan hak
tersebut padanSp, karena dia telah mengakui bahwa
tidak ada pemilik kecuali dirinya- Dan penyerahan yang
dia lakukan itu adalah penyerahan yang
membebaskannya dari tanggungan, maka dia harus
menyerahkannya. Jika datang seseoremg lalu berkata,
'Pemilik hak telah menghiunlahkan apa yang menjadi
tanggungernmu kepadaku." I alu yang memiliki
tanggungan mempercayainya, maka dalam hal ini ada
&,n wajh (pandangan):

1. Dia harus menyerahkan tanggungan tersebut
kepadanya, karena dia telah mengaku bahwa
hak tersebut berpindah padanya, maka
stafusnln seperti atrli umris
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2. Dia fidak harus menyerahkan tanggungan itu
kepadanya, karena penyerahan tersebut tidak
membebaskannya dari tanggungan. Karena
bisa jadi pemilik hak datang, lantas
mengingkari hiwalah, dan dia harus
menggantinya.

Jika dia (37ang menanggung hak orang lain)

mendustakannya, maka dia fidak harus
menyerahkann5n dalam seluruh permasalahannya. Dan

apakah dia harus bersumpah?

Jika kita katakan bahwa iika penanggung hak
mempercayainya, lalu dia hams menyerahkan
tanggungan ifu padanya, maka dia harus bersumpah.
Karena terkadang dikhawatirkan dia berzumpah, lalu
dia mempercaSpinya, maka dia harus menyerahkannya.

Jika kita katakan bahwa dia tidak hams
menyerahkannlp, iika dia mempercaS;ainyia, maka dia
tdak harus bersumpah. Karena sumpah diucapkan
untuk menakuti, lalu dia mempercapinya. Dan iika dia
mempercayainya, maka dia tdak harus
menyerahkann5Ta padanya, sehingga tidak ada

maknanya mengucapkan sumpah.

Penielasan Hulmm: Jika seseorang memiliki hak pada

orang lain, lalu berkata seseomng kepadanya, "Fulan telah

mer,rnkilkan kepadaku unttrk agar aku menerima haknya darimu,"

lalu orang itu memperca5ninya dan dia menyerahkan hak ifu
kepadanya, lalu hak (Snng berupa sesuatu ihr) rusak, sementara

pemiliknya mengingkari bahwa dia telah mer,vakilkan kepadanya,
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maka pemilik hak dalam hal ini diberi pilihan kepada siapa

diantara mereka berdua yang harus bertanggung jawab. Jika
pemilik hak menunfut kepada orang yang menyerahkan sesuatu itu

agar mendenda orang yang menerima sesuafu karena dia

mengetahui bahwa orang yang menerima sesuatu ihr adalah

seorang wakil, maka dia terbebas dari tanggung jawab, dan jika

pemilik hak menutut orang yang menerima sesuatu, maka dia

tidak boleh unfuk menunfut orang lnng menyerahkan, karena dia

mengetahui bahr,ra orcrng yang menyerahkan adalah orang yang

teraniaya, sehingga dia terbebas dari tanggung jawab.

Gambarannya adalah pada perkara seseorang yang tidak

hadir (sedang melakukan perjalarnn) dan dia memiliki harta pada

seseorang atau di tangan seseorang, lalu tiba-tiba datang seseorang

yang mengakui bahwa dia adalah dari omng yang tidak
hadir unfuk menerima hartanya. Maka jika telah terbukti apa yang

diakui orang ifu tentang perwakihn, maka hal itu ditetapkanlah

berdasarkan bulfi tersebut, dan 5nng dimaksud dengan bul<ti disini

adalah dua orang saksi pria yang dil. Jika sahr diantara dua saksi

ifu adalah anak dari orang yang mengakui perwakilan, maka

persaksiannya tdak diterima, karena dia bersaksi unfuk
meringankan bapaknya, begifu juga jika saksi itu adalah anak dari

seseorang yang dituntut kepadanp suatu hak maka persaksian

diapun tidak diterima, karena sudah pasti dia akan bersaksi unfuk

meringankan ayahnya agar dibebaskan dari pemilik hak dengan

apa yang telah dia seratrkan. Akan tetapi jika satu diantara kedua

saksi itu adalah anak dari pemilik hak, maka diterima
persaksiannya karena dia akan bersaksi unfuk memberatkan

ayahnya dan tidak unhrk meringankannya.

Jika telah tertukti tentang perwakilannya, maka hakim

harus memaksa orang yang bertanggung jawab agar dia
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menyerahkan harta itu kepada wakil, karena orang yang memiliki

hak (harta) maka dia berhak untuk mengelola hartanya itu jika dia

berkehendak. Dia juga berhak untuk memberi perwakilan kepada

siapa saja yang dia kehendaki, dan bagi orang yang harta itu ada

padanya, sehingga dia tidak boleh menghalangi penyerahan harta

itu kepada wakil dari pemilik harta itu.

Namun jika orang yang mengakui perwakilan tidak memiliki

bukti yang dengan bukti itu menetapkan penuakilannya, maka

orang yang menanggung harta tersebut udak boleh menyerahkan

kepada orang yang mengakui perwakilan, sama halnya apakah dia

mempercayai perwakilan itu atau dia mendustainya.

I Imam Abu Hanifah dan Al Muzani berpendapat bahwa jika

I aiu mempercayai penuakilan ifu maka dia harus menyerahkan
I

I trarta tersebut kepadanya sebagaimana dia mempercayai bahwa

I orang yang mengakui penuakilan ifu hams memenuhi permintaan

I pemili{<, harta, sehingga dia harus menyerahkan harta itu

I t oadanya.

I Oan ini adalah pendapat yang keliru, ditiniau dari dua sisi

I k*int,
I

I Wap Pertama: Dan ini adalah keterangan Abu Ishaq,

I Uut*u jika dia menyerahkan harta ihr kepadanya, maka

I *aakannya itu tidak membebaskannya dari tanggung jawabnya

| ,"bagai seorang wakil pada saat ada pengingkaran perwakilan'

I Oun barangsiapa yang belum terbebas dari tindakan penyerahan

I nurta pada saat pengingkarannya, maka dia belum bisa dipaksa.

I ,rakkah Anda tahu bahwa seseorang 5rang harta ihr ada padanya

I d"ngan adanya surat kuasa, maka dia berhak unhrk menolak

I *"nyerahkan harta ihr kecuali dengan adanya kesaksian atau surat

I t*ra juga dari pemilik harta kepada orang itu, dan jika tidak ada
I
I
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surat kuasa padanya, maka dalam hal dibolehkannya dia menolak

unfuk menyerahkan harta ifu demi suatu persaksian nantinya,

maka dalam hal ini ada dua pendapa.t:

Pertama: Dan ini adalah pendapat Abu Ishaq al Marwazi:

Dia berhak unhrk menolak, karena tidak adanya sumpah yang

diarahkan kepadan3p pada saat ada orang yang mengakui

perwakilan setelah dia menyerahkan harta itu.

Kedua: Dla tdak boleh menolak untuk menyerahkan harta

ihr, karena pemilik harta tidak tranrs memberikan surat kuasa,

karena jika dia mengingkari hak atau hartanya setelah harta itu

diberikan, lalu dia bersumpah maka dia telah tertebas dari

tanggung jawab.

Wajh Kedua: Dan ini adalah keterangan Abu Ali bin Abu

Hurairah, bahua tndalon yang demikian itu adalah pemyrataan

kepemilikan terhadap kepemilikan or.mg lain. Sementara orcmg

y'ang meminta atau 5rang mengakui perwakilan, maka dengan

tindakannya ifu berarfi dia telah mengadakan akad perwakilan

yang bukan milikngra, sehingga pengakuannya sebagai perwakilan

tertolak dan pemyataan kepemilikan tidak bisa diterima. Tidakkah

Anda tahu bahura seseorang yang padanya hak atau harta orang

lain, seandainyra din5atakan kepadanya bahwa pemilik hak telah

wafat, kemudian seseorcmg yang datang kepadanya menyatakan

bahwa dia adalah wasiatrya unhrk mengambil utangn5ra, maka

tidak boleh bagi seseorang yang padarrgn hak atau harta orang lain

ihr unfuk menyerahkan hartanya ifu walaupun dia menyatakan

bahwa dia berhak unfuk menerima harta itu, maka begihr pula

halnya dengan wakil atau orang Snng diberi kuasa.

Sedangkan jika pengakuannyn adalah sebagai panaris dari

orcmg pemilik harta Snng telah wafat, maka orang yang padanya
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hak atau harta orang lain itu harus menyerahkan harta ihl

kepadanya, dan perbedaan antara pewaris dengan wakil atau

orang yang diberi kuasa adalah bahwa pengakuan pewaris

merupakan pengakuan dengan kepemilikan, sehingga diharuskan

kepada orang yang padanya hak atau harta orang lain itu unfuk

menyerahkan harta ihr kepada pewaris, karena sudah jelas bahwa

palaris itu adalah pemilik dari harta itu.

Sementara wakil atau orang yang diberi kuasa bukanlah

pemilik, sehingga dia tidak lepas dari tanggung iawab jika harta itu

masih di tangannya.

Sedangkan jika seseorang yang pada dirinya ada harta

orang lain dan dia menyatakan bahwa pemilik harta ifu telah

melarang unhrk menyerahkan harta ifu kepada orang yang datang

kepadanya, maka apakah dia harus menyerahkan harta ifu
kepadanya dengan pemyataannya atau tidak menyerahkan harta

itu?, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Dia harus menyerahkan harta ihr

kepada orang yang datang karena orang yang datang itu telah

memberi pemyataan kepadanya tentang kepemilikan terhadap

harta itu, sehingga pemyataannya ifu adalah salna dengan

pemyataan par,raris.

Pendapat kedm: Dia fidak boleh menyeratrl<an harta ihr

kepada omng yang datang, karena dengan menyemhkan harta ihr,

dia tidak terbebas dari tuntutan, karena dia telah menentang

pemyataan dari pemiliknya, sehingga dengan demihan

pemSntaannyra ifu adalah sama dengan pemyataan pada

perwakilan.

Jika telah ada ketetapan dari apa yang telah kami

terangkan diatas, maka keadaan orang yang padanya ada hak atau

I

L
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harta orang lain tdak terlepas dari dua keadaan, yaifu dia

mempercayai u,aldl atau orang yang diberi kuasa atau dia

mendustainya. Dan jika dia mendustainya atau tidak
mempercayaingra terhadap perrrrakilan wakil dan mengingkari

perwakilan ihr, maka dia Udak perlu bersumpah. Sedangkan

menumt pendapat Imam Abu Hanifah dan Al Muzani, maka dia

harus bersumpah karena adanya kalajiban bagi kedua orang itu
unfuk menyerahkan sesuatu yang disertai dengan pengakuan, da.
fidak boleh bagrqn dengan fidak mempercayai wakil untuk

menyerahkan harta ifu kepadanSn.

Dan jika dia mempercalai perwakilan ifu, maka dia tidak

boleh menyelahkan harta itu kepadan5ra berdasarkan dari apa

yang telah kami terangkan, akan tetapi boleh baginya unfuk

menyerahkan harta itu kepada omng ifu di hadapan sidang

pengadilan. Dan jika dia menyerahkan harta ifu, lalu datang

kepadanya pernilik harta, maka keadaannya tidak lepas dari satu

diantara dua keadaan, yaihr apakah dia akan adanya

perwakilan itu atau dia tidak mengakui adanya perwakilan itu, jika

dia mengakui adanyra perwakilan, maka orang yang ada padanya

harta itu telah terbebas dari tanggung jawab dengan menyerahkan

harta itu, sama saja halnya apakah harta yang diwakilkan ifu telah

sampai kepada pemiliknya ataukah harta ifu Udak sampai kepada

pemiliknya dengan rusaknya harta ifu.

Jika dia mengingkari adanp penrakilan, maka pe*ataan
yang dapat diterima adalah perkataannla bersama dengan

sumpahnya, dan jika dia telah basumpah maka dia berhak untuk

menunhrt hak atau hartan5a. Kenrudian keadaan hak atau hartanyra

tidak lepas dari dua keadaan, yaifu apakah harta itu dalam bentuk

wujud benda uhrh atau dalam berfuk utang. Jika hakrya itu dalam

bentuk wujud benda seperti benda$enda yang dapat dighashab atau
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seperti benda-benda yang dapat titipkan, maka setiap omng diantam

mereka berdua baik yang menyerahkan benda itu atau !,ang

menerimanSn hanrs bertanggung jawab terhadap benda ihl,

pertanggr-rngjawaban orang yang menyerahkan adalah karena dia

telah melalnrkan jahat dengan menyemhkan benda ihr.

Sedarrskan pertanggungiawaban orang 5nng menerima, maka karena

pefuuatan tangannya 5Bng telah mengingkari peru,akilann!,a, dan

dengan kondisi s€eerti ini maka pernilik harh dibeti hak unh.rk

mernilih siapa diantara kedua omng itu png dia kehendaki untuk

bertanggung iiuab terhadap hartanSn iht, sama saja hakrln apakah

benda ifu dalam keadaan utuh atau snrdah rusak. Hanla saja iika

benda ifu dalam keadaan utrfi maka dia berhak unhrk menuntrt

pertanggungiauabarurya dalarn bentr.rk nilai kepada siapa saia yang

dia kehendah.

Dan iika pernilik harta itu menuntut kepada orang yang

menyerahkan krda, lalu dia menjadikan orcrng yang menyerahkan

ihr berutang kepadaqn, maka dia telah terbebas dari tanggung

jawab, dan orang !/ang menyerahkannSa tidak boleh menunfut

kepada orang yang menerima benda itu, karena dia telah

mengakui bahrra orang yang menerima itu adalah wakil, dan dia

telah teftebas dari tanggung jawab dan bahwa dia adalah orang

yang teraniaSra dengan tanggung jawab ihr.

Jika pernihk harta menunhrt kepada orang 3nng menerima

hak, lalu dia meniadikan orang yang menerima itrr benrtang

kepadanya, maka dengan demikian dia telah tertebas dari

tanggung jawab, dan begih.l iuga orang yang menerima tidak boleh

menunfut kepada orcmg yang menyerahkan hak, karena pemilik

harta telah meny'atakan bahwa dia telah terbebas dari tanggung

jawab itu, dan iika diminta juga, maka berarti dia teraniap dengan
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tuntutan itu, dan ini semua adalah pendapat madzhab Imam

Ahmad &. Wallahu A'lam.

Aslr-Syirazi e: Pasal: Orang yang memberi kuasa

boleh memakzulkan atau memberhentikan wakil atau

oftmg yang diberi kuasa kapan saia dia kehendaki.

Sementara ifu, waHl atau orang yang diberi kuasa iuga
boleh memakzulkan atau memberhentikan dirinya
kapan saja dia kehendaki, karena dia telah diizinkan
untuk mengelola hartanya, sehingga dibolehkan kepada

masing-masing diantara kedua orang ifu unfuk
membatalkan hak pengelolaan harta ifu sebagaimana
jika seseorang mengizinkan unfuk malon makanann3p.

Dan jika harta ifu digadailon kepada seseorang

dan kedua orang itu meniadikan harta itu di tangan

seseorang yang adil, lalu keduaduan5la bersepakat

bahwa mereka alon menjual benda itu iika utang telah

lunas, kemudian orang lrang menggadaikan itu
memakzulkan wakilngTa daringra, maka wakilnya ifu
menjadi makzul, karena dia adalah unldl atau orang

lrang diberi kuasa oleh pemilik harta dalam hal iual-beli.
Sehingga wakil ihr menjadi makzul, karena dimakzulkan

oleh orang yang memberi kuasa, !/aifu orang yang

rnenggadai seperti seorang uraldl dalam hal jual-beli

yang bulon pegadaian.

Jika yang memakanlkan adalah orang yang

rnenerima gadai, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Bahua wakil ifu menjadi
makzul, dan ini adalah bendasarkan pengertian nash
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secara nyata, karena dia telah meniual barang gadaian

yang merupakan haknya, sehingga wakil itu meniadi

makzul karena dimakzulkan oleh orang yang menerima

gadai, sarna halnya iika yang memakzulkan adalah

orang yang menggadai.

Pendapat kedua: Bahwa wakil
termakzulkan, dan ini adalah pendapat

tdak
Ishaq,

karena wakil itu bukanlah wakil bagl orang yang

menerima gadai datam hal iual beli, maka wakil itu tidak

menladi makzul iika dia yang memakanlkan, akan tetapi
jika dia mewakilkan seseorang unfuk mengelola suafu

rlms:ln, dan dia mengizinkan untuk mengambil wakil

selainnya untuk dirinya sendiri, maka dalam hal ini

ditiniau, jika dia diizinkan untuk mengambil seorang

wakil dari orang yang memberi kuasa, dalam hal ini
adalah orang yang menggadai, maka kedua wakil ifu
adalah wakil bagi orang yang memberi kuasa- Dan jika

gugur perwakilan seseorang diantara dua waHl ifu,

maka hal ifu tidak dengan serta merta menggugurkan

perwakilan yang lain, dan iika diizinkan kepadanya

untuk mengambil wakil r.rnfuk dirinya sendiri, maka

sesungguhnya wakil yang kedua adalah unkilnSTa wakil-

Dengan demiHan iika orang yang memberi kuasa ifu

mema}zullran unldl lEng pertarna, maka dengan serta

merta meniadi makanl iuga wakil yang kedua, karena

wakil lpng kedua ini bekeria unhrk wakil yang pertama,

sehingga dia iuga meniadi rnakail dengan

dimakzulkannya wakil pertama- Dan iika dia

dima}zulfuan oleh wakil pertama, maka wakil kedga ini
menjadi termakztrl, karena dia adalah wakil bagi yans

ihr
Abu
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pertama, maka dia termakzul jika dimakzulkan dengan
wakil pertama.

Dan jika gugur perwakilannya, maka gugur pula
perwakilan orang kedua, karena perwakilan kedua
adalah cabang dari perwakilan pertama. Jika telah
gugur perwakilan pusat, maka gugur pula perwakilan
cabang.

Dan jika dia mewakilkan seseorErng unfuk suafu
urusan, kemudian orang yang menjadi wakil ifu tidak
bisa unfuk melaksanakan fugasnya sebagai seorang
wakil dalam hal mengelola suafu unrcan yang
disebabkan oleh kematian, atau karena gila, atau
karena pingsan, atau karena pengasingan, atau karena
kefasikan, maka perwakilan ifu menjadi batal, karena
orang seperti ifu tidak mampu unfuk mengelola urusan
yang diamanatkan kepadan5Ta, maka dengan demikian
orang-orang yang berurusan dengannya adalah juga
batal. Dan jika seseorang memerintahkan budaknya
unfuk melaksanakan suafu akad (transaksi), kemudian
dia memerdekakan budaknya itu atau dia menjual
budaknya itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Budak itu tidak dimakzutkan
sebagaimana jika dia memerintahkan istrinya unhrk
melaksanakan suafu akad, kemudian dia menceraikan
ishinya itu.

Pendapat kedua: Bahwa budak ihr menjadi
makzul, karena yang demikian ifu bukanlah perwakilan
yang sebenarnya, akan tetapi hal ifu adalah perintah
yang harus ditaati, dan dengan dimerdekakan budak ifu
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atau dijualnya budak ifu, maka gugurlah perintahnya itu
darinya. Dan jika dia mewakilkan pada peniualan suafu

benda, lalu dia melakukan tindak keiahatan
(pengrusakan) pada benda ihr, seperti sehelai pakaian

lalu dia menggunakannya, atau seekor hewan lalu dia

menungganginya, maka apakah yang demikian

membatalkan perurakilan atau tidak?

Maka dalam hal ini ada dua PendaPat:

Pendapat pertama: Hal demikian ini adalah

tindakan yang membatalkan perwakilan, maka dia tidak

boleh untuk meniual benda ifu, karena dia telah

melakukan akad untuk melaksanakan ruafu amanat,

sehingga alnd itu meniadi batal karena perbuatan

khianat, salna halryn dengan titipan yang dikhianati-

Pendapat kedua: Bahwa findakan seperti itu
tdaklah membatalkan perurakilan, karena suafu akad

terkandung di datamnSn suatu amanat dan wewenang

untuk mengelola, sehingga jika dia melakukan tndak
keiahatan pada benda itu maka berarti dia telah

membuat amanat ifu meniadi batal dan yang tersisa

adalah wewenang unfuk mengelola benda itu,

sebagaimana pada perkara gadai yang terkandung di

dalamnya suafu amanat. Suafu dokumen catatan, dan
jika dia melakukan findak keiahatan, maka amanat itu
menjadi batal dan 37ang tersisa adalah dokumen catatan-

Jika dia meunkilkan kepada seseor:rng unhrk

mengelolia sesuafu, kemudian dia memakzulkan orang

itu dan uakil lnng telah dimakzulkan ini tdak
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mengetahui kalau dia telah dimakzulkan, maka dalam
hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Wakil itu tidak menjadi
makzul, dan iika dia mengelola suafu umsan, maka
urusan yang dia kelola itu adalah sah, karena
pengelolaan itu adalah sebuah perintah, sehingga
hukum perintah itu tidak gugur baginya sebelum dia
mengetahui bahwa dia telah dimakzulkan atau telah
dilarang unfuk mengelola umsan ifu sebagaimana
perintahnya pemilik syariah.

Pendapat kedua: Bahwa wakil itu menjadi makzul,
dan jika dia mengelola suafu urusan, maka dia tidak
boleh menyelesaikan urusan yang dia kelola ifu karena
akad atau transaksinya telah terpufus dan itu tidak
membutuhkan ridhanya, sehingga hal ifu juga tidak
membufuhkan pengetahuannya sebagaimana dalam
kasus cerai.

Penjelasan Hularm: Dan sebagaimana telah disebutkan
bahwa perwakilan adalah suahr akad atau hansaksi yang
dibolehkan bagi masing-masing dari kedua belah pihak untuk
memakzulkan satu terhadap yang lainnya, maka bagi orang yang
memberi kuasa perwakilan boleh unfuk memakzulkan orang yang
diberi kuasa Saitu wakilnya kapan saja dia kehendaki. Dan bagi
orang yang diberi hak kuasa atau wakil, boleh juga dia
memakzulkan dirinya sendiri, karena itu merupakan izin unfuk
mengelola, maka masing-masing diantara mereka berdua boleh
unfuk membatalkan akad atau tansalai perwakilan antara mereka
berdua, sarna halnya jika dia diberi izin untuk memakan
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makanannya, dan akad perwakilan ini iuga dapat dibatalkan

dengan adanya kematian pada seseorang diantara mereka berdua

dan karena adanya kegilaan seseorang diantara mereka berdua,

dan tidak ada perselisihan pada semua ini sebagaimana yang Anda

ketahui.

Jika seorang wakil diberi wewenang unfuk mengelola, lalu

orang yang memberi kuasa itu telah membatalkan perwakilan iht,

maka tansaksi perwakilan itu menjadi batal jika dia atau orang

yang diberi kuasa telah mengetahuinya, akan tetapi jika dia belum

mengetahui akan pemakzulan dirinya dan juga dia fidak

mengetahui kematian orang yang memberi kuasa kepadanln,

maka berdasarkan pendapat Imam Ahmad bahwa dalam masalah

ini ada dua riwayat dan berdasarkan dari pendapat Imam Aq1

Syafi'i, maka dalam hal ini ada dua pendapat, akan tetapi

berdasarkan pemahaman nash yang nyata, bahwa dalam hal ini

orang yang diberi kuasa atau wakil secara otomatis adalah menjadi

makzul dari posisinya sebagai wakil, salna halnya apakah dia

mengetahui atau tidak mengetahui. Dengan demikian, jika dia

tetap mengelola, lalu diketahui bahwa pengelolaan itu terjadi

setelah dia dimakzulkan atau setelah kematian orang lang
memberi kuasa kepadanya, maka pengelolaan ifu batal, karena

membatalkan akad Udak membutuhkan kepada ridha orang lnng
bersangkutan. Maka dengan demikian pemakzulan itu juga tidak

rnembutuhkan pengetahuannya, dan hal ini adalah sama saja

sebagaimana disebutkan pada kasus perceraian dan pemerdekaan

seorang budak. Dan ini pulalah pendapat yang dinyatakan oleh Al

Khiraqi dari ma&hab Hanbali.

Dan pendapat kedua: Ini adalah riwayat kedua dari lrnam

Ahmad, bahwa orang yang diberi kuasa itu atau wakil fidak

termakzulkan sebelum dia mengetahui kematian omng lnng
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memberi kuasa kepadanya, dan sebelum dia mengetahui

pemakzulan dirinya, hal ini sebagaimana termaktub dalam nash

pada riwayat Ja'far bin Muhammad. Karena jika dia termakzulkan

sebelum dia mengetahuinya, maka dalam hal ini akan

menyebabkan keadaan yang berbahaya, karena dia telah banyak

melakukan kesepakat-kesepakatan tertentu dalam pengelolaannya,

lalu semua kesepakatan itu tiba-tiba menjadi batal, bisa jadi dia

telah menjual makanan lalu pembeli memakan makanan itu atau

hal lainnya yang telah dilakukan oleh pembeli hingga dia harus

mempertanggung jawabkannya, maka keadaan ini akan

mendatangkan bahaya bagi wakil ifu sendiri atau bagi pembeli.

Dan juga dikarenakan dia mengelola atas perintah dari yang

memberi kuasa kepadanya dan tidak ada ketetapan hukum untuk

mengembalikan hak pada orang yang diperintahkan sebelum dia

mengetahui tentang pembatalan ifu atau pemakzulan dirinya.

Dan berdasarkan ini jika dia mengelola sebelum mengetahui

pemakzulannya, maka pengelolaannya ifu harus diselesaikan.

Dan menunrt Imam Abu Hanifah, bahwa jika orang yang

memberi kuasa telah memakzulkan orang yang diberi kuasa maka

dia tidak termakzulkan sebelum dia mengetahui akan hal itu
sebagaimana yang telah kami sebutkan. Akan tetapi jika orang

yang diberi kuasa atau wakil itu yang memakzulkan dirinya sendiri,

maka dia belum termakzulkan kecuali dihadapan orang yang

memberi kuasa, karena dia mengelola dengan perintah dari orang

yang memberi kuasa, sehingga Udak sah baginya untuk

mengembalikan perintahnya ifu tanpa dia berada di hadapannya,

sebagaimana omng yang mengembalikan barang titipannya.

Dan pendapat kami adalah sebagaimana telah diterangkan

diatas, sedangkan tentang pembatalan, maka dalam hal ini ada dua

pendapat sebagaimana dua riwayat diatas. Kemudian kedua
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riwayat itu telah terpisah, karena sesungguhnya perintah dari Sang

pembuat Syariah terkandung di dalamnya kemaksiatan dengan

diabaikannya perintah itu, dan tidaklah seseorang disebut pelaku

maksiat jika dia tidak mempunyai tentang ilmu atau pengetahuan

tentang apa-apa saja perintah ifu, dan begifu pula dengan perkara

perwakilan ini dimana terkandung di dalam pemakzulan adanlp

pembatalan hak untuk mengelola, sehingga seorang wakil tetap

berwenang unfuk mengelola urusan yang diperintah oleh orang

yang memberi kuasa kepadanya selama dia belum mengetahui

pemakzulan dirinya.

Dan jika seseorang diantara keduanya ifu keluar dari akad

perwakilan karena kondisinya yang tidak memungkinkan trrtuk

mengelola seperti karena gila atau karena pengasingan terhadap

seorang \A,akil disebabkan kebodohan maka kondisi orang seperti

ini adalah sama dengan kondisi orang mati, dan orang dengan

kondisi semacam ini tidak rnampu unhfi mengelola, maka orcmg

lainnya juga tidak berhak untuk berurusan dengannya.

Jika seseorang diantara mereka berdua ragu dengan

stafusnya dalam hal perwakilan, maka statusnya saat ihr adahh

satna dengan orang yang dimakzulkan. Dan jika seorang wakil

diasingkan karena kepailitan, maka perwakilan ifu tetap dengan

keadaannya, karena dia belum keluar dari stafusnya sebagai omng

yang mengerti dalam mengelola. Dan jika dia diasingkan oleh

orang yang memberi kuasa sedangkan perunkilan itu adalah dalarn

hal harta bendanya, maka penuakilannya itu menjadi batal karena

telah terputusnya hak kelola dalam hal harta bendanya itu. Akan

tetapi jika pengasingan ifu pada perkara perselisihan, atau perkara

jual beli, atau perkara dzimmah, atau perkata thalak, atau perlrala

khulu', atau perkara qishash. Maka dalam semua hal ini

penrakilan tetap pada keadaannya, karena orang yang memberi
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kuasa adalah mengerti tentang halsemua ifu, dan dia berhak untuk
mengalihkan perwakilan dalam hal itu pada permulaannya dan
meneruskan kelanjutkan perkara itu hingga selesai.

Dan jika seorang wakil itu melakukan perbuatan fasik,

maka dia tidak makzul, karena ia adalah orang yang mengerti
dalam hal mengelola urusan yang diberikan kepadanya, kecuali jika
per"wakilan itu dalam perkara-perkara yang kefasikan
menyebabkan perkara ifu batal seperti ijab kabul dalam akad
nikah, maka sesungguhnya dia menjadi makzul dengan perbuatan

fasiknya atau kefasikan orang yang memberi kuasa dengan telah

keluamya dia dari keahliannya dalam mengelola perkara yang

diamanatkan kepadanya. Dan jika yang fasik ifu adalah orang yang

memberi kuasa sementara wakil yang menerima kuasa tidak
melakukan kefasikan, maka wakil tidak termakzul dengan
kefasikan fuannya ifu dalam perkara ijab kabul, karena kefasikan
tuannya itu tdak menggugurkan akad ijab qabul yang dilakukan
oleh wakil.

Dan apakah seorang diantara mereka berdua akan menjadi
termakzul dengan kefasikan dirinya sendiri? Maka dalam hal ini
ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Jika dia adalah sebagai wakil pada
perkara yang disyaratkan di dalamnya sifat amanah sebagaimana

wakil dari seorang anak yatim, atau sebagai wali dari masalah

waqaf orang-orang tidak mampu dan perkara-perkara yang

sejenisnya, maka dia menjadi termakzul dengan kefasikan dirinya
sendiri dan juga dengan kefasikan orang yang memberi kuasa

kepadanya, karena dengan kefasikan itu maka mereka berdua
telah keluar dari keprofesionalannya dalam mengelola urusan yang

diamanatkan kepada mereka. Dan jika dia adalah seorang wakil
dari orang yang menjadi wakil bagi orang yang mengelola hartanya
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sendiri, maka dia termakzul dengan kefasikan yang ada pada

dirinya sendiri, karena seorang wakil tidak boleh unfuk memberi

perwakilan kepada orang fasik, dan orang yang memberi kuasa

tidak termakzul dengan kefasikan dirinya sendiri, karena orang

yang memberi kuasa itu adalah wakil dari seseorang pemilik harta.

Sehingga kefasikan orang yang memberi kuasa itu tidak

menghalangi dalam penuakilan, dan perwakilan juga tidak batal

hanya dikarenakan tidur, atau dikarenakan mabok, atau

dikarenakan pingsan, karena kondisi-kondisi seperti ihr tidak serta-

merta mengeluarkan dirinya dari keprofesionalannya dalam

mengelola, dan tidak ditetapkan kepadanya hak perwalian kearali

kefasikan itu terjadi akibat tidak sadar diri, maka dalam hal ini

harus ada rinciannya sebagaimana telah kami terangkan

sebelumnya.

Cabang: Jika dia melakukan tindakan yang melampaui

batas terhadap apa yang diwakilkan kepadanya, seperti jika dia

menggunakan pakaian atau menunggangi heruan funggangan,

maka apakah perwakilan menjadi batal karena hal seperti ini?

Maka dalam hal ini ada dua PendaPat:

Pendapat pertama: Perwakilan itu menjadi batal karena

penuakilan ih,r adalah akad yang terkandung di dalamryn amanat,

maka perunkilan itu menjadi batal disebabkan tindakan yang

melampaui batas ihr sebagaimana dalam perkara titipan.

Pendapat kedua: Penvakilan tidak menjadi batal karena

tindakan yang melampaui batas itu pada apa yang diwakilkan

kepadanya, dan dengan pendapat seperti ini pula Imam Ahmad

dan sahabat-sahabatnya berpendapat. Karena jika dia mengelola

suatu perkara, maka dia harus mengelola perkara ihr sezuai
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dengan batasan kondisi yang telah diizinkan oreh orang yang
memberi kuasa kepadanya, maka dengan demikian sebagaimana
jika dia tidak melakukan tindakan yang merampaui batas, maka
perwakilan itu adalah sah dan dia membedakan dengan perkara
titipan pada sisi dimana titipan ifu adalah hanya sebatas amanat
saja yang memang tidak boleh pada titipan itu adanya tindakan
yang melampaui batas dan tidak boleh adanya tindakan khianat.
sementara perwakilan adalah lzin unfuk mengerora yang
terkandung di dalamnya amanat, dan jika amanat ifu telah hilang
karena tindakan yang melampaui batas maka yang tersisa adalah
izin dengan segala kondisinya. Maka berdasarkan ini jika seseorang
mewakilkan orang lain unfuk menjual pakaian, lalu dia
menggunakan pakaian ifu, maka dia harus bertanggung jawab, dan
jika dia menjual pakaian itu maka telah sah jual-belinya dan dia
telah terbebas dari tanggung jawabnya karena dia telah termasuk
ke dalam kepemilikan orang yang membeli juga dengan tanggung
jawabnya.

Dan jika dia telah menerima nilai atau uang ifu, maka dia
telah memegang amanat di tangannya dan dia tidak bertanggung
jawab terhadap pakaian yang telah dia gunakan, karena dia telah
menerimanya dengan izin dari orang yang memberi kuasa dan dia
tidak melakukan tindakan yang melampaui batas terhadap pakaian
ifu. Dan jika seseorang menyerahkan uang kepada orang lain dan
mewakilkan kepadanya untuk membeli sesuatu, lalu dia melakukan
tindakan yang melampaui batas terhadap nilai atau uang itu, maka
dia harus bertanggung jawab, dan jika dengan uang itu dia
membeli sesuafu dan dia serahkan ifu kepada orang yang memberi
kuasa kepadanya, maka telah hilanglah tanggung jawab dan
menerima barang yang dia beli adalah penerimaan yang
berdasarkan amanat atau benar secara amanat.
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Dan jika terdapat aib pada sesuatu yang telah dia beli maka

ia dikembalikan, atau dia menemukan dari apa yang dia beli

terdapat suatu aib, maka dia harus mengembalikannya dan dia

harus menerima uangnya dan hal ini adalah termasuk dalam

tanggung jawabnya, karena akad yang menghilangkan

pertanggung jawaban itu telah hilang, sehingga kembalilah apa

yang telah hilang darinya.

Cabang: Jika seseorang memberi perwakilan atau

menjadikan istinp sebagai wakil dalam perkara jual-beli atau

perkara lainnya, kemudian dia menceraikan wanita itu, maka

dalam keadaan ini tidaklah gugur perwakilannya, karena hilangn5a

akad niloh tidak menghalangi permulaan , sehingga

perceraian itu tidak menghentikan kelanjutan tansaksi jual-beli.

Wallahu A'lam.

Cabang: Pendapatrpendapat para ulama tentang

pemakzulan seorang unkil atau orang png diberi kuasa.

Telah berlalu keterangan kami pada pasal yang sebelumnla

bahwa akad perwakilan adalah bagian dari akad-akad lnng
dibolehkan dan tidak ada keharusan dalam akad itu keanali pada

dua keadaan, yaifu:

Keadaan pertama: Keluamya wakil dari perwakilan

disebabkan karena hilangnf harta orang 5ang memberi kuasa

kepada seorang wakil atau harta ifu rusak olehnya, sehingga

perwakilan pada kondisi ini adalah menjadi wajib, dan tidak boleh

bagi wakil untuk memakztrlkan dirinya pada keadaan seperti ini.
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Keadaan kedua: Terjadinya akad perwakilan itu dilakukan

dengan lafazh sewa-menyewa, dan dituntut unfuk
menyempumakan syarat-syarat, sehingga akad perwakilan dengan
keadaan seperti ini adalah perwakilan yang wajib untuk
dilaksanakan. Maka pada akad perwakilan selain kedua keadaan
ifu dibolehkan bagi setiap orang diantara kedua orang (wakil dan
orang yang memberi kuasa) untuk menggugurkan perwakilannya

kapan saja dia menghendaki, walaupun setelah adanya

pengelolaan, dan pengguguran perwakilan ini dapat dilakukan

dengan ucapan, seperti jika dia berkata, "Aku telah menggugurkan
perwakilan ini," atau "Aku telah membatalkan perwakilan ini,"
atau jika orang yang memberi kuasa berkata, "Aku telah
memakzulkan diriku sendiri," atau ungkapan yang sejenisnya dari
ungkapan-ungkapan yang menunjukan tentang pembatalan,

seperti jika seseorang berkata, "Aku kembalikan penvakilanmu
ini," atau dia berkata, "Aku telah menghilangkan perwakilan ini."
Dan apakah seorang wakil akan menjadi makzul hanya dengan
memakzulkan dirinya ataukah dia tidak menjadi makzul kecuali
setelah dia menyampaikan berita pemakzulannya itu kepada orang
yang memberi kuasa kepadanya?.

Maka jawabannya adalah, bahwa seorang wakil ifu tidaklah
menjadi makzul kecuali setelah dia memberitahukan kepada orang
yang memberi kuasa tentang pemakzulannya, jika dia mengelola
sebelum dia memberitahukan tentang pemakzulannya, maka dia
harus melanjutkan pengelolaannya ifu.

Dan perwakilan telah menjadi batal dengan matinya
seorang wakil, atau matinya orang yang memberi kuasa, atau
menjadi gila seseorang diantara kedua orang ifu, atau karena
pingsannya salah seorang dari mereka. Dan begifu juga halnya
bahwa perwakilan menjadi batal karena diungkapkannya
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pembatalan terhadap seorang wakil dengan pemikahan, dan jika

seseorang mer,vakilkan kepada orang lain dalam sebuah

pemikahan, lalu seorang wakil ih.r berbtnt fasik dengan melakukan

perbuatan seperti berzina, atau mencuri, atau dia melakukan

tindakan kejahatan lainnya yang menyebabkan dia menjadi fasik,

maka dengan demikian perwakilan itu menjadi gugur, karena telah

disyaratkan bagi wakil nikah adalah seorang yang adil.

Dan begitu juga akan menjadi gugur perwakilan dengan

hilangnya harta milik orang yang memberi kuasa dari kondisi yang

seharusnya dia wakilkan kepada seseorang unhrk mengelolanya,

lalu jika dia meruakilkan kepadanya unhrk menjual ntmah, atau

menjual henran, atau menjtnl makanan kemudian or€tng yang

memberi loasa menjualnya atau malaqafkannya, maka dengan

keadaan seperti ini penrckilan menjadi batal, dan begihr juga

perwakilan akan menjadi batal jika seseomng meuakilkan kepada

orang lain unhrk meniual rumah kemudian rumah ihr disewakan

oleh orang yang memberi lnrasa kepada orang lain.

Sedangkan ulama-ulama dari madzhab Hanbali

rahimahumullah; maka mereka telah berpendapat dengan

pendapat kami dalam hal dibolehkann5n akad atau t.ansal(si

penrnt<itran, dan mereka mengatakan bahwa masing-masing dari

kedtn orang png melalnrkan akad boleh unfuk menggugurkan

akadnya kapan saia dikehendaki, dan peruakilan menjadi batal

dengan kematian seseorang diantara mereka berdua atau karena

menjadi gilanya seseoEmg diantara mereka berdtra, atau karena

diasingkannya seseorang diantara mereka berdtra karena

kebodohan. Ifu disebabkan bahwa seseorang pada kondisi*ondisi

seperti ini Udak menjadi profesional r.rnfuk mengelola suafu urusan,

sehingga udak sah jika dia diwakilkan atau dia mer,vakilkan kepada

orang lain.
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Dan begifu pula perwakilan menjadi batal dengan

terungkapnya perbuatan kefasikan pada seseorang diantara

mereka berdua dalam perwakilan yang mensyaratkan adanya sifat

adil. Jika seseorang merpakilkan seseorang lainnya untuk menjadi

wakil dari sebuah akad nikah, seperti jika seseorang berkata

kepadanya, "Aku wakilkan kepadamu agar kamu menikahkan

putriku dengan fulan, dengan kamu mengatakan kepadanya: Aku
nikahkan kamu dengan fulanah," kemudian orang yang memberi

kuasa setelah itu melakukan perbuatan dosa yrang menyebabkan

dia menjadi fasik, dan dalam kondisi seperti ini maka seorang

wakil menjadi makzul.

Dan begitu juga jika seorang wakil melakukan perbuatan

dosa yang menyebabkan dia menjadi fasik, maka dengan serta-

merta dia menjadi makzul.

Sedangkan jika seseorang mewakilkan kepada orang lain

agar dia menerima untuknya suafu pernikahan, seperti jika

seseomng berkata, "Aku wakilkan kepadamu agar kamu menerima

nikahnya fulanah dengan putraku atau unfukku," maka perwakilan

ini tidak menjadi batal dengan perbuatan fasik yang dilakukan oleh

orang yang memberi kuasa. Dan begitu juga perwakilan akan

menjadi batal dengan murtadnla orang Snng memberi kuasa,

karena dilarang baginya unfuk mengelola hartianya, dan perwakilan

tidak menjadi batal dengan murtadnya seorang wakil kectrali pada

perkara yang menggugurkan perwakilan.

Jika seseorang mer,vakilkan kepada orang lain unfuk
menthalak ishinya untuknSa, kemudian suami ini pergi kepada

istinya dan menyetubuhinya, maka menjadi batal perwakilan

dengan perbtratan itu, karena dengan menyetubuhinya maka hal

itu menunjukkan bahwa suami ifu menytrkai isfuinya. Dan seorang

wakil menjadi makarl dengan matinya oftmg lrang memberi kuasa
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kepadanya, dan dengan dimakzulkannya oleh orang yang memberi

kuasa, walaupun dia belum mengetahui pemakzulannya itu,

dengan demikian apa-apa yang ada di tangannya menjadi amanah

yang tidak dipertanggungiawabkan jika ada kerusakan darinya

tanpa adanya pengelolaan darinya, sedangkan iika dia

mengelolanya maka dia bertanggung jawab atas kerusakan ifu.

Sedangkan ulama-ulama dari madzhab Hanafi e,, maka

mereka berpendapat bahwa perwakilan adalah bagian dari akad-

akad yang dibolehkan kecuali dalam tiga keadaan. Maka

perwakilan menjadi wajib hukumnya, dimana tidak sah

memakzulkan seorang wakil pada tiga keadaan penuakilan itu, hal

itu dikarenakan pada perwakilan itu tidak hanya terbatas

sangkutannya hanya kepada seorang wakil dan orang yang

memberi kuasa, akan tetapi berkaitan dalam perwakilan ifu hak-

hak orang lain, dan telah berlalu pada keterangan sebelumnya

bahwa dalam akad perwakilan terdapat pada perkara perselisihan,

yaitu:

A. Perwakilan pada jual beli barang gadai, yaifu, jika

seseorang menggadaikan suafu benda kepada orang lain untuk

mengawasi perkara utang kemudian dia meunkilkan orang lain

untuk meniml barang gadai unfuk melunasi utang ifu, maka

perwakilan semacaln ini bisa menjadi waiib hukumnp, dan tidak

boleh bagi seorang wakil unhrk memakzulkan dirinya sendiri,

sebagaimana tidak boleh iuga bagi orang yang memberi lilasa

trnhrk memakzulkannya, karena adanya kaitan hak bagi pemilik

utang dengan pertrakilan ini, karena dia ingin mengarnbil halmr

dengan menjul bendanya. Dan diantaranya png seperti ini adalah

jika seseorang meunkilkan kepada orang lain agar dia menerima

utangnya dari fulan di hadapan orang yang diutangi, maka bagin5n

boleh unhrk memakzulkan orang yang menjadi wakilnya, kecuali
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jika orang yang diutangi mengetahui ada kaitan hak orang lain
pada tindakannya itu.

B. Perwakilan pada perkara yang diperselisihkan, yaitu,
jika seseorang menunfut sesuahr yang mana sesuatu yang dituntut
itu adalah tidak ada, seperti jika seseorang mempunyai utang
kepada orang lain, kemudian orang yang berutang ini hendak
bepergian ke suatu negeri yang jauh, lalu orang yang diutangi
meminta kepada orang yang berutang agar dia mewakilkan
seseorang unfuk agar dia bisa menunfutrya unfuk menagih utang
selama dia tidak ada, maka orang yang berutang mewakilkan
seseorang sebagaimana yang diminta oleh orang yang dia
berutang kepadanya, sehingga orang yang menjadi wakil ini telah
menjadi seorang wakil yang tdak boleh baginya unfuk
memakzulkan dirinya, karena dia telah memposisikan dirinya
sebagai orang yang berutang unfuk menggantikan orang yang
pergi jauh itu, sebab tidak ada kelalaian orang yang bisa dituntut
oleh orang yang diutangi ifu selain wakil dari orang yang berutang,
seandainya dia memakzulkan dirinya, maka akan menjadi hilang
hak orang yang diutangi. Akan tetapi jika orang yang berutang itu
ser,r,rakfu-wakfu ada atau sewakfu-waku tidak ada, maka perwakilan
itu hukumnya menjadi boleh dan tidak menjadi keharusan, karena
orang yang diutangi dapat menunfut kepada orang yang berutang,
dan begitu pula halnya jika wakil itu belum ditetapkan berdasarkan
permintaan dari orang yang diutangi, maka dia tidak bisa
mendapatkan haknya, sehingga dia juga bisa menunfut orang yang
berutang kepadanya.

C. Perwakilan untuk menyerahkan suafu benda kepada
seseorang pada keadaan tidak adanya orang 5rang memberi kuasa,
maka diwajibkan kepada seorang wakil ifu unfuk menyerahkan
benda itu kepada pemiliknya, dan tidak boleh baginya untuk
memakzulkan dirinya sendiri sebagaimana telah berlalu
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pembahasannya pada perkara perselisihan. Maka pada perkara-

perkara sejenis ini hukum perwakilan menjadi wajib dan perkam-

perkara selain dari ketiga perkara ini, sehingga hukum penvakilan

menjadi boleh bagi seseorang diantara mereka berdua unfuk

menbatalkan penvakilan, akan tetapi dengan syarat bahwa satu

dengan lainnya harus memberitahukan kepada rekannya tentang

pemakzulan dirinya, dan jika seorang wakil memakzulkan dirinya,

maka dia harus menulis surat pemakzulan dirinya agar sampai

kepada orang yang memberi kuasa kepadanya, atau dia mengutus

seorang uhrsan kepadanya dengan syarat oftIng yang diufus ihr

adalah orang yang waras. Sama saja halnSa apakah orang ihr adil

atau selainnya, atau dia seorang anak kecil atau seorang dewasa,

dan sama saja halnya apakah dia akan dipercayai atau tidak

dipercayai, atau dia menyampaikannya dengan secara lisan atau

yang sejenisnya, dan ihr semua jika keadaan seorang urakil ifu

tanpa adanya upah.

Akan tetapi jika seorang wakil ihr dijadikan dengan upah,

maka dia harus diperlalarkan dengan s5nrakrla, dan tidak ada

persyaratan bagi wakil unfuk mengetahui bahwa dia telah

dimakarlkan pada keadaan-keadaan berikut ini:

Pertama: Jika orang lain menjadikan dirin5n sebagai wakil

dan orang yang menjadi r,rnkil itu belum mengetahui tentang

perwakilan itu, maka bagi orang yang memberi kuasa boleh

memakadkannya tanpa sepengetahr.ran dia tentang

pemakzulannln.

Kedua: Peruakilan pada perkara nikah, pada perkara

thalak dan pada perkara memerdekakan seorang budbk, maka

bagi orang yang menjadi wakil boleh memakzulkan dirinya sendiri
'tanpa diketahui oleh orang yang memberi kuasa kepadanya, dan

alasan dari ifu semua adalah dikarenakan bahwa omng yang

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll gg



memberi kuasa tdak akan mendapatkan bahaya dengan
pemakzulan wakilnya tanpa memberi tahu kepadanya. Dan jika dia
mendapatkan bahaya dari pemakzulan wakilnya ifu, maka tidak
sah pemakzulan ifu tanpa memberi tahu kepada orang yang
memberi kuasa. contohnya, jika seseorang mewakilkan kepada
orang lain agar ia menjual hartanya dan pada saat ifu pasar
tempatrya menjual sedang ramai, dan ;ika dia memakzulkan
dirinya dari menjual barang ifu tanpa memberi tahu kepada
pemilik barang yang memberi kuasa kepadanya, maka dia akan
kehilangan kesempatan unfuk menjual hartanya karena dia
menyandarkan hal itu kepada wakilnya. Maka jil<a demikian
halnya, tidak boleh baginya untuk memakzulkan dirinya tanpa
memberi tahu kepada orang yang memberi kuasa. Dan seorang
wakil akan menjadi makzul tanpa dimakzulkan pada keadaan-
keadaan berikut ini:

Pertama: Telah berakhimgn sesuafu yang diwakilkan
kepadanya, sebagaimana jika seseorang mewakilkan kepada orang
lain untuk menerima utang, lalu dia menerima utang ifu, maka
sesungguhnya perwakilan ifu telah selesai dengan dia menerima
utang itu.

Kedua: Matinya seseorang diantara kedua orang ifu dan
gilanya seseorang diantara mereka berdua selama safu bulan
berdasarkan fatwa dari orang yang ahli dalam menenfukan
kegilaannya itu.

Ketiga: Jika orang murtad mewakilkan kepada seseorang
kemudian orang murtad ini masuk ke katrnsan perang atau dia
terbunuh, maka berdasarkan ketetapan hukum seorang wakilnya
ifu menjadi makzul hanya karena dia telah masuk ke kawasan
perang atau karena dia terbunuh, sedangkan jika orang murtad itu
masuk Islam, maka perwakilan harus diselesaikan. Dan keharusan
perwakilan akan menjadi batal dengan adanya kematian dan
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kegilaan pada dua perkara penuakilan, yaitu, perwakilan pada

perkara-perkara yang di dalamnya ada perselisihan berdasarkan

dari tuntutan orang yang berselisih, perwakilan pada perkara

menyerahkan benda dengan tidak adanya orang yang memberi

kuasa, sedangkan pada perkara jual-beli barang gadai, maka

perwakilan tidak menladi batal dengan adanya halangan-halangan

ini. Demikianlah pemaparan Al Jazari dalam kitabnya Al Fiqh

'Alaa Al Madaahibdan dari kitab itu pula aku menukilnya'

Sedangkan ulama-ulama ma&hab Imam Malik 4b, maka

mereka berpendapat bahwa perwakilan adalah bagian dari akad-

akad yang dibolehkan, sehingga masing-masing diantara orang

yang memberi kuasa dan orang yang diberi kuasa atau wakilboleh

membatalkan akad diantara mereka berdua sebagaimana yang

mereka kehendaki kearali dalam tiga keadaan, yaitu:

Keadaan pertama: Pertmkilan dalam perkara-perkara yang

diperselisihkan, dan tidak boleh bagi orang lnng memberi kuasa

nantinya unhrk memakanlkan dirinya, sebagaimana tidak bolehnya

bagi orang lnng memberi kuasa untuk memakanlkan wakil atau

orang yang diberi kuasa setelah datang bersamanya orang yang

berperkara selama tiga kali pertemuan. Al Khurasyi mengatakan,

karena yang benar dalam perkara molakilkan orang yang

memberi kuasa dengan hadimya orang yang berperkara atau tidak

hadimya dia kecuali jika orang 5nng memberi kuasa memanggil

lawannya sebanlak tiga kali pertemuan walauptrn dalam satu hari,

lalu dikemukakanlah argumentasi-argumentasi masing-masing, dan

tidak boleh bagrnSn r.rnttrk meruakilkan orang dalam berperkara

dengannya keclali ada halangan bagi orang yang memberi kuasa

berupa sakit atau sedang dalam keadaan musafir dan keadaan

yang sejenisnln, maka dalam keadaan seperti itu boleh bag'rf
unhrk mql/akilkan.
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Menurutku, tidak ada perbedaan dalam keadaan seperti ini
antara dia mewakilkannya dalam menerima kompensasi (upah
pengganti) dalam perkara pemberian upah atau tidak, dan keadaan
ini tidak ada perbedaan padanya.

:Keadaan kedua: Terjadinya perwakilan ifu dalam har
menerima kompensasi (upah pengganti) dalam perkara pemberian
upah, yaifu dia mer,rakilkan kepada seseorang unfuk suatu
pekerjaan tertenfu dengan upah tertentu atau unfuk suatu
pekerjaan yang tidak tertenfu dan pada waktu tertentu. contoh
dari yang pertama, adalah dia mewakilkan kepada seseorang
untuk menjualkan untuknya untanya dan bagi ynng menjualnya
akan mendapatkan 50 pound tanpa ada batasan wakfu bagnya.

sedangkan contoh kedua, adalah, dia mer,rnkilkan kepada
seseorang unfuk memajang unta itu di pasar untuk duual selama
lima hari dan baginya upah sebanyak 20 pound setelah lima hari,
sarna saja halnya apakah unta ifu benar-benar terjual atau tidak
terjual. Dan fidak sah baginya unfuk menetapkan baginya
pekerjaan dan waktu pekerjaan, sebagaimana dia berkata, ,,Juallah

barang dagangan ini dalam wakfu lima hari dengan upah sebanyak
ini," lalu jika dia tidak dapat menjualnya maka dia tidak mendapat
suafu apapun, karena menetapkan pekerjaan dan wakfu pekerjaan
adalah menrsak perkara pemberian upah.

Keadaan ketiga: Terjadinya pemberian upah dalam har
menerima kompensasi dalam bentuk gaji, dan hal ifu adalah
sebagaimana berikut ini, iika seseorang meunkilkan orang lain
unfuk menyelesaikan unfukngra mengambil utang dalam benfuk
pemberian gaji dengan syarat dia harus menerangkan kepadanya
jumlah utang dan orang yang berutang, maka hal ini adalah
pemberian upah dan bukan pemberian gaji.

Kedua keadaan ini berbeda safu dengan rainnya, maka
sebagian diantara mereka berpendapat bahwa tidak ada suatu
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keharusan dalam perkara perwakilan, sama saja halnya dalam hal

menerima kompensasi dalam bentuk pemberian upah, atau dalam

bentuk pemberian gaji, atau tidak adanya kompensasi, upah dan

gaji.

sebagian lagi berpendapat, bahwa dalam perwakilan ada

keharusan jika perwakilan ifu dalam benfuk pemberian upah, dan

diharuskan bagi orang yang memberi gaji unfuk menetapkan

pekerjaan kepada orang yang menjadi wakihrln, sedangkan bagi

orang yang diberi gaii yaifu seorang u,akil maka tidak ada

kehanrsan baginya untuk memakzulkannSra, akan tetapi boleh

baginya unfuk memakanlkan dirinya dari perfiara perwakilan ifu.

Dan seorang wakil akan menjadi makzul dengan matin5n

orang yang memberi kuasa kepadanya, karena seorang wakil

adalah pengganti orang yang memberi kuasa pada hartanya se@ra

khusus, dan jika orang yang memberi kuasa kepadanya telah mati,

maka berpindahlah hartanya kepada para palarisnya. Dengan

demikian seorang wakil udak memiliki srrafu apapun unfuk

dikelolanya sebagai penggantinya saat itu.

Dan apakah seorang wakil akan menjadi makzul hanya

karena matinya orang yang memberi kuasa walaupun dia belum

mengetahui tentang hal ifu?

Teriadi perbedaan pendapat dalam hal ini, dan pendapat

yang kuat adalah bahwa dia tidak menjadi makzul kecuali dengan

sepengetahuannya, dan jika dia mengelola suatu urusan sebelum

mengetahuinln maka dia harus menyelesaikan urusan itu hingga

selesai.

Jika orang lnng memberi kuasa telah memakzulkan orang

yang diberi kuasa atau wakilnya, maka ada yang berpendapat

bahwa wakil itu telah menjadi makzul dengan hanya dimakzulkan,

dan ada juga yang berpendapat bahwa wakilnya itu tdak menjadi

makzul kecuali setelah dia mengetahuinya. Maka jika dia
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mengelola suafu unsan sebelum dia mengetahui pemakzulannya

itu, maka dia tidak boleh melanjuti pengelolaannya bagi pendapat
pertama, sedangkan bagi pendapat kedua maka dia harus
menyelesaikan pengelolaannya.

AslrSyirazi ds berkata: Pasal: Seorang wakil
adalah seor.rng yang melindungi apa-apa yang ada di
tangannya berupa harta dari orang yang memberi
kuasa, jika harta ifu rusak di tangannSla tanpa adanya
kelalaian darinya, maka dia tidak berhak bertanggung
jawab, karena dia adalah tangan dan sekaligus
pengelola dari orang yang memberi kuasa, maka
kerusakan harta ifu di tanganngn adalah seperti
kerusakan harta itu di tangan orang yang memberi
kuasa, sehingga dia tidak bertanggung jawab.

Dan jika seseorang mewakilkanngn unfuk menjual
ruafu barang dagangan, lalu dia menerima harganya,
lalu dia menjualnya dan dia menerima harganln,
kemudian hargan3p ifu rusak, sementara yang membeli
berhak memiliki barang lpng dijual, maka orang yang
membeli itu harus mengembalikan benda itu dalam
benfuk harga kepada orang lnng memberi kuasa,
karena dialah lpng berhak unfuh menjual, maka
pengembalian lpng disertai dengan perjanjian juga
adalah kepadanya, sebagaimana jika dia menjual
dengan sendiriqp.

Keterangan Hukum: Tangan (kuasa) pada harta-harta
milik orang lain terdiri dari tiga bagian:

Pertama: Tangan yang bertanggung jawab.
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Kedua: Tangan yang melindungi atau yang meniaga'

Dan ketiga: Tangan yang para mana ulama dari madzhab

Asy-Syafi'i telah berbeda pendapat, apakah tangan itu termasuk

tangan yang bertanggung jawab atau tangan yang melindungi?

Maka yang pertama adalah seperti tangannya orang yang

melal$kan tindakan ghashab atau pelaku ghashab, atau tangan

orang yang meminjam, atau tangan omng yang menjadi perantara,

atau tangan pembeli, atau tangan orang yang mengajukan kredit,

maka mereka semua itu diwajibkan unfuk bertanggung iawab jika

sesuahr png ada di tangan-tangan mereka menjadi rusak, dan

walaupun nrsakn5a benda itu bukan karena perbuatan mereka

yang melampaui batas, karena mereka pada dasamya adalah

orang-orang antara yang melakukan pefutntan yang melampaui

batas dan orang lBng menentang. Sementara yang kedua adahh

seperti tangan seorang wakil, atau tangan seorang sekuhr, atau

tangan seorang png diutipkan, atau tangan orang png disewakan

(diberi upah), atau tangan orang yang menggadai, atau tangan

orang yang bekeria satna, maka mereka semua ihr adalah orang-

orang yang tidak bertanggtrng jawab terhadap benda yang ada

pada mereka selama mereka tidak melalnrkan perbuatan yang

melampaui batas dan juga tidak melakukan kelalaian dalarn fugas

mereka. Karena tidak ada seorangpun diantara mereka lnng

melakukan tndakan yang melampaui batm dengan tangan mereka

dan juga mereka tidak melalnrkan penentangan terhadap perintah.

Sedangkan tangan yang diperselisihkan diantara kedua

tangan png diterangkan diatas adalah seperti tangan orang lpng

diberi upah yang dia iuga bersekutu iika tErta itu rusak di

tangannya karena pelbgatannla tanpa adanln kelalaian dan tanpa

adanya perbuatan 3Bng melampaui batas, maka dalam hal ini ada

drra pardapat:
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Pendapat pertama: Bahwa tangan yang seperti ifu adalah
seperti tangan orang yang meminjam, maka tangan ifu harus
bertanggung jawab,

Pendapat kedua: Bahwa tangan yang seperti itu adalah
seperti tangan orang yang dititipkan dan tidak ada tanggung jawab
pada tangan itu jika terjadi kerusakan pada benda yang dititipkan.

Jika telah ada ketetapan tentang hal ini, maka
sesungguhnya seorang wakil adalah orang yang melindungi apa-
apa yang ada di tangannya berupa harta atau sesuafu milik orang
yang memberi kuasa kepadanya, dan tidak ada tanggung jawab
baginya jika ada kerusakan pada apa yang dikuasakan kepadanya
karena dua hal:

Pertama: Karena orang yang memberi kuasa kepadanya
telah memposisikannya pada posisi diriryn sendiri, dan tidak ada
keharusan tanggung jawab baginya terhadap apa yang ada di
tangannya, maka demikian pula dengan seorang wakir png telah
memposisikan orang itu pada posisi dirinp.

Kedua: Bahwa bagi seorang wakil, maka dia memiliki
akad unfuk menolong dan unfuk mengar{rasi, dan jika hal ifu
dikaitkan dengan suafu pertanggungjawaban, maka hal itu telah
keluar dari fujuan dan maksud dari perunkilan ifu yaifu memberi
pertolongan dan memberi pengawasan, dan sama saja halnya
apakah perwakilan itu dengan menggunakan upah pengganti atau
tidak dengan upah pengganti, maka Abu Ali Ath-Thabari berkata,
"Jika perwakilan ifu dengan menggunakan upah pengganti, maka
pada perwakilan ifu telah berlaku ketetapan hukum pemberian
upah, kepada orang yang bersekutu," maka dalam kondisi ini
berlakulah kauajiban unfuk bertanggung jawab berdasarkan dua
pendapat, dan yang demikian ini bukanlah yang benar, karena jika
perkara seperti ifu dianggap telah keluar kepada ketetapan hukum
pemberian upah dengan mengharuskannya unfuk bertanggung
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jawab, maka telah keluar pula perkara itu dari ketetapan

hukumnya dalam hal pertanggungjawaban.

Cabang: Al Muzani mengatakant Jika pemberi kuasa

meminta harga jual barang kepada wakil, namun dia menolaknya,

maka dia bertanggmg jawab kecuali pada suahr keadaan yang

tidak mungkin baginya pada saat itu trntuk membayamya'

Al Mawardi berkata dalam Al Hawi Dan yang demikian ini

adalah sebagaimana pendapatnya, iika bersama seorang wakil

terdapat harga jual dari apa yang dijual oleh orang yang memberi

kuasa, lalu pemberi kuasa meminta harga itu darinya, kemudian

wakilnya menolak, maka penolakannya ini tidak lepas dari dua

keadaan, yaifu penolakan yang dikarenakan dengan adanya

halangan dan penolakan dengan tidakadanya halangan'

Jika penolakan itu karena adanya halangan seperti

terjadinya penyakit atau karena adanya kekhawatimn akan

tertinggalnya shalat Jumat atau shalat wajib lainnya yang telah

sempit wakhrnya, atau karena hilangnya kunci lemari, atau

dikhawatirkan tidak sampainya harga itu kepadanya, atau karena

adanya urusan yang lebih diutamakan seperti untuk bayar utang,

atau sebab-sebab lainnya yang menghalanginya unhrk memberi

harga jual, maka hal ini bukanlah halangan melainkan penundaan

waktu unhrk membayar. Sehingga dalam kondisi seperti ini tidak

ada kewajiban unhrk bertanggung jawab, jika benda itu rusak

sebelum pembayaran.

Akan tetapi iika penolakan pemberian harga itu karena

tidak adanya halangan, maka kerusakan benda itu menjadi

tanggung jawab seorang wakil, dan jika benda itu rursak maka dia

berutang kepadanya. Dan iika dia menolak untuk membayamya

hingga dia bersaksi pada dirinya sendiri untuk menerima harga ifu,
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maka sesungguhnya sahabat-sahabat kami telah berbeda pendapat
dan seterusnya.

Menurutku: Dan akan meny-rsul keterangan tambahan
untuk pasal-pasal ini pada akhir pasalini dalam bab ini, karena ada
kaitannya dengan bahasan terakhir, sedangkan permasalahan yang
masih ada dalam bahasan hukum-hukum pada pasal ini, maka
kami katakan:

Jika benda yang diwakirkan kepada seseorang r.rnfuk
dikelola ifu msak, maka telah batal perwakilan itu, karena telah
hilang benda yang dikelola, sehingga hirang pula penuakilan,
sebagaimana jika dia merryakilkan kepada seseorang unfuk menjual
seekor sapi, lalu sapi itu mati. Dan jika seseorang membayar
kepada orang lain safu dinar dan dia meurakilkan kepada orang ifu
untuk membeli sesuafu, lalu dinar ifu rusak atau hilang, atau uang
itu dipinjamkan oleh wakil itu, dan dia mengelola uang ifu, maka
perwakilan telah menjadi batal, sama saja halnp apakah dia
meruakili unfuk membeli benda yang sama atau benda yang lain.
Dan ditetapkan kepadanya unfuk bertanggung jawab, sebagaimana
telah kami terangkan sebelumnya dari sisi melampaui batas dan
kelalaian atau kebalikan dari keduanya. Waltahu A'tant.

AslrSyirazi dts berkata: PasaL Jika seseorang
mendalnpa oftmg lain bahwa dia terah memberi
perwakilan kepadan3n dalam hal mengelola, lalu orang
yang didahpa mengingkarin3a, maka perkataan lrang
diterima adalah perkataan orang yang didahpa, karena
dia mengingkari adanya suafu akad dan asal hukumnya
adalah fidak adanya pemberian penguasaan, sehingga
perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang
didalnpa- Dan iil.. mereka bersepakat pada suafu
perwakilan, lalu keduanya berbeda pendapat dalam hal
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sifat dari perurakilan itu, seperti iika seorang wakil

berkata, "Kamu telah meniadikan aku wakilmu unfuk

meniual pakaian ini.' Namun orang yang memberi

kuasa berkata, 'Akan tetapi aku iadikan kamu sebagai

wakilku dalam menjual budak,' atau si wakil berkata,

"Kamu telah meniadikan aku wakilmu untuk meniual

dengan harga seribu,' nalnun orang yang memberi

kuasa berkata, 'Akan tetapi aku menjadikan kamu

wakilku unfuk meniual dengan harga dua ribu." Atau si

wakil berkata, "Kamu telah menjadikan aku wakilmu

unfuk meniual dengan harga hredit," sedangkan yang

memberi kuasa berkata, "Akan tetapi aku meniadikan

kamu wakilku unfuk meniual dengan harga tunai,"

maka perkataan lrang diterima adalah perkataan oftmg

yang memberi kuasa, karena ifu mengingkari suafu izin

dan hukum asalnya adalah tidak ada. Dan dikarenakan

barangsiapa yang menjadikan perkataan yang diterima

adalah perkataannya dalam hal dasar pengelolaan,

maka perkataan yang diterima adalah perkataannya

dalam hal cara-caranya seperti seorang suami dalam

perkara thalak.
Pasal: Dan iika keduanya telah berbeda pendapat

dalam hal pengelolaan, lalu seorang wahl mendalspa

bahwa dia telah meniual harta ifu dan orang !/ang

memberi kuasa mengingkari almn hal ifu, atau

keduanya bersepakat trnfuk meniual dan mereka berdua

berbeda pendapat tentang menerima harga, hingga

seorang wakil mendalspa bahwa dia telah menerima

harga dan harganln itu rusak, lalu oftmg yang memberi

kuasa mengingkarinya, maka dalam hal ini ada dua

pendapat:
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Pendapat pertama: Bahwa perkataan yang
diterima adalah perkataan seorErng wakil karena dialah
yang memiliki akad dan dia pula yang menerima, dan
barangsiapa yang memiliki hak untuk merrgelola, makadia pula memiliki keputusan terhadap akad itu,
sebagaim.rna seorang ayah yang menikahkan putrinSn
!/ang perawan.

Pendapat kedua: Bahwa sesungguhn5Ta perkataan
seor.rng wakil itu tidak dapat diterima, karena lrang
demikian ifu adalah pemyataan kepada orang yang
memberi kuasa unfuk menjual dan menerima harga,
maka pernyataan ifu tidak dapat diterima sebagaimana
jika dia mengntakan kepadanya bahwa dia terah menlual
hartanya dari seseorerng dan dia telah menerima
harganya.

Dan jika pemilik merpakilkan kepada seseorang
unfuk menjual seoftmg budak wanita, lalu dia
menjualnya, kemudian mereka berdua berbeda
pendapat, lalu seorang wakir berkata, *Aku telah
menjualnSla berdasarkan izin darimu dengan harga dua
puluh," namun yang memberi kuasa berkata, .Akan
tetapi aku mengizinkanmu unfuk menjuarnya dengan
harga sepuluh,' maka perkataan yang dapat diterima
adalah perkataan orang yang memberi kuasa
sebagaimana yang telah kami terangrran. Dan iikaorang lnng memberi kuasa bersumpah, maka budak
wanita ifu menjadi milik seorang wakir secara nlrata,
karena telah ada ketetapan bahwa seorang wakil ifu
telah menjual budak wanita itu tanpa i^, dengan
demikian seorang wakil ifu telah berrdusta, sehintga
budak wanita itu menjadi miriknya secara rahir dan
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batin, dan iika seoftmg wakil ifu juiur, maka budak

wanita itu adalah milik orang lrang memberi kuasa

secara batin, dan milik seorang wahl secara lahir'

Al Muzani mengatakan: Dan suafu hal yang

disukai oleh Imam Asy-Syafi'i Rahimahullah dalam

keadaan seperti ini agar seoftrng Hakim agar bersikap

lemah lembut kepada orang yang memberi kuasa, lalu

dia berkata: Alangkah baikn5p iika kamu

memerintahkannya agar dia membeli budak wanita itu

dengan dua puluh, maka juallah budak wanita kepada

wakil itu dengan dua puluh, dan iika berkata oftmg

yang memberi kuasa kepada wakilnlp, 'Aku iual budak

wanita ini kepadamu dengan harga dua puluh,' maka

iadilah budak wanita itu meniadi milik seorang wakil

secara lahir dan batin-
Dan iika dia berkata sebagaimana yang dikatakan

oleh Al Muzani, 'Jika aku telah mengizinkan kepadamu

agar kamu membelinya dengan lrarga dua puluh, maka

sesungguhnlp aku telah menjual budak wanita ini

kepadamu dengan harga dua puluh," maka telah

berbeda pendapat antara sahabat-sahabat kami dalam

masalah ini. Diantara mereka ada 5nng berpendapat

bahwa cara seperti ini adalah fidak sah, karena hal ini

adalah iual-beli yang terikat pada suafu sgrarat, sehingga

iual-beli fidak sah, dan dia meniadilon apa yang

dikatalGn Al Muzani adalah dari penrbicaraan hakim itu

dan bukan dari pembicaraan orang !/ang memberi kuasa.

Diarrtara mereka ada iuga lpng berpendapat

bahwa cara seperti itu adalah sah, karena syarat yang

ada pada jual-beli itu diperlukan untuk terlaksananya

suafu akad, karena sesungguhngn tidak sah bagi
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seor.rng wakil unfuk menjual budak wanita ifu kecuali
iika wakil itu telah mendapat izrn baginya untuk
membeli budak itu dengan harga dua p;uh dirham.
Dan apa-apa yang dibufuhkan oleh suafu akad, maka
akad itu tidak menjadi batal dengan syarat yang
dibutuhkan, dan jika orang yang memberi kuasa
menolak unfuk menjual, maka Al Muzani berkata: Maka
seor.rng wakil menjual budak wanita ifu, lalu dia
mengambil haknya dari harga budak wanita ifu, dan
Abu sa'id Al Ishthikhai mengatakan: Malra dalam hal
ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Sebagaimana pendapat Al
Muzani.

Pendapat kedua: Bahwa si wakil itu memiliki
budak wanita ifu secara lahir dan bathin berdasarkan
dari dua pendapat berkenaan orang yang mendarnra
terhadap orang lain bahwa orang ifu telah membeli
rumah daringra, lalu or.rng lrang membeli
mengingkarinya, dan dia bersumpah bahwa yang sangat
disukai bagi seorang pembeli pada saat itrr henda*^*ya
dia berkata kepada penjual, 'Jika aku telah membelinya
darimu maka sesungguhnln aku telah membatarkan
pembelian itu,' dan jika pembeli fidak melakukan hal
seperti ifu, maka dalam hd ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: penj,al hendaknya menjual
rumah ifu dan dia mengambil harganya.

Pendapat kedua: penjual memihh rumah itu,
karena orang yang membeli ifu menjadi seperti orang
yang bangkrut hingga dia berhalangan unfuk membayar
rumah ifu dari dirinya sendiri, dengan demikian penjual
lebih berhak terhadap wujud harta itu, lraitu rumah.
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Abu Ishaq berkata: Seorang wakil itu tidak boleh

memiliki budak wanita itu dengan satu kata, dan budak

wanita ifu adalah berbeda dengan rumah, karena budak

wanita itu adalah untuk orang yang meniual, iika
seseorang berhalangan dengan harganya, maka meniadi

batal akad jual-beli dan barang yang dijual kembali

kepada orang yang meniual sebagaimana kembalinya

barang yang dijual lika dua orang yang melakukan jual-

beli saling memberi sumpah, dan budak wanita itu

belum meniadi milik seorang wakil, sehingga budak

wanita itu kembali kepada wakil saat teriadinya

halangan dalam akad iual-beli-
Dan jika kami katakan: Seorang wakil memiliki

budak wanita itu secara lahir dan bathin dalam

mengelola budak wanita ifu dengan cara

menyefubuhinya atau dengan cara lainrrln- Dan iika
kami katakan: Bahwa budak wanita ihr adalah milik

orang yang memberi kuasa secara bathin, sehingga

malsudnya adalah seperti seseor.rng yang kepadanya

orang lain berutang, uang itu milik dia akan tetapi tdak
sampai kepadanya, dan dia mendapatkan harta yang

bulon pada jenis haknYa-

Penielasan Hulrurn: Al Muzani &ts mengatakan: Jika

seseorang mer,r,rakilkan omng lain untuk menjual hartanya, lalu dia

menjualnya, lalu yang meniadi wakil berkata, "Telah aku bayarkan

kepadamu harga ihl," maka perkataan yang diterima adalah

perkataannya. Sementam itLl Al Mawardi mengatakan dalam Al
Hawi Ketahuilah bahwa apa yang didakrpakan oleh seorang trnkil

terhadap orang yang memberi kuasa kepadanya terbagi meniadi

tiga bagian:
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Safu bagian diterima dalam dalwaan itu perkataan seorang
wakil, dan satu bagian lagi tidak diterima dalam dal$/aan ifu
perkataan seorang wakil, dan satu bagian lagi telah diperselisihkan
perkataan seorang wakil dalam hal diterimanya perkataannya

dalarn dalsrraan itu. Sedangkan bagian pertama, maka hal ini
adalah keadaan dimana diterimanya dalam dakrpaan ini perkataan
seorang wakil terhadap orang yang memberi kuasa kepadanya,
yaitu dalam hal mengembalikan sesuafu yang telah dipercayakan
sesuafu itu kepada seorang wakil. Dan terdapat beberapa tangan
yang tidak ada kaitannya dengan tanggrrng jawab, beberapa
tangan itu terbagi menjadi tiga bagian:

Bagian pertama: Yang diterima dalam suafu dakruaan

adalah perkataan, yaitu perkataan pemilik dari penmkilan itu
dalam hal mengembalikan apa-apa yang ada bersamanya, yaitu
seseorang yang dipercayakan oleh seorang pemilik harta unfuk
mengurus hartanya unh.rk haknya sendiri tanpa adanya manfaat
yang kembali kepada orang yang dipercayai itu dalam amanat
yang dipercayakan kepadanya seperti seseorang yang menitip
sesuatu, maka perkataannya dalam hal mengembalikan apa-apa
yang ada di tangannya berupa titipan kepada pemiliknya adalah
perkataan yang diterima, karena dia telah diposisikan oleh orang
yang memberi amanat pada posisi orang yang memberi amanat,
maka perkataannya kepada yang memberi amanat harus diterima.
Yaifu seperti perkataannya kepada dirinya sendiri.

Bagian keduar Seseorang yang tidak diterima perkataannya

walaupun jika orang itu adalah seorang yang dapat dipercaya
dalam hal mengembalikan sesuatu yang ada di tangannya dan
sesuafu itu adalah dari tangannya unfuk hak dirinya sendiri, seperti
seorang yang menerima barang gadai maka perkataannya tidak
diterima dalam perkara penggadaian terhadap orang yang
menggadai, karena ia bukan sebagai pengganti dari dirinya, maka
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tidak diterima perkataan orang yang menggadai kepada orang

yang menerima barang gadai.

Bagian ketiga: Seseorang yang telah terjadi perbedaan

pendapat sahabat-sahabat kami tentang diterima atau tidaknya

perkataannya. Dan itu adalah seseorang yang dia menjadi

pengganti dari pemilik harta, akan tetapi untuk suatu manfaat yang

akan kembali kepadanya dengan penggantian itu seperti seorang

yang bekerja pada perkara pinjaman, dan pada perkara pemberian

upah yang bersekutu, sehingga dalam perkara diterima atau

tidaknya perkataan mereka, terdapat dua pendapat dalam hal ini:

Pendapat pertama: Bahwa perkataan mereka diterima

dalam hal mengembalikan sesuatu yang ada di tangan mereka,

karena mereka telah menggantikan posisi pemilik, dan ini adalah

pendapat yang pafung ielas diantara dua pendapat, dan ini adalah

pendapat jumhur ulama.

Pendapat kedua: Dan ini adalah pendapat Abu Ali bin Ath-

Thabari, bahwa perkataan mereka udak diterima dalam hal

mengembalikan sesuatu yang ada di tangan mereka, karena

kembalinya manfaat kepada mereka hingga keadaan ifu

menjadikan mereka seperti orang yang mengelola untuk diri

sendiri, sehingga tidak diterima perkataan orang ifu seperti

perkataan seorang yang menggadai. Dan jika telah ada ketetapan

tentang dasar ini, maka seorang wakil, jika dia bekeria dengan

kerelaan, maka perkataannya dalam hal mengembalikan sesuatu

yang ada di tangannya terhadap orang Snng memberi kuasa

diterima, akan tetapi iika orang itu menerima upah, maka dalam

hal diterima atau tidaknya perkataan itu ditinjau dari dtn sisi, dan

ini adalah keadaan yang berkaitan dengan bagian pertiama, yaifu

dari perkataan yang diterima dalam dakwaan, yaitu perkataan

seorang unkil terhadap orcrng yang memberi kuasa.
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Sedangkan bagian kedua, Perkataan yang tidak diterima
dalam dakr.raan, yaifu perkataan seorang wakil terhadap orang
yang memberi kuasa, dimana dia mengklaim bahwa dia telah
mendapat izin unfuk mengelola berdasarkan perkataan wakil itu,
"Kamu telah menyrruhku untuk menjual sekian," atau ',dengan

memberikan tambahan sekian," lalu orang lnng memberi kuasa
mengingkari hal ifu, maka dalam hal itu perkataan yang diterima
adalah perkataan orang yang memberi kuasa dan bukan perkataan
seorang wakil, karena seorang wakil dalam perkara hukum ini
berkedudukan sebagai orang yang menggugat akad perwakilan,
dan orang yang menggugat perwakilan tidaklah diterima
perkataannya dalam gugatan perwakilan, karena 5ang digugat
adalah izin, sehingga tidak diterima perkataannya dalam gugatan
perwakilan. Begitu pula jika keduanya bersepakat pada masalah
perizinan, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sifatnya,
seperti perkataan wakil, "Kamu telah menyuruhku untuk
memberikan kelebihan sebanyak seribu dirham," lalu yang
memberi kuasa berkata, "Akan tetapi aku menyuruhmu unfuk
memberikannya satu pakaian," atau seperti perkataannya, "Kamu
telah menyuruhku unfuk menjual budakmu dengan harga seribu,"
namun dia berkata, "Akan tetapi aku menpruhmu unfuk
menjualnya dengan harga dua ribu," maka perkataan yang
diterima dalam perkara ini adalah perkataan orang yang memberi
kuasa. Maka tidak diterima dalam dal$/aan ini perkataan seorang
wakil kecuali dengan adanya bukfi yang dia ajukan unfuk
menggugatrya, dan yang dimaksud dengan bukfi di sini adalah dua
orangl saksi 5nng adil dan bukan yang lainnya, karena bukti ifu
adalah untuk menetapkan perwakilan.

Sedangkan bagian ketiga: Perkataan yang diperselisihkan
unfuk diterimanya perkataan itu atau tidak, yaifu perkataan
seorang wakil dalam dakr,vaannya terhadap orang yang memberi
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kuasa. Yaihr seseorang yang memberi kuasa mewakilkan

kepadanya sebagai wakil untuk melaksanakan suatu tugas, lalu

seorang wakil mengklaim bahwa dia telah melaksanakan apa yang

dihrgaskannya ihr sesuai dengan apa yang diizinkan oleh yang

memberi kuasa. Kemudian orang yang memberi kuasa

mengingkarinya seperti dia mewakili kepada seseorang untuk

suatu penjualan, atau suatu pernikahan, atau suatu pemberian,

atau untuk memerdekakan seorang budak, atau unhrk menthalak

seorang istri, atau unhrk menerima suahr benda, maka semua ihr

diingkari oleh orang yang memberi kuasa sementara telah ada

pembenaran dari orang yang membeli, dan dari orang yang

dinikahkan, dan dari orang yang menerima pemberian, dan dari

wanita yang dithalak dan dari orang yang menyerahkan suatu

benda, maka dalam masalah seperti ini ada dua pendapat yang

dipaparkan oleh Imam Asy-Syafi'i, dan dua sisi pandangan

disebutkan oleh hnu Suraii.

Pendapat pertama dari kedua pendapat lmam AsySyafi'i

dalam masalah ini, adalah bahwa perkataan yang diterima pada

semua masalah ini adalah perkataan orang yang memberi kuasa

kecuali iika seorang wakil dapat mendatangkan buku unttrk

perkara yang dia gugat. Dan bukti dalam perkara hukum ini adalah

diterima, sama saia halnya apakah perkara hukum ifu dalam

benhrk benda atau selain benda. Dan dikatakan bahwa perkataan

yang diterima adalah perkataan orang 5rang memberi kuasa karena

semua perkara itu adalah akad-akad, sehingga tidak bisa hanya

dengan dalnuaan saja tanpa ada buku.

Sedangkan pendapat kedua: Bahwa perkataan yang

diterima dalam perkara-perkara hukum diatas adalah perkataan

seorang wakil, karena orang yang memberi kuasa telah

memposisikan seorang wakil pada posisi dia sendiri dengan

perkataan yang telah dia sampaikan kepada orang yang diiadikan
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wakilnya, dan ini adalah dua pendapat yang dipaparkan oleh Imam

Asy-Syafi'i tentang hal ini.

Sedangkan dua pendapat Abu Al Abbas bin Suraij dan dia

menyebutkannya dalam bab Al Wakalah setelah dia menerangkan

dua pendapat Imam Asy-Syafi'i, dan dia menerangkan arahan

untuk kedua pendapakrya itu.

Pendapat pertama dari kedua pendapatnya itu, adalah

bahwa jika apa yang dinyatakan oleh seorang u/akil telah menjadi

sempurna dengan pemyataannya sendiri, seperti dalam perkara

memerdekakan seorang budak, atau dalam perkara thalak, atau

dalam perkara membebaskan budak, maka perkataan seorang

wakil adalah perkataan yang dapat diterima, karena sesuatu yang

telah menjadi sah yang telah dikerjakan oleh seorang urakil pada

saat itu maka telah menjadi sah perkara itu dengan pemyataannya

pada saat ifu juga. Jika perkara itu belum s*, maka

pemyataannya itu tdak diterima.

Sementara pendapat keduanya, dan ia adalah yang

dijadikan sandaran dan dijadikan dukungan untuk

memenangkannya, yaifu, jika yang dinyatakan itu adalah seperti

telah jatuhnya thalak sebelum ungkapan thalak itu diucapkan, dan

perkara lain yang sejenis dengan hal ini, maka perkataannya

tidaklah diterima. Dua pendapat ini adalah pendapat yang berlaku

bagi masing-masing orang gang berbeda pendapat diantara orang

yang memberi kuasa dan orang yang diberi kuasa, yaitu seorang

wakil jika pada kondisi seorang wakil tetap berselisih paham

selama proses perwakilan, sedangkan pelarangan untuk

memakzulkannya dari perwakilan ifu, maka tidak ada alasan untuk

meniadakan perwakilan ifu, karena perwakilan ifu telah

mendatangkan funfutan-funhrtan baru bagi masing-masing diantara

mereka berdua. Wallahu Tabla AIam.
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Cabang: Jika seorang llang memberi kuasa

memerintahkan kepada wakilnya unfuk menjual hartanya dan

menerima harganya, maka dalam hal ini seorang wakil harus

menyatakan bahwa dia telah menjual dan telah menerima

harganya dan telah menyerahkan harganya ih: kepada orang yang

memberi kuasa, dan jika yang memberi kuasa membenarkannya

bahwa wakiln5a ihr telah menjual dan telah menerima harganya

sementara dia mengingkari bahwa dia telah menerima harga dari

wakiln5n itu, maka dalam hal ini perkataan seorang u6kil diterima

oleh orang yang mernberi kuasa akan taapi hanrs disertakan

dengan sumpah, karena 1nng teriadi adalah perselisihan dalam hal

pembayaran.

Dan jilo llang memberi l$asa membenarkan bahwa

wakilnla itu telah merftnl, sementara dia mengingkari kalau

wakilnya itu telah menerima harga dari orang yang membeli, maka

perkataan seoralrg unkl harus berdasarkan dua pendapat, karena

seorang unkil menlntakan suahr perbuatan dan oreng yang

memberi kuasa mengingkari hal ifu.

Dan jika orang lBng memberi kuasa ifu menuduh wakilnya

ihr dengan dusta dalam hal menjual dan dalam hal menerima

harga, maka perkara 3png demikian ini hanrs berdasarkan dari dua

pendapat diantara mereka berdua juga, sebagaimana telah kami

sebutkan.

Cabang: Jika seseorang memerintahkan wakilnya unfuk

mernbeli satu mobil, lalu wakilnla itu berkata, "Aku telah

membelinya dengan trarga seribu dinar," nalnun orang yang

memberi ktrasa berkata, "Kamu telah membelinya dengan harga

lima ratus dinar," maka yang diterima perkataannya adalah

perkataan seorang u,ahl dengan sumpahnya bahwa dia telah

membeli mobil itu seharga.seribu dinar -dan ada pendapat yang
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mengatakan bahwa jika mobil itu tidak di tangannya maka

perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang memberi

kuasa- dan pendapat ini adalah pendapat yang tidak benar,

bahkan perkataan seorang wakil adalah lebih diutamakan pada

dua keadaan, karena diterimanya perkataannya pada pokok

pembelian dan begitu pula diterima perkataannya tentang kadar

dari pokok harganya.

Cabang: Al Muzani mengatakan: Jika seseorang berkata,

"Aku telah memerintahkanmu unhrk membeli budak wanita ini

dengan harga sepuluh dirham, lalu kamu membelinya dengan

harga dua puluh dirham." Namun si wakil berkata, "Akan tetapi

kamu menyr.rruhku unfuk membelinya dengan harga dua puluh

dirham," maka perkataan yang diterima adalah perkataan omng

yang memerintah beserta sumpahnya dan budak wanita itu secara

hukum adalah milik orang yang memberi kuasa. Imam AsySyafi'i

dalam perkara ini menyurkai jika seorang hakim bersikap lemah

lembut kepada orang yang memberi perintah, sehingga hendaknya

hakim berkata kepadanya, "Jika engkau berkehendak, maka

perintahkanlah dia agar dia membeli budak wanita ifu dengan

harga dua puluh dirham, maka dengan demikian kamu telah

membeli budak wanita itu dengan harga dua puluh," dan hakim

berkata kepada yang lain, "Aku telah terima, agar men;adi halal

faraj budak wanita ifu bagrnya dan bagi orang yang membeli

darinya."

Sungguh pendapat yang telah dikemukakan oleh Al Mtrzani

ini telah menimbulkan pembicaraan di kalangan sahabatr

sahabakrya, karena jika pendapat ini diterima, maka penjualan

yang dilakukan oleh seorang lrang memberi kuasa adalah

penjualan yang di dalam akadnya terdapat syarat, yang dimaksud

adalah perkataannya, "Jika aku telah memerintahkan kepadamu
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agar kamu membeli budak wanita dengan harga dua puluh, maka

aku telah menjual budak wanita itu kepadamu dengan harga dua

pdfr," maka syarat seperti ini akan merusak akad jual-beli,

sehingga terjadi perbedaan pendapat diantara sahabat-sahabat

kami terhadap apa yang disebutkan oleh Al Muzani, menjadi dua

pendapat:

Pendapat pertama: Bahwa tindakan Al Muzani dengan

menjadikan seorang hakim untuk mengatakan ucapan ifu kepada

keduanya adalah sebagai peringatan agar masing-masing kedua

orang itu mau,raspadai akan makna yang tersimpan dari akad ini,

dan juga untuk mengingatkan sebab dan makzud dari adan5ra akad

ifu tanpa hanrs keduanya menyebutkannya dalam akad ihr sendiri,

dan jika keduaduanr mengingatkan hal itu pada saat akad, maka

akad jual-beli itu meniadi fidak sah. Bahkan akad harus tetap

dilaksanakan secara mutlak dengan syarat ini, dan ini adalah

pendapat kebanyakan ulama-ulama Bastrah.

Pendapat kedua' Dan ini adalah pendapat Abu Ali bin Abu

Hurairah dan jumhur ulama-ulama Baghdad bahwa dibolehkan

bagi keduanya untuk melaksanakan akad ifu, karena memang

demikianlah ketetapan hukum yang ada, sehingga dibolehkan

unhrk melafazhkan dengan ucapan itu dalam suafu akad.

Cabang: Jika telah ada ketetapan pada apa 5nng telah

kami sampaikan, maka ses.rngguhnla ada dua keadaan yang

dialarni oleh orang yang memberi kuasa:

Keadaan pertama: Bahwa orang lnng mernberi lruasa

memenuhi anjuran hakim ihr unh.rk menjtnl budak wanita ifu

kepada wakilnya jika wakilnya ihr adalah omng Snng iujur, hi.ggu

wakilnya ihr menjadi pemilik dari budak wanita itu secara lahir dan

bathin. Dengan demikian boleh bagi waldln!,a itu untuk berdiam
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bersamanya dan bersenang-senang dengannya dan menjualnya
dan mengambil kelebihan dari harganya.

Keadaan kedua' Bahwa orang yang memberi kuasa itu
tidak memenuhi anjuran hakim ifu untuk menjual budak wanita ifu,
maka tidak boleh dipaksa kepadanya karena dia bukan pemilik,
walaupun dia adalah seorang pemilik, maka dia tidak dipaksa
untuk menjual miliknya, dan apakah seorang wakil akan menjadi
pemilik budak wanita itu atau tidak? Maka dalam hal ini ada dua
pendapat:

Pendapat pertama: Dan ini adalah pendapat Abu Sa'id Al
Ishthakhri bahwa wakil itu memiliki budak wanita dengan
kepemilikan yang sempuma secara lahir dan bathin, karena
kepemilikan ifu telah berpindah dari orang yang memberi kuasa

dengan harganya, maka dengan demikian kepemilikan ifu
berpindah kepada wakil dengan akadnya, dan berdasarkan ini
boleh bagi wakil unfuk tinggal bersamanya, dan jika dia menjual
budak wanita itu, maka dia mendapatkan kelebihan dari harganya.

Pendapat kedua: trni adalah pendapat Abu Ishaq Al Marwazi
dan pendapat dari Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa
sesungguhnya wakil itu tidak menjadi pemilik dari budak wanita
itu, akan tetapi dia hanya boleh mengambil dari harga budak
wanita ifu dari apa yang diutangkan dalam jual beli itu, karena dia
telah menyatakan bahwa budak wanita itu adalah milik orang yang
memberi kuasa, sehingga dengan demikian tidak boleh baginya
untuk bersenang-senang dengan budak wanita ifu. Dan jika pada
budak wanita itu terdapat kelebihan harga, maka dia tidak berhak
untuk memilikinya, dan apakah boleh bagi seorang wakil unfuk
menjual budak wanita itu sendiri? Maka dalam hal ini ada dua
pendapat:

Pendapat pertama: Dia menjual budak wanita itu dengan
sendirinya.
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Pendapat kedua: Hakim menjadi wali bagi wakil itu untuk

menjual budak wanita itu, jika budak wanita ifu dijual dengan harga

yang sama dengan yang dia bayarkan, maka dia telah

menyelesaikan masalah itu dengan orang yang memberi kuasa,

dan jika harganya itu lebih sedikit dari yang dia bayar, maka tidak

ada yang hanrs dia kembalikan. Jika budak itu dijual dengan harga

yang lebih banyak, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan

kelebihan dari harga itu.

Apakah dibolehkan untuk menetapkan bahwa budak itu

adalah r.rnhrk seorang wakil itu? Ataukah seorang hakim

melepaskan budak wanita ifu dari seorang u/akil ifu?

Maka dalam hal ini ada dua PendaPat:

Pendapat pertama: Budak itu ditaapkan menjadi milik dari

seorang wakil, karena tidak ada lagi latran dari wakil ifu dalam hal

kepemilikan budak wanita itu.

Pendapat kedua: Apakah budak wanita ifu dilepaskan dari

seorang wakil ifu, karena budak wanita itu adalah harta yang tidak

diketahui siapa yang berhak memilikinya, dan dengan demikian

budak wanita ifu menjadi seperti harta yang ada cacatnya -yang

harus dikembalikan jika benda itu terdapat cacat di dalamnya

hingga berselisih dua orang yang melakukan jual-beli dan pada saat

ifu seorang hakim meletakkan tangannya pada budak wanita itu

hingga dia bisa melepaskan budak ihr dari sengketa kepemilikan-

ataukah orang lnng membeli budak wanita itu yang akan menjadi

pemilik dari budak wanita itr? Maka dalam hal ini ada dua

pendapat, dan tidak teriadi tidak adanSra kepemilikan orang yang

menjual bagi budak wanita ihr karena adanp penghalang berupa

pengakuan orcurg yang membeli dari seotang wakil yang menitnl

budak wanita ifrt. Walkhu A'lam.
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Asy-Syirazi w berkata: Pasal: Jika kedua orang itu
(pemberi kuasa dan wakil) berbeda pendapat tentang
kerusakan harta benda, lalu si wakil menyatakan bahwa
benda ifu telah rusak, kemudian orang yang memberi
kuasa mengingkarinya, maka perkataan yang diterima
adalah perkataan si wakil, karena kemsakan yang

terjadi pada harta benda itu telah menghalangi untuk
ditegakkannya bukti, sehingga dijadikanlah perkataan
yang dapat diterima adalah perkataan seorang wakil.

Pasal: Jika keduanya berbeda pendapat tentang
pengembalian benda, lalu si wakil berkata, "Aku telah
mengembatikan benda itu padamu,' namun orang yang

memberi kuasa mengingkari hal ifu, maka dalam
keadaan seperti ini harus ditinjau; Jika perwakilan ifu
tanpa upah, maka perkataan yang diterima adalah
perkataan seorang wakil beserta sumpahnya, karena dia
menerima benda itu unfuk mendatangkan manfaat
kepada pemilik benda, sehingga perkataan yang

diterima dalam hal pengembalian benda itu adalah
perkataanngla seperti orang yang dititipkan, akan tetapi
jika perwakilan ifu dengan upah, maka dalam hal ini
ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Perkataan si wakil tdak dapat
diterima, karena dia yang menerima benda unfuk
mendatangkan manfaat unhrk dirinSn sendiri, sehingga
fidak diterima perkataann3la dalam hal mengembalilran
benda, sarna halnya dengan orang yang menyewa atau
yang diberi upah dan sama juga halnsn dengan orang
yang menerima gadai.

Pendapat kedua: Bahwa perkataan seorang wakil
ifu dapat diterima, karena dia mendapatkan manfaat
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dari benda itu dengan bekeria, sedang dari benda ifu
sendiri maka dia tidak mengambil manfaat dari benda

itu, sehingga perkataannya harus diterima dalam hal

mengembalikan benda seperti orang yang dititipkan
dalam masalah penitiPan.

Pasal: Jika seseorang memiliki hak pada orang

lain, lalu dia menuntut haknya itu kepadanya, lalu dia

berkata, 'Aku tdak akan memberimu hingga kamu

bersahsi pada dirimu sendiri bahwa kamu telah

menerima," maka dalam hal ini ditinjau; Jika orang

yang mengatakan ifu adalah seorang yang memang

harus bertanggtrng jawab kepadanya seperti dalam

perbuatan ghashab dan peminiaman -iika dia orang
yang harus bertanggung iawab pada benda itu dan
padanya ada bukti- maka dia berhak untuk menolak

memberi hingga orang yang akan menerimanya

bersaksi bahwa dia telah menerima, karena dia tidak

dipercaya untuk menerima, kemudian dia tetap

mengingkari, dan ditegakkanlah kepadanya bukti lalu

dia menjadilonnya berutang. Akan tetapi iika ungkapan

itu diucapkan dalam perkara lpng bersifat amanah

seperti pada masalah penitipan, atau sesuafu grang ada

di tangan seorang wakil, atau seorang sekufu, atau

seorang yang dipertanggungiawabkan dan fidak ada

but<fi padanya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Dia berhak unhrk menolak

hingga orzrng ifu mau bersaksi bahwa dia telah

menerima, dan ini adalah pendapat Abu Ali bin Abu

Hurairah, karena dia tidak percalra kepada orang ifu
untuk menerima, kemudian dia mengingkarinya, maka

datam keadaan ini dia bufuh unhrk agar orang itu
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bersumpah bahwa sesungguhnya dia tidak berhak untuk
menerima, dan diantara manusia ada yang tdak suka

unfuk bersumpah.
Pendapat kedua: Bahwa tidak berhak untuk

menolak, karena jika dia mengingkari, maka perkataan

yang almn diterima adalah perkataannlra. Bahwa

sesungguhnya dia tidak berhak suahr apapun padanln,

dan tidak ada bahaya bagingp iika dia harus bersumpah
pada suatu kebenaran dan fidak boleh bagtnln untuk
menolak . Wallahu A'lam.

Penjelasan Hukum: Kami telah menielaskan pasal ini

pada sebagiannya dan singkat kata: Jika terjadi perselisihan

pendapat antara orang yang memberi kuasa dengan orang yang

diberi kuasa yaitu seorang wakil, maka perselisihan ifu tidak lepas

dari enam keadaant

Keadaan pertama: Jika keduaduanya berbeda pendapat

dalam hal kerusakan harta, lalu si wakil berkata, "Hartamu telah

rusak di tanganku," atau "harga yang telah aku terima adalah

harga dari hartamu, dan telah rusak harga ifu di tanganku," lalu

orang yang memberi kuasa tdak mempercayainya, maka

perkataan yang diterima adalah perkataan seorang wakil yang

disertai dengan sumpahnya karena dia adalah orang yang dapat

dipercaya. Dan hal ini adalah perkara 5ang ada halangan untuk

menegakkan bukti pada perkara ini, sehingga ketiadaan bukfi fidak

menjadi beban untuk menyelesaikan masalah itu seperti orang

yang dititipkan. Dan begitu pula diterapkan ketetapan hukum ini

pada setiap orang yang di tangannya ada sesuatu dalam benfuk

sebuah amanat, sama halnya seperti seorang ayah dengan

wasiatrya, atau seorang kepercayaan hakim, atau seorang yang

dititipkan, atau seoranS 
;ekutu, 

atau seorang yang berkongsi, atau
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seorang yang menerima gadai, atau orang yang menyewa, atau

orang yang diberi upah yang bersekutu jika terjadi perselisihan

pendapat pada akad, kecuali jika dia menyatakan bahwa

kerusakan itu adalah kerusakan yang nyata seperti kebakaran dan

penjarahan atau yang senrpa dengan dua kejadian ihr, maka dia

harus mendatangkan bukt tentang adanya kejadian itu dari sisinya.

Kemudian yang akan menjadi diterima perkataannya adalah

perkataan wakil itu dalam hal kerusakan benda itu, dan inilah

madzhab kami dan madzhab Imam Ahmad, karena adanya

perintah yang nyata adalah sesuatu yang tidak tersembunyi,

sehingga tidaklah ada halangan untuk menegakkan bukti pada

pemyataannya ifu.

Keadaan kedua: Keduaduanya berselisih pendapat dalam

hal tndakan yang melampaui batas dari sisi seorang wakil atau

tindakan kelalaiannya dalam menjaga harta, dan sikap

menentangnya terhadap perintah orang yang memberi kuasa,

seperti jika pemberi kuasa menggugat wakiln5a bahwa dia telah

membebani heuan tunggangannya dengan bawaan yang

melampaui batas kekuatan hewan ifu, atau dia menggugat bahwa

wakilnya ifu telah membawakan pada haruan itu sesuahr trnfuk

dirinlp sendiri (untuk diri wakilnya sendiri), atau dia lalai dalam

menjaga hetr,ran iht, atau dia menggunakan pakaian yang unfuk

dilual, atau dia diperintahkan untuk mengembalikan harta lalu dia

tdak melaksanakannya, dan perkara-perkam yang sejenisnya,

maka perkataan yang diterima dalam perkara semacam ini adalah

perkataan seorang wakil yang disertai dengan sumpahnya, karena

pada dasamya dia adalah orang yang dapat dipercaya dan

dikarenakan dia mengingkari dari apa yang dituduhkan kepadanya,

dan perkataan lang diterima adalah perkataan orang lpng
mengingkari.
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Keadaan ketiga: Kedua-duanya berselisih pendapat dalam

hal pengelolaan, si wakil berkata, "Aku telah menjual pakaian dan

aku telah menerima harganya lalu harganya ifu nrsak," namun

pemberi kuasa berkata, "Kamu belum menjualnya dan kamu

belum menerima harganya sama sekali," maka perkataan yang

diterima adalah perkataan seorang wakil yang disertai dengan

sumpahnya jika wakil itu bekerja tanpa upah, karena jika dia

bekerja dengan suafu upah maka dia adalah seorang yang diberi

upah dan tangan orang yang diberi upah itu menanggung

pertanggungjawaban.

Cabang: Al Muzani mengatakan: Seandainya dikatakan

kepada sahabatnya (wakil kepada pemberi kuasa atau sebaliknya)

tentang harta miliknya, "sungguh aku telah meminta hartaku

darimu, lalu kamu menolak untuk memberi harta itu kepadaku,

maka kamu adalah orang yang bertanggung jawab," maka orang

ini menyatakan bahwa amanat telah berubah menjadi sesuatu yang

dipertanggungjawabkan dan dia harus mendatangkan bukti dan

bagi orang yang mengingkari, maka dia harus bersumpah. Dan

yang demikian ihr adalah sebagaimana dia katakan bahwa jika dia

menolaknya unfuk membayar harga kepadanya hingga harga itu

msak, kemudian mereka berselisih pendapat, lalu si wakil berkata,

"Aku menolakmu karena aku berhalangan, maka udak ada

tanggung jawab bagiku," sementara pemberi kuasa berkata,

"Kamu menolak mengembalikan hartaku dengan tanpa adanya

halangan, oleh karena itu kamu harus bertanggung jawab," maka

dalam hal ini perkataan yang diterima adalah perkataan seorang

wakil yrang disertai dengan sumpahnya jika apa yang dikatakan itu

adalah sesuatu yang memungkinkan, dan tidak ada tanggung

jawab baginya karena dia masih pada pokok amanatnya, sehingga

tidak dapat diterima gugatan orang yang memberi kuasa
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kepadanya dalam hal memindahkan amanafrya kepada tanggung

jawab.

Cabang: Al Muzani berkata: Jika dia (pemberi kuasa)

berkata, "Aku wakilkan kepadamu untuk menjual hartaku, lalu

kamu telah menerima hartaku ifu dariku," namun si wakil

mengingkarinya, kemudian dia mengakui, atau telah tegak

kepadanya suatu bukti, maka wakilnya ifu harus bertanggung

jawab -atau dia telah berpindah dari keadaan orang yang dapat

dipercaya hingga menjadi orang yang bertanggr.tng jawab-, karena

dengan sifat mengingkarinya ihr dia telah keluar dari amanahlp,

dan ini benar. Adapun gambaran dari hal ini adalah berkenaan

seseorang yang menggugat orang lain bahwa dia telah menjadikan

orang itu sebagai wakilnya unhrk meniual hartanya, dan dia

menjadikan olang ifu menerima hartanya ifu kepada orang lrang

diwakilkan, narnun orang yang diwakilkan ini mengingkari

perwakilan ihr kepadanlp dan dia telah menerima harta ifu, maka

perkataan yang diterima adalah perkataan seomng '{nkil ihr

bersama dengan sumpahnya karena dia adalah omng yang

mengingkari. Dan jika telah tegak suatu bukti terhadap orang yang

digugat ifu tentang adanya perwakilan dan tentang adanya

penerimaan harta, maka dia menjadi orang yang bertanggung

jawab dan dia telah keluar dari amanahnya, karena dia telah

mengingkari amanahnya, maka dia meniadi seperti orang yang

mengingkari titiPan.

Dan jika dia menggugat setelah tegaknya bukt yang

menyatakan tentang adanya kerusakan atau adanya pengembalian

kepada pemiliknln, maka gugatannya ifu fidak diterima, karena dia

telah bertanggung jawab terhadap apa yang Udak diterima dari

perkataannya dalam gugatannya unhrk membebaskannya dari

tanggung jawab, dan iuga dikarenakan dengan pengingkarannya
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yang pertama, maka dia telah menjadi pendusta terhadap gugatan

ini, dan begihr juga jika dia kembali mengakui setelah

pengingkarannya, lalu dia mengakui bahwa dia telah menerima

harta ihr, lalu dia menggugat kerusakannya atau dia

mengembalikannya, maka perkataannya tidak diterima darinya,

dan dia tetap bertanggung jawab untuk orang yang memberi

perwakilan seperti telah tegaknya bukti yang menyatakan bahwa

dia telah menerima harta ifu.

Jika telah tegak bukti yang menyatakan bahwa dia telah

mengembalikan harta ifu kepada orang yang memberi kuasa atau

telah tegak bukti bahwa harta itu rusak di tangannya sebelum

orang yang memberi kuasa mengingkarinya, maka dalam hal ini

ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Ini adalah pendapat Abu Ali bin Abu

Hurairah, bahwa bukfi itu adalah bukti yang tertolak, karena

seorang wakil ifu telah mendustakan bukfi ifu dengan mendahului

bukt itu dari pengingkaran orang lnng memberi kuasa.

Pendapat kedua: Ini adalah pendapat Abu Al Qasim Ash-

Shaimuri, dan diceritakan oleh Abu Hamid Al Isfirayini bahwa

buktinya itu adalah bukti yang dapat diterima, bukt itu
dikemukakan unhrk sebagai saksi atas pengingkarannya yang

mewajibkan adanya pertanggungjawaban. Sementara Al Mawardi

berpendapat bahwa pendapat pertama adalah pendapat yang lebih

benar.

Cabang: Al Muzani mengatakan: Jika pemberi kuasa

berkata, "Aku telah mewakilkan kepadamu unfuk menjual hartaku,

lalu kamu telah menjualnya," namun si wakil berkata, "Kamu tidak

memiliki suahr apapui-l dariku," lalu diperlihatkan bukti padanya,

maka dia (Al Muzani) mengatakan bahwa dia telah benar, atau dia

berkata, "Aku telah membayar harganya kepada orang yang
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berhak menerimanya, maka dia adalah orang yang benar karena

orang yang membayar sesuatu kepada yang berhak menerimanya,

maka sesuatu itu tidak ada pada dirinya, dan dia tidak mendustai

dirinya sendiri, maka dia masih tetap pada pokok dari sifat

amanahnya dan sifat jujumya, dan ini adalah benar'

Jika dia menggugat bahwa dia telah mewakilkan padanya

suatu harta yang telah dia terimakan kepadanya agar dia menjual

harta ihr, lalu si wakil berkata, "Kamu tidak memiliki suatu apapun

dariku" atau dia mengatakan, "Kamu tidak memiliki suatu hak

apapun di tanganku," maka ini adalah jawaban yang memuaskan

dalam suafu gugatan, dan perkataannlp ihr dalam hal ini adalah

perkataan yang dapat diterima yang disertai dengan sumpah,

karena dia adalah orang yang mengingkari. Dan setiap orang yang

menggugat kepada orang lain yang di tangannya terdapat hartanya

dan orang yang digugat menyebutkan sebab kepemilikan haknfia

seperti dalam perkara titipan dan perkara ghashab, maka orang

yrang digugat jika dia mengingkari gugatan ihr, maka hendaknSp

dia menjawab gugatan itu dengan safu diantara dua jawaban ini,

baik dengan ucapannya, "Apa yang aku ambil darimu ini adalah

titipan, dan aku tidak mengghashab harta ini darimu," atau dia

berkata, "Kamu tidak mempunyai hak apapun padaku," maka

kedua jawaban ihr adalah jawaban yang memuaskan dalam hal

mengingkari gugatan dan dia harus bersumpah.

Adapun tata cara bersumpah atau menjadikan dia

bersumpah adalah disesuaikan dengan aneka ragam sanggahan,

dan jika sanggahannSn adalah bersifat mutlak, seperti iika dia

berkata, "Tidak ada hak unfukmu," maka dia hanrs bersqmpah

berdasarkan apa l,ang dia sanggah dengan mengatakan, "Demi

Allah, dia tidak memiliki hak apapun padanya," dan udak boleh

bagi seorang hakim untuk menjadikannya bersumpah dengan

ucapan, "Dia tidak mengambil titipan," atau dengan ucapan, "Dia
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tidak melakukan ghashab," karena terkadang telah dibolehkan

baginya untuk menjadikan kepemilikannya kepadanya setelah

adanya penitipan dan setelah adanya perbuatan ghashab dengan

adanya pemberian atau adanya pembelian setelah dipenuhinya

harganya, sehingga tidak teriadi kepemilikan hak sebelulrlnya,

dengan catatan jika dia bersumpah maka dia udak ada yang

dititipkan dan tidak ada sesuatu yang dighashab.

Dan jika sanggahannya adalah dengan mengucapkan, "Aku

tidak melakukan perbuatan ghashabba padamu," atau dia berkata,

"Aku tidak mengambil darimu titipanmu," maka dalam perkara ini

terjadi perbedaan pendapat diantara sahabat-sahabat kami dalam

tata cara dia bersumpah, pada dua pendapat:

1. Hendaknya dia bersumpah dengan narna Allah bahwa

dia udak memiliki hak apapun sebelumnya, dalam rangka berhati-

hati sebagaimana telah kami sebutkan.

2. Bahwa dia harus bersumpah berdasarkan apa yang

disanggah yaitu dengan nama Allah, bahwa dia tidak melakukan

perbuatan ghashab, dan dia tidak mengambil titipannya, karena

dengan mengabaikan kehati-hatian dalam sanggahannya akan

menghilangkan keraguan darinya. Wallahu Alam.

Dan jika telah ada ketetapan bahwa sanggahannya

sebagaimarn yang kami sebutkan, yaifu sanggahan yang

memuaskan, lalu dia bersumpah kemudian telah tegak bukti yang

menyatakan bahwa dia telah menerima harta, atau dia kembali,

lalu dia mengakui hal itu, kemudian dia menyatakan kerusakannya,

atau dia telah mengembalikan harganya itLr, maka dia tidak

bertanggung jawab, dan bahwa perkataannya itu adalah dapat

diterima, berdasarkan dua hal:

Pertama: Bahwa apa yang dia gugat pada gugatan yang

kedua adalah satna dengan apa yang dia sanggah pada gugatan

pertama, karena siapa yang mengembalikan sesuatu kepada
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pemiliknya, sehingga dia tidak memiliki suatu apapun di

tangannya.

Kedua: Bahwa pada dirinya tidak ada kedustaan saksi pada

sanggahannya yang pertama, dan dengan dua makna ini, maka

kami membedakan antara kedua masalah. Jika telah tegak bukti

kepadanya pada masalah ini, yaitu bahwa harta itu ada di

tangannya setelah dia menyanggah dengan ucapannya, "Tidak hak

apapun yang harus alnt funaikan padamu," maka dengan demihan

dia menjadi bertanggung jawab, dan tidak diterima perkataannla

tentang mengembalikan harta atau kerusakannya, karena

sanggahan ini adalah darinya dan pada saat yang salna harta ihr

ada pada tangannya, berarti hal ifu adalah kebohongan dan

pengingkaran sehingga dia menjadi orang yang bertanggung

jawab.

Cabang: Al Muzani mengatakan: Jika seorang ualdl

meminta upah dari apa 11ang dia unkilkan, lahr dia berkata kepada

orang yang memberi kr.rasa, "Upahku adalah padamu dan aku

telah menyerahkan kepadamu hartamu," nalnun dia (orang rcng
memberi kuasa) berkata, "Akan tetapi kamu telah

mengkhianatiku," maka upah ihl adalah zuahr yang hanrs

dipertanggungiawabkan oleh orang lnng memberi kuasa dan dia

tidak bebas dari tanggung iawab itu kepada wakilnp walaupun ada

undak kejahatan yang dilakukan wakil kepada dirinp.
Telah kami sebutkan bahwa dalam perurakilan dibolehkan

dengan upah atau tanpa dengan upah, dan tidak sah adanya upah

kecuali dengan adanya pemberitahuan png jelas, sehingga iika dia

berkata, "sungguh aku telah mer,vakilkan kepadamu agar kamu

menjual pakaian ini dengan catatan bahwa upahmu adalah

sepersepuluh dari harga pakaian," atau "setiap serafus dirham dari

harganya, maka upahmu adalah safu dirham," maka hal yang

t_
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seperti ini tidaklah sah, karena seorang wakil belum mengetahui

berapa jumlah harga pakaian dan dia berhak untuk mendapatkan

upah standamya.

Dan jika pemberi kuasa mewakilkan seseorang untuk

menjual satu buku dengan upah yang sudah diketahui, lalu si wakil

menjual buku itu dengan penjualan yang rusak, maka dia tidak

berhak memiliki upah, karena dengan adanya ketetapan izin untuk

menjual, maka dalam hal ini berarti adanya tuntutan unfuk

melakukan penjualan yang sah dan benar, dan dengan adanya

kerusakan pada penjualan itu, sehingga penjualan itu berarti telah

keluar dari izin yang ditetapkan. Maka dengan demikian dia tidak

berhak unfuk mendapatkan upah.

Dan jika si wakil melakukan penjualan dengan cara yang

benar dan dia menerima harganSr;a, lalu harganya ifu rusak di

tangannya, maka dia berhak unhrk mendapatkan upah karena

telah adanya sesuafu yang dia kerjakan. Lain halnya dengan

seorang hrkang yang diberi upah kepadanln untuk meniahit

pakaian, atau fukang yang diupah unhrk menjilid buku, lalu terjadi

kerusakan pada pakaian atau pada buku di tangannya setelah dia

mengerjakannya, maka dia tidak berhak unfuk menerima upah lika
dia bersekufu dalam pekerjaan ifu.

Perbedaan antara orang yang terjadi kerusakan harga di

tangannya dan orang yang terjadi kerusakan pakaian dan buku di

tangannya, bahwa yang dimahsud dari seorang fukang yang diberi

upah adalah menyerahkan hasil pekerjaannya kepada orang yang

berhak menerimanya unfuk mendapatkan upah, dan selama belum

ada penyerahan hasil pekerjaannya maka dia tidak wajib untuk

menerima upah, sementara yang dimaksud oleh seorang wakil

adalah adanya pekerjaan yang sesuai dengan apa yang telah

diizinkan. Maka jika seorang wakil telah menjual pakaian, lalu

pakaian itu rusak di tangannya sebelum dia menyerahkan pakaian
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itu kepada yang berhak menerimanya maka penjualan itu batal,

akan tetapi tidak membatalkan upah untuk wakil itu, karena

batalnya penjualan itu terjadi setelah adanya keabsahan, sehingga

dengan demihan dia telah berhak untuk mendapatkan upah

karena pekerjaannya itu, dan ini tidak sama dengan terjadinya

penjualan yang rusak, jika dia menyerahkan pakaian itu kepada

pembelinya dan dia telah menerima harganya lalu harganya itu

rusak di tangannya. Kemudian dia meminta pakaian itu dari tangan

pembeli, maka penjualan seperti ini msak, dan si wakil berhak

mendapatkan upahn5ra karena batalnya itu bukan dari sisi wakil,

sehingga u,akil itu telah mencapai dari apa png dituju pada apa

yang diizinkan baginya, yaifu hanya melakukan pekeriaannya

dengan cara yang sah tetapi menjadi tidak sah, dan seorang wakil

itu telah melakukan pekeriaan yang difugaskan kepadanya.

Sedangkan jika orang yang membeli itu mengembalikannln

dalam bentuk harga, dan iika dia belum mengetahui adanln

perwakilan, maka boleh baginya untuk mengembalikan harga atau

uang kepada wakil, dan wakil itu mengembalikan uang itu kepada

orang yang memberi kuasa. Jika pembeli itu mengetahui adanya

perwakilan, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Ini adalah pendapat Abu Hamid Al

Marwazi, dia menyebutkannya dalam Al Jaamirrya: Bahwa uang

ifu dikembalikan kepada orang yang memberi kuasa dan bukan

kepada orang yang diberi kuasa yaifu wakil, karena dia adalah

orang yang membeli seperti pembeli yang bangkrut.

Pendapat kedua: Pernbeli bisa mengembalilon uang ih.r

kepada siapa png dia kehendaki diantara mereka berdua, karena

masing-masing diantara mereka berdua memiliki pengaruh dalam

akad.

Dan jika telah ada ketetapan dari apa png telah kami

terangkan tentang dibolehkannya perwakilan dengan upah dan
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berhaknya seorang wakil menerima upah setelah dia

menyelesaikan pekerjaannya, maka seorang wakil berhak

menunfut upahnya kepada orang yang memberi kuasa, dengan

menyatakan bahwa dia telah menjual sesuafu yang diwakilkan
kepadanya untuk dijual, dan dia telah menyerahkan harga atau

uang itu kepada orang yang memberi kuasa. Dengan begifu orang

yang memberi kuasa ada dua keadaan, satu keadaan dia

mengingkari pekerjaan yang telah dinyatakan oleh wakilnya yaifu

telah menjual dan telah menerima uangnya, dan satu keadaan lagi

dia mengakui apa yang dinyatakan oleh wakilnya ifu.

Jika orang yang memberi kuasa itu mengingkari apa yang

dinyatakan oleh wakil, maka perkataan yang diterima adalah
perkataannya yang disertai dengan sumpahnya, dan tidak ada

upah bagi wakil kecuali dengan adanya bukti yang ditegakkan yang

menyatakan adanya penjualan, sama saja halnya, apakah
perkataannya itu diterima dalam hal penjualan ataupun tidak
diterima. Karena dia mengaku bahwa dia telah melakukan suafu

pekerjaan yang dengan pekerjaan itu dia berhak untuk menerima

upah, sementara perkataannya tidak diterima dalam

Sementara jika orang yang memberi kuasa membenarkan

apa yang dinyatakan oleh wakilnya, dan dia menyatakan bahwa

dia telah membayar upah kepada wakilnya ifu, maka perkataan

yang diterima adalah perkataan wakil yang disertai dengan

sumpah, dan dia berhak unfuk menerima upah, karena orang yang

memberi upah menyatakan bahwa dia terbebas dari tanggung
jawab dari upah yang berkaitan dengan perwakilan.

Jika orang yang memberi kuasa berkata kepada wakilnya
setelah dia mempercayai wakiln5ra itu dalam hal penjualan,
"Sesungguhnya kamu telah mengkhianatiku pada perbuatanmu

hanya unhrk mendapatkan upahmu, maka aku telah bebas dari

upah itu karena pengkhianatanmu itu," natnun seorang wakil
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mengingkari hal itu, maka perkataan yang dapat diterima dalam

hal ini adalah perkataan seorang wakil yang disertakan dengan

sumpah bahwa dia tidak mengkhianatinya, dan dia berhak untuk

menuntut upahnYa itu.

Cabang: Jika harga atau uang penjualan itu rusak sebelum

dibayarkan kepada orang yang memberi kuasa, jika karena ada

suatu halangan dalam menunda pembayaran, maka tidak ada

tanggung iawab png harus dia tanggung, akan tetapi iika dia

menolaknya unfuk membayar kepada orang yang memberi kuasa

hingga dia harus memberikan bukti pada orang yang memberi

kuasa bahwa dia telah menerima harga ihr. Dalam hal ini telah

terjadi berbedaan pendapat diantara sahabat-sahabat kami, apakah

boleh baginya unh.rk melakukan hal itu dan diharuskan kepada

orang yang memberi kuasa unhrk mendatangkan bukti iuga pada

orang yang menjadi wakilnya itu bahwa dia telah menerimanya

atau tidak, maka dalam hal ini ada tiga pendapat:

1. Dan ini adalah pendapat yang benar, bahwa dia tidak boleh

melakukan hal yang demikian dan tidak boleh bagi orang

yang memberi kuasa untuk mendatangkan bukti pada orang

yang menjadi wakilnya bahwa dia telah menerima harga,

karena perkataan seorang wakil adalah perkataan yang

diterima dalam hal penyerahan pembalnran, maka

berdasarkan ini dengan adanya penolakan maka orang

yang diberi ktnsa adalah bertanggung iawab, dan dia

dibebankan untuk membayar ganti rugr jika ada kenrsakan.

2. Dia berhak unh.rk menolak pemba5raran kecuali dengan

memberikan bukti agar dia selamat dari melakukan sumpah

yang disertai dengan tindakan pendustaan, maka

berdasarkan ini dengan adanya penolakan maka dia Udak
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menjadi orang yang bertanggung jawab dan tidak ada ganti

rugi jika terjadi kerusakan.

Dan ini adalah pendapat Imam Malik, bahwa jika dia
menerima harta itu dengan mendatangkan bukti maka dia
tidak harus membayamya kecuali dengan mendatangkan

bukti, dan jika dia menerimanya dengan tanpa
mendatangkan bukti, maka dia harus membayar tanpa
perlu mendatangkan bukti, sedangkan dengan orang yang

perkataannya tidak diterima dalam hal pembayaran, maka

dia tidak harus membayar kecuali dengan mendatangkan

bukti, sama saja halnp apakah dia orang yang harus
bertanggung jawab seperti pelaku ghashab dan orang yang

meminjam, ataukah dia orang yang tidak harus bertanggung
jawab seperti orang yang menerima gadai.

Sedangkan bagi orang yang berkongsi atau orang yang

diberi upah yang bersekutu, maka kami berpendapat dengan safu
diantara dua pendapat; Jika perkataannya dalam hal pembayaran

tidak diterima, maka tidak ada keharusan baginya untuk membayar
kecuali dengan mendatangkan bukt, dan jika kami dengan
madzhab yang benar; jika perkataan mereka dalam hal
pembayaran diterima, maka dalam mavajibkan mereka untuk
mendatangkan bukti bagi mereka ada tiga pendapat sebagaimana

telah diterangkan diatas, dan Allah Ta'ala yang membimbing
kepada kebenaran dan cukuplah Dia sebagai penolong kami dan
Dia adalah sebaik-baik penolong.
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Ringkasan Bab Menetapkan Perwakilan dari Kitab
Adab Al Qadhi

Karya Abu Bakar bin Amr bin Mahir AsySyaibani yang

lebih dikenal dengan iulukan Al Kashshaaf beserta keterangan dari

Abu Bakar Ahmad bin Ali fu-Rai yang lebih dikenal dengan

julukan Al Jashshaash, dan keduanya adalah diantara ulama dari

Ma&hab Hanafi'

Merpakili orang yang ada (di tempat atau tidak dalam

perjalanan) tidak dibolehkan menunrt Imam Abu Hanifah kecuali

dengan kerelaan pihak lawan (orang yang berbansaksi), sementara

itu dibolehkan menumt Abu Yusuf dan Muhammad. Yang

duadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah adalah saMa Nabi $
kepada Ali &,
. ./o z 6za f*,e

?\l
"Janganlah englau memufuskan perkam unfuk seoft'ng

diantara dua orzng Wng betsengketa hingga englau

mendengarkan dari WnS lain."Orangyang digugat, maka dia tidak

bisa lepas dari proses perwakilan seorang urakil dari

persengketaan, sehingga sepatutrya fidak sah mendengarkan dari

bukti saksi orang yang menggugat hingga dihadirkan orang yang

digugat. Dan jika dikatakan bahwa wakil adalah pihak lawan, maka

dikatakan kepadanya, "Telah ditetapkan bahwa dia adalah dari

pihak lawan, maka kami tidak sepakat denganmu pada masalah

ini," dan dari segi qiyas terdapat tiga makna:

Pertama: Nabi $ telah mewajibkan kepada seorang hakim

unhrk bersikap adil di hadapan dua orang yang bersengketa, dan
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bukan dari bagian sikap adil jika seorang diantara dua orang yang

bersengketa dalam posisi duduk di rumahnya sementara yang lain

bersikap ragu-ragu menuju ke pintu rumah hakim.

Dan jika dikatakan bahwa seorang wakil adalah pihak

lawan di sini, maka dikatakan kepadanya bahwa sesungguhnya

orang yang memberi kuasa tidak lepas dari statusnya sebagai pihak

lawan sementara status seorang wakil juga adalah pihak lawan

baginya, maka sudah sepatutnya seorang hakim unfuk bersikap

adil terhadap wakil itu dan terhadap orang yang dituntut yang

dalam hal ini dia adalah pihak lawan aslinya.

Kedua: Bahwa manusia berbeda-beda ketika mereka

menghadapi bertagai macam sengketa, dan sebagian dari mereka

ada yang lebih pandai dalam mengemukakan argumentasi

dibanding dengan yang lainnya, dan dalil yang menunjukkan hal ini
adalah saMa Nabi $,

. o. oLL-fr,Y
4z

,)A ),{ul
*au;j(}fi'#

rjt1 4>l "'i- A i',s*rXi 
L*i';,

')61 
'u {'b'

'Dan bisa jadi sebagian diantan kalian adalah lebih pandai

mengemukal<an argumentasirym dibanding yang lain, mal<a

Wng aku OApkan kepadanya sesuafu (ketekpn
hukum) Wng aku ambil dad hak saudann5n, maka

aku telah metnberinSm sepotong dari potongan api neraka. " (FIR.

Muslim dalam bab putusan).

Pada hadits ini Nabi $ telah menerangkan bahwa sebagian

diantara kita lebih pandai dalam berbagai ma@rn sengketa

dibanding dengan sebagian lainnya, dan tidaklah sama kepandaian
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kita dalam bersengketa. Jika demikian halnya, maka bagi orang

yang digugat hendaknya dia tidak menerima perlawanan seorang

wakil karena wakil ihr merasa tidak nyaman, karena dia akan

dikalahkan olehnya dan diperlihatkan kepadanya argumentasinya,

walaupun orang yang digugat itu adalah di pihak yang benar'

Ketiga: Bahwa persengketaan adalah hak orang yang

menggugat dan wajib bagi orang yang digugat unhrk menjawab

gugatan itu. Hal ini dapat diketahui melalui sikap seorang hakim

yang akan melakukan tindakan hukum, lalu tindakan hukum itu

dapat menghalangrnya dari berbagai tindakan yang dia lakukan,

dan jika demikian halnya maka hakim tidak boleh mengalihkan

permasalahan ifu kepada orang lain kectrali dengan kerelaan orang

yang menggugat dengan catatan bahwa jika dia memiliki utang dan

dia mengakuingra, maka dia tidak boleh untuk mengalihkan kepada

orang lain kecuali dengan kerelaan orang Srang meminta. Dan

pengertian l6ng mencakup antara keduanyra dihanrskan

memenuhi hak orang yang meminta pada kedua keadaan ihr'

Dan penjelasan dari makna ketiga ini hanya terbatas pada

perwakilan orang yang digugat dan tidak unhrk orang yang

menggugat, sedangkan makna yang pertama dan makna yang

kedua maka kedua makna itu bersifat ulnuln, hanya saja jika telah

benar bahwa perwakilan orang yang digugat tidak sah kecuali

dengan kerelaan penggugat, maka demikian iuga dengan

perwakilan omng yang menggugat adalah salna seperti perwakilan

orang yang digugat, yaitu perwakilan ifu tdak sah kecuali dengan

kerelaan orang yang digugat, karena tidak ada seorangpun yang

membedakan diantara kedua perwakilan itu. Sedangkan Abu

Yusuf dan Muhammad, keduanya berpendapat bahwa hak orang

yang menggugat adalah gugatan unhrk menetapkan hak yang

menjadi miliknya, dan memungkinkan baginya untuk menetapkan

hak kepemilikannya dengan menggugat orang yang telah
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mengambil haknya, dan jika dalam hal itu tidak membatalkan

haknya, maka boleh baginya untuk mewakilkan kepada orang lain.

Pasal: Dan tidak ada perselisihan diantara mereka bahwa

orang yang menggugat dan orang yang digugat, jika dia sakit atau

dia melakukan perjalanan selama tiga hari, maka boleh bagrnya

untuk menjadikan pengganti bagi dirinya sendiri, yaitu seorang

wakil. Dan begitu iuga jika dia ada, dan dia hendak melakukan

perjalanan selama tiga hari atau lebih, maka boleh baginya unhrk

mewakilkan kepada orang lain dalam hal berperkara, dan

bahwasannya seorang yang sakit tidak harus hadir di sisi seorang

hakim karena dia tidak mampu untuk melaksanakan hal itu -dan
begifu juga halnya dengan orang yang sedang melakukan

perjalanan, maka dia udak harus pulang ke sisi seorang hakim-,

akan tetapi jika pihak penggugat hendak menggugatrya, maka

pihak penggugat itu hanrs menuju kepadanya hingga dia

mengajukan gugatannya itu kepada hakim yang ada di tempat ifu

atau kepada siapa yang dekat kepadanya jika di tempat itu tidak

ada hakim.

Dan begitu juga jika dia hendak bepergian, maka dia boleh

mencari orang yang dapat mewakilinya, karena pada saat adanya

gugatan itu dia sedang ada dalam perialanan. Dan iika demikian

halnya maka fidak ada hak bagi orang yang digugat untuk

melawan gugatan ifu kepada wakilnga itu, iika orang yang

memberi kuasa tidak harus datang seperti dalam keadaan-keadaan

di atas ihr semua.

Dan jika belum ada hak bagi orang yang digugat unhrk

melawan gugatan itu kepada seorang wakil, maka tidak ada

larangan unhrk mengalihkan gugatannya kepada yang lain, jika

pengertian dari larangan dalam perwakilan adalah kepastian hak

lawan sengketa dalam persengketaan, maka fidak boleh
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mengalihkannya kepada orang lain dan pengertian ini ada disini.

Dengan demikian keadaan seperti ini tidak termaksud dalam apa

yang disabdakan Nabi S kePada Ali'&,
//O a
.f-c-grJL

?\l
"Dan janganlah engkau memufuskan suafu Wrkara unfiJk

s*eorang yang sdang b*perkan hingga engkau mendengarkan

dan gng lain", karena orang yang sakit dan orang yang

berpergian, maka keduanya tidak masuk ke dalam golongan orang

yang bersengketa yang diharuskan kepada mereka berdua unfuk

berperkara sebagaimana telah kami terangkan, sehingga 5nng

dimaksud dalam hadits ini adalah selain kedua orang itu'

Al Muzani mengatakan: Jika seseorang bahwa

ada orang yang menjadikan dia wakil unhrk meminta dan sekaligus

menerima setiap hak miliknya di negeri Kufah, untr-rk

meminta dan meneriman5ra ihl harus dengan berperkara dan

dibolehkan juga baginya unhrk bertindak apa saja trnhrk

melaksanakan hrgasnla ifu, maka dia datang kepada seomng hakim

dengan membawa bukti tentang tugas perwakilannya dan apa-apa

saja yang harus dia keriakan sebagai wakil- Sementara wahl ifu

tidak mendatangl seseorang dari orang yang memberi kuasa 3nng

men5atakan bahwa dia adalah berhak unh,rk manaakili, lalu dia ingh

memantapkan fugasn5n di hadapan hakim, maka pada saat ihr sang

hakim tidak mau mendengarkan buhi yang dihadapkan oleh wakil

ifu kepadanyra hi.ggu hakim itu mendatangkan orang yang akan

difunhrt atau digugat, dan dihadirkan seseorang yang menyatakan

kepada hakim bahwa orang yang datang kepada hakim ihr adalah

benar-benar seorang wakil yang diuhrs, sementara orang ]tang
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drgUgat mengakui atau mengingkari pemyataan itu, maka pada saat

itu hakim harus mendengarkan keterangan-keterangan dari saksi

yang meringankan wakil bahwa dia adalah seorang yang diutus

untuk suatu perwakilan. Dan jika telah ada ketetapan bahwa dia

adalah seorang wakil, maka ia harus melaksanakan fugasnya hingga

selesai.

Sedangkan jika tidak dihadirkan seorang pun, maka bukti

yang dialukan itu tidak diterima, karena dengan hanya

mendengarkan keterangan bukti saja, maka hal itu tidak sah bagi

pihak yang bukan dituntut atau digugat, sementara disini tidak ada

pihak yang digugat yang diperdengarkan kepadanya kesaksian,

oleh karena itu tidak diterima bukti tersebut. Sedangkan jika hadir

seseorang yang menyatakan kebenaran perwakilan seorang wakil,

maka pada saat ihr bukti terhadap perwakilan itu dapat diterima,

sarna saja halnya apakah orang yang memberi pemlntaan ifu

mengakui atau mengingkari wakil ifu, karena jika orang yang diberi

pemyataan itu mengingkari hak wakil, maka boleh bagi wakil

untuk memantapkan kepada orang Snng digugat bahwa dia diberi

hak untuk mewakili orang yang tidak ada, yaitu orang yang

memberi kuasa perwakilan kepadanya. Dan haknya itu harus

dinyatakan secara tegas kepada orang yang didakr,va, sehingga

dengan demikian orang yang diberi pemyataan ini menjadi pihak

lawan sengketa dalam hal menetapkan pentuakilan yang

berhubungan dengan penetapan kebenaran orarig yang memberi

pemyataan.

Dan jika orang yang digugat itu mengakui kebenaran dari

tugas wakil, maka pada saat ifu bukti dapat diterima dan begitu

juga dengan fugas perwakilan, karena dengan pemyataannya yang

mengakui kebenaran pada wakil, maka itupun belum menjamin

bahwa wakil itu berhak untuk menerima. Jika orang yang didakua

itu mengingkari bahwa dalam tugas perwakilan itu juga ada tugas
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untuk menerima, oleh karena ifu maka bukti yang menyatakan

tentang perwakilan itu dapat diterima walaupun orang yang diberi

pemyataan ifu mengingkari perwakilan'

Akan tetapi jika dia mengakui perwakilan, maka dia

diperintahkan untuk menyerahkan apa-apa yang dinyatakannya

kepada wakil itu, meski si wakil belum menghadirkan bukti, karena

pengakuan itu telah diterima pada dirinya sendiri, dan

diperintahkan untrk menyeratrkan harta itu kepadanya

dikarenakan wakil itu telah dibenarkan'

Jika hakim telah menerima buld dari wakil l,ang mana

bukti itu dituiukan kepada pihak tergugat png hadir saat itu,

kemudian didatangkan orang lain lrang mengaku bahwa dia

memiliki hak pada orang yang tidak ada, yaitu pada orang Snng

memberi kuasa kepada wakil, maka hakim tidak memerintahkan

untuk mengembalikan bukti perwakilan yang sebelumnya, karena

masalahnya adalah bahwa wakil telah menegakkan bukti bahun

orang yang tidak ada telah mewakilkan kepadanya pada setiap hak

miliknya yang ada di Kufah. Jika telah terbukti tentang hal ini,

maka tidak boleh bagi hakim untuk menetapkan hukum yang

hanya dikhususkan kepada tergugat yang hadir saja tanpa

menetapkan hukum kepada yang lainnSn, karena hak yang digpgat

kepada yang hadir telah ada ketetapan dari orang yang tidak ada

setelah adanya sengketa pada mereka yang m€nghadirkan orang

kedua.

Dan jika keadaann5ra seperti ini, maka hakim hendaknya

menetapkan hukum perwakilannya dengan ketetapan yang bersifat

umum pada siapa saja yang berada di Kufah. Jika ada orang yang

I -enyatakan bahwa dia memiliki hak pada orang yang tidak hadir,

Laitu orang yang memberi kuasa kepada wakil, apakah haknya itu

I Uenrpa utang atau lain{ainnya yang berupa hak omng lain, jika

I Oerwakilan yang dituntutnya adalah bersifat menyeluruh, akan

I
!

I

I 
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tetapi jika sifatnya khusus maka hak yang dapat diterima hanyalah

apa yang ditunfut oleh orang yang pertama, dan ketetapan hukum

itu tidak berlaku kepada selainnya.

Al Muzani mengatakan: Jika orang yang memberi kuasa

telah datang unh-rk menyatakan kepada hakim bahwa ini adalah

seorang wakil, lalu dia berkata, "Aku telah mewakilkan kepada

orang ini untuk setiap hak yang hak itu adalah milikku di Kufah,

dan juga aku wakilkan kepadanya dalam berperkara tentang hal

ini, dan dia boleh melakukan apapun unfuk melakukan apa yang

aku tugaskan, dan tidak ada seorangpun bersama kedua orang ifu

untuk diwakilkan hak kepadanya." Maka jika hakim mengenal

orang yang memberi kuasa dan hakim mengetahui bahwa yang

memberi kuasa itu adalah Fulan bin Fulan Al Fulani, maka hakim

hendaknya menerima perwakilan ifu dan dia memerintahkan

kepada wakil itu unfuk melaksanakan hrgasnla, dan dengan

demikian hal ifu menrpakan ketetapan perwakilannya bagi seluruh

manusia. Akan tetapi jika hakim tidak mengenal orang yang

memberi kuasa, maka hakim tidak dapat menetapkan hukum

penr,rakilannya.

Jika seorang wakil ingin menghadirkan bukti bahwa fulan al

fulani, yakni yang memberi kuasa telah meniadikannya sebagai

wakil, sementara orang ini yaitu orang yang memberi kuasa dan

orang yang akan digugat tidak hadir, maka hakim tidak boleh

mendengarkan bukti yang akan diperdengarkan oleh wakil ihr,

akan tetapi jika orang yang memberi kuasa telah hadir, maka

boleh bagi hakim r.rnhrk mendengarkan dari orang yang memberi

kuasa tentang perwakilannya wakil ifu, karena sering sekali teriadi

seseorang yang mengaku wakil dari seseorang, akan tetapi dia

bukan wakil dari seseorang atau dia wakil dari seseorang tapi dia

menyalahgunakan amanat dari yang memberi kuasa. Maka dari itu

bagi orang yang memberi kuasa hams melaksanakan hal ifu, yaifu

496 ll,at uoj*u' Symah Al Muhadzdzab



memperdengarkan perwakilannya kepada wakil di hadapan

seorang hakim, dan bagi hakim hendaknya dia mendengar apa

yang disampaikannya, hingga jika orang yang memberi kuasa tidak

ada, maka tidak perlu lagi mendatangkan bukti tentang perwakilan

itu.

Akan tetapi jika hakim tidak mengenal orang yang memberi

kuasa, maka hakim hendaknya tidak menerima pemyataan

darinya, karena ketetapan hukum dari seorang hakim kepada

orang yang tidak hadir tidak sah keclali dengan menyebutkan

nama dan nasab. Dan seorang hakim iika dia tidak mengenal

orang yang memberi kuasa disini, lalu hakim mendengarkan

darinya bahwa dia telah menjadikan orang yang hadir disini

sebagai wakilnya, dan bahwa orang itu adalah Fulan bin Fulan Al

Fulani adalah orang png memberi kuasa, sehingga kondisi seperti

ini bisa dijadikan celah untuk melakukan tipu daya diantara

keduanF dimana seoErng yang memberi kuasa dapat memberi

namanlp sendiri dengan nalna 5nng bukan namanlp dan memberi

nasab pada dirinya sendiri yang bukan nasabnya'

Jika orang lang memberi kuasa tidak hadir, maka unkil itu

datang dengan membawa orang-orang yang benrtang png telah

disebutkan namanlp oleh omng yang memberi kuasa, hingga wakil

itu mengambil harta dari mereka dengan menggunakan nanpt

orcng lBng memberi kuasa, hingga uakilnla ini fidak memenuhi

I ttrgasnya dengan baik pihr dengan tidak melunasi utang-utangnya

I a- tidak memenuhi hak-haknya, dan 5nng demihan ini tidak

I bobh, karena dalam perbuatan ini ada findakan unt,k

I -enghilangkan hak-hak manusia. Akan tetapi iika haldm

I rnengenalnya, bahwa tidak mungkin dia memperdayra seseoftmg

I aengan tipu daya seperti ini, karena dengan mengenal orang yang

I ,"emberi kuasa, maka diupayakan agar tidak terjadi pemalsuan

I taentitas pada hukum penuakilan orang yang tidak hadir bagi
I

I
I

I 
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orang yang hadir ini dengan menggunakan nama dan nasab dari

orang yang memberi kuasa, karena hakim telah mengenal nama

dan nasab orang yang memberi kuasa, maka tidak ada

kemampuan bagi wakilnya untuk memalsukan identitas orang yang

memberi kuasa, dan tidak ada kemampuan pula baginya untuk

menasabkan dirinya kepada bukan ayahnya dan menamakan

dirinya dengan nama orang yang memberi kuasa, hingga jika

orang yang memberi kuasa tidak hadir, maka wakil ifu mengambil

utang-utang dari orang yang tidak berutang kepadanya dengan

cara yang sesuai dengan hukum, dan tindakan ini tidak sama

dengan pengakuan terhadap harta yang bukan miliknya.

Dan seorang hakim hendaknya dia mau mendengarkan

pengakuannya, sama saja halnya apakah yang memberi

pengakuan itu dia kenal atau tidak mengenalnya, karena dalam hal

itu Udak ada kekhawatiran akan terjadi tipu daya, karena jika ada

orang yang mengaku bahwa kepemilikan adalah miliknya dan

datang orang yang selainnya, lalu dia berkata, "lnilah orang yang

mengaku bahwa aku memiliki utang," maka hakim telah

mengetahui bahwa orang ini bukanlah orang yang pertama,

dengan mengenal dari wajahnya, dan hakim tidak butuh lagi

kepada namanya dan nasabnya, dan jika ada kekhawatiran

padanya maka dia harus melihat identitasnya berupa sifat dan ciri-

ciri lain pada catatannya. Dan jika orang yang mengaku itu
membawa seseorang yang menguatkan pengakuannya, lalu hakim

berkata, "Sesungguhnya orang yang mengakui harta ini menurutku

harus diperhatikan ciri-cirinya," maka dalam keadaan seperti ini

seorang hakim harus mengingat-ingat ciri-cirinya jika dia adalah

orang yang mengakui, dan dia harus mengizinkan kepadanya

unfuk melihat ciri-cirinya dan sifatnya jika dia tidak mengingatnya,

atau apakah ciri-cirinya sesuai dengan ciri-ciri orang yang datang
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bersamanya, dan orang yang datang ini adalah bukan orang yang

mengakui.

Dan masalah yang seperti ini tidak terjadi kecuali sangat

sedikit sekali dan hal ini tidak boleh menolak unh-rk mendengarkan

pengakuan terhadap utang. Permasalahan kita tentang perbuatan

tipu daya, maka hal ini adalah suatu hal yang memungkinkan di

setiap waktu dengan cara sebagai berikut, bahwa seseorang yang

bemama Zaid datang dan dia berkata, "Aku adalah Khalid bin

Abdullah, aku meurakilkan kepada orang ini pada setiap hak yang

hak itu adalah milikku terhadap semua orang itu," dan iika Zaid itu

telah tidak ada di sisi wakil, dan wakil ih.r mendatangi orang-omng

yang berutang kepada Khalid bin Abdullah, lalu dia menunhrt

mereka agar membayar utang yang mana mereka berutang

kepada Khalid, sementara orang yang memberi kuasa sebenam5la

adalah Zaid dan bukan Iftalid bin AMullah, maka dalam keadaan

ini sang hakim hendaknya menetapkan hukum kepada seorang

wakil karena dia telah menerima uang-uang utang itu dari orang-

orang yang berutang kepada l&alid tanpa Khalid mewakilkan

kepada orang itu, dan ini adalah perbuatan yang tidak boleh.

Sedangkan diterimanya bukt dari wakil dengan nama wakil

dan nasabnya, dan dikarenakan bukt itu tidak diterima kepada

selain pihak lawan, sementara di sana tidak ada lawan png

mengaku bahwa dia berhak unfuk perwakilan hingga didengarkan

darinSa bukti tentang perwakilan kepadanya, maka hendaknya dia

tidak hanla memandang dari sisi pembuktiannya saja'

Dan jika orang yang memberi kuasa tidak hadir, kemudian

wakil itu datang kepada hakim sementara bersamaan dengannya

ada seseorang yang ditgntut kepadanya hak rnilik orang lpng

memberi kuasa, lalu dia menghadirkan bukti bahwa Fulan bin

Fulan Al Fulani telah menjadikan dia sebagai wakilnya, maka

hakim harus menerima bukti ihr, berdasarkan dari apa yang kami
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terangkan sebelumnya tentang perwakilan orang yang hadir dari

orang yang tidak hadir. Dan jika dia menghendaki dari hakim itu

untuk membuat rekomendasi yang mengesahkan status

perwakilannya di semua keadaan dan dia menguatkannya dengan

bukti-bukti yang ada padanya, lalu dia membawa rekomendasi itu

kepada hakim lain, maka bukti itu harus diterima kepada orang

yang bukan di pihak lawan, dan hal itu adalah sebagaimana yang

telah kami terangkan dalam Adab Al Qadhi. Sementara itu bukti

orang yang menggugat diterima walaupun orang yang digugat

tidak ada, karena bukti itu saja tidak bisa menetapkan suafu

ketetapan hukum, akan tetapi bukti itu hanya menetapkan

kesaksian pada suatu kesaksian, sehingga tidak ada halangan

untuk menerima bukti ifu.

Al Muzani mengatakan: Imam Abu Hanifah berkata: Jika

seseorang meurakilkan kepada orang lain untuk menerima hak-

haknya pada orang lain, maka wakl itu adalah juga wakil dalam

masalah yang di dalamnya ada persengketaan. Dan jika orang

yang diminta itu mengingkarinya, maka hendaknya wakil itu
menghadirkan bukti tentang ketetapan perwakilannya kepada

orang yang mengingkarinya ifu. Dan begitu juga dengan orang

yang diminta, jika dia mengklaim bahwa dia telah melunasi

utangnya kepada orang yang meminta, maka jika dia mengajukan

bukti kepada wakil bahwa dia telah melunasi utangnya kepada

yang meminta, maka buldi itu harus diterima oleh wakil, karena

pada saat itu dia telah menjadi pihak lawan. Dan jika dia diladikan

wakil untuk menerima sesuatu yang bersifat benda seperti nrmah,

apartemen, budak atau yang sejenisnya dari orang yang memberi

kuasa. Oleh karena itu hendaknya hakim menghentikan perkara

itu hingga datang kepadanya orang yang memberi kuasa.

Abu Yusuf dan Muhammad berkata: Utang dan benda

dalam hal ini adalah sama saja, seorang wakil tidaklah menjadi
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wakil dalam masalah persengketaan. Jika orang yang diminta itu

mengingkarinya dan dia adalah orang yang dtunfut oleh wakil,

maka pada saat itu wakil tidak menjadi pihak lawan dalam

menghadirkan bukti untuk menuntut hak kepadanya. Dan jika

orang yang diminta ifu mengakui bahwa dia memang berutang dan

mengklaim bahwa dia telah melunasi utang itu, maka dalam

keadaan seperti inipun wakil tidak menjadi pihak lawan dalam hal

diterimanya bukti yang menguatkan hak kepadanya.

Dan jika dia dijadikan wakil untuk bersengketa dalam

tugasnya untuk mengambil hak-hak orang yang memberi kuasa

yang ada di Kufah, maka berarti dia juga menjadi wakil dalam

bersengketa dan dalam menerima segala sesuafu yang ada di

tangan orang-orang yang berutang kepada orang yang memberi

kuasa menurut pendapat rnereka semua keamli Zafar, karena dia

dihrgaskan bukan hanya untuk menerima saja.

Ringkas kata dalam hal ini adalah bahwa seorang wakil

yang ditugaskan untuk menerima benda, maka tidak dengan serta

merta dia menjadi wakil dalam persengketaan menunrt

kebanyakan pendapat. Sedangkan wakil yang difugaskan untuk

menerima utang, maka dia berarti menjadi wakil dalam

persengketaan menurut Imam Abu Hanifah khususnya. Dan

seorang yang dijadikan wakil dalam bersengketa dalam hal benda

dan dalam hal utang, maka berarti dia juga adalah wakil untuk

menerima, menurut pendapat mereka semua kecuali pendapat

7-afar.

Dengan demikian menurut ma&hab Tafar bahwa seorang

wakil yang difugaskan unfuk menerima benda, maka dia tidak

menjadi wakil dalam persengkataan, karena suatu urusan yang

sifatnya unhrk menerima, rnaka hal itu trdak ada kaitannya dengan

persengketaan, karena dalam tindakan menerima itu tidak ada

unsur kepemilikan, dan tidak ada suatu pengertian pun diantara

Al lu{ajmu'SyarahAt Muhadzdzab ll SOf



pengertian-pengertian yang ada yang mewajibkan bahwa seorang
wakil harus menjadi pihak lawan. Dan jika demikian halnya, maka
hendaknya wakil itu menetapkan bahwa dirinya ditugaskan dalam
perwakilan ifu untuk menerima seorang budak yang dititipkan atau
yang lainnya, dan jika telah ada ketetapan pada diri seorang wakil
di hadapan hakim dengan menghadirkan orang yang budak ifu
berada di tangannya, maka hakim memerintahkan kepada orang
itu untuk menyerahkan budak itu kepada wakil. Jika omng yang
mana budak itu ada padanya berkata, "Budak ini adalah milikku,"
atau dia mengucapkan yang mana ucapannlta ih.r menyatakan
bahwa budak itu bukan milik orang yang memberi kuasa kepada
hakim, dan pada saat ifu seorang wakil tidak bisa menjadi pihak
lawan dalam hal menetapkan bahwa budak itu adalah milik orang
yang tidak hadir, atau budak ifu adalah milik orang lnng memberi
kuasa, wakil ifu tidak bisa menetapkan seperti ifu karena dia udak
difugaskan untuk hal itu, yaifu hak bersengketa, maka u/akil tdak
boleh bersengketa.

Sedangkan jika hak yang harus diterima oleh wakil itu
adalah berupa utang, maka sesungguhnya seorang wakil dapat
menerima uang utang ifu dan juga dia dapat bersengketa dengan
pihak yang menghalangi fugasnya menurut pendapat Imam Abu
Hanifah. Karena menerima utang ada kaitannya dengan tindakan
memiliki, karena orang yang diminta utangnya memiliki apa yang
meniadi tanggungan bagi yang meminta, yang mana tanggungan
itu harus dikembalikan kepada yang memilih atau kepada
wakilnp. Karena utang yang ditunaikan ifu hukumnya tetap
berada pada tanggungannya, gafu yang meminta kepada yang
dipinta, kemudian ia menjadi qishash,2 dengan apa yang dia miliki
atas yang dipinta.

'Yung disebut dengan tndakan-tindalon yang drsamakan, maksudnya p"lunasan
utang dengan utang atau dengan saling menunrnkan hak dari dua sisi.
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Dan jika tugas menerima utang ada kaitannya dengan

kepemilikan, maka orang yang menjadi wakil dalam menerima, dia

juga menjadi wakil dalam kepemilikan, sedangkan berdasarkan

madzhab mereka, maka sesungguhnya menerima utang -iika di

dalamnya ada kepemilikan- maka orang yang memberi larasa

tidak memberi tugas kepadanya selain hanya menerima, dan tidak

boleh bagi wakil itu untgk menunhrtrya dalam menetapkan utang,

karena dalam pengertian menerima tidak ada di dalamnya unsur

qnfuk bersengketa, tdakkah Anda tahu bahwa dua orang wakil

dalam bersengketa, maka setiap masing-masing diantara mereka

berdua dapat saling menggugat? Dengan demikian dua orang wakil

dalam hal menerima, maka masingmasing diantara keduanya

tidak ada hak unhrk saling menggugat, karena keduaduanya

memiliki pengertian yang berbeda, maka pemberian we\Arenang

wakil kepada seseorang diantara mereka berdua tidak

mengharuskan pemberian weurenang peru,rakilan kepada yang lain.

Sedangkan seorang wakil yang ditugaskan unhrk

bersengketa, maka sesungguhnya dia juga adalah wakil dalam hal

menerima menunrt pendapat mereka semua kecuali pendapat

7afar, dan juga dikarenakan persengketaan tdaklah selesai kecuali

dengan menerima apa yang difugaskan \ rakil oleh pemberi kuasa.

Maka dengan dernikian selama disana ada hak bagi t,vakil llang

ditugaskan oleh orang yang memberi lnrasa, maka disana pula ada

hak bagi seorang wakil untuk bersengketa, karena sesungguhnya

dia adalah unkil dalam bersengketa se@ra umum.

Dan jika dalam tugas perwakilan ihr ada kaitannya dengan

berperkara atau bersengketa, maka u6kil memiliki hak unh.rk

bersengketa dalam perkara perwakilan ihr, dan persengketaan ihr

adalah suahr perkara yang abadi, yang mana Udak akan berhasil

tugas menerima kecrrali dengan bersengketa, maka bagaimana
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mungkin dia bisa menjadi wakil dalam menerima atau menyita

saja.

Dan jawabannya adalah, bahwa dikarenakan telah ada

ketetapan pada kami sebagaimana yang telah kami sebutkan,

bahr,va fugas menerima atau menyita dalam tugas perwakilan

adalah termasuk di dalamnya hak untuk berperkara, maka wakil ifu
juga menjadi wakil dalam kepemilikan dari segi penerimaan, dan

hal ifu tidak menghalangi sahnya perwakilan disisi ini, sebagaimana

jika hal itu masuk dalam kesepakatan, maka hal itu adalah

dibolehkan.

Pasal: Dan pengakuan seorang wakil kepada orang yang

memberi kuasa tentang penerimaan utang dari orang yang

kepadanya wakil itu ditujukan, boleh di hadapan hakim dan tidak

boleh di hadapan selain hakim menurut pendapat Imam Abu
Hanifah dan Muhammad. Sedangkan menurut pendapat Abu
Yusuf boleh di hadapan hakim dan boleh juga selain kepadanya,

sementara pendapatrya yang pertama adalah bahwa pengakuan

itu fidak boleh di hadapan hakim dan tidak boleh pula di hadapan

selainnya, dan ini adalah pendapat 7-afar. Kemudian dia mencabut

kembali pendapat itu lalu mengatakan: Boleh dihadapan hakim

dan tidak boleh di hadapan selainnya, dan ini adalah pendapat

kedua orang itu lraifu Imam Abu Hanifah dan Muhammad, akan

tetapi dia, yakni Abu Yusnrf mencabtrt pendapatrlp ifu dan

berkata, "Boleh di hadapan hakim dan boleh iuga di hadapan

selainnyra." Sementara menurut Imam Abu Hanifah bahwa

dibolehkannya pengakuan itu di hadapan hakim karena

terkandung dalam persengketaan dua hal, yaifu pengingkaran dan

pengakuan, karena seorang hakim berkata kepada orang yang

digugat, "apa yang kamu katakan?" "apakah hak orang ini ada
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padamu atau tidak?" maka jawaban dari orang yang digugat

adalah antara ya atau tidak.

Jika dalam persengketaan terkandung di dalamnya dua

makna ini semua, maka seorang wakil dalam sebuah perwakilan

secara serta merta dia menjadi wakil dalam memberi pengakuan

dan juga dalam memberi pengingkaran semuanya, karena orang

yang memberi kuasa telah memposisikannya (wakil) pada dirinya

atau sebagai pengganti dirinya termasuk dalam hal berperkara atau

bersengketa, sementara persengketaan ifu telah terkandung di

dalamnya dua makna yaifu, pengakuan dan pengingkaran,

semuanya.

Dan jika demikian halnya, maka dibolehkan unhrk

menyampaikan pengakuan atau pemyataan di hadapan seorang

hakim, karena ketetapan hukum ada padanya, dan tidak boleh

pengakuan ifu di hadapan selain hakim, karena persengketaan

tidak boleh ditetapkan kepadanya, maka demikian juga halnya

pada pengakuan 5nng dihanrskan adanya pengakuan ifu.

Sedangkan ?afar, maka dia berpendapat bahwa

persengketaan ini dikembalikan kepada seorang wali wasiat atau

kepada seorang ayah, bahwa bagi mereka berdua mempunyai hak

unfuk bersengketa bagi anak kecil, dan tidak boleh pengakuan

keduanya, dan hal ini mengnjukkan bahwa tidak terkandung dalam

persengketaan ifu unsur pengakuan. Dan iika demikian, maka

tdak dibolehkan pengakuan atau pemyrataan seorang wakil

kepada orang yang memberi wakil pada suafu kondisi. Dan

sanggahan dari pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah

yang menyatakan bahwa persengketaan ihr telah ada pengeoralian

darinya unsur pengakuan dengan pendalilan yang telah

ditunjut*an kepada kami, maka dari itu tidak boleh pengakuan

atau pernyataan mereka berdua kepada anak kecil itu, karena

kedudukan kedua orang itu adalah pihak lawan dalam
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bersengketa, dan pendalilan itu tidak kami temukan di sini, maka

tidak boleh kita mengkhususkan pengakuan dalam bersengketa

tanpa adanya pendalilan, dan jika terdapat dalil yang membuktikan

itu di sini yang mengkhususkan pengakuan dalam persengketaan

dari sisi lafazh orang yang memberi kuasa yang mana dia

mengatakan "Tidak dibolehkan pengakuanmu padaku," atau

ungkapan-ungkapan lainnya yang menunjukan hal itu, maka tidak

boleh pengakuan itu kepadanya atau kepada anak kecil itu -akan

tetapi jika dalam hal ini tidak ada ungkapan atau petunjuk yang

mengharuskan adanya pengkhususan, maka tidak boleh bagi kita

untuk mengkhususkan atau mengecualikaan unsur pengakuan saja

dalam persengketaan, dan jika dibolehkan unfuk mengkhususkan

pengakuan dari keduanya tanpa adanya dalil, maka boleh juga

pengingkaran dari keduanya tanpa adanya dalil atau petunjuk.

Maka dengan demikian suafu persengketaan tidak terkandung di

dalamnya unsur pengingkaran dan unsur pengakuan, iika demikian

halnya maka ini bukanlah sifat atau ciri dari sebuah

persengketaan-.

Sedangkan Abu Yusuf, maka sesungguhnya dia

berpendapat bahwa seorang yang memberi kuasa telah

memposisikan seorang wakil pada posisinya, maka sebagaimana

boleh baginya unhrk menyampaikan pengakuan atau pemyataan di

hadapan seorang hakim dan di hadapan selainnya, maka boleh

juga pengakuan seorang wakil di hadapan seorang hakim atau

selainnya.

Asy-syaikh berkata: Pendapat ini tertolak, karena orang

yang memberi kuasa pada hakekatrya dia memposisikan seorang

wakil pada posisi dirinya dalam hal persengketaan, dan tidak ada

persengketaan kecuali di hadapan seorang hakim, maka

pengakuan iuga tidak dibolehkan kecuali di hadapannya.
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Jika datang seseorang ke hadapan hakim, lalu dia

menyatakan bahwa Fulan bin Fulan Al Fulani menunjuk dirinya

sebagai wakilnya unfuk menerima atau mengambil utangnya yang

ada pada Fulan bin Fulan ini, lalu hakim menghadirkan orang itu

bersamanya, lalu orang yang berutang itu mengakui bahwa dia

berutang dan dia juga mengakui perwakilan itu, maka

pengakuannya itu dibolehkan kepada dirinya sendiri, dan hakim

hendaknya memerintahkannya untuk membagrar utang itu kepada

wakil, dan kami telah menerangkan hal ini sebelumnya. Kami telah

membedakan antara titipan dan utang, dan kami juga telah

membedakan antara wasiat dan wakil, dan bahwasannya dia tidak

boleh menjadi pihak lawan terhadap orang yang tidak hadir dan

terhadap urakil.

Dan iika telah hadir orang !/ang meminta dan dia

mengingkari bahwa dia telah menunjuk orang ini sebagai wakil,

maka bagi orang yang berutang hendaknya dia menuntut agar

orang gnng meminta itu bersumpah dengan mengatakan, "Demi

Allah Fulan bin Fulan tidak menerima harta ini dari orang yang

berutang ini dengan perintahmu dan dengan perwakilanmu

kepadanya tentang hal ifu," jika dia telah bersumpah seperti itu

maka dia bisa menunfut orang yang berutang untuk membayar

utangnya dan mengambil utang ifu darinya, dan orang yang

berutang itu dapat menunfut kepada wakil, lalu dia mengambil

utang itu darinya yang telah dia bayarkan kepadanya, jika uang itu

masih ada di tangannya. Dan jika uang itu fidak ada padanya,

maka perkataan yang diterima adalah perkataan wakil, yang

mengatakan bahwa uang itu telah hilang atau uang ifu telah dia

bayarkan kepada orang yang meminta.

Ditunfutrya orang yang meminta agar dia bersumpah,

karena sumpahnya orang yang diminta adalah benar yaitu

terbebasnya dia dari utangnya jika dia tidak mengingkari sumpah,

Al Majmu'syarah,al Mutadzdzab ll SO7



dan jika dia tidak mengingkari sumpahnya maka orang yang

diminta itu telah bebas. Dan jika yang bersumpah adalah orang

yang meminta, maka orang yang diminta belum bebas dan dia

bertanggung jawab terhadap hak milik orang yang meminta,

kemudian orang yang diminta boleh menunfut kepada wakil, jika

utang ifu masih tetap ada di tangannya, karena wakil itu tidak

menyatakan bahwa dia menerima utang ifu untuk dirinya sendiri,

akan tetapi dia mengambil utang itu untuk orang yang meminta,

dan saat ifu orang yang meminta telah mengambil utang ih-r

darinya, dan bagi wakil hendaknya dia mengembalikan apa yang

telah dia terima kepada orang yang diterima.

Akan tetapi jika utang atau uang itu telah habis atau hilang,

maka perkataan yang diterima tentang habisnya atau hilangnya

atau telah dibayarkan utang ifu kepada orang yang meminta

adalah perkataan sang wakil, dan tidak ada tanggung jawab bagi

wakil kepada orang yang diminta, karena orang yang diminta telah

membenarkannya dan juga telah membenarkan perwakilannya.

Dan wakil ifu berhak untuk menerima utang ihr, maka dengan

demikian keadaan ini adalah salna dengan keadaaan pada perkara

titipan, yaitu jika datang seorang unkil unfuk menerima barang

titipan, lalu orang yang dititipi membenarkan atau

mempercayainya tentang hal itu, lalu dia menyerahkan titipan itu

kepada wakil itu, kemudian datang orang yang memiliki barang

titipan itu, lalu dia mengingkari hal itu, maka bagi omng yang

memiliki barang, dia berhak unhrk meminta pertanggungjawaban

kepada orang yang dititipi barang.

Dan bagi orang yang dititipi barang, maka dia tidak berhak

untuk menuntut apapun kepada wakil jika barang titipan itu telah

hil*g, begitu pula dengan perwakilan ini.

Abu Bakar mengatakan: Dan hal ini juga berdasarkan pada

keempat keadaan ifu, yaitu: Jika orang yang diminta itu
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mempercayai wakil dan menyerahkan utang ihr kepada wakil, dan

dia tidak meminta kepada wakil itu untuk bertanggung jawab maka

dia tidak bisa menunhrt suahr apapun kepada wakil itu. Sementara

jika dia meminta kepada wakil itu untuk bertanggung jawab dan

sebelumnya dia mempercayai wakil itr-r, maka dia boleh menunhrt

kepada wahl itu. Sedangkan jika dia tidak mernpercalni wakil dan

juga tidak mendustakannya, maka dia boleh menunhtt kepada

wakil itu, begitu pula iika dia mendustakann5a. Dua keadaan yang

terakhir ini hanrs diproses di hadapan seorang hakim, karena

hakim dapat memerintahkan orang yang diminta ifu unfuk

menyerahkan utang itu kepada wakil, iika dia tdak

mempercalBinya dan iuga tidak mendustakannya, atau dia telah

mendustakannp.

Dia berkata: Dan jika orang yang berutang itu mengakui

utangnya dan dia mengingkari peruakilan itu, maka bagi wakil

hendaknya dia mentrnhrt agar orang yang diminta ihr bersumpah

dengan men[Jucapkan bah'*n Demi Allah dia tidak mengetahui

bahwa orang yang meminta utang itu telah menjadikan dia sebagai

wakil unfuk menerima atau mengambil utang darinya, namun tidak

ada sumpah baginya menuntt pendapat Imam Abu Hanifah.

Al Hasan mengatakan: Abu Yusuf berkata: Boleh bagi

orang yang diminta ifu unh.rk bersumpah dengan menyebut nama

Allah yang menlntakan bahwa dia tidak mengetahui bahwa orang

yang meminta telah menjadikan dia sebagai wakil dalam menerima

atau mengarnbil utang itu darinya, dan iika dia telah bersumpah,

maka tidak ada persengketaan diantara mereka berdua, kecuali

telah ada buku bagi orang Snng diminta tentang perwakilan itu.

Sementara jika dia mengingkari sumpah ifu, rnaka hakim harus

memerintahkan kepadanya untuk membayar utang ifu kepada

wakil, dan hal ifu fidak merupakan pelunasan utang kepada orang

yang meminta menunrt pendapat Imam Abu Hanifah, karena daya
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dan upaya perwakilan dari sisi orang yang diminta tidak sah,

karena dengan demikian wakil itu tidak menjadi wakil dari orang

yang tidak hadir berdasarkan pendapatnya, maka dia berpendapat

bahwa orang yang diminta tidak boleh unh.rk bersumpah terhadap

hal ihr, karena dasamya adalah bahwa telah gugur darinya

kewajiban untuk bersumpah pada setiap apa saja yang tidak sah

daya upayanya dari sisi hukum.

Dan bagi Abu Yusuf dikarenakan bahwa pada dasamya

pengingkaran telah menduduki kedudukan pengakuan, maka

setiap perkara yang dibolehkan pengakuan di dalamnya, maka

dibolehkan juga pada perkara ihr untuk ditunhfi kepadanya, dgd

dia melakukan sumpah, selain pada perkara denda atau hukuman

dan pada perkara qishash. Maka pada selain kedua perkara ini

dituntut kepadanya untuk bersumpah, karena jika dia mengakui

dengan perwakilan itu, maka boleh juga baginya untuk ditetapkan

hukum padanya dengan pengingkaran, iika hal itu bukan pada

ketetapan hukum bagi orang yang tidak hadir.

Dia berkata: Dan jika orang yang berutang ifu mengingkari

utang sementara dia mengakui perwakilan, maka wakil ifu tidak

menjadi pihak lawan dalam hal menegakkan bukti terhadap orang

yang diminta unfuk meminta utang orang yang meminta, dari sisi

jika penruakilan adalah mewakili orang yang tidak hadir yang tidak

bisa ditetapkan dengan perkataan orcmg yang diminta, maka

keberadaan pengakuannya itu terhadap perwakilan dan

ketidakadaan pengakuan itu adalah sama keadaannya dengan

penetapan gugatan wakil dalam perkara utang.

Dan iika wakil itu menghadirkan buku perwakilannya

kepada hakim, maka hakim harus menerima bukt ifu, dan dengan

demikian ketetapan hulmm itu menjadi ketetapan hukum bagi

orang yang tidak hadir, jika dia tidak hadir untuk mendengarkan

bukfi, dan yang demikian ini adalah telah disepakati diantara

s1o ll et uoj*u'SyoahAl Muhodzdzab



banyak orang, bahwa ketetapan hukum bagi orang yang tidak

hadir dengan kondisi seperti ini adalah boleh, karena orang yang

telah hadir tidak akan berhubungan dengan penetapan haknya

kecuali dengan ketetapan hukum pada orang yang tidak hadir.

Dan hak yang dia gugat untuk dirinya adalah hak yang akan

digugat juga oleh orang yang tidak hadir, yaitu akad perwakilan.

Dan terkadang telah hadir disana pihak lawan yang

mendengarkan bukt ifu, maka boleh baginya juga untuk

menetapkan hukum dengan orang yang mendengar ifu terhadap

orang yang tidak hadir. Tidakkah Anda perhatikan bahwa semua

orang telah bersepakat unfuk membolehkan menetapkan hukum

kepada orang yang telah mati dengan ditetapkan kepadanya

ketetapan utang dan kaetapan-ketetapan hukum lainnya, jika

disana ada pihE[ lawan yang menggugat keluarga atau orang yang

malakilinya seperti oftIng yang menerima waris, atau yang

menerima wasiat, atau yang wasiat ifu dih{ukan kepadanya, dan

inilah ketetapan hukum terhadap orang yang tidak hadir sekalipun

orang yang sudah mati yang dia adalah manusia yang paling tidak

bisa hadir di ruang sidang hakim, begitu juga dengan apa yang

telah kami sebutkan sebelumnya.

Dia berkata: Jika seseorang merrrakilkan kepada orang lain

untuk meminta hak-haknya, dan unfuk menerima hak-hak ifu, dan

juga berperkara unfuk mendapatkan hak-hak ifu dengan catatan

bahwa tidak boleh bagrnya untuk mengakuinya, dan tidak boleh

pula unfuk berdamai dengannya, dan tidak ada amandemen

seorang saksi yang bersaksi kepadanya dengan sesuatu yang

menggugurkan hak yang menjadi miliknya, maka perwakilan

dengan syarat seperti ini dibolehkan. Karena dalam perwakilan

seperti ini terkandung di dalamnya berbagai macam ketenfuan-

ketenfuan, dan jika ketenhran-ketentuan itu dia kerjakan sebagian

dan sebagian lain tidak dia kerjakan dan sebagian dari ketentuan

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll tu



itu dia perluas pemahamannya, maka hal ifu juga dibolehkan,

karena dia telah diberi wewenang untuk mengelola dalam hal itu

semuanya. Disamping ihr juga dia berhak unfuk melaksanakan

sebagian ketentuan dan meninggalkan sebagian lainnya.

Dan jika wakil itu menyatakan bahwa orang yang meminta

telah menerima haknya dari orang yang berutang, maka hal itu

tidak boleh dilakukan oleh orang yang memberi kuasa, kecuali jika

wakilnya itu tidak ada upaya untuk menuntut atau meminta kepada

orang yang berutang akan haknya itu, hingga akhimya orang yang

memberi kuasa datang dan menr.rnhrt atau meminta utangnya itu,

atau mungkin dia memperwakilkannya kepada orang lain, sebelum

perwakilan itu dibatalkan dengan ucapan wakilnSa yang pertama,

dimana dia telah mengakui bahwa orang yang meminta telah

terpenuhi haknya, karena ini adalah pengakuan darinya karena

antara dia dan orang yang diminta tidak ada sengketa, dan juga

dikarenakan tidak ada lagi suatu apapun milik orang yang meminta

ada padanya, maka dengan demikian dia termakzul dari

perwakilan, karena dia tidak dapat dipercaya oleh orang yang

memberi kuasa.

Dan jika wakil itu berkata, "Aku telah menerima hak ini dad

orang yang berutang, lalu hak ifu hilang dariku," atau dia berkata,

"Dia membayamya kepadaku unfuk orang yang meminta

(penaEh)," maka sesungguhnya perkataannSn ifu dapat diterima,

dan orang yang diminta telah terbebas dari harta itu, lalu wakil itu

bersumpah dengan hal itu, di hadapan orang yang meminta

walaupun orang yang meminta itu telah melarangnya untuk

mengakuinya. Karena sesungguhnya orang yang meminta ifu

belum melarangnya unhrk mengakui bahwa dia telah diperintahkan

untuk menerima utang, bahkan orang yang meminta itu telah

menjadikan dia sebagai wakilnya dalam menerima hak orang yang
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meminta dari orang yang diminta, maka telah sah pengakuannya

dengan telah menerimanya dia hak atau utang itu.

Dan jika dia berkata, "Telah hilang padaku," atau dia

berkata, "Aku telah membayamya kepada yang meminta," maka

perkataan yang diterima dalam hal ini adalah perkataan wakil
sebagaimana orang yang dititipkan karena dia adalah orang yang

dapat dipercaya, dan wakil itu harus juga bersumpah dari apa yang

dia katakan seperti orang yang dititipkan unfuk menggugurkan

gugatan.

Dia berkata: Dan tidak boleh bagi seorang wakil unfuk

meurakilkan perwakilannya kepada orang lain, hal itu dikarenakan

bahwa dalam perwakilan terkadang harus berurusan

persengketaan dan berperkara secara hukum dalam rangka

meminta atau menunfut hak orang yang memberi kuasa, dan tidak

ada yang diperlukan dalam berperkara ifu selain wakil, maka tidak

dibolehkan unfuk mengalihkan perkara kepada selainnya, juga

dikarenakan orang yang memberi kuasa tidak ridha dengan

pendapat atau pandangan selainnya. Dan juga dikarenakan bahwa

sesungguhnya perwakilan ifu adalah akad untuk membolehkan,

maka tidak boleh bagi wakil unfuk mewakilkan kepada orang lain,

sebagaimana sesrahr yang mubah tidak boleh baginya untuk

memubahkan selainnya yang tidak mubah. Dan bagi sesuatu yang

mubah, maka tidak ada pilihan lain baginya kecuali menggunakan

hal yang dimubahkan itu atau dia meninggalkan hal yang

dimubahkan itu. Begifu juga halnya dengan perwakilan seorang

wakil.

Dan jika orang yang memberi kuasa berkata kepadanya,

"Aku telah bolehkan kamu pada semua urusan ifu dan juga aku

bolehkan apa yang akan kamu kerja'kan dalam urusan itu," dengan

dernikian, maka boleh bagi wakil itu untuk mewakilkan kepada

orang lain, sebagaimanayang.telah kami katakan tentang hal yang
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mubah, jika orang yang memubahkan itu menjadikan perkara atau

sesuatu lain menjadi mubah, maka dia boleh untuk memubahkan

yang lain, dan begifu juga dengan hal perwakilan ini, karena orang

yang memberi kuasa telah membolehkan dalam unrsannya pada

diri orang yang dijadikan wakil untuk melaksanakan apa saja yang

perlu dia laksanakan.

Sementara wakilnya tidak boleh mewakilkan kepada orang

lain sebagaimana jika wakil itu tidak diperkenankan unfuk

mewakilkan kepada orang lain kecuali jika orang yang memberi

kuasa telah membolehkan kepadanya untuk melakukan apa saja

yang dianggap perlu oleh wakil untuk dikerjakan, dan begitu juga

dengan wakil yang kedua.

Dia berkata: Dan jika orang yang memiliki hak meninggal,

maka batal perwakilan kedua orang itu, dikarenakan keduanya

adalah wakil dari orang yang meminta, maka kematiannya

mengharuskan keduanya termakzul semua, karena telah

terputusnya perkaranya dengan kematiannya.

Dan jika dikatakan: Mengapa kematian orang yang

memberi kuasa mengharuskan gugumya perwakilan orang yang

memberi kuasa? Bukankah telah kami katakan, karena dalam

perkara ini yang dibutuhkannya adalah terlaksananya akad

perwakilan, dan jika akad perwakilan itu telah terlaksana, lalu

mengapa harus dibantah unfuk diteruskan perwakilan itu hingga

selesai perkara?

Dikatakan kepadanya, Bukan demikian halnya, karena

perwakilan hanyalah pemberian wewenang untuk mengelola

se@ra periodik yaifu dari suatu waktu hingga waktur tertenfu dan

dari suahr kondisi hingga kondisi tertentu, dan perwakilan itu

bukanlah akad yang dengan akad ini seorang yang memberi kuasa

mendapatkan suatu hak sementara orang yang diberi kuasa, yaitu

wakil tidak mendapatkan hak itu, maka dengan demikian menjadi
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batal perkara itu ketika dibatalkannya perkara oleh orang yang

memberi pinjaman, tidakkah engkau mengetahui bahwa dalam

perkara pinjam-meminjam yang mana terkandung dalam perkara

itu kepemilikan manfaat-manfaat yang menjadi batal perkara ihr

dengan dibatalkannya oleh orang yang memberi pinjaman? [-alu

bagaimana halnya dengan perkara perwakilan yang di dalamnp

tidak ada unsur kepemilikan.

Dan jika dikatakan: Dan mengapa engkau tidak menjadikan

wakil kedua sebagai wakil pertama, tanpa peran dari orang yang

memberi kuasa?

Maka dikatakan kepadanya: Bulon begitu keadaannlp,

karena wakil SBng pertama itu diperintahkan trnfuk memberi

perwakilan kepada wakil kedua, maka wakil kedua itu menjadi

seperti seorang ufusan, dan orang yang memberi pinjaman jika dia

mengadakan akad seperti akad perwakilan, maka sesungguhn5n

dia adalah orang yang mengadakan wakil dan bukan orang yang

mengadakan akad, sebagaimana yang telah kami katakan tentang

utusan unfuk mengadakan jual-beli, dan seperti seorang \lraldl

dalam perkara akad nikah dan thalak, dan makna lain yang

terkandung diantara kedua perkara ihr, bahwa wakil itu tidak ada

kaitan apapun dengan hak-hak orang yang mengadakan akad,

begitu juga halnya dengan perwakilan.

Dia berkata, Akan tetapi jika yang meminta belum

meninggal, melainkan yang meninggal adalah wakilnya, maka

wakil yang kedua masih tetap berstafus wakil dari perwakilan ifu,

berdasarkan dari apa yang telah kami terangkan bahwa wakil gang

telah meninggal itu dan wakil kedua yang masih hidup kedtn-

duanya adalah wakil bagi orang yang meminta hak, maka dengan

demikian meninggalnya seorang diantara kedua urakil ifu udak

menghanrskan wakil yang lain menjadi makzul atau gugur

perwakilannln.
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Begitu juga halnya jika orang yang meminta telah

mengeluarkan atau memakzulkan wakil yang pertama dari urusan

perwakilan, maka hal itu tidak serta-merta mengeluarkan wakil

yang kedua dari urusan perwakilan, sama halnya dengan dua wakil

orang yang meminta hak jika dia memakzulkan seorang diantara

kedua wakilnya, maka tidak serta-merta hal itu memakzulkan wakil

yang kedua.

Dan jika wakil yang pertama mengeluarkan wakil yang

kedua dari urusan perwakilan, maka hal ini dibolehkan, dan

dengan demikian wakil yang kedua ini keluar dari perwakilan

dengan ketenfuan bahwa orang yang memberi kuasa telah

memberi wewenang semua un$an kepada wakil yang pertama

daiam hal memakzulkannya dan dalam hal menjadikannya sebagai

wakil dengan ucapannya, "Aku telah memberimu wewenang unhrk

mengums urusan ini kepadamu pada apa saja yrang akan kamu

lakukan," pengertian dari ucapan ini bukan untuk wakil yang

kedua, karena dia adalah wakil bagi wakil yang pertama, akan

tetapi pengertian dari ucapan ini adalah seperti yang telah kami

sebutkan yaifu menjadikan semua unrsan kepadanya dan hal

memakzulkan dan hal-hal lainnya, seperti seorang yang memberi

kuasa yang berkata kepada seseorang, "Aku telah serahkan urusan

pemakzulan orang ini kepada kamu," maka bagi orang ifu boleh

memakzulkan wakilnya, begitu pula dengan hal ini.

Dan jika hak yang diminta telah diterima dari orang yang

kepadanya hak itu diminta, lalu orang 5ang diminta itu berkata

kepada hakim, "Jadikanlah wakil ifu bersumpah dengan menyebut

narna Allah yang menyatakan bahwa orang yang meminta telah

menerima haknya ifu dariku," maka wakil ifu tdak boleh

bersumpah dengan alasan bahwa "Jika kita menjadikan dia

bersumpah dalam hal itu maka kita iuga harus menjadikan orang

yang meminta itu untuk bersumpah," padahal sumpahnya wakil itu
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tidak mewakili sumpahnya orang yang meminta dengan alasan

bahwa jika dia datang, maka bagi orang yang diminta boleh

menuntut kepada yang datang itu untuk bersumpah, walaupun

seorang wakil itu telah bersumpah tentang hal itu. Dan jika

sumpahnya tidak mewakih dari sumpah orang yang meminta,

maka yang demikian itu adalah tidak boleh.

Dia berkata: Jika seseorang memberi perwakilan kepada

dua orang \ nkil untuk meminta hak-haknya dan berperkara dalam

melaksanakan perwakilan itu, lalu jika hadir seseorang diantara

kedua orang ifu dan bersamanya seorang pihak lawan yang sedang

dia tuntut, maka dia adalah wakil dalam bersengketa dengan pihak

lawan ihr, dan dibolehkan pula bag wakil ifu trnhrk menetapkan

hak orang yang memberi kuasa, hanya saja tidak boleh baginSa

untuk menerima hak itu sendiri tanpa bersama dengan rekannya

yang lain, berdasarkan pada apa yang telah kami terangkan

sebelumnya bahwa seorang diantara dua orang wakil dapat

menjadi pihak lawan dalam menetapkan hak orang yang memberi

kuasa, dan udak dapat baginya unfuk menerima hak itu tanpa

bersama rekannya, karena persengketaan tidak mungkin

terlaksana bersama dalam safu keadaan, karena kedua

orang ifu jika keduanya hadir, maka mereka tidak bisa menggugat

atau berperkara kecuali dengan safu orang diantara mereka

berdua. Karena jika keduaduanya berperkara atau menggugat

maka hal iht akan menghalangi hakim untuk memahami tunfutan

dari kedua orang, karena kedua-duanya telah berbaur menjadi

satu, maka oleh karena ihr boleh bagi seorang wakil untuk

bersengketa dengan pihak lawan dengan ketidakhadiran wakil

yang lain, fidal*ah engkau mengetahui bahwa kehadirannya

bersama rekannya tanpa dia berperkam adalah bukan suatu

sengketa, dan walaupun demikian, maka telah dibolehkan bagi

yang lain unh,rk berperkara mewakili rekannya?
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Begitu juga jika dia tidak hadir, maka boleh bagi rekannya

yang lain untuk berperkara mewakili rekannya yang tidak hadir.

Sedangkan masalah menerima atau mengambil hak, maka dalam

masalah ini tidak boleh dilakukan oleh seseorang diantara mereka

saja, karena dalam masalah ini ada tetkandung makna

pengambilan kepemilikan, hingga dalam masalah ini dia

membutuhkan pandangan lain, sementara orang yang memberi

kuasa tidak puas dengan pandangan seseorcmg diantara mereka

berdua.

Dia berkata: Jika seseorang berkata, "Fulan adalah wakilku

pada setiap sesuafu dan dia adalah wakil dalam menjaga, namun

tidak pada jual beli," sementara bahwa pengertian dasar dari kata

perwakilan ditinjau dari sisi bahasa adalah menjaga, Allah Ta'ala

telah berfirman,

'J9;16,Yi1';t
'Dan Dia adalah Wakil segala sauafu. "(Qs. Al An'aam [6]:

102).

Yang dimaksud dengan kata wakil dalam alnt ini adalah

penjaga, dan dikatakan Fulan menjadi wakil dari Fulan, artinya

Fulan menjadi penjaga bagi Fulan. Jika demikian halnya, maka

hakekat dari perwakilan adalah penjagaan, sedangkan dalam hal

jual-beli dan pengelolaan, maka hal itu hanyalah kiasan, dan

terkadang juga telah diartikan dengan pengertian yang sebenamya.

Dan jika suahr kalimat diungkapkan, maka ungkapan kalimat itu

diartkan kepada hakekat pengertiannya dan tidak diarfikan kepada

yang lain jika ungkapan itu telah banyak digunakan dan telah

populer pengertiannya. Maka jika dia berkata, "Wakilku dalam

segala sesuatu dibolehkan baginya segala urusan," maka hal ini

adalah wakil dalam hal menjaga dan mengelola juga, dan bagi

wakil ini boleh untuk memberi hadiah dan boleh juga untuk
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bersedekah, karena pemberi kuasa telah menyerahkan semua

umsannya kepadanya pada segala sesuafu, dan pembolehan

segala sesuatu artinya dalam hal perizinan dan dalam hal

pengelolaan, maka diharuskan baginya unfuk membolehkan semua

itu.

Dia berkata: Jika seseorang mengaku bahwa Fulan bin

Fulan telah menjadikan dirinya sebagai wakilnya, dan Fulan bin

Fulan Al Fulani juga telah menjadikan seorang yang tidak hadir

sebagai wakilnya, pada segala hak yang mana hak itu adalah

miliknya yang ada pada Fulan, yaitu seseorang dengan hartanya,

dan bersengketa unfuk mengambil serta menerima harta ifu
darinya, dan unfuk hal ifu ditegakkanlah bukti, maka sesungguhnya

hakim harus menerima penegakkan bukti ifu darinya. Dan dengan

demikian perwakilan itu memiliki kekuatan hukum dengan

menetapkan perwakilan orang yang tidak hadir, jika dia tidak

mengingkarinya, jika dia datang, dengan catatan bahwa wakil yang

hadir ini tidak bisa menetapkan perwakilannya kecuali dengan

menetapkan perwakilan orang yang tidak hadir, maka dengan

demikian penetapan perwakilan orang yang hadir dan penetapan

perwakilan orang yang tidak hadir dapat menjadi persengketaan

nantinya, jika hak yang yang akan dia tetapkan pada dirinya

sendiri adalah hak yang ditetapkan pada orang yang tidak hadir.

Dan dia fidak bisa mencapai pada hak yang untuk dirinya sendiri

adalah juga hak yang untuk orang yang tidak hadir, seperti

seseorang diantara dua orang penerima warisin, jika dia berusaha

untuk menetapkan harta peninggalan mayat, maka ketetapan yang

dia dapatkan untuk dirinya sendiri adalah juga ketetapan untuk

rekan atau sekutunya yang sama€ama berhak mendapatkan harta

warisan ifu.

Demikian juga dengan penuakilan, karena seorang diantara

mereka berdua tidak berhak memiliki wewenang untuk mengelola
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tanpa dengan menyertakan rekannya yang satu lagi, dan begifu

juga dengan seorang diantara dua orang yang menerima wasiat

menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Sementara menurut

Abu Yusuf tidak boleh menetapkan wasiat orang yang hadir untuk

menetapkan wasiat bagi yang tidak hadir, karena pada dasamya

dibolehkannya seseorang yang menerima wasiat diantara dua

orang yang menerima wasiat untuk melaksanakan wasiatnya tanpa

harus menunggu pelaksanaan wasiat orang yang lain, dan dia telah

membedakan antara orang yang menerima wasiat dengan orang

yang menerima perwakilan, karena wewenang orang yang

menerima wasiat adalah dari segi perwalian, sedangkan wewenang

seorang wakil adalah umsan atau perkara, maka dari itu kedua hal

itu dibedakan.

Jika wakil yang tidak hadir itu datang dan dia mengakui

perwakilan itu, maka hakim harus mengakui perwakilannya ifu dan

tidak boleh hakim itu membebaninya dengan rnemerintahkannya

unfuk mengulangi penegakkan bukti, sebagaimana yang telah kami

terangkan bahwa penetapan perwakilan orang yang hadir adalah
juga penetapan bagi perwakilan yang tidak hadir, akan tetapi jika

wakil yang datang itu mengingkari perwakilan, maka bagi wakil
yang telah hadir pada pertama kali ifu Udak boleh menerima suatu

apapun dari utang pada apa yang mana dia menjadi wakil, karena

dia telah mengakui bahwa tidak ada alasan bagrnya untuk

menerima hak, karena dia telah mengakui bahwa bersamanya ada

wakilyang lain, dan wakil yang lain ini telah mengingkari hal itu.

Dia berkata: Jika yang hadir rnenegakkan bukti bahwa

Fulan bin Fulan Al Fulani telah menjadikan dirinya sebagai wakil

dan menjadikan Fulan yang tidak hadir sebagai wakil juga untuk

menuntut hak-haknya pada wakil Fulan dan juga pada

persengketaan, dengan ketentuan bahwa masing-masing diantara

kedua wakil itu memiliki tugas yang berbeda-beda, maka hal yang
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demikian ini dibolehkan. Sehingga hakim harus menuntaskan

kesaksian masing-masing dari keduanya, hingga wakil yang sahr

mewakili pada perkara yang di dalamnya terdapat persengketaan

atau meurakili semua urusan, dan dia berhak juga unfuk menerima.

Jika dia tidak menerima suatu apapun hingga datang wakil yang

tidak hadir, lalu dia mengakui perwakilan itu, dan dia hendak

menerima atau menyita sesuatu dari orang yang berutang, maka

dalam keadaan seperti ini seorang hakim harus memerintahkan

untuk mengulangi penegakkan buku terhadap

penvakilannp ifu, karena u;akl yang hadir ifu telah menyatakan

bahwa masingmasing diantara kedua u,akil itu rnempunSni tugas

yang berbda-beda, maka dengan demihan penetapan

perwakilannla Udak dengan serta-merta meniadi penetapan

perwakilan bagi u/akil yang tidak hadir-

Sementara pada pasal sebelnrmnSra ditetapkan bahwa

perwakilan mereka berdua adalah dalam safu paket peruEkilan.

Sehingga ketetapan perwakilan png hadir adalah ketetapan untuk

penrakilan yang tidak hadt. Oleh karena itu keduanSn hanrs

dibedakan.

Dia berkata: Jilra telah hadir orang yang sebelumnya tidak

hadir, lalu dia mengingkari perwakilan atau dia mengakui

perwakilan itu tapi dia tidak memiliki bukti yang menyatakan

peru,rakilannya ifu, maka bagi wakil yang sebelumnya telah hadir

boleh berperkara dan dia boleh menerima hak milik orang yang

memberi kuasa, karena telah ada ketetapan bahwa dia adalah

seorang u/aldl dengan sendirinya. Maka kefidakhadiran wakil dari

penrakilan lnng lain Udak mencemari perual0tannp lnng

sendirinya.

Dan iika s€seorang menghadapkan seseorang kehadapan

seomng hakim, lalu dia mengatakan bahwa "Sesungguhnya Fulan

bin Fulan Al Fulani mernilih 
feuraiiban 

kepadaku sebanyak seribu
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dirham, dan Fulan telah menjadikanku sebagai wakilnya untuk

meminta setiap hak yang hak itu adalah miliknya, disamping dia

juga menjadikanku wakilnya dalam menerima atau mengambil

harta itu dan berperkara untuk itu jika diperlukan," lalu dia

menghadirkan bukti untuk menyelesaikan urusan itu, maka

sesungguhnya Imam Abu Hanifah berkata, "Aku tidak menerima

kesaksian ini terhadap harta itu hingga ada ketetapan tentang

perwakilan, dan jika telah ada ketetapan tentang perwakilan, maka

aku akan memanggil wakil itu dengan membawa bukti terhadap

harta itu."

Sedangkan Abu Yusuf mengatakan: Aku menerima

kesaksian ini terhadap kedua perkara selunrhnya, dan iika telah

benar bukt itu, maka aku akan membenarkan bagi wakil itu

tentang kebenaran perwakilannya ihl, dan iuga aku akan

menetapkan kebenaran agar orang yang diminta ihr unfuk se€era

menyerahkan harta yang menjadi hak milik seseorang, begitu juga

halnya dengan orang yang menerima surat wasiat lika dia telah

menegal*an bukti yang menyatakan bahwa dia telah menerima

wasiat dari seseorang. Dan juga jika dia telah menegakkan bukti

tentang harta yang dituntut dalam satu majlis sidang pengadilan,

begifu juga halnya dengan orang yang akan menerima warisan jika

dia mengakui bahwa ayahnya telah mati dan Udak ada orang yang

berhak unfuk menerima warisan darinya kecuali dia sendiri. Dan

orang yang telah hadir bersamanya uang sebanyak seribu dirham,

lalu dia mendatangkan bukt yang menyatakan tentang nasabnya

dan bukti l,ang menerangkan tentang kematian ayahnya, dan dia

adalah palaris sahr-satunya, dan mereka mengetahui bahwa tidak

ada yang menerima warisan ihr kecuali dia dan tidak ada yang lain,

sementara dia bersaksi unhrk ayahnya tentang hartanya kepada

orang itt, maka kedudukan orang ini adalah sama dengan

kedudukan seorang wakil, begifu juga halnya jika orang yang
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menerima warisan itu mengakui bahwa ayahnya memiliki rumah

pada tangan seseorang atau sesuatu yang telah hilang, atau

kepemilikan lainnya, lalu dia mendatangkan saksi-saksi yang

mereka semua bersaksi bahwa ayahnya telah mati, dan

bahwasannya mereka tidak mengetahui orang yang berhak

menerima warisan selain dia, sementara mereka juga bersaksi

bahwa sesuatu itu adalah milik ayahnya dan masih tetap dalam

kepemilikannya hir,gga ayahnya itu mati dan meninggalkan harta

itu sebagai warisan. Maka sesungguhnya seorang hakim harus

menerima semua itu dan menetapkannya. Jika telah benar

buktinya, maka ketetapan hukum hanrs ditetapkan berdasarkan

buld itll, mentrnrt pendapat Abu Yustrf sebagaimana yang

dikatakan oleh Al l(hashshaf.

Abu Yusuf AU mengatakan: Sungguh Muhammad telah

menyebutkan masalah-masalah ini tanpa adanya perselisihan

bahwa hal yang demikian itu diterima, dan Al Khashshaaf

menyebutkan di sini bahwa yang demikian itu tidak diterima

menunrt pendapat Imam Abu Hanifah. Dan hal ini lebih kuat

untuk diqi5nskan pada pokok-pokok kaidah mereka, karena disini

ada dua persengketaan, safu diantaranya adalahr Penetapan

hukum perwakilan, wasiat, nasab dan penetapan hukum lainnya.

Dan kedua: penetapan hukum harta dan sengketa dalam

menetapkan harta sebagai perkara yang tercakup dalam

perurakilan dan yang sejenisnya sebagaimana yang telah karni

sebutkan. Karena sesungguhnya apa-apa lnng belum tegak

padanya bukti yang bisa diladikan landasan dalam berperkara,

maka belum diterima buktinya ifu unhrk menetapkan hukum pada

harta itu, sebagaimana tidak diterimanln suafu buhi bagi orang

Snng tidak ada orang lain yang menunhrhtla dalam menetapkan

sestratu bagi orang lain, dan ini adalah sebagaimana mereka

berkata tentang aib: SesungguhnSn seorang pembeli jika dia

Al Majmu'SloattAl Muhadzdzab ll SZg



menyatakan bahwa budak yang telah dia beli terdapat aib, dan dia

ingin mengembalikan budak ifu kepada penjual, maka

pemyataannya ihr tidak dapat diterima dalam hal mengembalikan

budak itu kepada penjual hingga ada ketetapan hukum tentang

adanya aib itu, karena gugatan untgk mengembalikan adalah suafu

keadaan yang tercakup dalam gu5Ftan unfuk menetapkan ada atau

tidak adanya aib, maka tidak diterima gugatannya dalam hal

mengembalikan budak itu sebelum adanya ketetapan tentang

adanya aib pada budak ihr. Demikian pula keadaannya dengan hal

ini harus ada ketetapan bahwa dia menggugat terlebih dahulu

kemudian setelah ifu ditetapkan ientang utang, dan ini adalah hal

yang sudah sangat jelas dan tidak ada lagi kerananan disini. Dan

telah berlalu keterangan tentang ini yang di dalamnya terjadi

bahasan yang menimbulkan keraguan, karena kami telah

menerangkan masalah-masalah bahwa pendapat Imam Abu

Hanifah adalah seperti pendapat Abu Yusuf, dan bahwa dia telah

membedakan antara pengembalian dengan adanya aib dan dengan

masalah-masalah ini. Dan sekarang telah lelas masalah-masalah itu

pada pokoknya, dan bahwa sesungguhnya dalam masalah ifu

semua dianggap safu makna.

Sedangkan Abu Yusuf, maka sesungguhnya dia telah

menganggap lebih baik unfuk menerima bukti terhadap perwakilan

dan menetapkan hukum harta dalam satu majlis persidangan. Jika

telah benar bukfi itu, maka ditetapkan hukum pada perwakilan

terlebih dahulu hingga penehpan gugatan lebih didahulukan

daripada penetapan pada hukum harta.
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Bab: Persaksian Terhadap Perwakilan

Al Khashshaf berkata, "Dan persaksian dua orang anak

laki-laki dari seorang wakil terhadap perwakilan tidak boleh dan

begitu pula persaksian dua orang ayah dari seorang wakil." Al

Jashshash mengatakan: Sebagaimana kami katakan pada semua

ketentuan-ketentuan hukum harta dan ketentuan-ketentuan hukum

lainnya, dan begitu pula dengan persaksian dua orang anak laki-

laki dari orang yang menr.rnhrt dan persaksian dua orang ayahnya,

karena kedua orang ihr akan bersaksi unfuk meringankan ayah

kedua anak itu dalam perwakilan terhadap orang yang dituntut,

sehingga hal itu tidak dibolehkan. Begitu pula dengan persaksian

istri seorang wakil atau isfoi dari orang yang menunfut, dan begihl

pula dengan persaksian seorang pemilik budak terhadap

budaknya. Begitu pula dengan persaksian pemilik perusahaan

terhadap perusahaannya sebagaimana yang telah kami katakan

dalam ketenfuan-ketenfuan harta.

Jika dua orang saksi bersaksi unhrk seorang wakil, seorang

diantara keduanya menyatakan bahwa orang yang menunfut telah

menunjuknya sebagai wakilnya untuk menerima atau mengambil

utangnya dari orang ini, dan saksi lain menyatakan bahwa dia telah

melaksanakan apa yang diamanatkan kepadanya, maka kedua

persaksian ifu sama, sebab yang melaksanakan ihr adalah urakil.

Sehingga kedua saksi itu menlatakan dua pemyataan yang

berbeda ungkapannya, akan tetapi memiliki makna yang sama.

Dengan demikian tidak ada alasan untuk tdak mengakui

persaksian ini, artinla persaksian ini telah sah dan benar.

Begitu pula jika seorang diantara dua orang saksi

menyatakan bahwa dia telah menjadikan Fulan sebagai wakiluntuk

menerima utang, sernentara saksi lain menyatakan bahwa dia telah

memberi Fulan kekuasaan untuk mengambil atau menerima utang,
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maka persaksian seperti ini dibolehkan, karena wakil itu
dikuasakan trntuk menerima, dengan demikian tidak ada

perbedaan antara persaksian yang menyatakan menjadikan dia

sebagai wakil dengan pernyataan yang menyatakan dia telah

memberi kekuasaan untuk menerima utang.

Begitu pula jika seseorang bersaksi bahwa dia telah

menjadikan Fulan sebagai wakil untuk menerima utangnya, dan

yang lainnya bersaksi bahwa dia telah menjadikan Fulan sebagai

wasiat pada saat hidupnya untuk rnenerima utangnya, maka kedua

pemyataan dari dua orang ini sarna, karena wasiat yang diberikan

pada saat seseorang masih hidup, maka orang yang menerima

wasiat ini adalah sebagai seorang wakil, sehingga maknanya

menjadi safu makna.

Jika seseorang diantara kedua saksi itu bersaksi bahwa dia

telah menjadikan Fulan sebagai wasiatnya dalam menerirnanya,

sementara saksi itu tidak berkata, "dalam hidupnya," maka

persaksian seperti ini tidak boleh. Karena yang dinamakan wasiat

adalah wewenang mengums untuk dilaksanakan setelah matinya

orang yang memberi wasiat, maka dengan begifu tidak terpadu

kesaksian dua orang yang bersaksi untuk membolehkan

pelaksanaannya dalam keadaan masih hidupnya orang yang

memberi kuasa perwakilan. Dan jika seorang saksi diantara dua

orang saksi bersaksi bahwa pemberi kuasa telah menjadikan

dirinya sebagai wakilnya untuk menerima utangnya dari Fulan,

sementara saksi lainnya bersaksi bahwa dia telah menjadikannya

sebagai wakil untuk berperkara pada perkaranya atau unfuk

meminta utang dari Fulan, maka hal demikian ini boleh. Karena

seorang wakil yang ditugaskan untuk berperkara, maka dia adalah
juga wakil unfuk menerima, dan seorang wakil yang ditugaskan

untuk menerima, maka dia juga adalah wakil untuk berperkara,

dan setiap ungkapan d1i kedua ungkapan diatas terkandung di
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dalamnya pengertian tentang menerima dan berperkara, sehingga

dibolehkan bagi wakilnya untuk menggugat Fulan dalam rangka

menetapkan bahwa Fulan berutang kepada orang yang memberi

kuasa perwakilan jika dia mengingkarinya menumt pendapat Imam

Abu Hanifah. Karena jika seseorang ditetapkan unhrk meniadi

wakil dalam hal menerima, maka dia juga adalah wakil dalam hal

berperkara menunrt pendapatnya flmam Abu Hanifah -pent), dan

menurut pendapat keduanya (Al l(hashshaf dan Al Jashshash -

pent), maka udak boleh bagi wakil untuk menggugat orang yang

diminta utangnya dalam hal menetapkan bahwa dia berutang, iika

dia mengingkari utang ihr, dan kami telah menerangkan hal ini.

Begitu pula jika seorang saksi diantara dua orang salsi

bersaksi dengan menerima utang dan saksi lain bersaksi bahwa dia

diperintahkan unfuk mengambil utang itu darinya, atau dia telah

mengufusn5a unhrk mengambil utang itu, maka dibolehkan

persaksian keduanya dalam perintah itu dan dalam pengufusan ifu

unhrk mengarnbil dan unhrk menerima, sementara ihr dia. tdak

menjadi wakil dalam bersengketa menunrt mereka berdua tentang

masalah ini, padahal dalam kenyataannya bahwa perintah unfuk

mengambil sarna kedudukannya dengan pengufusan menunrt

mereka berdua. dan seorang utusan llang berhrgas unhrk

menerima utang tidak boleh baginya unfuk bersengketa, menunlt

mereka berdua.

Dan jika seperti itu keadaannya, maka dalam masalah kita,

bahwa jika bersaksi seorang diantara keduanya bahwa dia

dijadikan wakil untuk menerima utang, sementara yang lain

bersaksi bahwa dia diperintahkan unhrk mengambil utang, maka

disini tidak ada kesepakatan antara kedua orang saksi ihr terhadap

perwakilan, akan tetapi keduanya telah bersepakat bahun

keduanya diperintahkan untuk mengarnbil utang, karena setiap
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perwakilan maka di dalamnya terdapat perintahnya, sedangkan

tidak setiap perintah maka di dalamnya ada perwakilannya.

Jika demikian, maka orang yang bersaksi pada perwakilan,

maka dia juga berarti bersaksi pada perintah unfuk menerima, dan

orang yang bersaksi pada suatu perintah untuk menerima, maka

belum tentu dia bersaksi pada perwakilan, akan tetapi dia hanya

bersaksi pada adanya perintah unfuk menerima, maka dengan

demikian ditetapkan hukum padanya bahwa dia diperintahkan

unh.rk menerima dan tidak ditetapkan kepadanya untuk

perwakilan. Maka dari ihr dia tidak berhak untuk menggugat dalam

menetapkan utang menuntt pendapat Imam Abu Hanifah.

PasaL Dan jika seorang saksi diantara dua orang saksi itu

bersaksi bahwa dia menjadikan dirinya sebagai wakil unfuk

bersengketa tentang stafus kepemilikan suafu rumah kepada

seorang hakim di Kufah, sementara saksi lainnya bersaksi bahwa

pemberi kuasa menjadikan dirinya sebagai wakil unh.rk bersengketa

tentang rumah itu kepada seorang hakim yang ada di Bashrah,

maka persaksian seperti ini dibolehkan, karena gugatannya kepada

hakim yang ada di Kufah atau kepada hakim yang ada di Bashrah

bukanlah bagian dari syarat dari perwakilan. Dan tidak ada kaitan

masalah perwakilan seperti ini dengan ketetapan hukum, maka hal

ini udak menjadi masalah. Dengan demikian seakan-akan

keduanya belum bersaksi kecuali dengan perwakilan yang tercakup

di dalamnya dengan bersengketa, dan dia belum bersaksi bahwa

dia telah menggugatnya dalam perwakilan ifu kepada hakim yang

di Kufah atau hakim yang ada di Bashrah, karena bagi seorang

wakil'diantara mereka berdua boleh melakukan gugatan kepada

tergugat di hadapan seseorang diantara kedua hakim ifu, dan tidak

ada sesuahr yang menjadi penghalang dengan disebutrya hakim

tertenfu. Dan keadaan ini adalah seperti apa yang dikatakan
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seseorang dalam persaksian, yang seorang diantara keduanya

berkata, "sesungguhnya dia mengakui bahwa Fulan berutang

kepadanya sebanyak seribu dirham pada hari Jum'at," sedangkan

saksi lainnya bersaksi, bahwa dia mengakui bahwa dia berutang

kepadanya pada hari Kamis sebanyak seribu dirham. Maka dalam

hal ini kesaksian itu telah ada ketetapan bahwa dia berutang

sebanyak seribu dirham walaupun kedua saksi ifu berbeda

pendapat tentang wakttr pengakuan, karena kedudukan waktu

tdak akan merubah ketetapan hukum, maka begihr pula dengan

hal ini.

Dia berkata: Jika seorang saksi diantara dua saksi bersaksi

bahwa pemberi kuasa menjadikan dirinya sebagai wakil unfuk

berperkara ke hadapan Fulan seorang yang ahli hukum, dan

bersaksi pula saksi yang lain bahwa pemberi kuasa telah

menjadikan dirinya sebagai wakil ke hadapan Fulan seorang yang

ahli hukum -orang yang lain- maka yang seperti ini tdak

dibolehkan. Dan keadaan ini tidak sama dengan keterangan yang

sebelumnya, karena persengketaan tidak terjadi pada orang-orang

yang ahli hukum, akan tetapi persengketaan sehamsnya

dihadapkan kepada para hakim. Maka berhubung perwakilan ini

telah diserahkan kepadanya untuk diperkarakan kepada seorang

ahli hukum, maka berarti dia telah membawa perkara hukum ini

dan kemaslahatannya kepada seorang ahli hukum, maka tidak

boleh bagi seorang wakil unfuk mengamandemen atau unfuk

merubah kepada selain dia. Dan iika ada kehamsan untuk

berperkara pada masalah perwakilan kepada orang-orang yang

ahli hukum, maka kesaksian dari dua orang yang bersaksi dalam

masalah petwakilan juga harus di hadapan orang yang ahli hukum,

sama dengan kedudukan persaksian peru,rakilan unhrk didamaikan

oleh Fulan yang ahli hukum. Sedangkan persaksian saksi yang
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lain, bahwa dia diiadikan wakil untuk mengadakan perdamaian

melalui seorang yang ahli hukum, maka hal ini tidak dibolehkan.

Bab: Beberapa Perkara yang Tidak Boleh Ada
Perwakilan di Dalamnya

Melakukan perwakilan pada hukuman (hudud) udaklah

dibolehkan. Karena hukuman (hudud) itu meniadi gugur dengan

kerancuan, sehingga tidak boleh ada pergantian atau perwakilan

dalam hukuman ifu, dengan mengacu bahwa persaksian atas

persaksian adalah tidak dibolehkan, begitu juga dengan persaksian

wanita dengan pria tidak diterima, karena persaksian itu adalah

sebagai pengganti dari persaksian seorang pria. Maka begitu pula

halnya dengan seorang wakil yang mana dia memposisikan dirinya

pada posisi orang yang memberi krasa, maka hal ini tidak

dibolehkan. Dan juga dikarenakan bahwa perkara melaksanakan

hukuman adalah lebih serius dari pada perkara penetapan suatu

hukum, karena hukuman ditetapkan karena untuk dilaksanakan

dan ketika sudah ada kesepakatan bersama bahwa pengganti-

pengganti atau perwakilan dalam hal penetapan hukum adalah

tidak sah, yang aku maksud disini adalah penetapan dengan

persaksian wanita yang menggantikan pria yang mana wanita itu

memposisikan dirinya pada posisi seorang pria. Dan juga tidak

dibolehkan persaksian diatas persaksian, maka dalam pelaksanaan

hukuman lebih ditelonkan lagi untuk tidak disahkan padanya

pergaritian atau perwakilan, dan iuga mereka tidak berbeda

pendapat bahwa orang yang digpgat yang mana dia akan

dikenakan hukuman maka tidak boleh mengambil seseorang lain

unfuk menjadi penggantinya dalam melaksanakan hukuman, maka

begitu juga dengan orang yang digugat lainnya.
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Hukuman qishash juga sama dengan hukuman-hukuman ini

yaitu tidak boleh ada perwakilan padanya, karena jika digantikan

atau diwakilkan, maka hukuman itu menjadi gugur dengan

kerancuan. Sedangkan dalam masalah menetapkan hukuman,

maka sesungguhnya Imam Abu Hanifah terkadang membolehkan

untuk mengambil seseorang menjadi wakil dalam masalah ini,

karena dalam masalah ini tidak ada pelaksanaan hukuman, akan

tetapi hanya satu sebab diantara sebab-sebabnya, dan dibolehkan

dalam sebab apa-apa yang tidak dibolehkan yang sama dengannya

dalam hukuman. Tidakkah engkau mengetahui bahwa persaksian

wanita yang menggantikan persalsian pria dibolehkan dalam

perkara Al lhshaan (menjaga keperawanan llaki-laki atau

perempuan yang sudah pemah menikahl, penerj). dan Al lhshaan

adalah sahr diantara syarat-syarat unfuk dilaksanakannya hukuman

rajam pada orang yang berbuat zina, dan iuga N lhshaan int

adalah satu diantara sebab-sebab adanya hukuman raiam-

Dan begitu pula dibolehkan perwakilan dalam menetapkan

pada apa yang tdak boleh adanya perwakilan dalam hal

pelaksanaan hukuman. Dan juga dikarenakan dalam penetapan

hukum itu belum atau tidak ada pelaksanaan hukuman, akan tetapi

yang ada dalam penetapan itu hanya persengketaan dan tunfutan

terhadap hak, seperti hak-hak lainnya yang tidak bisa digugurkan

dengan kerananan. Sedangkan menuntt Abu Yusuf dan

Muhammad, maka sesungguhnya perwakilan dengan ketetapan

tidaklah sah, karena dengan adanya ketetapan itu akan

berhubungan dengan ketetapan hukuman, sehingga tidak boleh

unfuk menggantikan dengan orang lain, mengacu pada ketenh.ran

persaksian wanita, dan persaksian diatas persaksian.

Dia berkata: Dan begitu pula jika dia membeli seorang

budak, lalu dia mendapati aib padanya, lalu dia mewahlkan

seorans wakil unhrk 
:":n"-bil\1.Y", :* 

wakilnva itu tidak
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bisa untuk mengembalikannya hingga datang orang yang membeli
dan dijadikan pembeli itu untuk bersumpah, Dengan menyebut
nama Allah bahwa dia tidak ridha dengan aib itu, lalu dia tidak
membebaskan orang yang menjual budak itu dari tanggung jawab,
juga dia tidak memajang budak itu untuk dijual sejak dia
mengetahui adanya aib itu.

Syaikh berkata: Dan ini berbeda dengan apa yang

dikatakan oleh Muhammad dalam .[)shul, yang berpendapat bahwa
bagi wakil itu boleh untuk mengembalikan budak itu kepada orang
yang menjual selama orang yang rnenjual ifu tidak melakukan
gugatan terhadap keridhaan pembeli. Abu An-Nasr AI Bukhari Al
Qadhi telah menyebutkan di hadapan Syaikh bahwa Abu Al Hasan
bin Ziyad telah meriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dengan
seperti ini, lalu dia berkata, "Tidak boleh baginya unfuk
mengembalikan budak itu, walaupun orang yang menjual ifu tidak
menggugat keridhaan pembeli dengan adanya aib itu hingga
datang orang yang membeli, lalu dia bersumpah.

AsySyaikh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan
bersumpah disini adalah hak bagi orang yang menjual, walaupun
orang yang menjual itu tidak melakukan gugatan, sebagaimana

pendapat mereka tentang seorang hakim bahwa hakim ifu harus

menjadikan pembeli itu untuk bersumpah jika dia hendak
mengembalikan apa yang dia beli kepada mayat, dan yang

dimaksud dengan ungkapan ini adalah bahwa hakirn hendak
berhati-hati terhadap bahasan tentang harta mayat, maka
seharusnya dia menjadikan pembeli untuk bersumpah dengan
mengucapkan, "Dengan menyebut nama Allah aku tidak ridha
dengan aib ini." Sedangkan dalam kasr.rs disini, maka hak unfuk
menuntut sumpah adalah hak untuk penjual, sementara ifu dia
masih hidup. Dan jika penjual tidak menggugat, maka diwajibkan
untuk tidak menetapkan hak itu kepadanya yaitu hak unfuk
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menuntut unhtk bersumpah. Dan yang benar adalah apa yang

dikatakan oleh Muhammad yang mengatakan bahwa hak untuk

mengembalikan terkadang menjadi kewajiban bagi orang yang

menjual dan kauajiban itu tidak gugur darinya sebelum ada suatu

gugatan yang menggugurkan kewajiban ihl, dan iika dia

menggugat hal itu saat itu juga, maka wakil itu diperintahkan untuk

menghadirkan pembeli hingga dia bersumpah terhadap

dalauaannya ihr kemudian dia mengembalikan budak itu.

Bab: Seseorang Hendak Berpergian Sementara Dia
Sedang Digugat, Lalu Dia Mewakilkan

"Jika seseorang hendak melakukan suafu perjalanan, lalu

seseorang lainnya menuntut hak kepadanya yang dia gugat kepada

orang yang akan berpergian itu, lalu orang yang dituntut berkata,
.Al(tl akan mewakilkan seorang wakil unfuk berperkara tentang

masalah ini', maka hal ini dibolehkan selama wakilnya itu

melaksanakan apa yang diamanatkan kepadanya dan selama wakil

ifu bertanggung jawab atau dia menjadi orang jaminan terhadap

apa-apa yang yang ditetapkan kepadanya oleh orang lpng
menuntut. Maka sesungguhnya seorang hakim harus menerima

perwakilan seperti ini darinya dan hakim harus memaksa kepada

orang yang menunfut itu agar dia menerima perwakilan ifu iika

penuntut menolaknya, sama saja halnya apakah orcmg lrang

menjadi jaminan atau yang meniadi wakil adalah sahr orang atau

dua orang."

Yang penting bagi seorang hakim adalah dia dapat

menyampaikan hak kepada setiap pemiliknya' Jika dia mampu

untuk menyampaikan penuntut itu kepada haknya, maka tidak

boleh bagi hakim 
T"U .*:,itT: :tT: 

yans dituntut untuk
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berpergian. Sementara disini orang yang menunfut telah sampai
kepada haknya, karena dia bisa menggugat wakilnya terhadap
yang dia tuntut dari orang yang dia tuntut. Dan jika telah ada

ketetapan hak pada saat itu, maka dia dapat mengambil haknya itu
dari wakil itu jika dia menjadi orang menjamin atau orang yang
bertanggung jawab, akan tetapi jika yang menjadi jaminan adalah
selain dia, maka penunfut bisa mengambil haknya dari orang yang

menjadi jaminan dari orang yang difuntut.
Dan wakil disini bukanlah seperti wakilnya orang yang hadir

sebagaimana pendapat Abu Hanifah yang mengatakan

bahwasannya tidak dibolehkan unfuk mengadakan perwakilan bagi
orang yang hadir, dengan keadaan bahwa orang yang ada itu
diharuskan kepadanya untuk hadir ke hadapan hakim pada saat

adanya gugatan. Dan orang yang tidak ada selama tiga hari saja,

tidak ada keharusan untuk hadir ke hadapan hakim. Jika demikian
keadaanya, maka harus dibedakan seorang musafir yang hadir,
terkadang orang yang tidak ada itu telah diwajibkan untuk hadir di
hadapan hakim pada saat dia tidak bepergian, maka dalam
keadaan ini hadimya orang yang difuntut adalah hak bagi orang
yang menuntut, maka tidak boleh bagi orang yang difuntut unfuk
menggugurkan hak yang menunfut dari dirinya sendiri kecuali
dengan ridha pihak lawannya yaitu pihak yang menuntut.

Sedangkan jika yang ditunfut adalah seseorang yang sedang

dalam perjalanan, maka hak penuntut ini untuk menghadirkan
yang dituntut ke hadapan hakim telah menjadi gugur, maka kedua
kondisi ini harus dibedakan.

Dia berkata, "Dan bagi wakil itu fidak boleh dia
mengundurkan dirinya sendiri dari perwakilan ifu kecuali di
hadapan orang yang menuntut." Dan tidak boleh bagi wakil ifu
dan tidak boleh juga bagi orang yang dituntut ifu mengeluarkan

wakilnya itu dari peruakilan tanpa hadimya orang yang menunfut
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jika orang yang menuntut itu adalah dia sendiri yang akan

mengambil haknya darinya, sama saja halnya apakah di hadapan

seorang hakim atau di hadapan selain hakim, karena perwakilan

pada keadaan seperti ini telah menjadi hak milik penuntut jika

keadaannya seperti ini, dan penuntut telah bergantung dengan

perwakilan ini dalam haknya unfuk berperkara. Maka dari itu wakil

ifu Udak boleh menggugurkan statusnya sebagai wakil dengan

sendirinya, lalu dia mengalihkannya kepada selainnya,

sebagaimana orang yang menjadi jaminan yang tidak boleh

baginya untuk mengundurkan dirinya sendiri dari penjaminan

tanpa dihadiri oleh orang yang kepadanya jaminan itu diberikan,

begitu juga dengan ini.

Dia berkata, "Dan jika wakil itu dikeluarkan olehnya dari

perwakilan di hadapan orang yang menuntut dan dikeluarkannya

dia oleh orang yang difunhrt di hadapan orang yang menunfut

boleh, dan bagi orang yang menuntut boleh meminta kepada png
dihmtut unfuk mengambil wakil lainnya atau dia menunfut kepada

yang dituntut agar dia berada di tempat dan tidak bepergian

hingga dia dapat berperkara dengannya secara langsung," karena

yang menjadi hak orang yang meminta tidak lain hanyalah

menggugat, sehingga jika orang yang diminta itu mengeluarkan

wakilnya dari perwakilan, atau wakilnya ihr mengundurkan dirinya

sendiri dengan ridha dari orang lrang meminta, maka

sesungguhnya yang demikian itu adalah dibolehkan, dan bagi

orang yang menuntut boleh meminta haknya kepada yang dituntut

untuk mencarikan pengganti dari wakil ihr, atau dia juga boleh

meminta kepada orang yang dituntut ihr agar dia tidak bepergian

hingga dia dapat berperkara langsung dengannln, lalu orang !,ang

menuntut ifu dapat mencapai kepada haknya, dan dibolehkan

kepada orang yang dituntut unhrk memakanlkan wakilnya

walaupun orans yans i,*T 11:* -l1ena 
hak orang yang

Al Majmu'Syarahet Muttodzdzab ll 535



menuntut tak lain adalah bersengketa, dan dalam pemakzulan

wakil itu tidak serta merta menggugurkan hak penuntut untuk

berperkara.

Dia berkata, "Jika orang yang dituntut datang ke hadapan

hakim, sementara orang yang menuntut tidak hadir, lalu orang

yang datang kepada hakim itu berkata, 'Aku telah mer,yakilkan

kepada orang ini r.rntuk berperkara dengan Fulan terhadap apa

yang akan dia gugat kepadaku berupa hak, dan wakil ini hendak

bepergian', atau dia berkata, 'Aku mendat<tmtcannya agar dia

mengakui di hadapanku dengan sesuafu lrang mengharuskan aku

unfuk mengakui sesuafu yang berupa hak, dan sungguh aku telah

mengeluarkan dia dari penrnkilan, lalu aku mer,rnkilkan orang lain

ini untuk orang lain lagi yang telah aku hadirkan ke hadapan

hakim, lalu wakil ifu menerima petwakilan ihl, maka sebaiknya

hakim hendaknya menSnrruhnya unfuk mendatangkan orang yang

meminta haknya hmgga orang yang diminta ifu untuk menjadikan

seorang wakil di hadapannya'. Dan jika dia meminta hak darinya

dan dia tidak mampu unhrk melakukan permintaan, maka hakim

harus menetapkan perwakilan itu dan hakim menjadikan wakil

yang kedua sebagai orang jaminan agar orang yang menuntut

tidak kehilangan orang yang ditunhrt. Dan jika dia telah percaya

kepada wakil yang kedua, maka wakil yang pertama harus

dikeluarkan dari perwakilan, dan wakil yang kedua ini yang akan

berperkara dengan orang yang menunhlt-"

Sedangkan menghadirkan orang yang menuntut atau tidak

menghadirkannya, jika orang yang menuntut ihr mampu untuk

hadir, maka sesungguhnya dia berhak unh-rk melakukan gugatan,

dan yang lebih baik adalah menghadirkan orang yang

bersangkutan langsung untuk melakukan gugatan. Akan tetapi jika

orang yang difuntut berhalangan untuk menghadirkan orang yang

menunfut, maka pada keadaan seperti itr.r maka hendaknya hakim
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mengeluarkan wakil yang pertama dari perwakilan, lalu hakim

menggantikannya dengan wakil yang kedua, karena hak bagi

orang yang meminta haknya adalah menggugat, dan dia telah

ridha dari awal permulaan dalam perkara menggantikan

perwakilan dengan wakil yang lain, atau dia telah berhak unhrk

melalnrkan itu dari segi hukum.

Sementara kedua, maka tidak boleh bagi orang yang

dihntut unhrk menolak hal itu, fidakkah engkau perhatikan bahrra

orang yang meminta haknya jika dia hadir di hadapan hakim

bersama orang yang diminta, lalu orang lnng diminta ini

mengeluarkan wakilnya dari perwakilan, maka tidak boleh bagi

orang lnng meminta haknya unhrk menolak hal ifu.

Begitu juga keadaannya jika orang yang meminta haknla

itu udak hadir, lalu dia mewakilkan seorang untuk menjadi

wakilnya. Dikatakan kepada Syaiktr itu, "Apakah boleh bagi orang

yang diminta haknp unfuk menggantikan keberadaannln dengan

seorang wakil di hadapan seorang hakim jilo dia hendak

bepergian, sementara omng yang meminta haknya tidak ada atau

tidak hadir," maka Staikh itu berkata, "Ya, karena orang yang

meminta hak tdak ada kewajiban baginya unhrk hadir jika dia

dalam perialanan, dan jika dia telah meniadikan seseorErng unfuk

menggantikan dirinya dalam hal menggugat orang yang dia gugat

kapan saja, maka hal yang demikian itu fidak dapat menggugurkan

haknya untuk menunfut hak." Dan jika demikian halnya, maka

dalam masalah yang kami kemukakan (lraitu masalah fidak

hadimya orang yang menuntut) adalah lebih lapk untuk

dibolehkan.

Dia berkata, "Begihl juga jika dia datang kepada saksi-saksi,

lalu dia berkata, 'Aku jadikan kalian unh"rk bersaksi terhadap

perwakilanku kepada orang ini dalam menggugat Fulan dalam

perkara yang dia nyatakan kepadaku berupa suatu hak, dan
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sungguh aku telah mengeluarkan dia dari perwakilanku ini,

sementara aku menjadikan Fulan bin Fulan ini untuk menjadi

wakilku untuk menggugat Fulan pada apa yang dia nyatakan

kepadaku', lalu perwakilan itu diterima dihadapan para saksi,

maka dalam hal ini adalah sama dengan pertama," karena orang

yang meminta hak tidak bergantung terhadap wakilnya untuk

mendapatkan haknya yang pasti dia dapatkan nantinya,

sebagaimana diharuskan bagi seorang jaminan unfuk menjadi

jaminan bagi orang yang dijamin, maka tidak ada perbedaan

antara wakil pertama dengan wakil kedua dalam hal menggugat

kepada orang yang digugat.

Dia berkata, "Dan jika telah hadir unkil pertama, wakil

kedua, orang yang menuntut hak dan telah hadir pula saksi-saksi

di hadapan hakim, lalu para saksi ifu bersaksi tentang

perwakilannp kepada hakim, dan juga mereka bersaksi bahwa

oftrng yang menuntut hak itu telah mengeluarkan vrnkil yang

pertarna dari perwakilan, maka sesungguhnya hakim ifu menerima

persaksian itu pada saat itu, dan iuga hendaknya hakim ifu

mengeluarkan wakil pertama dari perwakilan, dan dengan

demikian wakil kedua berperan untuk melaksanakan gugatan."

Maka tidak ada bedanya hal ini dengan jika seorang yang dituntut

haknya jika dia mengeluarkan wakilnya dari perwakilan di hadapan

hakim atau di hadapan selainnya, juga tidak ada bedanya apakah

orang yang menuntut hak itu hadir atau tidak hadir, sebelum ada

tuntutan unfuk menggantikan wakil yang pertama yang bukan di

hadapan seorang hakim, atau bukan di hadapan saksi-saksi yang

mana mereka telah bersaksi terhadap perwakilan wakil pertama,

karena jika dia mengeluarkan wakilnya yang tidak di hadapan

saksi-saksi, dan juga tidak di hadapan seorang hakim dan saksi-

saksi tidak hadir, maka yang demikian ih.r tidak sah jika dia

mengeluarkan wakil yang pertama dari perwakilan, karena saksF
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saksi ifu jika mereka bersaksi terhadap perwakilan wakil yang

pertama, maka hakim menetapkan hukum kepada orang yang

dituntut berdasarkan perwakilannya yaitu kepada wakil pertama,

maka untgk inilah disyaratkan untuk menghadirkan saksi-saksi dan

hakim, dan bukan unhrk sesuatu yang lain.

Dia berkata, "Dan jika hak menggugat telah diberikan

kepada \ rakil 5ang pertama dengan adanya bukti yang ditegakkan,

kemudian orang yang memberi kuasa mengeluarkan wakil itu dari

perwakilan dan dia merruakilkan kepada orang lain, maka png

demikian itu adalah dibolehkan." Karena jika hak menggugat telah

ditetapkan, maka sesungguhnya hal itu tidak dengan serta-merta

seorang wakil harus menyelesaikan gugatan ifu, akan tetapi yang

harus menuntaskan gugatan itu adalah orang yang memberi kuasa,

karena sesungguhnya yang terkandung dalam perwakilan

persengketaan adalah penetapan dan pengingkaran bersama

orang yang menunfut. Dan jika orang yang menunfut telah

menetapkan haknya dengan bukti, kemudian dia memakzulkan

wakilnya, lalu dia menggantin5n dengan wakil yang lain, maka

hakim harus menetapkan hukum yang berkenaan dengan hak

yang dituntut itu kepada wakil yang kedm. Sebagaimana jika

seandainya wakil pertama meninggal setelah dia mendengar

persaksian yang ditulukan kepadanya, maka bagi hakim harus

menetapkan hukum berdasarkan apa yang telah didengar oleh

salrsi yang sudah mati ifu kepada orang 5nng memberi kuasa-

Maka begitu juga ditetapkan hukum kepada wakil yang kedua

karena dia telah memposisikan dirinya pada posisi wakil pertama.

Dia berkata, "Jika oftmg 5nng mernberi kuasa meniadikan

unrsannya kepada seorang wakil agar wakil ini mer,vakilkan kepada

orang selainnya, maka hal yang demikian ini adalah dibolehkan,

dan bagi wakil ifu hendaknSa dia mewakilkan kepada selainnya,"

karena penvakilan dengan akad perwakilan kepada selainnya
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dibolehkan sebagaimana dibolehkan untuk melakukan akad jual

beli dan lainnya.

Dia berkata, "Dan jika dia mengeluarkan wakil yang kedua

dari perwakilan, maka yang demikian itu dibolehkan, sama saja

halnya apakah itu di hadapan orang yang menuntut atau tidak

dihadapannya." Sedangkan pemakzulan u/akil pertama untuk

kemudian dilanjutkan kepada wakil kedua, dan jika wakil yang

kedua ini adalah sebagai wakil kedua dari orang yang memberi

kuasa, dan bukan sebagai wakil dari wakil pertama menurut

pendapat mereka, maka kami telah menerangkan pada keterangan

lalu bahwa pemakzulan yang dilakukan oleh yang memberi kuasa

terhadap orang yang diberi kuasa, pifu wakilnya yang kedua

adalah dimaksudkan bahwa dia menjadikan urusannya kepadanya

dalam hal pendelegasian dan pemakztrlan, bukan karena yang

kedua menrpakan wakil bagi yang pertama.

Jika demikian halnya maka hal ini harus dibolehkan,

sebagaimana dibolehkannya kepada orang yang memberi kuasa

unfuk menjadikan seseorang sebagai wakilnya, dan boleh juga

baginya untuk memakzulkan wakil itu dari perwakilan. Sedangkan

berkenaan hadir dan ketidakhadirannya omng yang menuntut hak,

maka hal itu sarna saja sebagaimana yang telah kami terangkan,

karena lnng pertama adalah dalam pertrakilannya. Sehingga

orang yang menunfut ini akan mendapatkan haknya bersama wakil

itu.

Dia berkata, "Dan jika dia menjadikan seseomng sebagai

wakil untuk menjual seorang budak, sementara dia telah memberi

werdrenang kepada wakil itu unfuk menjadikan orang lain sebagai

wakil, lalu wakil ifu menjadikan seseorang sebagai wakil untuk

menjual budak itu, lalu wakil kedua menjual budak ihr, kemudian ia

(pemilik budak) meminta haknya dan mereka berpendapat bahwa

pengembalian itu adalah dalam bentuk uang kepada pemilik
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budak, maka sesungguhnya dia (wakil kedua) mengembalikannya

dengan uang dalam jumlah yang telah disepakati oleh wakil

pertama."

Maka dengan demikian mereka telah menjadikan wakil

kedua sebagai wakil dari wakil pertama dalam hal ini, dan berarti

mereka membedakan antara perwakilan ini. Dan antara

perwakilan yang ada pada masalah kita, karena bahwa pada

perwakilan pertama tidak ada kaitannya dengan hak-hak akad

dengan orang yang melakukan akad, dan sungguh kami telah

menerangkan hal ini sebelumnya tentang dibolehkannya walaupwr

dalam hal i* kami telah menerangkan akan adanya keranctran di

Dan pada masalah ini, iika wakil kedua itu adalah

sebagai wakil dalam penjualan, maka sesmgguhnya dia ada

kaitannya dengan hak-hak akad iual-beli, karena jika wakil yang

kedua ihr bersumpah bahua dia tdak meniual apapun untuk wakil

pertama, lalu dia menjual budak ifu dengan cara seperti ini, maka

sumpahnya ifu zumpah palsu, sedangkan pada masalah pertama

bukanlah seperti ini, maka kdua masalah ini hams dibedakan.

Dia berkata, "Jika oftrng png diminta atau wakil pertama

meunkilkan kepada u,akil kedua, tanpa di hadapan wakil yang

kedua -dan pada saat ifu orang yang meminta (yang memberi

penvakilan -pen$ hadir- maka bagt yang meminta ini hendaknya

jangan menerima perwakilan ini." Karena tidak ada jaminan bagi

orang yang meminta ini bahwa wakil kedua yang tidak ada itu

akan menerima perunkilan, dimana hal yang demikian itu akan

mengakibatkan tidak adanSa orang yang dapat dia gugat untuk

menetapkan haknya.

Dia berkata, "Jika orang png diminta atau wakil pertama

ini merrakilkan kepada w-dkil kedua dan wakil kedua menerima

peru.rakilan, kemudian dia (orang yang dihrjttkan kepadanya suatu

penuakilan -pent) mengakui kepada orang yang diminta bahr,rn dia

At Majmu'SloahAl Muhodzdzab ll Stf



memiliki utang, maka ditetapkan hukum kepada orang yang

berutang ini berdasarkan pengakuannya seperti penetapan hukum
kepada wakil yang pertama jika wakil yang pertama ini
mengakuinya." Dan ini sebagaimana yang telah kami terangkan
bahwa dalam perkara ini telah terjadi perselisihan pendapat

diantara ulama-ulama kami: Bahwa menurut pendapat Imam Abu
Hanifah dan Muhammad bahwa hal ini dibolehkan pengakuannya

di hadapan hakim, dan tidak boleh di hadapan selainnya.

Sedangkan menunrt pendapat Abu Yusuf bahwa hal ini
adalah boleh di hadapan hakim dan boleh juga di hadapan
selainnya. Dan menunrt pendapat Tafar bahwa yang demikian ini
udak boleh dalam keadaan bagaimanapun, dan hal ini telah kami
terangkan sebelumnya.

Dia berkata, "Jika orang png difuntut meunkilkan kepada
seorang unkil unfuk melayani gugatan orang yang menunfut,
sementara urahl ifu tidak hadir, dan dia bersaksi terhadap
perunkilan ifu, sementara orang yang menunfut ridha dengan hal
itu, lalu u,akil itu menerima perwakilan ifu kefika hal ifu
disampaikan kepadanya, maka yang demikian itu dibolehkan dan
perwakilan ihr ditetapkan. Dan bagi orang yang dituntut, maka dia
tidak boleh untuk mengeluarkan wakil itu dari perwakilan kecuali di
hadapan orang yang menunfut atau orang yang menunfut ifu
meminta unfuk mencari penggantinya sebagaimana yang telah

kami terangkan." Karena akad penrnkilan adalah akad unfuk
mengizinkan dan bukan akad untuk melimpahkan kepemilikan,

maka wakil boleh diberhentikan setelah selesainya majelis menunrt
pendapat mereka semua jika wakil yang menerima ifu tidak ada

pada majelis, dengan alasan dari apa yang mereka katakan tentang
perizinan jika seseorang berkata, "Aku telah izinkan makanan ini
untuk Fulan, dan pada saat ifu Fulan tidak ada di majelis," lalu hal

ifu disampaikan kepadanya dan dia memakan makanan setelah itu,
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dan bahwa yang demikian ini dibolehkan, dan dia atau u,akil tidak

bertanggung jawab, begitu juga dengan hal ini.

Dasar dari dibolehkannya perizinan setelah selesainya

majelis adalah apa yang telah diriwayatkan dari Nabi $ perihal

beliau dengan Naiiyah Al Aslami.

Dia berkata, "Jika orang yang memberi kuasa itu
mendatangkan beberapa saksi png menguatkan bahura dia telah

mengeluarkan wakilnya dari ketetapan atas dirinya dan

mencekalnya dalam hal ih-r, sementara tidak ada penagih (orang

yang meminta), maka pengeluarannya lrang dilakukannya ihr

dibolehkan. B€gitu iuga iika ormg yang rnemberi kuasa itu telah

menjadikan perkaranya yang diberikan kepada wakil dilaksanakan

oleh yang lainngn, kemudian dia bersalsi kesaksian atas dirinya,

'Aku telah melarangnya untuk mewakili atas orang yang aku suka',

maka itu boleh dia lakukan meski orang yang meminta itu tdak

ada. -dan inilah pendapat Muhammad-."

Dan diriwalntkan dari Abu Yusuf bahwa dia berpendapat,

"Dia tidak berhak mengeluarkan wakil dari ketetapan atas diringn,

kecuali dengan kehadiran orang yang meminta, jika pada mulanya

dia telah memberinln kuasa dengan perrrakilan yang mutlak dan

tidak melarangnya atas dirinln dalam ketetapan (pengakuan). Atau

dia menjadikannya sebagai wakil unfuk meunkili atas dirinya

kepada orang 5rang dia lihat, kemudian dia ingin mencekalnya

setelah itu."

Alasan pendapat Muhammad adalah karena dibolehkannya

penetapan atas orang yang memberi kuasa dan perwahlan orang

lain bukanlah hak seorang peminta (penagih), dengan dalil bahwa

orang yang meminta jika dia berkata pada awal mula, "Aku tidak

menerima kecuali seorang wakil dibolehkan pengaktrannya atas

dirimu, dan perwakilannya dengan yang lain tidak melirik pada

perkataannya." Dan tidak diharuskan orang yang ditagih itu
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memberi kuasa kepada wakil yang dibolehkan pengakuannya atas
dirinya dan perwakilannya atas dirinya. Begitu pula setelah dia
membuat itu atas hal tersebut -yaitu kepada wakil-. Maka dia
berhak untuk mencekalnya dalam hal itu. Karena itu bukanlah hak
penagih. Akan tetapi hak penagih (peminta) adalah sebagai lawan
saja.

Adapun Abu Yusuf, dia berpendapat bahwa pengakuan
(ketetapan)dan dibolehkannya menjadikan orang lain sebagai wakil
telah bergantung dengan hak penagih, lalu jika itu menjadi haknya
pada awal mula, maka penagih tidak boleh mencekalnya dalam hal
ifu. sebagaimana dia tidak berhak untuk mencekal perwakilan
dengan perselisihan selama tidak hadir penagihnya (yang

meminta), kecuali dia diganti oleh yang lainnya.
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:o-dt +rtlA
KITAB AL GI-IASIIAB (MERAMPAS)

AslrSyirazi Eb berkata: N Ghashab adalah
perbuatan yang ditraramlran berrda:arkan lnng telah
diriwa3Tatkan Abu Bakratr, lrang rrana dia mengatakan:
Rasulullah # berkhutbah di hadapan lnmi, lalu
bersaMa:

,',:s rt?'{*'EGL €i", Lf

" Sesunggulnyp darah lralian dan hafta l<alian

adalah haram (sci) W senrna lalian *bagaimana
hanmnya (sucinln) hari l<alian ini di bulan ini dan di
negeri ini." Dan diriuayatkan oleh Abu Humaid As-
Sa'idi bahwa Rasulullah $ telah bersabda,

.t'i; €)t1.,,;,1*iF Gt* &;
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.9 ol-
"Tidak boleh bagi seseorzrng unfuk mengambil

harta nudaran5m dengan caft, Wng frdak
menyenangkan pribadi antdaranya.'

Pasal: Dan barangsiapa melakukan al ghashab
pada harta orang lain, maka dia masuk ke dalam
golongan orang yang bertanggung jawab unfuk
mengembalikan hak kepada orang yang menerimanya
berdasarkan dari apa yang telah diriwayatkan Samurah
bahwa Nabi $ telah bersabda,

t1ttz Az c '..1 ,. ;, 1.
.o)-i ,? sJrl t /.Jl ,P

"Tangan itu bertanggang jawab terhadap apa
yang dia arnbil nmpai ia mengembalil<ann5n.'

Pasal: Dan jika dia mengambil manfaat dari harta
ifu dengan cur.r menyewakannya, jika harta ifu bisa
disewakan, lalu harta itu berada padanp dalam tempo
yang bisa menghasilkan uang sewa, maka dia juga

harus bertanggung jawab akan uang sewa ifu, karena
dia meminta uang sewa ifu melalui akad yang terdapat
unsur penipuan di dalamnya, maka dia harus
bertanggung jawab dari perbuatan ghashats.nya dengan
mengembalilon harta dan beserta apa lpng telah
dihasillran dari harta itu.

to
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Pasal: Dan iika barang Yang
maka

dighashab
dia hanrs(dirampas) masih utuh,

mengembatitonnf, berdasarkan dari apa lpng
diriwayatkan Abdullah bin As-Sa'ib bin Yazid dari
ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi $ bersaMa,

tiy ,t3u-\(Q,t ^>{L6iL( Lt, Y

..r^3# ^>( Q''€Ll'b(
'Tidaldah **onng diantan kalian mangambil

benda antdaranga dengan carz, gwauan atau dengan

carz, sungguhan, dan iil<a se*oftrng diantata lralian

menganbil l<aytt milik anilatanya mala hendalmSn dia

mergembalikannya." Dan iika terrdapat perselisihan

dalam hat nilai (harga)nlra dari sejak teriadin5Ta ghashab

hingga nr.xxr pengembaliannya, maka fidak ada

kewajiban bagrnSn untuk bertanggung jawab dari apa-

apa !,ang berhrrang dari nilai barang ifu-

Abu Tsatrr, dia adalah seseoftmg diantara sahabat

kami, dia berpendapat bahwa orang lrang meng-

ghadnb itu harus bertanggung iarrmb ahs
berkurangnya nilai benda sebagaimana dia bertanggung

iaunb atas bertanrbahnya nilai benda- Ini adalah

pendapat yang salah. I(arena orang llang meng-

ghashab, maka dia bertanggung iawab terhadap apa

yang dia ghashab, dan nilai (harga) Udak termasuk ke

ddam perbrntan ghashab, karena nilai tidak bisa dia

dapatlran dari benda lrang dia ghashab selama wujud

benda itu masih ada, sementara yang harus dia
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kembalikan adalah wujud benda itu dan benda itu masih
tetap pada umjudnya yang utuh, sehingga dia (orang
yang melakukan perbuatan ghashab) tidak dituntut
suatu apapun setelah dia mengembalikan benda secara
utuh.

Pasal: Jika benda yang dighasha6 itu rusak di
tangan orang yang mengghashab, atau benda ifu dia
rusak, maka dalam hal ini tidak lepas dari dua keadaan,
yaitu; benda itu ada yang serupa dan benda itu tidak
ada 57ang serupa. Jika benda ifu fidak ada yang serupa,
maka dalam hal ini dapat ditinjau dari beberapa
keadaan:

Pertama, Jika benda itu dari jenis yang berbeda
hargan3n seperti pakaian dan heunn, maka dia harus
bertanggung jawab berdasarkan nilai benda itu
berdasarkan dari apa yang telah diriwa5ntkan lbnu
Umar rg bahwa Nabi $ bersaMa,

vAok ,* GXi ?f '6"1 ";

*t , ib?:;*:ir ;1 e
.:6* t1 all '6?'r- Vt; *", I alL ',rL ')

'ol]

o !t , ,)7--rt.

fffi oclsJi

'Barangsiapa Wng memerdel<al<an seorzrng budak

Wng kepemiklranryp) disekufui bersma dengan orerng
lain, lalu jika yang ada padangp ifu nmpai harga
eorz,ng budak, malra hendalm5Ta dia menydial<an tnng
*harga hilak itu seufuhngn, kemudian dibayarlan
*bagian dafi uerng ifu kepada orzrng-orang Wng
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bersekutu (dalam kepemilikan budak itu), IaIu dia

memerdekakan budak ifu sepenuhnya, iika frdak

demikian maka dia telah memerdekal<an budak itu
sebagian.'

Maka berdasarkan hadits di atas dapat dipahami
bahwa beliau $ mengharuskan untuk mengganti nilai

dari budak itu iika dalam diri budak itu ada kerusalon
(cacat) dengan cara memerdekakannya- Sebab

mengharuskan seseorang unfuk mengganti bagian
tubuh budak itu dengan bagran tubuh (benda) dengan
yang serupa adalah suafu perkara yang tdak mungkin,
karena berbedanSn nilai jenis budak itu. Disamping itu
juga mengganti suafu benda atau barang berdasarkan
nilai atau harga dari suafu benda adalah keadaan yang

sangat rnemungkinkan bagi seseorang terbebas dari
tanggung jawabn5n yaitu mengembatilon hak oftmg
lain. Dan iika terrdapat selisih nilai yang disebabkan

adanyn perbedaan tempo arrtara pada saat gfiashab

dilalnrkan hingga pada saat kerusakan, maka
pertanggrrngjawabannya dihifung berdasarkan nilai
terbanyak dari benda ifu, karena dia melakukan
ghashab pada kondisi dimana benda ifu sedang naik
nilainya, oleh karena ifu dia harus bertanggung jawab

unhrk menggarrti benda ifu dengan nilai terbanyak

sebagaimana kondisi benda itu pada saat dia melakukan
ghashab- Dan harus mengganti berdasarkan nilai atau

harga jika benda lrang dighashab itu berupa mata uql€
yang berlaku di suahr negeri iika terdapat kemsakan
pada unrjud mata uang ifu. Karena disanalah letak
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pertanggungjawabannya, sehingga dia harus mengganti
nilai dari mata uang yang rusak ifu.

Kedua: Jika benda ifu dari S;ang sejenis harganya,
maka dalam hal ini dapat ditinjau dari dua keadaan,
yaitu;

Pertama: Jika benda itu bukan dari hasil karya
tangan manusia seperti logam (3nng dijadikan mata
uang). Jika logam di suatu negeri itu tidak dari yang
sejenisnya, atau dari yang seienisnya, akan tetapi
nilainya fidak s.una dengan beratnSTa, maka tanggung
jauabnya adalah berdasarkan nilai atau harganSra,
karena tanggung jawab yang didasari oleh sebuah nilai
atau harga dari suafu benda, maka !/ang demikian ifu
tidak akan menjums kepada praktek riba. Maka
pertanggunjawaban di sini masih mencakup tanggung
jawab yang didasari dengan nilai sebagaimana pendapat
kami dalam hal benda yang fidak sama dalam harga.
Sementara jika logam suafu negeri dari 37ang sejenisnyn,
lalu jika ditakar, maka takarannya alon melebihi
nilainln, maka logam ifu harus ditakar dengan jenis lain
yang srma agar tdak menjums kepada praktel< riba.

Kedua: Jika benda ihr adalah dari hasil kaqn
tangan manusia, maka dalam hal ini dapat ditinjau dari
beberapa keadaan. Jika benda ifu adalah hasil lorlra
tangan yang diharamkan, maka dia bertangguns jawab
sebagaimana tanggung jawabnya pada benda-benda
seperti logam, karena karya tangan manusia tidak ada
nilain5n dan keberadaannya seperti tidak ada. Dan jika
benda itu adalah hasil lorIra marrusia lrang mubah,
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maka pertangguniawabannyn adalah sebagai berikut;

Jika benda itu tdak tdak sama ienis atau dari yang

sejenis, akan tetapi nilainya kurang berdasarkan

takarannya, maka dia harus bertanggung iawab
berdasarkan nilainSra, karena yang demikian ifu fidak

alon meniunrs kepada praldek riba-

Dan iika benda ifu sama ienis dan macamnga,

sementara nilaiqp melebihi dari nilai lEng al(an diganti

berdasarkan talGrannya, maka dalam hal ini ada dua

cara:

Pertama: Dia harus mendapatkan atau mencari

ienis lain agar fidak meniunrs kepada praktek riba-

Kedua: Dia hams bertanggung iawab dengan

memberi nilai atau harga lpng sesuai dari benda yang

sejenisnya semarnpu yang dia bisa, dan ini adalah l;ang
benar. Karena kelebihan takaran ifu disebabkan dari

hasil karya tangan marrusia, sehingga yang demihan ifu
fidak menjums kepada praktek riba. Dan iika di dalam

benda itu ada lrandungan emas atau perak ,maka

kandungan emas dan perak itu harus dihitung nilainya.

Pasal: Jika benda lnng ilghashab itu ada

gantinya benrpa benda lain yang senrpa baik macam

dan jenisn5Ta, maka tanggung jawabnSp adalah

menggantinya dengan benda yang senrpa seperti biii-

bijian (bibit) dan lemak (minyak), karena kehanrsan

mengganti dengan benda lnng sempa adalah ke\arq3n
yang didasari dari perkara yang dilnkini dan nlnta'
SraLSh" keharusan mengganti dengan nilai atau

harga adalah keharusan l,ang didasari dari perkara yang
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diupayakan dan bersifat dugaan, lalu iika
memunghnkan melaksanakan keharusan lrang didasari
dari perkara yang diyakini, maka dia fidak boleh
melaksanakan kehamsan !/ang didasari dari perkara
yang diupa3zakan atau bersifat dugaan, sebagaimana
fidak bolehnSp kita merujuk kepada qiyas selama masih
ada nash-

Dan iika seseor.rng melakukan ghashab pada
benda yang penggantinya ada yang serupa, lalu dari
benda ifu dia membuat sesuahr lrang penggantinSla tdak
ada yang serupa, seperti kurma yang difermentasi unfuk
dijadikan sejenis cuka atau seperti gandum yang
dijadikan tepung. MalG dalam hal ini kami
berpendapat:

Bahura lpng demilon ifu tidak ada kesenrpaan
bagi beda itu kemudian (sealmn-alnn -pent), dia
merusak dengan cara menrbahnyra, maka
pertanggungj adalah dengan mengembalikan
pokok dari benda ifu, karena mengembalilnn benda
yang &ghashab dengan benda yang serupa adalah
lebih mendekati pada kesesuaian benda dibanding
dengan mengembalikan dalarn benhrk nilai atau harga.
Dan jilra seseorang melakukan ghashab pada benda
!/ang tdak serupa, kemudian benda itu dia jadikan atau
dia buat sesuafu !/ang fidd( ada kesenrpaan seperti
kurma basah, lalu dia buat menjadi kurma kering
kemudian lorrna ifu rusak, maka dia hanrs mengganti
dengan kurma kering, karena !,ang demikian adalah
lebih mendekatkan kepada nitai dasamgp. Dan jika
seseorang melalnrkan gahshab pada benda lpng
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penggantinya ada yang serupa, lalu dari benda itu dia

meniadikan suafu barang yang penggantinya ada yang

serupa, seperti biii wiien yang diperas meniadi minyak

wijen, kemudian barang yang dighashab ini rusak.

Maka bagi orang yang dighashab diberi hak pilih, ii19
dia berkehendak dengan yang sempa wiien, maka

pengghashab harus mengembalikannya dalam bentuk

wiien, begitu iuga jika dia berkehendak unhrk diganti

dalam bentuk minyak wiien, karena telah ada ketetapan

baginya untuk memilih salah sahr diantara dua macam

benda itu. Maka hal itu hams dikembalikan kepada

kehendaknp yang kehendaki

Dan iika orang lrang &ghashab ini mengharuskan

kepada pengghashab untuk mengembalikan benda

yang dighashab dengan benda yang serupa, kemudian

pengghashab fidak nutmpu unfuk melaksanakannya,

maka dalam hal ini telah teriadi perselisihan diantara

sahabat (para ulama -Pent) kami-

Diantara mereka ada yang berpendapat:

Diharuskan kepadanya (pengirfiashabl unhrk

mengembatit<anrya dalarn benhrk nilai atau harga pada

saat sidang pengadilan, sebab pada dasamya dia harus

mengembalikan dalam bentuk benda yang serupa, dan

adanSp kehamsan mengembalikan dalam benfuk nilai

adalah setelah adarrya sidang pengadilan, sehingga

mengembalilon dalam benhrk nilai adalah keharusan

setelah sidang. 
.._i.

Diantara mereka ada yang berpendapat Nilai

atau harga yang dikembalikan hanrs lebih banyak dari

nilai benda dan kelebihan nilai itu dihitung berdasarkan
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tempo antara salat ghashab dilakulran hingga pada saat
berhalangannya pengghashab mengembalikan dengan
benda yang serupa

Diantara mereka ada yang berpendapat: Nilai
!/ang dikembalikan harus lebih banSnk dari nilai benda
akan tetapi kelebihan nilai ifu bendasarkan tempo
antara saat grlasfiaD dilakukan hingga pada saat sidang
pengadilan, karena kewajiban pada tertanggungan
adalah mengembdikan benda lpng serupa hingga maria
persidangan. Sebagaimana keharusan mengembalikan
benda lrang dighashab ifu sampai pada waltu
kerusakan, kemudian dia difuntun unfuk membayar
kelebihan nilai dari benda ifu berdasarkan tempo antara
saat dilakukan ghashab hingga pada saat kerusalran
benda, maka dari sini bisa dianggap untuk
mengharuskan mengembalilnn nilai benda serupa
beserta kelebihan nilain5n hingga unktu persidangan-

Diantara mereka ada yang berpendapat Jil<a
benda lrang hams dipertanggungjawabkan adalah dari
jenis benda yang sewaktu-waktu benda itu

hasil dan pada waktu lain fidak
mendatangkan hasil, seperti herpan perahan. Maka
kehanrsan nilai yang dikembalilran adalah pada saat
benda atau herpan ifu fidak menghasilkan, karena pada
saat tdak menghasillran gugrrrlah kannjiban
mengembalikan benda yang sempa dan pada saat ifu
harus mengganti berdasarkan nilai atau harga dari
benda atau heuan itu. Dan iilra benda itu dari jenis
yang fidak terputus-putus hasilnya bagi manusia, akan
tetapi hasilnS;a terhalang pada suafu tempat, maka yang
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menjadi keharusan pada kondisi ini adalah

mengembdikan nilai pada saat sidang pengadilan,

karena tidaklah berpindah keharusan mengganti dengan

benda lpng serupa kepada kehamsan mengganti nilai
dari benda ihr melainkan melalui sidang pengadilan.

Dan jika terdapat benda pengganti yang sempa
yang lebih banyak dari pada harga benda yang akan

diganti, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan:

Pertama: ndak ada keharusan baginya mengganti
dengan benda yang senrpa ifu, karena adanya sesuafu

yang lebih banpk dari harga atau nitai benda yang

akan diganti adalah seperti ketiadaanngn, sebagaimana
pendapat kami pada air unhrk berwudhu dan
memerdekakan budak datam hal denda.

Kedua: Hanrs menggantiqp dengan benda yang

senrpa ifu, karena benda lnng serupa itu sama seperti
z-at benda lpng al<an digantikan, sebab walaupun
seseoftmg harus menggandakan harga unfuk
mengembalilran benda lrang meniadi tanggungarlnlra.

Maka itupun harus dia lakukan, begitu juga dengan

benda pengganti serupa yang lebih banyak nilainya.

Penjelasan:

Al Ghashab'&it, materi kata dasamya adalah dari kata

'ri yarrg sat"t umzandengan Uata q* . Dan kalimat

.*A menriliki arti menganrbilnya secara paksa dan secala

zhalim, maka strbiek atau pelaku perttratan ghashab atau peng-

ghashab disebut *b , dan kata iamaknln adalah LAri sahr
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wazandengan kata lti dan jamaknya adalah ]tii .

Dan }arta ghashaba iru membutuhkan kepada dua ob;ek,

maka dilotakan: 'iU,'r*L artinya "fih ambil dia hartanya secara

paksa," dan terkadang juga ditambahkan kata !, artinya "dari"

pada objek yang pertama, maka dikatakan: dt q L','tL artinya,

"Aku ambil hartanya darinya secara paksa." Lalu setelah

ditambahkan kata U artinya "dari" pada kalimat "hartanya

terambil secara paksa" kalimat ifu menjadi "hartanya terambil

darinya secara paksa."

Dan terkadang kata sublek dari kata ghashaba ini

tersembunyi di dalam kata objek, sehingga dikatakan: l{roiir yang

artinya, "Aku telah diambil (disetubuhi) secara paksa" yang mana

dalam kalimat ini Udak disebutkan kata subleknya atau pelakunya

selain penyebutan kata "Aku" -dimana dalam hal ini adalah wanita

ifu sendiri- yang kata "Aku" tersebut berkedudukan sebagai kata

objek (Al Maful. Dan sesuatu yang diambil secam paksa (Dalam

bahasa arabnSn disebut -pent) .75,arlt, dan mashdar-nya adalah

'r-:ailt.

Pengertian dari arti Al GhashaD menunrt para ulama ahli

Fiqh, adalah, "Menguasai harta orang lain dengan cara yang tidak

benar atau mengambil harta orang lain dengan cara paksa dan

menyerErng tanpa peperangan." Dan pengertian ini adalah

pendapat dari Ibnu Al Hajib Al Maliki. Sedangkan Abu Hanifah

dan Abu Yusuf berpendapat tentang Al Ghashab, yaitu "Al
Crhashab adalah menghilangkan harta berharga milik seseorang

dari tangan pemiliknya melalui cara lang terang-terangan dan cara
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penaklukan disertai dengan adanya tindakan terhadap harta

tersebut." Sementara Muhammad berpendapat bahwa tindakan

terhadap harta bulgnlah qBrat unhrk menggolongkan perbuatan

ihr kepada perbuatan ghashab.

Dan kami mempunyai pendapat bahwa sesungguhnya

ketetapan tangan terhadap harta orang lain tanpa seizinnya dan

penghilangannya bukanlah bagian dari qarat, berdasarkan Firman

Allah Ta'ala,

t ;b-#'g3XW |Stv,
"I{arena dihadapn nqel<a ada wftng nia tnng

meramps (Ghashb) tiaptiap bhtem." (Qs. Al lGhfi [18]' 79].

ArtinSn ayat ini menetapkan bahwa perbuatan ghashab sebagai

sgrnber findakan pengambilan. Sehingga hal ini merrunjukkan

bahua ghashab dan tindakan pengambilan addah satu perkara.

Dan tindakan penganrbilan adalah ketetapan untqk tangan, lain

halnln iika tndakan tangan ihr seizin pemilik harta. Maka Snng

demikian ihr disebut penitipan atau peminjaman atau peletakan

berdasarkan istilah-isfilah slnr'i. Dan jika tndakan pengambilan itu

tanpa seizin pemilik, maka png demikian ihr dalam istilah syar'i

disebut ghashab.

Pertuatan ghashab ini dijadikan sebab untuk adanya

keharusan bertanggrrng iaqnb, karena perbuatan ini bersifat

menyerang (agresi terhadap harta orang lain, pent). Dan bukti

yang menunjuklon kepada hal ini adalah bahwa orang yang

melakukan undakan ghashab pada harta ghashab dan peng-

ghashab, maka dia tetap bertanggung jaurab dari perbuatan

ghashabnya itu, walaupun dalam tindakannya itu fidak ada

Undakan menghilangkan harta dari pemilik harta pertama, karena
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hilangnya harta dari pemilik harta yang pertama telah hilang

karena tindakan pengghashab yang pertama, dan menghilangkan

sesuatu yang telah hilang adalah perkara yang mustahil.

Hukurn ghashab adalah haram berdasarkan yang dijelaskan

dalam Al Qur'an, As-Sunnah, dan Al Ijma'.

landasaan Al Qur'an yang mengharamkan perbuatan

ghashab adalah firman Allah Ta'ala,

tlJLv{\fr(,

,iv &'zi?- <r* S Jy ;y,{u,
'Hai orang-orang Wng beriman, janganlah l<amu saling

memalan harta s*amamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan
pemiagaan yang berlaku sul<a sama suka diantam kanu. "(Qs. An
Nisaa' I4l:291. Dan firman Allah Ta'ala,

Jl, -u*, tli);
't;,s, i"\3 ;i\,r_$!i )5*',6 6j 1iL11. 4\u\i

<)-if\q$-

,wi & &i5^rgv$

"Dan janganlah sebahagian kamu memalan hafu sehgian 
i

lain dianbn karnu dengan jalan Wng batil dan l<amu membawa 
I

harta ifu kepda hakim, supap lamu dapt memakan sebagian 
I

daripada harb benda oftng lain ifu dengan dosa, padahat kanu 
X

mengebhui."(Qs. Al Baqarah t2l: 188). 
I
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Sedangkan di dalam As-Srrnnah adalah: Maka

sesungguhnyatelahdiriwayatkanolehlmamAhmaddanlmamAl
gul{hari dari Abu Bal$ah dan lafazhnya: Rasulullah $ berkhutbah

di hadapan kami pada hari raya Idul Adha, lalu beliau bersabda,

"Apakah katian bhu hari ap ini?" I-alu kami berkata, "Allah dan

Rasul-Nya lebih mengetahui." Lalu beliau terdiam hingga kami

menduga bahwa beliau akan memberi nama hari itu dengan nalna

selainnya, lalu beliau bersaMa, "Bukanleah hari 4a qurtan?"

Kami berkata, "Ya."

I-alu beliau bersaua, ',Bulan ap ini?"Karriberkata, "Allah

dan Rasul-Nya lebih mengetahui." I-alu beliau terdiam hingga kami

menduga bahwa beliau akan mernberi nama bulan itu dengan

nama lrang lain, lalu beliau bersabda' "Bukankah bulan

Dailhiiiah? Maka kami berkata, "Ya'"

Beliau bersaua: "Negeri apa ini?" Kami berkata, "Allah

dan Rasul-I,lya lebih mengetahui." I-alu beliau terdiam hingga kami

menduga bahwa beliau akan mernberi nama negeri ini dengan

nama yang lain, lalu beliau bersabda, "Bul<ankah negeri ini adalah

nqei Hanm (Suci)? " l<aniberkata, 
*Ya' "

Beliau bersaua, "Maka saungguhnia danh-danh kalian

dan harb-harb !<alian adalah hanm bagi l<alian seperti haramn5n

hari katian ini di butan l<alian yang hanm ini dan di nqeri lalian

Wngharamini,hinggapdaharil<alianMemuRabblalian'
kebhuitah fukankah aht tetah mengmpikan hal ini" Maka

mereka (Para sahabat Nabi, pent) berkata, "Ya." I-alu beliau

bersabda, "Ya Allah Salgikanlah, mal<a hendalmP dianbn kalian

wngmengl<silanhatiniwtukmangmpilranhalinikepda
oftng Wlg frdak hadir pda saat ini, larana bebry bantnk omng

tnng disampitan dapt lebih mengerti daripda oftng Wrg
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mendangar dan janganlah l<alian kembali menjadi kafit
segfitgyalku, dimana l<alian saling mernukul tengkuk kalian safu
sarna /ah (Saling membunuh, pent)."

Dan diriunyatkan oleh Al Bukhari dari hadits hnu Abbas

dan di dalamnya terdapat kalimat, "Mereka (para sahabat) berkata
(meniaurab pertanyaan Nabi $), 'lni adalah hari Haram (suci)',"

dan mereka berkata, "Bulan haram" dan "Negeri haram (suci)."

Dan dalam riwagat Al Bukhari juga dari hadits hnu Umar yang

sama dengan hadits Abu Bakrah, hanya saja di dalam
hadits tersebut ttulak ada sabda Nabi $ Sang berbunyi "Lalu beliau

terdiiam," di tiga tempat pada hadits Abu Bakrah. Dan sebagian

diantara para uhma telah memadukan hadits-hadits tentang hal ini
berdasarkan aneka ragamnya kejadian, hal ini telah dipaparkan
oleh hnu Hajar dalam Fathul Ban, lang mana dia berkata, "Tidak
mengapa, karena khutbah itu dilakukan pada hari Nahr dan ifu
diryariatkan safu kali saja." Sementara dia berpendapat pula

dislrariatkan pada setiap hari Nahr.

Al Kirmani mengisyaratkan akan agungnya kedudukan

hadits Abu Balaah dibanding periwaSntan-periwayatan hadits

lainnya berkenaan ini, Sang mana hadits ini juga telah diriwayatkan
oleh Muslim dan lainnlp dari hadits Jabir bin AMullah saat

menyifati Haji Nabi # da hadits itu masyhur, tercantum dalam

bab Haji. Dan aku telah melihat hadits itu di dalam buku yang

beriudul Da'aim Al Ishn yang dikarang oleh seorang Qadhi
bemama Abu Hanifah An-Nu'man bin Muhammad bin Hayyuun
At-Tamimi, salah seoarang qadhi pada zaman Al Mu'iz Lidiinillah
Al Fathimi, dia berkata: Diriwaptkan kepada kami dari Ja'far bin
Muhammad bin Ali dari ayahnya, dan dari a5ah-ayahnya, dari Ali
AS bahwa Rasulullah $ berkhutbah pada hari Nahr fldul Adha) di

Mina pada Haji Wada', dan beliau berada di atas untanya yang
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bemama Al Qushun, lalu beliau bersaua, "Wahai manusia,

sungguh aku khawatir bahum aku frdak akan bertemu l<alian

setelah fltafina ini dan setelah tahun h4 maka dad itu
dengart<anlah apa t/ang alen aku katakan kepada kalian dan

ambillah manfaat dari ap yang aku ampikan .tzl" Kemudian

beliau $ bersaMa, "Hai apakah wng palins agang

kauciannjn?' Merel<a berkata, "Hari ini wahai utusan Allah."

Beliau bersaMa, "Dan bulan apakah tnng palins agwg

kesuciann5n di sisi Allah?" Mereka berkata, "Bulan ini wahai

ufusan Allah." Beliau bersabda, "Dan nqeri apl<ah Wng plng
agung kaucianng?" Merel<a berkata:, "Negeri ini wahai utusan

Allah." Beliau bersaffia, "Maka sesunguhng kesucian hara-hara

l<alian dan kaucian danh4anh l<alian adalah seprti kaucian hari

l<atian ini di butan l<alian ini dan di nqei kalian ini, hingga l<alian

bertemu dengan Tuhan kalian hingga Tuhan l<alian berbnSn

kepda katian tenbng pefruatan-perbuabn l<alian. Kebhuilah,

aWkah aku telah menSampil<an "Mereka (para sahabat) berkata,

"Ya." Beliau bersaua, " Ya Allah, sakikanlahl-..- " Hingga akhir

dari bab ghashabdan melampaui batas.

Dan dari As-Sunnah juga adalah hadits Abu As-Sa'idi lnng

telah dipaparkan oleh pengarang buku ini dan telah disebutkan

takhrii hadits ini pada bab .As-srlufl (perdamaian) dan pada buku

Majmu',lainn5n. Hadrc ini iuga telah drakhrii oleh Imam Ad-

Danrquthni dan lainnlB.

Dan dari As-Smnah juga adalah dari apa yang telah

diriwayatkan oleh $pikhani (lmam Al Bukhari dan lmam Muslim)

dan lainnya dari hadits sa'id bin Zaid, dia berkata: Aku telah

mendengar Rasulullah $ bersaMa,
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'6*ictt
"Barangsiap tnng menganbil sepngkal saja dari bnah

seara aniaya, mal<a dia akan Cihimpit dengan fujuh lapis bumi.,

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim
dari hadits Aisyah. Dan juga diriungntkan oleh Imam Ahmad dari
Abu Hurairah, juga diriuayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al
Bukhari dari lbnu Umar, juga diriwa5ratkan oleh hnu Hibban dan
hnu Abu Syaibah dan Abu Ya'la dari Ya'la bin Murmh. Abu
Bakrah -Dia adalah Nafii' bin Al Harits- atau hnu Masruh Ats-
Tsaqafi. Adapun ibu Abu Bal$ah adalah Samiyah, seormg budak
wanita Al Haritsah bin Kaldah, .lia adalah ibu dari A!,aad bin
a5nhnya. Abu Bakrah berkata, 'Aku adalah pembanfu
Rasulullah $ dan dia menolak unfuk dinasabkan kepada
seseorang," Dia funm dari benteng Tha'if pada perarg Tha'if
pada saat perang Tha'if. lalu dia masuk islam bersama beberapa
pemuda penduduk Tha'if, maka Rasulullah $ memerdekakan
mereka. Maka dia berkata, "Aku adalah pembanfu Rasuhllah #f."
Dan sungguh dia telah terhitung sebagai pembantu beliau $.
Ahmad bin Zahir berkata: Aku telah mendengar Yahya bin Ma'in
berkata: Disebutkan kepadaku nama Huu&ah bin Khaliifah Al
Bakrawi sebagai pennasaban kepada Abu Bakrah, lalu setelah Abu
Balfiah sampai kepadahr, aku berkata, "Anak siapa?' Dia
berkata, "Tinggalkanlah dan jangan diulang lagi." Dan pada uraltu
lainnya Abu Bakrah berkata, "Aku Adalah seorang dari saudara-
saudara kalian dalam aqama."
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Umat Islam telah bersepakat dengan mantap alon

keharaman perbuatan ghashab, hanya saja mereka berselisih

paham pada cabangcabang permasalahan di dalamnya.

Jika telah ditetapkan hal ini, maka sesungguhn5n

barangsiapa yang mengghashab sesuahl, maka dia hanrs

mengembalikannya berdasarkan hadits Samurah bin Jundub

bahwa sesungguhnya Nabi $ telah bersabda,

.iorlt &'-ii6 #l e
"Tangan itu berbnggung iawab terhadap ap 3nng dia

ambil hingga dia mengembalil<anng. "

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hasan Al Bashrri dari

Samr.gah. Dan tentang mendengamya Al Hasan dari Samqrah,

maka dalam hal ini terdapat perselisihan Snng maryhur. Hadits ini

telah diriuragatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i,

hnu Maiah dan Al Hakim dalam Al Musbdnk.

Sementara hadits As-Sa'ib bin Yazid diriwayatkan oleh

Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, dia berkata, "Hadits ini hasn

gharib." Dan dia berkata, "Kami tidak mengenalnya dari hadits

hnu Abu Dzi'b.

Imam AqrSyafi'i berkata, "Jika seseorang mencabik

pakaian orang lain dengan cabikan kecil atau besar, rnaka

diukurlah luas cabikan itu dengan menguhr paniang dan lebamla.

Atau iika seseoang memecahkan sesuafu png besar atau kecil,

atau seseorang melalnrkan kejahatan terhadap apa yang dimilild

orang lain sehingga sesuahr ihr menjadi ca@t, maka semua ih.t

sarna, yaitu harus dipertanggungiaunbkan. Benda dan heuran

harus dihitung nilainya, sedangkan budak, maka dilihat kondisinya,
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sehat dan cacat atau sehat dan terluka, iika terluka dan lukanya

telah sembuh, maka diberikan kepada pemiliknya nilai atau

harganya yang besamya berdasarkan tempo antara terluka dan

sembuh. Dan setelah sembuh, maka pemiliknya harus menerima

apapun kondisi budaknya itu, bermanfaat baginya atau tidak

bermanfaat."

Al Mawardi telah memberi definisi ghashab dengan definisi

lang sangat mendetail berdasarkan yang aku tahu, dia berkata,

" Ghashab adalah melarang manusia dari hartanya dan mengelola

harta tersebut dengan tanpa hak." Dan dari definisi ini, maka

pertuatan ghashab dikatakan sempurna iika terdapat unsur

pelarangan dan unsur pengelolaan. talu jika dia dilarang dari

hartanya dan harta ifu tdak dikelola oleh orang yang melarang,

maka hal itu adalah perarnpasan dan itu berkaitan dengan

tanggung jawab. Karena yang demikian ihr perarnpasan terhadap

pemilik barang dan bukan pada barangnya ihr. Dan jika seseorang

mengelola hartanya, dan dia udak dilarang dari kepemilikannya,

maka hal itu adalah pemmpasalr dan itu berkaitan dengan

tanggung jawab, karena dia telah melakukan perampasan terhadap

bamng dan bukan kepada pemilikn5n. Dan jika telah terpadu

antara pelarangan dan pengelolaan, maka telah lengkaplah unsur-

unsur perbuatan ghashabdan pelakunya harus bertanggung jawab,

sarna saja antara barang yang di-ghasha6 itu telah berpindah

benda dari tempatrya atau tidak berpindah."

Dan Imam Abu Hanifah berkata: Tidaklah disebut

perbuatan ghashab kecuali dengan berpindahnya sesuatu dan

dialihkannya sesuatu tersebut. Maka iika sesuafu tersebut

merupakan sesuatu yang tidak dapat dipindahkan seperti rumah

dan apartemen, maka udaklah disebut perbuatan ghashab darr

tdaklah ia bertanggung jawab untuk menggantinya karena yang
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terjadi dalam hal ini adalah sisi pelarangan saia dan tidak ada sisi

pengelolaan, maka kondisi seperti ini salna halnya seperti

menahan seseorang dari kepemilikan hartanya. Dan dalam hal ini

berarti perbuatan ghashab dilakukan bukan kepada harta, tapi

kepada pemiliknya. Karena sesuahr yang diari tidaklah dikatakan

dicuri kecuali dengan berpindahnya benda, begitu juga dengan

sesuahr yarry dighashab tdaklah sestratu itu dighasha6 kecuali

dengan berpindah. Dan solusinya adalah berdasarkan qiSas bahwa

suatu benda yang belum bisa dikatakan sebagai benda yang dicqri,

maka berarti benda ih.r belum bisa dikatakan sebagai benda 5rang

dighashabjika dalam Undakann5n hanya ada sisi pelamngan saja.

Dalilnp adalah dari apa yang diriwaSatkan Athaa bin Yasar dari

hnu Umar bahwa Nabi $ telah bersaMa:

A ,y';r'b? tf nr 'ry JtsJ &f ot

.o*k,i\l JL* e\1
"sesungguhnya ghulul (pengkhianatan) yang paling besar di

sisi Allah adalah seseoremg mengambil tanah yang bukan miliknya

fialu memindatrkannya) kepada tanah dirinf sendiri."

Maka disebutkan pada tanah itu hukum ghulul dan

ghashab. Dan diriwaptkan darinya pula saMa beliau $,

'y:;to( o,itl aJ\ ai$Jt
',*U tf isv

o. o(
.d'"*;; ,jj

,-,u:.!r brL tlr iS:i,,-,t-it or1 h' o,
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L"Af it3A';L;A;:,i6 *J ,L'Al

"Allah mekknat pencuri Al Manaar." lalu sahabat

bertanya, "Dan apakah pencuri Al Manar itu?" Beliau bersabda,

"seseorang mengambil anda (patok) dari tanahnya ke tanah ori,ng

lain.' Artinya beliau $ menjadikan perbuatan ihr sebagai

pencurian. Dan sabda beliau,S,

'f't\ltF'*;
"Tqklmatlah siapa Wng melaknat aiahrya, terklmatlah

siap Wng melalaat ibunya dan terlaknatlah siap tang merubah

bnang-bnang (ptok-patok) bumi (bnah). " Pada kalimat,

"Bintang-bintang bumi," terdapat dua tafsiran. Safu diantara kedua

tafsiran ih-r adalah ulama-ulama yang ada di bumi. Dan tafsiran

5nng kedua adalah batas-batas tanah dan tanda-tandanya.

Segala sesuahr yang harus dipertanggungjawabkan yang

disebabkan adanya penahanan pada setiap akad (transaksi) maka

di dalamnya juga ada pertanggungjawaban !,ang disebabkan

adanya pengelolaan pada setiap akad (tansaksi) seperti pada

benda yang dialihkan dan dipindahkan. Dan dikarenakan adanya

pertanggungjawaban yang disebabkan, karena telah berpindahnya

benda, maka harus ada pula pertanggungjawaban pada benda

yang tidak berpindah di setiap akad, karena ini adalah findakan

penyerangan, maka hendaknya dia bertanggung jawab terhadap

benda yang tidak berpindah seperti tindakan kejahatan.

Sedangkan bantahan dari pendapat yang mengatakan

bahwa jika benda belum dipindah, maka tndakan itu hanya

sebatas pelarangan pemilik dari bendanya dan dalam hal ini 5nng

tertahan adalah pemilik atau orangnya dan bukan bendanya, maka
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dalam hal ini belum ada tindakan ghashab pada benda. Dan akan

lain halnya kalau benda itu telah dikelola oleh orang yang bukan

pemiliknya. Padahal dalam keseharian telah ada ungkapan yang

terkenal di masyarakat, "Fulan telah meng-ghashab rumah atau

tanah."

Sedangkan bantahannya: Tentang benda yang dicuri, maka

pengambilan benda tersebut dianggap sebagai atau seperti

seseorang merusak manik-manik dan mengeluarkan benda dari

pemiliknya sehingga seandainya yang dipindahkan bukan dari

bagan manik-manik ifu, maka pelaktrnya tidak dianggap pencuri,

lain halnla dengan pefruatan ghashab yang baru bisa dianggap

setelah adanya pengelolaan pada harta ihl, tdakkah engkau

melihat bahwa sesungguhnya tdak ada orang yang berkata,

"seseorang mencuri tLltnah," tapi yang dikatakan adalah,

"seseorang telah meng ghashab (merebut) ntmah itu."

Dan iika telah ada ketetapan pada apa yang kami

terangkan di atas, maka (benda yang drghashab) terdiri dari Uga

keadaan:

Pertama: Benda atau barang yang dighashab itu dalam

benfuk atau wujudnYa Yang asli.

Kedua: Benda atau barang yang &ghasha6 dalam kondisi

rusak.

Ketiga: Benda atau barang yang &ghasha6 dalam kondisi

berkurang.

Dan pada pasal-pasal selanjutrSra ini yang akan kami

terangkan hanya dtra keadaan saja dari tiga keadaan lpng

disebutkan oleh penulis.
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Keadaan pertama: Jika benda atau barang yang dighashab
itu dalam bentuk atau wujudnya yang asli, maka benda ifu harus

dikembalikan kepada pemiliknya, dan jika pengghashab tidak
mampu unfuk mengembalikan benda !,ang dighashab, maka

sudah menjadi keharusan bagi aparat untuk menuntut peng-
ghashab mengembalikan benda yang dighashab dan membinanya

agar berakhlak mulia. Dan jika benda itu dari jenis benda-benda

yang tidak bisa diser,rnkan seperti makanan, dinar dan dirham,

maka pengghashab telah bebas dari tanggung jawabnya setelah

dia mengembalikan benda itu kepada perniliknya, baik benda ifu
telah berlmrang nilainya di pasar-pasar atau semakin murah hurga-

harga dari benda itu ataupun tidak, karena keberadaan benda pada

wujud aslin5a tidak mempengaruhi berkurangnya harga di pasaran.

Dan jika benda itu dari jenis-jenis benda llang bisa

diser,rnkan, seperti binatang-binatang funggangan, mesin-mesin,

kendaraan-kendaraan penumpang [faksi), pakaian-pakaian se\ ra,

kuW-k y, proyek bangunan, alat-alat proyek bangunan, sepeda-

sepeda motor, alat-alat tulis, alat-alat hifung, pengeras suara dan

benda-benda sejenis lainnya, maka bagi pengghashab harus

mengembalikan benda itu dalam bentuk dan wujudnya yang asli

dan disertakan dengan nilai (harga ganti rugi, pent) yang sepadan

jika menurut badisinya benda itu mempunlni nilai berdasarkan

tempo tertentu. Dan hendaknya dia menggunakan nota
pengembalian barang jika dia memilikinya.

Sedangkan keadaan yang kedua: Benda atau barang yang

dighashab dalam kondisi nrsak, maka kerusakan ifu masuk dalam
pertanggungjawabannya, baik itu karena

perbuatannya atau bukan karena perbuatannya, hal ini didasari
oleh sabda beliau $,
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.'Jrj ,p'-'J"l6 +Jl e
"Tangan ifu berbnggwg iaw;ab terhadap apa yang dia

ambil hingga dia mengembahkan4n " Kemudian kondisi ini

menjadi dua bagian.

Bagian pertama: Benda yang digunakan unfuk mengganti

ifu memiliki keserupaan atau semisal pada unstlr-unsulnya, seperti

unsur-unsur yang ada pada bi;i-bi;ian, minyak-minyak, dirham-

dirham dan dinar-dinar. Maka orang yang meng ghashab ienis

seperti ini hendaknya dia mengembalikannya dengan benda yang

senrpa atau semisal baik jenisnya, sifatrya dan kadamya. Karena

kesenrpaan benda pengganti akan dihitung sebagai pengganti dari

nilai atau harga suafu benda. Karena mengganti benda yang di-

ghashab dengan benda yang sempa adalah ketetapan yang

berdasarkan syar'i dan berdasarkan ketetapan secara bahasa.

Sedangkan ketetapan mengganti benda yang dighasha6 dengan

nilai atau harga yang serupa adalah ketetapan yang berdasarkan

syar'i dan tidak berdasarkan pada ketetapan secara bahasa. Jika

salah seorang diantara keduanya meminta pengganti dalam benh1k

nilai (harga), maka hal ifu bukanlah suafu kehanrsan unhrk

dilaksanakan, baik Snng meminta ifu pengghasha6 ataupun orang

yang &ghasha6, karena nilai atau harga bukanlah sesuatu Snng

dituntut hako1B. Sedangkan jika keduanla saling sepakat untuk

mengganti dengan nilai atau harga, sementara ada kemampuan

untuk menggantinSa dengan benda yang serupa, maka berkenaan

pembolehannya ada dua sisi, berganhrng pada perbedaan kedua

sisi, yaifu dengan menghilangkan sisi yang nrsaknya saja dengan

disertai kemampuan untuk mengembalikan barang yang kena

rusak di sisi lain.
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Bagian kedua: Jika benda yang digunakan unfuk mengganti

tidak memiliki keserupaan atau tidak ada yang semisal unsur-

unsumya, seperti pakaian dan permata, maka bagi peng ghashab

hendaknya mengganti dengan harganya, yaihr dengan harga

tertinggi dari keadaan benda itu. Dan harganya ditenhrkan oleh

tempo terhihrng seiak saat benda ifu diSrrlasha6 hingga saat benda

ihr mengalami kenrsakan. Dan pendapat inilah yang banyak dianut

oleh iumhur ulama fiqih.

Sementara menurut Ubaidillah bin Al Hasan Al Anbari dan

pendapat Imam Ahmad bin Flanbalz Peogghashab hendaknya

menggantinla dengan benda yang s€rupa dan sejenis, berdasalkan

dalil yang diriuayatkan oleh Al Amiri dari Anas dalam riwalrat At-

Tirmidzi dan riwayrat para imam hadits dengan makna llang sama

kecuali Imam Mgslim. Dan dari riunlpt Aisyah 5ang diriwalptkan

oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i, lnng

mana Aisyah berkata: Aku tidak pernah melihat pembuat kue png

seperti Shafiyah, dia membuat lare lalu dia mengirimnya kepada

Rasriullah $ dengan menggunakan srahr wadah, aku tidak bisa

menguasai diriku sendiri hingga u,adah itu aku pecahkan, lalu aku

berkata, "Wahai Rasulullah f,f, apaloh dendanSTa?" Beliau

bersabda,

"Wadah eruP wadah dan true seperti kue'"

Dan mengenai riwayat 5nng menerangkan bahwa telah

datang kepada utsman seorang pria lalu dia berkata, "wahai

Amirul Mu'minin, sesungguhn5n anak-anak parnanmu telah

berupaya terhadap untaku, lalu mereka memerah susunya dan

mereka makan (daging) dari anak unta ihr." Maka berkata utsman
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berkata, "Kami akan berikan kepadamu seekor unta yang serupa

dengan untamu dan seekor anak unta yang senrpa dengan anak

untamu." lalu Abdullah hnu Mas'ud berkata, "Sungguh aku telah

melihat wahai Arnirul Mu'minin. Bukankah hal ittr teriadi di suatu

lembah yang anak-anak pamanmu melalnrkan kejahatan disana."

Maka Utsman berkata, "Ya."

Dan dalil kami adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi $,
bahwa sesungguhnya beliau bersabda,

..of o.
6rel d

4
. 6t.l-f,-f

li ts';

"Ehnngsiap Wng mernerdekakan seorang budak tnng
disekutui, maka hendalmSn dihihng niki (harqa)

budak itu untuk diMkan hargania kepda sekutu yang lain, iika

dia seomng 5ang l<a5n."

Maka dalam hal ini beliau $ telah ma*ajibkan untuk

memberi harga (berupa uang) kepada orang-orang yang bersekufu

dalam kepemilikan budak, dan beliau tidak mewajibkan untuk

memberi (benda atau bagian) yang serupa dari budak itu kepada

orang-orang 5nng bersekutu. Hal itu disebabkan karena baEan-

bagan dari hrbuh budak ih.r adalah isi dari nilai atau harga yang

utuh. Lain halnya iika disanu dengan bagian yang serupa atau

sejenis. Bahkan bagi siapa yang memotong tangan seekor

binatang milik orang lain, maka tidak boleh bagi orang lain itu

unh.rk memotong tangan binatangnya. Dan barangsiapa 5nng

membakar kain milik orang lain, maka Udak boleh bagi orang lain

itg untgk membakar kainn5ra, karena zudah menjadi kehanrsan
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bahun dalam sesrntu hanrs sesuai dengan
ketetapannya (frrngsinla)

Dikarenakan suatu benda berbeda-beda bagiannp dan
terhalang padanf untuk memberi benda lrang senrpa, dan hal ini
tidak lepas dari dua keadaan, 1nifu barang itu hambah nilainya
dimana kondisi akan merugikan perlaku ghashab, dan kedua
barang itu berkurang nilainya, dimana kondisi ini akan merugikan
orcmg yarrg &ghaha6, sementara nilai atau hargu pangganti harus
bersifat adil, dimana tak satupun diantara kedua belah pihak ada
yang dirugikan. Sedangkan jauaban terhadap pendapat png
berdalil dari riwapt yang berbwryr, "Wadah squp udah dan kue
squpa kue." Maka hal ini menunjukkan bahr,va mengganti dengan
nilai atau harga adalah ketetapan yang bersumber dari qrar'i, Allah
Ta'ala berfirman yang artinya,

W "& 
) i ft 4'64 4i i Jr, 

(, 3i r,g3

i6a)\1l',5{j }Xii {
"Maka dendanya ialah manganti dengan binatang temak

*imbang dengan buruan gng dibmuhn5n, menurut pufuan dua
oftng gang adil dianbta karnu seagai hil-had (dda) yang
dibawa sampi ke l{a'bah abu membgnr laffant dengan
memberi malcan bgi omngrcrang miskin. " (Qs. AI Maa'idah [5]:
e5).

Maka hal ini mentrnjukkan bahun nilai atau harga
pengganti dari kue adalah dengan nilai png sama, sedangkan
khabar tentang Utsman rg, maka kelebihan nilai yang diberikan

Utsman kepada seseorang yang dirugikan oleh anak-anak
pamannya adahh dikarenakan sifat kedermar*nnannya.
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Cabang: Jika telah ditetapkan bahwa isi

pertanggungjawaban adalah dalam benfuk nilai atau harga, dan

dalam benfuk benda yang serupa, maka sudah bisa dipastikan

bahwa benda itu adalah benda dari jenis yang memiliki nilai atau

harga seperti pakaian dan binatang, maka jumlah nilai atau harga

harus sarna dengan benda dimana benda itu berada. Dan jika

terjadi kerusakan, maka nilai atau harga yang akan diganti harus

lebih banyak dari nilai benda yang akan diganti, dengan besaran

nilai lebihnya berganhrng pada tempo, yaifu tempo antara saat

benda itu diambil hingga saat benda itu rusak di pasamya, atau

dimana benda itu berada.

lalu bagaimana jika ada yang berpendapat bahwa tidak ada

tanggung jawab bagi pengghasha6 terhadap kondisi berkurangnya

nilai di pasaran, sementara bendanya masih dalam keadaan utuh

dan dia hanya g jawab terhadap berkurangnya nilai

pasaran jika benda yang diglnsha6 itu dalam keadaan tidak utuh

atau ada kerusakan.

Maka jauaban akan hal ini adalah karena rusaknya benda

telah menyebabkan tertinggalnya benda itu dari harga pasaran

sernentara utuhnp wujud benda tidak menyebabkan benda itu

tertinggal dari harga pasaran.

Dan jika benda itu adalah benda dari jenis png memiliki

pengganti dengan nilai atau harga, maka dalam hal ini ada dua

mjh.

Pertama: Hendaknlp benda itu boleh untuk digunakan sep€rti

perhiaan, rnalo dahm hal bagairnana cara pertanggungiaurabannla

adahh ada dua keadaan, laitut

Keadaan pertama: Jika benda lnng akan

dipertanggungjarrabkan nilainya adalah benda dari jenis yang
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berbeda. Jika benda itu dari jenis emas, lalu akan diganti dengan

jenis perak, rnaka takaran benda perak ifu harus disetarakan

dengan nilai benda.elnas yang akan diganti begitu juga sebaliknya.

Keadaan kedua: Jika benda yang akan

dipertanggungfriunbkan adalah dengan benda yang sama berat

takarannya, sarntr jenisnya dan disertai dengan upah pembuatan,

seperti benda lrang tertuat dari emas seratus [lrdm, maka

hendaknya diganti dengan serah.s gram emas dan disertai upah

pembuatannya. I-alu timbul pertanpan, "Bolehkan upah

pembuatan ifu diganti dengan benhrk emas?" Maka dalam hal ini

ada dua iawaban:

Jawaban pertama: Tidak boleh, kecuali jika emas ifu telah

berubah menjadi kertas (uang kertas) agar tidak menjurus kepada

praktek riba, dan kpJebihan pada emas adalah dengan emas juga'

Dan lawaban keduar Boleh, dan ini adalah jawaban yang

lebih benar. IGrena kelebihan etnas ifu adalah unfuk pembayaran

upah pembtratan emas dan ini tidak termasuk dalam perbuatan

riba, kalau hal seperti ini dianggap perbuatan riba, maka

mengganti upah pembuatan erns dengan uang kertas juga bisa

menjurus kepada riba, karena sesungguhnya uang seratts dinar

tidak boleh diiual dengan uang serahrs dinar ditambah satu dirham,

sebagaimana tdak bolehnya uang serafus dinar diiual dengan

seratus sahr dirnr.

Sisi kedua diantara keduanlnr Benda itu dari jenis benda

yang penggunaann!/a tdak dibolehkan, seperti bejana-beiana,

maka dalam hal pertanggungiar*raban pembuatannya tendapat dua

pandangan berdasarkan dari dua pertedaan kedua pandangan

dalam hal pernbolehannya dalam menyimpannya.
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Sahr diantara kedua pandangan ifu, bahwa penyimpanan

benda itu tidak dibolehkan, dan nilai atau harga dari upah

pembuatannya tidak dipertanggungjawabkan, karena ia termasuk

kemaksiatan, seperti upah pembuatan alat musik kecapi dan

seruling, maka tidak dipertanggungjaruabkan upah pembuatannya

jika terjadi kerusakan pada dawaidawainya.

Pandangan keduanya adalah, jika benda ifu dari ienis yang

boleh disimpan, dan upah pembuatannya dipertanggungjawabkan,

maka berkenaan pertanggungiawaban pembuatannya ih.l

berdasarkan dua pandangan yang telah kami paparkan.

Cabang: Jika seseorang mengghashab kurma dari orang

Iain, lalu dari kurma ihr dia membuat wijen, lalu dari wijen itu dia

jadikan sebagai minyak, maka bagi orang yarry &ghasha6 berhak

untuk mengambil ihr semuanya dan menunfut kelnrangannSa jika

hal itu terjadi. Dan jika ia meninggalkan semua itu pada peng-

ghashab dan menuntut kepadanya agar diganti dengan

yang asli dari apa yang telah dia ghashaA maka dalam hal ini

keadaan sesuafu atau benda yang &ghasha6 itu fidak lepas dari

dua keadaan, yaifu apakah benda ifu termasuk jenis benda yang

memiliki kesamaan dengan yang lainnya atau tidak. Dan jika dari

benda yang tidak ada kesamaan seperti al ajmh (sejenis kurma),

maka dalam hal ini hendaknya pengghashab mengembalikan

dalam bentuk hasil jadi, dari apa yang telah dia buat dari benda

yang telah dia ghasha4 karena benda itu bukan miliknya. Dan

tidak boleh baginla untuk meminta agar menggantinya dengan

nilai atau harga dari bentuk benda aslinya, 3nifu kurma, karena

bagian-bagian dari benda yang dighaslnb lebih spesifik dari@a
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harganya. Sedangkan jika dari benda yang ada keserupaannya

seperti wijen, maka dalam hal ini ada dua pandangan, yaitu:

Pertama: Bahwa dalam hal ini adalah sama keadaannp
seperti benda yang Udak ada keserupaannya dalam hal

mengembalikannSa, yaitu dalam benhrk hasil jadi dari apa yang dia

buat dari benda aslinya.

Kedua: Bahwa orang yang dig,hashab berhak unfuk

menunfut penggantian benda ifu kepada pengghasha6 dengan

benda yang dighasha6 dengan benda yang asli, karena benda ifu

lebih menyerupai dengan benda png asli ditinjau dari bagian-

Perkara kedua: Dan ini terdiri dari empat bagian, yaifut

Pertama: Benda yang akan diganti memiliki keserupaan,

dan hasil jadi lnng dikeluarkan darinp tidak memiliki keserupaan,

s€perti gandum jika gandum itu dijadikan tepung. Maka dalam hal

ini bagi orang yang drghasha6 boleh menuntut kepada p€ng-

glnshab untuk mengembalikannya dalam bentuk benda aslinya,

fihr bertrpa kurma dan tidak boleh memintanya dalam bentuk

hasil jadi dari benda ifu, yaitu tepung, karena mengembalikan

benda dengan benda lang serupanya adalah lebih utama daripada

mengembalikannya dalam bentuk nilai atau harga. Dan jika harga

gandum telah naik setelah dijadikan tepung, maka orang yang di-
ghashab berhak untuk meminta kepada pengghashab nilai

tarnbahan dari kenaikan harga itu dalam benfuk tepung,

sebagaiman iika seseorang mengghashab seekor binatang temak,

latu binatang temak ifu menjadi gemuk, kemudian ia

mengembalikan binatang temak ifu setelah hilang kegemukkanngra,

maka pengghasha6 bertanggung jawab atas berkurangnya bemt

fubuh binatang itu yang terjadi selama berada di tangannya dengan
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tidak berkurangnya tanggung jawabnya untuk mengembalikan

binatang itu dalam wuiud asalnya. Maka hendaknp dia

bertanggung jaunb atas berkurangnya sesuafu yang telah

bertambah saat benda ihr ada di tangannya, serta bertanggung

jawab untuk mengembalikan benda dalam keadaan aslinya adalah

lebih utama.

Kedua: Benda yang akan diganti adalah dari ienis benda

yang tidak memiliki kesenrpaan, sedangkan hasil jadi dari benda itu

adalah sesuafu lnng memiliki keserupaan, seperti buah Zaitun

yang dibuat darinp minyak, karena min!/ak memiliki kesenrpaan,

sementara buah zaifun tidak memiliki kesenrpaan, maka hak bagi

orang yang &ghashab adalah benda serupa dengan minlBk, dan

ditambahkan dengan harga atau nilai yang berkurang jika teriadi

pada buah Zaitr.m. Karena jika benda yarrg dighasha$ itg memiliki

benda yang serupa sebagai penggantinp, maka mengganti dengan

yang serupa adalah lebih utama dari pada menggantinya dengan

nilai atau harga, karena mengganti dengan llang serupa adalah

lebih diutamakan daripada mengganti dengan nilai atau harga.

Ketiga: Benda 5nng akan diganti adalah dari ;enis benda

yang memiliki keserupaan, dan hasil jadi dari benda ihr adalah

sesuatu yang memiliki keserupaan seperti wiien, 5nng darinya

dibuat minyak, karena masing-masing dari kedua jenis benda ihr

memiliki benda yang selupa sebagai penggantinya. Sehingga

dalam hal ini diberikan hak memilih bagi orang yang drghashab

unfuk memilih sekehendaknln satu diantara kedua jenis benda itu.

Karena telah ada ketetapan hak kepemilikannya pada masing-

masing benda ifu. Jika dia menghendaki diganti dengan wrjen Can

temyata nilai wijen telah berkr.rang harganya, maka tidak boleh

baginya unhrk menuntut kelnrangan harga wrjen ihr.

Al Majmu'SloattAl lvtuhadz&ab ll ,,



Dan dikatakan kepadanya: Jika kamu ridha dengannya, dan

jika tidak, maka bersikaplah adil kamu dengan beralih benda

pengganti kepada minyak, tidak ada kelebihan bagi kamu karena

benda asal kamu telah diproses dan setiap bentuk bendanya yang

menjadi hak kamu ada benda serupa untuk diiadikan

penggantinya, karena kamu telah meminta penggantinya dengan

benda asli dan itu memang hak kamu, maka kamu tidak berhak

meminta nilai kekurangan dari benda itu karena benda hasil

jadinya juga ada padaku dan kamu tidak memintanya.

Keempat: Benda yang akan diganti adalah jenis benda yang

tidak memiliki keserupaan, dan hasil ladi dari benda itu adalah

sesuatu yang juga tidak memiliki keserupaan seperti kurma al

ajwah yang diperas untuk di jadikan sari gula, maka masing-masing

dari kedua jenis benda ifu tidak ada benda yang serupa sebagai

penggantinya, sehingga hak orang yang dighashab adalah

meminta kepada pengghashab untuk menggantinSn dengan benda

yang serupa dengan benda asli, yaihr berupa gandum dan tepung

dan tidak boleh baginya meminta dengan harga tepung dengan

harga yang lebih dari harga kurma atau harga sari minyak,

Wallahu'Alam.

Asy-Syirazi *s berkata: Dan jika benda yang di-
ghashab itu lenyap dari tangan dan fidak dapat

dikembalikan, seperti seorang budak lalu dia kabur,

atau seperti seekor hewan lalu ia hilang- Maka bagt

orang yang dighashab berhak menunfut kepada peng-

ghashab untuk menggantinln dalam bentuk nilai atau

harga, karena dia telah menghalangi antara dirinS;a

(pemilik benda) dari bendan!,:r, sehingga uniib bagrnya
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(pengar,rl ashabl untuk menggantin3n sebagaimana jika

terjadi kerusakan. Dan iika benda pengganti itu telah
ada di tangan orang yang di-ghashab, maka berarti
benda itu telah meniadi miliknya, karena benda itu
sebagai pengganti dari benda miliknp maka berarti
benda itu telah meniadi miliknya sebagaimana benda
pengganti dari benda yang rusak, dan pengghashab

tidak berhak memiliki benda yang dighashab, karena

fidak sah kepemilikannya dengan meniual. Maka fidak
ada hak kepemilikan benda baginya dengan

pertanggrmgiaumbannya sebagaimana orang !/ang
merusak benda milik orang lain.

Dan jika benda yang dighashab itu telah kembali
(telah ada setelah lenyap), maka benda itu harus

dikembalikan kepda pemiliknya- [-alu apakah peng-
ghashab dihmhfi unhrk membayar upah (uang ganti

rugl) yang teriadi pada rentan ulaktu antara saat dia
membayar harga hingga saat dia mengembalikan benda

itu? Mal<a dalam hal ini ada dua waih:

Pertama: Dia tidak harus membaSnr uang ganti

rugi itu, karena orang yang dighashab ihr telah memiliki
pengganti akan bendanya dalam uruiud asalnya, maka

dia tidak memiliki hak uang ganti rugi iht.

Kedua: Pengghashab harus membalpr uang ganti

rugi itn karena telah hilang dari orang lpng dighashab

marrfaat-manfaat yang mestinya dia dapatkan dari
bendarrSra ifu, karena suahr sebab !/ang telah teriadi

selama benda ifu di tangan pengghashab, maka dia

harus bertanggung jawab akan hal ihr, sebagaimana

Al l,Iajmu'SywaltAt Mutndzdzab ll tru



seandainya dia belum membagnr harga atau nilai dari
benda itu.

Dan jika benda yang telah dighashab telah
dikembalikan oleh pengghashab, maka dia wajib
mengembalikan benda pengganti, karena benda
pengganti itu menjadi milik orang yang dighashab
disebabkan suatu alasan dan alasan ifu telah hilang,
maka wajib baginya untuk mengembalikan benda
pengganti kepada pengghashab. Dan jika nilai benda
pengganti itu telah bertambah selama benda ifu ada
pada tangannya, maka dalam hal ini ditinjau dari dua
kemungkinan lnng telah terjadi.

Pertama, jika kelebihan ifu berhubungan langsung,
seperti lemak pada pada binatang, maka pengembalian-
n5n harus disertakan bersama kelebihanngTa ifu, karena
hukum kelebihan yang berhubungan langsung dengan
benda asal lraitu benda pengganti mengikuti pada hukum
benda asal dalam hal penggagalan transalsi karena
adan5n cacat, dan hal ini adalah pembatalan hansalsi.
Dan iika kelebihan itu tdak berhubungan langsung
seperti anak dari seekor herpan atau susunya, maka
tdaHah kelebihan itu dikembalikan sebagaimana
kelebihan itu tdak dikembalikan dalarn penggagalan
transaksi karena adanSn cacat.

Penjelasan Hulnrn:

Imam AsySyafi'i rg mengatakan: Jilo seseorang men-

ghashab seekor binatang, lalu binatang itu H*g, lalu diganti

dalam bentuk nilai atau uang, kemudian selang beberapa waktu
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binatang ifu ditemukan kenrbali, maka binatang itu dikembalikan

kepada pemiliknya dan nilai atau uang itu juga dikembalikan

kepada pengghashab, karena uang itu diberikan disebabkan

hilangnya binatang yarg &ghasha6. Sementara binatang yang

hilang itu telah ditemukan, maka seakan-akan hilangnya binatang

itu telah batal dengan telah ditemukannya. Seandainya keadaannya

seperti yang kami terangkan diatas, maka tidak boleh binatang itu

dijual kepadanya, seperti @a sebuah mata png dilukai, lalu mata

ihr menjadi tidak bisa melihat, atau seperti pada gigi bayi yang

dilukai hingga grg itu menjadi tanggal, lalu dituntut

pertanggung dalam benfuk nilai atau harga setelah

dipastikan tidak ada lagi kernungkinan unfuk sembuh. Kemudian

selang beberapa walfu penglihatannya kernbali dan gi$nlra

hrmbuh kernbali. Dan iika benda yang hilang ihr telah kembali,

maka haknya hanrs dikernbalikan dalam bentuk asalnya dan

batallah pertanggunglil,abannlp dalam bentuk nilai atau harga.

Dan hal ini adalah seperti apa yang dia katakan: Jika seseorang

mengghasha6 seorang hdak, lalu budak ihr kabur, atau seekor

keledai atau seekor h.da, lalu keledai atau kuda itu lepas,

kemudian benda yang hihng itu kembali diternukan, maka dalam

hal ini ada dua r.ralh (pandangan),

Pertiama: Jilo keadaannya memungkinkan dan tempatrya

diketahui, maka wajib @ pagghashab merninta nilai atau harga

yang telah dia berikan setelah dia mengenrbalikan hewan yang

hilang, walaupun hewan ifu telah mempun5ni harga yang berlipat-

lipat dari uang lpng akan dia terima dari orang yang dia ghashab,

sebagaimana dra(Wggl:rrshafi tetap ditunM nilai atau harga dari

sebuah bangunan lpng telah dia hancurkan (harga bahan

bangunan telah naik berlipat-lipat) walaupun harga bangunan itu

telah berlipat-lipat melebihi dari harga tanah yang di-ghasha6. Dan
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seandainya peng-ghasha6 ifu menyuruh kepada orang yang di-
ghashab unfuk menyewa seseorang yang difugaskan untuk

meminta pertanggungjawaban kepada pengghasha4 maka upah

untuk orang yang disuruh ini menjadi tanggung jawab bagi peng-

ghashab, akan tetapi jika orang yarrg dighashab ini menyewa

seseorang atas inisiatif dirinya sendiri, maka pengghashab tidak

bertanggung jawab atas upah unfuk orang yang disevua ini. Karena

dalam perkara ini dia menyuruh dirinya sendiri untuk menyewa

orang, dan ifu berarti sikap kedermawanan bagi dirinya sendiri

dalam menutut haknya.

Dan jika pengghasha6 meminta kepada orang yang di-

ghashab agar dia menyewa seseorang unfuk menunfut

pertanggungjawabannya dengan upah berdua, maka dalam hal ini

ada dua wajh:

Pertama: Bahwa penyerdraan semacarn ini Udak

dibolehkan dan upah bagi orang ynng telah diserpa harus tetap

dibayarkan, karena manfaat-manfaat yang ada dari

pertanggungjawaban itu adalah milik orangnya, maka dia

sendirilah yang hanrs membayar upah itu.

Kedua: Bahwa penyewaan semacarn itu tidak dibolehkan

dan tidak ada upah bagi orang yang telah disevr,a unhrk menagih

ifu, karena sesungguhnya tidaklah sah jika seseorang bekerja pada

benda seseorang, lalu yang membayamya adalah orang lain yang

bukan pemilik benda itu.

Dan jika terjadi perbedaan pendapat diantara

dalam masalah hak pengambilan benda yang dighashab dalam

bentuk nilai atau harga, maka dalam hal ini terbagi menjadi tiga

bagian:
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Pertama: Pengghashab berupaya untuk mengganti benda

yang di-ghasha6 dalam benfuk nilai atau udng, sementara orang

yang dighashab tdak mau menerimanya.

Kedua: Orang yang drghashab menunfut unhrk diganti

benda yarry dighasha6 dalam bentuk nilai atau uang, sementara

pagghashab tidak mau menerimanya.

Ketiga: Pengghaslnb dan orang lnng dighaslab
bersepakat r.rnhrk mengganti b€nda 1garry dighashab dalam benh.rk

nilai atau harga.

Maka tentang badan pertama: Per$glrdnb b"-paya
nntuk mengganti benda yar$ &ghasha6 dalam b€ntuk nilai dan

hal itu dia minta kepada orang yang &ghashab dan dia tdak
menerimanga, dan enggan untuk mengambil nilai atau harganSn.

Sehingga dalam hal ini perdapat yang menjadi patokan adalah

pendapat onmg yang &ghasln4 dan pengghaslnbdipaksa untuk
memenuhi permintaannlta ihr, karena pernilik harta tidak boleh

dipaksa unhrk menghilangkan benda yang menjadi miliknSa.

Dan tentang bagian keduat Orang yang &ghahab
hendaknya menunfut untuk diganti benda yang drghashab dalam

bentuk nilai atau uilg, sementara pengghashab fidak menerima

hal ifu dan dia berupaya unfuk mengembalikannya dalam benfuk

benda aslinya dan tidak dengan nilainya. Maka dalam hal ini
ditinjau; Jika benda yang &,ghashaD ihr berada pada jarak dekat,

dimana dia mampu unfuk mengembalikannya dalam tempo yang

tidak lama, maka dalarn hd ini perkataan yang dijadikan acnan

adalah perkataan pengghaslab, dan dia tidak boleh dipal$a unhrk

mengembalikan dalam bentuk nilai atau harga, karena dia mampu
untuk mengembalikan sesuafu yang telah dia ghashabitu.
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Akan tetapi jika jaraknya jauh, dan dia tidak bisa

mengembalikannya kecuali dengan memakan waktu lama, maka

perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang dighashab

dan pengghasha6 dipaksa untuk mengupayakan nilai atau harga

dari benda ifu, dan dia diperintahkan untuk bersegera memenuhi

hak orang yang di-ghasha&. Sementara jika nilai atau uang itu
telah diberikan oleh peng-ghasha6 dan telah diambil oleh orang

yang dighasha6 berarti uang itu telah dia miliki secara tetap dan

pada saat itu pula benda asli atau hewan itu telah menjadi milik
pengghasha6, karena ia telah diganti dengan uang. Dan hal ini

harus diakui oleh orang yang di-ghasha6. Karena hukum dasamya

dalam hal ini adalah bahwa orang yang dighashab memiliki suatu

benda dengan dasar pilihan (diberi hak pilih) pada awal, sehingga

dia tidak memilikinya pada akhir perkara. Sementara peng-

ghashab, walaupun dia tidak memiliki benda pada awaln5ra, maka

sungguh dia telah memilikinya pada akhir perkara dan benda itu

telah tetap padanya (miliknya).

Sisi kedua diantara keduanya, Keadaan unfuk

mengembalikan benda atau barang yang hilang itu adalah suafu

keadaan yang tidak memungkinkan, atau terhambat karena tidak

diketahui tempatrya, maka dalam kondisi seperti ini hendaknya

pengghashab dipaksa untuk mengembalikannya dalam bentuk

harga atau nilai yang lebih banyak, yang mana nilai kelebihannya

itu adalah bendasarkan tempo antara saat perbuatan ghashab ill.t

teriadi hingga saat hilangnya barang 1nng akan dikembalikan. Dan
jika nilai atau uang itu telah diambil oleh orang yang bendanya di-
ghashab, maka dalarn penetapan kepemilikannya terhadap nilai

atau benda ifu terdiri dari dua sisi, yiaitu:
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Pertama: Bahwa kepemilikannya terhadap nilai atau uang

itu adalah sebuah ketetapan, karena hilangnya barang yang akan

dikembalikan.

Kedua: Bahwa kepemilikannya terhadap nilai atau uang

itu bukan suahr ketetapan, jika adanya kemampuan untuk
rnengembalikan benda. Dan jika sestnfu yang dighashab itu telah

ada, maka dalam penetapan akan nilai atau harga ifu telah terladi
perselisihan dalam hal ini, Imam AsySyafi'i dan Imam Malik

berpendapat bahwa benda itu tetap milik orang yarg dighashab,

dia boleh mengambil benda ifu dengan mengembalikan uang atau

nilai yang telah dia terima dartpengghashab.

Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat Benda yang

telah dighasha6 itu menjadi milik pagghashad karena dia telah

membayarkan kepadanya harga benda itu selarna diantara kedua-

duanya, tidak ada kebohongan dalam hal harga atau nilai. Dan jika

diantara kedunya telah ada kebohongan, lalu pagghashab
mengaku dengan harga yang lebih sedikit dan dia bersumpah
terhadap pengakuannla itu, maka pada kondisi ini orang yang di-
ghashab lebih berhak untuk mengambil benda itu, hal ini

berdasarkan ketetapan hukum yang telah berjalan bahwa

pengganti (dalam hal ini adalah nilai atau uang), jika telah

dihadapkan dengan barang yang akan diganti, maka dalam hal ini
hak orang lnng memberikan uang adalah memiliki akan benda itu.

Sementara uang itu bukan lagi miliknya. Contoh yang nyata adalah

seperti pada jual$eli dan pada akad nikah, dimana pada jual- beli

yang terjadi adalah bahwa pembeli dengan uangnya meminta hak

kepemilikan terhadap suatu benda yang harga telah disepakati,

begitu juga pada akad nikah yang terjadi adalah bahwa seorang

pria dengan mahamya meminta hak kepemilikan terhadap tubuh

wanita (istui).
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Begitu juga dengan pengghasha6, ketika orang yang di-
ghashab telah menerima nilai atau harga dali peng-ghasha4 maka

pada saat itu peng-ghashab telah memiliki benda yang di-ghashab.

Dan dalam ketetapan ilmu Ushul Fiqh disebutkan bahwa

menggabungkan kepemilikan nilai atau harga pengganti dengan

barang yang diganti adalah tidak sah, dan menetapkan bahwa

kepemilikan benda yarrg dighashab kepada orang yang bendanya

dighashab setelah dia mengambil nilai atau harganya dari peng-

ghashab.lni artinya adalah menggabungkan kepemilikan nilai atau

harga pengganti dengan barang yang diganti dan perbuatan ini

batal atau tidak sah. Seorang pedagang tidak boleh

menggabungkan kepemilikan dua hal, yaifu kepemilikan uang dan

kepemilikan benda, begifu juga bagi seorang pria (suami) tidak

boleh baginya unfuk menggabungkan kepemilikan dua hal yaitu

kepemilikan mahar dan kepemilikan tubuh wanita (istinya). Dan

dikarenakan orang yang dighashab itu telah menerima nilai atau

harga dari bendanya, maka pada saat ifu terhalanglah dia dengan

bendanya itu dalam hal kepemilikan hal ini bisa dikiyaskan dengan

keadaan yang memungkinkan benda ifu bisa dikembalikan.

Dan yang kami jadikan dalil adalah firman Allah Tabk,

<,*ii{g,#VrLl$#ArJ"J-u{
'#q$;"",2-

'Uanganlah kamu saling memakan hana sesamarnu dengan

jalan yang batil, kecuali dengan jalan p*niagaan yang berlaku

dengan sul<a ama sul<a dianbra l<amu. "(Qs.An Nisaa' 1411 291.

Maka setiap perbuatan yang keluar atau menyimpang dari

prinsip "Suka sama suka" maka berarti perbuatan itu tidak
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dibolehkan. Begitu juga dengan kepemilikan, jika ia keluar dari

prinsip "suka sama suka" maka kepemilikan itu fidak dibolehkan.

Dan ini juga berdasarkan dari hadits Samurah yang diriwayatkan

se@ra mar{tt', yang berbunyi, "Tangan ifu berbnggung jawab

terhadap apa t/ang ia ambil hingga dia mengemfulikann5m.t'

Tersirat dari hadits ini suahr ketetapan hukum bahwa

pengembalian benda adalah akhir dari pada pengambilan. Dan

pengertian serara umum dari hadits diatas adalah bahwa pemilik

harta berhak unh.rk merninta hartanya dalam keadaan

bagaimanapun, dan juga dikarenakan kemampuan omng yang

harus mengganfi terhadap apa yang dia harus ganti adalah lebih

utama dari pada ketidakrnampuannya.

Cabang: Jika benda pngganti berkembang selama

berada di tangan orarg Var$ Cfr,ghasha4 maka kondisi tambahan

itu tdak lepas dari dtra kernungkinan, lnifu berhubungan langsung

atau udak berhuh.urgan dengan benda pengganti. Jika

bertambahryra ifu fidak berhubungan langsmg dengan benda

pengganti seperti analq slsu atau telur, maka tdaklah tambahan

itu dikernbalikan bsarna benda pengganti. Sedangkan jika

bertambahnya itu berhubungan langsung seperti lemak dan

sejenisn5ra, maka benda pengganti itu dikembalikan beserta

tambahanryra. Dan ketetapan hukum ini berbeda dengan

ketetapan hukum berkenaan berkembangnya benda lpng di-
ghashabsebagaimana yang akan dibahas nanti.

AslrSyirazi a berkata: Dan jika benda gnng di-
ghashab lfu berlnrrang, dan berkurangnya ifu dapat
mempenganrhi berl$rangqp nilai atau harga dari
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benda itu, maka dalam hal ini ditinjau; Jika lrang
berkurang itu bukan dari jenis budak, maka dalam hal
ini ada dua kemungkinan yaifu kurang yang permanen
atau kurang yang tidak permanen. Jika sifat kurangnya
adalah pernanen seperti baju yang tercabik, atau
bejana yang retak, atau hewan yang disembelih, atau
kue yang digiling, lalu berkurang nilainya, maka benda
itu hams dikembalikan dan dikembalikan iuga
bersamanSn nilai ganti rugi dari apa yang berkurang
dari benda itu. Karena yang berkurang ifu adalah wuiud
benda itu sendiri di tangan pengghashab, benda itu
berkurang di tangannya, maka dia harus bertanggr.rng
jawab terhadap berkurangnya nilai benda ifu, seperti
bagran lengannya saja dari baju yang tercabik pada

bagran lengan. Dan iika orang lnng dighashab
meninggalkan benda yang dighashab kepada peng-
ghashab, lalu dia menunfut agar mengganti dengan baju

lnng utuh, maka dia tidak berhak melakukan tuntutan
seperti ihr-

Dan diantara sahabat-sahabat kami ada yang

berpendapat dalam hal kue jika digiling, bahwa orang
yang dighashab hendaknya dia meninggalkan kue itu
pada pengghashab yang telah menggiling kue itu, dan 

I

menunfutnya agar mengganti dengan kue yang serupa, 
I

karena sesuatu yang serupa lebih dekat kepada benda 
I

yang menjadi haknya dari pada menggantinya dalam I

bentuk tepung. Sementara pendapat llang pertama I

beralasan, karena wujud benda ifu masih ada, maka I
fidak ada haknya untuk menunfut penggantinya, seperti I
pakaian jika tercabik dan binatang jika disembelih. 

I
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Dan iilo berkurangnya itu fidak bersifat
pennanen, seperti kue Spng terkena air, lalu kue ifu
menjadi basah dan dikhawatirkan kue itu akan menjadi
msak, rnala dalarn hal ini dia 0mam AslrSlnfi'i) telah
berpendapat dalam AI Unwt, *HendaknSn oftmg yang

dighashab diberikan kue lrang ulnrrann1ra sentpa.'
Semenbra Ar-Rabi' berpendapat dalam hat ini dengan
pendapatqTa yang lain, 'Orang lrang &glnshab
hendaknSTa mengarnbilqTa dan mendapatkan ganti rugi
alran telnrangan nilainya." Sementara diantara
sahabat*ahabat ttarf ada 1Bng betkata: Dalarn hal ini
ada dua pendapat, ynitu:

Pertama: Bahua dia mengarnbilryra dan diberi
ganti rryi at<an t<elruransan nilainyra, seperti pakaian

iika tercabik

Kdua: Bahua dia mengarnbil seulnran bagian

lpng rusah karena dikhawatirkan akan bertambah

kenrsakanrqTa, lalu menganrbil ganti rugi berdasarlon
utilran !/ang rusak itr, sehingga dalam hal ini dia
seperti orang lpng mengonsrmsi kue ihr. Dan diantara
mereka ada lpng berpendapat, 'Dia mengambil

seuluranqra dari kue ifu-" Dan ini fidak sama dengan

ketetapan irnl-beli.

Sementara jika 3nng berlnrang itu dalam bentuk
budak, rnaka dalam hal ini ditiniau terlebih dahulu; Jika
sesuafu yang berhrang ifu bukan sesuatu lpng tidak
bisa dinilai dengan tatoran tertenfu, seperti hilangiila
keperaunnan dan tindakan-tindakan pidana kejahatan

lainnya lpng kerugiann5Ta fidak bisa dinilai dengan
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takaran tertenfu, maka budak ifu harus dikembalikan
dan yang dighashab mendapat ganti rugi dari apa yang
berkurang, karena yang berkurang ifu adalah sesuafu
yang tidak bisa dinilai harga ganti ruginya. Sehingga
peng-ghashab harus bertanggung jawab terhadap
sesuafu yang mengurangi nilainp seperti, pakaian jika
tercabik.

Dan iika sesuafu yang berkurang ifu adalah
sesuatu yang bisa dihitung nilai ganti ruginya dengan
takaran tertenfu seperti berkurangnya tangan, maka
dalam hal ini ditinjau; Jika hilangnya tangan itu bukan
disebabkan tindakan pidana kejahatan, maka budak itu
harus dikembalikan beserta nilai dari apa yang telah
berkurang darinya. Dan diantara sahabat-sahabat kami
ada yang berpendapat bahwa budak itu harus
dikembalikan beserta apa-apa lnng menjadi
kewajibanDg?, karena pengghashab telah melakukan
tindakan pidana. Pendapat pertama beralasan bahwa
pertanggungjawaban tangan adalah pertanggung-
jawaban harta, oleh karena ifu fidak ada kewajiban
hukum qishash. Dan dalam hal ini juga tdak ada
hubungannya dengan denda (kaffarah) berkenaan
dengan jiwa, maka dalam hal ini fidak ada kewajiban
baginya unfuk mengganti dengan ganti rugi tertenfu.

Dan jika hilangn3p tangan disebabkan tindakan
pidana, seperti jika budak itu dighashab kemudian
pengghashab memotong tangannlra, maka dalam hal
ini jika kami berpendapat bahwa pertanggung-
jawabannSn terhadap tangan adalah seperti per-
tanggungiawabannya terhadap tindak kejahatannya,
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maka wajib bagrnlp unfuk membayiar setengah dari

harganya pada saat teriadinya tindak pidana ifu, karena

dalam undang-undang pidana ada ketenfuan unfuk
menggarrti setengah harga dari tangan budak yang

dipotong sebagai penggarrti dari iiwa. Dan iika kami

berpendapat bahwa pertanggungiawabanngra adalah

seperti pertanggungiawaban dalam hal harta, maka dia

wajib membagpr dua kali lipat dari setengah harga atau

dari apa lrang telah berlurang dari nitai benda ifu,

karena tangan telah ada dan findak keiahatan pidana

juga telah ada, sehingsa dia rraiib untuk mengganti

kedtranSp dengan nilai lpns lebih bantrck sebagai

pertanggunsiaunbannSa.

Oleh karena itu, iika seseorang mengifraslrab
seorang budak seharga serahrs dirham, kemudian

hargan3n bertambah meniadi seribu dirham, kemudian

dia memotong tanganrgTa, maka berkenaan dengan

tangan ifu wajib bagtnln membaSrar harga yang lima

rahrs, karena UerbmUatrqn harga di pasar dan

rusakn37a benda, dalam hal ini budak meniadi bagian

dari pertanggungiawaban pengghashab- Dan tangan

budak ihr seperti setengah dari dirin5p, maka seakan-

akan dengan dipotong tangannSTa berarfi dia telah

menghilangkan setengah dari harga budak ihr, sehingga

dia trams bertanggung iawab terhadap bertambahrya

harga di pasaran.

Pasa[ Dan iika benda ]nng &ghashab itur

berkurang namun fidak mengurangi nilainya, maka

dalam hd ini harus ditiniau d*gt iika sesuatu lrang
berkurang dari benda itu memiliki pengganti tertentu,
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lalu berkurang dan tidak mengurangi nilai atau harga,
contohnya jika seseorang menggriashab seorang
budak, lalu dipotong kedua wanitanya dan nilai budak
ifu sendiri tidak berkurang, atau seseorang meng-
ghashab satu sha' minyak, lalu dia merebusnya,
sehingga berkuranglah minyak ifu setengahnya, namun
tdak berkurang harganya, maka dia wajib mengganti
kedua unnita ifu dengan nilai seor:rng budak, dan
berkenaan minyak, maka dia wajib mengganti dengan
setengah sha'minlnk. Karena yang wajib pada masalah
kedua wanita adalah ditakar dengan harganya,
sementara pada masalah minyak adalah ditakar dengan
apa yang telah berkurang. Sehingga dia wajib
mengganti apa yang telah berkurang dari takaran ifu.

Dan jika sesuatu yang berkurang ifu fidak dituntut
pertanggungiawabannla, kecuali berkurangnya ifu
menyebabkan berkurangnya harga atau nilai, lalu benda
ifu berkurang dan harga atau nilai dari benda ifu tidak
berkurang seperti lemak yang berlebihan, iika lemak itu
berkurang, lalu berkurangnya ifu tdak menyebabkan
berkurangrya nilai atau harga, maka dalam hal ini fidak
ada suafu apapun yang hams dipertanggungiawabkan,
karena berkurangnya lemak itu dipertanggungjawabkan
iil<a menyebablon berkurangnya nilai atau harga.
Namun iika fidak menyebabkan berkurangnya harga,
maka fidak ada suafu kewajiban apapun baginya.
Sementara ifu, teriadi perselisihan pendapat diantara
sahabat-sahabat kami dalam hal orang llang meng-
ghashab satu slla' sari buah [us), lalu direbusnya sari
buah itu hingga berkurang setengahnp dan itu fidak
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menyebabkan harganya berkurang. Maka dalam hal ini
Abu Ali Ath-Thabari berpendapat bahwa pengghashab

harus mengganti dengan setengah sha' sari buah

sebagaimana pendapat kami tentang minllak-

Sedangkan Abu Al Abbas berpendapat bahwa
pengghashab fidak berlrerraiiban apa-apa, karena

berkurangnya sari buah itu disebablon unsur air dan
kelembaban lrang fidak ada nilai apapun bagi benda ihr,

sedanglran rasa manisrya masih tetap utuh dan tidak

berlnrrang sarur sekali. Mapun berlnrrangnSn minyak

disebabkan adan5Ta peng1nmaan pada bagian-bagian

minlpk itu, sementara bagian-bagian itu memiliki nilai,
maka hal ifu tnrus dipertanggunsiawabkan dengan

berda lpng serupa.

Pasak Dan iika teriadi kerusakan pada sebagian

benda dan berlnrang harya sisa dari benda ihr, seperti

seseonng merlrgghmlzab kain, lalu harga kain ifu
berlnrrang karena dipotong, kain ifu dibelah meniadi

dua bagian, kemudian safu bagian diarrtara kedua

bagian itu rusah maka dia hanrs bertanggung iawab
terhadap setengah bagian lnng rusak itu dengan

menggarrti harga atau nilainSTa, yaifu setengah harga

dari kain itu, dan dengan kelebihanngTa llang dihitung

berdasarkan tempo antara saat dilaln*an perbuatan

ghashab hingga teriadinp kerusakan pada kain- Lalu

mengembalikan sisan3Ta dengan memberi ganti nrgl,

karena kenrsakan ifu teridi disebablon perbuatann5Ta,

sehingga dia harus berhnggung iaumb alon
perbuatannyra.
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Dan iika seseorzrng memiliki sepasang sepafu,
harga keduanya empat dirham, lalu seseorang merusak
satu diantara keduanya, maka harga dari sepafu yang
tersisa adalah dua dirham, dan dalam hal ini terdapat
dua pand.rngan:

Pertama: Pengghashab hanrs menggantinya
dengan dua dirham, karena harga benda yang dia rusak
adalah dua dirham.

Kedua: Dia harus mengganti dengan empat
dirham, dan inilah pendapat yang dipilih, karena dia
bertanggungjawab pada satu sepatu yang telah dia
rusak, dan pada saat ifu juga nilai atau harga dari
sepafu lrang lain menjadi berlnrrang karena
perbuatannya, sehingga dia hanrs bertanggung jawab
terhadap nilai sepafu yang berkurang dan bertanggung
jawab terhadap sepafu yang rusak.

PasaL Jika seseorang mengghashab baju, lalu dia
memakaingra, lalu baju ifu menjadi lusuh karenanya,
maka dalam hal ini ada dua pandangan:

Pertama: Pengghashab harus bertanggung jawab
dengan memilih safu diantara dua perkara; yaifu berupa
upah (serpa baju) atau ganti rugi terhadap apa yang
berhrrang dari benda ifu, karena sesuafu lnng
berkurang dari suafu bagian dalam rangka pembalnran
upah, sehingga sesuafu lnng berkurang ifu adalah
bagian dari upah !/ang dia bayarkan. Oleh karena itu
orang yang menyewa fidak bertanggung jawab terhadap
ganti rugi pada bagian-bagran lain.
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Kedua: Dia hants bertanggung iawab dengan

membayar upah (uang sewa) dan memberi ganti rugi

terhadap apa yang berkurang dari benda itu' karena

upah yang dia bayarkan adalah sebagai pengganti dari

manfaat-manfaat yang telah dia ambil. Sementara uang

ganti rugr yang dia bayarkan adalah sebagai pengganti

Iari bagiarFbaglan benda, maka kedua perkara itu

hartrs dipisahkan dan tidak bisa dianggap satu, seperti

upah (uang seun) dan uang ganti rugi'

PasaLDaniikaunriudbendaihrberkurarrg,
kemudian sesrahr yang berkurang ifu telah hl-g'
seperti iika seorang budak wanita l7ang gemuk' lalu dia

meniadi kurus dan berkurang nilai atau harganSTa,

kemudian dia meniadi gemuk lagl dan harga atau

nilainlp menjadi seperti semula, maka dalam hal ini ada

dua pandangan:

Pertama: Tidak ada lagi tanggung jaunb bagl

pengghashab dalam hal ini. Ini adalah pendapat Abu

Ali 
"6i[ Abu Hurairah,s, karena telah hilang darinSTa

sesuahr lpns mauaiibkan dia untuk bertanggung iawab,

sehingga hilanglah tanggung iawabn3p' Sebagaimana

iika seseorang melalnrkan tindak keiahatan terhadap
-rrr.t 

, lalu mata ihr meniadi buta, kemudian kebutaan

itu trilang.

Kedua: Tanggrrng iawab pengghashab tetap ada'

Ini adalah pendapat Abu sa'id Al Ishthak*[i, karena

gemuk yang kedua bukanlah gemuk lpng pertama'

Sehingga dia tetap bertanggung iawab' lpiht
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bertanggung jawab terhadap hilangnya gemuk lrang
perbma.

Dan iika budak uanita ifu gemuk, kemudian
menjadi kurus, kemudian menjadi gemuk lagi, maka
pngghashab harus bertanggung jawab dengan nilai
atau harga dua gemuk. Menunrt pendapat Abu Ati bin
Abu Hurairah ds. Karena dengan kembaliqn gemuk,
hilanglah tanggung jawabryra dalam hal ganti rugi.
Sementara menunrt pendapat Abu Sa'id, pengghashab
harus bertanggung jaunb terhadap nilai dua gemuk ihr,
karena gemuk lrang pertama bulonlah gemuk yang
kdua, sehingga dia harus bertanggung jaunb terhadap
dua gemuk itu.

PasaL Jika seseotang r.rrutggl:rrshab budak, lalu
budak itu melahrkan findak kejahatan pada seorang
rnanusia saat dia ada di tangan pengghashab, maka
pda kondisi seperti ini pengghadtab harus memenuhi
apa yang menjadi kewajiban dalam Undak kejahatan itu.
Jika findak kejahatan itu dilakukan terhadap jiwa, lalu
secar-r hukum dia terikat dengan hal ifu, rnaka peng-
ghashab bertanggung jawab terhadap nilai atau
harganya, karena kerusakan terjadi disebabkan sesuafu
lrang ada di tangannya. Dan jika tindak pidana itu
terjadi pada anggota fubuh, lalu secara hul$rn dia
terikat dengan itu, maka trarus dipertanggungiawabkan,
dan mengenai lpng dibertanggungjawablran ifu ada dua
pandangan:
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Pertama: Dipertanggungjawabkan dalam benhrk

memberi ganti rugi terhadap anggota tubuh yang

kepadanya dilakukan tindak kejahatan-

Kedua: Dipertanggungiawabkan dalam bentuk

memberi apa yang berkurang dari harganya, karena ini
adalah sebuah pertanggungjawaban, maka harus

dengan tangan dan tdak dengan hukum pidana

kejahatan. Karena memotong anggota fubuh dalam

hukum qishash bulranlah tindak keiahatan- Dan

sungguh kami telah mener.rngkan kedua sisi ini pada

pembahasan sebelumn5p. Dan iika ada pengampun-rn

atau pemaafan hingga terhindar dari hukum qishash

dengan dialihkan kepada denda harta, maka dalam hal

ini pengghashab harus menebusngn, karena yang

demikian itu adalah hak yang berhubungan dengan

kepemilikan budaknSTa di tangannya, sehingga waiib

bagl fuann57a unfuk menolong budaknya dari segala

tunfutan.

Penielesan Hukum: Pembahasan pada pasal-pasal

berikut ini adalah pembahasan mengenai keadaan ketiga dari

beberapa keadaan benda yarry &ghashaA !/attu jika benda yang

dighashabihr berkurang, dan dalam hal ini ada dua sisi:

Pertama: Benda ifu merupakan benda hidup.

Kedua: Benda ifu merupakan benda mati- Dan jika benda

itu tdak hidup, maka berkurangnya benda ifu ada dua macam.

Pertama: Berhrangnya benda ihr dapat di beda-bedakan

seperti gandum png nrsak sebagiannya, atau seperti pakaian yang
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rusak sebagian atau lengannya secara keseluruhan,
sehingga dalam hal ini yang harus dipertanggungjawabkan adalah
bagian yang berlnrang (rusak) saja dan menggantinya dengan
benda yang serupa jika ada benda yang serupa, dan menggantinya
dengan nilai atau harga jika tidak ada benda yang serupa unhrk
menggantinya, lalu mengembalikan sisa dari benda ifu apa adan5a,
baik sisa kerusakan benda itu lebih banlak ataupun lebih sedikit,
dan ini adalah hd SanS telah disepakati.

Kedua: B€rlfl.rangnya benda itu fidak dapat dibeda-
bedakan seperti paloian yang dibelah atau seperti bejana yang
dipecahkan atau dicacati, dan jika }nng berkurang ih.r dari bagian
yang paling sedikit , maka dia (orang yang dighasha\l
hendaknya mengarnbil benda ifu dan berhak mendapatkan apa
yang dari nilainya. Lalu dengan semua itu dia
menyempumakan benda ifu seperti semula.

Dan jika dilratakan: Harga strafu benda yang dighashab
adalah semtus dirtnm, kemudian setelah dihifung nilai benda ifu
setelah kerusakan, nilai benda ifu adalah enatn puluh dirham,
maka yang &ghashab mengambil bendanya itu yang dalam
kondisi robek atau tertelah dan dia berhak mendapatkan uang
sebanyak empat puluh dirham.

Sementara jika nilai yang berkurang itu adalah dari bagian
yang paling bu.,1ak manfaatrya, maka dalam hal ini para ulama
ahli fiqih telah berbeda pendapat.

Imam Aslrq/afi'i berpendapat, bahwa dia (Orang yang di-
ghasha\ hendakqp mengambil benda itu dan mengambil apa
yang berkurang dari harganya, walaupun asal benda itu nilainya
adalah serafus dirham dan setelah berkurang nilainya menjadi safu
difiam. Maka dia harus mengambil benda itu dan berhak atas
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uang sebanyak sembilan puluh sembilan dirham. Dan be4inilah jil(a

seandainya pakaian dirobek dan bejana dipecahkan, bahkan

seandainya kedua benda itu tidak memiliki harga sama sekali,

maka dia harus mengambil nilai atau harga utuh dari benda itu dan

untuknya pula serpihan-serpihan pecahan bejana dan potongan-

potongan kain. Benda itu, semuanya tidak berhak dimiliki oleh

peng-gahsha6 walaupun dia telah membayar harga utuh dari

benda itu.

Sedangkan Imam Malik berpendapat, bahwa pemilik benda

(orang yang dighashab) boleh memilih, antara apakah dia akan

menyerahkan benda itu kepada pengghasha6 dan dia (pemilik

benda) mengambil semua nilai atau harga benda tersebut dari

pengghasha4 atau antara dia (pemilik benda) menguasai benda

itu dengan segala kekurangannya dan tidak mendapatkan ganti

rugi.

Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa pemilik

benda (orang yang dighashaQ boleh memilih, antara apakah dia

akan tetap memegang (memiliki) benda ifu dan menerima ganti

rugi kelnrrangannya .dari peng-ghashab, atau antara dia

mengembalikan benda ihr seuhrhnya kepada pengghasha6dan dia

menerima ganti rugi dalam benfuk harga seufuhnya' Sementara

jika kain tercabik-cabik dan bejana terpecah-pecah hingga harga

atau nilai keh.rangannya mencapai seluruh nilai, maka peng-

ghashabharus bertanggung jawab unfuk mengganti nilai setrfuhnya

dan dia berhak atas cabikan-cabikan kain dan pecahan-pecahan

bejana, berdasarkan pada kaidah agar tidak terpadu antara sesuaht

pengganti dengan sesuahr yang akan diganti.

Mereka berpendapat bahwa jika suatu benda telah hilang

darinya manfaat-manfaat yang lebih banyak dan yang tersisa dari
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benda ifu adalah sesuafu yang telah hilang manfaatrya, maka
dalam kondisi ini dibolehkan baginya unfuk menunfut harga
seutuhnya, karena 1lang sedikit itu mengikuti yang banyak, dan
dikarenakan dia (WnyghashaA bertanggung jawab terhadap
manfaat-manfaat yang lebih ban5rak, maka berarti dia juga harus
bertanggung jaurab terhadap manfaat-manfaat yrang lebih sedikit.

Dalil lerni adalah frman Allah fa'al4

,# u3;,;i Y [+, r*b:'{6 .&,;s;i ;s
'Ohh sdab ifu brugsbp Wrg mentlenng l<anila nnka

seranglah dia, *imbng daqan serzngarrntp t*hadapmu." (Qs.

Al Baqamh l2l: L941. Dan jika seseorcmg melakukan pengrusakan

terhadap sebagian dari benda ifu, maka tidak boleh bagi orang

Sang diserang untuk membalas serangan ihr dengan merusak
benda lain hingga rusak seufuhnya. Dan hal i* juga bemdasarkan

kaidah SEng merrlptakan bahura seseorang tdak difnruslon
mengganti benda dengan harga ufuh selama kenrsakan b€nda itu
Udak ufuh, atau hanSn sebagian besam5n saja berdasarkan hukum
qi5ras dalam perkara berkurangnSn barang yang dapat dibeda-
bedakan. Dan hal ini juga berdasarkan kaidah yang men3zatakan

bahua benda yang tidak bisa dibeda-bedakan bagian-bagiannya,

maka benda ifu hanrs diganti secat?r ufuh. Jadi mengganti benda
yarg&ghashabsecara uhrh karena dasamya adalah bahua benda
yang nrsak itu adalah jenis benda yang bagian-bagiannya fidak bisa
dibeda-bedakan, hal ini berdasarkan qiyas dalam perlora
sedikihrya kekurangan nilai benda. Dan kedua kaidah diatas
Udaklah termasrrk sebagai dalil dalam perkara bagian-bagian tubuh
seotang budah sebagaimana yang tercanhrm dalam Al Hawi.
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Sedangkan bantahan terhadap pendapat mereka yang

mengatakan bahwa sesungguhnya yang demikian itu adalah

terpadunya sesuafu pengganti dengan sesuatu yang akan diganti,

maka hal ini adalah tidak benar. Karena yang diambil adalah

pengganti dari sesuahr yang telah rusak tanpa mengambil sisanya

yang tidak rusak, maka artinya dalam hal ini tidak ada unsur

terpadunya sesuatu pengganti dengan sesuatu yang akan diganti.

Sedangkan bantahan terhadap pendapat mereka yang

mengatakan bahwa yang lebih sedikit mengikuti kepada yang lebih

banyak (dalam hal pertanggungjawaban). Maka seandainya

ungkapan seperti ini bisa dijadikan dalil, yaitu keharusan yang lebih

sedikit mengikuti yang lebih banyak dalam hal

pertanggungjawaban, maka terkandung dalam ungkapan ini

pengertian akan keharusan bahwa yang lebih sedikit mengikuti

yang lebih banyak dalam hal batalnya pertanggungjawaban, hingga

jika seseorang merusak benda milik orang lain dengan kerusakan

yang paling sedikit manfaatnya, maka tidak ada

pertanggungiawabannya dalam hal ini, karena dia tdak

bertanggung jawab kepada yang lebih banyak, dan pendapat

seperti ini tertolak bagi kami.

Dan jika telah ada ketetapan yang mengharuskan dia

(orang yarg &ghashab) mengambil benda itu, lalu dihitung sisa

kekurangannya, baik sedikit atau banyak, baik sisanya ihr

bermanfaat atau tidak bermanfaat. Maka dalam hal ini ditinjau

terlebih dahulu; jika yang berkurang itu bukan dari jenis yang

memiliki harga, maka pengghashab bertanggung jawab akan

berkurangnya benda itu dengan menghitung nilainya unfuk diganti

dengan uang. Dan jika yang berkurang itu adalah benda dari ienis

yang memiliki harga, maka dalam hal ini Imam Abu Hanifah telah

berpendapat bahwa tidak ada kehanrsan baginf untuk
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mengembalikan kekumngannya, akan tetapi diberi kesempatan

kepadan5n unfuk memilih antara menyerahkannya kepada peng-

ghashab dan mengambil harganSn seufuhnya, atau dia
memegangnya dan tidak ada ganti rugi, karena jika suafu benda

telah diganti dengan nilai atau harga dari benda ihr, maka dia tidak
berhak lagi untuk menerima nilai ganti rugi, maka tidak boleh
dimasukkan kepadanSa nilai ganti rugi. Ini adalah pendapat yang

keliru, karena setiap ada kekurangan dalam suafu benda, maka
pada saat ifu telah ada kalajiban untuk mengganti benda yang

serupa, atau kalau tidak ada maka menggantinya dengan nilai
seharga nilai benda itu dan pemilik benda juga berhak unh.rk

mendapatkan nilai ganti rugi selain nilai asli benda. Ganti rugi
adalah suatu hal yang memungkinkan ;ika oblek yang diladikan
untuk diganti adalah bagran dari benda itu. Dan jika seseorang

telah menjadi penanggung iar,vab maka dalam tata cara
pertanggungjawabannSn ada dua sisi, sebagaimana telah
diterangkan sebelumnya:

Pertama: Dia bertanggung jawab pada setiap bagian-bagian

dari lenis benda ifu.

Kedua: Dia bertanggung jawab berdasarkan ukuran atau

takaran dari benda ifu berupa harga atau nilainya, seperti emas

sebagai pengganti uang dan uang sebagai pengganti emas.

Dan jika yarry &ghashab itu adalah dari jenb Sang hidup,
maka dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaihr:

Pertama: Dari jenis hevruan.

Kedua: Dari ienis manusia

Dan jika dari jenis her,van -dan ini menjadi folnrs pefiatian
kami dalam bahasan ini- maka sesungguhnya heunn ifu
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dikembalikan kepada pemiliknya dan dikembalikan bersamanya

apa-apa yang berkurang dari hetr,ran itu berupa nilai atau harga,

yang mana nilai atau harganya itu berdasarkan kondisi, antara

kondisi sempuna dan kondisi berkurang, baik berkurangnya itu

karena tindak kejahatan atau suatu kejadian, baik hewan itu dari

jenis haann yang memiliki pungguk atau susu perahan'

Dan Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa jika dari jenis

he,,r,ran yang pemanfaatannya hanya dari satu sisi seperti hewan-

henvan yang memiliki pungguk dan tidak ada susu yang diperah

darinya seperti keledai ,atau yang memiliki susu perahan dan tidak

memiliki pungguk seperti kambing, maka pertanggungiawabannya

adalah dengan apa yang berkurang darinya dalam bentuk nilai atau

harganya sebagaimana pendapat kami'

Dan jika pemanfaatannya dari dua sisi seperti pada unta

yang dimanfaatkan pungguknya dan diperah darinya susu, begifu

juga pada kerbau dan pada sapi yang mana keduanya

dipekerjakan untuk membajak sawah, unhrk membawa beban dan

unfuk menarik gerobak, menarik pedati, menarik tandu dan

terkadang diggnakan pula untuk menggerakkan mesin se@ra

manual, maka dalam hal jenis heturan seperti ini, harga sebuah

matanSn adalah setara dengan seperempat harga herran itg- Dan

begifu juga halnya pada organ-organ heuran itu iika ada yang

berkr.yang berdasarkan dan dari apa yang diriwalntkan dari

Umar:g, .,sestrngguhnya telah ditetapkan pada salah safu

diantara kdua mata seekor sapi dengan seperempat dari harga

(uhrh)nya."

Akan tetapi Al Mawardi dan lainnp telah menolak dari sisi

ini, karena apa-apa 5Eng tidak dipertanggungiawabkan orgalr-

organnlra dengan suafu takaran (nilai atau harga), maka tidak pula
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dipertanggungiawabkan zat atau wujudnya. Har ini adalah
berdasarkan qlyas pada hewan lnng memiliki pungguk, dan setiap
apa-apa yang tidak dipertanggungjawabkan dengan suafu takaran
pada selain heuran yang memiliki pungguk, maka ia tdak
dipertanggungjauabkan pula dengan suatu takaran dari her,van
yang memiliki pungguk dan juga gang memiliki susu perahan. Hal
ini adalah berdasarkan qiyas pada seluruh organ-organ. Dan
mengenai apa !,ang diriwayatkan dari Umar qb bulon merupakan
dalil dalam hal ini, karena ungkapan dalam riwayat ifu adalah
menceritakan strafu ketetapan hukum pada masilgd, dan vonis
pada ketetapan hukum ifu adalah seperempat dari harga sapi.

Dan Imam Malik berpendapat, bahwa jika seseorang
memotong bunfut atau ekor dari seekor keledai milik seorang
qadhi (hakim), maka bagi orang yang memotong dikenakan
pertanggungjauaban dengan mernbayar seluruh harga dari keledai
itu. Akan tetapi jika ha,van yang ekomya dipotong ihr pemiliknya
bukan seorang qadhi, maka kewajiban orang yang memotong
hanya terhadap apa yang berkurang dari nilai atau harga dari
her,van ifu saja. Dahl rrang dUadikan landasan dalam hal ini adalah
bahwa memotong ekor keledainya merupakan tindakan
penghinaan terhadap kaum muslimin dan meremehkan agama.

Sangat oJmp bagimu untuk memburukkan pendapat ini
dan pendapat ini sendiri merupakan bukti akan rusaknya pendapat
ini- Seandainya diharuskan ke@a orang yang memotong ekor
atau buntut keledai seorang qadhi unfuk membayar harga keledai
itu dengan harga seufuhnya, maka keharusan ifu juga berlaku pada
saat seseorang merobek bajunya atau mengoyak kainnya. Dan jika
hal ini dilakukan, maka akan sernakin berlipat-lipatlah kejahatan
diatas kejahatan kepada orang lain, dan juga hal ini alon
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menyebabkan adanya pengecualian hukum terhadap orang selain

hakim.

sudah menjadi kesepakatan semuanya bahwa seorang

qadhi dan orang selainnya adalah sama dalam hal

pertanggungjawaban terhadap semua Undak kejahatan kepadanp

atau tindak keiahatan l6ng dia lakukan kepada orang lain,

demikian juga haln5a terhadap tindak kejahatan yang dilakukan

kepada keledai seorang qadhi.

Cabang: Imam fuy-Syafi'i berpendapat bahwa jika benda

yang dighashab ihr adalah berupa pakaian, lalu pakaian itu

menjadi lusuh di tangan pengghasha4 lalu pakaan itu dibeli oleh

seorang pembeli, maka pertanggungiawabannya adalah dengan

mengembalikan wujud pakaian itu beserta kehfangannya, yaitu
,,kelusuhan" dengan nilai atau harga 5ang dihihmg berdasarkan

tempo atau selang waktu antara saat ghashab dilakukan, dirffrra

pakaian dalam kondisi bagus dan saat pakaian ihr telah menjadi

lusuh. Sementara pembeli pakaian itu hendaknya dia

mengembalikan pakaian ifu dengan mengambil nilai atau harga

yang telah dia baprkan.

Dan berkenaan masalah ini terdiri dari beberapa hal, pihr:

Apaloh lusuhnya ih.r karena perbuatan gT ghashab atau karena

perbuatan oft1ng Snng membeli; iika lgsuhnf pakaian ihr karena

pertuatan pengghashab, maka keadaan perryghashab lpng

berkenaan dengan pakaian png dia ghashab, terdiri dari empat

keadaant

Keadaan pertann: Pakaian itu udak manjadi hsuh di

tangannya dan pakaian ifu tdak berada padanp dalam suatt nrasa

png mendatangkan upah (untuk diseuakan), maka dalam keadaan
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ini pakaian itu harus dikembalikan kepada pemiliknya dan bagi
gtgghasha6 tidak terbebani suafu apapun selain mengembalikan
pakaian ifu.

Keadaan keduar Pakaian ifu menjadi l,suh di tangannln
dan pakaian ifu udak berada padansn dalam suafu masa yang
mendatangkan upah, maka dalam keadaan ini pakaian ifu hanrs
dikernbalikan dan dikembalikan bersamanya uang ganti rugr,
karena lusrhrya pakaian ifu dan tidak ada lagi selain itu.

Keadaan ketiga: Pakaian ihr Udak menjadi lusuh di
tangannp, akan tetapi pakaian itu telah berada padaqn dalam
suafu masa yang mendatangkan upah, maka dalam keadaan ini
pakaian ifu harus dikembalikan dan dikembalikan bersamanya
uang sewa sesuai harga se\ ranya, dan tidak ada lagi selain itu.

Keadaan kee"mpat: Pakaian itu menjadi lusuh di tanganryra
dan pakaian ifu berada padanya dalam suafu m.rsa !/ang
mendatangkan upah, maka dalam keadaan ini umbul pertanSraan,

apakah selain mengembalikan pakaian ifu pengghashab difunfut
tmtuk memba5rar upah dan iuga difunfut unfuk membaSar denda
atau tidak? Maka dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu:

Pendapat pertama: Memadukan antara keduanSra dan
dhpaiibl'n kepada pengghashab untuk membayar denda dan
mernbayar upah, karena kedua hal itu adalah dr.ra hal gpng
berbeda, diwajibkan unfuk membayar denda, karena dia telah
menggunakan sebagian dari pakaian ihr dan dir,vajibkan unfuk
merrbayar upah, karena dia telah mengambil manfaat dari pakaian
itu.

Pendapat kedua: Bahwa kedtn tanggung jawab itu Udak
terkumpul kepada pengghasha4 dan tidak wajib baginya lebih
bant ak dari kedua tanggung jawab ifu, berupa funfutan, berupa
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denda dan berupa upah, karena denda dibayarkan unh.rk

penggunaan bagian-bagian dari suatu benda. Tidakkah Anda

perhatikan bahwa seorang penyetuya tidak bertanggung iawab atau

tidak memberi ganti rugi atas kerusakan yang terjadi pada benda

yang dia se\r;a, karena uang sewa yang dia bayarkan adalah sudah

termasuk membayar kerusakan yang terjadi pada benda ifu.

Akan tetapi jika sesuatu yarg dighashab itu adalah seekor

hewan dan herpan itu telah berada di tangan pengghasha6 selama

masa tertenht, lalu herran itu menjadi kunrs badannya dan telah

hilang darinya gemukn5n selama waktu itu, maka dalam hal ini

pergghashab hanrs bertanggung iawab dengan menggantinya

dalam benh.rk upah di satu sisi dan iuga dalam benhrk denda

karena kgmsnya di sisi lain. Dan perbedaan antara keduanya

adalah bahwa pakaian, iika pakaian ifu dipakai maka pakaian ifu

pasti akan menjadi [.rsuh, sementara dalam menggunakan heunn

tidak ada kepastian bahwa hev.ran itu akan meniadi luus. Wallahu

A'km.

cabang: Gambaran kasus apabila berkurang suatu benda

di tangan pengghashab, kemudian telah hilang sesuafu yang

berhgang ihr, maka dalam hal ini adalah sebagaimana 5nng

dikatalgn oleh Imam AqfSyafi'i dalam Al Ummnya. sebagai

berikut: Jika seseorang mengghashab budak wanita yang nilainya

seharga semtus dirham, lalu harganya itu bertambah selama di

tangannya karena dia telah mengaiarinya, mendidiknya dan telah

banlnk b€rinfak kepadanyra dari harta 5ang dia miliki hingga nilai

budak itu bertambah menjadi seribu dirham, kemudian nilai budak

ihr berlnrrang lagl hir,ggu nilainya menjadi seharga serats, mal16
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bagi pemilik budak wanita itu boleh mengambil budak wanitanya
ifu dari pengghashab beserta uang senilai sembilan rafus.

Sementara Al Mawardi berpendapat: Masalah ini terdiri dari
dua pasal;

Pasal pertama: Purgghashab mengghasha6 budak wanita
ifu dalam keadaan berlarrang, lalu bertambah, kemudian berkurang
lagr.

Pasal kedua: Pugghashab mugghashab budak wanita itu
dalam keadaan bertambah, lalu berkurang, kemudian bertambah.

Lalu Al Mawardi berbicara tentang masalah pertama dan
gambamn masalahnya bahwa pada seorang budak wanita gnng

mana nilainya bertambah di tangan pengghashab dengan
kebaikannya, atau dengan dnjarinSa Al Qur'an hingga bertambah
hargarrsn menjadi seribu dirham, kemudian berkumng karena
terlupakan atau karena kurus atau karqra sakit hingga keadaannSn

kembali seperti semula yang harganln tidak lebih dari serafus

dirham. Maka dalam hal ini pagghasha6 harus mengembalikan

budak wanita ifu dan bersarnanya uang senilai sembilan rafus

dirham, karena berkurangnya sesuafu yang telah bertambah Srang

terjadi selama bemda di tangannp.

Dan dalam hal ini Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa
pengghasha6 hanrs mengembalikan budak wanita ifu dan Udak

ada kalajiban atau tanggung jawab baginya terhadap sesuafu yang

telah bertambah. Lalu sesuatu ifu berhrang dari budak wanita ifu
selama di tangannSn berdasarkan kaidah bahwa dia telah
mengembalikan apa lang telah dia ghashab kepada pemiliknp
dalam keadaan ufuh sebagaimana pada saat dia mengghashab
budak wanita itu. Dan juga hal ini didasari pada keadaan bahwa

bertambahnya nilai dari budak wanita itu di tangan pengghashab
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terkadang disebabkan oleh bertambahnya harga di pasaran, dan

tidak menutup kemungkinan bertambahnya nilai dari budak wanita

ifu karena bertambah dengan sendirinya.

Dan dikarenakan bertambahnya nilai dari seorang budak

wanita tidak menjadi tanggung jawab bagi pengghashab jika nilai

dari budak wanita ih.r berkurang, maka begihr pula keadaannya

berkenaan bertambahnya nilai suatu benda, yaitu tdak ada

tanggung jawab bagi pengghashabiika nilai benda itu berkurang.

Dan solusinya adalah dengan cara qiyas, yaifu bahwa

bertambahnSn nilai dari budak wanita itu terjadi pada saat berada

di tangan pengghashab, maka dir'rnjibkan baginSn untuk

bertanggung jawab terhadap bertambahn5n nilai dari budak wanita

itu beserta apa yang telah dia ghashab, pitu wujud dari budak

wanita itu sendiri. Jika pada perkara ini dilakukakan qiyas terkait

dengan bertambahnya nilai budak wanita ifu di pasaran maka qiyas

seperti tertolak, begihr pula jika pada perkara ini dilakukan qiyas

terkait dengan rusaknya suahr benda, maka qilns seperti inipun

tertolak, karena dasar dari qiyas adalah tidak sama. Dan bahwa

sesunggUhnya pertanggungiawaban terhadap perbuatan ghashab

merupakan tuntutan terhadap apa yang telah dighasha6 dengan

tangan dan tidak ada tunhrtan terhadap apa yang belum di-

ghashabdengan tangan.

ndakkah engkau ketahui bahwasann5a jika seandainSn

seekor domba masuk ke dalam rumah seseorang, maka tidak ada

tanggtrng iaunb bagi orang itu terhadap domba itu, sekalipgn

domba itg berada di wilaSnh kekuasaannla. Dan begitu pula

halnya iika seandainp domba ihr diterbangkan oleh angin kencang

ke dalam rumahnya, udak ada baginf pertanggun$awaban,

karena hal itu teriadi bukan karena perbuatannyra, dan begitu pula
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dengan bertambahnya nilai suafu benda yang terjadi di tangan
pengghashab.

Dalil kami adahh bahwa se$rngguhnya yang berkurang itu
adalah zat atau ul{ud dari benda di tangan pengghasha4 maka
dia wajib bertangsLtrrg iaunb atas berkurangnya apa-apa yang
terkandung dalam benda ifu, baik wujudnya ataupun nilainya.
Dimana ketetapan dalam kaidah ini dapat diqiyaskan pada saat
kondisi rusalrrya hdak wanita ifu dengan kondisi saat budak
wanita ifu &gtwlnb, sebagaimana jika seseorang meng-
ghashabnya dabrn keadaan sehat, lalu budak wanita itu menjadi
sakit, atau saat hdak tryanita ifu gemuk, kemudian dia menjadi
kunrs, dan juga fila, p-qghasl*b menjr.ral budak wanita yang di-
ghashab ifu s€tdah teriadinya penambahan pada budak wanita ifu
maka penggtffi lErus bertanggung jawab atas berlmrangnya
nilai budak itr lrlaka bqgitu pula harnp jika budak wanita itu
belum dia jual

Dan dahm hal pedang$mgiau,aban terhadap sesuafu 5rang
berkrrang dari sesntr yang ttglnshab, maka dalam hal ini
terdapat dua perrdapat:

Pendapat pertama: Dan ini adalah pendapat Ibnu Abu
Hurairah rgg, dalam hal ini dia berpendapat bahwa berkurangnya
benda yang &gM,b ifu tidak termasuk sesuafu yang harus
dipertanggungrilabl'n oleh ptgghashab, merujuk kepada
pendapat Imam Aqrqnfi'i tentang orang yang melalarkan tindak
kejahatan parla rnata orang lain, lalu mata orang ifu menjadi buta,
maka dalam hal ini harus diambil dari pelaku kejahatan itu denda
atau ganti nrg akibat perbuatannya. Tidak lama kemudian
kebutaannya trr hilang, maka dahrn kondisi seperti ini omng yang
telah hilang dar4n kehrtaannya harus mengembalikan denda atau
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uang ganti rugl yang telah dia terima, karena telah hilang darinya

alasan atau dasar yang menyebabkan dia menerima denda atau

uang ganti rugi dengan kembalinya penglihatannya, maka

demikian pula halnya bagi peng-ghashab.

Pendapat keduat Dan ini adalah pendapat Abu Sa'id Al

Ishthakhri, dan pendapatrya ini lebih mendekat kepada pendapat

Imam AsySyafi'i, yaihr pendapat yang mengatakan bahwa

berkurangnya benda yang dighasha6 ifu termasuk sesuatu yang

harus dipertanggungjawabkan oleh pengghasha4 maka dia harus

mengembalikan budak wanita itu dan bersamanya uang sebanyak

sembilan ratus dirham sebagaimana yang telah kami nukilkan

dalam bahasan sebelumnya pada buku ini dari pendapat Imam

AsySyafi'i, dan bahasan dari pendapat kedua ini adalah sebagai

berikut:

Bahwa jika pada benda yarry dighashab te4adi sestrahr

yang sifatrya berkurang pada benda tersebut, maka pada kondisi

inilah adanya kalaiiban baE peng ghashab untuk bertanggung

jawab terhadap sesuafu yang berkurang tersebut, lalu setelah ifu

teriadi sesuahr pada benda itu yang menyebabkan benda itu

bertambah nilai atau harganya, maka benda itu beserta segala

sesuahr yang terjadi pada benda ihr adalah milik orang yang di-

ghashab, dan tidak diboleh bagt pengghashab untuk

membebaskan dirinya dari orang yarg &ghasha6 terhadap segala

sesuafu yang menjadi miliknya berupa benda dan nilai atau harga

yang mengikuti benda ihr berupa kelebihan atau kelnrangan.

Akan tetapi keadaan ini tidaklah sama dengan kasus

butanya mata seseorang akibat tindak kejahatan orang lain, karena

pertanggungjawaban dalam hal ini disebabkan oleh perbuatan,
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sementara pada kazus ghashab, maka pertanggungiawabannya

dalam hal ini disebablon oleh tangan-

Dan kdasarkan dua pendapat diatas, maka masing-

masing pendapat mempunyai cabang-cabangnya, antara lain:

Menurut pendapat Abu sa'id Al Ishthakhri, jika budak wanita yang

dighashab wafat, maka pergghashab bertanggung jawab

terhadap pemilik budak wanita itu dengan membayar kepadanSa

nilai dari budak uanita ifu dan iuga membayar nilai dari sesuatu

png berkurang dari budak wanib itu unlaupun berulang-ulang'

Dan juga bercabang dari pendapat ini, bahwa jika seseorang

mengghasha$ budak ruanita yang nilainya sebesar seribu, lalu

budak ifu sakit hingga nilainya menjadi serafus dirham, kemudian

dia sembuh lagi hingga nilain5ra kembali menjadi seribu dirham,

kemudian sakit lagi hingga nilainla menjadi seratus dirham, maka

berdasarkan pendapat Abu Ali bin Abu Hurarah.$ dalam kasus

seperti ini, diu/aJlbkan kepada pary'ghasha6 untuk mengembalikan

budak \ ranita beserta nilai yang berkurang dari budak wanita ifu

3aifu uang sebesar sembilan ratus dirham sekali saja.

Semerrtara menunrt pendapat Abu Sa'id dalam kasus ini,

diwa;ibkan kepada pengghashab untuk mengembalikan budak

wanita beserta nilai Snng berkgrang darinya, yaitu uang sebesar

seribu delapan rahrs dirham dua kali, dan begitu juga selanjuhya

jika nilainya berlnyang dan benrlang-ulang berkurangnya hingga

serafus kali, maka dia bertanggulg jawab serahrs kali juga atas

berkurangn5n nilai budak wanita itu. Dan jika budak wanita itu

kembali seperti sernula setelah dua kali mengalami berkurangnya

nilai, kemudian budak itu dikernbalikan kepada tuannya, maka

menunrt pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah tidak ada ka,rnjiban

apapLrn bagi peng ghashab, dan menurut pendapat Abu Sa'id,
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maka pengghasha6 harus bertanggung jawab terhadap serafus

kali kehrrangan. Wallahu 'Alam Bishshaumab.

Asy-Syirazi ag berkata: Pasal: Jika benda 57ang di-
ghashab bertambah di tangan pengghashab,
sebagaimana jika lpng yang dighashab adalah sebuah
pohon, lalu pohon itu berbuah, atau llang dighashab
ifu adalah seorang budak wanita, lalu budak wanita ifu
menjadi gemuk atau dia melahirkan seorang anak
budak, kemudia4 benda yang &ghashab itu rusak,
malra pengghashab bertanggung jaurab terhadap semua
hal ifu. Karena semua ifu adalah harta milik orang yang
dighashab yang didapatkan darinya oleh pengghashab
dengan cara meng ghashab, maka pengghashab harus
bertanggung jawab terhadap kerusakan lnng terjadi
pada apa lnng &a ghasha6. Dan jika budak wanita itu
membuang analrrya dalam keadaan mati, maka dalam
keadaan ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Bahwa pengghashab
bertanggung jawab terhadap matingla anak ifu dengan
mengganti nilai anak ifu seharga pada saat anak ifu
dilahirkan sebagaimana seandain5Ta anak ifu hidup,
karena dia telah menggri ashab anak ifu dengan cara
mengghashab iburyn, maka dia hanrs bertanggung
jawab terhadap kerusakan pada anak ifu sebagaimana
dia bertanggrrng jawab terhadap kerusalran pada
ibunlp.

Pendapat kedua: Bahwa pngghashab fidak
bertanggung jawab terhadap matin5n anak itu, dan ini
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adalah pendapat Abu Ishaq, karena posisi keberadaan

anak ifu adalah sebagai pembatas antara dia dengan

pemilik budak, yaitu pada saat anak itu dilahirkan, dan

fidak ada nilai pada anak yang keadaannya sudah mati

saat itu, maka tidak ada tanggung jawab bagi peng-

ghashab. Lain halnya iika budak wanita itu membuang

anaknya dalam keadaan hidup, kemudian anak ifu mati-

PasaL Dan jika dia mengghashab dirham, lalu

dengan dirham itu dia membeli barang-barang

dagangan dan dari hasil perdagangan ifu dia mendapat

keunfungan, maka terdapat dua pendapat dalam hal

kenntungan disini; Imam AslrSyafi'i dalam Qaul Qadint
n5n berpendapat bahwa keuntungan itu adalah milik
orang lnng dlghashab, karena pengghashab 

l

mengembangkan harta miliknya, sehingga kedudukan j

keuntungan itu sarna dengan buah dari pohon yang di- 
l

ghashab dan juga sarna dengan anak yang lahir dari 
i

budak wanita yang di-ghashab. Berdasarkan ini maka 
I

pengghashab bertanggung iawab iika teriadi kerusakan 
I

di tangannya pada apa yang telah dia ghashab seperti 
I

buah dan anak 
I

Sementara itu Imam Asy-Syafi'i dalam Qaul I
Jadidtya berpendapat bahwa keuntr.rngan itu adalah I
milik pengghashab, karena dia telah berusaha dengan I
harta itu, maka hasil dari harta itu adalah miliknya- 

I
Pasal Jika seseorang mengirh ashab seorang I

budak, lalu budak ifu memburu hewan buruan, rrruku I
hewan buruan itu adalah milik fuannya, karena tangan I
seorang budak adalah seperti tangan fuannya, *uka I
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hewan hasil buruannya adalah seperti heunn hasil
buruan fuannya. Dan apakah ada kewajiban bagi peng-
ghashab untuk membagnr nilai waktu budak itu yang
digunakan untuk berburu selama budak itu berada di
tangannSn? Mal<a dalam hal ini ada dua pendapat,
yaitu:

Pendapat pertama: Dia wajib membayar nilai
waktu dari budak ifu, karena dia telah merusak
manfaat-manfaat lpng ada pada

Pendapat kedua: Dia tidak wajib membayar nilai
waktu dari budak itu, karena manfaat-manfaat glang ada
pada waktunya itu telah menjadi milik tuann3;a.

Dan jika seseorang metgghashab hewan
pemburu seperti mzrcrn fufuI pemburu dan elang
pembum, lalu dia berburu dengan hewan buruan ifu,
malra dalam hal hewan hasil buruannya ifu ada dua
pendapat:

Pertama: Bahwa hewan hasil bunran ifu adalah
milik pengghashab, karena sesungguhqn dialah orang
yang mengutus heuran buruan, sementara hewan
buman ifu hanyalah sebagai alat, maka hewan hasil
buruan adalah miliknya, sebagaimana jika seseorang
mengghashab anak panah, lalu dengan ifu dia berbum
herpan. Dan pengghashab wajib bertanggung jawab
terhadap upah dari hewan buruan ifu, karena dia telah
menrsak manfaat-manfaat yang ada pada pemilik
herpan buruan.

Kedua: Bahwa herpan hasil buruan itu adalah
milik orang yang dighashab, karena prAghashab
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telah mempekeriakan harta orang lain, maka hasil dari
harta itu adalah milik pemilik harta, sebagaimana

buruan seorang budak. Mat<a dalam hal upahnya
terdapat dua pendapat, sebagaimana telah kami

sebutkan diatas tentang budak.

Pasal: Jika seseorang mengghashab suafu benda,

lalu tanpa diduga-duga benda itu berubah wujud selama

berada padanya, seperti telur berubah meniadi anak

ayarn, atau biii-bijian berubah menjadi tanaman, atau

tanaman berubah menjadi biji-bijian, maka benda yang

telah berubah itu adalah milik orang yang dighashab
karena wujud benda itu adalah harta miliknya. Akan
tetapi jika nilai benda itu berkurang karena teriadinya
perubahan yang fidak didugadugd, maka benda itu
harus dikembalikan kepada pemilikn5Ta beserta nilai
ganti rugi dari nilai yang berkurang pada benda itu,
karena hat itu terjadi di tangannya.

Dan iika seseorang mengirfiashab sari buah

anggur, lalu menjadi minuman khamer, maka peng-
ghashab bertanggung iawab unfuk mengembalilrannya

dalam benfuk sari buah anggur yang serupa, karena

dengan berubahnya meniadi khamer menyebabkan

hilang nilainln, hingga menjadi seperti jika seseorang

mengghashab seekor hewan, lalu hewan ifu mati. Akan
tetapi iika khamer itu berubah menjadi cuka, maka

pengghashab harus mengembalikannya. Dan iika cuka

itu dikembalikan kepada pemiliknSTa, maka peng-
ghashab wajib bertanggung iawab terhadap sari buah

anggr-u? Dalam hal ini ada dua pendapat:
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Pertama: Dia wajib bertanggung jawab, karena
cuka bukanlah sari buah ang[Jur, maka tdaklah hilang
tanggung jawabnSTa dengan mengembalikan cuka, y.rng
meniadi kewajiban tanggung jawabnya adalah karena
dia telah menghancurkan sari buah anggur.

Kedua: Dia tidak wajib bertanggung jawab,
karena cuka adalah wujud dari sari buah anggur,
sehingga fidak ada kewajiban tanggung jawab terhadap
sari buah anggur bagiryn, jika dia telah
mengembalikannya dalam bentuk cuka. Dan
berdasarkan pendapat ini jika nilai atau harga cuka
dibawah harga sari buah ang[lur, maka cuka
dikembalikan beserta uang ganti rugi unfuk mengganti
harga yang telah berkurang dari harga sari buah
anggur.

Pasal: Jika seseorang mengghashab sesuafu, lalu
darinp dia membuat sesuafu lainnya yang
menyebabkan sesuafu ifu bertambatr harganya, seperti
dari kain lalu dia iadikan baju, atau dari kapas lalu dia
iadikan tenunan, atau dari tenunan lalu dia jadilon
jahitan, atau dari emas lalu dia jadikan perhiasan, atau
dari kayr lalu dia jadikan pinfu, maka sesuafu lpng
telah jadi itu hanrs dikembalikan kepada pemilikqn.
Karena sasuatu !/ang telah jadi itu adalah wujud asal
dari hartanp dan peng ghashab tdak bersekutu dalam
kepemililran hartanp ifu dengan mengganti tenaga
kerjanya, karena tenaga yang dia keluarkan adalah
konstribusiqTa terhadap harta orang lain, maka dia
fidak bersehrtu dalam hal kepemilikan harta dan tidak
ada ganti bagmya-
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Penjelasan Hukum: Imam AsySyafi'i berpendapat:

Anak dari seorang budak wanita yarry dighashab yang dilahirkan

saat di-ghashab, maka anak itu termasuk sesuatu yang harus

dipertanggungjawabkan oleh peng-ghashab, baik kehamilannya

telah ada pada saat dighashab ataupun kehamilan itu terjadi

setelah itu.

Imam Abu Hanifah berpendapat: Anak dari seorang budak

wanita yang dighashab, maka anak itu tidak termasuk sesuafu

yang harus dipertanggungjawabkan oleh pengghashab, baik

kehamilannya itu telah ada pada saat dighashab ataupun

kehamilan ihr terjadi setelah itu, kecuali jika dia telah mencegahnya

setelah adanya permintaan, maka tidak ada pertanggungjawaban

setelah adanya upaya unfuk mencegah, hal ini berdasarkan pada

apa yang disebutkan dalam bahasan bertambahnya badan, yaifu

bahwa terjadinya sesuatu di tangan pengghasha6 yang terjadi

bukan dari perbuatannya, maka tidak ada pertanggungiawaban

bagi peng ghashab ifu, seperti adanya angin yang menerbangkan

pakaian kepadanya atau seperti pada seekor domba yang masuk

ke dalam sebuah rumah.

Dalil kami adalah bahwa (kedudukan)anakdari seomng budak

wanita yang &g[nsln6 di tangan (di hadapan] pe.rgghasha6 adalah

bagaikan ibu, berdasarkan dalil bahwa iika dia {peny-ShashaA

membuat pemyrataan, maka pemyataannya ih.r diterima karena

kedudukan tangannya, sehingga dihanrskan unh,rk menjadikan

penrmpamaan pengghashab dengan tangann5a adalah seperti

ibun5a. Dan bahwasanyra juga pertanggungjar,vaban pada perbtratan

Slnshab adalah lebih kuat daripada pertanssungrawaban pada

seorang budak, kemudian telah ada ketetapan bahr,ra anak heuran

buruan juga termasuk sesuahr 5nng dipertanggungiawabkan oleh

omng yang tidak berhak memilikinln, maka anak dati sesuatg yang
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dighashab lebih utama untuk dipertanggun$awabkan oleh peng-

Shashab karena anak adalah pengembangan dari suafu pokok yang

harus dipertanggungiawabkan karena ada penyerangan, sehingga

tepaflah jilo dalam hal ini kedudukan anak adalah sesuatu ynng

dipertanggungiavvabkan dan juga diposisiskan sebagai sesuahr yang

dighashab seperti suta dan susu. Karena benda itu berhubungan

langsung dengan benda yarg dghasha4 maka tepatlah jika benda

ihr dijadikan bagian dari apa-apa yang harw dipertanggungiawabkan,

seperti lemak dan buah dari tanaman, dan juga dikarenakan sesuafu

yang dipertanggunlru/abkan karena tndak kejahatan maka seqrafu

ifu juga dipertanggungiawabkan karena perbuatan ghaslnb sebagai

sestratu 5ang terpisah, dan juga karena telah ada pernbenaran bahwa

seseorang bertanggung jawab atas pe$utan mengghashabnp

pada benda lang berada pada ternpatn5a, seperti dirham-dirham

dalam dompet dan perhiasan pada tempahya.

Sedangkan bantahan terhadap pendalilan mereka tentang

domba ke rumahnp, dan pakaian jika diterbangkan

angin kepadanya, maka pada kasus seperti ini tdak ada unsrr

penyemngan atau pemaksaan, maka tidak ada pertanggungjawaban

dalam kondisi seperti ini. Sedang pada kasus anak dari seorang

budak wanita, maka dalam hal ini ada unsrr penyerangannSn atau

pemalsaan dengan menahan anak itu, oleh karena ifu dihmM

kepada pelakunya tanggung jawabnya. ndakkah Anda tahu bahwa

masuknya heunn br.rnran ke fidaklah hal ihr

menyebabkan dia bertanggung jawab, karena dalam hal ini tdak

ada unsur p€nyerangan, dan beranaknya heunn br-rman di

tangannya, maka hal itu tidak menyebabkan dia bertanggung jauab

akan hal ihr karena disini ada unsur penyemngan.

Maka jika telah ada ketetapan bahwa anak dari orang yang

dighashab ifu masuk dalam pertanggungjawaban pengghashab,
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maka sama saja halnya apakah anak itu rusak setelah

memungkinkan dikembalikan ataupun sebelum memungkinkan

dikembalikan dalam hal pertanggungjawaban nilainya yang

dihitung berdasarkan keadaan-keadaannya dari sejak ia dilahirkan

hingga saat anak itr.r rusak atau berkurang nilainya.

Dan jika berkurang nilai ibunya setelah persalinan -jika
berkurangnya bukan karena kehamilan- maka peng-ghashab

bertanggung jawab atas berkurangnya nilai ibu ifu beserta nilai dari

anaknya, dan jika berkurangnya karena waktu, maka peng-

ghashab tidak bertanggung jawab atas kedua hal itu bersamaan,

karena adanya pertanggungjawaban kepada anaknya adalah

dikarenakan adanya pertanggungjawaban kehamilan, maka peng-

ghashab bertanggung jawab dua kali lipat berupa berkurangnya

kehamilan (nilai ibu)dan nilai dari anak.

Dan jika telah ada ketetapan pada apa yang telah kami

terangkan diatas, maka anak ifu memiliki tiga keadaan yang harus

dipertanggungjawabkan pada ketiga keadaan itu, satu keadaan

tidak dipertanggungjawabkan dan safu keadaan diperselisihkan

dalam hal pertanggungjawabannya. Sedangkan tiga keadaan yang

harus dipertanggungjawabkan adalah keadaan di-ghashab,

keadaan pada tindak kejahatan dan keadaan pada saat ihram,

maka pertanggungjawaban pada ketiga ihr wajib seperti tanggung

jaunb seorang ibu bagi peng-ghasha6. Sedangkan keadaan yang

tidak ada pertanggungjawaban pada anak adalah pada akad sewa,

pada akad gadai dan pada akad titipan, maka anak yang disewa,

atau anak yang digadaikan, atau anak yang diutipkan tidak

dipertanggungjawabkan seperti pertanggungjawaban seorang ibu.

Sedangkan keadaan yang diperselisihkan pertanggung-

jawabannya pada anak adalah dalam hal pinjam-meminjam dan
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pada hal jual-beli yang rusak, maka dalam mempertanggung-

jawabkan anak dalam kedua perkara ini terdapat dua pendapat

yang kedua pendapat itu berdasarkan dari apa lrang diperselisihkan

sahabat-sahabat kami pada masalah pertanggung-jawaban seorang

ibu dalam hal pinjam-meminjam dan jual-beli yang nrsak, apakah

pertanggungjawaban ghashab atau bukan? Terdapat dua pendapat

dalam hal ini.

Pendapat pertama: Bahwa hal itu adalah pertanggungiawaban

ghashab, dan berdasarkan pendapat ini maka anak dipertanggung-

jawabkan dengan dua loli lipat tanggung jauab, yaihr pertangg.mg-

jawaban tehadap nilai anak ihr dan pertanggun$awaban terhadap

berkurangnSa (nilai ibu kanena) kehamilan seperti dalam pertanggung

jawaban dalam pet&ara ghashab.

Pendapat kedtnt Bahwa hal itu adalah pertanggr.ngjawaban

akad, dan bendasarkan pendapat ini anak tidak dipertanggung-

jawabkan, karena dia belum termasuk dalam isi akad (transaksi).

Akan tetapi jika seseorang mengghasha6 harta, lalu dengan harta

ifu dia melakukan jual-beli dan sia mendapat kannfungan, maka

dalam hal keunfungannya ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Ini adalah pendapat Imam AsySyaf i
dalam Qaul QadimrrSra, dia berpendapat bahwa keunfungannya ifu

adalah milik orang yang memiliki harta. Dan ini juga merupakan

pendapat Imam Malik.

Pendapat kedua: Bahwa keunttrngan itu adalah milik peng-

ghashab. Dan ini merupakan juga pendapat Imam Abu Hanifah,

dan akan kami paparkan alasan-alasan kedua pendapat ifu dalam

bab qiradh. Akan tetapi jika seseorang mengghashab sesuafu, lalu

dengan sesuatu ihr dia berbum, maka dalam hal ini ada tiga

bagian:

L--
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1.

2.

Sesuatu itu dalam bentuk alat seperti jaring dan panah,

maka dalam hal ini hewan hasil buruan adalah milik peng-

ghashab dan baginya dikenakan upah atau nilai sewa dari

alat itu.

Sesuatu itu dalam bentuk budak, maka dalam hal ini heuran

hasil buruan adalah milik orang yang dighashab, karena

tangan budak ifu adalah tangan kepunyaan orang yang

memilikinya, yaitu tuannya. Dan apakah peng-ghashab

dikenakan biaya upah atau uang ser,va budak ihr selama dia

menggunakannya unhrk berburu, maka dalam hal ini ada

dua pendapat.

a. Dia wajib membayar upah atau uang ser,r,ra budak ifu,

karena dia adalah pengghashab.

b. Dia tidak wajib membayar upah atau uang sewa

budak itu, karena manfaat-manfaat dari heruan hasil

buruan telah menjadi milik orang yang dighashab

pada saat ifu.

3. Sesuafu ifu dalam bentuk hewan pemburu seperti aniing,

macan tutul dan harimau, maka berkenaan helvan hasil

buruannya ada dua pendaPat:

Pertama: Heu;an hasil buruan ifu adalah milik peng-

ghashab karena dialah yang mengirim her,rnn pembunr, dan

berdasarkan hal ini, maka diharuskan baginya unhrk membayar

nilai atau upah set Ja macan dan harimau. Dan apakah ada

keharusan baginya unhrk membayar nilai atau upah aniing? Mal(a

dalam hal ini ada dua pendaPat:

Imam Asy-Syafi'i berpendapat Jika pengghashab meniual

budak wanita yang dia ghashab, lalu pembelintn membuatrya
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beranak, kemudian orang yang dighasha6 menunfut haknya dan

mengambilnya dari pembeli berupa mahar dan berupa nilai, atau

harga dari budak wanita itu jika budak wanita itu dalam keadaan

mati, dan mengambil budak wanita itu jika dalam keadaan hidup,

dan orang yang dighasha6 juga mengambil nilai atau harga dari

nilai anak-anaknya jika mereka terlahirkan dalam keadaan hidup,

dan tidak mengambil nilai atau harga dari anak-anak ihr jika

mereka terlahir dalam keadaan mati, dan pembeli menunfut

kepada pengghashaD untuk mengembalikan seluruh nilai yang

telah dia terima dari nilai il*, karena dia telah menipunln.

Hingga dia (lmam Ary-Syafi'i) mengatakan: Dan pengghashab

dikenakan denda jika dia tidak mendatangkan pengganti png
serupa atau nilai yang serupa.

Cabang: Jika seseorang telah mengghasha6 sebutir telur,

lalu dari telur ihr menetaslah seekor anak ayam, maka anak ayam

ifu menjadi milik orang yang di-ghasha6, karena anak alnm ifu
menetas dari telur miliknp. Dan jika dia mengghashab darinya

seekor domba betina, lalu ia dikumpulkan dengan domba jantan,

lalu beranaklah domba betina itu, maka anak domba itu adalah

milik pengghashab, karena dialah pemilik induknya sementara

orang yang dghashab tdak berbuat apapun pada saat domba
jantan itu dikumpulkan dengan domba betina itu. Akan tetapi lain

halnya jika teriadi kekurangan pada badan domba betina hingga

nilainya berkurang, maka pada saat iht pengghashab hanrs

mengganti nilai atau harga yang berkurang dari domba betina itu

kepada pemiliknln.

Dan jika seseorang mengghasha6 seekor domba, lalu

domba itu disembelih dan dimasak, maka tidak ada hak
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kepemilikan bagi peng -ghashab terhadap domba yang telah masak

itu, dan domba yang sudah masak itu harus dikembalikan kepada

pemiliknya beserta apa-apa yang kurang dari nilai domba itu.

Imam Abu Hanifah berpendapat dalam hal ini: Terkadang karena

suatu keadaan domba yang telah dimasak itu telah menjadi milik
peng-ghasha4 maka dalam kondisi seperti ini dia dituntut untuk

membayar nilai atau harga dari domba itu. Hal ini berdasarkan

dalil riwayat Ashim bin Kalib dari Abu Burdah bin Abu Musa,

bahwa Nabi $ mengunjungi suatu kaum dari kalangan Anshar,

lalu mereka menpguhkan kepada beliau seekor domba yang telah

masak, lalu beliau memakan sesuap dari domba masak itu, akan

tetapi belum beliau menelannya, beliau pun bersaMa, "Ada apa

ini, mengap aku frdak berkenan unfuk menelann5n? Sungguh

pada domba ini ada sesuafu. "Mereka berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya kami telah mengambilnya dari Bani Fulan, dan

sesungguhnya jika mereka menepati, maka kami akan meminta

mereka terhadap kami." L-antas beliau pun bersaMa, "Berilah

domba masak ifu kepada para bwanan agar mereka

mernakannya.' Maka dalam hal ini Beliau db telah menjadikan

domba masak ifu sebagai milik mereka karena beliau $$ telah

memerintahkan mereka unfuk memberi domba masak ifu kepada

para tawanan. Seandainya mereka belum memilikinya, maka pasti

beliau # akan melarang mereka.

Dan dalil kami adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi $,
bahwa Beliau $ telah bersaMa,

lr ,'; ^>l g'a'e *fu,'y Y
o

.Y e ?+r.
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"Tidak hakl bagi seseorang dianbn l<alian dari harb
saudann5n keanali dengan (cara) tnng meryrcnangkan jiwa
darnja. 'Maka berkata kepada beliau # A-r bin Hazm, "Wahai

Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika alar mendapatkan

kambing anak pamanku lalu aku memilih darinya seekor domba?"

Beliau $ bersabda,

I z , , /. o /

*rti>V; ) a:j3,, *; a;Ji W oi

.6bt6 yi

"Jil<a lamu menemukan domba dan baaman5a pdang
dan senapn disuafu tempat bemama Jamisy 1nifu suafu tempt
di pdang pasA anbn Makkah dan Madinah- mala
l<amu mengambihSm!'

Al Maurardi mengatakan: Sedangkan kabar atau riurayat

hadits tentang domba Snng diambil dari Bani Fulan, maka dapat

diartkan bahwa mereka mengambil domba itu atas izin dari Bani

Fulan tanpa menggunakan harga tertenfu, dan dapat pula diartikan

bahwa mereka tidak sempat atau berhalangan unhrk meminta izin

dalarn rangka memenuhi kebuhrhan makanan mereka, lalu mereka

melakukan hak itu unfuk menjaga harga atau nilai dari domba itu
bagi pam pemiliknya.

Aslrsyirazi e berkata: Pasal: Jika seseorang

mengj'/rasfiab sesuatu, lalu dia mencampurinSTa dengan
sesuatu !/ang tdak bisa dibedalen sezuafu ifu dengan
sesuafu yang silna ienisnSn, seperti jika sesieorang
mengghashab safu sha' minlpk, lalu dia
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mencampurinya dengan safu sfia' dari minyak miliknya,

atau safu sha' makanan, lalu dia mencampurinya

dengan safu sha' dari makanan miliknya, maka dalam

hal seperti ini ditinjau terlebih dahulu-

Jika dia mencarnpurinya dengan sesuafu yang

sama nilainya, maka pengghashab hams

mengembalikan safu srla' darinya kepada orang yang

dighashab, dan tidak mungkin baginya mengembalikan

safu s/ra' yattg sama karena telah bercampur dengan

satu sha' yang lain. Atau boleh bagi iuga pengghashab

unfuk memberi sebagian dari hartanya kepada orang

yang dighashab, dan harta yang diberi adalah sesuai

dengan nilai apa yang dia ghashab- Dan iika peng-

ghashab hendak membalnr kepadanya nilai yang sarna,

akan tetapi dari jenis yang berbeda, sementara orang

yang dighashab menginginkan dari ienis yang serupa,

maka dalam hal ini ada dua PendaPat:

Pertama: Dan ini adalah sebagaimana yang

tercantum pada nash yaifu, bahwa pilihan diberikan

kepada pengghashab, karena dia tidak mampu untuk

mengembalilon wuiud benda aslingra, sehingga

dibolehkan baginya untuk memberikan ganti kepada

orang yang dighashab benda yang serupa sebagaimana
jika benda itu hancur.

Kedua: Ini adalah pendapat Abu Ishaq dan
pendapat Ali bin Abu Hurairah,&, maka pengghashab

wajib memberikan ganti kepada orang yang dighashab

bempa safu sha' dari benda lrang seienis, karena ia

mampu untuk membaSnr kepada orang yang dighashab
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sebagian dari hartanya, maka tdak bisa berubah
menjadi pengganti untuk membayar keseluruhannya-
Sebagaimana iika seseor:rng mengghashab safu sha',
lalu rusak sebagiannya, kemudian pengghashab
mengganti sebagian yang rusak ifu dengan campuran
yang lebih baik, lalu jika pengghashab telah berupaya
unhrk mengganti dengan yang serupa, maka orang

lrang dighashab harus menerimanln, karena peng-
ghashab telah membayarkan sebagian hartan3Ta kepada
orang yang dighashaD beserta sebagran benda senrpa
yang lebih baik. Dan jika pengghashab telah berupa37a

unfuk mengganti dengan yang serupa dari jenis yang
lain, sementara orang yang &ghashab tetap meminta
safu sfia' dari ienis yans sarna, maka dalam hal ini ada
dua pendapat:

Pendapat pertama: Bahura hal ifu adalah
sebagaimana telah tercantum dalam nash, lraifu hak
memilih diberikan kepada pengghashab, karena dia
tdak mampu unfuk mengembalilran safu sfia'yang di-
ghashab dalam bentuk aslinya karena telah tercampur,
malra orang yang dighashab hanrs menerima darin5Ta

safu stla'yang serupa.

Pendapat kedua: Bahwa safu sha' lrang di-
glnshab itu hanrs diiual selurutrnya dan hasilngp
dibagikan kepada mereka berdrn berdasarkan nilai
benda mereka masing-masing, dan ini adalah ketehpan
yang tercanfum dalam nash tentang kepailitan. Karena
jika ldta melalnrkan hal ifu, maka berarti hta telah
berupaya untuk membawa setiap sahr diantara kedrn
orang ifu kepada unrjud atau zat harta mereka masing-
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masing, dan iika memungkinkan untuk

mengembalikannya dalam benfuk harta, maka tidak
boleh unfuk mengembalikannya dalam bentuk benda
pengganti yang sempa. Akan tetapi, jika sesuafu yang

menjadi bagran dari hak milik orang yang dighashab
bempa nilai atau uang lebih sedikit dari nilai bendanya,

maka nilai yang berkurang itu hams dipenuhi dengan

mengurangi bagian yang ada pada pengghashab,

karena kekurangan ifu teiadi akibat perbuatannya,

sehingga dia pula yang hams bertanggung jawab-

Dan yang hampir sama dengan kasus ini adalah
jika orang yang dighashab menunfut agar dibayarkan

kepadanl2a bempa minpk 3lang telah bercampur dalam

takaran nilai hartanSn, maka dalam hal ini ada dua

pendapat:

a. Hal itu tidak dibolehkan, dan ini adalah

pendapat Abu Ishaq, karena dia telah mengambil

sebagian sha'dari sha'yang bukan miliknya dan hal ini
adalah riba.

b. Hd itu dibolehkan, karena riba bisa teriadi
pada transaksi iual-beli dan pada kasus ini tidak ada

unsur jual-beli, akan tetapi yang ada adalah bahwa

seseorang mengambil sebagian dari haknya dan

meninggdlon sebagian lain yang bulon haknya, seperti

seseorang memiliki safu dirham pada orang lain, lalu

dia mengambil sebagian dan meninggalkan sebagran

lainnya.

Pasal: Dan iika pengghashab mencampurinF
dengan sesuafu yang nilainya lebih rendah, lalu orang
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yang dighashab menunfut kepadanya agar
mengembalikan safu srla' dari benda aslinya, dan peng-
ghashab tidak mau melakukannp, maka dia harus
dipaksa unfuk mengembalikannya, karena dia (peng-
ghashabl telah ridha untuk mengambil hakryn dalam
kondisi berlmrang. Dan jika orang yang dighashab
menuntut benda yang sempa dan pengghashab Udak
mau melakukannya, maka dia hams dipaksa unfuk
mengembalikanngTa dalam bentuk benda yang serupa,
karena yang telah bercampur ifu bukanlah hak peng-
ghashab, sehingga dia tidak boleh mengambilnya.

Dan diarrtara sahabat-sahabat kami ada yang
berpendapat bahwa benda yang telah bercampur itu
harus dijual semu.rnya dan harganya dibagikan kepada
mereka berdua berdasarkan nilainya masing-masing,
agar setiap safu diantara mereka mencapai kepada inti
hartan5n, dan jika nilai yang diterima oleh orang yang
dighashab adalah lebih sedikit dari nilai hartanSn, maka
pengghashab bertanggung jawab unfuk melengkapi
nilainya ifu, karena berkurangnya nilai harta itu akibat
perbuatannya.

Pasal Jika seseorang mengg'iasfrab sesuafu, lalu
dia mencampurinSn dengan sesuafu !/ang Udak dari
sejenisnya atau fidak dari semacamn!,Er. Malta iil<a
memunghnlon untuk dibeda-bedakan seperti gandum
jika bercampur dengan kurma, atau gandum putih
bercampur dengan gandum coHat, rnaka harus
dipisahkan atau dibeda-bedalnn dan dikembalikan
kepada pemilikn5Ta. Sementara iika fidak mungkin unhrk
dibeda-bedalran seperti minlpk jika ia bercampur
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dengan minyak wijen, maka pengghashab hanrs

menggantinya dengan sahr sha'lpng serupa' karena ia

tidak mampu unfuk mengembalilGn umjud atau zat asli

benda ifu karena telah bercampur, maka dia hams

mengganti dengan Yang senrPa.

Dan diantara sahabat-sahabat kami ada yang

berpendapat: Semuanya diiual dan hasil jualnya

dibagikan kepada mereka berdua berdasarlran takaran

nilai atau harga dari masing-masing benda agar setiap

orang diantara mereka dapat mencapai kepada wuiud

atau zat bendanya sebagaimana yang telah kami

sebutkan sebelum ini.

Pasal: Jika seseorang mengghashaD tepung, lalu

dia mencampurkannya dengan tepung milikqTa, maka

dalam hal ini ada dua PendaPat:

1- Bahwa tepung milikn37a adalah (dianggap)

sempa. Ini merupakan pendapat Abu Al Abbas dan ini

adalah makna nyata dari nash, karena kadar

kelembutan dan kehalusan tidaHah lebih banyak dari

kadar gandum dalam hal besar dan kecilnln biii
gandum, maka berdasarkan ini maka hukum tepung ifu

adalah sama dengan hukum gandum iika tercampur

dengan gandum lainnYa.

2. Bahwa tepung miliknya tidaklah (dianggap)

sempa. Ini adalah pendapat Abu Ishaq, karena kadar

kelembutan dan kadar kehalusannya fidak sarna. oleh

karena itu fidak boleh meniual sebagian dengan

sebagian lain. Dan berdasarkan hal ini pula telah

berselisih sahabat-sahabat kami tentang apa yang harus
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dikeriakan oleh pengghashab. Diantara mereka ada

yang berpendapat bahwa pengghashab wajib
mengganti dalam benfuk nilai atau harganya, karena

dia tidak mampu untuk mengembalikan benda aslinya

karena telah tercampur, dan iuga benda ifu tidak ada

yang serupa, maka unjib menggantiq;a dengan nilai
atau harga. Dan diantara mereka ada Spng berpendapat

bahwa kedua orang ifu harus berselnrtu dalam hal

kepemilikannya, lalu tepung itu dijual dan dibagikan

hasil jual itu kepada mereka berdua sebagaimana yang

telah kami sebutkan sebelumrya dalam perkara minyak
jika bercampur dengan minyak wiien.

Penielasan Hulnrm: Imam Asy-$nfi'i berkata, "Dan

setiap apa-apa yang memiliki takaran atau timbangan maka

baginya (baE pengghashad harus menggantinya dengan yang

serupa takarannp atau timbangannya." Dan telah kami sebutkan

bahwa sesuatu png memiliki kesenrpaannya, maka dalam hal

pertanggungjawaban pada perkara ghashab adalah dengan benda

yang serupa, dan sesuafu yang tidak memiliki keserupaannya maka

dalam hal pertanggrrngjawabannya adalah dengan nilai atau harga.

Sedangkan batasan bagi suafu benda yang memiliki

keserupaan adalah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam

AsySyafi'i diatas dan tidak ada darinya batasan jika pada benda itu

ada keserupaan dengan benda lainnya. Karena setiap benda Snng

memiliki keserupaan pasti benda ifu dapat diuhr atau dapat

ditimbang, dan tidaklah setiap sesuahr png dapat diukur atau

ditimbang, maka benda ifu memiliki keserupaan. Imam AsySyafi'i

menyebutkan hal tersebut diatas hanyalah sebagai ryarat dalam hal

Al Majmu'syarahet Mutadzdzab ll 5gl



mengganti sesuafu dengan sesuatu lainnya yang serupa, yang

dapat diutangkan, dan tidak menjadikannya sebagai batasan bagi

benda yang memiliki keserupaan.

Sementara batasan bagi sesuafu yang memiliki keserupaan

hendaknya memenuhi dua syarat, yaitu: Adanya keserupaan atau

kesamaan pada tiap-tiap bagiannya dan terhindar dari nilai yang

saling melebihi antara satu sama lain, maka setiap sesuatu yang

saling menyempai bagian-bagiannya dan terhindar dari nilai yang

saling melebihi antara satu dengan lainnya, maka berarti benda ifu

memiliki keserupaan, seperti bili-bilian dan lemak-lemak. Dan jika

benda itu dapat ditimbang, maka timbangan menjadi syarat dalam

menentukan keserupaan dan tidak diulor, dan begitu juga

sebaliknya jika benda itu dapat diukur, maka ulmran menjadi syarat

dalam menenfukan keserupaan dan tidak ditimbang. Sedangkan

jika sesuafu ifu adalah sesuatu yang berbeda-beda bagian-

bagiannya, seperti hewan atau pakaian atau sesuafu yang samar

kelebihannya, seperti buah-buahan kurma basah, maka dalam hal

ini fidak ada keserupaan bagi benda ifu. Dan pada kondisi ini

diwajibkan untuk mengganti dengan nilai atau harganya.

Sedangkan mencampuri sesuatu dengan sesuatu yang

senrpa seperti minyak dengan minyak, atau gandum dengan

gandum, maka Imam Asy-Syafi'i telah berkata: Dan dari sesuatu

yang telah dicampurkan oleh pengghashab kepada apa yang telah

dia ghasha6 hingga tidak bisa dibeda-bedakan antara keduanya,

atau dia mengghasha6 setakar minyak, lalu dia mencampurinya

dengan setakar minyak yang sama, atau yang lebih baik darinya,

maka dalam hal ini dikatakan kepada pengghasha\ "Jika kamu

mau, maka berikanlah kepadanya (kepada orang yang dighashaA

setakar minyak yang sama, dan jika kamu mau, maka dia (yang di-

ghashaA mengambil minyak yang setakar darimu, kemudian tidak
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ditambahkan jika minyakmu sama seperti minyaknya, dan kamu

membiarkan kelebihannya jika minyakmu adalah lebih banyak dari

minyaknya dan tidak ada pilihan pada benda yang dighashab

karena minyak itu tdak berkurang."

Dan jika pengghashab ihr menyirami atau mencampuri

minyak ifu dengan minyak yang lebih jelek dari minyaknya, maka

dia harus bertanggung jawab unfuk mengantinya dengan minyak

yang sama atau serupa dengan minyaknya, karena dia (peng-

ghashaQ telah mengurangi minyak orang yang dighashab dengan

menjadikan minyak ihr lebih jelek dari minyak semula. Dan begitu

pula jika pengghashab telah mencampuri minyak orang yang di-
ghashab dengan minyak wijen, atau dengan minyak yang lebih

baik, atau dengan lemak, atau dengan madu, maka dia

bertanggung jawab terhadap semua ini, karena minyak itu tdak
lagi bisa menjadi mumi setelah tercampur dengan campuran-

campuftm itu. Dan juga campuran-campuran itu tidak bisa

menjadikan minyak itu kembali kepada takaran atau ukuran

semula. Dan seandainya takaran yang telah bercampur itu adalah

sesuafu yang lebih baik daripada minyak, akan tetapi takaran

carnpuran ifu tetaplah bulon minyak. Dan seandainya peng-

ghashab menuangkan minlnk yang dia ghashab ke dalam air, jika

dia bisa memumikan minyak itu dari air hingga menjadi minyak

yang tidak ada air padanya hingga bercampumya air itu Udak

mengurangi sarna sekali takaran minyak, maka pada saat itu wajib

bagi orang yang dighasha6 untuk menerimanSn. Akan tetapi jika

bercampum5ra air dengan minyak ihr menyebabkan berkurangryn

takaran minyak baik cepat ataupun larnbat, maka bagi peng-

ghashab hanrs memberikan takaran min!,ak lrang
sarna, ukuran dan timbangannya.
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Cabang: Imam Asy-Syafi'i mengatakan: Jika seseorang

meng-ghasha6 minyak, lalu dia merebusnya di atas api, lalu

minyak itu berkurang, maka pengghashab harus

mengembalikannya kepada pemilikn5n beserta apa yang

berkurang dari timbangan minyak itu. Kemudian Sika api itu

menyebabkan berkurang sesuatu dari min5nk itu dalam bentuk

harga, maka pengghasha6 berhutang pada orang yang dighashab

karena berkurangnya minyak, dan jika tidak ada sesuatu apapun

yang berkurang dari harga atau nilainya maka tidak ada ka,vajiban

apapun bagi pengghashab. Sementara jika seseorang meng-

ghashab gandum berkualitas bagus, kemudian dia mencampurinya

dengan gandum berkualitas buruk dan mencampurinya dengan

gandum yang serupa atau dengan gandum yang lebih baik. Maka

dalam hal ini adalah sebagaimana yang telah diterangkan dalam

perkara minyak, yaitu pengghashab berutang kepada orang yang

dighashab dalam hal mengganti dengan benda yang serupa dan

dengan timbangannya yang senrpa. Kecuali jika benda yang

bercampur itu dapat untuk dibeda-bedakan hingga bisa diketahui,

dan jika benda itu dicampur dengan yang benda yang sempa atau

dengan benda yang lebih baik, maka dalam hal ini pun adalah

sama dengan apa yang telah diterangkan dalam perkara minyak.

Imam AsySyafi'i berkata, "Dan iika pengghashab

mencampuri gandum itu dengan gandum jenis lain, atau jagung,

atau biji-bijian selain gandum, maka pengghasha6 hendaknya

membeda-bedakan masing-masing jenisnln, lalu dia

mengembalikan gandum yang dia ghashab dengan jenis yang

serupa dan dengan takaran yang sarna. Dan jika berlngang sesuatu

dari timbangannya, maka pengghashab hanrs bertanggung

jawab."
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Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dan jika seseorang meng-

ghashab gandum berkualitas, lalu di tangannya gandum itu terkena

air atau membusuk, atau terkena vints, atau terkena sesuafu yang

menyebabkan gandum ifu berkurang, maka peng-ghashab harus

mengembalikan gandum itu kepada pemiliknya beserta apa yang

berkurang dari nilai atau harganya, hingga nilai gandum itu

menjadi seperti nilai semula pada saat dia mengghasha&nya dan

pada saat dia mengembalikan gandum ifu, dia berutang atas

kelebihan nilai yang ada antara dua keadaan itu."

Imam fuy-Syafi'i berkata, "Jika seseorang mengghashab

tepung ,lalu dia mencampurinya dengan tepung yang lebih baik

dari tepung ifu, atau dengan tepung yang sama baiknya, atau

dengan tepung yang lebih buruk, maka dalam hal ini adalah

sebagaimana yang telah kami terangkan dalam perkara minyak."

Inilah nashnya flmam Asy-Syafi'i), dan jika orang yang di-
ghashab hendak mengambil haknya yang telah tercampur dengan

sesuafu yang lain berdasarkan kadar takarannya atau berdasarkan

kadar nilai, atau hartanya, dan dia membedakan antara kadar

takaran dengan kadar nilai karena yang pertama adalah

persamaan dari timbangan sedangkan yang terakhir adalah

persamaan dari nilai atau harga, maka dalam hal ini ada dua

pendapat:

a. Dan ini adalah pendapat Abu Ishaq Al Manrnzi, dia

berpendapat bahwa hal seperti ini tidak boleh.

b. Hal seperti ini dibolehkan, karena hal ini bukanlah jual-

beli melainkan sikap keterampilannya dengan membedakan antara

nilai, atau takaran, atau kecerdasan. Dan png demikian itu

tidaklah termasuk riba, karena yang seperti ifu bukanlah riba dan
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hal itu adalah seperti apa yang dikemukakan oleh Imam AsySyafi'i

dalam Al Umm.

Dan jika seseorang meng-ghasha6lemak, madu dan tepung

lalu dia memasaknya, maka dalam hal ini orang yang dighashab

diberi hak pilih, apakah dia mengambil semua itu dalam keadaan

sudah dimasak dan tidak ada tunhrtan apa-apa bagi pengghashab

terhadap kayu bakamya, pancinya dan tenagan5a unhrk bekerja

jika ditinjau dari apa-apa yang tersisa pada alat masaknya, sebab

yang tersisa itu bukanlah wujud benda. Atau dihitung harga dari

madu ifu tersendiri dan dihittrng pula harga dari lemak dan tepung

pada hitungan lain. Sementara jika harga benda yar$ dighashab

ifu sepuluh, dan karena ia sudah dimasak maka harganya menjadi

tuiuh, maka pengghashab berhutang tiga kepada omng yang di-

ghashab karena telah teriadi pengrusutan harga akibat

perbuatannya.

Dan jika seseotarg magghashab heunn dan gandum lalu

hennn ifu menrsak gandum, maka pangghashab rnrus

mengembalikan heunn dan gandurn dengan pertanggtmg}ltl,abannla

bahura dia adalah orang yang menrsak milik orang yang drghashab,

pada hamn ifu tdak ada suafu apapun dari gandurn, akan

tetapi pada ha,ran ifu terdapat sisa-sisa gandurn.

Imam AsSrSyafi'i berkata, "Jika seseorang mergghashab

kue, lalu dengan kue ihr dia memberi makan kepada orang lain

yang mana dia sebenamya pemilik kue itu sendiri, sementara dia

tidak tahu hal itu,, karena dia hanya ikut memakan kue itu, maka

pengghashab harus bertanggung iawab terhadap kue yang telah

dia ghashab itu, akan tetapi jika pemilik kue atau orang yang di-

ghashab itu mengetahuinya, maka tidak ada hrntutan apapun

kepada pengghasha6. Karena orang yang drghashab itu adalah
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pemiliknya dan dia telah mengambil apa yang menjadi hak
miliknya."

Sedangkan Ar-Rabi berpendapat: Dan dalam hal ini ada

pendapat lain, yaifu jika dia memakannya dan dia mengetahui

ataupun tidak mengetahui, maka telah sampai kepadanya sesuafu

yang dia miliki, maka tidak ada funfutan apapun kepada peng-
ghashab, kecuali iika ada sesuafu yang berlnrang dari
pembuatannya, sehingga pengghashab harus mengembalikan

sesuafu yang berkurang ifu.

Menurutku, dan kepada pendapat ini pula berpendapat

Imam Ahmad dan sahabat-sahabatnya.

Cabang: Jika benda yang dighasha6 berkurang yang sifat
berlarangnya itu fidak pasti, seperti kue yang kena basah dan
dikhawatirkan akan kerusakannya, maka pengghasha6 harus

bertanggung jaunb atas kekurangan ihr, dan dalam hal ini Imam
AsySyafi'i mempunyai dua pendapat:

Pendapat pertama: Pengghashab harus bertanggung
jawab.

Pendapat keduar Pengghashab tdak harus bertanggung
jawab, dan ini adalah sahr pendapat diantara tiga pendapat

menunrt pendapat madzhab Hanbali.

Pendapat pertama: Dan ini adalah pendapat Al Qadli
bahwa pengghashab tidak harus bertanggung jawab.

Pendapat kedua: Pengghasha6 hams bertanggung jawab,

dan ini adalah pendapat hnu Qudamah.

Al Majmu'SJtwahAl Mutndzdzab ll Sg,



Pendapat ketiga: Diberikan hak memilih kepada orang yang

di-ghashab, yaifu antara dia mengambil penggantinya atau dia

tinggalkan kue itu hingga nyata atau pasti kerusakannya, lalu dia

mengambil dari peng -ghashabuang ganti rugi atas kekurangannya.

Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang di-

ghaabpilihan kepadanya, yaitu antara mengambil kue ihr dan dia

tidak dapat menuntut apapun kepada pengghashab atau dia

memberikan kue itu kepada pengghashab dan dia mengambil

darinya nilai atau harga dari kue ifu.

Cabang: Ma&hab-madzhab hnu Hazm dan Ahli Zhahir

(yang menghukum sesuatu se@ra tekstual) berpendapat bahwa

siapa lang rnemecahkan perhiasan perak dengan pnlatta kuda,

atau dengan tali kekang, atau dengan taji, atau dia memecahkan

mahkota atau selainn5a, atau dia memecahkan perhiasan emas

milik seorang wanita atau milik seorang pria yang dia siapkan

unhrk keluargangn atau untuk diiual, maka dibebankan kepada

pelahrnya untuk mengembalikann5a dalam keadaan benar seperti

semula sebagaimana telah kami sebutkan sebelumn3n. Akan tetapi

jika ada kerelaan antara unhrk dipertanggungrawabkan

dalam benfuk nilainya antara yang nrsak dan yang pecah, maka

hal itu diboletrkan, karena pelaku bertanggung jawab atas

perbuatannya yang merusak ifu. Dan dibolehkan iuga bagi

keduanya untuk bersepakat dalam hal pertanggungjawaban

perhiasan emas dan perhiasan perak diganti dengan perhiasan

perak.

Kemudian dia berkata: Dan setiap tndak keiahatan yang

dilalilkan terhadap seorang budak pria, atau kepada seorang

budak wanita, atau kepada seekor unta, atau kepada seekor kuda,
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atau kepada seekor bighal, atau kepada seekor keledai, atau

kepada seekor anjing yang dimiliki secara halal, atau kepada

seekor kucing, atau kepada seekor domba, atau kepada seekor

sapi, atau kepada seekor kijang, atau kepada setiap hewan yang

ada pemiliknln. Jika tindak kejahatan ihr terjadi karena kesalahan

yang tidak disengaja, khususnya terhadap seorang budak pria dan

terhadap seorang budak wanita, dan umumnya terhadap semua

yang telah kami sebutkan diatas, baik karena kesalahan yang tidak

disengaja ataupun karena kesalahan yang disengaja, maka pelaku

tndak kejahatan ifu hanrs mengganti nilai atau harga benda sesuai

dengan apa yang telah berhrang dari nilai benda ifu.

Dan khusus bagi pelaku tindak kejahatan terhadap budak

pria dan terhadap budak wanita yang dilakukan karena kesalahan

yang disengaja, maka dia harus bertanggung jawab atas

kepengasuhan dan bertanggung jawab terhadap apa yang

berkurang dari nilai atau harganya. Tanggung jawab kepengasuhan

adalah terhadap korban findak kejahatan dalam hal ini adalah

budak, sedangkan tanggung jawab terhadap apa yang berkurang

dari nilain5a adalah terhadap tuan pemilik budak itu, karena dia

telah rnenyerang (menrgikan) terhadap sebagian hartanya.

Dan begitu pula halnSTa jika seseorang memaksa seor.rng

budak wanita, lalu dia membunuhnyn, atau dia menzinahin5n,

maka pelakunla dikenakan denda berupa uang unfuk tuan dari

budaknya itu dan baginya pula dikenakan sanlsi hukum atas

pertuatan zinahnp terhadap budak uanita ihr, dan tidak boleh

hak Srang satu meniadalon hal lainnSn. StrnggtJh Rasulullah St
telah memerintahkan agar memberikan hak kepada setiap oftmg

Snng memiliki hakngra, sedangkan masalah kepengasuhan antara

orang Sang mendeka dengan seorang budak, rnaka hal ini akan

kami jelaskan Inq/aA[ah Ta'ala pada bab qishash. Sedangkan
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berkenaan dengan hal mengganti sesuatu yang berkurang, maka

dalam hal ini manusia telah berbeda-beda pendapat dan begitu

pula dalam perkara hewan. Dan pendapat kami dalam perkara

heuran adalah sebagaimana pendapat Abu Sulaiman, Imam Malik

dan Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Abu Hanifah berkata, "Dan

begifulah hukumnya, keanali pada unta, pada sapi, pada bighal,

pada keledai dan pada kuda khususnya." Maka dalam hal ini pada

mata setiap hewan ifu khususnya, maka sesungguhnya dia fimam

Abu Hanifah) berkata, "Pada mata setiap he',r,ran yang kami

sebutkan diatas nilainya adalah seperempat nilai atau harga dari

heuaan ifu."

A$rsyirazi g berkata: PasaL Jika seseorang

mengghashab sebidang tanah, lalu dia menanaln di
tanah itu bibit-bibit tanaman, atau dia membangun di
tanah ifu suafu bangunan, lalu pemilik tanah itu
memerintahkan unhrk mencabut bibit-bibit tanaman itu
dan merobohkan bangunan itu, maka pengghashab

harus melakukan perintahnya ifu, berdasarkan dari apa
yang diriwa5Tatkan Sa'id bin Zaid bahwa Nabi $ telah

bersabda,

.uu,lP L|A;i
'Tidak ada hak apapun bagi keringat wng

melakul<an kezhaliman." Dan dalam hal perobohan

bangurran, maka dia berkata dalam masalah ghashab,

"Pengghashab hanrs membayar ganti rugi dari apa

lpng berkurang dari tanah tersebut." Dan dia berkata

dalam masalah iual-beli, "Jika pengghashab mencabut
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batu-batu lnng terkandung dalam tanah itu, maka dia
harus meratakan tanah itu." Dan diantara sahabat-
sahabat kami ada yang menjadikan lredua perkara ifu
kepada dua pendapat:

L. Pengghashab harus memba3nr ganti rugi dari
sesuafu lnng berlnrrang, karena sesuafu yang berkurang
ifu dikarenakan perbuatanngra, sehingga dia hams
membagrar ganti ruginya.

2. Pengghashab harus meratakan tanah, karena
memaksakan mengganti dengan sesuafu yang serupa
adalah lebih utama dari pada memaksakan mengganti
dengan nilai atau harga. Dan diantara mereka ada yang
berpendapat bahwa dalam perkara ghashab, maka
diharuskan kepadangTa unfuk membayar gant rugi dari
apa lrang berkurang, dan dalam perkara jual-beli maka
dia harus meratakan tanah, karena pengghashab telah
menyerang maka harus dipaksakan kepadangn unfuk
membayar ganti rugi. Karena yang demikian ifu adalah
lebih sempurna, sedangkan orang yang menjual lalu dia
tdak menyerang, maka tdak dihanrskan kepadanya
selain meratakan tanah. Dan jika bibit-bibit tanaman itu
dimiliki oleh pemilik tanah, lalu dia memerintahkan
unhrk mencabutnya -Iika pemilik tanah mempunyai
fujuan dalam hal pencabutanngn- maka dia hams
mengambil bibit-bibit tanaman yang dicabut itu, karena
telah hilang darinya tujuan yang dimakzud dari adanS;a
bibit-bibit tanaman yang ada di tanahn5Ta, sehingga dia
hendakngla mengambil tanah itu dengan
mengembalilonntn seperti semula. AlGn tetapi jika
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pemilik tanah itu tidak memiliki tujuan, maka dalam hal

ini ada dua pendaPat:

1. Da tidak mengambil apa-apa dari bibit-bibit

tanaman yang dicabut itu, karena dia mencabutnya

dengan tanpa tujuan dan hanya sia-sia saia'

2. Dia hams mengambil sesuatu dari bibit-bibit

tanaman yang dicabut itu, karena seorang pemilik

berwenang unfuk mengelola apa yang dia miliki,

sementara pengghashabtdak berwenang, sehingga dia

wajib unhrk mengambil bibit-bibit tanaman itu'

Pasal: Jika seseorang mengg'i ashab tanah, lalu

dia membuat lubang padanya unfuk diiadikan sulnur,

lalu pemilik tanah menuntut pengghashab agar

mengairi tanahnya. Maka pengghashab harus

memenuhi funfutann5r,a itu, karena tanah ihr adalah

miliknSTa. Dan terkadang pemilik tanah menunhrt agar

sumur itu dipindahkan, sehingga pengghashab harus

mengembalikan sumur ifu pada tempatnya, dan iika
pengghashaD hendak mengairi tanah itu lalu pemilik

tanah menolak maka pemilik tanah boleh dipaksa. Dan

Imam Al Muzany berpendapat bahwa pemilik tanah

tidak boleh dipaksa, sebagaimana iika seseorang meng-

ghashab benang pintal lalu benang pintal itu dia tenun,

Illur(a pemilik benang pintal fidak boleh dipaksa untuk

merusak hasil tenunan ifu, dan ini adalah pendapat

llang fidak benar, karena dia (pengghashab) memiliki

fujuan dalam hal mengairi tanahnlra, lraihr agar dia

terbebas dari tanggung iawabnya sebagai orang lrang

membuat lubang di tanah orang lain. Dan hal ini fidak
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sama pada perkara benang pintal yang telah ditenun
itu. Dan jika pemilik tanah telah membebaskan peng-
ghashab dari funfutan tanggung jawabnSn karena telah
membuat lubang pada tanahnya, maka dalam hal ini
ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Pembebasan tanggung jaurab

ifu adalah sah, karena setelah adanya pembebasan
tanggung jawab dari pemilik tanah, berarti diizinlon
dalam hal melubangi tanah ifu.

Pendapat kedua: Pembebasan tanggung jawab ifu
adalah fidak sah, karena adanya pembebasan tanggung
jawab itu terjadi setelah adanya kewajiban, dan dalam
perkara ini belum ada kewajiban apapun, maka fidak
sah pembebasan tanggung jawab itu.

Penjelasan: Hadits Sa'id bin Zaid diriwalntkan oleh Imam

Ahmad, Abu Daud, At Tirmidzi dan An-Nasa'i mengatakan bahwa

hadits ini adalah hadits hasan mursal, dan Imam Ad-Daruquthni
juga menguatkan bahwa hadits ini adalah mursal. Dan para ulama

hadits telah berbeda pendapat dalam hal menguatkan kemurcalan
hadits ini di kalangan para sahabat yang telah meriwayatkan hadits

ini, maka ada yang mengatakan bahwa yang meriwalntkan hadits

ini adalah Jabir, dan ada juga yang mengatakan bahwa 5nng
meriwayatkannya adalah Aisyah, dan ada juga 5rang mengatakan

bahwa dia adalah hnu Umar. Sementara hnu Hajar menguatkan
yang pertama, laitu Jabir, dia berkata, "Dan teriadi perbedaan

pendapat diantara para ulama hadits tentangnya (Jabir) kepada

Hisyam bin Urwah dengan perselisihan yang banyak, dan

diriwayatkan pula oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dari hadits Ais5ah,
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dan dalam sanadnya terdapat Zam'ah, dan dia adalah periwayat

yang dha'if."

Al Hafidz mengatakan dalam At-Talkhish. Hadits ini

diriwayatkan oleh hnu Abu Syaibah dan Ishaq bin Rahawaih

dalam Musnad mereka berdua dari hadits Katsir bin Abdullah bin

Amr bin Auf, dari ayahnya, dari kakeknya dan telah di-b'liq oleh

Imam Al Bukhari dengan ucapannya, "Dan diriwayatkan dari Amr

bin Auf." Hadtis ini juga diriwa5ntkan oleh Al Baihaqi dari hadits

Al Hasan, dari Samurah, dan ini sanad inilah yang dikenal

berdasarkan dari apa yang disebutkan dalam hadits ini. Sementara

hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Hadits Ubadah

dan Abdullah bin Amr.

Sedangkan tentang hukum-hukumnya, maka Imam Asy-

Syafi'i mengatakan: Jilia seseorang meng-ghasha6 sebidang tanah,

lalu dia menanarn kurma atau bibit-bibit tanaman atau dia

membangun pada tanah itu sebuah bangunan, atau dia membuat

pada tanah ifu saluran-saluran air, maka dia harus mengganti

seperti tanah Sang dia ghashab itu dengan keadaan yang sama

dengan tanah yang telah dia ghashab ifu. Dan orang yang

membangun dan yang menanaln, maka dia harus merobohkan

bangunannya dan mencabut tanamannya. Jika dia telah

mencabutrya, maka dia harus bertanggung jawab dari apa yang

berkurang dari tanah itu akibat cabutan ifu, sampai dia

mengembalikan tanah kepada pemiliknya dalam keadaan tanah

seperti keadaan pada saat dia mengambil tanah ifu. Dan dia harus

bertanggung jawab terhadap apa yang berkr.rang dari tanah ifu

dalam benhrk nilai atau harga tanah ihr.

Dia (lmam Asfsyafi'i) mengatakan: Dan begitu juga halnya

apa yang harus dilakukan kepada orang yang membuat saluran air
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dan juga pada segala sesuatu yang dia lakukan di tanah itu, agar

tidak terdapat di dalam tanah tersebut keringat orang yang

kezhaliman. Nabi $ bersabda,

.'*,lpLt?A
"Tidak ada hak apaptn bagi keringat yang melahtkan

kahaliman " Dan juga jangan sampai terjadi pemilik tanah

mengambil atau memiliki harta pengghasha4 dan juga jangan

sampai pemilik tanah memiliki harta pengghashab dari sesuafu

yang telah dicabut pengghasha4 apakah sesuafu itu bermanfaat

baginya atau tidak bermanfaat baginya, karena adanya larangan

sedikit saja adalah sama dengan larangan yang banyak.

Al Mawardi mengatakan: Dan seperti apa yang telah kami

sebutkan bahwa tanah dan rumah berlaku kepada keduanya

hukum-hukum ghashab secara mutlak, dan dengan pendapat ini
pulalah berpendapat para ulama ahli fiqih di Makkah, Madinah

dan di Bashrah. Sementara ulama Kufah menentang pendapat ini,

maka Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pada tanah tidak

berlaku hukum ghashab dan juga tidak berlaku hukum
pertanggungjawaban dengan tangan, dan pendapat inilah juga

yang dianut oleh Abu Yusuf. Sedangkan Muhammad bin Al Hasan

berpendapat bahwa pada tanah berlaku hukum
pertanggungjawaban dengan tangan dan tidak berlaku padanya

hukum ghashab. Namun ucapan Muhammad bin Al Hasan ini

terbantahkan, karena setiap sesuatu yang dipertanggungjawabkan

dengan tangan, juga dipertanggungjawabkan dengan pertuatan

ghashab sebagaimana telah dinukil pada halaman-halarnan

sebelumnya. Dan bahwa sesungguhnya tdak ada pengaruh
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apapun dari pemisahan antara pertanggungjawaban dengan

tangan dan pertanggungjawab an ghashab.

Jika telah benar seseorang mengghasha6 tanah, maka

keadaan peng-ghasha6 tidak lepas dari dua keadaan, yaihr dia

telah sibuk mengelola tanah dengan menanamnya' atau

membangun bangunan di atasnya, atau dia Udak mengelola tanah

ifu sama sekali, jika dia belum mengelola tanah ih.l dengan

tanaman dan tidak pula dengan bangunan, maka dia harus

mengembalikan tanah ifu beserta upah yang sesuai dengan harga

tanah selama dia mengghasha6 tanah itu. Akan tetapi jika dia

mengelola tanah itu dengan tanaman atau dengan bangunan,

maka peng-ghasha$ memiliki apa yang telah dia tanam dan dia

bangun dengan cara mencabutnya, dan dia tidak boleh dipaksa

untuk mengambil nilai atau harganya, sama saja halnya apakah

pencabutan ifu akan memsak tanah ataupun tidak merusaknya.

Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa jika pencabutan

tanamam atau bangunan ih.r tidak menimbulkan suatu kerusakan

pada tanah, maka segala sesuatu yang dia cabut adalah miliknya,

dan dia tidak boleh dipaksa unhrk mengambil nilai atau harga

sebagai penggantinya. Akan tetapi jika dalam pencabutan itu

menimbulkan kerusakan pada tanah maka kepada pemilik tanah

diberikan hak unhrk memilih antara apakah dia mengupayakan

harga dari tanaman atau bangunan dalam keadaan tercabut, lalu

dia memaksa pengghasha6 unhrk mengambilnya dalam bentuk

harga, atau pemilik tanah mengambilnya dengan mencabut

tanaman dan bangunan, lalu dia memaksa petgghasha6 untuk

mencabutrya. Hal ini berdasarkan dalil dari apa yang datang dari

Nabi $,
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.)l-b\ ) )?\
" Tidak boleh melakukan perbuatan Wng berbahaya dan

membahayakan."

Dan juga berdasarkan dari apa yang diriwayatkan Mujahid

bahwa sesungguhnya seorang pria meng-ghashab tanah kosong

milik suatu kaum, lalu dia menanam pohon kurma di tanah itu, lalu

hal ifu dilaporkan kepada Umar ig, maka dia berkata, "Jika kalian

mau, maka kalian baprkan kepadanya harga dari pohon kurma

itu." Dan diriwayatkan oleh Rafi'bahwa Nabi $ telah besabda,

eG
ti . ,i'. o.tc
4J U,"Jg fr, lit >t, ?'i ,hf 7r: i./l

.t )t-t.1 ll. 'o /. o tn 
r,.A;iar oOJ e,? LSJ,

"Ekmngsiap tlang menanarn di tanah suafu kaum dengan

tanpa izin merela, mal<a tidak ada bagrnW sesuafu appun pada

tanaman ifu dan baginya nalkahnya (hargaryn)." Imam Abu

Hanifah mengatakan: Dan juga dikarenakan siapa saja yang masuk

ke suatu tempat, lalu dia mengambil kepemilikan suatu benda

maka pemilik benda itu berhak untuk menghilangkan kepemilikan

orang yang masuk ifu.

Dan dalil kami adalah apa yang diriwayatkan oleh Anas

yang diriwaSatkan secara mar{tt':

cA-ti.

* *r\**Gyt Jtl.-l-"Y
"Tidak hakl haxa seseoftng muslim kecuali dangan cara

Wng menyenangkan jiwa." Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-

L
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Daruquthni, Ahmad, Al Hakim, Al Baihaqi dan hnu Hibban. Dan

apa yang telah diriwaSratkan oleh Hisyam bin Urwah dari ayahnya,

bahwa seorang pria meng -ghashab sebidang tanah milik dua orang
pria dari Bani Bayadhah dari kalangan Anshar, lalu dia menanam
pohon kurma yang banyak pada tanah itu, lalu hal itu dilaporkan
kepada Rasulullah $, maka beliau memerintahkan untuk
mencabut tanaman ifu dan beliau #r tidak memberi hak unfuk

memilih kepada pemilik tanah. Seandainya pemilik tanah itu
mempunyai hak untuk memilih, maka sudah pasti beliau S
memberitahukan hal itu kepadanya dan berlakulah hukum itu bagi
pengghasha6. Dan juga dikarenakan bahwa sedikitrya tanaman

dan bangunan adalah hampir menyerupai dengan banyaknya

dalam hal 5ang berkenaan dengan tanah yang dighasha6 itu.

Maka ketika tdak ada hak baE pemilik tanah dalam hal

kepemilikan (dari sesuatu 3nng dicabut oleh pengghasha$ pada

lnng sedikit, maka hal itu lebih diutamakan untuk tidak
mernilikinya pada yang banyak. Dan telah ada solusi dalam
mengemukakan alasanngra, !,aifu dalam behfuk dua qiyas.

Pertama: Bahwa seseomng tidak memilik sestrafu akibat
ghashab pada kadamyra yang sedikit, maka dia tidak

memiliki juga pada kadamya 5nng banyak untuk suafu benda.

Kedua: Bahua perbuatan ghashab itu adalah tndakan
penyerangan, sehingga pelakunya tidak berhak memiliki segala

sesuatu yang berhubungan se@ra tidak langsung dengan benda
yang dia ghashab. Dan jika demikian halnya, maka dia juga tidak
berhak memiliki segala sesuatu yang berhubungan secara langsung

dengan banda yang dia ghashab. Sedangkan hadits,

.)t-b V; ,?l
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" Tidak boleh melalrukan pefruatan Wng befiahaya dan

membahaSnkan (onng lain)." Maka pengertian hadits ini adalah

menghilangkan bahaya adalah suatu perkara yang harus

ditegakkan, akan tetapi bukan dengan cara memiliki wujud benda.

Sedangkan kisah Umar, maka kedudukan hadits itu adalah mursal,

karena Mujahid tidak bertemu dengan Umar, kemudian juga dalil

itu fidak bisa dijadikan dasar karena dua alasan:

1. Bahua kisah Umar itu adalah berkenaan dengan benda,

sementara jika kisah itu tdak dijadikan dasar secara s5rar'i,

maka hal itu juga tidak bisa dijadikan dasar hukum.

2. Ucapan Umar "Jika kalian mau, maka hendaknya kalian

membaSar nilai atau harga dari pohon kurma ifu"
diucapkan setelah pemiliknya meminta hal ifu. Dan ini
menurut kami adalah boleh. Sedangkan ucapannya,
"Barangsiapa yang menanam pada tanah suahr kaum

dengan tanpa i/rn dari mereka, maka dia tidak memiliki
suafu apapun pada tanaman ifu," maka ucapan ihl
terbantah dengan dua jawaban.

a. Bahun orang ifu meminta pekeriaan, yaifu dengan

cara dia menanam tanaman di tanah mereka dengan

bibit-bibit mereka.

b. Dalam hal menan.un

meninggalkan dan juga
ada hak trnhrk

ada hak r.rntuk

menetap, sebagaimana 1rang telah diterangkan
dengan saMa beliau * "Muk ada hak bgi keringat

5ang melalrukan kezhaliman. "

Jika telah ada dalam hal ini maka kondisi

tanaman dan kondisi bangunan terdiri dari tiga kondisi:

tdak
Udak
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Kondisi pertama: Tanaman dan bangunan itu dikuasai oleh

pagghashab.

Kondisi kedua: Tanaman dan bangrrnan itu adalah benda

yang dighashab dari pemilik tanah.

Kondisi ketiga: Tanaman dan bangunan benda yang di-

ghashabdari selain pemilik tanah.

Sedangkan pada kondisi pertama, maka antara pemilik

tanah dan pengghashab terdapat empat keadaan:

Keadaan pertama: Keduaduanya bersepakat unfuk

meninggalkan tanaman dan bangunan dengan atau tanpa upah,

maka dibolehkan juga tanaman atau bangunan itu tetap ada atas

kesepakatan mereka berdua, karena bangunan dan tanaman itu

telah menjadi hak khusus bagi mereka berdua. Kemudian

diperhatikan terhadap apa yang mereka sepakati dengan membuat

akad (bansaksil untuk membingkai hak-hak mereka terhadap apa

yang telah mereka sepakati. Dan pemilik tanah udak boleh

menunfut membatalkan kesepakatan dengan mencabut tanaman

atau bangunan ifu sebelum jatuh tempo yang telah disepakati, baik

telah'diketahui oleh keduaduanya kadar upah yang setimpal dari

pemakaian tanah ifu ataupun belum diketahui oleh kedua-duanya,

akan tetapi jika tanpa akad, maka pemilik tanah berhak untuk

mendapatkan upah yang setimpal dari pemakaian tanah ifu selama

pengghashab belum secara terang-terangan meminta maaf dari

perbuatann5ra. Dan pemilik tanah boleh membawanya kepada

aparat hukum kapan saja dia berkehendak.

Keadaan kedua: Keduaduanya bersepakat untuk

mengambil nilai atau harga dari tanaman dan bangunan dalam

kondisi sudah tercabut atau dalam kondisi tidak tercabut. Dengan

demikian keadaan ini menjadi akad (transaksi) jual-beli, sehingga
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keduaduanya harus memperhatikan syarat-syarat jual-beli, karena

hansaksi itu terjadi bukan atas dasar saling ridha, dan jika di atas

pohon terdapat buah, maka buah itu dijadikan milik pemilik tanah
jika keadaan makin tidak menentu. Dan pengghashab tidak harus

membayar ganti rugi atas apa yang terjadi pada tanah itu jika

pemilik tanah mencabuttya, karena pengghasha6 tidak mencabut.

Jika pengghashab menjual hasil tanaman kepada bulGn
pemilik tanah, jika pembeli membeli tanaman ifu dengan syarat

tanaman ifu masih dalam kondisi belum tercabut, maka jual-beli ifu

batal dan tidak sah. Akan tetapi jika tanaman itu dibeli dalam

keadaan sudah tercabut, maka jual-beli ifu sah, akan tetapi jika

sang pembeli mencabut sendiri tanaman ifu, Ialu terjadi

kekurangan pada nilai tanah, sehingga ganti ruginya ditanggung

oleh pengghashab sendiri akibat perbuatannya yang menyerang

pemilik tanah. Atau pembeli membeli tanaman ifu secara mutlak,

sehingga dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Jtnl-beli itu batal dan tidak s&, karena tidak
memungkinkan unfuk tetap berada pada tanah itu.

2. Jual-beli ifu dibolehkan, dan pembeli dikenakan sanl$i

karena mencabutnya.

Keadaan ketiga: Keduaduangn bersepakat tntuk
mengambil harga tanah dari pengghashab dan terhapuslah

tuntutan kepada pengghasha4 kectrali dengan (membayar) harga

tanah. Sementara ifu, pemilik tanah setelah pembayaran harga

tidak boleh menunfut ganti rugi kepada pengghashab dari apa
yang berkr-nang dari tanah itu jika dia (pengghasha6) mencabut

tanamannya, karena saat itu dia belum mencabutrya. Akan tetapi
jika pemilik tanah menjual tanaman ifu kepada seseorang selain

kepada pengghashad maka orang asing yang membeli tanah itu
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hendaknya mengajak pengghasha6 untuk mencabut bangunannya

dan tanamannya. Dan jika peng-ghasha6 mencabut, maka orang
pertama dalam hal ini pemilik tanah tidak boleh menunfutnya.
Karena yang dernikian itu adalah aib, jika ia masuk ke tanahnya.
Dan terjadinya jual-beli itu telah menjadi sebab akan hilangnya
tanggung jawab ganti rugi pada peng ghashab.

Keadaan keempat: Keduaduanya tidak bersepakat pada
salah satu diantara ketiga keadaan diatas. Maka peng-ghashab

didatangkan untuk mencabut, berdasarkan hadits Sa'id bin Zaid.

Dan jika dia telah mencabutnya, maka dia telah terbebas dari
pembayaran uang sewa tanah setelah pencabutan itu. Namun jika

terjadi pengurangan pada tanah tersebut, maka dia belum terbebas

hingga dia mengembalikan apa yang telah berkurang dari tanah
sebagaimana yang telah dikatakan dalam masalah ghashab.

Sedangkan pada kondisi kedua yaitu, bahwa tanaman dan
bangunan dikuasai oleh pemilik. tanah. Jika pemilrk tanah ridha
kepada pengghashab unfuk menggarap tanah ifu dengan
ditanaminya tanah ifu dan dengan dibangunnya suafu bangunan
pada tanah ifu, dan apa saja diantara salah safu diantara kedua ifu
dikerjakan oleh peng -ghashab, maka tidak ada kewajiban apapun
baginya, seperti jika dia merenovasi bangunan ifu. Dan peng-
ghashab tidak boleh mengurangi tanaman dan bangunan, karena

dia tidak bisa mengambil manfaat dengan mencabut sesuafu dari
tanah itu. Jika dia melakukan hal seperti ifu, maka seakan-akan dia
telah bertindak bodoh. Dan jika pemilik tanah menuntut kepada
pengghasha6 unfuk mencabut tanaman dan bangunan agar
keduanya terpisah dari tanah ifu, maka dalam hal ini Al Mawardi
berpendapat: Jika pemilik tanah mempunSrai tujuan lnng benar
dari funhrtannya itu, maka pagghashab dipaksa unfuk
mencabutrya, dan pagghashab berutang kepada pemilik tanah
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atas terjadinya kekurangan tanaman dan bangunan unfuk

menjadikan tanah itu seperti semula, sebelum adanya tanaman dan

bangunan. Akan tetapi jika tuntutan ifu tidak memiliki tujuan yang

benar, maka apakah pengghasha6 dipaksa unhrk mencabufurya?

Maka dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Peng-ghashab tidak dipaksa melakukan itu, karena yang

demikian ifu adalah tindakan sia-sia dan suafu kebodohan.

2. Dia dipaksa melakukan itu, karena pemilik berhak unfuk

menetapkan hukuman terhadap pengghashab disebabkan

tindakan penyerangan kepadanya. Jika berdasarkan

pendapat pertama, maka pemilik tanah mendapatkan uang

ganti rugi, dan jika berdasarkan pendapat kedua, maka

pemilik tanah tidak berhak unfuk mendapatkan uang ganti

rugi.

Sedangkan kondisi ketiga yaifu, bahwa tanaman dan

bangunan adalah benda yarrg dighasha6 dari orang ylang bukan

pemilik tanah, sehingga bagi masing-masing diantara mereka

berdua yaifu pemilik tanah dan pemilik tanaman hanrs mengajak

pengghashab unfuk mencabuhya. Kemudian pangghashab

membayar uang ganti rug kepada masing-masing diantara mereka

berdua berdasarkan apa yang berkurang dari masing-masing

pemilik, sehingga dia hanrs membayar ganti rugi kepada pemilik

tanah karena apa yang berkurang dari tanahnya. Disamping ifu,

dia harus membalar ganti rugi kepada pemilik tanaman karena

apa yang telah berkurang dari tanamannya. Dan jika pemilik tanah

membeli tanaman dari pemiliknya sebelum pencabutan, maka dia

telah menjadi pemilik kedmnSn, yaitu tanah dan tanaman, dan dia

boleh memerintahkan pagghashab unhrk mencabutrln iila
dalam pencabutan ifu dia memiliki fujuan yang benar, kenrudian
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dia mengambil dari pengghashab nilai atau harga yang berkurang

dari tanahnya selain pohon.

Cabang: Imam AsySyafi'i mengatakan: Dan jika dia

membuat pada tanah itu lubang galian untuk dijadikan sumur, Ialu

peng-ghasha6 hendak menutup lubang galian itu, maka hal itu
adalah haknya walaupun hal itu tidak mendatangkan manfaat

baginya, dan ini adalah sebagaimana yang dia katakan, yaifu jika

seseorang mengghasha6 sebidang tanah dan dia membuat lubang

pada tanah itu untuk dijadikan sumur, maka dia telah melakukan

penyerangan dengan melubanginya, dia harus menufup lubang itu
dan dia harus bertanggung jawab atas terjadinya kenrsakan pada

tanah ifu. Kemudian keadaan antara pemilik tanah dengan peng-
ghashabtidak lepas dari empat keadaan:

Keadaan pertama: Keduaduanya bersepakat untuk
menufup lubang itu agar peng-ghashaD bebas dari tanggung
jawabnya dari apa yang telah dia perbuat pada tanah itu. Dan jika

tidak ada ganti rugi unfuk apa yang telah dia perbuat pada tanah
itu, maka tidak ada tanggung jawab apapun bagi peng -ghashab

kecuali upah sewa yang sesuai dengan masa selama dia meng-
ghashab tanah itu. Dan jika ada yang harus dia bayar ganti

mginya, maka dia berutang uang ganti rugi kepada pemilik tanah

beserta uang serr/a tanah.

Keadaan kedua: Kedua-duanya bersepakat unfuk
membiarkan lubang itu dan dimanfaatkan oleh mereka berdua.

Maka pengghashab te+ap bertanggung jawab akan'perbuatannya
terhadap tanah ifu karena dia telah menyercmg tanah itu dengan

melubanginya, dan pemilik tanah tidak boleh menuntut
ghashab unhrk mempersiapkan bahan atau material
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menufup lubung itu, akan tetapi dia berhak mengambil lubang ifu

unhrk difutup kapan saja dia mau.

Keadaan ketiga: Pemilik tanah mengajak agar lubang itu
ditutup, n.unun pengghashab menolak. Maka dalam keadaan ini
pengghashab dipaksa untuk menutup lubang itu jika padanya ada

hrjuan yang benar berdasarkan hadits Sa'id bin Zaid:

.u6; lb LtA'";
"Tidak ada hak arypun bagi k*ingat gng melakul<an

kezhaliman."

Imam Aqr$nfi'i mengatakan: Keringat itu ada empat, dua

keringat yang nyata yaifu tanaman dan bangunan, dan dua

keringat yang tidak nlata yaihr sumur dan sungai. Dan jika

padanya tidak ada hrjuan yang benar, maka ada dua pendapat

sebagaimana telah kami sebutkan ketika membahas pencabutan

tanaman dan bangunan-

Keadaan keempat Pengghashab mengajak agar lubang ifu
ditutup narnun pemilik tanah menolak. Dan jika pemilik tanah

belum membebaskan pergghashab dari tanggung jawab atas apa

yang telah rusak pada tanahnya itu, maka pengghashab harus

menutup lubang ifu agar dengan penufupannya itu dia mengambil

faidah, yaitu terlepas dari tanggung jaunbnya kepada pemilik

tanah. Sementara jika pemilik tanah membebasl<an rrzngghasl:r,b

dari tanggung jaunbn5a dengan menufupi lubang, maka dalam hal

ini ada dua pendapat:

1. Pangghashab hendaknya menutup lubang itu karena

terkadang tanggung jawab telah diuaiibkan kepada
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selainnya, maka dengan demikian tanggung jawab itu belum

terlepas darinya dengan membebaskannya.

2. Peng-ghasha6 menolak untuk menutup lubang ifu, karena

dengan pembebasan tanggung jawab pelaku merasa bahwa
pembebasan itu adalah izin baginya sejak dari permulaan.

Maka dengan itu hilanglah unsur penyerangan dalam
perbuatannya terhadap tanah itu, dan tidak ada tanggung
jawab baginya. Dan ini adalah pendapat Abu Ali bin Abu
Hurairah.

Cabang: Jika pengghasha6 menguburkan sosok mayat

pada tanah yang dighashab, maka peng-ghashab harus

mengeluarkan mayat itu dari tanah ifu, walaupun tindakan ifu
dapat menistakan kehormatan mayat, karena dengan

menguburkan mayat di tanah itu adalah findakan perlawanan

terhadap hukum yang menyebabkan pelakunya berdosa.

Kemudian jika kuburan itu dibongkar, maka peng-ghashab

bertanggung jawab dengan mengganti uang ganti rugi atas apa
yang berkurang dari tanah ifu. Dan jika pemilik tanah berkata,

"Aku mengizinkan mayat ifu terkubur di tanah itu jika dia (peng-

ghashaS bertanggung jawab kepadaku atas segala kekurangan

yang terjadi pada tanah ifu," maka dalam hal pemaksaan kepada

peng-ghasha6 untuk mengupayakannya ada dua pendapat:

1. Pengghashab dipaksa untuk mengupayakan apa yang

ditunfut oleh pemilik tanah, hak ini untuk menjaga

kehormatan mayat yang telah dizhalimi dengan

menguburkannya pada tanah ifu.
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Pengghashab tidak harus dipaksa untuk mengupayakan

apa yang difuntut oleh pemilik tanah, karena malnt ifu
terkubur dengan cara yang tidak benar.

Cabang: Imam AsySyafi'i mengatakan: Dan begitu pula

jika seseorang memindahkan tanah dari sebidang tanah milik

orang lain, maka dia hanrs mengembalikan apa yang telah dia

pindahkan dari sebidang tanah itu hingga tanah itu menjadi dalam

keadaan seperti semula, sebelum dia mengambil tanah ifu.

Sementara AI Muzani berpendapat bahwa ucapan ini masih

rancu dan belum jelas, karena dengan ucapannya ini jika

seseorang mengghashab benang pintal, lalu dia memintal benang

ifu menjadi pakaian. Atau seseorang mengghasha6 besi tempa,

lalu dengan besi tempa itu dia mencetak uang-uang logam, atau

dia mengambil tanah liat, lalu dengan tanah liat itu dia membuat

bafu bata, maka semua ini adalah efek dari sebuah pekerjaan dan

bukan inti dari pekerjaan ifu. Sementara manfaat dari benda yang

dighashab adalah milik orang yang bendanp &ghashabdan Udak

ada hak bagi pengjriasrlab pada benda itu. Begitu juga haln!,a jika

seseorang memindahkan tanah liat dari sebidang tanah atau dari
sungai. Dan gambarannya adalah seperti ini:

Jika seseorang mengghashab tanah, lalu dari tanah ifu dia

me,rnindahkan tanah (dalam benfuk bongkahan), maka tanah Snng
dalam bentuk bongkahan itu fidak lepas dari dua kondisi; kondisi

pertama yaitu tanah itu tetap pada wuiudnya yang semula dan

kondisi kedm tanah itu telah hancur. Jika tanah itu dalam kondisi

hancur, maka pengghashab hanrs mengembalikan dalam bentuk

benda lnng semisalnya, karena sesungguhnya tanah dalam benfuk

bongkahan ada yang semisal, jika dia tidak mampu mengganti

L-
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dengan tanah yang semisal, karena tidak ada tanah yang semisal di

kawasan ifu, maka dia harus bertanggung jawab dengan mengganti

dalam bentuk nilai atau harga. Dan dalam perkara ini ada dua

pendapat:

1. Dan telah dinukil oleh Al Muzani dari Imam Asy-Syafi'i

dalam kitabnya Jami'Al l{a6ri bahwa sebidang tanah yang

di atasnya terdapat segunduk tanah dihifung, kemudian

dihitung pula sebidang tanah yang telah terambil dari tanah
yang ada gundukannya. Dan pengghashab harus

bertanggung jawab unfuk membayar selisih nilai dari kedua

tanah itu.

2. Bahwa peng-ghashab harus bertanggung jar,vab dengan

mengganti dua kali lipat dari selisih nilai tanah yang

berkurang setelah tanah itu dipindahkan dari tempakrya

semula. Sementara jika tanah ifu masih dalam wujud yang

ufuh dan dalam kondisi semula, maka keadaan peng-
ghashab dengan pemilik tanah tidak terlepas dari empat
keadaan:

Keadaan pertama: Keduanya bersepakat unfuk

mengembalikan bongkahan tanah itu ke tanah asalnya, maka

dengan demikian terbebaslah pengghashab dari tanggung jawab,

dan dia tidak berutang kearali jika ada sesuatu yang berlarang dari

sebidang tanah ifu dengan menggantinya dalam benfuk upah atau

nilai yang setimpal.

Keadaan kedua: Keduanya bersepakat unfuk meninggalkan

atau membiarkan bongkahan tanah itu diluar dari tanah asalnya,

sehingga bongkahan tanah itu adalah milik mereka berdua selama

bongkahan tanah itu fidak dilemparkan ke sebidang tanah yang di-
ghashab.
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Keadaan ketga:TPemilik tanah menuntut agar bongkahan

tanah itu dikemballhn ke tempat asalnya, lalu pengghashab

menolaknya, makardalam keadaan in pengghasha6 dibawa paksa

unh.rk melakukdn apa !/ang dihmtut kepadan5ra unfuk

kepentingan pemilik tanah.

Keadaan keempat: Perrgghashab mengajak untuk

mengembalikan bonglohan tanah ke tempatr5ra semula, akan

tetapi pemilik tanah menolaknya. Maka pemilik tanah dihimbau

untuk membebaskannln dari tanggung jawabnya terhadap tanah

ifu. Sementara jika pernilik tanah tidak mau membebaskannya dari

tanggung jawabnlp, maka pengghashab hendaknya

mengembalikan tanah ihr dengan sendiringa tanpa seizin pemilik

tanah, dan pelarangan pemil'rk tidak perlu dianggap, agar dia

tertebas dari tanggung jatraabnya dengan tanah

itu.

AslrSyirazi a berkah: PasaL Jika seseomng
meng-.:gdlasI?ab pakaian, lalu dia merramainga dengan
pewarna milikqTa sendiri, maka dalam hal ini ditinjau
terlebih dahulu; jika palarnaan ihr tidak menambah
nilai pakaian dan peunrna, dan juga peunrnaan ihr
fidak mengurangi pakaian dan peurarna. Seperti
misalnya nilai paloian sepuluh dirham dan nilai
pewarna sepuluh dirham, lalu nilai pakaian yang sudah
diwarnai ifu meniadi dua puluh dirham, maka peng-
ghashab menjadi sekuhr bagi pemilik pakaian, karena
pewama adalah wujud atau inti dari hartaqTa yang
memiliki nilai. Jika pakaian itu diiual, nurka harga dari
penjualan ifu milik mereka bendua, dan masing-masing
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mendapat setengah. Lalu jika bertambah harga dari
kedua benda itu, yaitu umpamanya harga pakaian

menjadi tiga puluh dirham, maka hal itu iuga
menyebabkan teriadinya tambahan nilai bagi mereka

berdua, karena dengan perbuatannya ifu dia bisa

menambah hartarrgTa dan menambah harta orang lain.
Dan sesuafu yang bertambah pada hartanya, maka dia

memilikinya, karena tambahannya itu adalah hasil dari
apa yang dia takulran sendiri pada hartanya sendiri.
Dan iika pakaian itu dijual, maka uang hasil iualnya itu
hams dibagi kepada mereka berdua lrang masing-

masing mendapatkan setengah.

Akan tetapi jika berkurang harga kedua benda itu,
seperti jika harga pakaian ifu meniadi lima belas

dirham, maka kekurangan itu ditanggung oleh peng-
ghashab dalam hd pewarnanya, karena disebabkan
perbuatanngla maka terjadi pengurangan harga. [-alu
jika pakaian itu diiual seharga lima belas dirham, maka

dia harus membayar kepada pemilik pakaian sebanyak

sepuluh dirham, dan kepada pengghashab lima
dirham. Dan iika harga pakaian menjadi sepuluh

dirham, maka kekurangan ifu ditanggung oleh peng-

ghashab, lalu jika pakaian itu diiual seharga sepuluh

dirham, maka dia harus memba3rar sepuluh semuanya

kepada pemilik pakaian, dan png demikian itu bisa iadi
dikarenakan telah hilangnya nilai pewarna pada

pakaian ifu, atau berkurangnya nilai pakaian ifu
mungkin juga dikarenakan adanya pewarna. Maka
pengghashab hams dipaksa trrfuk mengganti apa yang

berlnuang dari nilai pakaian itu.
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Dan iil<a harga pakaian itu menjadi delapan
dirham, maka pengghashab dengan apa yang dia
lakukan dalam pewamaan tidak mendapatkan apa-apa,
karena dia telah menghabiskan pewama ifu pada
pakaian, dan dia harus membayar dua dirham kepada
pemilik pakaian karena pakaian ifu berkurang harganlra
akibat pewarnaannya sebanyak dua dirham.

Pasa} Jika telah habis harga peurarna, maka
pengghashab tdak memilih hak apapun terhadap
pakaian ifu, karena hartanya pada pakaian ifu adalah
pewama, dan dia telah menghabiskannya. Dan iil<a
masih ada tersisa harga dari palarna ifu, lalu peng-
ghashab meminta agar pewama yang tersisa ifu
dikeluarkan, maka permintaan ifu harus dipenuhi
karena pewarna ifu adalah hartanya, sehingga dia boleh
mengambilnF, sebagaimana iilra dia menggarap
tanaman pada tanah yang dighashab, kemudian dia
hendak mencabutnya. I-alu jika harga pakaian ifu
berkurang karena unfuk mengeluarkan peurarna, rnaka
pengghashab bertanggung jawab terhadap apa yang
berkurang dari pakaian ifu karena pakaian ifu
berhrang disebabkan olehnya. Dan jika pemilik
pakaian meminta unfuk dikeluarkan pewarnanlra, lalu
pengghashab menolak, maka dalam perkara ini ada
dua pendapat:

Pendapat pertama: Pengghashab tdak dipaksa,
dan ini adalah pendapat Abu Al Abbas, karena pewanur
itu akan rusak ketika akan dikehnrkan dan tidak ada
keperluan apapun bagr pemilik pakaian dengan
mengeluarkanngn, karena sangat mungkin baglnlra
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untuk dapat memenuhi keperluannya dengan meniual

pakaian yang sudah dia miliki, dan tdak boleh bagt

seseorang unhrk merusak harta orang lain-

Pendapat kedua: Pengghashab harus dipaksa,

dan ini adalah pendapat Abu Ishaq dan Abu Ali bin

Khairan, karena ifu adalah keringat yang melakukan

kezhaliman dan tidak ada hak baginya pada pakaian itu,

sehingga dia dipaksa unfuk mencabutnya seperti orang

yang menanam tanaman di tanah yang dighashab- Dan
jika orang yang dighashab mengupayakan harga atau

nilai dari pewarna agar dia memilikinya, sementara

pengghashab menolak, maka dia tidak boleh dipaksa

unhrk menerima harga atau nilai ihr, karena yang

demiHan itu adalah pemaksaan unfuk menjual

hartanya. Sementara iika pemilik pakaian ingin meniual

pakaian ifu, lalu pengghashab menolak, maka pakaian

itu boleh diiual, karena pakaian itu adalah milihnya,

sehingga pengghashab tidak memiliki wewenang untuk

melarang pemiliknya dari menjual- Dan iika peng-

ghashab hendak meniual pakaian tersebut, lalu pemilik

pakaian menolak, maka dalam hd ini ada dua

pendapat:

Pendapat pertama: Dipaksa untuk diiual, agar

pengghashab bisa mendapatkan nilai peu,arn rnya,

sebagaimana dipaksanya pengg'fi ashab untuk meniual

agar pemilik pakaian bisa mendapatlran nilai
pakaianrrga.

Dan pendapat kedua: Tidak boleh dipaksa untuk

dijual, karena pengghashab adalah pelaku keiahatan,
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sehingga dia fidak mempunyai hak, karena tindak
kejahatannya, yaitu menghilangkan harta dari pemilik
pakaian. Dan iika pengghashab menghadiahkan
pewama kepada pemilik pakaian, maka dalam hal ini
ada dua pendapat:

1. Dipaksa unfuk menerimangra, karena yang
diberikan itu tdak bisa dipisahkan atau dibedakan
dari benda ifu, yaifu pakaiannya, maka dia hartrs
menerimangn seperti pendeknya pakaian.

2. Tidak boleh dipaksa untuk menerimanSna karena
itu adalah hadiah, sehingga tidak boleh dipaksa
unfuk menerimangn.

Penjelasan Hukum: Imam AsySyafi'i mengatakan: Dan
jika sebuah pakaian (dighasha6), lalu dia meru,ramainya hingga

bertambah hargan5a menjadi lima dirham, lalu pemilik berkata

kepada pengghashab, "Jika kamu mau, maka kamu harus

mengeluarkan za'faran (pewama) karena kamu bertanggung jawab

atas apa yang berkurang dari pakaian itu, dan jika kamu mau,

maka kamu bersekutu pada kepemilikan pakaian ifu, untukmu

sepertiganla dan untuk pemilik pakaian dua pertigilgo, dan tidak

ada baginp selain ifu." Dan begini pulalah ketetapan yang harus

ditegakkan pada setiap yang diwamai dan setiap yang bertambah

padanya. Dan ketetapan ini juga harus diterapkan jika seseorang

mewamai pakaian orang lain dengan peril/ama, kemudian dia

meminta haknya berupa peu,ama yang ada pada pakaiil fu,
maka dalam hal itu pakaian harus dihifung, jika nilai pewama itu

bertambah dengan tambahan yang sedikit atau dengan tambahan

yang banpk. Dan apabila tidak ada penambahan nilai padanya,

!-.
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maka dikatakan kepadanya, "Tidak ada bagimu disini harta yang

bertambah pada harta orang lain, maka bagaimana kamu bisa

menjadi sekutu dengannya. Jika kamu mau, maka keluarkanlah

peu/ama itu karena kamu bertanggung jawab atas apa yang telah

berlarrang dari pakaian itu. Dan jika kamu mau, maka

tinggalkanlah dia."

Dan gambarannya adalah seseorang meng-ghashab

pakaian, lalu dia mewamainya, maka dalam hal ini keadaan

peurama tidak lepas dari tiga bagian:

Pertama: Pewama itu milik pengghashab.

Kedua: Pewama ifu milik orang yang memiliki pakaian.

Ketiga: Pewama itu milik orang asing.

Dan jika petrralna itu milik pengghasha4 maka dalam hal

ini ada tiga keadaan:

1. Pewama itu memungkinkan unfuk dikeluarkan.

2. Per.uama ifu Udak memungkinkan unfuk dikeluarkan,

3. Pewama ifu memungkinkan unfuk dikeluarkan sebagiannya

dan tidak memungkinkan untuk dikeluarkan semuanya. Jika

perdrama ifu tidak memungkinkan unfuk dikeluarkan, maka

harga dari pakaian ifu setelah proses pewamaan tidak lepas

dari tiga kondisi, yaitu, harga pakaian ihr adalah sama

harganya sebelum proses pelrlamaan, atau bisa jadi harga

pakaian itu lebih sedikit, atau bisa jadi harga pakaian itu

lebih banyak. Dan jika harga pakaian yang sudah diwamai

itu sama harganya dengan harga pakaian itu sebelum

diwamai seperti jika harga pakaian sepuluh dirham dan

harga pewama juga sepuluh dirham, lalu pakaian itu dijual

setelah proses pewamaan dengan harga sepuluh dirham,
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maka uang itu adalah milik orang yang memiliki pakaian itu
karena telah hancumya pewama, baik karena tidak ada

harganya ataupun karena paksaannya, hingga berkurang

harga pakaian.

Dan jika harga pakaian itu lebih sedikit setelah dijual,
seperti jika hargan5ra menjadi delapan dirham setelah diwamai,
maka uang ifu adalah milik pemilik pakaian, sementara peng-
ghashab hanrs membagar kepadanya uang sebesar dua dirham
unfuk menyempumakan seluruh harga dari harga baju ifu png
disebabkan pe\ruamaan yang dilalnrlonnya dan berkurangnya

bagian-bagian dari pakaian itu.

Sedangkan jika setelah proses peu/amaan harga pakaian itu
lebih besar, maka kondisi bertambahnya harga pakaian ifu tdak
lepas dari tiga bagian, pertama: Bertambahnya harga senilai

dengan harga pe\ Ernaan, atau bisa jadi lebih kecil dari harga
peu/amaan, atau bisa jadi lebih banynk dari harga pet ramaan. Jika
bertambahnla harga pakaian ihr senilai dengan harga pe\r,Ernaan,

seperti jika harga pakaian ifu setelah peuamaan menjadi dua
puluh dirham, maka pada kondisi ini pemilik pakaian mengambil

dari hasil jual ifu sepuluh dirham yaihr seharga pakaiannln dan
pengghashab mengambil sepuluh dirham sebagai harga
peunmaannya, dan tdak ada sesuafu yang berkurang dari
penjmlan ifu, tdak ada 5nng berlnrang pada pakaian dan tidak
ada 5nng berhrang pula pada pe\lamaan.

Apabila bertambahrya harga ihr menjadi lebih keril dari
harga peu/amaan, seperti jika harga pakaian itu menjadi lima belas

dirham setelah peunmaan, maka pemilik pakaian mengambil
sepuluh dirham sebagai harga pakaiannya secara ufuh, sementara
pengghashab mengambil sisa yang lima dirham hingga

Al Majmu'S)tarahAl Muhodzdzab ll eOt



kekurangan itu dibebani khusus hanya pada proses pewamaannya

sebagai pertanggungjawaban terhadap nilai pakaian yang

berkurang.

Jika bertambahnya harga pakaian itu lebih banyak dari

harga pe\r/amaan, maka tambahan itu menjadi milik mereka

berdua berdasarkan kadar harta mereka masing-masing sesuai

dengan rutnus pembagian yang sudah dikenal dalam ilmu

Matematika.

Dan jika tambahan itu menjadi milik mereka berdua

berdasarkan harta mereka masing-masing, maka artinya tambahan

itu tidak khusus hanya untuk pengghashab, walaupun tambahan

itu terjadi karena perbuatannya. Juga karena dia bekerja pada

hartanya dan bukan pada harta orang lain, maka dalam kasus

seperti ini apa yang dia dapati dari tambahan itu bukanlah sebagai

upah dari pekerjaannya pada harta orang lain, akan tetapi

tambahan yang dia dapati adalah sebagai upah dari pekerjaannya

pada harta miliknya sendiri. Dan jika satu diantara keduanya

mengajak untuk menjualnya, lalu yang lainnya menolak, maka

dalam hal ini dilihat siapa yang mengajak untuk menjual. Jika yang

mengajak itu adalah pemilik pakaian, maka dia berhak akan hal

ihr, dan peng'ghasha6 karena tindakan kejahatannya dengan

mewamai, maka dia tidak boleh menghalangi pemilik pakaian dari

menjual pakaiannya, iika dia tetap melarang maka hal itu
menyebabkan dia tetap dalam keadaan mengghashab.

Dan jika peng-ghasha6 mengajak untuk menjual pakaian

agar dia dapat mendapat harga dari pewamaannya, namun

pemilik pakaian menolak, walaupun iil<a pengghasha6 memberi

kepada pemilik pakaian -dengan ketetapannya untuk tetap

menolak- harga pewamaan yang menjadi haknya, jika pakaian itu
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dijual maka pemilik pakaian mendapatkan harga pewamaan itu

dan dia tetap tidak dipaksa untuk meniual.

Sementara iika peng-ghashab fidak memberi untuknya

pe\ ramaan, maka dalam hal ini ada dua pendapat yang disebutkan

oleh Abu Ali Ath-Thabari dalam kitabnya lfshihah.

Pendapat pertama: Pemilik pakaian hams dipaksa unfuk

menjual pakaiannya.

Pendapat kedua: Pemilik pakaian tdak dipaksa untuk

menjualnya, karena pengghasha6 adalah orang yang bertindak

kejahatan dengan pewamaannya, maka akibat perbuatannya itu

dia tidak berhak untuk menghilangkan kepemilikan pakaian dari

pemiliknya. Dan ini adalah bahasan tentang pewamaan yang tidak

memungkinkan unfuk dikeluarkan, dan tidak ada bedanya antara

wamanya ifu adalah hitam ataupun wama-wama lainnya selain

wama hitam.

Imam Abu Hanifah mengatakan: Jika petr,ramaan ihr adalah

hitam, maka pengghashab tidak mendapatkan apa-apa pada

peuramaan ifu, sementara pemilik pakaian diberi hak memilih

antara dia mengambil pakaian itu atau tidak. Sedangkan peng-

ghashab tidak mendapatkan apa-apa dari peunmaannya, atau

pengghasha6 memberikan pe'r/amaan ifu kepada pemilik pakaian

dan dia mengambil darinya harga dari peru,ramaan ifu. Akan tetapi
jika pewamaan ifu adalah merah atau hrning, maka pemilik

pakaian diberi hak memilih antara dia mengambil pakaian ifu,

kemudian dia harus membayar harga peu/amaan ifu, atau dia

memberi pakaian itu kepada pengghashab, kemudian dia

meminta kepadanya harga atau nilai dari baju ifu. Dengan

demikian pemilik pakaian menjadikan semua pevrarnaan menjadi

milik pengghashab dan dia mengambil harga atau nilai dari

\-
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pakaian itu dari pengghasha6 kapan saja dia berkehendak, dan

boleh juga dia mengambil pakaian itu dalam kondisi sudah

diwamai. Akan tetapi jika pewamaan ifu adalah hitam, maka tidak

ada yang harus dia bayarkan kepada pengghasha6. Sementara

jika pewamaan ifu selain hitam, maka pemilik pakaian hanrs

membayar nilai pewama ifu kepada pengghashab.

Terjadi perbedaan pendapat diantara sahabat-sahabahrya

tentang mengapa dia mengkhususkan hanya warna hitam yang

tidak diberi harga. Maka sebagian diantara mereka ada yang

berpendapat bahwa karena wama hitam ifu dapat menrsak bagian-

bagian dari pakaian. Dan yang lainnya lagi mengatakan bahwa

pendapat ifu diucapkan pada akhir Dinasti Umawiyah, yang mana

pada saat ihr wama hitam menjadi simbol bagi Dinasti Abbasiyah

dalam rangka mengembangkan dal$ah mereka dan untuk

memperbanyak pengikut-pengikutrya, maka berdirilah Abu

Hanifah, dan dia menganggap bahwa warna hitam adalah simbol

kehrrangan dan sesuatu yang hina. Sedangkan setelah wama

hitam itu menjadi simbol bagi Dinasti AbbasiSnh, maka t{/arna

hitam telah bertambah nilainya dan bahkan melebihi dari nilai

warna-warn lainnya. 00000000000

Kami berpendapat bahwa pindahnya kepemilikan pakaian

kepada pengghashab unhrk mengambil nilainp dari pakaian itu,

maka ini adalah suafu kesalahan, karena dengan masih adanya

keberadaan benda yang dighasha6 maka hal itu menghalanginya

dari mengambil nilainya dan peng-ghasha6 dimana hal ini dapat

diqiyaskan seandainya pada pakaian itu belum dilakukan

perduarnaan. Dan juga dikarenakan bagi siapa yang belum ada

keharusan baginya unhrk membayar nilai pakaian sebelum

dilakukan peu/amaan pada pakaian ifu, maka berarti baginya

belum ada juga keharusan untuk membayar nilai pakaian sesudah
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1.

2.

dilakukan perrdamaannya. Sehingga hal ini adalah sama

keadaannya seperti seorang pekerja atau buruh. Dan juga

dikarenakan bahwa kondisi pewamaan pada pakaian ifu tidak

lepas dari dua kondisi, yaifu berkurang atau tidak berlarang; jika

kondisinya berkurang maka dia harus bertanggung jawab dan tidak

ada selain itu, sementara jika kondisinya tidak berkurang maka

yang lebih utama adalah bahwa dia Udak bertanggung jawab.

Sedangkan bagian kedua, yaifu, pewama itu tidak

memungkinkan unfuk dikeluarkan, maka dalam kondisi seperti ini

hubungan antara pengghasha6 dan pemilik pakaian tidak lepas

dari empat keadaan, yaifu:

Kedua-duanya bersepakat unfuk membiarkan pouuama itu
tetap ada pada pakaian dan menjualnya dalam keadaan

tenvama. Maka hal ini dibolehkan, dan bahasan dalam

masalah ini setelah penjualannya adalah sama dengan

bahasan pada par.rama yang tidak memungkinkan unfuk
dikeluarkan.

Kedua-duanya bersepakat unfuk mengeluarkan pannma ifu
dari pakaian, maka yang demikian ini juga dibolehkan, agar

pengghasha6 bisa mendapatkan perdramanya dan pemilik

pakaian juga bisa mendapatkan pakaiannya. Akan tetapi
jika saat mengeluarkan pewama ifu terjadi kekurangan pada

pakaiannya, maka pengghasha6 bertianggung jawab atas

kekurangan itu.

Pengghasha6 mengajak untuk mengeluarkannya sementara

pemilik pakaian mengajak unhrk membiarkannya, maka
pengghasha6 hendaknya mengeluarkannya, baik hal ifu
mendatangkan manfaat baEnya ataupun tidak. Karena

pewama yang bisa dikeluarkan ifu adalah sesuatu yang dia

3.

I

L
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miliki, dan berdasarkan hal ini dia bertanggung jawab jika

terjadi kekurangan pada pakaian dan juga betanggung

jawab jika terjadi kekurangan pada penambahan nilai yang

terjadi pada pakaian itu dengan masuknya pewama, karena

pemilik pakaian telah memiliki nilai tambahan dari pakaian

itu setelah diwamai, sementara nilai tambahan itu telah

dihilangkan oleh pengghashab dengan mengeluarkan

panramanya ifu.

Contohnya adalah harga sehelai pakaian sepuluh dirham

dan harga pewama adalah sepuluh dirham, lalu harga

sehelai pakaian itu setelah diwamai menjadi tiga puluh

dirham, dan setelah dikeluarkannya peu/ama darinya maka

harga pakaian ifu menjadi lima dirham, maka dalam hal ini

pengghashab bertanggung jawab sebanyak sepuluh

dirham, lima dirham darinya adalah untuk mengganil nilai

yang berkurang dari pakaian itu sebelum pev,ramaan dan

lima dirham lainnya adalah untuk mengganti nilai yang

berkurang dari potongan keunfungan yang telah terjadi

tambahan harga pada pakaian ifu setelah proses

peM/amaannya.

4. Pemilik pakaian mengajak unfuk mengeluarkan pewama itu

sementara pengghasha6 meminta agar pe\ rama itu tetap

pada pakaian itu, maka dalam hal ini ada dua kondisi:

Kondisi pertama: Pemilik pakaian membiarkan pe'r/ama

ifu tetap ada pada pakaian itu karena permintaan dari pemilik

pewama, maka dalam hal ini ditinjau; Jika pewamaan itu belum

mendatangkan nilai tambah pada harga pakaian yang hilang

dengan dikeluarkannya pewama dari pakaian ifu, maka dalam hal

j
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ini ada dua pendapat sebagaimana disebutkan oleh hnu Abu

Hurairah:

a. Dan pendapat ini adalah yang dipilih oleh Abu Hamid,

bahwa pengghashaA Udak dipaksa untuk mengeluarkannya jika

dia menolak akan hal ifu, karena hal ifu akan menimbulkan

kerusakan pada hartanya. Sementara pemilik pakaian mempunyai

kemampuan unfuk mencapai pemenuhan haknya dengan

menjualnya.

Dia juga mengatakan: Dan ini adalah ucapan Imam Aq1

Syafi'i yang mana dia mengatakan: Jika dikatakan kepada peng-

ghashab, "Jika kamu mau, maka keluarkanlah pewama itu dengan

catatan kamu bertanggr.rng jawab pada apa yang berkurang. Dan

jika kamu mau, maka kamu adalah sekutu dengan apa yang

bertambah pada palama ifu." Ini berarti pengghasha6 diberi hak

untuk memilih.

b. Dan ini adalah pendapat yang paling benar, bahwa peng-

ghashab dipaksa unfuk mengambil petil/ama ihr, karena ifu adalah

keringat yang melakukan kezhaliman, tdak ada kesucian baginya

unfuk membiarkan peurama itu tetap pada pakaian yang dia

ghashab. Hal ini sarna kondisinya berkenaan tanaman dan

bangunan pada tanah yarg dighasha6. Dengan demikian, maka

dua pilihan altematif Imam Asy-Syafi'i bagi pengghashab antam

membiarkan pelilrama atau mengeluarkannya dengan ridha dari

pemilik pakaian. YaitLr dengan membiarkan pq,ama ifu pada

pakaian, dan iika dia mengeluarkan pe\ rama ifu, maka dia

bertanggung jawab jika teriadi kekurangan pada pakaian sebelum

proses peu/arnaan.

Sedangkan kondisi kedua: Per,rama itu terdiri dari

sesuatu yang memr.rngkinkan untuk dikeluarkan sebagiann5a, dan
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tidak memungkinkan untuk dikeluarkan sebagiannya. Berkenaan

dengan pe\rrama yang tidak memungkinkan untuk dikeluarkan,

maka bahasan perkara ini sama dengan apa yang dibahas pada

keadaan pertama. Sedangkan berkenaan dengan pewama yang

memungkinkan unfuk dikeluarkan, maka pembahasan perkara ini
sarna dengan apa yang dibahas pada keadaan kedua. Dengan

demikian pada keadaan ketiga ini telah menyatu hukum dua

keadaan yang telah berlalu sebagaimana yang telah kami
terangkan pembagiannya beserta keterangannya masing-masing,

dan inilah hukum pevramaan yang dilakukan olehpengghashab.

AslrSyirazi Eu berkata: PasaL Jika seseorang

mengghashab kayu jati, lalu dia memasukkanngn ke
dalam sebuah bangunan, atau seseoftmg mengghashab
benang lalu dengan benang ifu dia membuat sesuafu,
maka dalam hal ini ditinjau dan jilra kayr jati itu
menjadi beriamur dan benang itu menjadi lapuk- maka
fidak dikenakan sanlsi dengan mengembalikannya,
karena benda ihr memang alon menjadi usang atau
msak, maka hilanglah kewajiban unfuk
mengembalikannya dan diwajibkan kepada peng-
ghashab untuk menggantinya dalam bentuk nilai atau
harga. Dan jika benda itu masih dalam keadaan utuh
seperti semula, maka dalam hd ini ditinjau; Jika kayt
ifu ada dalam suafu bangunan dan benang ifu ada pada
sehelai pakaian, maka dalam hal ini diwajiblran kepada
pengghashab untuk mencabutnya dan
mengembalikannya, karena benda ifu adalah sesuafu

lnng dighashab dan memungkinkan untuk
dikembalikan, sehingga hams dikembalikan,
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sebagaima4a benda ifu semula seperti sebelum
dijadikan,bangunan dan sebelum dijadikan jahitan.

Dan jika seseorang menggfr ashab benang, lalu
dengan benang ifu dia menjahit luka seekor hewan,
maka jika herran yang dijahit itu adalah hewan yang
halal darahnya seperti orang murtad, babi, anjing yang
digunakan unfuk memmpok, maka dalam hal ini peng-
ghashab harus mencabut benang ifu dan
mengembalikann3p, karena tidak ada kesucian baginya.
Maka hal ini sama keadaannya seperti pakaian. Dan
iilra yang diiahit itu adalah hewan yang haram
darahnya, maka ditinjau; jika ia dari jenis hewan yang
tidak dimakan seperti anak Adam, ]1aitu bighal dan
keledai, sementara dikhawatirkan iika dicabut akan
membinasakanngra, maka dalam hal ini benang itu tidak
dicabut, karena kesucian mak*rluk hidup lebih
diutamakan dari pada kesucian harta. MaIG
berdasarkan hal ini dibolehkan unfuk mengambil harta
orang lain tanpa seizinnya unfuk melindungi hewan dan
tidak dibolehkan mengambilnya untuk menjaga harta,
maka tdak dibolehkan merusak kesucian hewan unfuk
menjaga harta.

Dan jika dari ienis hewan yang dapat dimalon,
maka dalam hd ini ada dua pendapat, gnifu:

Pendapat pertatna: Diwajibkan unfuk
mengembalikanngn, karena hal itu adalah mungkin
untuk dicabutnlp disebabkan sesuatu yang mubah,
maka diharuskan unhrk mengembalikanryra seperti kayu
jati.
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Pendapat kedua: Tidak diwaiibkan untuk
mengembalikannya, karena Nabi $ melarang unfuk

menyembelih hewan yang bukan untuk dimakannya.

PasaL Jika seseor.rng mengg'fiashab sehelai
papan, lalu dia memasukkannya kepada sebuah perahu

dan dikhawatirkan alon tenggelam iil<a papan ihl
dicabut. Jilta di dalam perahu itu terdapat seekor

herran maka papan itu fidak boleh dilepas sebagaimana

telah kami terangkan pada masalah benang, alon tetapi

iika di dalam perahu ifu terdapat harta selain hewan -
maka jika harta itu milik selain pengghashab- maka

papan itu tdak boleh dicabut, karena lpng demikian itu
adalah pengrusahkan terhadap harta seseorang yang

memiliki kesucian dengan tindalon keiahatan yang

dilakulran orang lain, sehingga hal seperti ini tdak
dibolehlon, alran tetapi iika harta itu milik peng-

ghashab, maka dalatn hd ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: PaPan ifu dicabut

sebagaimana robohqn bangunan untuk mengembalikan

kayu jati.

Pendapat kedua: Papan itu tdak dicabut, karena

papan ifu memungkinkan unhrk dikembalikan tanpa

harus memsak harta, yaitu dengan cara perahu ihl
ditarik ke tepian pantai, lain halryn dengan kayu jati

pada sebuah bangunan. Dan berdasarkan hal ini iika
pemilik harta hendak menunfut dengan nilai atau

harga, maka dia berhak unhrk mendapatkan ihr, karena

!/ang demikian ihr menjadi pembatas antara dirinSTa dan

hartan5n, sehingga dia dibolehkan gnhrk menunfut
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dengan pengganti, sebagaimana jika seseor.rng meng-
ghashab darinya seorang budak, lalu budak itu kabur.

Dan jika perahu lnng padangTa terdapat papan
yang dighashab telah bercampur dengan perahu-
perahu milik pengghashab, maka dalam hd ini ada dua
pendapat:

1. Dicabut semuanya sebagaimana dicabutryTa
semua perahu.

2. ndak boleh dicabut sebelum ada kejelasan
pada perahu mana papan ifu berada, karena merusak
harta lnng belum ada kejelasan padanSTa adalah
tndakan kejahatan.

PasaL Jika seseorang mengghashab bafu
permata, lalu bafu permata ifu ditelan seekor binatang
milik pengghashab {an jika binatang itu dari jenis
yang fidak dimakan- maka pengghashab harus
bertanggung jawab akan nilai dari bafu permata ifu,
karena dia berhalangan unfuk mengembalikanngra,
sehingga dia bertanggung jaunb unfuk mengganti
nilainya. Dan jika binatang itu dari jenis lrang dapat
dimakan, maka dalam hal ini ada dua pendapat
berdasarkan pada dua pendapat dalam hal benang lnng
diiahit dengannln luka dari sesuatu lnng dimakan.

PasaL Jika seseomng mengghashab seekor anak
unta dan anak unta ifu dia masukkan ke rumahnya, lalu
anak unta itu tumbuh besar dan tidak dapat keluar dari
pinfu, maln pintu itu harus dilepaskan unfuk
mengeluarkan anak unta sebagaimana dirobohkan
bangunan untuk mengembalikan kayu jati. Dan iilra
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anak unta ifu masuk ke rumahnya tanpa adanya

kelalaian darinya, maka pintu itu harus dilepaskan dan
pemilik unta harus bertanggung jawab dengan
memperbaiki pintu ifu, karena pinfu itu dilepas hanya
unhrk menyelamatkan hartanSTa tanpa adarrp kelalaian

dari pemilik pintu.

PasaL Jika seseorang mengghashab dinar, lalu

dia melemparkan dinar itu ke dalam tempat tinta maka

tempat tinta ifu harus dipecahkan dan dinar ifu hartrs

dkembalilon, sebagaimana dirobohlran bangunan untuk
mengembalilran kayu jati. Akan tetapi iika dinar ihl
terjahrh ke dalam tempat tinta tanpa adan5Ta kelalaian

dari pemiliknS;a, rnaka tempat tinta itu dipecahlran dan
pemilik dinar harus mengganti tempat tinta, karena
tempat tinta itu dipecahlran untuk menyelamatkan
hartangp tanpa adarryTa kelalaian dari pemilik tempat
tinta.

Pasal: Jika seseorang mengirfiashab suafu benda,

lalu dia menjualnya dan benda itu dipegang oleh
pembeli, dan dia menggunakannSTa lalu benda ifu rusak
padarrp, maka pemilik benda hendakn5n meminta
pertanggungjawaban kepada pengghashab, karena dia
telah mengghashab benda ihl, dan pengghashab
hendaknya meminta pertanggrrngiawaban kepada
pembeli, karena dia telah memegang sesuatu yang dia
tdak berhak untuk memegaryFya, sehingga dia
meniadi seperti pengghashab.

Jika peng ghashab bertanggung jawab terhadap

benda itu, maka dia bertangguns jawab dalam bentuk

GlG ll ,qJ uoj*u'SyarahAl Muhadzdzab



nilai atau harga yang lebih banyak dari harga benda ifu,
dan kelebihan harga dari benda itu dihitung
berdasarkan tempo antara saat dia mengghashab
hingga saat benda ifu rusak di tangan pembeli, karena
tempo seiak dari dia menggDashab hingga benda itu
rusak adalah tempo dimana dia bertanggung jawab
terhadap benda itu.

Dan jila pembeli bertanggung jawab, maka
pertanggungiawabannSla adalah dengan nilai yang lebih
banSnk dari nilai benda ifu, dan kelebihan harga dari
benda ifu dihifung berdasarkan tempo antara saat
benda itu dia pegang hingga saat benda itu menjadi
msak, karena sebelum benda ifu dia pegang maka
benda ifu belum masuk dalam pertanggungjawabannlna,
maka dia tdak bertanggung jawab pada benda itu
sebelum dia pegang. Dan jika dia lnng memulai, maka
pembeli bertanggung jawab -maka dalam hal ini
ditinjau: Jika dia mengetahui bahwa benda itu adalah
hasil dari meng ghashab maka dia tetap bertanggung
jawab dan tdak hilang tanggung jawabnln kepada
pengghashab, karena dia iuga merupakan peng-
ghashab lpng telah merusak benda yang dighashab
yang ada padangp, sehingga tanggung jawab itu tetap
ada padanp seperti pengghrehab gnng mengghashab
dari pemilikn5Ta jika benda itu ada padanya. Sementara
jika pembeli itu tidak mengetahui, maka dalam hal ini
ditinjau terhadap apa dia bertanggung jawab, jika
pertanggungjawabanryn diharuskan dengan suafu akad
(perjanjian) seperti mengganti dengan benda yang
sejenis atau mengganti apa lrang berlmrang, maka
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pertanggungjawaban itu tidak bisa dikembalikan kepada
pengghashab, karena penggrfi ashab fidak menipunya,
bahkan dia bersamanya untuk bertanggung jawab

terhadap benda itu. Dan jika pertanggungiawabannya

fidak diharuskan dengan akad (perianiian), maka hal ini
ditinjau; Jika dia belum mendapatkan manfaat selama

benda itu berada padanya seperti nilai atau harga anak

budak dan berkurangnya nilai budak wanita karena

melahirkan, maka pertanggungjawaban ihl
dikembalikan kepada pengghashab, karena dia telah
menipuqn, dan dia bersama dengannga unfuk tdak
bertanggrrng jawab terhadap apa lnng telah dia
ghashab.

Jika dia telah mendapatkan manfaat selama

benda itu berada padangn, maka dalam hal ini ada dua
perrdapat:

Pendapat pertama: Pertanggungiawaban ifu
kembali kepada pengghashaD, karena dia telah menipu
pembeli dan pembeli tidak bersama dengannya dalam

hal pertanggungiawaban.

Pendapat kedua: Pertanggungjawabannya fidak
serta-merta kembali kepada pengghashab, karena
pembeli telah mendapatkan manfaat selama benda ifu
berada padarrya, dan iika dia lpng memulai, maka
pengghashab bertanggung jawab- Maka apa-apa yang

mana pembeli tdak bisa menunfut kepada peng-
ghashab karena dia berutang, malo pengghashab akan

menuntulnga kepada pembeli, dan apa-apa lpng
dituntut kepada pengghashab, maka dia tdak bisa
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menunfut, karena tdak ada faidahn3p dalam hal peng-
ghashab menuntut kepada pembeli dan pembeli
menunfut kepada pengghashab.

Pasal: JiIG seseorang mengghashab makanan
dari orang lain, lalu dia berikan makanan itu kepada
seorang pria (orang asing), maka pemilik makanan
harus meminta pertanggungjawaban kepada peng-
ghashab, karena dia telah mengghashab makanan ifu,
dan baSr pengghashab bisa meminta
pertanggungjawaban kepada orang lnng makan, karena
dia telah memakan sesuafu lnng rnana dia tidak berhak
memakannyia. Jika orang yang memakan ifu
bertanggung jawab, maka hal ini ditinjau; Jika dia
mengetahui bahwa makanan ifu adalah sesuafu Snng di-
ghashab, lalu dia memakannya, maka pengghashab
fidak bisa dituntut, karena apa yang telah dia
pertanggungjawabkan, karena dia adalah pengghashab
lnng telah menghabiskan sesuatu yans dighashab,
maka dia tidak bisa lepas dari apa lpng harus dia
pertanggungjawabkan.

Dan jika dia memakan malranan itu dan dia tidak
mengetahui bahua yang dia makan ifu adalah sesuafu
yang di-gahshab, malo ddam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertarna: Dia terlepas dari tanggung
jawab makanan ifu, karena dia telah ditipu dan dia
harrp diberi makanan ifu, berarti dia tidak bertanggung
jawab alon makanan ifu.
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Pendapat kedua: Dia tidak terlepas dari tangguns
jawab makanan ifu, karena dia telah mendapatkan
manfaat dari makanan ifu.

Dan jika lrang memberi makan kepadanya (orang

asing) adalah pemilik dari makanan ifu, dan dia
mengetahui bahwa makanan itu adalah miliknya, maka
dalam hal ini pengghashab bebas dari tanggung iawab,
karena dia mengonzumsi makanan ifu dengan ridhanya
dan dengan mengetahui akan pemilik makanan itu.
Akan tetapi jika dia fidak mengetahui pemilik makanan

ifu, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Pengghashab terbebas dari
tanggung jawab, karena makanan itu telah kembali ke
tanganngn (pemilik makanan), sehingga peng-ghashab

bebas dari tanggung jawab, sebagaimana jika benda

lpng dta ghashab dia kembalikan kepadarrya.

Pendapat kedua: Pengghashab fidak bebas dari
tanggung jawab, karena dialah yang bertanggung
jawab, karena dia telah menghilanglran atau

meniadakan tangan pemilik dan kekuasaan pemilik dari
harta atau benda ihr, yaifu makanan. Dan
disuguhkannya malonan itu kepadanln (kepada orang)

unfuk dimakannya, bukan berarti ifu adalah tangannya
dan kekuasaannya, karena dia (orang asing), iika dia

hendak menganrbilnya maka hal itu adalah tdak
mungkin baginya, maka dia (pngghashaQ tetap
bertanggung jawab.
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Penjelasan: Imam fuy-Syafi'i mengatakan: Jika sebuah

papan telah di-ghasha6, lalu peng-ghashab memasukkannya pada

sebuah perahu, atau dia membangun sebuah dinding dengannya,
maka dia didenda dengan mencabutnya. Dan sebagaimana dia
berkata' Jika seseorang meng -ghashab sehelai papan, lalu papan
ifu dia masukkan pada sebuah perahu, atau dia membangun di
atasnya sebuah perahu, atau sebuah bangunan, maka dia didenda
dengan merobohkan bangunannya untuk mengembalikan papan

dengan wujudnya kepada pemilik papan, dan dengan pendapat ini
pulalah Imam Malik dan penduduk dua kota suci berpendapat.
Sementara Imam Abu Hanifah dan penduduk Iraq berpendapat
bahwa papan ifu dibayar dalam benfuk nilai atau harga, dan peng-
ghashab tidak boleh dipaksa unfuk menghancurkan bangunan
tersebut berdasarkan sabda beliau $,

,y.(r{ ht ?fia"r;t r)t-f l) r?\
.))Lht'*bts

"Tidak bleh melakukan perbmtan Wng berbahag dan
membahagkan. krangsiapa yang membaha5nkan (orang lain),
maka Allah al<an mernbahayakan dirinya, dan barangsiapa Wng
mempersulit (onng lain), maka Allah akan mempersutt dirinya."

Sementara dalam hal menghancurkan bangunan tersebut,
maka itu adalah lebih besar membahayakann5n. Dan juga
berdasarkan saMa beliau $,
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$u, L*; ;\ tr'fii \) t:'il.
.a-:3t

"Mudahkanlah dan jangan memperculit, sungguh'uku drr*,
dengan agama yang lurus dan penuh tolennsi."

Sedangkan dalam hal memberi ganti rugi dengan berupa
nilai atau harga, maka hal itu adalah dalam rangka unh.rk

memperrnudah. sedangkan dalam hal menghancurkan bangunan,
maka hal itu adalah tindakan unfuk mempersulit, dan juga

disebabkan bahwa benda itu adalah sestratu yang sudah di-
ghashab, yang jika dikembalikan dalam wujudnya yang asli, maka
hal itu akan mendatangkan bahaya kepadanya, sebagaimana

benang yang digunakan untuk menjahit luka pada hewan. Dan
juga dikarenakan bahwa benda ifu adalah sesuatu yang sudah di-
ghashab, yang mana benda itu tidak bisa diganti kecuali jika benda
ifu sudah hancur, maka dengan demikian pengghashab tdak
wajib rnengembalikannya dalam keadaan ufuh, sebagaimana jika
pada perahu itu terdapat harta milik orang lain selain milik peng-
ghashab.

Dalil kami adalah,

tat. d. o '..1 .. .?. 7-
.o)-/ e ()Jrl t, #l *

"Tangan ifu bertanggwng jawab terhadap apa tnng ia ambil
hingga dia mengembalikannya." Maka pengghashab harus
mengembalikan papan ifu. Dan diriwayatkan oleh AMullah bin
Mas'ud yang diriwayatkan secara mar{ul
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*;, bfW'b\'of F,;,,- v
lo o.

'9,f,
"Seorang muslim tidak boleh mengambil kayr saudaranlp

dengan tidak mendatangkan rasa senang pada jiwa saudaran3a

darinya." Dan hal ini adalah bukti nyata tentang kuatrya larangan

seorang muslim unfuk mengambil harta dari muslim lainnya tanpa

haknya, dan ini adalah hadits yang secara lahiriyahnya adalah

seperti nash. Dan juga berdasarkan saMa beliau $,
.?.t.. ./, , I o alw)tu,Ft-u.;:L

'samgguhnja oftng Wng benar, -* dia berhak untuk

berfrndak dalam melal<analan kebenaran ifu dan dia berhak unfuk

befrican tenkng kebenann ifu."Dartjuga setiap benda yang di-
ghashab yang mana benda yarg di-ghasha6 itu memungkinkan

untuk dikembalikan, sehingga benda itu harus dikembalikannya

secara uhrh seperti keadaannya sebelum dibangun sesuafu diatas

benda ifu. Dan ini adalah satu masalah, sedangkan benang yang

berada pada luka heuran, maka ini adalah masalah lain lagi. Dan
juga dikarenakan pengghashab menyibukkan dirinya pada benda

yang dia ghashab pada sesuatu yang tidak ada kebaikan bagi

dirinya pada benda ifu, maka dia harus mengembalikan benda itu,

sarna halnya jika dia meng-ghasha6 sebidang tanah, lalu dia

bercocok tanam di tanah ifu.

Dan diwajibkan jika dia mengghasha4 maka dia dipaksa

unhrk mengembalikannya kepada pemiliknya, seperti sebidang

tanah disafu masalah dan benang yang digunakan untuk menjahit

pada masalah lain, dan juga dikarenakan bahr,rn bahaya
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kepada peng-ghashad maka hal itu tidak menghalanginya untuk
mengembalikan benda yang dighashab. Sebagaimana jika dia

bersumpah untuk memerdekakan budaknya untuk tidak
mengembalikan apa yang telah dia ghashab, maka dia harus

mengembalikan apa yang di-ghashabdan memerdekakan budak.

Jawaban atas hadits, "Tidak boleh melakul<an perbuatan
yang berbahaSn dan membahajakan (orang lain),' adalah bahwa

dalil ini adalah perpaduan antara dua hal, karena dalam hal

melarang pemilik benda dari bendanya adalah membahayakan

terhadapnya, sedangkan masuknya bahaya kepada pengghashab

dan membebaskan dia dari benda yang dia ghashab adalah lebih

diutamakan dari pada memberikan benda yang di-ghashab kepada
pemiliknya dalam rangka memudahkan perkara yang sedang

dihadapi pagghasha4 dan juga untuk membebaskan dia dari
pemilik benda, dan juga ini untuk menghinakan benda yang di-
ghashab hn juga unfuk melindungi hal-hal yang berkenaan

derrgan pagghashab.

Sedangkan jawaban atas hadits, 'Mudahkanhh dan jangan

mempersulit, "maka hal ini dapat dijawab dari dua sisi:

Pertama: Mengarahkan penggunaan isi hadits ini kepada

orang yartg &ghasha6 dan memudahkan urusannya agar hartanya

kembali kepadan5n adalah lebih diutamakan daripada

mengarahkan pengs1rnaan isi hadits ini kepada pengghashab

dalam perkara kepemilikannya terhadap harta orang lain.

Kedua: Bahwa "Memudahkan" adalah kemaksiatan, dan
pengghasha6 adalah orang yang berbuat maksiat, karenanya tidak
boleh memberi kemudahan kepadanya karena yang demikian itu
adalah peluang unhrk mengabadikan perbuatan maksiat.
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Sedangkan jawaban atas qiyas mereka pada benang png
digunakan unfuk menjahit luka hanan, maka dalam hal ini
terjawab dari dtra sisi:

Pertama: Bahwa qilras yang mereka lakulon itu adalah
qiyras yang tidak benar, karena sesuahr Spng mereka qlnskan
berlawanan dengan apa lnng menjadi dasar qiyas, karena arfi dari
kata "menjahit" maka pekerjaan dari "menjahit" tdak memiliki
sesuatu yang bisa dikembalikan. Sehingga tidak uajib baginlp
unfuk mengembalikannln, sementara dalam hal papan, maka dia
merniliki sesuatu yang bisa dikembalilon.

Kedua: Bahurasanqp iika dia membufuhkan siapa png
memulai , maka pemilik benda hanrs dipaksa
kepadanp trnfuk kesucian heunn dan itu lebih ditrtarnakan

daripada kestrcian benda.

Cabang: Dan jika sese€rang mer;rgglnsha6 batu permata,

lalu seekor heunn menelannln, maka sahabat-sahabat lrarni
berpendapat: Hukumnya adalah sarna dengan hukum pada

benang yang dengannla dia menjahit luka seekor halan, dan
suafu hal yang memunghnkan jika harga batu permata itu
harganya lebih mahal dari pada heunn ifu malo herpan itu
disembelih, lalu permata ihr dikembalilon kepada pemilikn5ra dan
pertanggungjawaban heunn ada pada por$ghasln6 kecuali iika
heunn ifu adalah dari ienis manusia. Dan hal ini hanrs dibedakan
kondisinya dengan benang, karena pada umumqB harga benang
lebih murah daripada harga halan, sementara harsa battr permata

lebih mahal daripada heunn. Dan dengan menyembelih hannn,
malo hal itu adalah tndalon unhrk menjaga hak pemilik untuk
mengembalikan wuiud hartanp kepadanp dan juga sebagai
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tindakan untuk menjaga haknya pengghashab dengan cara

mengurangi tanggung jawabnya.

Dan jika domba seseorang menelan bafu permata lain yang

bukan hasll ghasha6 dan tidak mungkin untuk dikeluarkannya

kecuali dengan rnenyembelih domba ifu, maka domba itu harus

disembelih jika bahaya menyembelihnya lebih sedikit. Sedangkan

pertanggungjawaban atas kekurangannya, maka hal ini diserahkan

kepada pemilik batu permata, karena hal itu dilakukan untuk

menyelamatkan hartanya, kecuali jika dalam hal ini terjadi kelalaian

dari pemilik domba dimana dia meletakkan tangannya di atas batu

permata itu, maka dalam hal ini pemilik batu permata tidak

bertanggung jawab apa-apa, karena kelalaian berasal dari pemilik

domba sehingga bahaya itu datang kepadanya.

Cabang: Dan jika seseorang meng-ghasha6 dinar, lalu

dinar itu terjatuh pada tempat tintanya atau dia mengambil dinar

lainnya, lalu dia lupa hingga dinar itu terjatuh pada tempat

tintanya, maka tempat tinta itu harus dipecahkan dan dinar

dikembalikan sebagaimana dalam kasus dirobohkannya bangunan

untuk mengembalikan kayu jati. Dan begitu juga jika berupa

dirham atau sesuatu yang lebih murah darinya, jika terjatuh bukan

karena perbuatannya, maka dipecahkanlah tempat itu untuk

mengembalikan dirham atau dinar jika pemiliknya berkehendak

dan tanggung jawab ada padanya karena pemecahan tempat itu

dilakukan untuk menyelamatkan hartanya. Sementara jika

seseorang meng-ghasha6 dinar, lalu dinar itu terjatuh pada tempat

tinta orang lain karena perbuatan peng-ghasha6 atau bukan karena

perbuatannya, maka ternpat tinta itu dipecahkan untuk

mengembalikan dinar, dan peng -ghashab hams bertanggung jawab
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terhadap ternpat tinta karena dia adalah penyebab pecahnp

tempat tinta.

Akan tetapi jika memecahkannya lebih banyak bahayanya

dari pada membiarkan dinar yarg teriahrh di.. ddamnya, maka

puryghashab bertanggung jawab dan tempat tinta Udak

dipecahkan. Dan jika seseorang melempar dinar kepada tempat

tinta orang lain karena permusuhan, lalu pemilik tempat tinta tidak

mau memecahkannya, maka dia tidak boleh dipaksa karena

pemilik dinar itu bertindak jahat kepadanya dengan melempamya,

sehingga pemilik tempat tinta tidak dipal$a untuk rnerusak

hartanya, untuk menghilangkan bahaSn musrhnp terhadap

diriqn, dan pengghashab hanrs bertanggung iaunb pada apa

yang berkurang dari tempat tinta itu dengan menjah.ilrkan dinar ke

dalamnya. Dan memungkinkan juga dia dipaksa unhrk

memecahkan tempat tinta itu unfuk mengembalikan wujud harta

pengghashab dan pe-ngghashab bertanggung jaunb terhadap nilai

tempat tinta itu, sebagaimana jika dia menanam pada sebidang

tanah yang bukan milikrrya, lalu dia menggali lubang di tanah ihr

tanpa seizin dari pemiliknla untuk mengambil hasil tanarnannya,

sehingga dia harus bertanggung jaunb atas kehrangan tanah ifu
yang telah dia lubangi, dan berdasarkan kedua sisi di atas maka

iil<a pensgharha6 memecahkan tempat tinta ifu se,cara paksa,

maka dia tidak ditr.rntut unhrk mengembalikan harga !,ang lebih

bar,yak dari harga tempat tinta itu.

Dan juga dia bertanggrrng jaurab terhadap apa-apa lnng
menSrusul dari pemecahan tempat tinta itu seperti tercecemla tinta

itu pada kertas{<ertas atau pada buku-bulnr atau pada pail<aian,

maka dia harus bertanggung jawab dalam benhrk harga dari apa

yang telah rusak, atau dia hanrs membaSnr ganti nrgi dari apa-apa

yang berlnrang nilainya akibat pecahnya tempat tinta.
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Cabang: Jika seseorarlg meng-ghashab makanan, lalu dia

memberi makan ifu kepada orang lain, maka pemilik makanan

boleh meminta pertanggungjawaban kepada seseorang diantara

mereka berdua yang dia kehendaki, karena peng-ghasha6 menjadi

penghalang antara pemilik makanan dengan makanannya

sementara orang yang memakan, maka dia telah merusak harta

orang lain dengan tanpa seizinnya dan dia mendapatkannya bukan

dari tangan yang bertanggung jawab, yaitu dengan tanpa seizin

pemiliknya. Dan jika orang yang memakan makanan ifu

mengetahui bahwa makanan itu adalah sesuafu yang di-ghashab,

maka pertanggungjawaban tetap ada padanya, karena dia telah

merusak harta orang lain tanpa seizin pemiliknya, dia mengetahui

tanpa ada unsur penipuan, dan jika pengghasha6 bertanggung

jawab, maka tanggung jawab itu dituntut kepadanya.

Imam Asy-Syafi'i mengatakan: Jika seseorang meng-

ghashab makanan lalu dia memberi makanan ifu kepada orang

lain, kemudian pemilik makanan menunhrt haknya kepada peng-

ghashab, maka dia harus bertanggung jawab, jika dia berutang

(untuk membayar) kepada pemilik makanan, maka tidak ada

tunfutan antara yang memberi dan yang menerima makanan. Dan

jika dia (pemilik makanan) berkehendak, maka dia boleh menuntut

kepada orang yang diberi makanan, dan jika orang yang diberi

makanan berutang (unfuk membayar kepada pemilik makanan)

maka terkadang telah ada yang berpendapat: Yang ditunfut adalah

orang yang memberi makanan, dan juga ada yang mengatakan

bahwa orang yang memberi makanan tidak dituntut.

Al Muzani berkata: Hal ini sempa dengan pendapatnya

bahwa pemberian atau hadiah dan pengghashab adalah sesuatu

yang tidak ada maknanya, dan terkadang orang yang diberi telah

memsak sesuatu yang bukan miliknya dan juga milik peng-
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ghashab, maka pertanggungiauraban adalah kepada orang lpng
diberi makanan dan bukan kepada orang yang memberi makaffm,

akan tetapi jika orang yang memberi makanan bertanggung jawab,

maka dialah lrang benrtang kepada pemil'ft makanan, dan

pendapat ini menurutlm adalah yang paling dekat dengan aslinya.

Dan masalah ini tefragi meniadi dua bagian dan setiap

bagiannya terdiri dari tiga keadaan:

Sedangkan baglan pertama: Maka keadaan pertamanya

adalah malonan ihr dia berilon kepada seseorang, hlu orang itrr

memalcnnln, maka dalam hal ini pemilik rnakanan boleh memilih

sahr diantara mereka berdtn untuk mengembalikan rnakanan ih.r.

Keadaan kedua= Dia mengizinlen kepadanya untuk

memakannp dengan tidak memberi dan iuga tidak men[ltrasai,

jika orang lnng memakan ih.r mengetahui bahwa makanan ifu

adalah sesuafu yang dighasha\ maka dia bertanggung jaurab

terhadap makanan ihr, dan pemilik makanan juga boleh memilih

unfuk menunhrt kepada safu diantara mereka berdtra kepada siapa

yang dia kehendaki. Jika orang Sang makan menjadi berutang,

maka dalam hal ini sahabat-sahabat lGrni telah berselisih

pendapat, diantaranya adalah ulama Baghdad gang berpendapat

bahua jika tLrntutan itu adalah kepada pgghasha\ rnalo hal itu

berart sudah berdasarkan dua pendapat dianara mereka berdua,

sernentara ulama Bashrah berpendapat dengan sahr pendapat

bahwa 3png dituntut adalah perrygl:asllr,b saja berrdasa*an safu

pendapat dari dia saja.

Sedangkan perbedaan antara orang yang makan rnakanan

dengan orang 1ang diberikan makanan adalah, bahwa rnalonntp

orang yang memakan malenan itu adalah dengan izin dari p€ng-

ghashab, maka dia bisa mentrntut kepadanp, sedanglon

Al Majnru'SyoaltAl tvtuhadz.dzab ll at



makannya orang yang diberi makanan adalah bukan dengan izin

dari peng -ghashab, sehingga dia tidak bisa menuntuhya, akan

tetapi jika pemilik makanan menuntut kepada pengghashab,

maka berdasarkan metode ulama Baghdad bahwa tuntutan itu

dalam benhrk utang dapat diarahkan oleh peng ghashab kepada

orang yang memakan berdasarkan dua pendapat mereka berdua.

Dan berdasarkan metode ulama Bash,rah, maka mereka

bersepakat bahwa orang yang memakan tidak bisa dituntut.

Dan keadaan ketiga: Dia memberikan makanan itu kepada

seekor hetu.ran milik seseorang, maka dalam hal ini ada dua sisi,

yaitu:

Pertama: Bahwa jika hal yang demikian ifu tanpa perintah

dari pemilik hewan, maka dalam hal ini yang bertanggung jawab

adalah peng-ghashab seorang diri dan pemilik makanan harus

menuntut kepada peng-ghasha6 dan tidak boleh menuntut kepada

pemilik her,uan. Dan jika pemberian makanan ihi karena

diperintahkan oleh pemilik her,van, maka dalam hal ini ditinjau;

Jika dia mengetahui bahwa makanan itu adalah sesuafu yang di-

ghashab atas perintahnya, maka dia bertanggung jawab, dan

pemilik makanan boleh memilih kepada siapa diantara orang

berdua itu yang dia kehendaki untuk bertanggung jawab, dan

pengghashab tidak bisa menuntut kepada orang yang

memerintahkannya jika yang memerintah itu tidak mengetahuinya.

Begihr juga sebaliknya dia boleh menuntut kepada yang

memerintah jika yang memberi perintah mengetahuinya, dan

dikenakan kepadanya hukum seperti hukum orang yang memakan

dan seperti hukum orang yang diberi makanan berupa ada atau

tidak adanya izin.
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Kedua: Maka bagian ini tergambar dalam tiga keadaan

dibaunh ini:

1. Jika pengghashab memberi makanan kepada pemiliknya

lalu dia mernakannln, dan jika dia mengetahui pada saat

makan bahwa makanan itu adalah miliknya, maka dia tidak
boleh menuntut kepada pengghasha4 akan tetapi jika dia
behlm mengetahuinya maka dalam hal ini ada dua
pendapat.

2. Perryghasha6 mengizinkan kepada pemilik makanan untuk
memakannya, jika pemilik makanan mengetahui pada saat

memakan bahwa makanan ihr adalah miliknya, maka dia

tidak bisa mentrntut kepada pengghasha4 dan jika dia
tidak mengetahui maka dalam hal ini adalah berdasarkan

metode ulama Baghdad yaifu bahwa denda yang harus

dibaSnr adalah berdasarkan dua pendapat yang mereka

sepakati. Sedangkan berdasarkan metode ulama Bashrah,

maka pengghashab difuntut membalnr denda dengan safu

pendapat pitu pendapat dari pemilik makanan.

3. Dia memberi makanan ifu kepada seekor heuuan yang

dimiliki oleh pemilik makanan, jika hal itu dia keriatran

tanpa perintah pemilik makanan maka dia ditunttrt unfuk
denda akibat perbuatannya itu kepada pemilik

makanan. Dan jika hal itu dia keriakan atas perintahrya dan

dia mengetahui alon hal itu maka orang yang memberi

malonan itu Udak bisa dituntut, akan tetapi jika p€rnilik

makanan tidak mengetahui, kemudian pemberi makanan

membalar denda kepada pemilik makanan, maka
pembayaran ifu adalah pertanggungjawabannya,

sebagaimana jika pemilik heunn memberi makanannya
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kepada hewan yang dia miliki. Dan jika dia tidak membayar

kepadanya, maka inilah yang menjadi perselisihan diantara

dua madzhab itu sebagaimana jika pemilik he'.l,ran

memberikan makanannya kepada hewannya. Dan jika

seorang peng-ghashab menjual makanan ihr kepada pernilik j

makanan itu dan pemilik makanan itu tidak mengetahui 
I

atau dia mengetahui, lalu makanan itu rusak di tangannya

setelah dia menerirnanya atau makanan itu belum msak,

ghashabjuga terbebas dari tanggung jawab.

Jika telah ada ketetapan bahwa merobohkan bangunan

untuk mengembalikan sesuatu yang di-ghashab adalah suatu

kewajiban, sarna saja halnya pada bangunan besar ataupun pada

bangunan kecil dan sama saja halnya pada harga papan yang

sedikit atau harga papan yang banyak sekalipun harga sehelai

papan ifu hanya satu dirham, dan harga bangunan sebanyak seribu

dirham, maka papan ifu harus tetap dicabut hingga papan itu bisa

diselamatkan kepada pemiliknya, kecuali jika safu dengan lainnya

saling meridhai untuk diganti dalam bentuk nilai atau harga. Dan

iika papan ifu dikembalikan, maka pengghashaD hendaknya

membayar upah yang sama nilainya jika papan ifu mempunyai

nilai setr.ra dan dia juga harus membayar ganti rugi jika ada sesuatu

yang berkurang pada papan itu.

Dan jika benda yang dighashab itu adalah sebuah batu, lalu

dengan batu ifu peng-ghashab membangun sebuah menara masjid,

maka peng-ghashab dituntut untuk mengembalikan batu itu

dengan merobohkan menara masjid unhrk mengembalikan bafu itu

kepada pemiliknya, kemudian dia dikenakan uang ganti rugi biaya

pembangunan menara milik masjid, walaupun dia turut serta

dalam membangun menara itu. Dan jika sebuah perahu sedang
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berlayar di lzutan sedangkan papan ifu berada pada atapnya atau

berada pada tempat yang tinggi dari bagian perahu ifu dan

memungkinkan untuk diambilnya, maka papan itu harus diambil

dari perahu itu, dan jika papan itu berada pada bagian bawah

perahu yang apabila papan ifu diambil dari perahu itu, maka

perahu akan hancur beserta apa yang ada di dalamnya. Maka

dalam hal ini ditinjau kondisinya, jika yang ada di dalam perahu itu

adalah makhluk hidup, maka tidak boleh papan itu dicabut dari

perahu itu dalam rangka menyelamatkan jiwa-jiun yang ada dalam

perahu ifu, dan sama saja halnya apakah makhluk hidup itu dari

jenis manusia ataupun dari jenis hewan, dan sama juga halnya

apakah herpan ifu milik pengghasha6 atau milik selainnya, karena

makhluk hidup itu memiliki dua kesucian yang harus dijaga, yaitu

kesucian hewan itu sendiri dan kesucian pemiliknya. Akan tetapi
jika di dalam perahu itu tidak ada makhluk hidup dan hanya

terdapat harta, maka dalam hal ini ditinjau kondisinya, jika harta

itu bukan rnilik pengghaslzab, rnaka tidak boleh mengambil papan

ifu dari perahu, karena dengan mengambilnya akan menyebabkan

kerusakan pada harta omng lain yang mana harta itu harus dijaga

kesuciannya. Akan tetapi jika harta yang ada dalam perahu ihr

adalah milik pengghashab, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Papan itu harus diambil dari perahu,

walaupun jika terjadi kerusakan pada harta pengghasha6 pada

perahu ifu dikarenakan telah hilang kesucian hartanya ifu png
disebabkan findalon jahatrSa sebagaimana hilangnya hartan5a

dalam rangka menghancurkan bangunann5a.

Pendapat kedtra: Papan itu tidak boleh diambil dari perahu

itu, karena terkadang telah memungkinkan unfuk diambilnp
papan ifu setelah perahu ifu merapat di tepian pantai tanpa

merusak apa-apa yang ada dalam perahu ifu berupa harta, dan hal
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ini tidak sama keadaannya dengan bangunan yang tidak bisa

papan itu diambil kecuali setelah bangunan ifu dihancurkan, maka

berdasarkan hal ini dikatakan kepada pemilik PdPm, "Silahkan

memilih antara kamu bersabar dengan papan ini hingga perahu

bisa mencapai tepian pantai, lalu kamu mengambil papan ifu, atau

kamu mengambil di tempat ini juga nilai atau harga dari papan

itu." Dan jika telah bercampur perahu ifu dengan sepuluh perahu

lainnya hingga tidak bisa dipastikan pada perahu mana papan itu

berada dan hal itu tidak bisa dicapai kecuali dengan

menghancurkan semua perahu, maka dalam hal ini ada dua

pendapat:

Pendapat pertama: Semua perahu dihancurkan untuk

mandapatkan papan ifu.

Pendapat kedua, Bahwa sesungguhnya tidak boleh

menghancurkan sesuatu dari perahu-perahu itr-r kecuali telah ada

kejelasan keberadaan papan yang diarrSashab pada suatu perahu,

karena tidak boleh menghancurkan harta lain diatas harta atau

papan itu, kecuali dengan menenfukan harta yang dilakukan tindak

kejahatan pada harta itu.

Dan jika papan yang dighashab itu dijadikan pintu, lalu

sepotong besi di;adikan baju perang, maka peng-ghashab tidak

bisa memiliki benda itu dalam kondisi-kondisi seperti ini,

sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dia bisa

menjadi pemilik benda itu karena pekerjaannya dan yang demikian

itu adalah pencegahan yang paling kuat dan sekaligus menjadi

pendorong yang paling kuat untuk terjadinya penyerangan atau

perampasan pada benda yang di-ghashabitu-

Sementara jika peng -ghashab tidak bisa memiliki tanah

yang dlghashab dengan membangun di atasnya dan dengan
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bercocok tanam pada tanah ifu, karena menurut mereka tanah ifu
tidaklah dighashab, lalu jika dia tidak memiliki apa-apa yang di-
ghashabselain tanah menurut karni, maka rnenurut mereka adalah

lebih utarna. Dan jika demikian keadaannya, maka orang yang di-
ghashab boleh untuk meminta dikembalikan benda itu dalam

keadaan sudah jadi dikerjakan, dan pengghashab tidak

mendapatkan apa-apa kecuali dalam benfuk potongan dari
kandungan apa yang ia buat, atau dalam bentuk paku, atau dalarn

bentuk alat-alat (onderdil) yang terkandung pada apa yang dia buat

itu. Maka dalam hal seperti ini dia bisa meminta untuk

dikembalikannya, dan dia bertanggung jawab atas sesuatu yang

berlnrrang dari benda yang &ghashab.

Cabang: Dan jika seseorang merryghashab seekor anak

unta, lalu dia memasukkannya ke dalam rumahnya, dan anak unta
itu tdak keluar dari pintu rumah itu, atau seseoremg mengghashab
sepotong kayu dan kayu ifu dia masukkan ke dalam bagian

mmahnya, kemudian dia membuat pintu yang sempit hingga anak

unta ifu fidak bisa keluar dari rumah itu kecuali dengan

merobohkan pinfu ifu, maka pinfu ifu harus dirobohkan dan anak

unta harus dikembalikan, dan begitu juga dengan kay.r,

sebagaimana dirobohkannla sebuah bangunan unhrk

mengembalikan loyu jati. Dan jika sampainya anak unta itu ke

rumah ifu tanpa adanya kelalaian dari pemilik rumah, maka pinfu
itu harus dirobohkan, sementara pertanggun$atu,rabannln

ditanggung oleh pemilik anak trnta, karena pinfu ihr dirobohkan
untuk hartanp dengan tidak ada kelalaian dari
pemilik rumah. Sedangkan pada kayu, maka jika dibelahnya lebih

banyak bahapnln dari pada merobohkan pinfu, maka dalam hal
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ini sama keadaannya dengan anak unta, akan tetapi jika

bahayanya lebih sedikit maka kayu itu harus dibelah.

Dan yang dimaksud dengan sama keadaannya dengan anak

unta adalah seperti ini, jika menyembelih anak unta lebih sedikit

bahayanya, maka anak unta itu disembelih dan dikeluarkan

dagingnya karena yang demikian adalah semakna dengan sebelah

kap. Sementara jika masuknya anak unta itu ke dalam rumah

karena tindak kejahatan dari pemilik rumah, seperti seorang pria

meng-ghashab sebuah rumah, lalu dia memasukkan ke dalam

rumah itu seekor anak onta, atau sepotong kup, atau dia

melakukan tindak kejahatan tehadap seorang manusia, lalu ia

memasukkan ke dalam rumah itu seekor kuda atau sejenisnya

maka pintu ifu harus dihancurkan dan hewan itu harus disembelih,

walaupun bahayanya semakin bertambah sampai kepada

merobohkan bangunan, karena penyebab bahaya ini adalah tindak

kejahatann5n, sehingga dia bertanggung jawab dan tidak yang

lainnya.

Cabang: Jika benda yang dighashab berkurang di sisi

peng-ghasha6, kemudian dia menjualnya, lalu benda itu rusak di

sisi pembeli, maka pemilik benda bisa meminta

pertanggungjawaban kepada siapa saja yang dia kehendaki

diantara kedua orang ihr. Jika yang bertanggung jawab adalah

peng-ghashab, maka pertanggungjawabannya adalah dalam bentuk

nilai dari benda itu beserta kelebihannya yang dihitung dari sejak

dighashab hingga pada saat benda ihr rusak, karena benda itu

dibawah tanggung jawabnya selama benda ifu ada padanya sejak

dia memegang benda itu hingga benda itu rusak. Dan jika yang

bertanggung jawab adalah pembeli, maka pertanggungjawabannya

adalah dalam bentuk nilai beserta kelebihannya yang dihitung dari

saat dia memegang benda itu hingga benda itu rusak, karena apa-
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apa yang terjadi sebelum dia memegangnya rnaka hal itu adalah

diluar tanggung jawabnya, dan jika benda ifu mempunyai hargu
se\^ra, sehingga pemilik benda dapat menunfutnya kepada peng-
ghashab, dan pembicaraan tentang funfutan pada setiap orang
diantara mereka berdua adalah kepada pemilik benda.

Cabang: Imam Aqr$afi'i mengatakan: Jika seseorang

mengghasha6 benang, lalu dengan benang itu dia menjahit
pakaian, begitu juga jika benang itu digunakan untuk menjahit luka
manusia atau unfuk menjahit luka her,van, maka pengghashab
bertanggung jawab terhadap benang itu dan benang itu Udak boleh
dicabut.

AI Maunrdi mengatakan: Gambarannya tentang seseorang

orang yang rnengghashab benang, lalu dengan benang itu dia
menjahit sesuafu, maka dalam hal ini terdapat dua jenis:

Jenis pertama: Sesuafu yang dijahit dengan benang ifu
bukan makhluk hidup seperti pakaian, maka dalam hal ini peng-
ghashab diberi sanksi dengan mencabut benang ifu dan
mengembalikannya kepada pemiliknln dan dia hanrs membayar
ganti rugi kelarangannp jika ada yang berkurang.

Jenis kedua: Sesuafu yang dijahit dengan benang itu adalah

makhluk hidup, maka hal ini terdiri dari dua jenis.

Jenis pertama: Makhlu hidup ifu dalam keadaan mati saat
benang dituntut untuk dilepaskan, maka dalam hal ini ditinjau
keadaann5a; jika makhluk hidup itu adalah ynng memiliki kesucian
seperti anak Adam maka ditinjau keadaannya, jika setelah benang
ifu dilepm tidak menimbulkan kekelian dari jasad itu, maka benang
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itu boleh dilepas, akan tetapi jika menimbulkan pengmsakan, 
,

maka benang itu tidak boleh dilepas berdasarkan sabda Beliau S, 
I

.(; )i',:s |V:'t /.t{'; i

"Kesucian anak Adam dalam keadaan n,ruO adatah sama I
seperti kesuciannya dalam keadaan mati.' 

I
Jenis kedua, Makhluk hidup itu dalam keadaan hidup, dan I

dalam hal ini ada dua keadaan: I

Keadaan pertama: Makhluk hidup ifu adalah dari jenis yang I
jiwanya adalah halal untuk dibunuh seperti orang murtad, Babi dan I
Anjing pemangsa pengghashab dikenakan sanksinya dengan I
mencabut benang itu, karena benda hidup itu tdak memiliki I
kesucian untuk dijaga jiwanya, kemudian dia ditunfut untuk I
membayar ganti rugi setelah pencabutan benang ifu jika ada Ikekurangan I

Keadaan kedua: Makhluk hidup itu adalah dari jenis yang I
jiwanya tdak halal untuk dibunuh, sehingga dalam hal ini ada dua I
keadaan: I

Pertama: Makhluk hidup itu adalah dari jenis anak Adarn, I
maka dalam hal ini ada dua jenis: 

t
Jenis pertama: Ada kekhawatiran jika benang itu dilepas, I

maka hal itu akan menimbulkan kerusakan, maka dalam hal ini I
benang itu harus tetap padanya dan tidak boleh dicabut oleh peng- |
ghashab atau selainnya, karena dalam rangka untuk t
menyelamatkan jiwanya setelah tindakan ghashab. Dan yang lebih I
utama adalah memaksa untuk membiarkan benang itu, d* I

::T:: :::,*:.,:*.' 

un'iuk membavar "l



Jenis kedua: Jika benang itu dicabut, lalu hal itu tdak
menimbulkan kerusakan, dan dalam hal ini ada dua keadaan:

Keadaan pertama: Aman dari baha5a dan dari sakit png
parah, maka dalam keadaan ini benang ihr boleh dicabut darinp
dan dikembalikan kepada pemiliknya beserta ganti rugi dari

sesuafu yang berkurang.

Keadaan kedm: Dikhawatirkan ud-!. bahaya atau sakit

yang parah dan penlpkit itu semakin berkepanjangan dan

seterusnya.

Menurutku: contoh dari benang adalah benang senar atau

dawai, perban pembalut luka, plester atau gSpsum dan benda-

benda lain yang digunalon unfuk pengobatan luka, patah fulang

dan memar yang ada pada para dokter dan para apoteker. Dan

be.gifu juga dengan yang digunakan untuk menambal geraham

yang berlobang, glgl palsu, behel atau kawat gigi dan lain{ainnp,
maka sesungguhnp pada semua hal Snng disebutkan diatas telah

berlaku hukum benang dalam hal pencabutan, dalam hal bahar
dan dalam hal kesuciannya sebagaimana telah ditemngkan pada

bab ini bagi orang yang mau mengambil faedah dari ketenangan

ini. Wallahu A'lam.

Aslrsyirad * berkata: Pasah Dan jika dia meng-
ghashab se$tahl dari seseorang, kemudian dia
menggadaikanqTa kepada orang ifu, atau dia
menitipkannya kepada orang ifu, atau dia
menyewalrannya kepada orang ihr, lalu benda ifu rusak
di tangan orang ifu, dan jika orang ifu mengetahui
bahwa benda itu adalah milikry7a, maka pensghasllr,b
bebas dari pertanggungjawabannya terhadap benda ifu,
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karena dia telah mengembalikan benda itu ke
tangannya dan kepada penguasanya, dan jika orang ifu
tidak mengetahui maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Bahwa pengghashab bebas
dari tanggung jawab, karena benda itu telah kembali ke
tangan orang ifu.

Pendapat kedua: Pengghashab tidak bebas dari
tanggung jawabnya karena benda ifu belum kembali
kepada penguasanya, akan tetapi benda ifu kembali
kepada orang ifu dengan stafus sebagai amanat unfuk
oftmg ifu, akan tetapi jika orang ifu menjual benda ifu
dari peng-ghashab, maka pengghashab bebas dari
tanggung jawab, baik orang ifu mengetahui atau tidak
mengetahui, karena dengan menjual benda ifu
seharusngra orang itu bertanggung jawab, sehingga
dengan dia menjual berarti pengghashab bebas dari
pertanggungjawaban.

Pasal: Jika seseorang mengghashab sesuafu, lalu
pemiliknya menggadaikan sesuatu itu kepada peng-
ghashab, maka dalam hal ini pengghashab fidak bebas
dari tanggung jawab. Al Muzani mengatakan: Peng-
ghashab bebas dari tanggung jawab, karena pemiliknya
telah mengizinkannya unfuk memegangnya, maka dia
terbebas dari tanggung jawab sebagaimana jika benda
itu dititipkan kepadanya, sedangkan argumen pendapat
pertama adalah karena pergadaian telah bersafu padu
dengan perbuatan ghashab, dan itu artinya pemilik
benda menggadaikan bendanya, lalu pada benda itu
pula,telah terjadi tindak kejahatan yang dilakukan peng-
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ghashab, sehingga findakan gadai bukan berarti
meniadakan tanggung jawab tindakan ghashab.

Dan jika dia meng ghashab orang yang merdeka,
lalu orang itu mati di sisinya, maka dia fidak
bertanggung jawab terhadap kematiannya, karena
orang merdeka itu bulonlah harta maka dia fidak
bertanggung jawab dengan tangan. Dan jika orang
mendeka itu dia tahan selama misa tertenfu, maka
m.rsa selama dia ditahan ifu harus diibaratkan dengan
upah yang hanrs dibaSpr oleh pengghashab, dan jika
dia mengambil manfaat dari orang merdeka ifu selama
orang ifu ditahan olehnya, maka dia harus memba3rar
upah unfuk orang ifu karena dia telah menrsak apa-apa
yang berharga yang dimilild orang itu. Sehingga peng-
ghashab harus betanggrrng jawab sebagaimana jika dia
merusak harta milik orang ifu atau ada yang berkurang
dari bagian-bagran yang ada pada oftmg ifu. Dan jika
dia tdak mengambil manfaat dari or.rng ihr, maka
dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Pengghashab hams
membalnr upah kepadaqTa, karena manfaatnya telah
tercakup seperti dalam penyewaan, maka pengghashab
bertanggrrng jawab seakan-alnn dia memanfaatkan
harta.

Pendapat lredua: Dia tidak harus membagnr upah,
karena rux;a selama dia ditahan itu rusak dalam
lrehnsaan diri orang ifu, rnaka pngglnshab fidak
bertanggung jauab karena findalran ghaslntslnya, iilra
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yang rusak ifu adalah bagran dari pakaiannSTa atau dari
bagran badannya.

Pasal: Jika seseorang mengghashab seekor
anjing yang memiliki manfaat, maka anjing itu harus
dikembalikan kepada pemiliknya, karena anjing ifu
dibolehkan unhrk dimiliki untuk diambil manfaatnya,
sehingga waiib bagi pengghashab untuk
mengembatitannf . Dan iika dia tahan anjing itu
selama masa tertenfu, maka apakah diharuskan kepada
pengghashab untuk membayar upahnya? Maka dalam
hd ini ada dua pendapat berdasarkan boleh atau
tidaknSTa pengguna.rnnya.

Pas:aL Jika seseor:rng mengg'iashab khamer,
maka dalam hal ini ditinjau; jika dia mengghashabnya
dari seorang kafir dzimmi, maka dia harus
mengembalikan khamer ifu kepada pemiliknS;a, karena
dia menyimpann!,a unfuk dia minum, sehingga peng-
ghashab hams mengembalikannp kepada pemiliknya,
dan iika khamer itu dia ghashab dari seorang muslim,
maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Dia wajib mengembalikan
khamer itu kepada pemiliknya, karena pemiliknya boleh
memadamkan api dengan khamer ifu atau dengan
khamer itu pemiliknya bisa membasahi tanah, sehingga
pengghashab wajib mengembalilon khamer itu kepada
pemiliknSTa

Pendapat kedua: Dia tidak waiib mengembalikan
khamer itu, dan ini adalah pendapat yang benar
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berdasarkan dari apa yang telah diriwaS;atkan bahun
Abu Thalhah &t

;;1$ (F t;:r:, ?d.l f Aill J';:, J:L
,.

.W-t;:( $:*ohr Jb
" Ditaqpkan kepada Rasulullah $ tentang anak-

anak tptim Wng menertma warisn dalam benfuk
Irhamer, maka beliau S memerintahkan agar hhamer
itu difumpahlan."

Dan jika pengghashab merusak khamer ifu atau
khamer ifu rusak di tangannSTa, maka dia tidak wajib
unfuk bertanggung jawab terhadap khamer ihr,
berdasarkan dari apa yang diriwayatkan oleh lbnu
Abbas rg bahwa Nabi g telah bersaMa,

.t?"t#??rit jt;li,r tr
'sesunggthnya Altah Ta'ak iika telah

menghanmlran *atafu, malra Dia juga mengharamkan
harganya (hasil penjualannSp)."

Dan dikarenakan apa-apa yang diharamkan
pemanfaatanngn maka tdak ada iuga pertanggung-
jawaban unhrk menggantinya seperti bangkai dan
darah. Jika khamer itu telah menjadi cuka, maka peng-
ghashab wajib mengembalikannya kepada pemilikngra,
karena khamer ifu telah menjadi cuka dan hukumryTa
sarna dengan kepemilikannya, sehingga harus
dikembalikan kepada pemiliknya. Jika cuka itu rusak,
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maka pengghashab juga harus menggantinya karena
cuka itu adalah harta milik orang yang dighashab yang
rusak di tangannya, sehingga dia harus bertanggung
jawab terhadap apa lpng telah dia ghashab.

Pasal: Jika seseorang mengghashab kulit
bangkai, maka dia hams mengembalikannya, karena
pemilik bangkai itu dapat rnenjadikan kulit bangkai itu
menjadi suci dengan menyamak kulitnya, maka peng-
ghashab wajib mengembalikan kulit bangkai itu kepada
pemiliknya. Dan jika yang menyamak kulit bangkai itu
adalah pengghashab, maka dalam hal ini ada dua
pendapat:

Pendapat pertama: Dia harus mengembalikannya
seperti khamer jika telah menjadi cuka.

Pendapat kedua: Dia fidak hams
mengembalilonntn, karena dengan upalnnya bangkai
itu telah menjadi harta, sehingga dia (pengghasha0l
fidak hanrs mengembalikannya.

PasaL Jika dia (peng{rhashabl membelah salib
atau seruling, maka dia tidak hams bertanggung jawab
sedikitpun, karena sesuafu yang dia hilangkan ihl
mempalon sesuafu lrang fidak ada harganya, dan dalil
yang menunjukkan kepada hal ini adalah apa yang
diriwag;atkan oleh Jabir 4p, dia berkata: Rasulullah g
bersaMa pada hari Fath Makkah:
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/)a,u ) At a ?? ia hr tr

.^xit c;r g6,i\r e;
"sesungguhnya AIIah Ta'ala telah mengharaml<an

jual-beli khamer, jual-beli babi, jual-beli berhala dan
jual-beli bangkai. ' Hadits ini menunjukkan bahwa
benda-benda itu fidak ada hargan!/a dan apa-apa yang
tidak ada hargan3p, maka tdak ada
pertanggungiawabannS;a. Dan iika benda ifu
dipecahkan, maka dalam hal ini ditinjau, jika benda itu
dibelah maka benda ifu masih memunghnkan unfuk
diambil darinya manfaat unfuk sesuafu lpng mubah,
akan tetapi jika benda itu dipecahkan, maka benda ifu
tidak bisa diambil manfaat, sehingga dalam hal ini
pengghashab dituntut untuk mengganti harga benda itu
dengan nilai antara keadaan terbelah dengan keadaan
terpecah, karena dia telah merusak benda ifu dengan
memecahkan hartanSn. Maka dari ihr dia harus
bertanggung jawab dengan mengganti dalam bentuk
harga atau nilai, dan jika benda itu tidak mendatanglon
manfaat unfuk sesuafu !/ang mubah, maka tidak ada
kewajiban baginya untuk bertanggrrng iawab, karena dia
belum melalnrkan kerusakan pada hartanya dalam
bentuk nilai atau harga.

Penjelasan Hulmm: Jika seseorang meng ghashab bant
permata, lalu bafu permata ifu ditelan oleh seekor her,r,an, maka

sahabat-sahabat kami berpendapat bahwa hukum kasus ini sama
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dengan hukum pada kasus benang yang digunakan unfuk menjahit

luka her,van. Disamping itu, kemungkinan juga harga bafu permata

itu lebih besar daripada harga heuran, sehingga dalam keadaan

seperti ini her,van ifu harus disembelih, lalu batu permata ifu

dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan pertanggungiawaban

hewan dikembalikan kepada pengghasha.

Kasus ini harus dibedakan dengan kasus benang, karena

harga benang lebih sedikit dari pada harga hanaan, sementara

harga batu permata lebih besar, sehingga penyembelihan hs,ryan

itu dilakukan dalam rangka unh.rk menyelamatkan hak pemilik

benda dengan mengembalikan wujud bendanya dan juga dalam

rangka unhrk mengurangi beban tanggr-rng iawab pada peng-

ghashab.

Jika seekor domba milik seseorang menelan bafu permata

lain yang bukan hasl ghasha4 dan bahr permata itu tidak mungkin

dikeluarkan kecuali dengan menyembelih domba itu, maka het'r,ran

ih.r harus disembelih jika kerugian sebab penyembeliharurya itu

lebih sedikit. Sementara itu yang bertanggung jawab unhrk

mengganti hewan itu adalah pemilik batu permata, karena henpan

itu disembelih untuk menyelamatkan hartanya, kecqali iika ada

kelalaian pada pemilik domba dimana dia meletakkan tangannya

pada bafu permata ifu, maka dalam hal ini tidak ada tanggung

jawab apapun pada pemilik bafu permata, karena ifu teriadi akibat

kelalaian pemilik domba.

Jika her,van seseorang berialan di suafu P6il, lalu herpan

itu merusak bahr permata seseorang, maka Al Mawardi dalam ,4/

Hawi, Al Imrani dalam Al Ba5nan, dan juga Ar-Ruyani dalarn ,4/

Baha yang mana kesimpulannya bahwa keadaan hevuan itu udak

lepas dari dua hal, yaitu bahwa hervan it1t bersama pemiliknya atau
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tidak bersama perniliknya. Jika pemiliknya tidak bersamilg?,

maka pemiliknya tidak harus bertanggung jawab terhadap batu

permata ihr, karena dia tidak bertanggung jawab terhadap tindak

kejahatan yang dilakukan hau,rannya itu. Sementara jika pemilik

batu permata meminta kepadanya maka hewan ifu harus dijual

agar dengan heruuan ifu pemilik bafu permata dapat mendapatkan

hartanya, atau hewan ifu dijadikan milik mereka berdua yang mana

pemilik hewan tidak boleh dipaksa untuk menjual

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa jika harga

bafu permata lebih mahal daripada harga hwuan, maka pemilik

hewan dipaksa unfuk mengambil harga ha,uannya, akan tetapi jika

harga batu permata lebih murah, maka pemilik hevuan tidak boleh

dipaksa. Namun ini adalah pendapat yang keliru berdasarkan dalil

dari dua qiyas yang satu diantaranya adalah bahvra sesuatu yang

tidak boleh dimiliki karena sedikitnya yang hanctr, maka hal itu
Udak juga boleh dimiliki karena banyaknya yang hancur

berdasar{<an qiyas pada wadah yang dipecahkan oleh seekor

hetruan atau makanan yang dimakan oleh seekor hewan.

Sementara qiyas yang kedua adalah bahwa dia tidak berhak

memiliki suafu benda dengan adanya kerusakan yang sedikit, maka

dia juga tidak berhak memiliki sesuafu benda yang keberadaannya

masih ada, sebagai qiyas atas apa yang harganya lebih sedikit.

Jika pemilik heuran ifu bersama haruannya, maka pemilik

hewan ifu bertanggung jawab terhadap batu permata. Bagi kami

sama saja halnya dengan hgwan yang lainnya, baik domba

ataupun unta. sementara Abu Ali bin Abu Humirah berpendapat

bahwa jika hauan ifu adalah unta, maka pemilik hetr,ran ifu
bertanggung jawab, sedangkan jika hewan itu adalah domba, maka

pemilik hewan tidak bertanggung jawab. Dia membedakan antara

kedua heunn ifu karena jinaknya unta adalah dengan berlari,
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sehingga pemiliknya harus melarangnya dan harus mengawasinya.

Sedangkan jinaknya domba adalah dengan berdiam, sehingga

pemiliknya tidak harus melarang dan tidak harus mengawasinya.

Pendapat ini adalah salah menunrt sahabat-sahabat kami,

karena adanya pengawasan terhadap domba tidak serta-merta hal

ifu menjamin keselamatan. Dan jika domba ifu menyebabkan

terjadinya sesuahr yang bukan keselamatan, maka pemilik domba

harus bertanggung jawab sebagaimana jika dibolehkan bagi

seorang pria untuk memukul istrinya dan dibolehkan bagi seorang

pengajar untuk memukul anak didiknp karena akibat dari tindakan

ihr adalah keselamatan. Akan tetapi iika undakan ihr menyebabkan

kerusakan, maka pelahrnp harus bertanggung jawab.

Sedangkan iika telah ada ketetapan bahua iika pemilik

herl.ran ber.tanggung jawab, maka sekarang ditiniau pada sisi

ha*an; jika heunn itu dari jenis hewan 37ang dagingnya tidak dapat

dimakan, maka pemilik heunn difuntut unhrk mengganti harga

bafu permata ifu. Karena her,r,ran ifu haram unfuk disembelih dan

o.rlnrp sulit unfuk memperoleh batu permata ifu kembali.

Sementara jika heuan ifu dari jenis halan yang dapat dimakan

dagingnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Pemilik heuran bertanggung jawab

dengan menyembelih hanrannya ifu, lalu diambil batu permata itu

dari dalam perut heuran ifu.

Pendapat kedua: Hetr.ran ifu tidak boleh disembelih, akan

tetapi pemilik hewan difuntut untuk mengembalikan batu permata

itu dalam bentuk nilai atau harganya. Sehingga berdasarkan ini jika

hewan itu mati atau hev,ran ifu disembelih unfuk dimakan, maka si

pemilik he',ruan bisa mendapatkan nilai harga batu perrnata ifu yang

pemah dia bayarkan, lalu bafu permata ihr dikembalikan kepada
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pemiliknya dan sekaligus dia mengembalikan apa yang telah dia

terima berupa nilai atau harga dari bahr permata itu.

Berdasarkan dari keterangan diatas, maka kami

berpendapat bahwa apa yang telah dicapai oleh ilmu kedokteran

saat ini berupa adanya tindakan anestesi terhadap hev,ran dan

adanya tindakan operasi dengan menggunakan tekhnologi canggih

untuk mengeluarkan batu permata, bahwa yang demikian ifu

dibolehkan. Dan pemilik batu permata berkewajiban untuk

membayar semua biaya tindakan operasi dan biaya penyembuhan

lainnya hingga dia bebas dari tanggung jawab. Dan jika terjadi

kelalaian pada pemilik hewan, maka dia yang harus bertanggung

jawab atas semua biaya ifu. Sementara jika pemilik hewan adalah

korban dan pengghasha6 dengan masuknya batu permata pada

hewan itu sebagaimana yang telah diterangkan oleh Asy-Syirazi,

maka tanggung jawabnya adalah kepada peng-ghashab.

Cabang: Jika dua orang melalnfian transaksi jual-beli

seekor hanran, lalu her,van itu menelan harga jualnya, maka dalam

hal ini ada dua keadaan,

Keadaan pertama: Hal itu terjadi setelah diterimanya

nilai, maka pada saat ifu telah sah transaksi jual-beli, sama saja

halnya apakah nilai itu telah ditentukan (cash) atau nilai itu dalam

benfuk tanggungan (Non Cash) sesuai dengan apa yang dUalankan

oleh pembeli dari penjual dalam hal pembayaran. Kemudian

ditinjau dari sisi hevuan ifu, jika hewan ifu di tangan penjual, maka

dia bertanggung jawab terhadap nilai ihr, karena apapun yang

tindakan hewan ifu selama hewan itu ada pada tangannya, maka

dia bertanggung jawab terhadap tindakan hewan ifu dan pada saat

itu nilai sudah menjadi miliknya, dan penjual harus menyerahkan
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he,,ruan ifu kepada pembeli, iika mampu untuk mendapatkan nilai

dengan menyembelih hewan itu berdasarkan persetujuan pernbeli

untuk makannya, maka nilai ihr dikembalikan kepada penjual.

sementara jika her,van itu di tangan pembeli, maka dia

bertanggung jawab akan nilai itu terhadap peniual, dan jika herr.ran

itu tidak dapat dimakan, maka dia berutang dengan nilai yang

sama. Dan jika hewan itu dapat dimakan, maka apakah hewan itu

disembelih untuk diambil nilai yang ada di dalamnya? Maka hal ini

sebagaimana yang telah kita bahas berdasarkan dua pendapat

mereka berdua.

Keadaan kedua: Nilai ifu ditelan sebelum her,van itu

diterima, maka dalam hal ini dua keadaan:

a. Nilai atau pembayaran ifu dalam bentuk tanggungan dan

belum ada ketentr-ran berkaitan dengan akad, maka iual-beli pada

saat itu Udak batal, dan jual-beli itu tetap berialan dalam

tanggungan pembeli. Kemudian ditinjau, jika pada saat ifu hewan

ada di tangan pembeli, maka sesuafu yang ditelan oleh hewan itu

tidaklah dipertanggungiawabkan oleh seorang diantara mereka

berdua. Penjual Udak bertanggung jawab, karena iil(a dia

bertanggung jawab, maka akan hilang hs,rran yang ada di

tangannya ihr dengan diserahkan kepada pembeli. Sedangkan jika

yang bertanggrrng jawab adalah pembeli, maka ih.r tidak mungkin,

karena yang ditelan ifu adalah hartanya, dan tindakan heuran ihr

adalah bagian dari tanggung jawabnya'

sedangkan jika hewan ifu ada di tangan peniual, maka ia

bertanggung jawab terhadap nilai itu. Jika her,van itu dari jenis

heunn yang tidak dimakan, maka cia harus mengganti dengan

heuran yang sarna, dan berdasarkan ini maka penjual
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mendapatkan nilai atau harga, dan dia terbebani dengan

mengganti hewan yang sama.

Sementara jika heuran itu dari jenis heru.ran yang dapat

dimakan, maka apakah hewan itu disembelih? Maka dalam hal ini

ada dua pendapat. Jika dikatakan bahwa hewan itu tidak

disembelih, maka dia harus membayar dalam bentuk nilai yang

sama beserta efek-etek yang timbul darinya, dan tidak ada pilihan

bagi pembeli untuk membatalkan jual-beli karena dengan

menyembelih hewan itu maka dia telah mendapatkan haknya dari

penjual. Sementara jika dia membatalkannya, maka yang demikian

itu adalah aib yang dia buat sendiri, maka karena itulah pembeli

tidak diberi hak untuk memilih. Dan jika dia diberi hak untuk

memilih maka hal itu bukanlah suatu aib baginya.

b. Nilai atau harga untuk membeli itu sudah ditentukan.

Jika herpan itu dari jenis yang tidak boleh dimakan, maka
jual-beli ihr batal, dan karena rusaknya nilai yang telah ditenfukan

sebelum diterimanya hewan itu, maka jual-beli batal dan berarti dia

tidak mempunyai kemampuan untuk membayamya sebagaimana

jika hewan itu rusak. Kemudian ditinjau jika hewan itu ada pada

tangan pembeli, maka dia adalah orang yang melakukan

kerusakan terhadap hartanya sendiri dan penjual tidak

bertanggung jawab terhadap hal itu, dan bagi pembeli maka dia

harus mengembalikan herryan ifu kepada penjual. Jika dia mampu

mengembalikan nilai ifu dengan mernbunuh hewan ifu, maka nilai

itu harus dikembalikan kepada pembeli, dan jika hewan itu berada

di tangan orang yang menjual, maka nilai yang tertelan ifu adalah

sesuafu yang harus dia pertanggungjawabkan, sehingga dia harus

mengganti hewan ifu dengan her,van lain yang sempa unfuk

diberikan kepada pembeli.
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Cabang: Jika seseorang meng -ghashab anak unta, lalu dia

memasukkan anak unta itu ke dalam kandangnya, kemudian anak

unta itu membesar hingga tidak mungkin anak unta itu keluar

melalui pinfu kandang itu, maka peng-ghashab harus dipaksa

untuk membongkar pinfu itu atau bangunannya untuk

mengeluarkan anak unta itu sebagaimana telah berlalu

keterangannya dalam hal membongkar perahu untuk

mengembalikan sehelai papan dan rnembongkar menara untuk

mengembalikan sebongkah bahr. Akan tetapi jika masuknya anak

unta itu ke dalam rumahnya bukan karena kelalaian dari orang ifu,

seperti jika anak unta itu masuk ke dalam kandang seseorang, lalu

anak unta itu bercampur baur dengan anak-anak unta yang ada

dalam kandang ifu, kemudian anak unta itu membesar hingga

tidak mungkin dikeluarkan dari kandang itu, maka pada saat itu

pintu kandang atau dindingnya harus dibongkar, sementara

pemilik anak unta harus mengembalikan pintu atau tembok

kandang itu seperti semula.

Jika se,ekor het,tran melewati sebuah tempayan, lalu hewan

itu memasr.rkkan kepalanya ke dalam tempayan itu, lalu dia tidak

bisa keluar dari tempayan itu kecuali dengan memecahkan

tempayan atau hewan itu disembelih, maka dalam hal ini tidak

lepas dari empat bagian:

1. Pemilik tempayan secara sengaja menempatkan

tempayan tersebut tidak pada tempatnya -seperti dengan memberi

jalan kepada hewan itu untuk mengarahkannya agar masuk ke

dalam tempayan yang sengaja tidak ditutup- sementara pemilik

her,r,ran tidak menrTengaja membiarkan hewannya masuk ke dalam

tempayan, maka dalam keadaan seperti ini tempayan ifu harus

dipecahkan unfuk menyelamatkan hewan itu.
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2. Pemilik heuran secara menyengaja memasukkan

hau.rannya sendiri pada tempayan tersebut, sementara pemilik

tempayan tidak melakukan kelalaian, maka tanggung jawab unfuk

menyelamatkan hevuan ifu ada pada pemilik hewan, karena dia

telah dengan sengaja memasukkan ha,rnnnya ihr ke tempayan.

Jika hewan itu dari pnis yang tidak dapat dimakan, maka

tempayan itu harus dipecahkan karena jiwa hewan memiliki

kesucian yang harus dijaga, kemudian tempayan itu dipecahkan

yang dipertanggungjawabkan oleh pemilik hewan. Sedangkan jika

hewan itu dari jenis hw.ran yang dapat dimakan, maka dalam hal

ini ada dua pendapat berdasarkan dibolehkannya hewan itu unhrk

disembelih dalam rangka untuk menyelamatkan apa yang telah

hewan lakukan.

Pendapat pertama: Hewan ifu disembelih dan kepalan5a

dikeluarkan dari tempa5nn, sedangkan tempayan itu tidak boleh

dipecahkan.

Pendapat kedua: Her;.ran itu tidak boleh disembelih dan

tempayan itu dipecahkan unfuk menyelamatkan kepalanya,

kemudian pemilik hewan harus bertanggung jawab unfuk

membayar ganti rugi tempayan.

3. ndak ada satupun diantara mereka berdua lnng
melakukan penyengajaan (memasukkan kepala hewan ke

tempayan, atau meletakkan tempayan di sembarangan tempat)

atau pun kelalaian, maka dalam keadaan ini yang bertanggr.rng

jawab untuk atkan hewan adalah pemilik henran.

Tanggung jawab ini bukan karena dia sengaja melakukan

pembiaran pada herruannya, tetapi untuk memperbaiki apa yang

dia miliki, disamping itu dia harus bertanggung jawab terhadap

resiko yang ada. Dan jika hewan itu fidak dapat dimakan, maka
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tempayan itu harus dipecahkan dan dia (pemilik hewan) harus

bertanggung jawab atas pecahnya tempayan ifu. Sementara jika

hewan ifu dapat dimakan, maka dalam hal ini ada dua pendapat,

yaitu dengan menyembelih hewan itu atau memecahkan tempayan

tersebut, dan pembayaran ganti rugi tempayan yang dipecahkan

ditanggrrng oleh pemilik her,rnn.

4. Setiap orang diantara mereka berdua telah melakukan

pembiaran, kelalaian atau bahkan kesengaiaan, maka unhrk

menyelamatkan har.ran ihr adalah tanggung iawab mereka berdua,

karena mereka berdua telah bersekutu dalam membiarkan her,r,ran

ifu, sama halnp seperti dua orang 1nng saling menabrakkan

kendaraannln. Jika heunn itu dari jenis halan yang tidak dapat

dirnakan, maka tempalBn ifu dipecahkan dan pemilik hewan

bertanggrrng iawab setengah harga dan setengah sisa dari isi

tempayan ihr ditumpahkan. Sedangkan jika ha,van itu adalah

heunn yang dapat dimakan, lalu iika dikatakan bahwa herran itu

udak boleh disembelih, maka tempayan itu harus dipecahkan dan

pemilik heunn wajib bertanggung iawab terhadap seluruh kerugian

dari harga tempayan dan bukan setengah harga.

Jika pemitk tempaSran berkata, "Biarkan hsl.ran itu
disernbelih agar aku bertanggung jawab setengah dari harga herruan

png disembelih ihr," maka hal itu dilihat siapa yang berinisiatif

diantara mereka berdua unh.rk menyelamatkan heruan itu, maka

tanggung jawabnya ada pada yang berinisiatif.

C^abang: Imam AqrSyafi'i mengatakan: Jilo seseorang

meniual seorang budak, lalu budak itu telah diterima oleh pembeli,

namun kemudian penjtral mengakui bahwa dia telah meng-

ghashab budak itu dari seseorang, dan iika pembeli mengakui hal
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ini, maka menumt kami bahwa jual-beli ifu batal dan menurut kami

budak harus dikembalikan kepada tuannya.

Sedangkan pada tempat lainnya dia mengatakan: Jika

pertgghasha6 menjual budak hasil ghasha4 lalu diterima oleh

pembeli, kemudian dia memerdekakan budak itu, lalu datang

kepadanya bukti 5rang menerangkan bahwa budak itu adalah hasil

dai ghasha6, kemudian orang yang dighashaD atau ahli warisnya

menunfut agar budak yang dighasha6 itu dikembalikan, maka

dibatalkanlah kemerdekaan budak itu, karena jual-beli dianggap

rusak atau tdak sah dan budak yang dighashab itu harus

dikembalikan.

Sementara jika belum ada bukti yang menerangkan bahwa

budak itu hasil ghashab, lalu penjual dan pembeli membenarkan

dakruaan seseorang yang menyatakan bahwa budak ifu di-ghashab

darinya, maka tidak bisa diterima perkataan seorang diantara

mereka berdua dalam hal pemerdekaan dan masa yang berjalan

selama pemerdekaan ifu. Menurut kami bahwa budak yang di-
ghashab harus dikembalikan kepada pengghashab dengan harga

sebagai seorang budak dan bukan sebagai seorang merdeka,

dengan nilai atau harga tertinggi dari budak itu.

Dan dia mengatakan: Jika pembeli memerdekakan budak

ifu, kemudian pembeli dan penjual mengakui bahwa budak itu

adalah milik orang yang dighashab, maka perkataan seorang

diantara mereka berdua tdaklah diterima dalam hal unfuk

membatalkan kemerdekaan budak itu. Dan budak yang di-
ghashab, maka ia harus diganti dalam benfuk nilai atau harga, jika

dia berkehendak maka kami akan mengambil nilai itu unhrknya

dari pembeli yang telah memerdekakan budak. Dan pembeli yang

memerdekakan budak ifu dapat menuntut pengghasha6 terhadap
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apa l,ang telah dia ambil darinya, karena dia telah mengakui

bahwa dia telah menjuatbenda yang bukan miliknln'

Dan hal ini sebagaimana yang dia katakan: Jika seseorang

membeli seorang budak, lalu dia memerdekakan budak ihr,

kemudian didatangkan orang Snng mendaku/a bahwa budak ihr

adalah miliknya dan diketahui bahwa penFal telah mengambilnya

dengan cara ghashab, maka oftrng lnng mengklaim tersebut

ditqntut trntuk mendatangkan bukti keterangan sebelum keduaqn

ditanp.

Dan seorang budak yang dighashab setelah dia

dimerdekakan oleh orang Snng membelinln, maka dia mempunyai

hak dari Allah Ta'atadalam hal kernerdekaan. Oleh karena itu, dia

tdak dikenrbalikan kepada perniliknlp, akan tetapi ]rang

dikernbalikan adalah harga dari budak itu, sebagaimana sesua[t

yang &-ghashab, kemudian diiual, lalu benda itu rusak di tangan

pembeli, maka pemilik benda dapat menunhtt kepada peniual atau

kepada pernbelinlp. Dan bagi pembeli dapat mer[rnhrt kepada

peniual karena dia telah menipunya. Akan tetapi iika pembeli

mengetahui bahwa benda itu adalah ha$l ghasha6, maka dia tidak

bisa menunM kePada P€niual.

c-abang: Jika seseorang m€ng ghahab budak, lalu budak

itu dia titipkan kepada pemiliknya, atau budak itu dia gadaikan

kepadanln, atau budak itu dia iadikan sesuatu 5rang dise\la, lalu

pemiliknlp ihr menerimanSn sebagai barang titipan, atau sebagai

barang gadaian, atau sebagai sesuahr png disarla dengan upah

kemudian budak ihr nrsak di sisinln, maka dalam hal ini ditiniau;

jika dia mengetahui setelah meneriman3a bahwa budak ihr adalah

hartanp, maka budak itu terbebas dari tanggrrng jawabn5n, dan
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jika pemiliknya itu belum mengetahui maka ditinjau, jika kerusakan

itu dalam kondisi yang mengharuskan dia bertanggung jawab

terhadap sesuatu yang dititipkan dan digadaikan dengan upah
sewa. Maka dalam keadaan seperti ini pengghasha6 terbebas dari
tanggung jawab, karena status budak itu adalah dibawah tanggung
jawabnya. Sementara jika rusaknya ifu dalam kondisi tidak
diharuskan dia bertanggung jawab terhadap keadaan-keadaan ini,

dan dalam hal terbebasnya peng-ghashab dari tanggung jawab,

maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Pengghashab terbebas dari
tanggung jawab pada budak itu karena budak itu telah kembali ke
tangan pemiliknya.

Pendapat kedua: Peng-ghashab tidak terbebas dari
tanggung jawab pada budak itu, karena keluamya budak itu dari
tangan pengghashab didasari dua hal, yaifu berdasarkan sebagai
perwakilan dari pengghashab atau sebagai amanat darinya.
Dengan demikian budak ihr masih dari bagian tangan peng-
ghashab dan berarti pula budak itu masih dibawah tanggung
jawabnya. J:il<a peng-ghashab mencampurbaurkan benda yang dia
ghashab dengan benda pemilik harta yang dia ghashab,lalu benda
itu rusak dan pemilik benda tidak mengetahui bendanya itu, dan
dikarenakan benda ihr belum berada di tangan pemiliknya, maka
pertanggungjawaban tetap berada pada pengghashab. Akan
tetapi jika benda itu ada pada tangannya, lalu benda ifu rusak saat

dipakai oleh pemilil-ya maka dalam hal ini pengghashab terbebas

dari benda itu. Dan jika benda itu rusak setelah dipakai oleh
pemiliknya, maka dalam hal terbebasnya pengghashab dari
tanggung jawab pada benda itu terdapat dua pendapat

sebagaimana telah disebutkan diatas.
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Sedangkan jika seorang merdeka dijadikan tawanan, sama

saja halnya apakah dia hidup ataupun mati, maka dalam hal ini

akan ada pembahasan tersendiri insSn Allah pada bab Jinayat dan

Hudud.

Adapun anjing yang bemanfaat seperti anjing untuk berburu

atau untuk memberikan penjagaan, rnaka hukumnya adalah

sebagaimana hukum pada binatang yang disalakan, karena

penggunaannya pada kebun-kebun. Sedangkan yang menjadi

pembeda adalah bahwa aniing adalah herrran yang tidak dapat

dimakan.

C-abang: Imam Aqr$nfi'i berkata: Dan jika

seseorang menumpahkan khamer milik seorang kafir dzimmi

(orang kafir yang tinggal di wila5nh kekuasaan kaum Muslimin),

atau seseorang membunuh seekor babi, maka tidak ada tanggung

jawab apapun baginya, dan ,tidak ada nilai atau harga unhrk

sesuahr lnng haram, karena tidak ada ketetapan hukum

kepemilikan pada benda haram. Sedangkan memiliki khamer dan

babi adalah suafu kemaksiatan, dan pendapat tentang ini semua

adalah sama dengan pedapat pada salib dan tidak ada tanggung

jawab apapun bagi orang yang merusaknyra, sama saja halnya

apakah dia muslim atau &immi. Bagi seorang muslim atau dzimmi

yang merusak benda ifu maka tidak ada tanggr.rng jawab apapun

baginya, akan tetapi dikecam iika menrsaknya di dalam rumah-

rumah mereka atau di tempat-tempat ibadah mereka.

Imam Abu Hanifah mengatakan: Jika khamer dan babi

yang dirusak ifu adalah milik seorang muslim, maka orang yang

merusak itu udak sedikitpun dikenakan tanggr.yrg jawab, sama saia

halnya apakah yang merusak ifu seorang muslim ataupun seorang
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dzirnmi. Sementara jika khamer atau babi yang dirusak itu adalah

milik s€orang dzimmi, maka orang yang merusak itu harus

bertanggung jawab, sama saja halnya apakah dia seorang muslim

ataupun seorang dzimmi.

Jika yang menrsak ifu adalah seorang muslim, maka dia

harus bertanggung jawab untuk menggantinya dalam bentuk harga

atau nilai dari khamer dan babi itu. Sementara jika yang merusak

itu adalah seorang dzimmi, maka dia bertanggung jawab dengan

mengganti khamer yang serupa dan mengganti babi dalam bentuk

nilai atau harganya, hal ini berdasarkan dalil yang telah

mewajibkan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dimiliki

oleh seorang dzimmi dari apa yang telah diriwayatkan bahwa
Umar.g telah menulis surat kepada Abu Musa Al Asy'ari dan

kepada Samurah bin Jundub tentang khamer yang dimiliki oleh

orang dzimmi, bahwa sesungguhnya boleh bagi mereka unfuk
rnenjual khamer itu dan diambil sepersepuluh dari harga khamer
itu.

Pendalilan dari riwayat hadits diatas dapat dilihat dari dua

sisi:

Sisi pertama: Dijadikan khamer ifu memiliki harga dan

di;adikan akad lual-belinya sah.

Sisi kedua: Diambil sepersepuluh dari harga khamer itu.

Seandainya harga khamer diharamkan, maka diharamkan pula

yang sepersepuluh itu. Dia juga mengatakan: Karena yang

demikian ifu telah tercakup dalam adat dan kebiasaan mereka, dan

bagi orang yang memsak khamer milik seorang dzimmi, maka

diharuskan untuk bertanggung jawab. Hal ini dapat diqiyaskan
pada selain khamer dari harta-harta mereka.

At Majmu'SyarahAt Muhodzdzab ll ,rg



Mereka mengatakan: Dan dikarenakan khamer ifu adalah

bagian dari minuman mereka yang dibolehkan, sehingga bagi

orang yang merusaknya diwajibkan unfuk bertanggung jawab

terhadap mereka sebagaimana pada minuman-minuman lain.

Mereka juga mengatakan: Karena sesuahr yang dapat dijadikan

modal usaha oleh pemiliknya, maka orang yang merusak sesuatu

ifu harus bertanggung jawab walaupun sesuatu itu tidak bisa

dijadikan modal usaha oleh orang yang menrsaknya. Hal ini dapat

diqiyaskan pada Al Qur'an, jika Al Qur'an itu dinrsak oleh

seorang dzimmi.

Dalil kami adalah dari apa Snng diriwayatkan oleh hnu Abu

Habib dari 'Athaa dan dari Jabir rg, dia berltata: Rasulullah 'st
bersaMa pada hari Fath Makkah:

a.
zA z

?-7

e At C'i?1,i'# ?? hr 'of

U |y; j6 ,1Eir c;r ;c"lr ei //l

)'ri; iur #v iJtii,Q F- , ,;\t
.6:),J'J,S'3LiW

" SawggthnSn Allah dan ksul'NW telah menghanml<an

kepda kalian jualbeli l<ham*, jual-beli babi, iual-beli ptung dan

jual-beli banskui.' Ialu seoftng pia bukab, "Wahai Rasulullah,

hgaimana pendapatnu tenbng lemak hetnn, larena denganng

merel<a W-mhu-pmhu merela dan mereka

menjnhl<an lampt dengann5m?" Maka beliau bewMa, "Semoga
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Allah melalmat Yahudi, karena telah dihanml<an atas merel<a

lemak heumn, namun merel<a mencairkann5a, lalu memperjua|
belikannya."

Maka hal ini menunjukkan tentang diharamkannya khamer
untuk dijual-belikannya, begitu juga diharamkan harganya dan
nilainya, karena yang menjadi rujukan pengharaman disini adalah
harta dalam sifahya sebagai bendanya dan bukan pada sifatrya
sebagai pemilik harta. Karena sifat-sifat sesuatu terkadang
berbeda, maka berbeda,'pula hukumnya dalam kedudukannya
sebagai harta dan berbeda pula hukumnya dalam kedudukann5n
sebagai pemilik harta. Maka tidak ada perbedaan hukum pada
khamer sebagai suatu harta sebagaimana heruan sebagai suafu
harta milik seorang muslim atau milik seorang kafir. Kemudian jika
harta ifu mati, maka harta itu telah keluar sifatrya dari harta milik
seorang muslim atau seorang kafir. Kemudian jika hewan ifu
disamak, maka kulitrp ifu menjadi harta milik seorang muslim
atau seorang kafir. Dan dikarenakan khamer dan babi bukan milik
seomng muslim atau seorang kafir, kemudian jika bangkai hqtan
itu disamak kulitrya, maka kulit heruan itu telah menjadi harta
milik seorang muslim dan seorang kafir. Dan dari sini bisa diambil
dua qiyas:

Qryas pertama: Bahwa apa-apa dari harta Snng tidak ada
halmf unfuk dipertanggungjawabkan kepada seorang muslim,
maka belum tenhr harta itu juga tidak dipertanggungjawabkan
kepada seorcrng kafir sebagaimana pada bangkai dan darah. Dan
bisa iuga dikatakan bahua setiap benda yang tidak boleh dikelola
oleh seorang muslim, maka dia tidak boleh juga mengelola nilai
atau harga dari benda ifu.
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Qiyas kedua: Bahwa segala sesuatu yang mana seorang

muslim tidak berhak untuk menerimanya berupa hukum ganti rugi'

maka tidak berhak pula seorang kafir untuk menerimanya seperti

harga atau nilai. Dan dikarenakan benda itu adalah minuman yang

memabukkan, maka bagi pemilik minuman itu fidak boleh

menuntut haknya kepada orang yang memsaknya dalam bentuk

nilai atau harganya. Dikarenakan juga tidak dibolehkannya

mengambil manfaat dari benda-benda najis walaupun tidak ada

funtutan ganti rugi seperti pada bangkai, oleh karena itu apa-apa

yang diharamkan untuk diambil manfaatnya berupa khamer dan

babi, maka akan lebih utama buat seseorang untuk tidak menuntut

ganti rugi dari benda yang najis itu. Dan solusinya adalah sesuatu

yang diharamkan pemanfaatannya, maka akan lebih utama lagi

untuk diharamkan harga atau nilainya dari seorang kafir terhadap

seorang muslim.

Sedangkan jawaban terhadap hadits Umar dan ucapannya,
,,Dan dibolehkan unfuk mereka melakukan jual-beli khamer dan

diambil sepersepuluh dari harganya", maka jawabannya adalah

dari dua sisi:

Pertama: Bahwa kalimat "sesungguhnya boleh bagi

mereka" artinya adalah "Bahwa sesungguhnya boleh bagi mereka

apa-apa yang tercakup dari khamer ihr dan menjualnyla", dan ini

berarti tidak ada penolakan terhadap apa yang mereka bolehkan

dari khamer itu, dan ambillah sepersepuluh dari harga khamer ifu

maksudnya adalah dari harta-harta mereka walaupun harta-harta

ifu telah bercampur dengan harta lain, berdasarkan dalil dari apa

yang telah karni sepakati berkenaan dengan harta itu, yaitu tidak

sahnya harta atau nilai dari khamer.
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Kedua: Bahwa pengertian hadits itu diarahkan kepada
proses (perasan) Sang dengannya buah anggur menjadi khamer.
Dan hal ini masuk pada kaidah bahasa yang mengatakan:
Menyebutkan suafu narna, sedangkan yang dimaksud adalah
konsekuensi yang menyusul dari penyebutan nama ifu,
sebagaimana dalam firman Allah Ta'ah,

t3:6-,*Jey
"Saungguhnya aku bermimpi, bahvn aku memeft$

anggr. " (Yusuf 35). Dan diharamkan penjualannya yaitu anggur
dan yang dimaksud dengan anggur adalah anggur yang sudah
diperas, lalu disimpan dalam wakfu tertenfu hingga menjadi
khamer atau arak, dan penafsiran semacam ini telah disepakati
antara kita dan antara mereka, sebagaimana kami telah bersepakat
tentang dibolehkann5ra anggur 5ang telah diperas, sedangkan
berkenaan dengan sifat khamer yang bisa dijadikan modal usaha
dalam kebiasaan mereka, maka dalam hal ini adalah tertolak sarna
halnya dengan seorang budak yang murtad.

Kami juga memilik dalil{alil dad As-Sunnah yang akan
melumat setiap orang yang membantahnya, maka hadits Anas dari
Abu Thalhah png telah dikemukakan oleh Aq,rSyirazi dalam kitab
ini dan iuga orang-orang yang ada dalam sanadnya dan asarnlp
adalah dari kitab shahih Muslim, dan diriwayatkan oleh At-
Timidzi dan Ad-Daanrquthni dengan lafaz*r:

'ro ) . -/d-ft t-

.prfu -Jts .;.Jt,1-bl:Jtne G;?
o-fu.i; i;?t jt i$r

,-..G

i-
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" Wahai Rasulullah, snungguhnya aku telah membeli

khamer milik anak-anak yatim yang ada dalam kamarku." Maka

beliau $ bersabda, "Tumphl<an l<hamer ifu dan pecahkan

wadahnya. "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud.

Dan hadits Ibnu Umar rg,, "Nabi $ telah

memerintahkanku agar aku membawakan kepadanya suafu benda

yaitu sebuah pedang, lalu aku datang kepada beliau dengan

membawa pedang ifu. talu beliau mengeluarkan pedang itu dari

sarungnya dan mengasahnya, kemudian beliau memberikan

pedang itu kepadaku dan bersabda, 'Mari pergi bersamaku dan

bawa pedang ini!' maka aku pun melakukannya. lalu beliau dan

sahabat-sahabat beliau mendatangi pasar-pasar di Madinah, dan di
pasar itu terdapat botol-botol khamer yang didatangkan dari negeri

Syam. Lalu beliau mengambil pedang itu dariku, beliau

memecahkan botol-botol yang ada di depan beliau, kemudian

beliau memberi pedang ifu kepadaku, dan memerintahkan kepada

orang-orang yang bersama beliau agar mereka berjalan bersamaku

dan agar mereka membanturku untuk aku datang ke pasar-pasar

seluruhnya. Maka aku tidak dapatkan di pasar itu safu botolpun

dari khamer kecuali aku telah memecahkannya. Aku telah kerjakan

itu semua dan aku tidak tinggalkan di pasar-pasar ifu satu botolpun

kecuali aku membelahnya." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad

dan dituniukkan kepadanya oleh At-Tirmidzi, dan telah disebutkan

oleh Al Hafidz hnu Hajar dalam kitabnya Fath Al Bai dengan

rnenyandarkannya kepada Imam Ahmad.

Al Haitsami berkata dalam Majma'Az Zawaaiid "Hadits ini

diriwayatkan dengan dua sanad yang pada salah sahr sanadnya

terdapat Abu Bakar bin Abu Maryam yang terkena ikhtilath di

masa tuanya. Sementara sanad lainnya terdapat Abu Tham'ah,

Muhammad bin Abdullah bin Ammar Al Maushili telah menilai
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tsiqah dirin5a, dan periwayat lainnya dalam sanad ini tstqah.
Bahkan Al Bukhari telah memaparkan biografi tentang dirinSn
dalam shahibnya, dia berkata: Bahwa apakah dipecahkan wadah
yang di dalamnya terdapat khamer dan dirobek botol khamer. Dan
hnu Hajar men-ta'liq orang ini, maka dengan ini dia meniadakan
pengertian bahun makna hadits diatas adalah merusak wadah-
wadah saja, akan tetapi makna yang dimaksud adalah
menumpahkan khamer atau menuangkan isi yang ada dalam
wadah itu, dan merusak wadah-wadah ifu adalah sebagai sanksi
unfuk pernilik-pemiliknya menynrsul perbuatan mereka menyimpan
khamer.

Cabang: Madzhab-madzhab kaum Mr.rslimin tentang
merusak sesuatu 1ang tidak dapat dihargai.

Jika seorang muslim merusak sesuafu mirik seorang dzimmi
berupa khamer atau babi, maka dia udak bertanggung jaunb
menunrt pendapat kami karena benda ifu adalah harta yang tidak
berharga (diharamkan Allah). Namun Abu Hanifah berpendapat
bahwa orang tersebut harus bertanggung jawab, dan begifu pula
pendapat sahabat-sahabafuiya, semqtra Allah memberi rahmat
kepada mereka sernua.

Dan dasar dari pendapat mereka adalah hadits Nabi $,

'Maka Mbhukanlah mqel<a bahtn mqel<a furtnk
melalrukan ap tnng diblehkan bagi l<aum muslimin, dan mqeka

6'&i'of V';;fi
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berkewajiban atas segala squafu yang diwaiibkan abs kaum

Muslimin. "

Dikarenakan seorang muslim harus bertanggung jawab jika

dia meng -ghashab cuka atau domba, atau benda ifu rusak di

tangan perg-ghashaQ maka begitu juga diharuskan bagi seorang

dzimmi untuk bertanggung jawab jika dia mengghashab khamer

atau babi agar mencapai apa yang disebutkan pada hadits diatas.

Mereka berpendapat dalam masalah ini yang maknanya adalah

bahwa sebagian dari syaikh-syaikh madzhab berpendapat: I(hamer

adalah halal bagi orang-orang dzimmi dan begitu pula babi, maka

khamer bagi mereka adalah seperti cuka menurut kita, dan babi

menurut mereka adalah seperti domba menurut kita dalam hal

membolehkannya secara syar'i, sehingga setiap satu diantara

keduanya ifu adalah benda yang dapat dihargai kalangan mereka.

Dan yang dijadikan dalil unfuk membolehkan menurut

mereka bahwa setiap benda diantara kedua benda itu adalah dapat

diambil manfaatnya, karena benda itu memiliki kelayakan unhrk

membangun kemaslahatan kehidupan dan untuk kemaslahatan

manusia yang asasi, dan ini adalah muflak. Jika tidak, maka

kesucian yang menjadi hak seorang muslim hanya ada dalam nash

saja, karena ifu adalah tidak logis makna, atau logis makna tapi

untuk makna yang tidak ada disini, atau ada, tetapi menyebabkan

kepada kehalallan (tidak suci) dan tidak menyebabkan kepada

keharaman (kesucian) dan itu adalah firman Allah Ta'ala,

c i6i!6 t";i'& e; 6'{i ti Lj GY

'";i il J;iilai,f; fi 5; G'tai {';K' ;g
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"Saungguhnya Stnitan ifu bermal<sud hedak
menimbullan permusuhan dan kefuncian diantara kamu tanbmn
khamer dan berjudi ifu dan menghalangi kamu dari mengingat
Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu."(es. Al Maa,idah
[5]: 91).

Karena istilah "Menghalangi kamu dari mengingat A[ah
dan sembahyang," tidak ada pada orang-orang dzimmi yang dalam
kekufuran dan permusuhan dalam kehidupan diantara mereka.
Dan ini adalah fakta, karena kehidupan yang demikian ifu adalah
penyebab terjadinya pertikaian dan pertikaian adarah penyebab
kehancuran. Dan dalam hal kehidupan seperti ifu pasti akan
menimbulkan atau menyebabkan adanya kehalalan (tidak suci) dan
bukan keharaman (kesucian), sehingga tdak ada ketetapan
hurmah (kesucian) bagi mereka.

Berdmarkan ini maka menurut mereka dalam hal
mer,vajibkan pertanggungjawaban ada dua pendapat:

Pertama: Bahwa khamer jika dianggap bukan harta png
dapat dihargai pada kondisinya suafu saat, maka dengan fujuan
tertenfu khamer ifu dapat menjadi harta yang dapat dihargai disaat
yang lain dengan dijadikan cr.rka atau diproses menjadi cuka. Dan
adanya pertanggungjawaban pada pengghashab dan adanya
pertanggungjawaban bagi orang yang merusak benda, karena dia
telah bertindak;ahat terhadap benda itu. Maka hal itu dikarenakan
kehalallan benda dari yang dra ghasha6dan digantinya benda yang
nrsak, karena benda adalah harta yang berharga secara muflak,
dan tidak hanya berhenti sampai disitu saja. ndakkah Anda tahu
bahwa mahar, anak keledai dan apa-apa yang tidak memiliki
manfaat pada suafu saat, maka pada saat ifu pula benda ifu hanrs
dipertanggungjawabkan jika benda itu dighashab dan dirusak.
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Pendapat kedua, Bahrwa syariat telah melarang kita untuk

menghalangi mereka dengan melarang mereka dari meminum

khamer dan memakan daging babi. Dan sisi ipandangan) yang

menjadi bahasan pendapat kami dan yang sependapat dengan

kami dalam masalah ini adalah Imam Malik, Imam Ahmad dan

pengikut-pengikut mereka berdua. Bukti yang menujukkan tidak

adanya pemberian harga pada benda-benda itu dapat diketahui

dari kev.rajiban untuk mengembalikan benda atau

mengembalikannya dengan benda yang serupa, dan seseorang

tidak boleh mengatakan bahwa jika seorang muslim

menghadapkan khamer kepada pemilik khamer untuk

menggantikan khamer yang rusak, atau jika dia merusak seekor

babi untuk menggantikan seekor babi dalam benfuk harganya,

berdasarkan firman Allah Ta'ala tentang khamer, 'Adalah

termasuk perbuatan s5rctan. "(Qs. AI Maa'idah [5]: 90).

Sifat dari wujud khamer adalah tetap seperti ini, yaitu

haram, dan keharamannya itu tidaldah berubah-ubah disisi

manusia seluruhnya dan begitu juga dengan sifat dari sesuatu yang

bukan haram thalal) juga tidaklah berbeda di hadapan manusia

dengan beraneka ragamnya manusia. Dan dikarenakan ketetapan

keharaman khamer dalam benhrk wujudnya, maka keharamannya

itu berkisar pada wujud khamer itu sendiri. Dan jika wujudnya

haram, maka ia tidak menjadi harta, karena yang dinamakan harta

adalah sesuafu yang dapat diambil manfaat darinya secara nyata

dan juga dibolehkan pengambilan manfaakrya berdasarkan syar'i,

ini adalah sesuatu yang muflak.

Sedangkan jawaban perkataan rnereka yang mengatakan

bahwa kalimat "Menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari

shalat", adalah tidak ada dalam kehidupan orang-orang yang

dalam kekufuran dan permusuhan, sehingga dalam hal ini kami
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katakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus
Muhammad $ sebagai pefunjuk dan sebagai rahmat, Allah Ta'ala

beffirman,,

@ a,i6i:^7, $ya&iq
"Dan frdaHah kami mengutus l<amu, melainkan unfuk

raltmat baqt semesta alam." (Qs. Al Anbiyaa' l2ll: 107).
Beliau $ tidak diutus kecuali sebagai petunjuk dan sebagai

rahmat.

Kemudian sesungguhnya yang benar dari pendapat-

pendapat itu adalah pendapat madzhab Hanafi yang mengatakan

bahwa sesungguhnp keharaman (kesucian) adalah sesuatu yang

menjadi ketetapan bagi mereka (orang-orang dzimmi) sebagaimana

keharaman (kesucian) ifu adalah sesuafu yang menjadi ketetapan

bagi kaum muslimin, karena orang-orang kafir juga menjadi bagian

manusia yang dituntut unfuk melal<sanakan ketetapan-ketetapan

syariah sebagaimana png telah diketahui dari kaidah-kaidah fikih.

Cabang: Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jika seorang

Mshrani memecahkan salib, maka jika sesuafu memiliki manfaat

dalam kondisi terbelah, maka dia harus mengganti benda ifu dalam
bentuk nilainya, yaitu antara kondisi benda ifu terbelah atau dalam
kondisi benda itu terpecah. Jika benda itu tidak dalam kondisi
keduanya, rnaka tidak ada kervajiban unhrk menggantinya.

Sedangkan salib, maka ia adalah lambang dari sebuah kemaksiatan
karena dugaan rnereka bahwa Isa EL telah dibunuh, lalu disalib

s€seorang yang mirip dengannya, lalu mereka meyakini bahwa
mengagungkannp adalah suafu ketaatan dan berpegang teguh
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dengannya adalah suatu pengabdian. Sungguh Allah Ta'ala telah

mengabarkan tentang kedustaan mereka terhadapnya dan

kemaksiatan mereka kepada-Nya. Namun sementara itu tidak

boleh seorangpun untuk memporak-porandakan gereia-gerep

mereka dan biara-biara mereka, juga tidak boleh seorangpun unfuk

melarang rifual-ritual mereka selama mereka tidak memperlihatkan

ritual itu untuk menentang kaum muslimin dan selama mereka

tidak mempublikasikan ritual itu untuk memancing amarah kaum

Muslimin. Sikap seperti ini jangan diartikan sebagai pengakuan kita

terhadap apa yang mereka yakini. Dan jika mereka

mempublikasikan kepada kita dengan salib rnereka, maka dalam

hal ini ditinjau: Jika Imam kaum muslimin telah mensyaratkan

kepada mereka dalam suatu akad agar mereka membayar i@ah
dan agar mereka tidak melakukan publikasi, maka dalam hal ini

boleh untuk melarang mereka melakukan publikasi dengan cara

membelah salib dan juga boleh memecahkannya untuk menolak

dari apa yang mereka publikasikan. Juga sebagai balasan atas

perbuatan mereka yang telah melanggar akad (transaksi) dengan

Imam kaum muslimin. Akan tetapi jika akad ihr belum ada dan

belum ada pula persyaratan itu terhadap mereka, maka dalam

kondisi seperti ini diharuskan untuk bersikap lunak dalam

penolakan pada saat publikasi itu dan pengingkaran atau

penolakan itu tidak melebihi sampai memecahkan salib.

Dan sungguh Islam yang lunrs ini telah melindungi orang-

orang dzimmi dan telah hidup dibawah naungan Islam agama-

agarna besar seperti Yahudi dan Nashrani setelah mereka

sebelumnya safu sama lainnya saling membunuh dan sebagian

dengan sebagian lainnya saling menindas, karena diantara terdapat

agama-agama yang berbeda yang satu dengan lainnya saling

memusuhi, lalu Islam datang dan menetapkan diantara mereka
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ketenangan, kenSamanan, keselamatan dan memberikan kepada
mereka kebebasan dalam berkeyakinan dalam rangka
mengamalkan iirman Allah Ta'ala,

"Dan pemngilah mereka itu, sehingga tidak ada fihah lagi
dan ketaatan itu hanp semata-mata unfuk Allah." (Al Baqqrah
193).

Bahkan toleransi kaum Muslimin dan sikap baik dalam
berinteraksi dengan mereka telah men@pai pada kondisi dimana
pada saat gerep-gereja yang ditinggal lari oleh pengikut-
pengikutrya ke pedalaman padang pasir dan ke goa-goa
pegunungan, maka pada saat mereka hidup bersama kaum
muslimin, maka mereka mernbangun gerelaaereja ifu di kota-kota
dan di perkampungan, bahkan para mujahidin salaf terkadang
mereka memilih tempat yang ada ger€janln unfuk mereka bangun
disisi gereja itu perkotaan hingga tempat ifu menjadi kosmopolitan
di bawah kendali mereka seperti ibu kota Tunis, dinamakan Tunis
karena Aqobah bin Nafi' Al Fahry, seorang yang menaklukan
negeri Maroko bahwa dari markas pasukannya dia tetah

mendengar nada-nada suara para pendeta (Anghamulqis) dan
mereka melagukan lagu{agu pujian mereka setiap malam, maka
dia (Aqobah bin Nafi') berkata, "lni adalah kawasan Tunis." Kata
Tr.mis terambil dari kalimat "Anghamulqis" dengan beberapa
perubahan huruf.

Cabang: Pengarang htab N &da'j yang merupakan
seseorang yang bermadzhab Hanafi mengatakan: Jika seoftmg

nt'")i'oKiW6K { & l}r33
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muslim mengghasha6 salib dari seorang Nashrani, lalu salib itu

hancur di tangannya, maka dia harus bertanggung jawab dengan

mengganti salib ifu dalam bentuk nilai, karena orang Nashrani itu

mengakui hal itu (salib).

Asy-Syirazi *eu berkata: Pasal: Jika seseorang

membuka sangkar burung, maka dalam hat ini ditinjau;
jika dia membuat burung itu takut hingga akhimya
terbang, maka dia hams bertanggung iawab karena

membuat burung ifu takut, gmg merupakan sebab yang

dapat diduga hingga burung itu hilang dan hal ini
berarti s.rna keadaannya dengan orang yang merusak

burung itu. Sementara jika dia tidak membuat burung
itu takut,- maka dalam hal ini ditiniau keadaannya, dan
jika burung itu berdiam sejenak kemudian dia terbang-
rnaka dalam hal ini dia tidak bertanggung iawab, karena

bisa jadi pada saat itu ada sebab tain 5nng tidak bisa

diduga yang mengakibatkan burung itu langsung

terbang, dan suafu sebab iika sebab itu tidak dapat

diduga dan pada saat yang bersamaan terdapat suafu
perbuatan lain, maka pada saat itu telah gugurlah

hukum dari sebab ifu yaifu pertanggungiawaban, salna

saia halnya dengan seseorang yang membuat lubang

sulnur, lalu orang lain teriafuh ke dalam sumur ihr
dengan kemauannya sendiri, akan tetapi jika burung itu
terbang saat sangkar ifu dibulo, maka dalam hal ini ada

dua pendapat:

Pendapat pertama: Dia tidak harus bertanggung
jawab, karena burung ifu terbang dengan kemauannlra
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sendiri, dan hal ini serupa jika burung itu berdiam
sejenak setelah sangkar dibuka kemudian ia terbang.

Pendapat kedua: Dia harus bertanggung jawab
karena sudah menjadi tabiat burung bahwa ia akan lari
dari manusia lrang mendekat kepadanln, dan jika
burung ifu terbang saat sangkar ifu dibuka, maka
terbangnya bunmg ifu adalah dengan ditakutinya oleh
orang yang membuka sangkar ifu, sehingga orang ifu
sarna saja halnSp dengan oftmg yang membuat burung
itu talut.

PasaL Dan jika seekor burung berada bukan pada
sangkarq;a seperti berada pada sebuah dinding, lalu
seseor.rng melempamyn dengan bafu hingga burung ifu
terbang, maka dia fidak bertanggung jawab karena
lemparanngn ifu belum tenfu menjadi sebab hilangngn
bumng ifu, karena bisa jadi bunmg ifu terkadang sudah
terbang sebelum dia melempamln, altan tetapi jil€
burung itu terbang di udara rumahnln, lalu dia
melempamgn hingga burung itu terluka (atau mati),
maka dia harus bertanggung jawab, karena dia tidak
berhak untuk melarang burung ifu terbang di udara
rurnahnln, maka hal itu sama saja haln5Ta jika dia
melempar burung ifu pada udara selain udara
rumahnya.

PasaL Dan jika seseorang membuka botol 37ang di
dalamngTa terdapat cairan, lalu keluar apa lrang ada di
dalamqTa, -maka hal ini ditinjau, jika cairan itu keluar
secara langzung- maka dia hanrs jawab,
karena cairan ihr disimpan ddam suafu tempat, lalu
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cairan itu rusak dengan dia membuka tempatnya ifu,
sehingga dia harus bertanggung jawab. Dan iika
tertumpah sesuafu dari botol itu, lalu sesuafu itu
mambasahi atau mamberatkan satu diantara kedua
sisinya, lalu terjafuh dan hilang semua yang ada di
dalamnya; maka dia harus bertanggung jawab, karena
setengah dari cairan itu telah hilang disebabkan
perbuatannya dan setengahnya lagr telah hilang
disebabkan perbuatannya juga sebagairnana iika dia
memotong sebelah tangan seseorang, lalu orang itu
mati karenanya.

Akan tetapi jika dia membuka botol itu dan tidak
keluar darinya sesuafu apapun, kemudian angin bertiup
kencang hingga botol itu teriatuh dan hilang semua
yang ada di dalamnya, maka dia fidak harus

bertanggung jawab karena hilangnya itu bukan dengan
perbuatannya maka ia tidak bertanggung jawab,

sebagaimana iika dia rnembuka sangkar burung, lalu
burung ifu terdiam sejenak kemudian terbang, atau dia
melubangi sebuah lemari, lalu seseorang lain mencuri
sesuafu dari lemari itu, dan jika dia membuka suafu

botol yang di dalamnya terdapat benda padat kemudian
benda itu mencair lalu fumpah, maka dalam hal ini ada

dua pendapat:

Pendapat pertama: Dia tidak harus bertanggung
jawab, karena benda itu tidak keluar pada saat dibuka,
maka hal ini sarna keadaannya iika suatu cairan dalam
botol, kemudian botol itu dibuka,, lalu angin ifu bertiup
hingga botol itu terjatuh dan hilanglah apa yang ada

dalam botol.
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Pendapat kedua: Bahwa dia bertanggung jawab
dan ini adalah pendapat yang benar, karena matahari
tidak harus keluar akan tetapi dia hanya menjadikan
benda ifu menjadi cair, dan keluamya cairan ifu
disebabkan perbuatannya sebagaimana benda cair yang
tumpah pada saat botolnya dibuka.

Jika seseorang melepaskan tufup botol di
dalamnya terdapat benda padat, lalu botol itu
didekatkan ke api oleh orang lain lalu mencair dan
fumpah, maka dalam hal ini sahabat-sahabat kami
berpendapat: Tidak ada pertanggunjawaban pada
seseor.rng diantara mereka berdua, karena oremg yang
telah melepaskan tufup botol - dimana seharusnya dia
yang bertanggung jawab terhadap perbuatannln ifu-
tidak ada pada saat orang lain mendekatkan botol itu ke
api dan perbuatannya ifu tidak menyebabkan apa yang
ada dalam botol menjadi tumpah iika tutupnya fidak
dilepaskan, maka kedua orang ifu menjadi seperti dua
orang pencuri yang m:rna seor.rng diantara mereka
telah melubangi lemari dan seorang lagi mengambil
harta benda dari dalam lemari ifu, mala sesungguhnya
tdak boleh seortrng diantara mereka dipotong
tangannga. Dan menurut pendapatku, maka yang harus
bertanggung jawab adalah orang yang mendekatkan ke
api, karena dialah penyebab langsung terjadinya
kerusakan dengan mendekatkan botol itu kepada api,
maka dia menjadi seperti orang yang melubangi sumur,
lalu seseorang lain mendorong sosok manusia ke dalam
sumur ifu, sedangkan masalah pencuri maka
argumentasinya ifu adalah kepadanya, karena kami

\
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hany. mewajibkan pertanggungiawaban kepada orang
yang telah mengeluarkan harta benda, maka dia wajib
bertanggung jawab sebagaimana dalam hal ini lnng
bertanggung iawab adalah orang yang mendekatkan

botol itu ke api.

Sedangkan potong tangan maka hal itu tidak
diharuskan kepada keduanya, karena tidak ada

kewajiban potong tangan kecuali dengan merusak

lemari atau tempat menyimpan harta benda, sementara

orang yang mengambil harta benda, maka dia tidak
merusak lemari, dan pertangguniawaban harus

dikenakan hanya karena adanya kerusakan, dan orang
yang mendekatkan botol ke api maka dia telah merusak

isi botol dan dia harus bertanggung jawab.

Pasal: Jika seseorang membuka fufup botol yang

kepalanya tinggi, lalu tercelup sesuatu ke dalamnya, lalu

sesuatu ifu keluar lagi lalu datang orang lain dan dia
mendorongnya hingga cairan yang ada dalam botol itu
keluar dengan cepat, maka dalam hal ini ada dua
pendapat:

Pertama: Kedua orang itu bersekufu dalam
pertanggungjawaban apa yang keluar dari botol itu
setelah terdorong oleh seseorang, sama halqn dengan

dua orang yang melukai hewan.

Kedua: Bahwa apa yang keluar setelah adanya
pendorongan, maka itu adalah tanggung iawab orang
kedua seperti orang yang melukai dan oftmg yang

menyembelih.
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PasaL Jika seseoftrng melepaskan tari pengrkat
perahu, lalu perahu ifu tenggelam marra dalam hal ini
ditinjau; jika perahu itu tenggelam pada saat itu juga,
maka dia bertanggung jawab karena perahu ifu rusak
karena perbuatann!,81, akan tetapi iika perahu ifu
berdiam sejenak kemudian tenggelam, maka iika
tenggelamqTa itu disebabkan sesuafu lnng terjadi
seperti adan3Ta angrn lnng bertiup, maka dia tdak
bertanggung jawab, karena perahu ifu tenggelam bukan
disebabkan perbuatannya. Akan tetapi iika
tenggelamnrTa perahu ifu karena tanpa ada sebab yang
terjadi, maka dalam hal ini ditinjau dari dua sisi:

Pertama: Dia fidak harus bertanggung jawab,
sarna hulrUn seperti botol l^ng apabila botol lnng tetap
pada tempatoiy'a sesaat setelah dibuka kemudian botol
itu jatuh.

Kedua: Dia harus berttrnggung jawab, karena air
adalah safu unsur dari unsur-unsur yang dapat
menyebabkan kerusakan pada perahu.

PasaL Jika seseorang mengnlakan api pada
tempat tinsgr di bagian rurnahnya, lalu api ifu terbang
secara liar hingga sampai pada rumah tetangganya, lalu
api ifu membakar rumah ifu, atau seseoftmg menyiram
tanahnya, lalu air ifu turun ke tanah tetanggan5n
hingga air ifu nrenenggelamkan rumah itu, maka iikayang dia kerjakan adalah sesuafu lrang telah biasa
dikerjakan maka dia tidak bertanggung jawab, karena
dia tidak melakukan findak kejahatan. Al.an tetapi jika
dia kerjakan hal itu yang fidak biasa kerjat'n, seperti
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iika dia menyalakan api yang fidak berhenti sampai

batas rumahnya atau sesorang menyiram tanahnya
dengan air, lalu air itu melimpah hingga tidak bisa

terkendali maka dia harus bertanggung jawab, karena

dia telah melakukan tindak keiahatan.

Pasal: Jika pakaian seseorang tertiup angin
hingga pakaian itu berada di rumah orang lain, maka

dia (orang lain tersebut) harus menjaga pakaian ifu,
karena pakaian itu adalah amanat yang telah sampai di
bawah tangannya, sehingga dia harus meniaganya

sebagaimana barang temuan. Dan jika dia mengetahui
siapa pemiliknya, maka dia harus mengembalikan
pakaian itu. Jika dia tidak mengembalikanngra, maka dia
harus bertanggung jawab, karena dia telah memegang

harta orang lain tanpa dengan ridhanya dan tanpa
sepengetahuan- Karena perbuatan semacam ini adalah

s.una seperti perbuatan orang yang mengghashab.

Jika seekor burung hinggap di rumahnya, maka

dia fidak wajib untuk menjaganya dan fidak waiib
memberitahukan kepada pemiliknya, karena burung ifu
dapat terjaga dengan dirinya sendiri. Akan tetapi jika
burung ihr hinggap pada atap rumahnya, lalu dia
menutup pintu rumahnya -maka dalam kondisi ini
ditinjau, iika dia berniat unfuk memeg.rngnya untuk
dirin3;a sendiri- maka dia harus bertanggung iawab,
karena dia telah memegang harta oftmg lain, sehingga

dia harus betanggung iawab sebagaimana orang yang

mengg'fi ashab. Akan tetapi iika dia fidak berniat
menahan burung itu unfuk dirinya sendiri, maka dia
tidak hams bertanggung jawab, karena dia berhak
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unfuk mengelola apa yang ada di atap rumahnya
sehingga dia tidak bertanggung jawab pada apa yang
ada di atap rumahnya.

Penjelasan Hukum: Imam AqlSyafi,i mengatakan: Jika
seseorang melepas tali ikatan seekor binatang atau membuka
sangkar burung, kemudian burung itu berdiam sejenak kemudian
terbang, maka dia tidak harus bertanggung jawab, karena kedua
herrlan ifu sendiri yang telah membuat keduanya pergi.

Gambaran dari hal ihr adalah bahwa seseorang melepm tali
ikatan seekor binatang yang sedang terikat atau seseorang
membuka sangkar burung yang sedang dikurung, lalu binatang ifu
kabur dan burung ifu tertang, maka dalam hal ini ada dua
keadaan,

Pertama: Bahwa larinya binatang itu dan terbangnya
burung itu adalah karena ditakuti-takuti atau karena dikejutkan,
maka dia harus bertanggung jawab berdasarkan ijma' para ulama.
sedangkan yang dimaksud dengan bertanggung jawab disini
adalah apabila lepasnya tali itu menjadi sebab larinya hewan, dan
apabila burung ifu terbang secara langsung karena dia telah
memaksa binatang ifu lari dengan cara dikejutkan dan ditakut-
takuti kepada burung hingga ia terbang. Dan jika suafu sebab telah
bergabung kepadanya suafu pemaksaan, maka ketetapan hukum
akan didasari pada penyebab pemaksaan. Dan pada saat itulah
telah gugur ketetapan hukum pada pelaku, sebagaimana dua
orang saksi yang bersaksi kepada seseorang yang membunuh jika
hakim ifu hendak menetapkan hukum qishash pada orang ifu
berdasarkan kesaksian kdua orang saksi. Kemudian jika kedua
orang ifu membatalkan kesalsian, maka pertanggungiawabann5n
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ada pada kedua orang yang bersaksi itu dan bukan kepada hakim,
karena kedua saksi ifu telah melakukan pemaksaan kepada orang
ifu dengan kesaksian, maka gugurlah hukum kesegeraan (pada

kasus burung yang sangkamya dibuka, pent).

Kedua: Tidak ada upaya seseorang ifu unfuk menakult-
nakuti atau merangsang hewan ifu agar hilang, dan dalam keadaan
seperti ini, maka hewan dan burung ifu memiliki dua keadaan:

Keadaan pertama: Jika kedua jenis halan itu tetap berdiam
beberapa saat setelah dilepaskannya tali pengikat dan setelah
dibukanya sangkar, rnaka jika demikian kondisinya tidak ada
ketvajiban tanggung jawab baginya, karena telah berpisahnya
sebab dengan kesegeraan. Dan ini adalah juga pendapat Imam
Abu Hanifah, sedangkan Imam Malik berpendapat: Orang itu
harus bertanggung jawab. Dan begitu juga pendapat Imam
Ahmad.

Yang menjadi pokok bahasan dari pendapat Abu Hanifah
adalah bahwa tindakan membuka sangkar bukanlah tindakan
pengrusakan secara langsung, dan tindakan itu juga bukan
penyebab pengrusakan. Dan jika tindakan membuka ifu dianggap
suafu tindakan pengrusakan secara langsung, maka hal ini telah
tertolak secara nyata. Dan jika tindakan membuka itu dianggap
suafu penyebab kenrsakan, maka hal ifu juga tertolak karena
sudah menjadi tabiat burung untuk tertang, karena ia hidup dan
setiap yang hirCup maka ia mempunyai pilihan, dan terbang
merupakan perbuatan yang ia pilih. Sedangkan "membuka" hanya
sekedar sebab saja, maka tidak ada tindakan hukum apa-apa bagi
orang yang membuka sangkar ifu, sama halnya jika dia
melepaskan tali ikatan pada seorang budak tapi budak itu tetap
berada ditempat itu, maka dalam hal ini dia tidak bertanggung
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jawab berdasarkan pada apa yang telah kami sebutkan diatas. [-ain

halnya jika seseorang memecahkan botol yang di dalamnya

terdapat cairan, karena sudah menjadi tabiat cairan, ia mengalir

jika tidak ada sesuatu yang menahannya. Maka pada masalah ini

"rnembuka" adalah penyebab kerusakan dan pelakunya hams

bertanggung jawab. Dan keadaan ini sudah pasti berbeda dengan

jika seseorang melepaskan tali ikatan binatang atau membuka

kandang hingga hewan itu keluar dan hilang.

Keadaan Kedua' Bahwa larinya binatang dan terbangnya

burung itu dalam kondisi secara langsung tanpa adanya berdiam

sejenak pun, maka dalam pertanggungjawabannya menumt

sahabat-sahabat kami ada dua pendapat:

1. Dan ini adalah pendapat Abu Ishaq Al Marwazi dan Abu Ali
bin Abu Hurairah,rSa, yaifu, orang tersebut harus

bertanggung jawab, karena dia telah berhubungan langsung

dengan sebab. Dan ini adalah juga pendapat Muhammad

bin Al Hasan.

2. Dan ini adalah pendapat Imam fuySyafi'i yang telah dia

tulis dalam bab barang temuan, dimana dia berpendapat:

Tidak ada tanggung jawab baginya, karena tidak adanya

tindakan pemaksaan, dan ini juga merupakan pendapat

Iman Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf.

Imam Malik dan orang-orang yang mengikutinya telah

berdalil bahwa kewajiban tanggung jawab dikarenakan adanya

penyebab yang berhubungan secara langsung dan yang

berhubungan secara tidak langsung, dan dikarenakan adanya

penyebab-penyebab kerusakan yang harus

dipertanggungjawabkan, seperti melubangi sumur dan membuka

sangkar adalah penyebab suatu kerusakan. Maka perbuatan ini

f.
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mengharuskan berhubungan dengan pertanggungjawaban, karena

setiap sesuatu yang berhubungan dengan pertanggungjawaban

pasti ia mempunyai hubungan langsung dengan penyebab, dan

boleh jadi sesuatu yang berhubungan dengan pertanggungjawaban

tidaklah berhubungan langsung dengan penyebab, seperti orang

yang melukai orang lain, maka dia harus bertanggung jawab

tehadap kerusakan itu, sama saja halnya apakah kerusakan ihr

bersifat cepat ataupun lambat.

Sementara dalil kami adalah bahwa hetuuan memiliki pilihan

unfuk melakukan apa yang dia inginkan berdasarkan apa yang kita

saksikan, dimana ia memiliki maksud unfuk mendapatkan apa-apa

yang bermanfaat baginya dan menghindari dirinya dari apa-apa

yang membahayakannya. Kemudian dikarenakan telah ada

ketetapan hukum untuk mengharamkan apa yang telah ia .buru

dengan cara melepasnya secara liar dan dihalalkannya apa yang

telah ia buru dengan cara melepasnya secara terkontrol oleh yang

melepasnya, maka jika telah bersatu antara penyebab dan pilihan

ifu, maka ketetapan hukum akan bergantung dengan pilihan, dan

tidak berdasarkan pada penyebab, sama halnya seperti seseorang

yang memilih unfuk melemparkan dirinya dari gedung yang tinggi.

Maka telah gugur tanggung jawab dari orang yang membangun

gedung yang tinggi itu, atau dia melemparkan dirinya ke dalam

surnur, maka telah gugur tanggung jawab orang yang membuat

sumur ifu, dan begitu juga dengan terbangnya seekor burung

dengan pilihan dari dirinya sendiri tanpa adanya yang memaksa.

Karena terkadang bisa saja burung itu tidak terbang setelah

sangkamya ifu dibuka, maka kewajiban untuk bertanggung jawab

tidak boleh selalu dikaitkan dengan membuka sangkar itu jika

burung itu terbang setelah sangkamya dibuka. Disamping itu juga

dikarenakan terbangnya burung dengan dibuka sangkamya sama
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saja halnya dengan larinya seorang budak tawanan jika dibuka sel

tahanan, maka sebagaimana orang yang membuka sel tahanan

tidak bertanggung jawab pada tawanan jika lari maka begitu pula

dengan orang yang membuka sangkar burung itu tidak
bertanggung jawab pada burung jika terbang. Dan hal ini juga

dikarenakan bahwa ketetapan orang yang membuka sangkar

burung hingga burung itu terbang adalah sama ketetapannya

dengan orang yarg rnerusak kesucian harta hingga harta itu dicuri
sebagairnana jika seseorang membuka pintu suatu rumah yang di
dalamnya terdapat harta, lalu harta itu dicuri, maka orang yang

membuka pintu rumah itu tidak harus bertanggung jawab pada

harta yang dicuri.

Begitu pula jika pintu sangkar burung dibuka hingga burung

ifu terbang, maka dia tidak harus bertanggung jawab. Selain ifu
juga, karena membuka sangkar burung adalah tindakan kejahatan

terhadap sangkar dan bukan kepada bumng, dengan bukti bahwa
jika burung itu mati di dalam sangkar setelah sangkar ifu dibuka
maka dia juga tidak bertanggung jawab pada burung yang mati itu,

dan sesuatu yang tidak ada tindak kejahatan terhadap sesuafu ifu
maka tidak ada pertanggungjawaban pada sesuafu itu.

Sedangkan jaruaban terhadap pendalilan mereka yang

mengatakan bahwa penyebab-penyebab kerusakan adalah

termasuk yang ditunfut pertanggungjawabannya, maka orang llang
membuat sunur pun harus bertanggung jawab terhadap apa yang
jafuh kedalarn sumur itu. Maka perkara ini dan perkara diatas

adalah sama saja, karena sudah menjadi tabiat hewan dan
makhluk hidup lainnya untuk menghindari dirinya dari hal-hal yang

menrsaknya. Dan jika seseorang terjafuh ke dalam sumur maka hal
ifu menunjukkan batrwa jatuhnya dia bukan dengan pilihannya,

sehingga pembuat sumur harus bertanggung jawab. Seandainya
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kita mengetahui bahwa jafuhnya orang ifu dengan pilihan dari
dirinya sendiri secara sengaja, maka gugurlah pertanggungjawaban
dari orang yang membuat sumur. Sedangkan bunrng, maka sudah
menjadi tabiatrya unfuk terbang saat ada kemampuan unhrk
terbang kecuali pada saat-saat istirahat, dan jika bunrng ifu terbang
maka hal ini menunjukkan bahwa tertangnya burung itu adalah
karena pilihannya sendiri. Sehingga gugurlah pertanggungiawaban
dari orang yang membuka sangkar burung ifu. Akan tetapi
seandain5a kita mengetahui bahwa burung ifu terbang bukan
berdasarkan pilihannln melainkan dengan adanya paksaan dan
ditakut-takuti, maka orang yang membuka sangkar itu harus
bertanggung jawab dan kedua perkara ini sama saja.

Sedangkan pendalilan mereka yang menyamakan
penyebab'penyebab dalam hak kerusakan 5rang bersifat cepat atau
lambat, dan tentang pertanggungjawabannya jika burung ifu
tertang sesaat setelah sangkamya dibuka, maka dalam hal ini
sahabat-sahabat kami memiliki dua pendapat:

1. Orang yang membuka sangkar itu tdak harus
bertanggung jawab. Maka berdasarkan pendapat ini telah gugurlah
permasalahan dalam hal ini.

2. Omng 5nng membuka sangkar itu hanrs bertanggung
jawab, maka dalam hal ini terdapat dua keadam yang berbeda
png harus dipisahkan:

Keadaan pertama: Burung ifu tertang segen. Maka orang
png membukanya harus bertanggung jar,vab.

Keadaan kedua: Burung ifu tertang setelah beberapa saat,
maka dalam hal ini orang yang membuka sangkar tidak harus
bertanggung jawab, karena sudah menjadi tabiat bunrng r.mfuk
menjauh dari manusia.
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Al Mawardi mengatakan: Dan jika burung itu terbang

segera, maka dapat diketahui bahwa burung itu terbang karena

ditakut-takuti oleh orang itu, sehingga burung ifu seakan-akan

diusir olehnya. Dan jika burung ifu berdiam sejenak, maka tidak

ada tindakan unfuk menakut-nakutinya, sehingga burung ihr

seakan-akan terbang dengan pilihannya sendiri. Akan tetapi jika

dia memerintahkan kepada seorang anak atau menyuruh seorang

yang gila unfuk melepaskan seekor burung yang ada padanya, lalu

anak atau orang gila itu melepaskan burung ifu, lalu burung ifu
terbang, maka status orang yang menyuruh itu sama saja dengan

orang lrang membuka sangkar burung. Jadi sebagaimana dia

mengusim5a atau dia memerintahkan anak kecil unfuk

menakutinya maka dia harus bertanggung jawab. Dan jika burung

itu tdak ditakuti dan burung ifu berdiam sejenak, lalu tertang,
maka dia tidak harus bertanggung jawab. Sementara jika burung

ifu tertang dengan segera, maka dalam hal ini ada dua pendapat;
jika burung itu hinggap pada atap rumah atau pada dindingqn,
lalu dia melempamya dengan bafu dan dia menakutinya, lalu

burung itu tertang karena telah ditakutinp, maka dia tidak harus

bertanggung jawab, karena sebelum burung itu ditakuti ada

keadaan yang diluar dari kemampuannya terhadap burung itu.

Cabang: Jika seseorang melemparkan bafu di udara

mmahnSa, Ialu mengenai seekor burung hingga mati, maka dia
harus bertanggung jawab. Sama saja halnya apakah dia lakukan

dengan sengaja atau tidak sengaja, karena walaupun dengan tidak
sengaja dia telah melakukan pengrusakan dengan melempar di
udara rumahnya dan orang itu fidak berhak unhrk melarang

burung itu tertang di udaranya. Maka hal ini sarna saja dengan

seseorang yang melempar burung yang ada bukan pada udaran5ra,
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dan hal ini bertentangan dengan pelarangan terhadap seekor

hewan melata yang masuk ke rumah atau tanah seseorang dengan

memukulnya unfuk mengusimya, dimana her,van itu tidak keluar

kecuali dengan memukulnya, maka baginya tidak ada

pertanggungjawaban.

Cabang: Jika seseorang membuka kandang seekor

kambing, lalu kambing ifu memakan tanaman, dan jika yang

membuka kandang itu adalah pemilik kambing maka dia harus

bertanggung jawab terhadap tanaman ifu. Sementara jika yang

membuka itu bukan pemiliknya, maka dia tidak harus bertanggung

jawab, karena tidak ada keharusan baginya untuk menjaga

kambing itu. Dan begitu pula bila dia melepaskan tali ikatan seekor

hevuan yang sedang diikat, lalu hewan itu memakan gandum atau

kacang, maka dia tidak harus bertanggung iawab karena yang

merusak adalah her,r,ran ifu dan bukan dirinya. Beglfu pula jika dia

memecahkan bejana, maka dia tidak harus bertanggung jawab

berdasarkan dari alasan yang telah kami kemukakan diatas.

Cabang: Imam Asy-Syafi'i mengatakan: Jika seseorang

melepaskan tutup botol (yang terbuat dari kuli$ atau tempat

bertanggung jawab, kecuali jika botol yang terbuat dari kulit itu 
l

dalam posisi tersandar dan dibukanya tutup botol itu tidak serta- 
I

merta air yang ada di dalamnya tertumpah, kemudian botol itu 
i

terjafuh karena tertiup angin atau karena hal lainnSn. Maka orang 
I

yang membuka tutup botol itu udak hanrs bertanggung jawab 
I

karena ketika tutup botol itu dibuka, maka pada saat itu belum ada 
I

tindak kejahatan dalam perbuatannya itu. 
I
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Gambarannya adalah: Pada sebuah botol yang terbuat dari

ktrlit telah diberi ikatan pada bagian atasnya lalu ikatannya itu

dilepaskan oleh seseorang hingga apa-apa yang ada di dalamnya

itu hilang, maka keadaan sesuatu yang ada di dalam botol itu tidak

lepas dari tiga bagian:

Bagtan pertama: Yang ada dalam botol itu adalah cairan

dengan jenis yang paling halus dan paling cepat hilang seperti

cuka, minyak dan susu, maka dalam bagian jenis ini ada dua

keadaan:

Keadaan pertama: Benfuk mulut dari botol yang terbuat

dari kulit itu keadaannya adalah terbalik, di atas besar dan di

bawah kecil, maka bagi pelakunya harus bertanggung jawab,

karena benda-benda cair yang ada dalam botol sepert itu tidak

akan bertahan lama, maka dengan demikian orang yang membuka

tutupnya harus bertanggung jawab kepada pemilik botol.

Keadaan kedua: Bentuk mulut dari botol itu tinggi bagian

atasnya, maka dalam hal ini ada dua keadaan'

Keadaan pertama: Botol itu dapat miring dengan segera

hingga tumpah seluruh apa yang ada di dalam botol itu, sehingga

dia harus bertanggung jawab, karena botol ifu berpegang erat

dengan ikatannya lalu jika ikatannya ihr dilepas maka botol itu
menjadi tumpah. Kasr:s ini tidak sama dengan binatang jika

ikatannya dilepas karena binatang itu memiliki pilihan.

Keadaan kedua, Cairan yang ada dalam botol ifu berdiam

beberapa saat melekat satu sama lainnya, kemudian botol itu
miring dan terjatuh, maka dalam hal ini dia tidak harus

bertanggung jawab. Sama saja halnya apakah botol itu dalam

keadaan bersandar atau tidak bersandar, karena cairan ifu

sebelumnya telah berdiam beberapa saat setelah dilepas tali
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ikatannya dan dari sini dapat diketahui bahwa rusaknya cairan itu

bukan karena dilepaskan ikatanrnTa melainkan karena hal lain

seperti tertiup angin atau digerakkan oleh seseorang.

Bagian kedua: Yang ada dalam botol adalah cairan dari
jenis yang berat takarannya dan lama mencaimya kurma jenis

ajwah atau kurma yang kuat, dan jika dilepas tali botolnya, lalu

cairan ifu terdorong sedikit demi sedikit hingga habis seluruh apa

yang ada dalam botol itu, dan jika botol itu adalah botol yang

tinggi bagian atasnya, kemudian cairan yang di dalamnya

terdorong keluar, maka pelakunya tidak harus bertanggung jawab.

Akan tetapi jika isi dalam botol ifu terdorong keluar saat ikatan

botol itu dilepaskan atau botol ifu terbalik, maka dalam hal ini

ditinjau; jika pemilik botol itu tidak mampu untuk mendapatkan

sesuatu yang dapat menghambatrya hrngga hilang semua yang

ada dalam botol itu, maka orang yang melepas ikatan botol itu
harus bertanggung jawab. Dan jika pemiliknya mampu untuk

mendapatkan sesuafu yang dapat untuk menghambat tumpahan

cairan ifu, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

a. Orang yang melepaskan ikatan botol ifu harus tetap

bertanggung jawab sebagaimana jika seseorang hendak merobek

baju orang lain dan orang itu mampu unfuk menghambat

pertuatannya ifu, maka bagi orang yang merobek ifu harus

bertanggung jawab, dan kernampuannya unfuk mengharnbat

bukanlah suatu pilihan atau bukan pula pembebasan dari tanggung

jawab. Begitu pula dengan hal ini.

b. Dia tidak harus bertanggung jawab, dan perbedaan

antara keduanya adalah bahwa. yang demikian itu dalam hal
pembunuhan dan perobekan, sedangkan dalam hal melepaskan

tali ikatan botol milik orang lain adalah masalah "penyebab" dan
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dalam ketetapan hukum maka "penyebab" menjadi gugur jika

terdapat kemampr.ran untuk menghindari dari kerusakan,

sebagaimana seseorang yang rnembuat sumur lalu orang lain

berjalan melewati sumur itu, padahal dia melihat sumur itu serta

mampu unfuk menghindari sumur itu, tapi dia tidak mengerjakan

itu, hingga dia terjafuh ke dalam sumur ifu, maka dalam hal ini

tidak ada tanggung jawab bagi orang yang membuat sumur itu.

Dan jika botol yang terbuat dari kulit itu tinggi pada bagian

kepalanya dan cairan yang ada di dalamnya terdorong keluar

sedikitdemi-sedikit, lalu datang orang lain dan dia membalikkan

botol itu hingga cairan ihr cepat keluamya, dan akhimya hilang,

maka dalam hal ini orang yang pertama harus bertanggung jawab

terhadap apa yang telah keluar sebelum botol itu terbalik.

Sedangkan apa yang keluar dari botol ifu setelah botol itu terbalik,

maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Bahtm pertanggungjawabannya adalah kepada

keduanya, karena keduanya telah bersekufu unfuk menjadi

penyebab terhadap sesuatu yang harus mereka

pertanggungjawabkan, sama halnya dengan dua orang yang

melukai seseorang.

Kedua' Bahwa pertanggungjawabannya adalah kepada

orang kedua saja karena telah gugumya pada orang pertama

"penyebab langsung" 5nng menjadikan dia harus bertanggung

jawab. Maka dalam hal ini dia seperti orang yang menyembelih

setelah ada orang yang melukai seekor heuran, tanggung jawab

orang yang melukai hewan telah gugur dan tanggung jawab ifu

mengarah kepada orang 5nng menyembelih.

Bagran ketiga: Sesuatu yang ada dalam botol yang

terbuat dari kulit ifu adalah dari jenis benda padat, seperti lemak

t
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dan kurma aiwah yang telah dibekukan serta ekstrak buah-buahan
yang telah dikeringkan aimya, lalu ia menguap hingga terbuka
dengan melepaskan tali ikatan atau dengan membuka tutupnya
dari wadah itu hingga sinar matahari menrTengatrya, lalu benda
beku itu menjadi cair, lalu tumpah dan hilang. Maka jika botol itu
atau wadah itu pada posisi jika apa-apa yang ada di dalamnya
pada saat dilepas tali ikatannya atau pada saat dibuka telah cair
dan tidak beraturan di dalam botol itu, atau di dalam wadah itu,
maka tidak ada tanggung jawab bagi orang yang membuka botol
itu. Akan tetapi jika apa yang ada dalam botol itu tidak berserakan
dan walaupun tetap cair, maka dalam hal pertanggungjawabannya

ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Tidak ada tanggung jawab baginya
karena mencaimSa adalah dampak dari sengatan sinar matahari
dan bukan dari dampak dibukanya tali ikatan.

Pendapat kedr.la: Dia harus bertanggung jawab, karena
dengan melepaskan tali ikatannya terhadap botol itu dan

, maka itu telah memberi dampak kepada masuknya
sinar matahari, dan dalam hal ini membuka tali ikatan adalah

sebab yang paling dominan, sehingga ia harus berhubungan

dengan pertanggungjawaban.

Cabang: Jika seseorang mendeka&an api ke benda yang

dibekukan setelah dibuka wadahnya oleh orang lain dan setelah

dilepas tali ikatannya, lalu benda itu menjadi hangat hingga
mencair dan hilang, maka tidak ada pertanggungjawaban kepada
seorang diantara mereka berdua. Karena orang yang mendekatkan
kepada api, maka dia tidak bertindak secara langsr.ng terhadap
benda, .sehingga dia tidak bertanggung jawab. Sedangkan orang
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yang membuka wadah ifu atau yang melepaskan tali pengikatnya,

maka tindakannya ifu bukan suafu kejahatan, oleh karena itu dia

juga tidak bertanggung jawab, maka kedua orang itu menjadi

seperti dtra orang pencuri yang seorang diantara mereka berdua

melubangi sebuah brangkas sementara yang lain mengeluarkan

harta yang ada dalam brangkas itu. Maka dengan demikian tidak

ada seorangpun diantara mereka yang dipotong tangannya, karena

yang pertama hanya merusak brankas dan hanya sekedar merusak

brankas maka tindakan itu tidak diharuskan dipotong tangannya.

Sementara orang kedua,maka dia telah mengambil harta

yang bukan pada brankasnya atau harta ifu berada bukan pada

tempahya, dan mengambil harta yang bukan pada tempatrya

maka tindakan ini tidak dihukum dengan potong tangan. lalu jika

dikatakan: Kenapa harus bertanggung jawab jika benda yang beku

itu mencair karena matahari di satu sisi, sementara disisi lain

seseorang tidak harus bertanggung jawab jika mendekatkan api

kepada benda yang beku itu?

Maka dijawab: Karena terbitnya matahari adalah suafu hal

yang telah diketahui dengan jelas, maka tertitnya matahari adalah

seperti sesuatu yang menuju kepada benda ifu, sedangkan

mendekatuiya api adalah sesuafu yang tidak diketahui dengan jelas

kapan ia ada dan kapan ia tidak ada. Maka dengan demikian hal

ifu tidaklah seperti sesuatu yang menuju kepada benda ifu, akan

tetapi jika yang membuka wadah ifu dan yang melepaskan tali

ikatan botol itu adalah orang yang juga mendekatkan api ifu
kepada benda yang dibekukan, lalu benda ifu menjadi cair maka

dengan &mikian hanya dia sendiri yang bertanggung jawab, lain

halnya iika hal ifu terjadi karena terkena sengatan sinar matahari.

Dan juga dikarenakan bahwa mendekatrya api adalah bagian dari
perbuatannya, sementara tertifurya nratahari adalah bukan bagian
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dari perbuatannya, dan akan lain halnya jika kejadian ifu dilakukan
oleh dua orang.

Jika pelakunya tunggal sebagaimana dia yang menrsak
brangkas dan dia pula yang mengambil apa yang ada didalam
brangkas ifu, maka harus dipotong tangannya, dan tidak ada
kewajiban untuk bertanggung jawab jika hal itu dilakukan oleh dua
orang- sementara Asy-syirazi dalam kitabnya ini berpendapat
bahwa yang bertanggung jawab adalah orang yang mendekatkan
api berdasarkan qrgas kepada orang yang membuat lubang sumur,
lalu datang orang lain dan dia didorong ke dalam sumur itu oleh
orang lain lagi, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik
surnur. Namun pendapat penulis ini menurut saln perlu ditinjau
lagi, dan Allah lebih mengetahui dengan yang benar.

Cabang: Berdasarkan dari keterangan diatas bahwa jika
seseorang melepaskan tali pengikat perahu, Ialu perahu ifu
terombang-ambing oleh putaran ombak, kemudian tenggelam,
maka dalam hal ini ada dua keadaan,

Keadaan pertama: Tenggelamnya perahu ifu adalah
langsung tanpa ada jeda waktu antara saat tali dibuka dengan saat
perahu ifu mulai tenggelam, maka jika demikian halnya dia harus
bertanggung jawab karena terjadinya kerusakan akibat dari
perbuatannp.

Keadaan kedua: Perahu itu tetap rnengapung dengan waktu
lEng orlnrp panjang setelah tali ikatannSn dibuka, kemudian
perahu ihr tenggelam, maka dalam hal ini ada dua keadaan:

l. Telah nampak sesuatu yang menyebabkan perahu itu
tenggelam seperti dengan adanya angin yang bertiup atau ombak
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yang bergelombang, maka dia tidak harus bertanggung jawab,

karena rusaknya perahu itu disebabkan oleh sesuafu 1nng tidak
bisa ditujukan kepadanya.

2. Tidak ada suafu apapun yang nampak sebagai penyebab
perahu ifu tenggelam, maka dalam pertanggungjawabannya dalam
hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Bahwa orang ifu tdak bertanggung
jawab pada perahu ifu, sebagaimana tidak ada tanggung jawab

bagi orang yang melepas tali ikatan botol yang terbuat dari kulit
jika botol itu tetap pada posisinya setelah dibuka, kemudian botol
itu miring.

Pendapat kedua: Orang ihr harus bertanggung jawab, tidak
sama halnya dengan botol karena air adalah safu diantara
penyebab-penyebab yang merusak.

Cabang: Jika seseorang meletakkan segumpal susu unh:k
dipanaskan (dioven) hingga layak dijual yang dikerjakan bukan
pada waktunya dan bukan pada tempatrya yang khusus seperti
pada masa panen kapas, lalu orang itu menyalakan tungku api
untuk rnemanaskan gumpalan susu itu, kemudian api ifu berkobar

secara liar dari fungku ifu hingga mengenai kapar dan

membakamyra, maka dia harus bertanggung jawab terhadap apa
yang rusak. Akan tetapi jika dia mengerjakan gumpalan susu ifu
pada wakfunya dan bukan pada waktu panen dan juga tidak
membahayakan kapas, sementara s€seorang lainnya yang berada

di kawasan ifu sedang mernasak makanan di atas ttrngku api, lalu
apinya ifu terbang secara liar hingga mengenai kapas 5ang ada di
kawasan ifu, maka dia tidak harus bertanggung jawab, karena dia
tidak melakukan tindakan yang membahayakan orang lain. Dan
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begitu pula halnya dengan seseorang yang mengairi tanahnya pada

saat bagiannya mengairi lalu air itu melimpah hingga ke kebun

tetangganya, maka dia tidak hanrs bertanggung jawab, karena dia

tidak melakukan tindakan yang membahayakan orang lain. Akan

tetapi jika dia mengairi tanahnya itu bukan pada saat bagiannya

mengairi, kemudian air itu melimpah ke kebun tetangga dan

merusak kebun ifu, maka dia harus bertanggung jawab terhadap

apa yang rusak. Sedangkan pakaian seseorang yang dibawa oleh

angin hingga terbang ke rumah tetangganya, maka dalam hal ini

kami telah membahasnya bahran perkara itu adalah titipan dan

karenan5ra hanrs segera diumumkan kepada pemiliknya, dan jika

dia menyembunyikannya atau memperlambat untuk

mengumumkannya kepada pemiliknya, maka dia harus

bertanggung jawab dan berpindahlah apa yang di tangannya

dengan pertanggungjawabannya. Akan tetapi jika pakaian itu

terbang ke rumah seseorang, lalu pemilik rumah ifu tidak

mengetahuinp hingga pakaian ihr terbakar terkena api di dalam

atau seekor binatang memakannya, rnaka dia tidak

harus bertanggung jawab. Sementara jika dia mengetahuinya akan

tetapi dia tidak mampu unfuk atkan pakaian itu, maka

diapun tidak bertanggung jawab, akan tetapi jika dia mampu untuk

menyelamatkannya dan itu tidak dia lakukan maka dia harus

bertanggung jawab. Akan tetapi jika dia rnengunjungi pemiliknya

untuk mendapatkan pakaian ifu di rumahnya, namun dia tidak

melakukan itu, maka dalam hal ini jika pemiliknya tidak

rnengetahui maka dia harus memberi tahu kepada pemiliknya dan

jika dia tidak memberi tahunya rnaka dia harus bertanggung jawab,

dan jika perniliknya telah rnengetahui maka dia tidak bertanggung

jauab.
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Jika angin itu meniup pakaian hingga jauh dan dia tidak

mampu menahannya, maka dia tidak harus bertanggung jawab,

akan tetapi jika dia mampu menahannya dari tiupan angin dan dia

tidak melakukannya, maka dalam hal pertanggungjawabannya ada

dua pendapat:

Pendapat pertama: Dia tidak harus bertanggung jawab,

karena tidak ada yang harus dia pertanggung jawabkan dari hal itu.

Pendapat keduat Dia harus bertanggung jawab

sebagaimana jika pakaian ifu dirnakan oleh seekor halan, padahal

dia mampu unfuk menghalangrnya. Dan jika pakaian ifu
diterbangkan oleh angin hingga terjatuh pada pewama milik
pemilik mmah, Ialu pakaian ihr terwamai dengan perlrama itu,

rnaka tidak ada safu orangpun yang harus bertanggung jawab pada

perkara itu. Pernilik pakaian fidak bertanggung jaunb dan pemilik

p€rrduama juga tidak bertanggung jawab, karena tidak ada tindakan

yang saling membahayakan diantara keduan5n. Dan jika ada

kemungkinan unfuk mengeluarkan pewama dari pakaian, maka

pewama itu harus dikeluarkan dari pakaian, dan iil<a ada

kekurangan pada pakaian atau ada kekurangan pada pewama,

maka semua itu adalah fumpahan yang tidak ada nilainya pada

masing-masing diantara kedua orang itu, dan Allah Ta ala lehilt
mengetahui.

AqfSyirazi e mengatakan: PasaL Jika teriadi
perselisihan pendapat antara pengghashab dengan
orang yang dighaslnb tentang kerusakan pada benda
atau sesuafu yang dighashab, oftrng lnng dighadnb
berkata, 'Benda ifu utuh!" namun pengghashab
berkata, 'Benda ifu telah rusak!" rnale dalam hd ini

Al Majmu'SyoahA *nhadzdzab ll 7Ss



lnng diambil pendapatnya adalah pendapat peng-
ghashab beserta dengan surnpahngn, karena dalam hal
ini tidak mungkin untuk rnendapatkan bukfi bahwa dia
memsak, dan apakah diharuskan baginya unfuk
mengganti? Maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Dia tidak harus bertanggung
jawab karena orang yang dighashab tidak
mendakrrakannya.

Pendapat kedua: Dia harus bertanggung jawab,
karena dengan sumpahn3ra ifu dia fidak mungkin
mencabut kembali pernyataan yang membuat dia malu,
maka dari ifu dia harus bertanggung jawab dengan
mengganti sebagaimana jika dia mengghashab budak,
lalu budak itu lari.

Pasa} Jika benda yang dighashab rusak, lalu
mereka berdua berbeda pendapat dalam masalah
nilain3p, pengghashab berkata, 'Nilainya sepuluh
dirham!" n:unun orang yang dighashab berkata,
'Nilainya dua puluh dirham." Maka pendapat yang
diterima adalah pendapat pengghashab, karena asal
dari setiap perkara adalah bebas dari tanggung jawab,
sehingga dia tdak harus bertanggrrng jawab kecuali
berdasarkan pada apa yang telah dia akui, sebagaimana
jika seseorang mendalnuanya dengan suafu utang tanpa
melakukan ghaab, lalu dia mengakui sebagiann5la.

PasaL Jika keduanya berbeda pendapat tentang
sifatnya, pengghashab berkata, 'Dahulu dia fika lpng
dighashab adalah budak) seorang pencuri, sehingga
nilainSTa adalah seratLrs dirham," narnun orang png di-
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ghashab berkata, "Dahulu dia bukanlah pencuri,
sehingga nilainSn adalah seribu dirham," maka dalam
hal ini pendapat lnng diterima adalah pendapat orang
lrang dtghashaD karena asalnya adalah fidak adan5n
pencurian. Dan diantara sahabat-sahabat kami ada Snng
berpendapat: Pendapat yang diterima adalah pendapat
pengghashab, karena dia adalah orang yang berutang,
dan asal dari segala sesuafu adalah bebas dari tanggung
jawab dari apa-apa yang melebihi dari serafus dirham.

Dan jika orang yang dighashab itu berkata, 'Dia
dahulu seorang juru fulis, maka nilainln adalah seribu
dirham,' lalu pengghashab berkata, "Dahulu dia bukan
seorang jum fulis, sehingga nilainp adalatr serafus
dirham." Mal<a pendapat lrang diterima dalam hal ini
adalah pendapat pngghashab, karena asal dari segda
sesuatu adalah fidak adaryn tulisan dan fidak ada
pertanggungiauraban dari apa-apa yang melebihi dari
seratus dirham.

Jika orang yang drghashab berkata, 'Engkau
telah mengghashab malranan baru dariku,' narnun
pengghashab berkata, 'Akan tetapi aku meng ghashab
makanan larna darimu," maka dalam hal ini lpng
diterima pendapatnya adalah pendapat pengghashab,
karena asalnSTa dia tidak bertanggung jawab kepada
yang banr dan jika pengghashab bersumpah maka
orang yang dighashab hendakngTa mengambil yang
lama karena dia telah mengurangi hak daringTa.

Pasal: Jika seseorang merryghasha6 khamer, lalu
khamer ifu rusak padanp, kemudian keduanya berbeda

Al Majmu'slarah et *Afia**ab ll lilz



pendapat, orang yang di-ghashab berkata, 'Khamer ifu
telah menjadi cuka. Kemudian nrsak, maka kamu harus
bertanggung jawab," namun pengghashab berkata,
"Akan tetapi benda ifu rusak dalam benfuk khamer,
maka tidak ada tanggung jawab bagiku," maka dalam
hal ini pendapat yang diterima adalah pendapat peng-
ghashab, karena asal dari sesuatu adalah bebas dari
tanggung jawab, dan dikarenakan asalnya adalah bahwa
benda itu tetap pada bentuknya yaitu khamer.

Pasal: Jika keduaduanya berbeda pendapat
dalam hal pakaian yang sedang dipakai oleh seor.rng
budak yang dighashab, orang yang dighashab
mengakui bahwa pakaian ifu adalah miliknya, dan
begitu pula dengan peng-ghashab, da mengakui bahwa
pakaian itu adalah miliknya, maka dalam hal ini
pendapat yang diterima adalah pendapat peng-
ghashab, karena budak itu dan apa-apa yang bersama
budak itu adalah di tangan pengghashab sehingga
pendapat yang diterima adalah pendapatnSTa, Wallahu
'Alam.

Penjelasan Hukum: Imam AsySyafi'i berkata: Jika
seseorang mengghasha6 budak wanita, lalu budak wanita itu mati,
lalu dia berkata, "Harganya adalah sepuluh dirham," maka
pendapat yang diterima adalah pendapat pengghashab beserta

dengan sumpahnya.

Menurutku: Telah kami sebutkan bahwa benda yang di-
ghashab dipertanggungjawabkan dengan nilainya yang paling
tinggi di pasaran dan jika yang dighashab itu adalah lemak, maka
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dihitung nilainya antara saat benda itu di-ghashab hingga benda itu
rusak. Sementara Imam Abu Hanifah mengatakan: Dia harus

bertanggung jawab terhadap nilai dari benda itu pada saat benda

itu dig-hashab berdasarkan pada keadaan saat tindakan jahat itu
dilakukan, dan pendapat ini adalah salah berdasarkan dua sudut
pandangt

Pertama: Bahwa berkelanjutannya perbuatan adalah

sebagaimana permualaannga secara syar'i, sedangkan yang

berdasarkan qpr'i adalah firman Alhh fa bb, l;i( a$,i W-
"Wahai oftng-orang Jnng buiman, " (Qs. An Nisaa' I2l, ZF/l,

artinya mereka berkelanjutan dalam beriman, dan Allah Tabla

berfirman, 0 -6:i Lgl t;i "Tunjukankh kami kepda jalan

Yang lurus. " (Qs. Al Faatihah [U: 6), artiryra tetapkanlah kami
pada pefuniuk unfuk mendapatkannya, maka dipersamakan
hukum permulaan dengan berkelanjutan dalam benfuk berita dan

dalam benhrk permintaan. Sedangkan lidah, maka ia berkelanjutan
pada tindal<an ghasha6 dengan tndakan sumpah pada setiap

tindakan ghashab. Maka dikatakan: Dia telah mengghashab,
walaupun tindakan ghashab yang dia lalatkan telah berlalu

tempon5ra.

Kedua: Bahua Shashabadalah permusuhan dan

harus bertanggung jawab pada tindak
kejahatan. Dan pada dasamlB findakan melukai adalah dibebaskan

dari tanggrrng iataab, akan tetapi kefika dalam tndakan ifu dapat
menyebabkan kerusakan pada jiun, malo perbtntan itu trarus

dipertanggungjawabkan dan yang dipertanggungawabkan adalah
kondisi setelah adanya luka. Dan diharuskan pada sesuatu yang

terjadi setelah findakan ghashab ditetapkan hukum sebelum
ghashab dilalaftan yaihr keberadaan benda pada saat ghashab,
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dan perkara ini dalam tindakan ghashab adalah lebih diutamakan
dalam tindak kejahatan, karena masih adanya benda itu
ditangannya sama dengan menggugurkan tanggung jawab dalam
tindak kejahatan, dan pada apa-apa yang telah kami sebutkan
sebelumnya tentang berkembangnya lemak dan bertambahnya
adalah dalil yang mencukupi.

Dan jika hal ini telah ditetapkan dan keduanya berbeda
pendapat tentang benda yang dighasha6, maka dalam hal ini
terdapat tiga bahasan:

Pembahasan pertama: Kedua-duanya berbeda pendapat

dalam hal nilainya.

Pembahasan kedua: Kedua-duanya berbeda pendapat

dalam hal kerusakannya atau sifatnya.

Pembahasan ketiga: Keduaduanya berbeda pendapat
dalam hal contoh yang memilik persamaan.

Sedangkan pembahasan pertama: yaitu berbedaan
pendapat keduanya dalam hal nilainya, maka dalam hal ini ada dua
keadaan:

Keadaan pertama: Perbedaan pendapat keduanya dalam
masalah nilai, sedangkan dalam masalah sifat benda maka mereka
berdua telah bersepakat, orang yang dighashab berkata, "Nilai
hartaku adalah seribu dirham," sementara pengghashab berkata,
"Nilai hartamu adalah seratus dirham," maka perkataan yang bisa

diterima adalah perkataan peng-ghashab yrang disertai dengan
sumpahnya tentang kadar nilainya, hal ini diperlukan karena dua
kepentingan:

Kepentingan pertama: Agar dia mengingkari adanya

tambahan, sebab masalah pengingkaran menumt pandangan
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syariah, sehingga syariah menetapkan bahwa png diterima adalah

perkataan orang lrang mengingkari dan bukan otang yang

menuduh.

Kepentingan kedua: Bahua dia adalah orcrng yang

berutang, dan perkataan yang diterima menunrt ilmu ushul fiqh

adalah perkataan orang yang berhutang.

Dan jil<a dikratakan: Kedm kepentingan diatas akan

merusak orang yang menjadi mediator (calo, -pent) dan seorang

mediator adalah juga orang yang mengingkari dan dia juga adalah

orang yang berutang, maka jawaban berkenaan dengan hal ini

adalah dari dtn sisi:

a. Bahwa pembeli adalah pemilik, maka seorang mediator

tidak bisa mencabut kepemilikannya kecrnli dengan ucapannla,

begitu juga keadaanrya dengan orang yang berhutang adalah

pemilik dan tidaklah dia berutang kecuali dengan ucapannln.

b. Bahun pernbeli adalah pelaku jual-beli, maka ucapannya

dalam hal jual-beli adalah ucapan png dapat diterima karena

ucapannya ihr adalah dari pertuatanryB, maka begifu pula dengan

pengghashab dia adalah Snng melaln"rkan perbuatan ghashab darr

perbrntannya itu adalah buatan dia s€ndiri, maka ucapannya

dalam nrasalah ini adalah ucapan yang dapat diterirna, sehingga

dengan kedua sisi ini pernbeli telah memposisikan dirinp pada

posisi oruB yang butang, maka dengan denrildan telah benarlah

du kepentingan diatas.

Dan jika orang yang &ghashab merniliki bul$ untuk

menguatkan tentang nilai atau harga, maka bukti
ihr hanrs diperdengarkan 5nitu drla orang saksi pria, atau dtn
orang salsi uranita bersama seorang saksi pria, atau seorang salrsi

pria beserta , dan jika buld itu bersaksi bahwa nilai dari
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benda yang di-ghasha6 pada saat di-ghashab atau pada saat benda
itu rusak atau antara saat benda ifu di-ghasha6 hingga saat benda
itu rusak bahwa nilainya adalah sekian. Maka ketetapan hukum
hanrs berdasarkan bukti itu karena pengghashab harus
bertanggung jawab terhadap nilai pada semua keadaan ini, iika
buku itu bersaksi bahwa nilai benda itu adalah seribu dirham
sebelum dighashab, maka ketetapan hukum tidak berdasarkan ifu
karena apa-apa yang sebelum dighasha6 adalah tidak termasuk
hal yang dipertanggungjawabkan oleh peng ghashab, akan tetapi
sebagian dari sahabat-sahabat kami berpendapat bahwa nilai yang
sebelum dighashab masuk ke dalam apa yang
dipertanggungiawabkan oleh peng -ghashab, karena adanya bukti
yang menyatakan hal ifu dan ini sama saja halnya dengan
perkataan orang yang dighasha6 beserta sumpahnya, karena asal

dari segala sesuafu adalah tetapnya nilai ini selama belum diketahui
penyebab kekurangannya dan ini adalah pendapat yang tidak
benar. Karena apa-apa yang sebelum di-ghashab adalah bukan
tndak kejahatan, dan bukU dalam hal ini tidak diperdengarkan, ;ika
seandainya hal ini dibenarkan yaitu pendapat yang diterima
tentang nilai adalah perkataan terhadap benda yang dipersaksikan,
maka dalam hal ini tidak perlu lagi adanya sumpah dan cukup
dengan adanya kesaksian saja. Dan jika suatu bukti bersalai
tentang sifat-sifat benda yang dighashab untuk mendapatkan
petunjuk tentang kadar nilai dari benda ifu tanpa menyebutkan
nilainya, maka ketetapan hukum tidak boleh didasari oleh bukti itu
karena dua hal.

Pertama: Bahwa menetapkan hukum dengan berdasarkan
menghitung sesuatu berdasarkan sifabrya saja dan tidak ada
contoh yang menyerupai dengan sesuatu itu, maka ketetapan
hukum itu adalah batal.
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Kedua: Bahwa perselisihan kedua orang ifu adalah pada
masalah nilai benda dan bukan pada sifat benda, sehingga sidang
pengadilan tidak boleh memperdengarkan bukti yang tidak ada
kaitannya dengan apa yang diperselisihkan oleh kedua orang itu.

Keadaan kedua adalah: Keduaduanp berteda pendapat
dalam masalah sifat dari benda itu, dan ini terbagi menjadi dua
bagian:

1. Sifat benda yang dighashaD itu bertambah.

2. Sifat benda yang di-ghashabitu berkurang.

Sedangkan pada masalah sifat benda yarry di-ghashab int
bertambah, maka ia adalah dakwaan orang yarry dighashab.
Gambarannya adalah seperti ini; Orang yang dighasha6 berkata,
"Harga mobilku adalah tiga ribu dirham (dinar), karena itu adalah
mobil Mercedes atau cadilac dengan ketersediaan unfuk tujuh
penumpang, type 075." Sementara pengghashab berkata,
"Harganya adalah seribu dirham, karena ia adalah mobil Mercedes
atau Cadilac dengan kesediaan tempat duduk untuk lima
penumpang type 50," maka perkataan yang diterima dalam
perkara ini adalah perkataan pengghasha6 beserta sumpahnya.
Hal ini tidak bertentangan karena adanya dua kepentingan yang
harus diperhatikan di dalamnya yaifu utang dan pengingkaran.

Sedangkan pada masalah sifat dari benda yang dighashab
itu berlorrang, maka ia adalah dalcr,vaan pagghashab dan
garnbarannya adalah seperti ini; Pengghasha6 berkata, "Harga
mobil yang telah aku ghashab darimu adalah serafus dirham
(dinar), karena mobil ifu adalah mobil bekas dan mesinnya sudah
lemah, remnla tidak pakem, dan mobil ifu bermerek Fiat type
75." Namnn oftrng yang dighashab berkata, "Harganya adalah
seribu dirham (dinar), karena mobil ifu bukan mobil bekas,
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mesinnya masih bagus, dan remnya berfungsi dengan baik." Maka
dalam masalah seperti ini ada dua pendapat karena berbedanya
kedua kepentingan:

Pendapat pertama: Bahwa perkataan yang dapat diterima
adalah perkataan peng-ghasha6 beserta sumpahnya dengan utang
diiadikan sebagai dasar ketetapan hukumnya.

Pendapat kedua: Bahwa perkataan yang dapat diterima
adalah perkataan orang yang dighashab beserta sumpahnya
dengan pengingkaran dijadikan sebagai dasar unfuk menetapkan
hukum.

Sedangkan pembahasan kedua: Kedua-duanya
berbeda pendapat dalam masalah kerusakan benda yang di-
ghashab, dan gambarannya; Orang yang dighashab berkata,
"Mobilku masih dalam keadaan utuh di tanganmu,,, namun peng-
ghashab berkata, "Mobil itu telah rusak dan telah hilang sebagian
onderdilnya," maka perkataan yang diterima dalam hal ini adalah
perkataan perrg-ghasha6 beserta sumpahnya, kemudian dalam hal
ini terdapat dua keadaan:

Keadaan pertama: Bahwa tidak ada kewajiban apapun bagi
peng-ghashab yang harus dia penuhi kepada orang yang dia
ghashab selama dia tidak membenarkan bahwa mobil itu rusak di
tangannya, karena dia tidak didakpa dalam masalah nilai, akan
tetapi dia didak\^/a dalam masalah wujud benda yang dia ghashab.
Dan sementara dia telah bersumpah bahwa dia tidak melakukan
kerusakan pada mobil itu.

Keadaan kedua: Bahwa pengghasha6 harus bertanggung
jawab terhadap nilai dari yang rusak kepada orang yang dia
ghashab, karena walaupun dia mengingkari kerusakan itu, maka
sumpah pengghasha6 tidaklah rusak dan dia tidak mempunyai
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kemarnpuan unfuk membayar nilai ifu. Maka nilai ifu menjadi

seperti bagian benda lrang rusak, sehingga pengghasha6 harus

bertanggung jawab dengan mengganti nilainya beserta wujud
benda itu jika masih ada.

Sedangkan pembahasan ketiga: Keduaduanya
berbeda pendapat dalam hal contoh (barang) yang sama dengan
benda yang dighasha6, maka dalam hal ini ada tiga bagian:

Bagran pertarna: Keduaduanya berbeda pendapat tentang

sifat-sifat benda yang sama, seperti jika orang yang di-ghashab

berkata, "Kamu telah meng -ghashab dariku makanan yang baru,"
namun pengghasha6 berkata, "Akan tetapi yang aku ambil adalah

makanan yang lama," maka dalam hal ini perkataan yang diterima

adalah perkataan pengghashab beserta sumpahnya dengan

adanya suatu kepentingan yaifu kepentingan pengingkaran dan
kepentingan utang. Kemudian orang yarry dighashab, maka dia
harus menerima benda ifu karena dengan demikian dia telah
mengurangi setengah dari apa yang dia tuntut darinya.

Bagian kedtra: Keduaduanya berbeda pendapat tentang

asal muasal benda sama yang akan dijadikan pengganti, seperti
jika orang yang &ghashab berkata, "Apa 5ang telah kamu
ghashab ifu rnemiliki keserupaan dengan lnng lain," namun peng-
ghashab berkata, "Tidak ada yang serupa dengan benda ifu,"
maka dalam hal ini kedua perkataan orang itu Udak ada png
diterima dan dalam hal seperti ini harus dikembalikan kepada
ijtihad para hakim, jika para hakirn memutuskan bahwa ada benda
yang serupa dengan benda yang di-ghashab, maka pengghashab
dituntut untuk mengembalikan benda yang di-ghashab dengan
benda yang serupa. Dan jika para hakim memutuskan agara benda
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ifu harus diganti dalam bentuk nilai, maka peng-ghashab harus
melaksanakan ketetapan ifu.

Bagian ketiga: Keduaduanya berbeda pendapat tentang
ada atau tidaknya benda pengganti yang serupa, seperti jika orang
yang di-ghasha6 berkata, "Benda sempa ifu ada,,, namun peng_
ghashab berkata, "Benda serupa itu tidak ada," maka dalam hal ini
hakim harus mencari tahu tentang ada atau tidaknya benda sempa
yang sama untuk memutuskan perselisihan antara keduanya
tentang ada atau tidaknya benda pengganti yang senrpa. Jika
hakim telah menemukannya, maka dia harus menunfut peng-
ghashab untuk mengembalikan benda yang dighashab itu dengan
benda yang serupa, sama saja halnya apakah benda itu mahal atau
murah harganya. Dan jika benda pengganti yang sempa ifu tidak
ada, maka seorang hakim harus memberi pilihan kepada orang
yang di-ghasha6 untuk memilih antara apakah dia tetap menuntut
benda pengganti yang serupa, dan jika dia ingin cepat maka dia
harus mengambilnya dalam bentuk nilai. Kemudian jika setelah ifu
benda pengganti yang serupa telah ada, maka dia tidak berhak
unfuk memintanya kembali karena apa yang dia miliki telah
kembali kepadanya dengan mengambil nilai itu, akan tetapi kondisi
ini berbeda dengan jika seseorang mengghashab seorang budak
jika dia mengambil nilainya kemudian budak itu ada, maka dia
harus mengembalikan budak ifu. Dan perbedaan antara keduanya,
bahwa diambilnya nilai dari budak yang melarikan diri karena
adanya keterputusasaan akan kembalinya budak ifu, maka nilai ifu
harus dikembalikan setelah ada kemampuan untuk mengembalikan
budak itu, sementara diambilnya nilai dari benda yang di-ghashab
karena diketahuinya kemampuan unfuk mengembalikan benda itu
nantinya, maka dalam hal ini tidak ada keharusan mengembalikan
nilai benda pengganti setelah benda pengganti itu ada.
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Dan jika peng-ghashab telah berusaha untuk mengadakan

benda pengganti, kemudian orang yang dighasha6 menunfut

dalam bentuk nilai sebelum benda pengganti ifu ada, maka dia

berhak unfuk mendapatkan apa yang dia tunfut itu agar dia segera

mendapatkan haknya, akan tetapi lain halnya dengan praktek lual-
beli secara salam terhadap suatu benda unfuk menunggu pada

masa tertentu unfuk mendapatkan haknya, lalu yang memesan itu

ridha dengan bersabar hingga tiba masanya dia mengambil apa

yang telah dia bayar sebelumnya. Maka dalam hal jual-beli salarn

tidak boleh pembeli menuntut nilai yang telah dia berikan kepada

penjual, maka dengan demikian peng-ghashab tidak perlu

mengembalikan nilai itu sebelum dia mendapatkan benda

pengganti. Dan perbedaan antara keduanya adalah bahwa

memberi harga atau memberi nilai pada benda yang akan dibeli

oleh pembeli dalam jual-beli salam adalah suahr aib, sehingga jika

dia ridha dengan apa yang akan dia beli, maka dia berhak

menerima hasil dari apa llang dia beli berdasarkan akadnya.

Sedangkan sabamya orang yang di-ghashab untuk menuggu

adanya benda pengganti dat'. pengghashab, maka hal ifu adalah

bagian dari sifat kebaikan orang yang di-ghasha6 dan bukan aib

seperti pada jual-beli salam, akan tetapi bagi orang yang di-
ghashab itu juga bukan suatu keharusan.

Cabang: Jika seseorang mangghashab sari buah, lalu di

tangannya sari buah ifu menjadi cuka, maka cuka ifu dikembalikan
kepada orang yartg dighashab dan peng-ghashab harus membayar
nilainya dari apa-apa yang berkurang dari sari buah ifu jika ada.

Akan tetapi jika sari buah ifu telah menjadi khamer, maka peng-
ghashab harus mengembalikan sari buah ifu dalam benhrk nilai

atau harganya karena khamer tidak memiliki nilai atau harga, dan

\
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apakah pengghasha6 boleh mengambil khamer itu? Maka dalam
hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: -Dan ini adalah pendapat Abu Ishaq Ar
IsfirayinF Bahwa dia tidak boleh mengambil khamer itu, karena
ada kewajiban unfuk menumpahkannya dan untuk merusaknya.

Pendapat kedua: Dia boleh mengambil khamer itu karena
dengannya dia bisa menambah isi sumumya dengan menuangkan
khamer itu ke dalamnya atau dengan khamer ifu dia dapat
memberi minum kepada hewannya, dan jika khamer ifu telah
menjadi cuka di tangan pengghashab, maka dia harus
mengembalikan cuka itu kepada orang yang dighashab, dan
mengernbalikannya dalam benfuk nilai, sehingga dalam hal ini ada
dua pendapat 'seperti berkurangnya penyakit jika telah hilang
sebagian penyakitrya:

Pendapat pertama: Dia hanrs mengembalikannya daram
bentuk nilai.

Pendapat kedua: Tidak ada keharusan unfuk
mengembalikannya dalam benfuk nilai karena tdak ada
ketetapannya tentang hal ifu.

Jika seseorang meng-ghashab khamer, laru di tangannya
khamer ifu menjadi cuka, maka pada saat itu pula dia menjadi
orang yang bertanggung jawab kepada pemilik khamer ifu, karena
khamer itu telah menjadi cuka dan cuka adalah benda yang
memiliki nilai. Dan seandainya keduanya berbeda pendapat setelah
adanya kerusakan, lalu pemilik khamer berkata, ,,Khamer 

itu telah
meniadi cuka maka kamu harus bertanggung jawab atas kerusakan
ifu," sementara pengghasha6 berkata, "Akan tetapi yang rusak di
tanganku itu adalah khamer pada keadaannya," maka dalam hal
ini perkataan yang diterima adalah perkataan pengghashab
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beserta sumpahnya dengan bersandarkan kepada kaidah bahwa
asal dari segala sesuafu adalah terbebas dari tanggung jawab. Dan
jika khamer itu telah menjadi cuka setelah dighashab,lalu cuka itu
menjadi khamer lagi sebagaimana semula, maka peng-ghashab
harus bertanggung jawab walaupun wujud khamer itu tetap ada,

karena dengan menjadi khamer lag yang sebelumnya telah
menjadi cuka maka pengghashab harus bertanggung jawab

karena cuka itu telah menjadi khamer. Lalu jika l,hamer ifu
kembali menjadi cuka unfuk yang kedua kalinya, maka cuka itu
harus dikembalikan kepada orang yang dighasha4 dan apakah
dia bertanggung javvab bersama nilai atau harganya pada saat
mengembalikan cuka itu? Maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Dia tidak harus bertanggung jaunb
kepada orang yang dighashab, l<arena benda yang dia ghashab
telah kembali kepada pemiliknya dalam keadaan semula.

Pendapat kedua: Dia harus bertanggung jawab jika pemilik
cuka ifu meminta kepadanya, maka hal itu tidak menggugurkan
kalajibannya unfuk membayar ganti rugi jika ada.

Cabang: Pendapat dari para sahabat Abu Hanifah tentang
perbedaan pendapat antara pengghashab dan orang yang
dighashab.

Jika peng ghashab berkata, "Telah rusak benda yang di-
ghashab di tanganku," namun orang yang dighashab ndak
membenarkan hal itu darinya dan tidak ada bukU bagi peng-
ghashab atas pemyataannya itu, maka pengarang kfiab Ar Bada'i
berpendapat: Maka hakim harus menahan perryghashabbebempa

waktu jika benar apa yang dikatakannya, lalu hakim akan
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menyatakannya saat itu juga, kemudian hakim memberi vonis
kepada peng-ghasha6 dengan pertanggungjawabannya.

Menurut kami, hal itu dikarenakan hukum asal dari
perbuatan ghashab adalah diharuskan kepada pengghasha6 untuk
mengembalikan wujud dari benda yang dia ghashab dan nilainya
sebagai pengganti dari benda ifu. Maka selama berurn ada
halangan untuk menetapkan pada ketetapan hukum asal, yaifu
mengenbalikan wujud benda, maka hakim tidak boleh memberi
vonis untuk menggantinya dalam benfuk nilai.

Jika kedua-duanya berbeda pendapat tentang asal dari
benda yang di-ghasha6 atau dalam hal jenis benda yang di-
ghashab, atau macamnya, atau kadamya, atau sifatnya, atau
nilainya pada saat dighashab, maka dalam hal semua ihr
perkataan yang diterima adalah perkataan pengghashab, karena
onmg yang di-ghashab adalah orang yang menunfut
pertanggungiawaban dari pengghashab sementara dia
mengingkarinya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan
pengghasha6. Dan jika seandainya peng-ghasha6 mengakui dari
apa:1nng didals /akan kepadanya oleh orang yarry di-ghasha6 dan
juga dia telah mengakui bahwa dia telah mengembalikan
kepadanya, maka hal itu tidak dibenarkan kecuali dengan adanya
buku, karena pengakuan terhadap perbuatan ghashabnya adalah
pengakuan tentang adanya penyebab dan adanya tanggung jawab
darinya, maka dia dengan pengakuannya, "Aku telah kembalikan
kepadamu." I alu dia rnengakui bahwa dia telah menghilangkan
penyebab, maka hal itu tidak dapat dibenarkan kecuali dengan
adanya buku.

seandainya orang yatg dighashaa telah memiliki bukti
bahwa seseorang telah mengghashab seekor her,van dan hewan
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itu telah diberi makan olehnya, lalu pengghasha6 juga telah

memiliki bukfi bahwa dia telah mengembalikan hewan itu

kepadanya dan heuuan ifu telah diberi makan selama berada di

sisinya, maka tidak ada pertanggungjawaban bagi peng -ghashab,

karena sangat memungkinkan bahwa saksi-saksi dari orang yang

dighashab hanya bersandar pada kesalsian mereka yang hanya

berdasarkan pada keadaan saja, yaitu mereka hanya mengetahui

bahwa hewan itu telah di-ghashab dan mereka tidak mengetahui

bahwa pengghashab telah mengembalikannya. Maka kesaksian

mereka hanya berdasarkan lahiriyahnya saja, yaitu masih adanya

barang yang dighashab di tangan pengghasha6 sampai waktu

kerusakan, sementara persaksian pengghashab, maka persaksian

mereka berdasarkan hakekat kejadian, yaitu bahwa benda yang di-
ghashab telah dikembalikan, karena ini adalah suatu perkara yang

belum terjadi, maka persaksian yang membuktikan bahwa dia telah

mengembalikan benda yang di-ghashab adalah lebih diutamakan

sebagaimana pada persaksian mencacati adalah lebih diutamakan

daripada persaksian menyempumakan.

Sedangkan diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa peng-

ghashab harus bertanggung jawab.

Dan jika bersaksi saksi-saksi untuk orang yarrg dighashab

bahwa pengghashab telah membunuh hevuan itu, lalu bersaksi

pula orang-orang yang bersaksi unfuk pengghashab bahwa peng-

ghashab telah mengembalikan heuan itu kepadanya, maka peng-

ghashab harus bertanggung jawab karena bukti miliknya tidak bisa

mengalahkan bukti benda yang drghashab, sebagaimana jika

seseorang berkata kepada,oralg lain, "Kami telah mengghashab

darimu seribu dirham," kemudian orang ifu berkata, "Kami saat ifu

berjumlah sepuluh orang," maka Abu Yusuf berkata dalam kasus
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mengatakan bahwa perkataannya ifu tidak dibenarkan. Sementara

Taiar berkata, "Perkataan ifu dibenarkan."

Dan yang menjadi bahasan dalam hal ini adalah
perkataannya, "Kami telah mengghashab darimu," kata "kami"
disini adalah arti yang sebenamSa, 3nihr menuiukkan pada jumlah
yang banlnk, sedangkan perbuatan harus diungkapkan dengan
hakekat atau arti png sebenamln dari strafu kata dan ini adalah
suattr keharusan, sedangkan jika kata "kami" ifu diartkan kepada

sahr, maka ungkapan itu ditinggalkan unfuk mengungkapkan
perbuatan yang sebenamya, maka perkataan ifu harus dibenarkan.

Sedangkan int bahasan dari perkataan Abu Yusuf adalah
bahwa perbuatan hanrs diungkapkan dengan kata yang

sebenamSra jilo itLr memungkinkan, sementara disini fidak
memungkinkan, karena perkataannya, "Kami telah meng-
ghashab," tentang adarrln tindakan atau
perbuatan ghashab dari sekelompok orang 1nng tidak diketahui
jumlahnya, dan iika kami mengetahui dengan hakekat jumlah yang

sebenamya maka srngguh kami akan batalkan perkataan ifu. Dan
tidak diragukan lagi bahwa perbuatan dengan dilaksanakannya

adalah lebih trtama dari pada dibatalkan.

Cabang Tentang Pembicaraan Mereka Pada Perkara
Pengrusalon

Jika seseorang memecahkan gitar atau drurn -keduangra
adalah alat siasia- milik orang lain, maka dia harus bertanggung
jawab dengan menggantin3n dalam benhrk kay, yang tenrkir
menunrt pendapat Imam Abu Hanifah.
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Dan dia berpendapat dalam Al Muntaqa': Yaitu kayu yang

berbenfuk papan. Sementara menuntt Muhammad dan Abu Yusuf

bahwa dia udak harus bertanggung jawab.

Inti bahasan pada pendapat Abu Hanifah adalah bahwa

benda ifu sebagaimana ia bisa dijadikan untuk sesuatu 5nng

sifatnya sia-sia di satu sisi, tapi disisi lain benda itu juga bisa

dijadikan unfuk sesuatu yang sifat'rya dapat mendatangkan

manfaat di sisi lainnya, maka dengan demikian benda itu adalah

benda yang memiliki nilai atau harga dari sisi ini. Dan demikian

juga halnya jika seseorang menumpahkan minuman lang
memabukkan, maka berdasarkan perbedaan kondisi terhadap apa

yang terkandung dalam minuman itu, terkadang khamer ihr

dengan melalui sebuah proses dapat menjadi cuka. Dan dalam

kondisi ini dia harus bertanggung jawab dalam keadaan apapun,

karena dia telah tercakup pada apa diperuntukkan berupa

minuman yang tdak memabukkan, atau air mineral, atau

minuman yang memabukkan, maka dengan demihan

menghancurkan kendi dan botol dan lain-lainnya selain kedua

benda ifu dari jenis tempat-tempat benda-benda cair adalah

tindakan yang difuntut pelakunya unhrk bertanggung jawab bagi

siapa saja yang melakukan kerusakan pada benda itu. Dan bagi

kami bahwa orang yang menumpahkan khamer, maka tidak ada

tanggung jawab apapun baginya karena kharner adalah benda

yang tidak memiliki nilai atau harga, sama halnya dengan keadaan

semua benda yang haram penggunaannya.

Sedangkan inti bahasan dari pendapat dua orang sahabat

Imam Abu Hanifah adalah bahwa benda ini adalah alat untrrk hal

yang sifafurya sia-sia dan memsak, maksudnya benda ifu adalah

sesuatu yang tidak memiliki nilai atau harga, sama halnya seperti

khamer maka sesungguhnya benda itu tidak dapat diberi harga
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atau nilai. Dan jika seseorang merobek-robek permadani yang
padanya terdapat gambar-gambar orang, maka orang yang
merobeknya harus bertanggung jawab dalam bentuk membayar
nilai dari orang yang menggambar, karena gambar-gambar pada
permadani ifu bukanlah suatu larangan, karena permadani ifu
diinlak sedangkan gambar-gambar ifu adalah sesuatu yang dapat
diberi nilai atau harga. Maha suci Tuhanmu Tuhan yang Memiliki
Kemuliaan dari apa-apa yang mereka sifatkan dan semoga
keselamatan selalu tercurahkan kepada para ufusan-Nya dan
segala fuji hanyalah milik Allah Tuhan semesta alam.

Dengan memuji Allah dan atas petunjukN5ra png baik telah
selesai cetakan jilid ke-14 dari buku Al Majmu,di percetakan Daar
Ifua At-Tunats Al Ambi di Beirut Az-zahirah. semoga Allah
menjaga percetakan ini agar senantiasa selalu dapat mencetak
buku-buku 5nng b€rmanfaat, dan seranjutnla adalah jilid ke-15,
dan akhir do'a kami adalah segala puji hanya milik Allah Tuhan
semesta alam.
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